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Kata Sambutan
Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCBArb.

uku dengan judul: "Penyelundupan Hukum Kepemilikan
Hak Milik Atas Tanah di Indonesia” yang ditulis oleh

Dr. Ir. Anita D.A. Kolopaking, S.H., M.H., dan diterbitkan
Penerbit Alumni ini, berasal dari disertasi Ilmu Hukum yang telah
berhasil dipertahankan pada Program Pascasarjana Universitas
Padjadjaran dimana saya bertindak sebagai Promotornya.

Dikupas dalam buku ini berbagai hal terkait kebijakan dan
regulasi pertanahan di Indonesia, sehingga perlu dijadikan
referensi oleh para akademisi dan praktisi juga masyarakat pada
umumnya yang memiliki kepentingan di bidang pertanahan.

Saya menyambut baik terbitnya buku ini, semoga memberi
manfaat dan maslahat bagi masyarakat.

Jakarta, 9 September 2013

Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCBArb.



Kata Sambutan
Prof. Em. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H.

paya penambahan referensi bidang hukum pertanahan
{ 1 l sangat positif dan bermanfaat, baik bagi kalangan

akademisi maupun praktisi. Sehubungan dengan itu,
saya dengan gembira menyambut penerbitan buku baru dalam
bidang hukum pertanahan dengan judul: Penyelundupan Hukum
Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah di Indonesia yang merupakan
karya Dr. Anita D.A. Kolopaking, alumni Program Doktor Pasca
Sarjana UNPAD. Buku ini berasal dari penelitian Sdr. Anita D.A.
Kolopaking dalam disertasinya yang berjudul: Kepemilikan Tanah
Hak Milik oleh WNA dgan Badan Hukum Dikaitkan dengan
Penggunaan Nominee Sebagai Bentuk Penyelundupan Hukum.
Dalam penelitian ini diangkat bagaimana praktik penggunaan
nominee dalam kepemilikan hak milik atas tanah yang marak
teriadi di Indonesia. Sebagaimana diketahui, hak milik atas tanah
dalam sistem hukum pertanahan Indonesia hanya dapat dimiliki
oleh individu dan warganegara Indonesia dan tidak dapat dimiliki
oleh WNA dan badan hukum yang bergerak bidang yang sifatnya
komersial, artinya WNA dan badan hukum yang bergerak bidang
komersial dilarang memiliki hak millik atas tanah berdasarkan
UUPA.

Perjanjian nominee yang marak dilakukan dalam praktik,
terjadi dalam kepemilikan Hak Milik atas tanah di Indonesia
sehingga WNA dan umumnya badan hukum yang bergerak dalam
bidang komersial tetap dapat memiliki hak milik atas tanahnya
dengan sertifikat hak atas tanah atas nama nominee tersebut
untuk kepentingan WNA maupun badan hukum. Ini merupakan
salah satu masalah dalam hukum pertanahan Indonesia yang perlu
dicari solusi dalam mengatasinya.

Saya sangat menghargai hasil penelitian Sdr. Dr. Anita D.A.
Kolopaking, yang telah mengupas aspek hukum penyelundupan
hukum dalam kepemilikan hak milik atas tanah yang marak terjadi
di Indonesia. Mudah-mudahan buku ini akan membuka pemikiran
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semua pihak atas praktik yang tidak sehat dalam hukum
pertanahan yang dapat dijadikan dasar dalam pengembangan
hukum Pertanahan Indonesia.

Buku ini yang semula adalah hasil penelitian dalam penyu-
sunan disertasi ini akan sangat bermanfaat dan baik sebagai
referensi bagi para akademisi maupun para praktisi.

Bandung, September 2013

Prof. Em. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H.
Guru Besar Emeritus Universitas Padjadjaran
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Prakata
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Ihamdulillah dengan segala rahmat Allah SWT, penulis
dapat meneruskan penulisan disertasi ini menjadi

sebuah buku. .

Banyaknya terjadi penyelundupan hukum dalam kepemilikan
tanah hak milik oleh warga negara asing dan badan hukum,
sehingga mendorong penulis untuk menerbitan buku ini dari hasil
disertasi penulis guna memberikan pengetahuan dan mencegah
perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang
tidak bertanggung jawab guna meluluskan keinginannya yang
melanggar aturan hukum yang ada. Sehingga perlu diketahui oleh
pembaca agar_terhindar dari perbuatan melanggar hukum atas
kepemilikan tanah yang dikehendakinya.

Sistem pertanahan nasional yang dapat memberikan sarana
dalam mengatur sumber daya alam tersebut untuk mencapai
pembangunan yang diharapkan telah diatur dalam Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria yang meliputi objek hak atas tanah, subjek hak atas tanah
dan status objek hak atas tanah.

Perlunya mensosialisasikan tentang bagaimana seharusnya
kepemilikan tanah hak milik yang dapat diperoleh oleh warga
negara Indonesia dan warga negara asing maupun badan hukum,
agar tidak terjadi pelanggaran hukum dalam perolehannya akibat
ketidak-tahuannya atau pun pelanggaran hukum yang sengaja
dilakukan tanpa mempertimbangkan akibat hukumnya.

Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pembaca dan terima
kasih yang takterhingga kepada Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H.
dan Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCBArb. yang banyak
mendukung penulis sampai terbitnya buku ini. Juga terima kasih
yang takterhingga kepada ibunda Hj. Ratih Amir yang selalu men-
doakan penulis dalam berkarya serta terima kasih kepada suami:
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Wyasa Kolopaking dan anak-anak tercinta: Aryasena Satria Ajie
Kolopaking, Dimas Ajie Rianda Kolopaking dan Anisa Bella
Anggraini Kolopaking.

Pada akhirnya, apresiasi disampaikan juga kepada:
Prof. Em. Dr. Eddy Damian, S.H., Gurubesar Emeritus Fakultas
Hukum UNPAD merangkap Pemimpin Penerbit Alumni beserta para
pelaksana teknisnya: Bapak Yayat, Bapak Unang dan Sdr. Yosep
selaku desainer yang telah berhasil melaksanakan penerbitan buku
ini dalam waktu relatif singkat untuk para pembaca yang budiman.

Jakarta, 24 Agustus 2013

Penulis
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Pendahuluan

alam rangka mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemer-
( i ’dekaan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu,

berdaulat, adil dan makmur, diperlukan suatu sistem
Pemerintahan Negara yang melindungi segenap bangsa dan
tumpah darah Indonesia. Pemerintah Negara bertugas memajukan
kesejahteraan umum dan membangun masyarakat adil dan mak-
mur berdasarkan Pancasila didasarkan atas hukum (rechtstaal),
tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtstaat).

Negara yang berdasarkan atas hukum, pembangunan nasional
harus dilaksanakan berdasarkan atas hukum dan dipertangggung-
jawabkan menurut hukum yang bersumber pada Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya disingkat “UUD'45”,
Dengan demikian, hukum merupakan prinsip pokok yang harus
diterapkan dan dipegang teguh dalam perencanaan, pelaksanaan
dan pengawasan pembangunan agar penyelenggaraan pemba-
ngunan berjalan tertib, teratur, terkendali, efektif dan efisien
guna meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia
seluruhnya.

Sebagai realisasi untuk mewujudkan sistem hukum pem-
bangunan nasional ini yang bersumber kepada Pancasila dan
UuUD’45 telah dilakukan perubahan beraneka amandemen UUD45
untuk ke-empat kalinya. Sistem hukum pembangunan nasional ini
tidaklah mudah dilaksanakan tanpa keikutsertaan masyarakat dan
pemerintah. Masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan, dan
pemerintah sebagai pihak yang berkewajiban untuk mengarahkan,
membimbing serta menciptakan suasana yang menunjang.

Sebagaimana disebutkan dalam pembukaan UUD45 alinea
kedua menegaskan bahwa ada suatu keinginan untuk mewu-
judkan negara yang adil dan makmur, yang untuk pelaksana-
annya kemudian diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD45, yang
menyebutkan:
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“humi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan sebesar-
besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Salah satu upaya dalam mewujudkan negara kesejahteraan
adalah mendayagunakan bumi, air serta kekayaan alam yang
terkandung didalamnya terutama tanah sebagai permukaan bumi
yang merupakan salah satu sumber kehidupan dan kemakmuran
rakyat.

Tanah yang merupakan permukaan bumi harus diatur dan
dikelola secara nasional untuk menjaga kelestarian sistem kehi-
dupan berbangsa dan bernegara, dan amanat konstitusi adalah
politik pertanahan dan kebijakan pertanahan diarahkan untuk
mewujudkan tanah sebagai sumber untuk sebesar-besarnya bagi
kemakmuran rakyat, yang meliputi penguasaan, pemilikan, pe-
manfaatan dan penggunaan tanah.

Tugas negara tidak terbatas pada memelihara tata-tertib serta
melindungi jiwa dan harta kekayaan rakyatnya (Police State),
melainkan juga negara bertugas mewakili kepentingan bersama,
menjadi lebih luas dan mengusahakan peningkatan kemakmuran
yaig adil dan merata (Welfare State). Sehingga di dalam melak-
sanakan tugasnya negara mempunyai kewajiban memerhatikan
kepentingan bersama, sehingga hak-hak individu atas tanah
dinyatakan mempunyai fungsi sosial.")

Sejalan dengan prinsip pembangunan terutama mengenai
perbaikan pengelolaan sumber daya alam khususnya di bidang
pertanahan, diperlukan sistem pertanahan nasional yang dapat
memberikan sarana dalam mengatur sumber daya alam tersebut
untuk mencapai pembangunan yang diharapkan.

Sistem pertanahan nasional telah diatur dalam Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria selanjutnya disebut “UUPA” yang dalam jiwanya
(spiritnya) mencakup pengaturan tentang bumi, air dan sumber
daya alam lain.

UUPA diundangkan pada tanggal 24 September 1960 dengan
tujuan sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Umum UUPA,
ialah:

"1, Sebagai alat untuk membawakan kemakmuran, kebaha-
giaan dan keadilan bagi rakyat dan negara, terutama
rakyat tani dalam rangka masyarakat adil dan makmur;

1)  Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang
Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, 1995, him. 229.
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2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan
dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan;

3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberi kepastian
hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat
seluruhnya”.

Adapun hak atas tanah yang dimaksud dalam UUPA adalah
adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut
tanah, yang dapat diberikan kepada individu, baik sendiri mau-
pun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan
hukum.?)

Macam-macam hak atas tanah yang dimaksud dalam Pasal 16
ayat (1) UUPA dalam Pasal 4 ayat (1) ialah: Hak Milik (HM) Hak
Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai (HP),
Hak Sewa (HS), Hak Membuka Tanah, Hak Memungut Hasil Hutan,
Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas
yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang
sifatnya sementara seperti yang disebutkan dalam Pasal 53.

Macam-macam hak atas tanah yang disebutkan di atas
kepemilikan Hak Milik disingkat “HM” atas tanah yang merupakan
hak tertinggi, sebagaimana diatur pada Pasal 20 ayat (1) UUPA,
menyebutkan:

“Hak Milik adalah hak turun temurun terkuat dan terpenuh
yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat
ketentuan dalam Pasal 6 UUPA”.

HM dalam kepemilikannya memberikan hak turun temurun
terkuat dan terpenuhi merupakan hak yang tidak mempunyai
batas waktu dalam kepemilikannya. Selain itu, HM yang mem-
berikan hak absolut dalam pengertian dapat dipertahankan
terhadap siapapun atas hak kepemilikan, dan merupakan hak atas
kebendaan tertinggi serta merupakan sentral dari hukum benda,
sehingga hal ini menjadi incaran banyak orang untuk memilikinya.
Artinya, dengan kepemilikan HM ini akan membebaskan bagi
pemiliknya untuk mengurus perpanjangan hak sebagaimana yang
dimiliki oleh hak-hak atas tanah yang lainnya ataupun keter-
batasan waktu memiliki hak atas tanah. Hal ini menimbulkan rasa
aman bagi pemilik hak atas tanah dengan status kepemilikan HM.
Oleh sebab itu, perlu adanya suatu pembatasan HM atas tanah,
untuk mendapatkan sesuatu hanya sebanyak yang dapat dipakai
untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau orang lain, sejauh tidak

2)  Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, Pasal 4 ayat (1).
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menghalangi kepentingan orang lain dalam mendapatkan sesuatu
demi kebutuhan hidupnya,’®) artinya batas yang diperlukan dan
standar hidup secara layak bagi kehidupan sosialnya.

Penafsiran akan kepemilikan HM dapat diartikan sama, baik
dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun oleh para
ahli. Oleh karena itu, kajian HM atas tanah bagi bangsa Indonesia
merupakan suatu kajian yang sangat penting, karena HM atas
tanah merupakan hak kebendaan yang paling sempurna dan untuk
menjamin kesejahteraan kehidupan suatu bangsa.

Pada masa Belanda mengeluarkan Hak Agrarisch Eigendom,
yaitu suatu hak ciptaan pemerintah Belanda yang bertujuan untuk
memberikan kepada orang-orang Indonesia suatu hak atas tanah
yang kuat, yaitu dengan cara harus mengajukan permohonan
kepada Ketua Pengadilan Negeri dari tempat letak tanah yang
bersangkutan, agar ditetapkan sebagai pemilik tanah itu melalui
peraturan yang disebut witwiizing van erfeljjk individueel ge-
bruiksrecht. Hak Agrarish Eigendom ini tidak boleh dipindahkan
kepada orang bukan pribumi, kecuali dengan izin. Dalam larangan
itu tidak termasuk peralihan karena perwarisan tanpa wasiat,
percampuran harta karena perkawinan dan perubahan status.
Pendirian Pemerintah Hindia Belanda tersebut banyak diperguna-
kan dengan sebaik-baiknya oleh orang-orang bukan pribumi yang
ingin mempunyai tanah-tanah yang luas dengan hak eigendom,
dengan cara mula-mula ia menyuruh seorang wanita Indonesia
membeli tanah HM. Kemudian disuruhnya meminta hak agrarish
eigendom dan akhirnya diperisterinyalah wanita itu. Dengan
perkawinan itu wanita tersebut menjadi bukan pribumi dan tanah
yang bersangkutan karena hukum menjadi tanah hak eigendom.
Karena percampuran harta tanah hak eigendom tersebut juga
menjadi kepunyaan suaminya.®)

Pemilikan tanah diawali dengan menduduki suatu wilayah
yang oleh masyarakat Adat disebut sebagai tanah komunal
(milik bersama). Khususnya di wilayah pedesaan di luar Jawa,
tanah ini diakui oleh hukum Adat taktertulis baik berdasar-
kan hubungan keturunan maupun wilayah. Seiring dengan
perubahan pola sosial ekonomi dalam setiap masyarakat, tanah
milik bersama masyarakat Adat ini secara bertahap dikuasai
oleh anggota masyarakat melalui penggarapan yang bergiliran.
Sistem pemilikan individual kemudian mulai dikenal di dalam
sistem pemilikan komunal.

3)  Purnadi Purbacaraka dan Ridwan Halim, Hak Milik Keadilan dan Kemakmuran,
Tinjauan Filsafat Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, him. 7.
4)  Boedi Harsono, ap. cit., him. 119-121.
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Situasi ini terus berlangsung di datam wilayah kerajaan dan ke-
sultanan sejak abad kelima dan berkembang seiring kedatangan
kolonial Belanda pada abad ke tujuh belas yang membawa konsep
hukum pertanahan mereka. Selama masa penjajahan Belanda,
pemilikan tanah secara perorangan menyebabkan dualisme hukum
pertanahan, yaitu tanah-tanah di bawah hukum Adat dan tanah-
tanah yang tunduk kepada hukum Belanda. Menurut hukum
pertanahan kolonial, tanah bersama Adat dan tanah milik Adat
perorangan adalah tanah milik negara (asas Domein). Hak
individual atas tanah seperti HM atas tanah, diakui terbatas
kepada yang tunduk kepada hukum barat. Umumnya, HM ini
diberikan atas tanah-tanah di perkotaan dan tanah perkebunan di
pedesaan. Dikenal pula beberapa tanah instansi pemerintah yang
diperoleh melaiui penguasaan.

Dalam KUHPerdata ada eigendom, erfach, dan opstal, dalar:

UUPA juga dikenal peringkat hak atas tanah yaitu HM, HGU, HGE
dan HP.

Dalam KUHPerdata setiap subjek hukum dapat memiliki hak-
hak atas tanah tanpa ada perbedaan antara penduduk maupun
bukan penduduk, tetapi dalam UUPA ada perbedaan, bahwa hak
atas tanah tertentu hanya dapat dimiliki WNI dan Badan Hukum.
Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan kaidah fundamental
hukum dalam kepemilikan hak atas tanah nasional sebagai

landasan untuk merumuskan konsep HM atas tanah bagai bangsa
Indonesia.

Di dalam ketentuan asas kebangsaan atau asas nasionali-
tas yang terdapat pada penjelasan umum UUPA bahwa asas
Nasionalitas yang memberikan batasan dalam lalu lintas tanah ini
yang mengakibatkan terdapat perlakuan yang berbeda atas benda
tanah dan benda bukan tanah. Hal ini dituangkan pada Pasal 1
ayat (1) UUPA yang menyatakan: “Seluruh wilayah Indonesia
adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia”. Asas
ini hanya memberikan hak kepada warga negara Indonesia
(scianjutnya disingkat “WNI") dalam kepemilikan hak atas tanah,
telah tertutup kemungkinan warga negara Asing (selanjutnya
disingkat "WNA") untuk dapat memilikinya. Hal ini jelas bahwa hak
kepemilikan atas tanah tertentu (HM, HGU, HGB) di wilayah
Indonesia diperuntukkan hanya untuk WNI. Berarti, WNA tidak
diperkenankan memiliki hak atas tanah tersebut di wilayah
Indonesia.”)

5) Djuhaendah Hasan, Lembaga Jaminan Kebendaan bagi Tanah dan Benda Lain
vang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal,
(Suatu Konsep dalam Menyongsong Lahirnya Lembaga Hak Tanggungan), Citra
Aditya Bakti, Bandung, 1996, him. 114.
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Dalam UUPA HM merupakan hak atas tanah individual yang
bersifat pribadi semata-mata. Hal tersebut jelas tercermin pada
rumusan hak individu yang tertinggi. Kewenangan individu yang
demikian luas dan kuatnya, pembatasannya sempit dan “legistik”,
yaitu terbatas pada hak pihak lain dan ketentuan undang-undang.
Keleluasaan dan kebebasan tersebut dalam pelaksanaannya
mendapat dukungan semangat “liberalismée’, yang menjadi Ciri
abad yang lalu. Ini membuat hak eigendom bersifat “pribadi
semata-mata”. Dalam arti pelaksanaannya kepentingan pribadilah
yang menjadi satu-satunya tujuan dan pedomannya. Kepentingan
pribadilah yang menentukan apakah tanah yang dimiliki akan
digunakan atau tidak. Dan jika digunakan, dalam menentukan
peruntukan dan cara penggunaannya, kepentingan dan kebe-
basan pribadilah yang menjadi tolak ukuran penentunya,ﬁ)
sehingga jelas bahwa badan hukum tidak boleh memiliki ke-
pemilikan HM dimaksud ini.

Adanya perbedaaan perlakuan kepemilikan hak atas tanah
dalam sistem hukum pertanahan Indonesia berdasarkan berlaku-
nya asas Nasionalitas dan asas Individualitas antara WNI dan
Badan Hukum Indonesia serta WNA serta Badan Hukum Asing
dalam hukum pertanahan yang menutup kemungkinan WNA atau
Badan Hukum untuk memiliki hak lain selain HP, sebagaimana
disebutkan Pasal 9 ayat (1) UUPA berbunyi:

“Hanya WNI dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya
dengan bumi, air dan ruang angkasa”.

Ruang angkasa untuk selanjutnya disebut “ruang udara”.

Terhadap kondisi tersebut di atas, ditambah dengan landasan
hukum pada ketentuan dalam Pasal 42 UUPA adalah Pasal 2 UUPA
yang merupakan pelaksanaan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD'45.
Salah satu perwujudan kewenangan Negara adalah menentukan
dan mengatur hubungan hukum acara antara orang dengan bumi
(termasuk tanah), air, ruang udara, dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya. Sebagai payung hukum pada hukum
pertanahan di Indonesia dan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun
1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak
Pakai atas Tanah, serta Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1996
Teittang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang
Asing yang berkedudukan di Indonesia.

6)  Boedi Harsono, ap. ¢it,, him. 54.
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Peraturan Pemerintah ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri
Negara Agraria/Kepala BPN No. 7/1996 dan Peraturan Menteri
Negara Agraria/Kepala BPN No. 8/1996.

Negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi dari seluruh
bangsa Indonesia mempunyai kewenangan untuk mengatur
sebagaimana ketentuan Pasal 1 dan 2 UUPA. Atas dasar ke-
wenangan mengatur itu negara melaksanakan legislasi atas
peruntukan untuk investasi.

Aset pada tanah merupakan salah satu aset kepemilikan
negara yang dijadikan kegiatan investasi bagi orang asing, yang
memerlukan pengaturan hukum yang jelas atas investasi yang
dilakukan oleh WNA dan Badan Hukum.

Adanya larangan kepemilikan HM atas tanah bagi orang asing
dan Badan Hukum komersil sebagaimana ketentuan Pasal 21
UUPA, yang di dalam kepemilikan hak atas tanah terdapat
perbedaan perlakuan, sehingga timbul keinginan bagi WNA
dan Badan Hukum komersil memiliki HM tersebut yang tidak
mempunyai batas waktu dalam kepemilikannya. Perbedaan
perlakuan dalam kepemilikan hak atas tanah ini menimbulkan
perbuatan untuk melakukan penyelundupan hukum guna memiliki
hak atas tanah dengan cara-cara yang dilakukan oleh WNA yang
bekerja sama dengan WNI, dan hal ini biasanya dipermudah
dengan bantuan Notaris yang membuat perjanjan 7rustee antara
WNA dengan WNI secara melawan hukum. Permasalahan
terhadap kepemilikan hak atas tanah yang dilakukan oleh WNA
bersama-sama dengan WNI dan Notaris pada kenyataannya
sangat sulit dibuktikan, meskipun masalah ini sering terungkap
di publik baik melalui media koran maupun televisi, tetapi
kenyataannya permasalahan ini tidak dapat dituntaskan.

Akibatnya, dalam kepemilikan HM atas tanah ini dilakukan
secara melawan hukum dengan membuat perjanjian 7rustee yang
berisi akan kepemilikan HM atas tanah, WNA berlaku sebagai
Trustor dan sekaligus penerima manfaatnya kepada Trustee
seorang WNI yang dipercaya dengan memakai/meminjam nama
WNI (perjanjian ANominee) yang pengaturan kepemilikannya
biasanya dibuat oleh seorang pejabat Notaris.

Hak Milik, khususnya HM atas tanah sebagai bagian dari hak
asasi manusia berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan dasar,’)
untuk mengembangkan diri dan kehidupan sosial.

7)  Frank G. Globe, Mazhab ketiga Psikologi Humanistik Abraham Maslow, Kanisius,
Yogyakarta, 1987, him. 92.
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Dalam konteks kebutuhan akan tanah, erat kaitannya dengan
legalitas alas kepemilikan, yang sering menimbulkan persoalan
dalam praktik.

Masalah pertanahan tidak hanya menjadi persoalan di negara
sedang berkembang, tetapi juga terjadi di negara lain, seperti di
Swedia, Belanda, Amerika Serikat,”) Jepang, Korea Selatan,
Taiwan, dan Republik Rakyat Cina.’) Di Indonesia juga terjadi
persoalan yang sangat dilematis dalam hal penggunaan tanah
untuk pembangunand baik yang dilakukan oleh pemerintah demi
kepentingan umum,*®) maupun yang dilakukan pihak swasta untuk
kepentingan bisnis.'")

Tanah merupakan kebutuhan dasar manusia dan mempunyai
peranan yang sangat penting dalam membentuk kepribadian
bangsa. Dalam hal ini patut disadari bahwa tanah merupakan
kebutuhan primer bagi setiap manusia disamping sandang pangan.
Oleh karena itu, pemenuhan akan tersedianya tanah bagi setiap
warga negara merupakan kewajiban pemerintah yang tidak dapat
ditawar lagi.

Penduduk Indonesia saat ini telah mencapai jumiah lebih dari
220 juta jiwa. Pada tahun 2025 penduduk Indonesia diperkirakan
mencapai 273,65 juta jiwa. Pada tahun itu, angka harapan hidup
juga naik mencapai 73,7 tahun dari 69 tahun seperti pada saat ini.
Perkiraan itu terungkap dalam Proyeksi Penduduk Indonesia 2000~
2025 di kantor Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Bappenas Jakarta, Selasa (2/8).'%)

Berdasarkan jumlah dan pertambahan penduduk, tuntutan
akan kebutuhan tanah untuk pemukiman dan usaha terutama
diperkotaan akan meningkat pula. Seiring dengan dibutuhkannya
tanah sebagai sumber tempat tinggal dan usaha, dengan demikian
kebutuhan penyediaan tanah sangat dibutuhkan.

Tuntutan kebutuhan akan tanah ini semakin terasa dengan
semakin terbukanya peluang bagi pihak asing untuk tinggal di
Indonesia berhubung dengan tugas dan pekerjaannya serta dalam

8) Maria S.W. Sumadjono, Kebijaksanaarn Pertanahan Antara Regulasi dan Imple-
mentasi, Kompas, Jakarta, 2001, him. 9.

9) Dianto Bachriadi, Erpan Faryadi, dan Bonie Sefiawan (editor), Perubahan Politik,
Sengketa, dan Agenda Pembaruan Agraria di Indonesia, FE. UI, Jakarta, 1997,
him. 28-31.

10) Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah
untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum.

11) Pasal 1 dan 2 Peraturan Kepala Badan Pertananahan Nasional Nomor 2 Tahun
1993 jo Pasal 1 dan 2 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 2 Tahun 1993
Tentang Perolehan Tanah Bagi Penanaman Modal,

12) TEMPO Interaktif, Jakarta, Selasa, 02 Agustus 2005 | 21:22 WIB.
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rangka peningkatan investasi ekonomi di Indonesia, sehingga
kebutuhan akan tanah menjadi salah satu hal yang terpenting. Hal
ini tidak dapat disangkal lagi banyaknya kepemilikan hak atas
tanah yang dimiliki oleh pihak asing sebagai subjek HM secara me-
lawan hukum yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam praktik telah terjadi perbuatan melawan hukum dalam
kepemilikan HM atas tanah yang dimiliki oleh pihak asing,
umumnya diperoleh dengan cara terselubung yakni dengan
memakai nama pihak WNI melalui perkawinan sirih, meng-
gunakan nama wanita WNI, yang diikat dengan perjanjian melalui
Notaris antara WNA dengan pasangan WNI yang jika akan
melakukan pelepasan hak kepemilikan HM atas tanah tersebut
harus dilakukan dengan pasangan sirih ini. Sehingga wanita WNI
yang namanya sebagai pemegang hak atas tanah merasa terikat
dengan perjanjian 7rustee yang menjadi dasar dibuatkan perjan-
jlan Nominee atas namanya dalam kepemilikan hak atas tanah
tersebut, yang sebenarnya milik WNA dimaksud. Konsep ini
biasanya dibuat oleh Notaris.

Cara lain yang dilakukan dalam kepemilikan -HM atas tanah
dengan kejadian yang terjadi di perairan selatan Kabupaten
Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, atas terjadinya praktik jual beli
Pulau Bawah yang ditemukan oleh Departemen Kelautan dan
Perikatan antara pihak asing asal Malaysia dan Australia dengan
nilai transaksi sebesar Rp. 1 miliar yang memakai nama seorang
nelayan. Hal ini terungkap ketika seorang warga melaporkan serta
bukti berkas akta tanah dari notaris Tanjung Pinang Kepri yang
sudah melegalisasi kepemilikannya oleh aparat desa Kiabu dan
Kecamatan Siantan, yang pada akhirnya menimbulkan kecurigaan/
kejanggalan yang tidak masuk akal, yakni kepemilikan akta tanah
atau kebun itu atas nama warga asli yang berstatus sebagai
nelayan,”) serta lokasi wilayah Indonesia lainnya yang masih
memerlukan penelitian lebih lanjut atas penguasaan tanah oleh
warga negara asing. Kepemilikan hak atas tanah ini baru
terungkap, ketika akan dilakukan pengembangan wilayah baik
dalam program pemerintah maupun permasalahan dengan pihak
individu/swasta lainnya, barulah disadari bahwa kepemilikan hak
tersebut sesungguhnya adalah milik pihak asing.

Kepemilikan HM atas tanah selain merupakan incaran yang
diinginkan oleh semua orang baik WNI yang diperbolehkan oleh
undang-undang sesuai dengan peraturan yang berlaku, juga
diincar oleh WNA yang sangat berkeinginan mendapatkan hak

13) Kompas, Kamis 28 Juni 2007, him. 15 kolom 3-7.
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tertinggi tersebut, selain bisa menjadi investasi dengan mendapat
keuntungan dikemudian hari, juga kepemilikan HM atas tanah
merupakan syarat untuk mendapatkan kredit bank lebih memu-
dahkan dengan beban jaminan hak tanggungan. Sehingga hal
inilah yang menjadikan alasan mengapa WNA menginginkan
kepemilikan HM atas tanah tersebut, meskipun diperoleh dengan
cara melakukan penyelundupan hukum.

Pada zaman Pemerintahan Belanda pun telah terjadi penye-
lundupan hukum dalam memiliki Hak Milik atas tanah, meskipun
telah diatur dalam Staatsblad 1870 Nomor 179 tentang Larangan
pengasingan tanah (Grond Vervreemdingsverbod) adalah HM
(adat) atas tanah tidak dapat dipindahkan oleh orang-orang
Indonesia asli kepada bukan Indonesia (asli). Oleh karena itu,
semua perjanjian yang bertujuan untuk memindahkan hak
tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung adalah
batal karena hukum.'®) Sehingga sejak dahulu sudah terjadi
penyelundupan hukum yang dilakukan oleh WNA Belanda,
Tionghoa dan warga negara asing lainnya dengan menikahi
penduduk adat setempat untuk memiliki HM atas tanah:

Demikian juga halnya yang dilakukan oleh badan hukum
dalam kepemilikan HM atas tanah dengan melakukan perbuatan
melawan hukum dengan cara memakai nama salah seorang
direksinya ataupun pegawainya. Sepanjang tidak ada masalah
yang terjadi di perusahaan tersebut baik internal khususnya
eksternal, hal ini tidak akan diketahui oleh pihak yang tidak
berkepentingan. Hal ini akan muncul kepermukaan, ketika terjadi
likuidasi/dipailitkan ataupun terjadi kredit macet, barulah timbul
masalah kepemilikan, yang sesungguhnya adalah pihak perusa-
haan yang tidak sesuai dengan nama yang tercantum di sertifikat.

Masalah ini muncul dalam UUPA karena ada perbedaan
perlakukan dalam kepemilikan hak atas tanah bagi WNA dan
Badan Hukum, bahwa peraturan kita tidak memungkinkan WNA
dan Badan Hukum memiliki HM.

Berdasarkan ketentuan dari UUPA dan asas-asas hukum
tanah, khususnya pada asas Nasionalitas dan asas Individualitas
menyebabkan terjadi berbagai upaya untuk memperoleh ke-
pemilikan hak atas tanah tertentu baik dari WNA maupun Badan
Hukum dengan cara melakukan penyelundupan hukum.

14) Sudargo Gautama, T7afsiran Undang-undang Pokok Agraria, Alumni, Bandung,
1981, him. 9-10.
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Untuk menyikapi permasalahan kemilikan hak atas tanah yang
dilakukan oleh WNA maupun badan hukum, diperlukan adanya
ketertiban hukum atas konsepsi kepemilikan hak atas tanah oleh
WNA dan badan hukum dihubungkan dengan pembangunan
hukum pertanahan Indonesia dan realisasi perizinan yang
diberikan Pemerintah dalam rangka penanaman modal asing di
Indonesia dengan menertibkan hukum baik pada penyelenggara
hukum yaitu Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut
“BPN”, sebagai lembaga penyelenggara administrasi negara
maupun subjek hukum dalam rangka penerbitan kepemilikan hak
atas tanah di Indonesia.

Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) UUPA
yang menyebutkan:

“Bahwa wewenang negara untuk mengatur peruntukan,
penggunaan, persediaan dan pemeliharaan”.

Sejalan dengan itu Pasal 4 ayat (1) UUPA menyebutkan:

“"Bahwa atas dasar hak menguasai itu negara menentukan
hak-hak atas permukaan bumi yaitu hak-hak atas tanah
yang diberikan kepada orang atau badan hukum®-

yang diperkuat dengan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (1) UUPA
menyebutkan:
“Bahwa tanah adalah permukaan bumi, dan berdasarkan
hak menguasai dari negara dapat diberikan hak-hak atas
permukaan bumi yang disebut tanah, untuk dimiliki orang
maupun badan hukum dan memberikan wewenang kepada
mereka untuk mempergunakan tanah tersebut, demikian
pula dengan tubuh bumi, serta ruang yang ada di atasnya
yang langsung berkepentingan dengan penggunaan tanah
itu dalam batas yang diperkenankan oleh undang-undang”.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tercantum dalam
Pasal 27 ayat (1) UUD'45, bahwa:

“Segala wargaﬁegara bersamaan kedudukannya dalam
hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan
peme-rintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Jadi, karena Pancasila itu tercantum dalam pasal-pasal UUD'45 ini

berarti bahwa dasar berlaku dan legalitas UUD45 terletak pada
Pancasila.

Mengatur dan melindungi bangsa Indonesia ini merupakan
peran negara dalam terwujudnya kesejahteraan sosial bagi
seluruh rakyat sebagaimana tertuang di dalam Alinea keempat
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni “kemajuan kesejah-
teraan umum” dan “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”
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pada sila kelima dari Pancasila.”®) Untuk itu, peran negara sangat
diperlukan dalam mengatur kebutuhan hidup masyarakat. Tanah
sebagai tempat berpihak di dalam aktivitas hidup manusia, tanah
merupakan bagian terpenting untuk dimiliki oleh setiap orang.
Untuk itu, peran negara sangat diperlukan di dalam pengaturan
dan peruntukkannya. Negara bertanggung jawab mewujudkan
kesejahteraan dalam masyarakat sebagaimana terdapat pada UUD
1945 yakni Pasal 33 ayat (3):

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung

didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk

sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”.

Untuk mencapai idaman masyarakat tersebut perlu dilakukan
pembangunan secara menyeluruh dalam semua sektor yang
melibatkan semua lapisan masyarakat dalam pembangunan.

Sejalan dengan itu, Pemerintah mengeluarkan Agenda Me-
ningkatkan Kesejahteraan Rakyat, yang di dalamnya terdapat
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004 - 2009
(selanjutnya disebut “"RPIMN") dan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang 2005 - 2025 (selanjutnya disebut "RPJP”). Adapun dalam
agenda RPIMN tersebut diarahkan pada pencapaian 5 (lima)
sasaran pokok-dengan prioritas pembangungan nasional sebagai
berikut:'®)

"Sasaran Pertama adalah pengurangan kemiskinan dan
pengangguran dengan target berkurangnya persentase
penduduk tergolong miskin dari 16,6 persen pada tahun
2004 menjadi 8,2 persen pada tahun 2009 dan berkurang-
nya penggangguran terbuka dari 9,5 persen pada tahun
2003 menjadi 5,1 persen pada tahun 2009. Kemiskinan
dan penggangguran diatasi dengan strategi pembangunan
ekonomi yang mendorong pertumbuhan yang berkualitas
dan berdimensi pemerataan melalui penciptaan lingkungan
usaha yang sehat.

Sasaran Kedua adalah berkurangnya kesenjangan antar-
wilayah dengan prioritas pembangunan yang diberikan
pada: Pembangunan Perdesaan, serta Pengurangan Ketim-
pangan Pembangunan Wilayah. Dalam kaitan itu keber-
pihakan pemerintah untuk membangun perdesaan, terutama

15) Pancasila sebagai Philosofische Grondslag dari Negara, Ideologi Negara,
Staatsidee.

16) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 2005 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004 — 2009, Sinar Grafika, Jakarta,
2005, him. 129-130.
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untuk mengembangkan diversifikasi kegiatan ekonomi per-
desaan, serta pengembangan wilayah-wilayah tertinggal dan
terpencil, termasuk wilayah perbatasan ditingkatkan agar
perdesaan dan wilayah-wilayah tersebut dapat berkembang.

Sasaran Ketiga adalah meningkatkan kualitas manusia
yang tercermin dan terpenuhinya hak sosial rakyat. Untuk
itu, prioritas pembangunan diletakkan pada Peningkatan
Akses Masyarakat terhadap Pendidikan yang Lebih Ber-
kualitas, Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Kesehatan
yang lebih Berkualitas, Peningkatan Perlindungan dan Kese-
jahteraan Sosial, Pertumbuhan Penduduk Pembangunan
Kependudukan dan Keluarga Kecil Berkualitas serta Pemuda
dan Olahraga; serta Peningkatan Kualitas Kehidupan Ber-
agama.

Sasaran Keempat adalah sebaiknya mutu lingkungan
hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang mengarah
pada pengarusutamaan (mainstreaming) prinsip pemba-
ngunan berkelanjutan dengan prioritas pembangunan yang
diletakkan pada Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam
dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup. =

Sasaran Kelima adalah meningkatkan dukungan infra-
struktur. yang ditunjukkan oleh meningkatnya kuantitas dan
kualitas berbagai sarana penunjang pembangunan dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan prioritas
yang dilelakkan pada Percepatan Pembangunan Infra-
struktur”.

Demikian pula apa yang telah diatur di dalam arahan dan
pedoman dalam pemenuhan hak atas tanah dan pemenuhan hak
atas sumber daya alam dan lingkungan hidup telah diatur oleh

RPJMN pada “Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat”,
sebagai berikut:'")

1. Pemenuhan Hak atas Tanah:

Upaya menjamin dan melindungi hak perorangan dan
komunal atas tanah dilakukan dengan:

a. Meningkatkan peran serta masyarakat miskin dan
lembaga adat dalam perencanaan dan pelaksanaan
tata ruang;

b. Meningkatkan pengetahuan masyarakat miskin ten-
tang aspek hukum pertanahan dan tanah ulayat;

17) Ibid, him. 145.
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e;

Meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah bagi
masyarakat miskin tanpa diskriminasi gender;
Mengembangkan mekanisme perlindungan terhadap
hak atas tanah bagi kelompok rentan; dan
Mengembangkan mekanisme redistribusi tanah se-
cara selektif.

2. Pemenuhan Hak atas Sumber Daya Alam (SDA) dan
Lingkungan Hidup (LH)

Meningkatkan akses masyarakat miskin dalam

pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan
lingkungan hidup dilakukan dengan:

a.

Meningkatkan penyebarluasan informasi dan penge-
tahuan berbagai skema pengelolaan sumber daya
alam dan lingkungan hidup yang berpihak pada
masyarakat miskin;

Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan ma-
syarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam dan
lingkungan hidup secara berkelanjutan;
Mengembangkan sistem hukum yang dapat men-
cegah atau mengatasi pencemaran sumber daya air
dan lingkungan hidup;

Mengembangkan sistem pengelolaan sumber daya
alam dan lingkungan hidup yang menjamin dan
melindungi hidup secara berkelanjutan; dan
Meningkatkan jaringan kerja sama dan tukar pe-
ngalaman antarnegara dan lembaga internasional
dalam hal pengelolaan SDA dan pelestarian LH yang
lebih berpihak pada masyarakat miskin yang tinggal
di lokasi sumber daya alam, dan penanganan serta
pencegahan perdagangan hasil alam yang dilakukan
secara ilegal dan merusak alam”.

Sedangkan dalam agenda RPJP yang diatur pada Bab IV.1.5
ayat (11) yaitu Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Jangka
Panjang dalam Mewujudkan Pembangunan yang Lebih Merata dan
Berkeadilan, berbunyi:'®)

“Menerapkan sistem pengelolaan pertanahan yang efisien,
efektif, serta melaksanakan penegakan hukum terhadap hak
atas tanah dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan,
transparansi, dan demokrasi. Selain itu, perlu dilakukan

penyempurnaan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan

18)

Undang-undang RI No. 17 Tahun 2007 Tentang Rercana Pembangunan Jangka

Panjang 2005-2025, Fokusmedia, Jakarta, 2007, Cet. I, him. 128-129.
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pemanfaatan tanah melalui perumusan berbagai aturan
pelaksanaan /and reform serta penciptaan insentif/disinsentif
perpajakan yang sesuai dengan luas, lokasi, dan peng-
gunaan tanah agar masyarakat golongan ekonomi lemah
dapat lebih mudah mendapatkan hak atas tanah. Selain itu,
menyempurnaan sistem hukum dan produk hukum perta-
nahan melalui inventarisasi dan penyempurnaan peraturan
perundang-undangan pertanahan dengan mempertimbang-
kan aturan masyarakat adat, serta peningkatan upaya
penyelesaian sengketa pertanahan baik melalui kewenangan
administrasi, peradilan, maupun afternative dispute resolu-
tion. Selain itu, akan dilakukan penyempurnaan kelemba-
gaan pertanahan sesuai dengan semangat otonomi daerah
dan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia,
terutama yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas
sumber daya manusia bidang pertanahan di daerah”.

Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana
agenda RPIJMN dan RPJP tersebut di atas, dalam hal ini hukum
sebagai alat pembaruan masyarakat serta pemelihara ketertiban
dalam masyarakat, menunjukkan fungsinya dalam menciptakan
kesejahteraan masyarakat terutama dalam hal ketertiban kepemi-
likan hak atas tanah. Mengingat fungsinya di atas sifat hukum
pada dasarnya adalah konservatif, artinya hukum bersifat memeli-
hara dan mempertahankan yang telah tercapai.’®)

Negara yang bertugas menyejahterakan bangsanya dikenal
dengan Negara Kesejahteraan berdasarkan atas hukum (biasa
disebut negara hukum), juga dikenal konsep Negara Kesejah-
teraan (welfare state), yakni suatu konsep yang menempatkan
peran negara dalam setiap aspek kehidupan rakyatnya demi
terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat.”)

19) Sebagaimana dikatakan Mochtar Kusumaatmadja bahwa, hukum merupakan
sarana pembaruan masyarakat berdasarkan suatu anggapan bahwa adanya
keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaruan itu
merupakan suatu yang diinginkan, bahkan dipandang (mutlak) perlu. Anggapan
lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaruan adalah
bahwa hukum dalam arti kaidah atau sarana pembangunan dalam arti penyalur
arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pem-
baruan. Lihat: Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat dan Pembinaan
Hukum Nasional, Binacipta, 1976, him. 11-13, bandingkan Roscoe Pound, An
Introduction To The Philosophy of Law, New Haven Yale University Préss, 1961,
him. 47; Lihat juga: Lili Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat Hukum, Alumni, Bandung,
1989, him. 129.

20) Mustamin Dg. Matutu, Selayang Pandang Tentang Perkembangan Tipe-tipe
Negara Modern, him. 15.
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Sehubungan dengan konsep negara kesejahteraan tersebut,
negara yang mengatur konsep negara kesejahteraan dapat
mengemban 4 (empat) fungsi, yaitu:*")

1. The State as Provider (negara sebagai pelayan);

2. The State as Regulator (negara sebagai pengatur);

3. The State as Enterpreneur (negara sebagai wirausaha); dan
4, The State as Umpire (negara sebagai wasit).

Pemerintah dalam negara kesejahteraan diberi tugas memba-
ngun kesejahteraan umum dalam berbagai lapangan (bestuurzorg)
dengan konsekuensi pemberian kemerdekaan kepada administrasi
negara dalam menjalankannya.??) Pemerintah tidak boleh pasif
atau berlaku sebagai “penjaga malam”, melainkan harus aktif me-
laksanakan upaya-upaya untuk membangun kehidupan ekonomi
dan sosial masyarakat.

Hal ini sejalan dengan isi pembukaan UUD’45 pada alinea 4
menyebutkan:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu peme-
rintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa
Indonesia beserta seluruh tumpah darah Indonesia untuk
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
sosial, maka dst. . . ..".

Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah mempunyai kewa-
jiban untuk melindungi segenap warganya dan mewujudkan
kesejahteraan umum, antara lain menjamin kehidupan yang layak
bagi warganya dengan membangun perumahan dan permukiman
yang layak, sehat dan aman.

Upaya pemerintah untuk melaksanakan kewaijiban tersebut
antara lain diwujudkan melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun
1960 Tentang Undang-undang Pokok Agraria yang dikenal UUPA
dimaksud sebagai alat untuk membawakan kemakmuran, keba-
hagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat
tani dalam rangka membangun masyarakat adil dan makmur,
meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan keseder-
hanaan dalam hukum pertanahan dan meletakkan dasar-dasar
untuk memberi kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah
bagi rakyat seluruhnya.

21) = W. Friedmann, The State and The Rule of Law in A Mixed Econony, Steven & Son,
London, 1971, him. 5.
22) Astim Riyanto, Teori Konstitusi, Yapemdo, Bandung, 2000, him. 280.
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Meskipun diakui bahwa tujuan itu belum sepenuhnya dapat
menjadi kenyataan sebab masih banyak petani yang jauh dari
hidup makmur, sementara itu kesatuan dan kesederhanaan hukum
pertanahan baru menjadi pernyataan dan belum menjadi kenya-
taan dan kepastian hukum di bidang pertanahan masih belum
seperti yang diharapkan.

Oleh karena itu, bagi Indonesia jelaslah hukum berperan
sebagai sarana pembangunan yaitu bahwa hukum harus mampu
memenuhi kebutuhan sesuai dengan tingkat kemajuan serta
tahapan pembangunan di segala bidang, sehingga dapat dicipta-
kan ketertiban dan kepastian hukum untuk menjamin serta
memperlancar pelaksanaan pembangunan. Karena itu, pemba-
ngunan hukum berupa pembaharuan dan pembentukan hukum
baru yang merupakan hukum nasional mutlak diperlukan.?®)

Pembangunan menghendaki pembaruan sikap dari masya-
rakat yang sedang membangun itu dalam pembangunan yang
sedang dilaksanakan. Indonesia dewasa ini jelas dibutuhkan pula
perubahan sikap dari masyarakat bangsa Indonesia sendiri agar
pembangunan dapat terlaksana sebagaimana diharapkan. Mochtar
Kusumaatmadja menilai bahwa demi pembangunan, pembaruan
sikap, sifat atau nilai-nilai adalah perlu, persoalannya adalah nilai-
nilai manakah dari keadaan masyarakat yang ada hendak
ditinggalkan dan diganti dengan nilai-nilai baru yang diperkirakan
lebih sesuai dengan kehidupan (dunia) dewasa ini, dan nilai-nilai
lama manakah yang bisa dan patut dipertahankan.?*)

Nilai-nilai hukum yang patut dipertahankan dalam masya-
rakat untuk mencapai kesejateraaan rakyat, berarti pemerintah
negara Indonesialah yang -harus melaksanakan ketertiban itu,
khususnya pengaturan kepemilikan tanah.

Tanah sebagai salah satu sumber daya alam yang mempunyai
fungsi dan peran yang strategis dan penting di dalam pem-
bangunan baik untuk tempat tinggal maupun untuk usaha.
Berkenaan dengan pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan
tanah, secara konstitusional telah digaris oleh UUD'45 di dalam
Pasal 33 ayat (3) menyebutkan:

23) Komar Kantaatmadja, Peran dan Fungsi Profesi Hukum dalam Undang-undang
Perpajakan, (Makalah dgalam Seminar Nasional Hukum Pajak), IMNO-UNPAD, Juli
1985.

24)  Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkernbangan Hukum dalam Pembangunan
Hukum Nasional, Binacipta, Bandung, 1976.
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“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pasal 2 UUPA menjabarkan lebih lanjut pengertian hubungan
hukum tersebut yang disebut “Hak Menguasai Negara” sebagai
berikut:

(1) Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD dan

hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1,
bumi, air dan ruang udara, termasuk kekayaan yang
terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi
dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan
seluruh rakyat.

(2) Hak menguasai dari negara termaksud dalam ayat (1)

(3)

Q)

pasal ini memberi wewenang untuk:

a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan,
penggunaan, persediaan dan pemeliharan bumi, air
dan ruang udara tersebut;

b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan
hukum antara orang-orang dengan bumi..air dan
ruang udara;

c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan
hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum
yang mengenai bumi, air dan ruang udara.

Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari
negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk
mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dalam
arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam
masyarakat dan negara hukum Indonesia yang mer-
deka, berdaulat, adil dan makmur.

Hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksa-
naannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah
swatantra dan masyarakat hukum adat, sekadar di-
perlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan
nasional”.?)

Ketentuan tersebut di atas merupakan landasan hukum yang
mengatur mengenai kewenangan dan kekuasaan negara atas
sumber daya alam termasuk tanah yang merupakan bagian dari
bumi atau kulit bumi. Berikut seluruh kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya. Hal ini kemudian dikenal "Hak Menguasai

Negara”

25) Arie S. Hutagalung, Serba Aneka Masalah Tanah dalam Kegiatan Ekonomi, Badan
Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, him. 57-58.
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Dalam “Hak Menguasai Negara” terkandung makna bahwa
sumber daya agraria/sumber daya alam meliputi bumi, air, ruang
angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai
Rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia, meru-
pakan kekayaan nasional, yang wajib disyukuri.?®) Oleh karena itu,
harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal bagi generasi
sekarang dan generasi mendatang dalam rangka mewujudkan
masyarakat adil dan makmur.

Adapun negara menguasai tanah untuk menjadikan rakyat
makmur merupakan hal yang sulit, tetapi hal tersebut masih
memerlukan penyempurnaan terus menerus. Hal ini dapat dijalan-
kan dengan cara intervensi terhadap mekanisme pasar tersebut.

Pemikiran demikian didasarkan pada konsep negara kesejah-
teraan, menurut Bagir Manan, konsep negara kesejahteraan
adalah negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai pen-
jaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi pemikul utama
tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum
dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.?’) A

Dalam rangka mewujudkan negara kesejahteraan sebagai
dasar pengembangan rumusan hak milik bangsa Indonesia atas
tanah, salah satu aspek penting adalah penataan kembali terha-
dap penguasaan dan pemilikan (/andreform) hak atas tanah milik
publik dan privat. Untuk keperluan tersebut, dapat digambarkan
konsep dasar pemikirannya sebagai berikut: HM publik dan HM
privat atas bumi, air, dan ruang angkasa yang merupakan HM
bangsa Indonesia yang dikuasai oleh bangsa kepada negara untuk
mengatur, mengurus, dan mengawasinya. Dengan demikian, hak
penguasaan negara tidak lagi ditafsirkan sebagai pemilik negara
yang berhak menentukan secara mutlak. Artinya dalam mengatur,
mengurus, dan mengawasi hak-hak atas tanah, negara tidak boleh
melampaui batas hak keperdataan individu.

Terjadinya hak perdata individu itu merupakan hak yang
dimiliki semua individu untuk hidup, menikmati kekayaan alam
yang telah dianugerahkan Tuhan kepada seluruh makluknya.
Oleh karena itu, hak perdata individu itu berasal dari hukum
alam/hukum kodrat yang terjadi dengan sendirinya, karena
ketentuan dari sang Pencipta yaitu Tuhan Yang Maha Esa.

26) Lihat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor:
IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

27) " Bagir Manan, Politik Perundang-undangan dalam Rangka Mengantisipasi Libe-
ralisasi Perekonomian, Fakultas Hukum UNILA, Lampung, 1986, him. 16.
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Sementara itu, John Locke yang hidup dari tahun 1632 sampai
tahun 1704 mengajukan pemikiran tentang hukum kodrat yang
rasional untuk melunakkan buah pikiran Hugo Grotius (1583-1648)
mengenai intelektualisme, serta terhadap pandangan Valuntarisme
yang dikemukakan Pufendorf. Locke mengakui bahwa memang
Tuhan telah memberikan kemampuan rasional terhadap manusia,
sehingga dengan bekal kemampuan tersebut manusia mampu
menemukan hukum kodrat dalam akal budi maupun pikirannya.
Dengan demikian, hukum kodrat adalah perintah dan kehendak
Tuhan, yang mengikat manusia dalam menjalankan perintah
Tuhan, kemudian yang timbul secara kodrati dari kemampuan
rasional manusia sendiri. Dari proses tersebut terciptalah ke-
selarasan hukum kodrat dengan hakikat manusia yang rasional.
Jadi, hukum kodrat ditemukan hanya dalam rasional dan akal budi
manusia itu sendiri.?®)

John Locke sampai pada kesimpulan bahwa inti pokok
manusia lahir membawa hak untuk mempertahankan hak
hidupnya. Pendapat Hugo Grotius yang menyatakan bahwa hukum
kodrat merupakan ide bawaan dalam benak manusia ditolak oleh
John Locke.

Inti utama hukum kodrat menurut John Locke bahwa ma-
nusia sekali dilahirkan mempunyai hak untuk mempertahankan
hidupnya.®) John Locke menolak bahwa hukum kodrat merupakan
ide bawaan dalam benak manusia sebagaimana dikemukakan
Hugo Grotius. Artinya, walaupun hukum kodrat merupakan
kehendak Tuhan, manusia tidak harus membiarkan dirinya pasif
mematuhi hukum kodrat, justru sebaliknya harus menyikapi secara
aktif melalui refleksi pemikiran rasionalnya untuk dapat menggali
dan menemukannya, karena sesungguhnya hukum kodrat benar
dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Memang, hukum kodrat
bersifat mengikat (natural legal binding), tetapi tidak karena
semata-mata hukum kodrat merupakan perintah Tuhan, tetapi
juga karena manusia sendiri mampu merefleksi pemikirannya
untuk memahami hukum kodrat dengan akal budinya. Oleh karena
itu, hukum kodrat berisikan kaidah rasional yang benar dan
bermanfaat. Berkaitan dengan itu, John Locke mengatakan bahwa
Tuhan sebagai pencipta hukum menghendaki agar hukum menjadi

28) God on Nature has not anywhere, that I know placed such natural jurisdiction in
the first-born, nor can reason find any such natural superiority amongst brethren.
Lihat: John Locke, Two Treatises of Civil Goverment, J.M. Dent & Sons Ltd,
London, 1960, him. 77.

29) Ibid, him. 19.



Pendahuluan - 21

aturan bagi kehidupan dan Tuhan telah membuatnya agar dapat
diketahui, sehingga siapa saja yang berusaha dengan tekun untuk
mengetahui akan dapat memahaminya.™)

Secara substansial hukum kodrat sebagaimana diuraikan
di atas, menjadi semakin jelas bahwa teori Hukum Kodrat
mengilhami lahirnya konsepsi hak milik sebagai hak kebendaan
yang sempurna,’) turun temurun, terkuat dan terpenuh yang
dapat dipunyai semua orang, dan merupakan bagian dari hak asasi
meanusia secara kodrati serta dianugerahkan oleh Tuhan kepada
umat manusia secara abadi.

Memerhatikan konsep hak milik menurut Aliran Hukum Kodrat
di atas, terlihat keselarasan dengan Konsep Hak Milik dalam
hukum Indonesia yang menganut sistem Eropa Kontinental yang
merupakan edisi konkordan dari Burgerfijk Wetboek Belanda,*)
sebagai berikut:

- Pasal 570 KUH Perdata, menyebutkan:

“Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan
sepenuhnya dan untuk menguasai benda itu dengan
sebebas-bebasnya, asal tidak bertentangan dengan undang-
undang_atau peraturan umum yang diadakan oleh kekua-

- saan yang mempunyai wewenang untuk itu, asal tidak
mengganggu hak orang lain, kesemuanya dengan tidak
mengurangi kemungkinan pencabutan hak itu untuk kepen-
tingan umum, dengan pembayaran pengganti kerugian yang
layak dan menurut ketentuan undang-undang”.

Adapun Konsep HM atas tanah yang dimiliki oleh sistem
hukum Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut:

- Memerhatikan Pasal 36 Undang-undang Nomor 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan:

(1) Setiap orang berhak mempunyak hak milik baik sendiri
mapun bersama-sama dengan orang lain demi pengem-
bangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat
dengan cara yang tidak melanggar hukum.

(2) Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan se-
wenang-wenang dan secara melawan hukum.

(3) Hak milik mempunyai fungsi sosial”.

30) Sonny Keraf, Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribad) Kanisius, Yogyakarta,
1997, him. 53.

31) Mariam Darus Badrulzaman, Mencari Sistemn Hukum Benda Nasional, Alumni,
Bandung, 1997, him. 43.

32) Djuhaendah Hasan, op. cit., him. 50.



232 PENYELUNDUPAN HUKUM KEPEMILIKAN HAK MILIK ATAS TANAH DI INDONESIA

Selanjutnya, dalam Pasal 28H ayat (4) Amandemen keempat
Tahun 2002 UUD45 disebutkan bahwa:

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak
milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-
wenang oleh siapapun”.

Sehingga dengan demikian, ketentuan hak milik atas tanah
sebagai bagian hak asasi manusia tersebut di atas, barulah dalam
tahap pengakuan dan belum memunculkan konsepsi (gambaran
yang utuh dan menyeluruh) dari hak milik yang ada di dalam
sistem hukum Indonesia, seperti:

(1) Hak milik adalah hak absolut dalam pengertian dapat

dipertahankan terhadap siapapun.

(2) Hak milik adalah hak atas kebendaan tertinggi dan

merupakan sentral dari hukum benda.

(3) Hak milik atas tanah adalah hak kebendaan atas tanah

tertinggi.

(4) Sebagai hak absolut, hak milik memiliki fungsi sosial.

(5) Hak milik atas tanah mengandung aspek fungsi sosial

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 UUPA.")

Dengan demikian, penafsiran akan kepemilikan hak milik
dapat diartikan sama, baik dalam berbagai peraturan perundang-
undangan maupun oleh para ahli. Oleh karena itu, kajian hak milik
atas tanah bagi bangsa Indonesia merupakan suatu kajian yang
sangat penting, karena hak milik atas tanah merupakan hak
kebendaan yang paling sempurna dan untuk menjamin kesejah-
teraan kehidupan suatu bangsa.

. Sementara itu, dalam Pasal 20 ayat (1) UUPA, menyebutkan:

“Hak Milik adalah hak turun temurun terkuat dan terpenuh
yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat
ketentuan dalam Pasal 6 UUPA”".

Konsep HM menurut Aliran Hukum Kodrat tersebut selaras
pula dengan pemikiran para ahli hukum Indonesia dalam me-
mandang Konsep Hak Milik, antara lain menurut R. Roestandi

33) Asian Noor, Konsep Hak Milik Atas Tanah bagi Bangsa Indonesia, Mandar Maju,
Bandung, 2006, him. 5. Bandingkan Sri Soedewi M. Sofwan, Hukum Perdata:
Hukum Benda, Liberty, Yogyakarta, 1974, him. 25-27; Lihat Djuhaendah Hasan,
Penerapan Asas Pemisahan Horizontal pada Lembaga Jaminan Kebendaan bagi
Tanah dan Benda yang Melekat pada Tanah dalam Perjanjian Kredit di Indonesia,
Program Pascasarjana, Unpad, Bandung, 1995, him. 50-57.
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Ardiwilaga, pada asasnya milik itu tidak boleh diganggu, tetapi
penguasaan negara mempunyai wewenang, untuk mencabut hak
privat dari seseorang berlawanan dengan kemauannya untuk
kepentingan umum, atau hak-hak itu diberikan kepada pihak
lain.>*)

Dalam hukum keperdataan, negara dan individu sebagai
pendukung hak dan kewajiban (subjek hak) dan hak itu tidak
pernah berakhir,*®) dan dalam hal ini, dikenal empat teori hak
milik,*®) yaitu:

a. Hukum Kodrat, menyebutkan hak milik privat adalah hak
kodrati yang langsung timbul dari kepribadian manusia,
untuk dapat hidup dan melanjutkan keturunannya,
manusia perlu menguasai benda-benda yang ada di
dunia, termasuk tanah;

b. Occupation Theory adalah mereka yang pertama
menduduki tanah yang tidak ada pemiliknya, menjadi
pemilik tanah itu dan karena ia punya hak, untuk
menurunkan atau mewariskan tanah itu kepada ahli
warisnya. Di Indonesia berdasarkan hukum adat.
Occupation Theory disebut dengan Hak Buka Pertama,
yaitu hak-hak tanah asli di Indonesia yang melulu dapat
dipegang bangsa Indonesia asli atau persekutuan dan
badan hukum, seperti Desa dan Marga disebut dalam
bahasa Belanda Indonesische Grondrechten.”)

c. Contract Theory adalah sikap masyarakat yang mem-
biarkan pengambilan tanah secara terang-terangan atau
diam-diam, sehingga dapat dikatakan telah ada per-
setujuan antara mereka, untuk mengatur soal hak atas
tanah; '

d. Creation Theory adalah hak milik privat atas tanah
diperoleh karena hasil kerja dengan cara membuka dan
mengusahakan tanah”.

Kepemilikan hak atas tanah yang menjadi salah satu sumber
daya alam yang semula hanya sekadar sebagai wadah kegiatan
kehidupan makhluk hidup, lambat laun fungsinya mulai bergeser
menjadi benda yang mempunyai nilai atau harga yang tinggi.

34) R. Roestandi Ardiwilaga, Hukum Agraria Indonesia dalam Teori dan Praktek, Masa
Baru, Jakarta, 1962, him. 275; Lihat Pasal 18 jo Pasal 17 ayat (3) UU No. 5 Tahun
1960; Lihat Pasal 2 Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993.

35) Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 1995, him. 5.

36) Iman Soetikno, Proses Terjadinya UUPA, Gajah Mada University Press, Yogya-
karta, 1986, him. 14-15.

37) Dirman, Perundang-undangan Agraria di Seluruh Indonesia, Groningen, Jakarta,
1952, him. 11.
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Berkenaan dengan nilai tanah sebagai salah satu sumber’ daya -
alam yang mempunyai nltat baik secara sosial maupun ekonomi,
Mochtar Kusumaatmadja®®) menyebutkan:

bahwa makin lama makin terasa bahwa alam, tanah, udara,
dan air, berubah dari suatu benda yang bebas menjadi
benda ekonomis yang sangat berharga.

Oleh karena itu, perlunya kesadaran yang tinggi oleh kita --
bangsa Indonesia dalam mempertahankar: lahan tanah bangsa
Indonesia dalam kepemilihan HM yang hanya dapat diperoleh oleh
subjek hukum WNI saja.

Kesadaran tinggi yang dimaksud adalah yang berlandaskan
moral, yang dimiliki khususnya bagi aparat hukum dalam
memenuhi keinginan pemohon pendaftaran tanah oleh pejabat
BPN dalam menerbitkan sertifikat, juga terhadap kliennya bagi
profesi notaris dalam membuat perjanjian kepemilikan hak atas
tanah bagi peruntukan WNA dan Badan Hukum untuk mem-
berikan penyuluhan/sosialisasi terhadap kepemilikan hak atas
tanah bagi WNA dan Badan Hukum komersil bila menginginkan
suatu perjanjian atas suatu perbuatan yang halal sebagaimana
dimaksud di dalam Pasal 1320 KUHPerdata. .

Menurut teori Hukum Kodrat dari pendapat James Rachels
suatu perbuatan untuk berbuat baik yang dituntut secara moral
untuk peduli pada kesejahteraan tetangga kita, seperti halnya
kesejahteraan kita sendiri. Berbuat baik merupakan kodrat kita
karena kita adalah jenis makhluk yang seperti itu. Menurut
kodratnya, kita adalah makhluk sosial yang ingin dan mem-
butuhkan kebersamaan dengan orang lain, dan merupakan bagian
dari pembentukan kita untuk mempunyai kepedulian pada yang
lain. Seseorang yang sama sekali tidak peduli terus menerus, hal
ini dapat dikatakan rusak, dalam istilah psikologi modern disebut
sakit sosial (sociopath). Kepribadian yang jahat itu merupakan
cacat, sebagaimana mata itu cacat kalau tidak bisa melihat. Hal
ini dapat ditambahkan benar, karena kita diciptakan oleh Tuhan,
dencan kodrat khusus “manusiawi”, sebagai bagian dari seluruh
rancangan-Nya atas dunia.>®)

38) Mochtar Kusumaatmadja, Pengaturan Hukum Masalah Lingkungan Hidup Ma-
nusia; Beberapa Pikiran dan Saran, Bina Cipta, Bandung, Cet.I, 1975, him. 8.

39) James Rachels, Ailsafat Moral, Kanisius, Yogyakarta, 2004, him. 108, (diter-
jemahkan dari buku James Rachels, The Elements of Moral Philosophy, Fourth
Edition, New York, Mc. Graw-Hill Companies, Inc., 2003, oleh A. Sudiarja).
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Pengakuan atas sikap baik ini relatif tidak menimbulkan
pertentangan. Sayangnya, teori hukum kodrat juga digunakan
untuk mendukung kesimpulan-kesimpulan moral lainnya, yang
kontroversial. Para pemikir religius secara tradisional melawan
praktik-praktik seksual “yang menyimpang”, dan pembenaran
teoretis dan perlawanan mereka yang muncul lebih sering dari
teori hukum kodrat ini. Jika segala sesuatu mempunyai tujuan,
misalnya tujuan seksual yang tidak berkaitan dengan pem-
bentukan bayi, karena itu dapat dianggap sebagai “tidak kodrat”.
Oleh karena itu, praktik seperti marturbasi, oral seks, belum lagi
seks di kalangan kaum gay, semuanya ini dapat dikutuk dengan
alasan tersebut. Cara berpikir demikian mengenai seks dapat
dirunut kembali paling tidak pada St. Agustinus, pada abad ke-
empat. Hal ini sangat jelas dalam tulisan-tulisan St. Thomas
Aquinas.*%)

Menurut Thomas Aquinas, asas moralitas,**) merupakan suatu
perbuatan untuk melakukan, hindarkan yang jahat, hiduplah
secara terhormat, jangan merugikan orang lain. Menunjukkan
bahwa segala sesuatu yang diketahui memiliki “hakikat tujuan
akhir, memiliki hakikat baik.*?)

Di dalam nilai-nilai kodrat manusia tercermin di dalam makna
acius humanus atau perbuatan manusiawi adalah perbuatan
yang dilakukan oleh manusia dengan penuh kesadaran diri dan
kehendak bebas. Perbuatan manusiawi adalah faktor penentu
kehendak bebas.*)

Dengan kesadaran yang tinggi yang berlandaskan moral,
diharapkan para penegak hukum/aparat hukum serta seorang WNI
yang mencoba membantu usaha kepemilikan HM atas tanah oleh
WNA ataupun Badan Hukum komersil tidak terjadi. Hal ini
memerlukan perhatian yang serius agar kepemilikan HM atas

tanah tidak dimiliki secara melawan hukum oleh WNA maupun
Badan Hukum komersil.

Agar tidak terjadi pelanggaran hukum dalam kepemilikan hak
ates tanah, perlu pembaruan hukum tentang kepemilikan hak yang
bisa diterima oleh WNA dan Badan Hukum komersil yang tidak
melanggar asas-asas hukum pertanahan yang berlaku.

40) Ibid,, him. 109-110.

41) Theo Huijbers, Filsafat Hukum, Kanisius, Yogyakarta, 1995, him. 88.

42) E. Sumaryono, E£tika Hukum, Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas,
Karnisius, Yogyakarta, 2002, him. 253. Mengutip: De Veritate, 21,1.

43) Ibid, him, 253-254,
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Hal tersebut sejalan dengan isi Pasal 2 Ketetapan MPR No. IX
Tahun 2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber
Daya Alam mengatakan:

“Pembaharuan agraria mencakup suatu proses berkesinam-
bungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan,
pemilikan dan pemanfaatan sumber daya agraria, dilaksana-
kan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan
hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat
Indonesia”.

Pendapat Mochtar Kusumaatmadja harus ada pemilikan hak
dalam melakukan perbedaan yang netral dan yang tidak netral
dalam pengaturan hukum untuk mengatur masyarakat, dimana
terdapat masalah-masalah di dalam masyarakat yang sedang
membangun yang harus diatur untuk hukum secara garis besar
dibagi 2(dua) golongan besar yaitu:**)

1. Masalah-masalah yang langsung mengenai kehidupan
pribadi seseorang dan erat hubungannya dengan
kehidupan budaya dan spritual masyarakat digclongkan
sebagai keadaan hukum yang tidak netral.

2. Masalah-masalah yang bertalian dengan masyarakat
dan kemajuan pada umumnya bersifat “netral” dilihat
dari sudut kebudayaan.

Pada umumnya, dapat dikatakan bahwa pembaruan hukum
dalam bidang yang bersifat “netral” lebih mudah dilakukan karena
bidang-bidang netral seperti: bidang hukum perseroan, kontrak,
perikatan, lalu-lintas (darat, air dan udara) lebih mudah dan
segera dapat ditangani.

Adanya permasalahan-permasalahan di atas, bahwa bagi
masyarakat hukum adat yang tergolong netral, boleh diambil
hu':um negara manapun, dan peran hukum adat kecil bahkan
boleh diabaikan. Sedangkan masyarakat hukum tidak netral ter-
golong sensitif, khususnya masalah kepemilikan hak atas tanah,
peran hukum adat masih mempunyai peran yang sangat besar.

Disebabkan tanah merupakan hal agak sensitif, peran hukum
adat sangat besar, sehingga pada hukum pertanahan yang berasal
dari hukum adat haruslah diperkuat keberadaan haknya yang
berasal dari hukum Adat.

44) Mochtar Kusumaatmadija, Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional,
Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas
Padjadjaran, Bina Cipta, Bandung, 1976, him. 14.
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Tentu saja pembaruan hukum itu tidak mudah dilakukan
begitu saja mengingat harus ada keselarasan antara hukum,
masyarakat dan pembina hukum sebagaimana dikemukakan oleh
Mochtar Kusumaatmadja bahwa hukum tidak saja sekadar sebagai
alat, sehingga tidak mudah untuk melakukan perubahan dalam
pembanguanan hukum. Untuk itu, diperlukan asas hukum, kaidah
hukum, lembaga hukum sampai kepada proses hukum untuk
melakukan suatu pembaruan hukum.

Dari sisi keperdataan timbul konsep bahwa hukum bukanlah
tujuan, melainkan sarana untuk mencapai tujuan, yang aslinya
non-yuridis dan berkembang dari rangsangan di luar hukum,
faktor-faktor di luar hukum itulah yang membuat hukum
dinamis.*®) Konsep pemikiran demikian sejalan dengan konsep
pemikiran terhadap hukum di Indonesia yang dicetuskan oleh
Mochtar Kusumaatmadja. Menurut beliau, hukum sebagai sarana
pembangunan dan pembaruan masyarakat, yang mirip dengan
konsepsi Roscoe Pound tentang /aw as a tool of social engeneering
memberikan suatu arahan dalam pembangunan bidang hukum,
bahwa hukum harus mampu tampil ke depan dalam memberikan
arah pembaruan.*)

Untuk merealisasi pembangunan dalam suatu negara dan
mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dikehendaki
oleh suatu negara tersebut, diperlukan adanya perubahan ke
arah pembaruan tata tertib masyarakat, ketertiban dan keter-
aturan.*’)

Menyadari perkembangan politik, masyarakat yang meng-
inginkan ketertiban dan keteraturan, .fungsi hukum bukan hanya
diakui sebagai a tool of social engineering semata-mata, tetapi
hukum diharapkan sekaligus dapat menciptakan harmonisasi
antara elemen birokrasi dan elemen masyarakat ke dalam satu
wadah yang disebut oleh Romli Atmasasmita "Bureaucratic and
Social Engineering”(BSE).*)

Memerhatikan bahwa hukum positif Indonesia khususnya
dalam bidang keperdataan masih banyak yang berasal dari
perangkat hukum lama dari masa Hindia Belanda yang pada
hakikatnya merangkum kesadaran hukum pada saat itu.

45)  Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta,
1995, him. 67.

46) Mochtar Kusumaatmadja, op. ¢fit., him. 8-9.

47) Ibid. !

48) Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis, Prenada Media, Jakarta,
Edisi II, Cet. T, 2003, him. 14. ;
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Sehingga pembinaan hukum harus mampu menampung kebu-
tuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat
Indonesia yang berkembang ke arah modernisasi. Karena itu,
pembaruan dan pembentukan hukum nasional untuk meng-
gantikan hukum kolonial memang mutlak diperlukan bagi
masyarakat Indonesia yang sedang membangun.

Fungsi hukum sebagai sarana pembaruan hukum dalam
bidang hak kepemilikan tanah oleh pihak asing mutlak dilakukan,
apalagi kepemilikan bagi pihak asing yang berkaitan dengan tanah,
karena di dalam salah satu peraturan pelaksanaan UUPA yang
belum terwujud adalah Peraturan Pemerintah tentang Hak Pakai.
Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah
tentang Hak Pakai, khususnya tentang kemungkinan pemberian
Hak Pakai bagi WNA, paling tidak harus diperhatikan perkem-
bangan dari segi yuridis, politis, serta ekonomis.*)

Teori Hukum Pembangunan membawa pada konsekuensi
bahwa hukum sebagai alat yang menuntun perubahan dalam
masyarakat menuju kepada ketertiban, memerlukan jaminan
dalam pelaksanaanya, sehingga mendesak kita dengan pertanyaan
mengenai: Bagaimana kita memberikan landasan mengikat dari
hukum? i

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, berbagai jenis ajaran
hukum memberikan pandangannya masing-masing dalam usaha
menjawabnya, tetapi Lili Rasjidi setuju dengan pandangan Locke,
sebagai pendukung aliran Hukum Alam.®")

Dibidang pertanahan, lahirnya UUPA pada tanggal 24
September 1960 merupakan sarana hukum untuk merombak
struktur di bidang pertanahan sebagai warisan zaman kolonial
yang bertentangan dengan cita-cita bangsa Indonesia.

UUPA merupakan sarana hukum untuk membawakan ke-
makmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat
dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur.
Dalam UUPA tertuang politik hukum pertanahan nasional kita yang
berorientasi untuk kesejahteraan rakyat yang berkeadilan sosial.

49) Maria S.W. Sumadjono, op. ¢it,, him.152.

50) Yang dimaksudkan dengan hukum alam menurut ajaran ini ialah hukum yang
berlaku universal dan abadi. Menilik sumbernya, hukum alam ini ada yang
bersumber dari Tuhan (Hukum Alam Irrasional) dan yang bersumber dari akal
atau rasio manusia (Hukum Alam Rasional). Lihat: Lili Rasjidi dan Ira Thania
Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum, CV Mandar Maju, Bandung, 2002, him. 53.
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Selain itu, aparatur pelaksanaan yang menangani masalah
pertanahan di samping memiliki kemampuan teknis perlu memiliki
idealisme yang tinggi. Sebab melaksanakan UUPA bukan sekadar
melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tersurat secara teknis
administrative belaka, tetapi lebih dari itu harus dipandang sebagai
bagian dari perjuangan bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-
citanya.

Tanah bagi masyarakat Indonesia mempunyai makna atau
arti tersendiri yang mengandung nilai-nilai bersifat “sakral”.
Oleh karena itu, di dalam UUPA sebagai dasar kebijaksanaan
pertanahan nasional menetapkan bahwa hukum yang mengatur
bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya ialah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan
kepentingan nasional.*")

Menurut Mohammad Hatta, tanah harus dipandang sebagai
alat atau faktor produksi untuk kemakmuran bersama, bukan
untuk kepentingan orang perorangan,®?) yang pada akhirnya dapat
mendorong terjadinya akumulasi penguasaan tanah pada seke-
lompok masyarakat. Berkenaan dengan ini, konsep dasar yang
dikemukakan oleh Mohammad Hatta, tanah adalah milik rakyat
Indonesia. Negara hanya mempunyai hak mengatur pengguna-
annya agar dapat mengejar kemakmuran rakyat tersebut.

Menurut C.F.G. Sunarjati Hartono, tanah memang memegang
peran yang sentral dalam kehidupan dan perekonomian Indonesia
yang bersifat agraris. Adanya perubahan pola perekonomian
nasional dari pola agraria beralih kepada pola yang memberi
peianan yang lebih besar kepada perindustrian, akan menuntut
perubahan filsafat ekonomi dan penda}(agunaan tanah yang lebih
efisien dan berbeda daripada sekarang.>)

Ketentuan-ketentuan hukum agraria berpangkal dan berpusat
pada individu serta pengertian hak eigendom sebagai hak atas
benda, yaitu tanah yang penuh dan mutlak. Menurut Pasal 570
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), hak eigendom
itu adalah hak yang memberi wewenang penuh-untuk menikmati

51) Lihat Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria.

52) Endang Suhendar dan Ifdahl Kasim, 7anah sebagai Komoditas Kajian Krisis atas
Kebijakan Pertanahan Orde Bary, Lembaga Studi Advokasi Masyarakat, Jakarta,
1996, him. 18.

53) Sunarjati Hartono, Beberapa Pemikiran ke Arah Pembaharuan Hukum Tanah,
Alumni, Bandung, 1978, him. 8.
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kegunaan sesuatu benda (tanah) untuk berbuat bebas terhadap
benda (tanah) itu dengan kekuasaan penuh, sepanjang tidak
bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan
lainnya yang ditetapkan oleh badan-badan penguasa yang ber-
wenang dan tidak mengganggu hak-hak orang lain.

Dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUPA, menyebutkan Hak
Milik adalah hak turun temurun terkuat dan terpenuh yang dapat
dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam
Pasal 6 UUPA.

Berdasarkan hal-hal tersebut timbul pengertian umum yang
diterima masyarakat bahwa milik adalah merupakan suatu hak,
dengan demikian merupakan klaim yang dapat dipaksakan.
Adapun maksud adanya ancaman paksaan tersebut adalah untuk
menjamin suatu hak yang bersifat asasi, yang merupakan ke-
butuhan hidup manusia secara alamiah sejak lahir.

Dalam pada itu, pemikiran mengenai hak milik yang didasar-
kan atas aspek historis dan logika mengapa merupakan “klaim
yang dapat dipaksakan” bukanlah dilakukan sendiri dleh masing-
masing pihak, melainkan dilakukan sendiri oleh suatu lembaga
tertentu yang: mempunyai wewenang untuk memaksakan, yang
dalam hal ini adalah negara. Oleh karena itu, kemudian negara
mengatur mekanisme pemilikan sebagai berikut:

1. Dalam hal mengenai tanah adalah permukaan bumi yang
telah dikuasai oleh negara, negara dapat memberikan pemi-
likan kepada orang atau pihak lain untuk digunakan sebagai
tempat tinggal atau sebagai sumber kehidupan. Hal ini
berlaku juga terhadap tubuh bumi dan ruang yang ada di-
atasnya sesuai dengan batas-batas peraturan yang ditetapkan
negara.”*)

2. Yang dapat memperoleh hak milik atas tanah adalah para
pihak (subjek hukum), yaitu warga negara Indonesia. Hak
milik adalah hak turun temurun yang paling kuat dan paling
penuh yang dapat dimiliki subjek hukum terhadap tanah, satu
dan lain sesuai dengan Pasal 6 UUPA.*)

3. Ada suatu kemungkinan bahwa hak milik atas tanah dapat
dimiliki pihak asing, ialah melalui warisan, wasiat, atau dise-
babkan oleh adanya percampuran harta dalam perkawinan.

54) Lihat Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (1) UUPA.
55) Lihat Pasal 20 ayat (1) UUPA.
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Namun, dengan adanya UUPA, berarti bahwa warga negara
asing atau warna negara Indonesia yang kehilangan kewar-
ganegaraannya, wajib melepaskan hak milik tersebut.

Pelepasan hak milik tersebut harus dilaksanakan dalam jangka
waktu satu tahun sejak kehilangan kewarganegaraannya.
Apabila setelah jangka waktu tersebut telah melampaui
1(satu) tahun hak tersebut belum juga dilepaskan, hak di atas
hapus karena hukum, kemudian tanahnya menjadi tanah
negara, dengan catatan bahwa hak-hak pihak lain tetap
menjadi beban atas tanah tersebut.*®) Adapun pemilikan atas
tanah oleh WNA hanya dapat menggunakan hak atas tanah
yang disebut hak pakai, sementara WNA tersebut sepanjang
berkedudukan di Indonesia.”’)

Dalam kepemilikan hak atas tanah mempunyai aturan hukum
yang telah diatur dalam perundang-undangan. Jika kepemilikan
hak atas tanah diperoleh secara melawan hukum, hal ini tentu saja
akan menimbulkan masalah hukum.

Seseorang yang berinteraksi dengan orang lain maupun
dengan lingkungannya akan menimbulkan suatu perbuatan hu-
kum, baik ia sadari maupun tanpa ia menyadarinya. Perbuatan
hukum yang ditimbulkannya dapat menyebabkan banyak kerugian.
Kerugian khusus dalam kepemilikan hak atas tanah, sehingga
negara yang mempunyai kewajiban mengatur peruntukan tanah
sebagai salah satu sumber kehidupan manusia dan menjadi hal
terpenting dalam kepemilikan aset suatu negara.

Adanya perbedaan perlakuan terhadap kepemilikan hak atas
tanah bagi pihak WNA dan Badan Hukum komersil, sehingga
menimbulkan keinginan untuk memiliki hak atas tanah yang lebih
memadai seperti kepemilikan HM, meskipun didapati dengan cara
melakukan penyelundupan hukum.

Penyelundupan pada istilah Indonesia®®) yang berasal dari
kata “selundup” yang berarti masuk secara gelap (tidak sah).
Sedangkan arti kata “penyelundupan” berarti: orang yang me-
nyelundup (masuk dengan secara gelap) atau perbuatan (hal,
cara, dan sebagainya) menyelundup atau menyelundupkan, pe-
masukan secara gelap, smokel.

56) Lihat Pasal 21 ayat (3) UUPA.

57) Lihat Pasal 42 UUPA.

58) W.1.S. Poerwadarminta diolah kembali oleh Pusat Bahasa, Departemen
Pendidikan Nasional, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta,
2002, him. 900-901. ]
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Istilah lain dari penyelundupan hukum yang digunakan oleh
Sudargo Gautama dalam bukunya®®) berkenaan dengan penerapan
UUPMA No. 1 Tahun 1967, bahwa dalam penggunaan tenaga ahli
bangsa asing diperbolehkan karena disadari adanya kekurangan
keahlian dan organisasi pada pengusaha nasional. Oleh karena itu,
diadakan Management Agreement, sedangkan Technical Assistance
Agreement antara pengusaha-pengusaha nasional dan pengusaha-
pengusaha asing mempunyai keahlian khusus. Namun, dalam
praktik sering kali kontrak-kontrak macam ini dijadikan selubung
untuk tindakan menyelundupi peraturan-peraturan dari pemerintah.

Dengan jalan ini, pihak asing turut berusaha dan berdagang
di Indonesia, hal yang sebetulnya tidak diperbolehkan. Mereka
memakai selimut suatu Management Agreement atau Technical
Assistance Agreement sedangkan sebenarnya merekalah yang
mengatur seluruh perusahaan serta operasional sehari-hari dalam.
fungsinya sebagai Manager baik dalam hal pengurusan perusa-
haan pada umumnya, maupun dalam soal-soal finansial serta
pengeluaran uang pada khususnya. Dalam arti lain, seorang
asinglah yang sebenarnya pemegang pucuk pimpinan, tetapi
pengusaha nasional hanya dijadikan boneka mereka.?’)

Hal ini sedikit berbeda dengan kepemilikan HM atas tanah
melalui perkawinan, pihak WNA mengawini pihak WNI semata- -
mata untuk mendapatkan kepemilikan HM atas tanah, sehingga
perkawinan itu hanya sebagai kedok.

Berdasarkan arti ungkapan-ungkapan tersebut di atas, penye-
lundupan hukum yang digunakan pada istilah penulisan ini adalah
bahwa seseorang melakukan suatu pelanggaran yang tidak secara
nyata melanggar/terlihat, meskipun ia mengetahui larangan te-
sebut tetapi ia tetap melakukannya dengan menggunakan orang
lain/nama orang lain dalam perjanjian Nominee untuk meng-
gantikan posisi kepemilikan haknya dengan dasar perjanjian
Trustee yang dibuat antara dirinya dengan pihak yang dipercaya.
Dalam hal ini antara WNA dengan WNI, dan Badan Hukum dengan
organ Badan Hukum yang memakai nama direksinya untuk
menimbulkan kepemilikan HM atas tanah yang kepemilikan se-
benarnya adalah milik WNA ataupun bagi Badan Hukum memakai
nama organ Badan Hukum yaitu nama direksinya, yang sebenar-
nya milik Badan Hukum tersebut.

59) Sudargo Gautama, Hukum Antar Tata Hukumn, (Kumpulan Karangan), Alumni,
Bandung, 1977, him. 61.
60) Ibid.
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Untuk menghindari bentuk kepemilikan hak atas tanah yang
menimbulkan penyelundupan hukum dan untuk menarik investasi
asing dan bidang usah melakukan investasi di bidang pertanahan,
negara melalui Pemerintah perlu mengatur kepemilikan hak atas
tanah bagi rakyat Indonesia khususnya, dan bagi WNA serta
Badan Usaha untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran bangsa
Indonesia dalam mencapai negara kesejahteraan. O
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2

Tinjauan Hukum
Atas Kepemilikan Hak Atas Tanah
dalam Sistem Pertanahan Indonesia

A. SISTEM HUKUM PERTANAHAN INDONESIA

ukum pertanahan Indonesia®') dewasa ini merupakan
g—Luniﬁkasi hukum dengan diundangkannya UUPA pada

tahun 1960. Sebelum berlakunya UUPA sifat hukum
pertanahan Indonesia bersifat dualistis. Dua sistem hukum
pertanahan yaitu sistem yang diatur dalam KUHPerdata (BW/
Burgerlijke Wetboek Indonesia) dan sistem Hukum Adat. Kedua
sistem ini memiliki asas, sifat dan karakter yang sangat berbeda.
KUHPerdata sebagaimana hukum yang memiliki sifat abstrak selalu
membuktikan sesuatu secara tertulis dan alat bukti pemilikan hak
atas tanah juga dalam bentuk tertulis berupa sertifikat. Batas dan
luas pemilikan hak diatur secara tegas. Hukum Adat sebagai
hukum yang sifatnya konkret selalu membuktikan sesuatu secara
nyata/konkret. Pemilikan hak atas tanah dibuktikan secara nyata
dengan tanda-tanda alam yang terlihat nyata disertai bukti hidup
yaitu saksi. Sering terjadi bukti, alam ini berubah secara alami
sehingga batas dan luas hak atas tanah dapat berubah juga.
Akibatnya, terjadi ketakjelasan akan letak tanah.

Diundangkannya UUPA yang memiliki sifat unifikasi ini, secara
formal telah menghapus sifat dualistis bidang pertanahan, dan
sejak itu pula secara formal Hukum Adat dan KUHPerdata bidang
pertanahan tidak berlaku lagi. Semua hak atas tanah harus
dikonversi ke dalam hak atas tanah UUPA. Konversi hak atas tanah
Hukum Adat secara otomatis, sedangkan hak atas tanah dalam
KUHPerdata diberi batas waktu pengajuannya sampai tahun 1980.

Khusus pada tanah hak ulayat dalam UUPA masih diakui
keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan
nasional dan tidak menghambat pembangunan sebagaimana

61) Djuhaendah Hasan, Bahan Perkuliahan Hukum Janah, Program Pasca Sarjana,
Universitas Pad:adjaran, Bandung, 2006.
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diamanatkan pada Pasal 3 UUPA. Jika kita mencermati isi Pasal 5
UUPA disebutkan bahwa hukum agraria dalam UUPA adalah
Hukum Adat, tetapi apabila disimak keseluruhan isi UUPA yang
dimaksud disini bukanlah Hukum Adat. Akan tetapi, berasaskan
asas Hukum Adat yang merupakan dasar pemikiran UUPA yang
berlandaskan Hukum Adat, sedangkan ketentuan pengaturan,
serta aturan administratif adalah ketentuan UUPA yang diatur oleh
negara dan bukan Hukum Adat.

UUPA mengatur hak-hak atas tanah yang memiliki sifat
kebendaaan/absolut, sebagaimana keharusan pendaftaran hak
atas tanah berupa sertifikat hak atas tanah, yang tidak dikenal
dalam Hukum Adat.

1. Sejarah Hukum Pertanahan Indonesia

Jiwa rakyat Indonesia yang mempunyai sifat bertalian erat
dengan hukum tanahnya, tidak dapat dipisah-pisahkan. Ini berarti
bahwa tiap perubahan dalam jiwa rakyat menghendaki perubahan
pertumbuhan yang lama maupun ke masa yang akan datang.
Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan sistem hukum-pertanahan di
bawah ini:

a. Sistem Hukum Pertanahan Berdasarkan KUHPerdata

Sebagai akibat politk hukum pemerintah jajahan dahulu,
sebagaimana halnya dengan Hukum Perdata, Hukum Tanah pun
berstruktur ganda dan dualistik, dengan berlakunya bersamaan
perangkat peraturan-peraturan Hukum Tanah Adat yang ber-
sumber pada Hukum Adat yang tidak tertulis dan Hukum Tanah
Barat, yang pokok-pokok ketentuannya terdapat dalam Buku II
KUHPerdata, yang merupakan hukum tertulis.

Dalam Hukum Perdata pada garis besarnya diadakan per-
bedaan antara hukum yang berlaku bagi golongan Eropa dan
Timur Asing pada satu pihak dan hukum yang berlaku bagi
golongan Pribumi pada lain pihak. Bagi golongan Eropa dan Timur
Asing Cina berlaku Hukum Perdata Barat, yang hampir semuanya
merupakan hukum tertulis dan berpokok pada KUHPerdata,
KUHDagang serta Faillissements verordening. Bagi golongan Timur
Asing bukan Cina berlaku sebagian Hukum Perdata Barat, yaitu
Hukum Kekayaan dan Hukum Waris Testamenter. Mengenai
Hukum Pribadi, Hukum Keluarga dan Hukum Waris abintestato
(Hukum Waris tanpa-wasiat), bagi golongan ini masih berlaku
Hukum Adatnya masing-masing, bagi golongan pribumi berlaku
Hukum Perdata Adat.
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Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang kedudukan
tanah-tanah sebelum berlakunya UUPA, perlu diketahui terlebih
dahulu macam-macam hak atas tanah zaman kolonial, yang
dikenal dengan hak-hak Barat dan diatur dalam BW, diantaranya
hak eigendom, hak erfpacht, hak optal, dan sebagainya.

Hak eigendom adalah hak kebendaan yang paling luas. Pasal 570
BW menerangkan bahwa eigendom adalah hak untuk dengan
bebas menggunakan (menikmati) suatu benda sepenuh-penuhnya
dan untuk menguasai seluas-luasnya, asal saja tidak bertentangan
dengan undang-undang atau peraturan-peraturan umum yang
ditetapkan oleh instansi (kekuasaan) yang berhak menetapkannya,
serta tidak mengganggu hak-hak orang lain, semua itu kecuali
pencabutan eigendom untuk kepentingan umum dengan pemba-
yaran yang layak menurut peraturan-peraturan umum.

Menurut Pasal 720 BW hak erfpacht digambarkan sebagai hak
kebendaan untuk menikmati sepenuhnya (vollegenot hebben)
kegunaan sebidang tanah milik orang lain dengan kewajiban untuk
membayar setiap tahun sejumlah uang atau hasil bumi (jaarfijkse
pacht) kepada pemilik tanah sebagai pengakuan atas hak
eigendom dari pemilik itu.”)

Menurut -Pasal 711 BW hak opsta/ adalah suatu hak keben-
daan (zakeljjk recht) untuk mempunyai rumah-rumah, bangunan-
bangunan dan tanaman di atas tanah milik orang lain. Dari
gambaran pasal itu dapat disimpulkan adanya kemungkinan pada
suatu waktu sebidang tanah adalah eigendom dari seorang A,
sedangkan rumah, bangunan dan tanaman yang berada di atas
tanah itu adalah eigendom dari seorang B.%)

b. Sistem Hukum Pertanahan Berdasarkan Hukum Adat

Hukum Tanah Adat adalah hak pemilikan dan penguasaan
sebidang tanah yang hidup dalam masyarakat adat pada masa
lampau dan masa kini serta ada yang tidak mempunyai bukti-bukti
kepemilikan secara otentik atau tertulis, kemudian pula ada yang
didasarkan atas pengakuan dan tidak tertulis.

Pada masa lampau Hukum Tanah Adat hak memiliki dan
menguasai sebidang tanah pada zaman penjajahan Belanda dan
Jepang. Serta pada zaman Indonesia merdeka tahun 1945, tanpa
bukti kepemilikan secara otentik maupun tertulis.

62) Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Hak-hak Atas Benda, Pembimbing
Masa, Jakarta, 1961, him. 156.
63) Ibid, him. 161.
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Jadi, hanya pengakuan, yang mempunyai ciri-ciri Tanah Hukum
Adat masa lampau adalah tanah-tanah yang dimiliki dan dikuasai
oleh seseorang dan atau sekelompok masyarakat adat yang
memiliki dan menguasai serta menggarap, mengerjakan secara
tetap maupun berpindah-pindah sesuai dengan daerah, suku, dan
budaya hukumnya, kemudian secara turun temurun masih berada
di lokasi daerah tersebut, dan atau mempunyai tanda-tanda fisik
berupa sawah, ladang, hutan, dan simbol-simbol berupa makam,
patung, rumah-rumah. adat, dan bahasa daerah sesuai dengan
daerah yang ada di Negara Republik Indonesia.®*)

2. Sistem Hukum Pertanahan Indonesia Berdasarkan
UUPA

UUPA memberikan kewenangan sangat luas pada negara melalui
Hak Menguasai Negara. Pasal 2 UUPA,*®) menyatakan: Ayat (1)
Atas dasar ketentuan Pasal 1, bumi, air, dan ruang udara,
termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada
tingkat dikuasai oleh negara, sebagai organisasi seluruh rakyat
Indonesia. Ayat (2) Hak menguasai negara termaksud dalam ayat
(1) Pasal ini memberi wewenang untuk:

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,
persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang udara
tersebut;

b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum
antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang udara;

C. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum
antara orang-orang dan perbuatan hukum mengenai bumi,
air dan ruang udara.

Walaupun dengan konsep Hak Menguasai Negara tersebut
telah menghapus pemberlakuan asas domein, tetapi mengingat
banyaknya kasus sengketa agraria yang menyajikan fakta atas
sumber agraria, dalam hal ini muncul persoalan lama yakni asas
domein kembali berlaku lewat penerapan dan praktik Hak

64) B.F. Sihombing, Evolusi Kebijakan Pertanahan dalam Hukum Tanah Indonesia,
Gunung Agung, Cet. I, Jakarta, 2004, him. 67-71.

65) Hak Menguasai Negara juga diatur dalam Pasal 1 UU No. 11 Tahun 1967, Pasal
UU Nomor 5 Tahun 1967, Pasal 10 UU No. 4 Tahun 1982 dan Peraturan
Perundangan lain yang menyatakan alokasi sumber-sumber agraria. Tersebarnya
Hak Menguasai Negara ini di wilayah pertambangan, kehutanan, pengelolaan
lingkungan hidup, memberikan legitimasi lebih jauh di negera, dalam hal ini
pembangunan untuk intervenis dalam pengaturan alokasi sumber-sumber di
tingkat sektoral tersebut.
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Menguasai Negara.®®) Hak menguasai dari negara membawa
konsekuensi sejumlah kewenangan antara lain (Pasal 2 ayat (2)):

a.

b.

mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,
persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang udara;
menetukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara
orang-orang dengan bumi, air dan ruang udara.

menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum
antara orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air
dan ruang udara.

Tiga kewenangan ini kemudian dijabarkan kembali dalam

bentuk tindakan negara baik ke dalam maupun ke luar. Tindakan
ke dalam antara lain:®")

a.

Membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, per-
untukan dan penggunaan bumi, air dan ruang udara serta
alam yang terkandung di dalamnya untuk keperluan yang
bersifat politis, ekonomis dan sosial [Pasal 14 ayat (1)].
Sementara pemerintah daerah juga harus membuat rencana
serupa dengan rujukan pusat [Pasal 14 ayat (2)];-

1) Politis, tanah untuk keperluan/bangunan-bangunan peme-
rintah termasuk bangunan pertanahan.

2) Ekonomi, tanah untuk keperluan perkembangan produksi
pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, industri,
pertambangan, transmigrasi, dan lain-lain;

3) -Sosial, tanah untuk keperluan beribadah, makam, pusat
pemukiman, keperluan sosial, kesehatan, pendidikan,
rekreasi, dan lain-lain.

Menentukan adanya macam-macam hak atas permukaan

bumi yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh individu,

baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta

badan-badan hukum (Pasal 4);

Berusaha agar sebanyak mungkin orang mempunyai hu-

bungan dengan tanah, dengan menentukan luas maksimum
tanah yang boleh dimiliki perorangan (Pasal 7 dan 17);%)

66)
67)

68)

Muhammad Bakri, Hak Menguasai Tanah oleh Negars, Penerbit Citra Media
Cetakan ke-1, Yogyakarta, 2007, him. 53.

Iman Soetikno, Politik Agraria Nasional, Gajah Mada University Press, Cetakan
ke-4, Yogyakarta, 1994, him. 51..

Pasal 9 ayat (2) UUPA, bahwa setiap warga negara mempunyai kesempatan yang
sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah serta mendapat manfaat dari
hasilnya, baik bagi sendiri maupun keluarganya.
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d. Menentukan bahwa setiap orang atau badan hukum yang
mempunyai suatu hak atas tanah, mengusahakan tanah itu
sendiri dengan beberapa pengecualian (Pasal 10);

e. Berusaha agar tidak ada tanah terlantar dengan menegaskan
bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, dan
bahwa memelihara tanah termasuk menambah kesuburan dan
mencegah kerusakan merupakan kewajiban siapa saja yang
mempunyai suatu hak atas tanah (Pasal 6 dan 15);

f. Mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dan
perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang udara.
Misalnya, soal hak guna usaha, guna bangunan, sewa-
menyewa dan sebagainya (Pasal 16).

g. Mengatur pembukaan tanah, pemungutan hasil hutan dan
penggunaan air dan ruang udara (Pasal 46, 47, dan 48);

h. Mengatur pengambilan kekayaan alam yang terkandung
dalam bumi, air dan ruang udara (Pasal 8);

Mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik
Indonesia untuk menjamin kepastian hukum (Rasal 19);

Sementara itu, tindakan ke luar antara lain:®®)

1) menegaskan bahwa hubungan bangsa Indonesia dengan
bumi, air dan ruang udara di wilayah Indonesia sebagai
karunia Tuhan, bersifat abadi [Pasal 1 ayat (3)];

2) Menegaskan bahwa orang asing tidak dapat mempunyai
hubungan penuh dan kuat dengan bumi, air dan ruang udara
dan kekayaan yang ada di wilayah Indonesia (Pasal 21).

Berdasarkan hak menguasai negara, negara dapat menentu-
kan macam-macam hak atas sumber-sumber agraria yang dapat
diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri
maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan
hukum.”®) Macam-macam hak atas tanah dalam sistem pemilikan
dalam dua kategori: (1) hak primer yaitu semua hak yang
diperoleh langsung dari negara dan (2) hak sekunder artinya
semua hak yang diperoleh dari pemegang hak atas tanah lain
berdasarkan perjanjian bersama. Karena hukum tanah nasional
bahan utamanya adalah hukum adat, hak primer hanya ada
2 (dua) yaitu hak yang memberi kewenangan untuk menguasai
tanah tanpa ada batas waktu yang dapat beralih karena per-

69) Iman Soektikno, op. cit him. 52.
70) Lihat Pasal 4 ayat (1), (2), UUPA.
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warisan dan pemindahan hak yang dalam hukum disebut HM
dan hak-hak yang sifatnya sementara yang disebut HP kemudian
dikembangkan dalam UUPA menjadi 4 (empat) Hak atas tanah,
yaitu HM, HGU, HGB, HP. Pemegang hak tersebut mempunyai
persamaan bahwa pemegangnya berhak untuk menggunakan
sumber-sumber agraria yang dikuasainya untuk dirinya sendiri
atau untuk mendapatkan keuntungan oleh orang lain melalui per-
janjian, di satu pihak memberikan hak sekunder pada pihak lain.”®)

3. Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Pertanahan
dalam UUPA Indonesia

Dalam buku Boedi Harsono menjelaskan’?) bahwa dalam
rangka membangun Hukum Tanah Nasional, Hukum Adat merupa-
kan sumber utama untuk memperoleh bahan-bahannya, berupa
konsepsi, asas-asas dan lembaga-lembaga hukumnya, vyang
disusun menurut sistem Hukum Adat, yang kemudian dibentuk
dengan menggunakan bahan-bahan dari Hukum Adat, berupa
norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan-peraturan
perundang-undangan sebagai hukum yang tertulis,~merupakan
Hukum Tanah Nasional positif yang tertulis. Hal ini terbukti Hukum
Tanah Nasional disusun berdasarkan Hukum Adat tentang Tanah,
dinyatakan dalam Konsideransi/Berpendapat UUPA. Pernyataan
mengenai Hukum Adat dalam UUPA dijumpai dalam:")

Penjelasan Umum angka II (1); '
Pasal 5;

Penjelasan Pasal 5;

Penjelasan Pasal 16;

Pasal 56 dan secara tidak langsung juga dalam
Pasal 58.

Dalam Penjelasan Umum angka II (1) UUPA dinyatakan,
bahwa:

Dengan sendirinya Hukum Agraria yang baru itu harus sesuai
dengan kesadaran hukum daripada rakyat banyak. Karena rakyat
Indonesia sebagian besar tunduk pada hukum adat, berarti Hu-
kum Agraria baru tersebut akan didasarkan pula pada ketentuan-
ketentuan Aukum adat itu, sebagai hukum vyang asli, yang
disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat

mo o0 oW

71) Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Jilid I, Djambatan, Yogyakarta, 15973,
him. 7.

72) Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, S¢jarah . . ., op. cit,, him. 205-206.

73)  Ibid, him. 176-179.
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dalam negara yang modern dan dalam hubungannya dengan
dunia internasional serta disesuaikan dengan sosialisme Indonesia.
Sebagaimana dimaklumi, hukum adat dalam pertumbuhannya
tidak terlepas pula dari pengaruh politik dan masyarakat kolonial
yang kapitalis dan masyarakat swapraja yang feodal.

Dalam Pasal 5 dinyatakan bahwa:

Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang udara
ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan
kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas
persatuan bangsa, dan sosialisme Indonesia serta dengan
peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang
ini (maksudnya: UUPA) dan dengan peraturan perundangan
lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur
yang bersandar pada hukum agama.

Dalam Penjelasan Pasal 5 dinyatakan bahwa:

Penegasan bahwa Aukum adat dijadikan dasar dari Hukum
Agraria yang baru. Selanjutnya Penjelasan Umum III angka 1.

Dalam Penjelasan Pasal 16 dinyatakan bahwa:

Pasal ini adalah pelaksanaan daripada ketentuan dalam
Pasal 4..Sesuai dengan asas yang diletakkan dalam Pasal 5,
bahwa Hukum Pertanahan Nasional didasarkan atas Hukum
Adat, maka penentuan hak-hak atas tanah dan air dalam
pasal ini di dasarkan pula atas sistematik dari Hukum Adat.
Dalam pada itu HGU dan HGB diadakan untuk memenuhi
keperluan masyarakat modern dewasa ini. Perlu kiranya
ditegaskan, bahwa HGU bukan hak erfoacht dari Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata. HGB bukan hak opstal
Lembaga erfpacht dan opstal ditiadakan dengan dicabutnya
ketentuan-ketentuan dalam Buku ke-II Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata.

Dalam pada itu, hak-hak adat yang sifatnya bertentangan
dengan ketentuan-ketentuan Undang-udangan ini (Pasal 7 dan
Pasal 10) tetapi berhubungan dengan keadaan masyarakat
sekarang ini belum dapat dihapuskan, diberi sifat sementara dan
akan diatur [ayat (1) huruf h jo Pasal 5].

Pasal 56 dinyatakan, bahwa selama Undang-undang me-
ngenai HM sebagai tersebut dalam Pasal 50 ayat (1) belum
terbentuk, sehingga yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan
hukum adat setempat . . . sepanjang tidak bertentangan dengan
jiwa dan ketentuan-ketentuan UUPA.



42 PENYELUNDUPAN HUKUM KEPEMILIKAN HAK MILIK ATAS TANAH DI INDONESIA

Pasal 58 tidak menyebut Hukum Adat secara langsung, tetapi
apa yang disebut peraturan yang tidak tertulis mencakup juga
Hukum Adat.

Pembatasan-pembatasan bagi berlakunya Hukum Adat dalam
pasal-pasal dan penjelasannya tersebut tidak mengurangi pen-
tingnya arti ketentuan pokok yang diletakkan dalam UUPA, bahwa
Hukum Tanah Nasional kita memakai Hukum Adat sebagai dasar
dan sumber utama pembangunannya.

Menjadi pertanyaan, hukum mana yang dipakai, karena
sebutan Hukum Adat tidak selalu dipakai dalam pengertian yang
sama (lihat: Hardjito Notopuro, “Tentang Hukum Adat, Pengertian
dan Pembatasan Dalam Hukum Nasional”, Majalah Lembaga
Pembinaan Hukum Nasional Nomor 4 tahun 1969, Jakarta).”)

C. van Vollenhoven misalnya menyebutkan adanya hukum
adat golongan pribumi dan hukum adat golongan timur asing (Het
Adatrecht van Nederiandsch Indi€).”)

Kusumadi Pudjosewojo menggunakan sebutan “hukum adat”
sebagai keseluruhan aturan hukum tidak tertulis. Hukum Adat
dalam pengertian ini bukan merupakan bidang hukum tersendiri di
samping bidang-bidang hukum yang lain (Pedoman Pelajaran Tata
Hukum Indonesia)’®)

UUPA dan Penjelasan Umum III angka I di atas menghubung-
kan “Hukum Adat”, yang dalam Konsiderans/Berpendapat huruf c
disebut sebagai dasar Hukum Tanah Nasional itu, dengan sebagian
terbesar rakyat Indonesia. Jelas kiranya bahwa Hukum Adat yang
oleh UUPA dijadikan dasar Hukum Tanah Nasional tersebut,
bukanlah hukum adatnya golongan timur asing menurut penger-
tian van Vollenhoven di atas. Juga bukan hukum adat menurut
pengertian Kusumadi Pusdjosewojo, melainkan hukum aslinya
golongan pribumi.””)

Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk meragukan bahwa
yang dimaksud UUPA dengan Hukum Adat itu adalah: hukum
aslinya golongan rakyat pribumi, yang merupakan hukum yang
hidup dalam bentuk tidak tertulis dan mengandung unsur-unsur
nasional yang asli, yaitu sifat kemasyarakatan dan kekeluargaan,
yang berasaskan keseimbangan serta diliputi oleh suasana ke-
agamaan.’®)

74)  Ibid.
75) Ibid.
76) Ibid.
77) Ibid.
78) Ibid.
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4. Sistem Hukum Pertanahan Indonesia Sebelum Tahun
1960

Hak-hak atas tanah pada sistem hukum pertanahan Indonesia
sebelum tahun 1960, antara lain diatur dalam:”®

a. S. 1890 — 55 (Agrarisch web);

b. S. 1925 - 447 (wet op de staatsinrichting van Nederlands
Indie);

c. S. 1870 — 118 (Agrarisch Besluif),

d. S. 1875 — 119a (Algemene Domeinverkilaring);

e. S. 1874 - 947 (Domeinverkiaring untuk Sumatera);

f. S. 1877 — 55 (Domeinverkiaring untuk Menado);

g

S. 1888 — 58 (Domeinverkiaring untuk residentie Zuideren
Oosterfdeling Besluit),

h. Buku ke II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW);
i.  Hukum Adat dan peraturan-peraturan lainnya.

Dalam perkembangannya ketentuan pengaturahri hukum perta-
nahan barat yang diatur dalam KUHPerdata berlaku di perkotaan
(dikenal hak eigendom, hak erfpacht dan hak opstal), sedangkan
di pedesaan berlaku ketentuan hukum pertanahan adat (dikenal
dengan hak ulayat dah hak atas tanah perorangan berupa: HM,
HP, Hak Garap, Hak Imbalan Jabatan, Hak Wewenang Beli, Hak
Menikmati Hasil, dan lain sebagainya.

5. Sistem Hukum Pertanahan Indonesia Setelah Ber-
lakunya UUPA

Pada masa sebelumnya, hukum agraria yang dianut bersifat
dualisme yaitu sebagian berlaku dan dipengaruhi oleh hukum
pemerintah penjajah yakni hukum Barat dan sebagian lagi berlaku
hukum adat. Sehingga hal ini tidak menjamin adanya kepastian
hukum. Oleh karena itu, sebagai pengganti peraturan perun-
dangan yang bersifat dualisme tersebut, pada tanggal 24
September 1960 disahkanlah Undang-undang Nomor 5 Tahun
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

79) 1. Wayan Suandra, Hukum Pertanahan Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1994,
him. 1.
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UUPA mempunyai sifat nasional dalam segi formal:

St an oo

Dasar Kenasionalan.®?)

Dasar Bahwa Negara Menguasai Tanah.®!)

Dasar Pengakuan Terhadap Hak Ulayat.®?)

Dasar Fungsi Sosial Hak atas Tanah.®)

Dasar Pengawasan Terhadap Hak Milik.%%)

Dasar Perlindungan Terhadap Golongan Yang Lemah.?®)
Dasar Landreform atau Agrarian Reform.®®)

Dasar Perencanaan Mengenai Tanah.%)

Selanjutnya, tujuan pokok UUPA dalam hubungannya dengan

Pancasila dan konsepsi Hukum Tanah Nasional, dinyatakan:®®)

80)

81)

82)

83)

84)

85)

86)

87)

88)

Pasal 1 UUPA, Dasar Kenasionalan ini dijumpai yaitu bahwa seluruh wilayah
Indonesia adalah kesatuan tanah, air dan seluruh rakyat Indonesia yang bersatu
sebagai bangsa Indonesia.

Pasal 2 ayat (1) UUPA, Hak Menguasai dari Negara bukan berarti memiliki, bahwa
bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya
itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan
seluruh rakyat.

Pasal 3 UUPA, Adanya Hak Ulayat yang tidak boleh merintangi usaha dari
pemerintah yang baik karena usahanya itu adalah melaksanakan kewajiban-
kewajibannya mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat. Juga ketentuan Pasal
1 dan 2 UUPA, pelaksanaan Hak Ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat
hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada harus sedemikian rupa
sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan
atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang
dan peraturan lain yang lebih tinggi.

Pasal 6 UUPA, Seseorang yang mempunyai hak atas tanah tidak boleh mem-
pergunakan atau tidak mempergunakan tanahnya semata-mata untuk ke-
pentingan pribadinya, tetapi harus diperhatikan kepentingan dan kesejahteraan
masyarakat. Semua hak atas tanah mempunyai Fungsi Sosial.

Pasal 21 UUPA, Untuk mencegah agar jangan sampai terjadinya penyelundupan
terhadap Hak Milik, yang diperkenankan untuk mempunyai Hak Milik hanyalah
WNIL.

Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 dan Pasal 26 ayat (1) UUPA, Tiap-
tiap WNI mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak
atas tanah serta untuk dapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri atau
keluarganya. Perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum
golongan rakyat dimana perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan
nasional diperhatikan, dengan menjamin perlindungan terhadap kepentingan
golongan yang ekonominya lemah.

Pasal 7 UUPA, untuk mencapai tujuan landreform, diadakanlah ketentuan
mengenai luas tanah yang boleh dimiliki seseorang. Untuk tidak merugikan
kepentingan umum, pemiliknya dan penguasaan tanah yang melampaui batas
tidak perkenankan.

Pasal 14 ayat (1) dan (2) UUPA, Perencanaan ini harus meliputi mengenai
peruntukan penggunaan dan persediaan bumi, air dan ruang udara untuk
pelbagai kepentingan hidup rakyat dan negara.

Bagian Penjelasan Umum 1 UUPA.
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a. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria
nasional yang merupakan alat untuk membawakan kemak-
muran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat,
terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan
makmur.

b. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan
kesederhanaan dalam hukum pertanahan.

c. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum
mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

B. HAK MENGUASAI NEGARA

Yang dimaksud Hak Menguasai Negara adalah hak menguasai
oleh negara untuk mengatur, menyelenggarakan peruntukan,
penggunaan, persediaan dan seterusnya, sebagaimana disebutkan
pada Pasal 33 ayat (1) UUD45.

1. Hak Menguasai Tanah oleh Negara

Hubungan hukum antara negara dengan tanah di seluruh
wilayah Republik Indonesia bersumber pada Pasal 33 ayat (3)
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang bérbunyi:

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besarnya kepentingan rakyat”.

Selanjutnya Pasal 2 UUPA menjabarkan lebih lanjut pengertian
hubungan hukum tersebut yang disebut “Hak Menguasai Negara”
sebagai berikut:

“(1) Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD dan
hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1,
bumi, air dan ruang udara, termasuk kekayaan yang
terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi
dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan
seluruh rakyat.

(2) Hak menguasai dari negara termaksud dalam ayat (1)
pasal ini memberi wewenang untuk:

a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan,
penggunaan, persediaan dan pemeliharan bumi, air
dan ruang udara tersebut;

b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan
hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan
ruang udara;

c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan
hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum
yang mengenai bumi, air dan ruang udara.
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(3) Wewenang yang bersumber pada Hak Menguasai dari
negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan
untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,
dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerde-
kaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia
yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

(4) Hak Menguasai dari negara tersebut di atas Pelaksa-
naannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah
swatantra dan masyarakat hukum adat, sekadar
diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan
nasional”.®%)

Negara yang mempunyai kewenangan dalam mengatur
peruntukan tanah memberi hak pengaturan itu kepada BUMN/
Instansi/Departemen-departemen/Pemerintah dalam bentuk Hak
Pengelolaan Lahan dikenal dengan HPL merupakan hak yang
dikeluarkan dan menjadi wewenang Kantor Badan Pertanahan
Nasional, sebagai berikut:

a. Memberi keputusan mengenai permohonan tanah negara
dengan hak pengelolaan oleh Badan-Badan Swatantra dan
Badan-Badan Pemerintah lainnya yang berisikan wewenang,
selain untuk mempergunakan sendiri sebagian tanah yang
bersangkutan, juga untuk memberikannya kepada pihak-pihak
lain dengan HP atau HGB menurut ketentuan-ketentuan
khusus.

b. Memberi keputusan mengenai permohonan untuk memper-
panjang jangka waktu atau melepaskan Hak Pengelolaan
tersebut.

Pengertian dan Konsep Hak Menguasai Negara atas Tanah '

Hak-hak menguasai tanah berisikan serangkaian wewenang,
kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk
berbuat sesuatu dengan tanah yang telah menjadi haknya.
Hak-hak penguasaan atas tanah tersebut merupakan suatu
lembaga hukum, jika belum dihubungkan dengan tanah subjek
tertentu. Hak-hak penguasaan atas tanah tersebut baru memiliki
hubungan hukum konkret (subjektief recht), jika sudah dihubung-

kan dengan tanah tertentu dan subjek tertentu sebagai pemegang
haknya.*®)

89) Arie S. Hutagalung, /oc. cit., him. 57-58.
90) Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah . . . . , foc. ¢it., him. 205.
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Pasal 2 UUPA mengatur bagaimana negara sebagai organi-
sasi kekuasaan mempunyai wewenang dalam bidang agraria.
Pada Penjelasan Umum II UUPA disebutkan bahwa:

“"UUPA berpangkal pada pendirian Pasal 33 ayat (3) UUD
tidak perlu dan tidak pada tempatnya, bahwa Bangsa
Indonesia ataupun negara bertindak sebagai pemilik tanah.
Adalah lebih tepat, jika negara sebagai organisasi kekua-
saan dari seluruh rakyat (bangsa) bertindak selaku badan
penguasa”.

Sehingga untuk mencapai kesejahteraan rakyat, negara
mempunyai wewenang untuk “menguasai” bumi, air dan ruang
udara serta seluruh kekayaan alam yang terkandung didalamnya.
Kata-kata menguasai seperti terdapat dalam UUPA itu tidaklah
sama dengan kata-kata memiliki. Jika dipergunakan kata-kata
“memiliki”, berarti kita telah kembali lagi pada zaman penjajahan
dahulu dengan asas domein, yang berarti bahwa negara tidaklah
memiliki tanah, negara bukanlah pemilik tanah, tetapi negara
hanya “méhguasai” tanah-tanah dalam wilayahnya:-Dalam memori
penjelasan UUPA pada penjelasan umum, ditentukan bahwa asas
domein yang dipergunakan pada masa penjajahan itu berten-
tangan dengan kesadaran hukum rakyat Indonesia dan ber-
tentangan pula dengan asas-asas negara yang merdeka dan
modern. Menurut domein theorie, bahwa semua tanah dalam
wilayah Indonesia yang tidak dapat dibuktikan hak-eigendom oleh
para pihak, dianggap domein (milik negara) pemahaman tersebut
sudah ada sejak sebelum alam kemerdekaan. Di kalangan para
sarjana hukum terdapat pejuang-pejuang yang dengan sangat
gigih memperjuangkan untuk dihapuskannya domein theorie dari
bumi Indonesia ini. Pejuang-pejuang tersebut dipelopori oleh
C. Van Vollenhooven dan Ter Harr Bzn. Namun, cita-cita mereka
baru terealisasi setelah berlakunya UUPA yang dengan tegas
menghilangkan hak hidup dari domein theorie ini. Domein theorie
ini hanya sesuai dengan iklim feodal, tidak untuk negara-negara
modern. Pada penjelasan Pasal 2 UUPA dinyatakan bahwa:

"Soal agraria menurut sifatnya dan pada asasnya merupa-
kan tugas pemerintah pusat [Pasal 33 ayat (3) UUD 19457".

Senada dengan apa yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (3)
UUD 1945, UUPA menganggap negara sebagai pihak yang mengua-
sai tanah. Berdasarkan hak menguasai ini kepada negara diberi-
kanlah wewenang yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA.
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Hukum tanah administratif adalah keseluruhan peraturan-pera-
turan yang merupakan landasan bagi negara dalam melaksanakan
politik pertanahan yang bersumber pada Pasal 33 ayat (3) UUD
1945, Atas tanah, negara mempunyai sesuatu wewenang yang
bersumber pada hak menguasai negara (sebagian sarjana
menyebut dengan istilah “hak ulayat negara”). Penggunaan dari
wewenang itu telah dibatasi pula oleh UUPA itu sendiri maupun
oleh UUD 1945. Pembatasan dalam arti bahwa dalam keadaan
bagaimanapun, negara tidak boleh bertujuan untuk mencapai
sebesar-besarnya kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan
dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka,
berdaulat, adil dan makmur. Pernyataan seperti ini telah berulang-
kali kita temukan baik dalam konsideran, dalam penjelasan
maupun dalam batang tubuh UUPA sendiri yang menandakan
betapa pentingnya perwujudan dari nilai-nilai yang seperti itu.”")

2. Hak Pengelolaan Tanah

Negara yang mempunyai kewenangan dalam mengatur per-
untukan tanah sebagaimana telah disebutkan di atas memberi hak
pengaturan itu kepada BUMN/Instansi/Departemen-departemen/
Pemerintah dalam bentuk Hak Pengelolaan Lahan dikenal dengan
HPL merupakan hak yang dikeluarkan dan menjadi wewenang
Kantor Badan Pertanahan Nasional. Hak Pengelolaan ini tidak
dimasukkan dalam golongan hak-hak atas tanah. Adapun kewe-
nangan dalam pengaturan Hak Pengelolaan itu, yaitu:

a. Memberi keputusan mengenai permohonan tanah negara
dengan hak pengelolaan oleh Badan-badan Swatantra dan
Badan-badan Pemerintah lainnya yang berisikan wewenang,
selain untuk mempergunakan sendiri sebagian tanah yang
bersangkutan, juga untuk memberikannya kepada pihak-pihak
lain dengan HGB menurut ketentuan-ketentuan khusus.

b. Memberi keputusan mengenai permohonan untuk memper-

panjang jangka waktu atau melepaskan Hak Pengelolaan
tersebut.

Hak ini pertama kali disebut dan diatur dalam Peraturan
Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang “Pelaksanaan
Koiwversi Hak Penguasaan atas Tanah Negara dan Ketentuan-
ketentuan tentang Kebijaksanaan selanjutnya” jo Peraturan
Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966 tentang “Pendaftaran Hak

91) Munir Fuady, Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik, Buku Kedua, Citra Aditya
Bakti, Bandung, 1999, him. 179-180.
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Pakai dan Hak Pengelolaan” dan dihubungkan dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang “Penguasaan Tanah-
tanah Negara” Yaitu dalam menegaskan pelaksanaan konversi
hak-hak penguasaan atau “beheer” yang ada pada Departemen-
departemen dan Daerah-daerah Swantantra berdasarkan Pera-
turan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 tentang
“Ketentuan-ketentuan mengenai Penyediaan dan Pemberian Hak
untuk keperluan Perusahaan” jo Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 1 Tahun 1977 tentang “Tatacara Permohonan dan Penye-
lesaian Pemberian Hak atas bagian-bagian Tanah Pengelolaan
serta Pendaftarannya”.

Hak Pengelolaan dalam Hukum Tanah Nasional tidak disebut
dalam UUPA, tetapi tersirat dalam Penjelasan Umum, yang
mengatakan bahwa: . . . Dengan berpedoman pada tujuan yang
disebutkan di atas, negara dapat memberikan tanah yang
demikian, maksudnya adalah tanah yang tidak dipunyai dengan
sesuatu hak oleh seseorang atau pihak lain, . . . kepada seseorang
atau badan-badan dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan
keperluannya, misalnya dengan HM, HGU, HGB atau HP atau mem-
berikannya -dalam pengelolaan kepada sesuatu Badan Penguasa
(Departemen, Jawatan atau Daerah Swatantra) untuk diperguna-
kan bagi pelaksanaan tugasnya masing-masing [Pasal 2 ayat (4)].

Eksistensi perolehan hak ini juga mendapat pengukuhan oleh
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang “Rumah Susun”
(Pasal 7 dan Penjelasannya).

Menurut Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun

1974, Hak Pengelolaan memberi wewenang untuk:

a. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang ber-
sangkutan;

b. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan
usahanya;

c. menyerahkan bagian-bagian daripada tanah itu kepada pihak
ketiga menurut persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan
pemegang hak tersebut, yang meliputi segi-segi peruntukan,
penggunaan jangka waktu dan keuangannya, dengan keten-
tuan bahwa pemberian hak atas tanah kepada pihak ketiga
yang bersangkutan dilakukan oleh pejabat-pejabat yang ber-
wenang menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6
Tahun 1972 tentang “Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak
atas Tanah”, sesuai dengan peraturan perundangan agraria
yang berlaku.
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Tujuan dari pemberian Hak Pengelolaan ini adalah bahwa
tanah yang bersangkutan disediakan bagi penggunaan oleh pihak-
pihak lain yang memerlukan. Pemegang Hak Pengelolaan memang
mempunyai kewenangan untuk menggunakan tanah yang dihaki
bagi keperluan usahanya, tetapi itu bukan tujuan pemberian hak
tersebut kepadanya. Dalam penyediaan dan pemberian tanah itu
pemegang haknya diberi kewenangan negara, yang diatur dalam
Pasal 2. Sehubungan dengan itu, Hak Pengelolaan pada haki-
katnya Hak Menguasai dari Negara. Lihat PP 40/1996 Pasal 1: Hak
Pengelolaan adalah Hak Menguasai dari Negara yang kewenangan
pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.
Hal_itu jelas tampak dari kewenangan yang disebut dalam huruf
a dan c di atas.

Wewenang untuk menyerahkan tanah negara kepada pihak
ketiga itu dibatasi, yakni:

a. tanah yang luasnya maksimum 1000m* (seribu meter per-
segi); 3

b. hanya kepada WNI dan Badan-badan hukum yang dibentuk
menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;

c. pemberian hak untuk yang pertama kali saja, dengan ke-
tentuan bahwa perubahan, perpanjangan dan penggantian
hak tersebut akan dilakukan oleh instansi agraria yang
bersangkutan, dengan pada asasnya tidak mengurangi peng-
hasilan yang diterima sebelumnya oleh pemegang hak [Pasal
6 ayat (2)].

Yang dapat menjadi pemegang HPL adalah: Departemen,
Direktorat, atau Daerah Swatantra (Pasal 4) serta badan-
badan lain untuk pelaksanaan tugasnya (Pasal 7). Jika tanah
negara tersebut dipergunakan untuk keperluan instansi itu
sendiri dikonversikan menjadi HP (Pasal 1), tetapi bila tanah
negara yang diberikan kepada instansi itu dimaksudkan untuk
diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak ketiga dikon-
versikan menjadi HPL (Pasal 2 jo. Pasal 5).

Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa pemberian hak
atas tanah tersebut kepada pihak ketiga dibatasi luasnya dan
hanya untuk pemberian pertama saja; untuk perpanjangan
dan pembaruan hak, diserahkan kepada instansi agraria,
sekarang Badan Pertanahan Nasional (BPN).
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d. Pengaturan lebih lanjut HPL adalah melalui PMA No. 1/1966
tentang Pendaftaran HP dan HPL, yang menegaskan kembali
keharusan bahwa HPL wajib didaftarkan (Pasal 2), sekaligus
menyatakan tidak berlaku lagi Pasal 9 Peraturan Menteri
Agraria No. 9/1965 yang mengatur hal serupa.

e. Pengertian, tata cara permohonan HM, HGB, HP di atas tanah
HPL, hubungan hukum antara pemegang HPL dan pihak
ketiga terkait dengan bagian HPL yang diserahkan kepada
pihak ketiga dan penguasaan kembali HPL setelah berakhir-
nya hak yang diberikan kepada pihak ketiga diatur dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 1/1977
tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian
Hak Atas Bagian-Bagian Tanah Hak Pengelolaan Serta Pen-
daftarannya.

ASAS-ASAS HUKUM PERTANAHAN INDONESIA

1. Asas-Asas Hukum

“Asas” dikenal dalam bahasa Indonesia tidak lain adalah
dasar, aturan pokok, prinsip atau permulaan, dalam bahasa
Ingaris “Principle’, dan dalam bahasa Belanda " Beginse/".

Asas hukum memiliki posisi sentral dalam hukum positif,
beberapa pendapat asas hukum tersebut di bawah ini:*?)
a. Pendapat Mahadi:
“Asas (principle) adalah sesuatu yang dapat dijadikan
sebagai alas, sebagai dasar, sebagai tumpuan, sebagai
pokok pangkal, sebagai fondamen, sebagai tempat untuk

menyandarkan, untuk mengembalikan sesuatu hal, yang
hendak kita jelaskan”.*®)

b. Menurut pendapat A.R. Lavey:

“Asas itu adalah suatu hukum yang tinggi letaknya, dan
padanya dapat digantungkan, disandarkan, disendikan ba-
nyak hukum-hukum lain”.

c. Menurut pendapat Paton:

“Asas hukum adalah a principle is the broad reason, which
lies at the base of rule of law".

92) Djuhaendah Hasan, Asas dan Norma Hukum, Bahan Kuliah Program Pasca
Sarjana Unpad, Bandung, 2006.

93) Dudu Duswara Machmudin, Pengantar Iimu Hukum,; Sebuah Sketsa, Refika
Aditama, Bandung, 2003, him. 67.
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d. Menurut Sudikno Mertokusumo:

“Asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum
konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum
sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang
konkret yang terdapat dalam atau di belakang setiap sistem
hukum yang terjelma dalam peraturan perundungan dan
putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat
diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam per-
aturan konkret tersebut”.

e. Menurut pendapat Abdul Kadir Besar:
“Asas hukum adalah dasar normatif pembentukan hukum,
tanpa asas hukum positif tidak memiliki makna dan ke-
hilangan watak normatif, dan untuk menjadi aturan positif
suatu asas memerlukan bentuk yuridis”.

f.  Menurut pendapat Scholten:
“Asas hukum adalah pikiran dasar yang ada dibelakang
tiap sistem hukum yang telah mendapat bentuk sebagai
peraturan perundaangan dan putusan pengadilan”..__

g. Asas Hukum mempunyai ciri, yaitu:
1) asas _hukum adalah fundamen dari sistem hukum, dan

merupakan pikiran dasar dari sistem hukum; '

2) asas hukum bersifat lebih umum dari pada ketentuan
undang-undang, atau keputusan hukum;

3) asas hukum berada sebagai dasar dari sistem hukum;
4) bersifat asas hukum abstrak.

h. Asas hukum tidak kehilangan daya lakunya bila tidak di-
terapkan lagi berbeda dengan peraturan perundangan.

i. Asas hukum dapat berfungsi di dalam maupun di luar hukum
positif karena asas hukum merupakan ukuran nilai.

j.  Fungsi asas hukum adalah membimbing para legislator dalam
proses pembentukan hukum.

Asas umum menurut Djuhaendah Hasan sebagaimana dalam
KUHPerdata antara lain:
a. Asas absolut®) bahwa hak kebendaan dapat dipertahankan

terhadap siapapun. Setiap orang harus menghormati hak
tersebut.

94) Djuhaendah Hasan, Lembaga Jaminan Kebendaan . . ., op. cit., him. 62,
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b. Asas dapat diserahkan,”) bahwa pemilikan benda mengan-
dung wewenang untuk menyerahkan bendanya.

c. Asas mengikuti (droit de suite),®®) bahwa hak kebendaan
akan mengikuti bendanya di tangan siapapun berada.

d. Asas individual®”’) bahwa objek hak kebendaan hanya ter-
hadap benda yang dapat ditentukan.

e. Asas Moralitas™®) bahwa suatu perbuatan untuk melakukan
yang baik, hindarkan yang jahat, hiduplah secara terhormat,
jangan merugikan orang.

f. Asas iktikad baik>®) bahwa asas ini dapat ditemukan dalam
Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menyatakan bahwa per-
janjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik (zj moeten
te goeder trouw worden ten uitvoer gebracht). Padahal
sesungguhnya iktikad baik diperlukan dalam proses negosiasi
dan penyusun kontrak. Karena itu, sebenarnya iktikad baik
sudah ada sejak saat proses negosiasi dan penyusunan
kontrak hingga pelaksanaan kontrak.!*®)

2. Asas-Asas Hukum Pertanahan Indonesia

Asas dalam hukum pertanahan merupakan sebuah dasar
pikiran yang mendasari pembentukan kaidah-kaidah hukum per-
tanahan serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
tanah, menurut Sudikno Mertakusumo'™) disebabkan asas dalam
hukum pertanahan termasuk kategori asas hukum khusus yang
“berfungsi dalam bidang yang lebih sempit seperti dalam bidang
hukum perdata....”. Pada bagian ini akan dibahas mengenai asas
hukum pertanahan dari beberapa perspektif, yaitu perspektif
hukum perdata, hukum agraria dan secara khusus membahas asas

pemisahan horizontal dan asas pelekatan vertikal sebagai asas
hukum pertanahan.

95) Ibid.

96) Ibid.

97) 1bid.

98) Theo Huijbers, Filsafat Hukum, Kanisius, Yogyakarta, 1995, him. 88.

99) Ridwan Khairandy, Jktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak, Fakultas Hukurm ur,
Jakarta, 2004, him. 13. Ketentuan ini sebangun dengan Pasal 1374 ayat (3) BW
Lama, dan Pasal 1334 ayat (3) 0w/ Code Perancis. Dengan ketentuan ini tidak
berarti bahwa hukum Indonesia tidak mengenal sama sekali iktikad baik dalam
pra kontrak. Pasal 251 KUHD mengenal iktikad baik pra kontrak. Asas yang
terkandung di dalam pasal tersebut pada dasarnya merupakan asas wbermima
fides atau uberrima fidae (the principle of utmost good faith).

100) Ibid.

101) Sudikno Mertokusumo, ap. cit,, him. 71.
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Saat ini hukum perdata di Indonesia sebagian besar masih

menginduk pada KUHPerdata, kecuali mengenai tanah karena
telah diatur dalam UUPA. Selain itu, juga ketentuan mengenai
hipotik dalam KUH Perdata tidak lagi berlaku setelah diundang-
kannya UUTH. Terlepas dari tidak berlakunya sebagian norma-
norma dalam KUH Perdata ter-dapat asas-asas hukum Perdata
yang berlaku bagi hukum benda.

jadi

Djuhaendah Hasan membagi asas-asas hukum benda men-
asas-asas hukum benda tanah dan asas-asas hukum benda

bukan tanah. Hal ini terkait dengan pembagian benda menurut
Djuhaendah Hasan menjadi benda tanah dan benda bukan tanah
sebagaimana telah dibahas sebelumnya.’®) Asas-asas hukum

benda bukan tanah antara lain:

a.

103)

Asas perlakuan yang berbeda.

Asas ini mengandung arti yang berbeda-beda bagi benda
tanah dan benda bukan tanah, bagi benda tetap dan benda
bergerak, bagi benda terdaftar dan benda tidak terdaftar.

Hak kebendaan mengandung asas tertutup.

Artinya di luar apa yang telah disebutkan dalam UU tidak
dapat diadakan hak kebendaan baru. Ini berarti bahwa di luar
yang diatur dan ditentukan KUH Perdata, tidak dapat
diadakan hak kebendaan baru, hal ini dimaksud agar ada

kepastian hukum, hak-hak mana saja yang mempunyai sifat
absolut itu.

Asas Pemaksa.

Asas ini mengandung arti bahwa peraturan tentang hukum
benda dalam UU tidak dapat disampingi. Hak kebendaan
mengandung sifat absolut, setiap orang harus menghor-
matinya.

Hak kebendaan mengikuti benda.

Asas ini menentukan bahwa hak kebendaan akan mengikuti
bendanya dimanapun, dalam tangan siapapun berada (droit
de suite).

102)
103)

Djuhaendah Hasan, Asas dan Norma Hukurm, Bahan Perkuliahan Hukum Tanah.
Djuhaendah Hasan (etal), Laporan Tim Perumusan Harmonisasi Hukum Ke-
bendaan Menuju Hukum Kebendaan Nasional, Proyek Pusat Perencanaan
Pembangunan Hukum Nasional, BPHN-Departemen Kehakiman, Jakarta, 1994/
1995, him. 19-21.
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e. Asas publisitas.

Asas ini mengadung pengertian bahwa status benda bukan
tanah yang harus dibuktikan pemilikannya terutama bagi
benda terdaftar. Bagi benda bergerak tidak terdaftar, pe-
ngumuman itu tercantum dari penguasaan benda.

f.  Asas individual.

Bahwa objek hak kebendaan hanya terdapat benda yang
dapat ditentukan atau terhadap benda tertentu.

g. Asas totalitas.

Hak kebendaan selalu terletak pada benda sebagai kese-
luruhan, tidak dapat diletakkan atas bagian-bagian benda.

h. Asas accesie.

Asas ini memberikan sifat pelekatan benda yang merupakan
ikutan yang akan melekat pada benda pokoknya.

i.  Asas dapat diserahkan.

Pemilikan atas benda mengandung arti adanya wewenang
untuk dapat melakukan penyerahan benda tersebut kepada
pihak lain.

Hukum' agraria yang dimaksud adalah pengaturan pengelo-
laan bumi, air dan ruang udara sebagaimana diatur dalam UUPA.
Dalam hal-hal hukum pertanahan, ketentuan KUHPerdata se-
panjang mengenai tanah menjadi tidak berlaku, karena telah
diatur dalam UUPA.

Dalam UUPA, terdapat asas-asas hukum yang tercermin
dalam pasal-pasalnya, terutama mengenai tanah. Djuhaendah
Hasan menyebutnya asas-asas hukum benda tanah, yang di-
bedakan dengan asas hukum benda bukan tanah sebagaimana

telah dipaparkan sebelumnya. Asas-asas bagi benda tanah

tersebut, antara lain:'%%)

a. Asas unifikasi.

Asas ini, diartikan bahwa berkaitan dengan benda tanah,
hanya ada satu pengaturan bagi seluruh Indonesia yaitu yang
diatur dalam UUPA. Demikian juga tentang jenis benda tanah
hanya yang diatur dalam UUPA.

104) Jbid,, him. 21-22.
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Asas hukum adat.

Asas ini diartikan bahwa hukum pertanahan daltm UUPA
berlandaskan asas-asas hukum adat antara lain:

1) Asas kekeluargaan;

2) Asas kepentingan umum di atas kepentingan pribadi;

3) Asas kontan dan konkret.

Asas pemisahan Horizontal.

Asas pemisahan horizontal juga merupakan asas dalam
hukum adat, yaitu di mana tanah terpisah dari segala sesuatu
yang melekat di atasnya.

Asas tanah mempunyai fungsi sosial.

Adalah asas yang mencerminkan bahwa tanah harus digu-
nakan sebaik-baiknya dengan memperhatikan kepentingan
umum.

Asas publisitas.

Asas ini memberikan pengumuman pemilikan kepada ma-
syarakat luas, yaitu pengumuman hak atas tanah dengan
jalan pendaftaran. Pendaftaran memberikan pengakuan hu-
kum umum terhadap adanya hak atas benda tersebut.

Asas spesialitas.

Hak atas tanah harus dibuktikan dengan jelas wujudnya,
batas dan letaknya.

Asas yang mendasar dalam UUPA adalah:

1.

2,

3.

Asas Hukum Adat, dasar pemikiran UUPA yang berasal dari
dasar filosofi Hukum Adat;

Asas pemisahan horisontal, dimana tanah terlepas dari segala
sesuatu yang melekat padanya;

Asas nasionalitas , asas yang memberikan hak atas hak atas
tanah peringkat tertinggi hanya kepada WNI, yaitu HM atas
tanah, yang hanya dapat dimiliki oleh WNI, hal ini mem-
buktikan dasar filosofi dalam Hukum Adat dalam ketentuan
hak ulayat, hak atas tanah dan hasil wilayah ulayat hanya
untuk warga ulayat.

Asas fungsi sosial, hak atas tanah harus memiliki manfaat bagi
pemilik hak maupun kepentingan masyarakat.
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D. ASAS PEMISAHAN HORIZONTAL DALAM SISTEM
PERTANAHAN INDONESIA

Hukum Tanah Nasional Indonesia yang menggunakan asas
pemisahan horizontal, didasarkan pada hukum adat. Maka dalam
kaitannya dengan bangunan, tanaman dan hasil karya tersebut
Hukum Tanah Nasional menggunakan asas pemisahan horizontal.
Dalam rangka asas pemisahan horizontal benda-benda yang
merupakan satu kesatuan dengan tanah menurut hukum bukan
pemisahan bagian dari tanah yang bersangkutan.

Oleh karena itu, setiap perbuatan hukum mengenai hak-hak atas
tanah, tidak dengan sendirinya meliputi benda-benda tersebut.

Meskipun demikian, penerapan asas-asas hukum adat tidaklah
mutlak, melainkan selalu memerhatikan dan disesuaikan dengan
perkembangan kenyataan dan kebutuhan dalam masyarakat yang
dihadapinya. Atas dasar kenyataan sifat hukum adat itu, dalam
rangka asas pemisahan horizontal tersebut dinyatakan dalam Pasal
4, bahwa pembebanan HT atas tanah, dimungkinkan pula meliputi
benda-benda sebagaimana dimaksud di atas. Hal-tersebut telah
dilakukan dan dibenarkan oleh hukum dalam praktik melalui
yurisprudensi pengadilan, sepanjang benda-benda itu merupakan
satu-kesatuan dan dengan tanah yang bersangkutan dan keikutser-
taannya dijadikan jaminan, dengan tegas dinyatakan dalam Akta
Pemberian Hak Tanggungannya. Demikian dikemukakan dalam
Penjelasan Umum angka 6. Tidak akan ada ketentuan demikian,
sekiranya asasnya sudah berubah menjadi asas accessie. Dalam
asas accessie bangunan, tanaman dan hasil karya yang ada di
atasnya, menurut hukum merupakan bagian dari tanah yang
bersangkutan, sehingga tidak diperlukan suatu pernyataan dalam
akta pemberiannya. Dengan sendirinya menurut hukum bangunan,
tamanan dan hasil karya itu ikut terbebani HT.'%%)

Salah satu aspek yang penting di dalam hukum tanah adalah
tentang hubungan antara tanah dengan benda lain yang melekat
padanya. Kepastian hukum akan kedudukan hukum dari benda
yang melekat pada tanah itu sangat penting karena hal ini
mempunyai pengaruh yang luas terhadap segala hubungan hukum
yang menyangkut tanah dan benda yang melekat padanya.’%)

105) Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia; Sejarah Unaang-undang Pokok Agraria,
Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, 2007, him. 425.
106) Djuhaendah Hasan, Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi . . . , loc. cit., him. 65.
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Di dalam hukum tanah dikenal ada dua asas yang satu sama
lain bertentangan yang dikenal dengan asas pelekatan vertikal
(verticale assessie beginsel), dan asas pemisahan horisontal
(horizontale scheiding beginsel). 1)

Asas Pelekatan vertikal yaitu asas yang mendasarkan pe-
milikan tanah dan segala benda yang melekat padanya sebagai
suatu kesatuan yang tertancap menjadi satu. Sedangkan asas
pemisahan horisontal justru memisahkan tanah dari segala benda
yang melekat pada tanah tersebut.'®®)

Asas (principle) adalah sesuatu yang dapat dijadikan sebagai
alas, sebagai dasar, sebagai tumpuan, sebagai pokok pangkal,
sebagai fundamen, sebagai tempat untuk menyandarkan untuk
mengembalikan sesuatu hal yang hendak kita jelaskan.'®)

Selanjutnya, A.R. Lacey menyebutkan bahwa asas itu adalah
suatu hukum yang tinggi letaknya, dan padanya dapat di-
gantungkan, disandarkan, disendikan banyak hukum-hukum lain,
sedangkan Paton mengatakan bahwa A prma;o/e is the broad
reason, which lies at the base of the rule of law! 1

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa asas hukum atau
prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkret, melainkan
merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan
latar belakang dari peraturan yang konkret yang terdapat da-
lam atau di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam
peraturan perundangan dan putusan hakim yang merupakan
hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat
umum dalam peraturan konkret tersebut.'!!)

Dengan demikian, asas yang terkandung dalam hukum
pertanahan merupakan alas atau dasar fundamen, pikiran dasar
yang merupakan latar belakang peraturan yang konkret yang
berlaku dalam bidang hukum tanah. Jadi, asas pemisahan
horizontal merupakan alas atau dasar pemikiran yang melandasi
atau merupakan latar belakang hukum pertanahan dalam
pengaturan Hukum Adat dan asas ini juga dianut oleh UUPA.

107) Mahadi, Falsafah Hukum Suatu Pengantar, Alumni, Bandung, 1989, him. 114;
Mahadi, Hukum Benda dalam Sistem Hukum Perdata Nasional, Binacipta,
Bandung, 1983, him. 46; lihat juga Iman Sudiyat, Asas Pemnisah, Himpunan
Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Adat, BPHN, Jakarta, 1985, him. 224;
Djuhaendzh Hasan, Asas Pelekatan dan Pemisahan, him. 207

108) Djuhaendah Hasan, Lembaga Jaminan Kebendaan, . . . , loc. cit., him. 65

109) Lihat Djuhaendah Hasan, /bid., him. 66, Lihat: Mahadi, ap. cit., him. 119.

110) Dikutip dari Mahadi, /bid., him. 120 dan 122.

111) Sudikno Mertokusumo, op. ¢it,, him. 33.



Tinjauan Hukum Atas Kepemilikan Hak Atas Tanah dalam . . . Indonesia 59

Sedangkan asas pelekatan vertikal merupakan alas atau dasar
pemikiran yang melandasi hukum pertanahan dalam pengaturan
KUHPerdata.'*?)

Sejak berlakunya KUHPerdata, kedua asas ini diterapkan
secara berdampingan sesuai dengan tata hukum yang berlaku
dewasa itu (masih dualitas) pada masa belum adanya kesatuan
hukum dalam hukum pertanahan yaitu sebelum berlakunya UUPA.
Sejak berlakunya UUPA, ketentuan Buku II KUHPerdata sepanjang
mengenai bumi, air serta kekayaan yang ada didalamnya telah
dicabut, kecuali hipotik. Dengan demikian, pengaturan tentang
hukum tanah dewasa ini telah merupakan satu kesatuan hukum
(unifikasi hukum) yaitu hanya ada satu hukum tanah saja yang
berlaku yaitu yang diatur dalam UUPA dan berasaskan hukum adat
(lihat Pasal 5 UUPA). Unifikasi hukum merupakan perwujudan
wawasan nusantara dalam bidang hukum, yaitu bahwa seluruh
kepulauan nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum,
yaitu hanya ada satu sistem hukum nasional yang mengabadi
kepada kepentingan nasional.'*) oL

Dewasa ini pengaruh asas pelekatan vertikal yang merupa-
kan dasar hukum pertanahan KUHPerdata masih besar dalam
kehidupan "masyarakat terutama sekali bagi masyarakat kota.
Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kota dengan alam pikiran
bahwa rumah selalu menyatu dengan tanahnya, adalah pengaruh
pikiran KUHPerdata, dan bukan alam pikiran UUPA ataupun Hukum
Adat. Sedangkan di pedesaan anggota masyarakatnya masih
berpikir berdasarkan Hukum Adat, bahwa pemilikan rumah ter-
pisah dari pemilikan atas tanah atau rumah tidak selalu harus
mencakup tanah tempat rumah tersebut berdiri.*%)

Untuk memahami bahwa perlu ada kesatuan antara bidang
hukum yang berkaitan dalam satu sistem, perlu kita pahami
terlebih dahulu pengertian sistem itu sendiri. Sistem adalah aset of
interrelated elements atau a set of interfependents variables. Ada
yang menyebutkan bahwa sistem itu adalah Any set of interrelated
elements which are as they work and change together may be
regarded as a single entity.**)

112) Lihat Djuhaendah Hasan, gp. ¢it, him. 67.

113) Ibid.

114) Hasil Penelitian Djuhendah Hasan, Aspek-Aspek Hukum Perjanjian Jaminan dalam
Perjanjian Kredit, PBHN, 1993.

115) Soerjono Soekanto dan Soleman Taneko, Hukum Adat Indonesia, Rajawali
Jakarta, 1983, him. 3.
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Sedangkan Mahadi menyebutkan bahwa, sistem adalah suatu
totalitas, yang tersusun atas sejumlah komponen-komponen yang
saling berhubungan, dan sama-sama mewujudkan suatu keutuhan
untuk mencapai tujuan tertentu; di antara komponen itu ada yang
mempunyai fungsi terhadap yang lain."'®)

Sistem menurut Sunaryati Hartono adalah sesuatu yang terdiri
atas sejumlah unsur atau komponen yang selalu pengaruh meme-
ngaruhi dan terkait satu sama lain oleh satu atau beberapa
dsas. )

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam sistem
hukum kekayaan harus terdapat totalitas yang tersusun dan harus
ada keterkaitan antara komponen-komponen hukum kekayaan
tersebut (hukum benda baik benda tanah dan benda bukan tanah,
hukum bangunan dan perumahan, hukum jaminan, hukum per-
ikatan, dan sebagainya) dan harus berada di dalam satu keutuhan
untuk mencapai tujuan tertentu. Seperti telah disebutkan bahwa
meskipun Indonesia tidak akan membentuk kodifikasi dalam
bentuk yang konvesional tetapi bentuk yang persial, antara
bidang-bidang hukum yang berkaitan atau komponen-komponen-

nya tetap harus ada kesinambungan yang terangkai di dalam
satu sistem.

Van de Villes mensyaratkan bahwa sejumlah asas hukum
dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, harus berupa
asas formal dan asas materiil. Asas formal terdiri atas: '*°) _
1. asas tujuan yang jelas (Het beginsel van duifelijke doel-

stelling).

2. Asas lembaga yang tepat (Het beginsel van het juiste orgaan).

3. Asas Harus dapat dilaksanakan (Het beginsel van uitvor-
baarheid).

4. Asas konsensus (Het beginsel van de consensus).

5. Asas memerhatikan keadaan seseorang dalam penegakan
hukum (Het beginsel van de consensus).

116) Mahadi, Hukum Benda dalam . . ., op. cit, him. 1.

117) Sunaryati Hartono, Pembinaan Hukum Nasiona/ dalam Suasana Globalisasi
Masyarakat Dunia, Pidato Pengukuhan Guru Besar, UNPAD 1991.

118) Hasan Wargakusumah, op. ¢it, him. 25.
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E. ASAS NASIONALITAS DAN ASAS INDIVIDUALITAS

Asas Nasionalitas yang disebut juga asas Kebangsaan, secara
umum merupakan asas yang menempatkan kepentingan, keper-
luan dan untuk sepenuhnya bagi masyarakat di suatu wilayah
negara tersebut.

Pendekatan yang sesuai untuk penemuan dan pengembangan
asas kehidupan nasional, diisyaratkan oleh hubungan yang serasi
antara asas dan kebangsaan. Hubungan yang serasi ini ditentukan
oleh hakikat asas dan hakikat kebangsaan, yang melahirkan
haknya, disamping isi dan fungsinya.

Isinya ialah nilai-nilai yang terkandung di dalam asas dan

kebangsaan itu, sedangkan fungsinya ditandai oleh manfaat yang
diperoleh dari peranannya masing-masing.

Hakikat dari Asas dan Kebangsaan yang dijelaskan di atas,
terdapat perbedaan yang jelas, ialah bahwa asas itu adalah
nilai-nilai yang diaplikasikan, dimasyarakatkan, dioperasikan da-
lam hubungan-hubungan yang terdapat dalam kehidupan sosial
(applied value, social value).''®) Sedangkan Kebangsaan adalah
kesatuan yang terintegtasi dalam suatu kehidupan masyarakat: di
dalam suatu negara sehingga terjalin rasa memiliki atas semua
yang ada di alam semesta di dalam wilayah negara itu.

Kekayaan alam yang menjadi milik masyarakat di wilayah
suatu negara yang menimbulkan kepemilikan yang hakiki dari
masyarakat itu. Kekayaan alam yang dimaksud misalnya pada
kepemilikan tanah, yang menjadi tempat tumpuan masyarakat
hidup adalah milik bangsa itu sendiri.

Oleh karena itu, keberadaan asas Nasionalitas ini dikaitkan
dengan tanah sebagaimana telah dijelaskan di atas, merupakan
asas yang memberikan hak atas tanah peringkat tertinggi hanya
kepada WNI untuk memiliki tanah wilayah Indonesia. Ini berarti
hanya WNI yang mempunyai dan memiliki hak-hak atas tanah di
Indonesia. Sebagai dasar filosofi dalam hukum adat dalam
ketentuan hak ulayat, hak atas tanah dan hasil wilayah ulayat
hanya untuk warga ulayat.®°)

Akibat keikatan hubungan erat antara bangsa Indonesia
dengan alam yang dimilikinya yaitu bumi, air serta ruang udara

119) M. Solly Lubis, Pembahasan UUD 1945, Alumni, Bandung, 1997, him. 69,
120) Djuhaendah Hasan, Bahan Perkuliahan Program Pasca Sarjana, Universitas Padja-
djaran, Bandung, 2006, him. 8.
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ini membuat terjadi keterbatasan WNA untuk dapat memiliki
HM atas tanah, bahwa kepemilikan HM atas tanah hanya diper-
untukkan bagi WNI.

Pada asas individual sebagaimana telah dijelaskan di atas,
asas ini menerangkan bahwa objek hak kebendaan hanya ter-
hadap benda yang dapat ditentukan atau terhadap benda tertentu.
Dalam hal ini, lingkup Hak Bangsa pun dimungkinkan para
warganegara Indonesia, sebagai pihak yang mempunyai hak
bersama atas tanah bersama tersebut, masing-masing menguasai
dan menggunakan sebagian dari tanah-bersama itu secara
individual dengan hak-hak yang bersifat pribadi.

Menguasai dan menggunakan tanah secara /ndividual berarti
bahwa tanah yang bersangkutan boleh dikuasai secara per-
orangan. Tidak ada keharusan menguasainya bersama-sama
dengan orang-orang lain secara kolektif, biarpun menguasainya
_ dan menggunakan tanah itu bersama dimungkinkan dan diper-
bolehkan. r

Cara pandang khas Amerika ini menjadi contoh bagi Decla-
ration des Droits de I'Homme et du Citoyen yang telah diakui
pada tanggal 26 Agustus 1989. Prinsip bahwa setiap individu harus
diakui dan dihormati (martabatnya sebagai manusia) berkembang
setelah Revolusi Perancis di dalam semboyan: Liberte, Egalite,
Franternite. Code Civil (Napoleon I) terbentuk (tahun 1804) dalam
zaman pengakuan kebebasan mutlak individu. Semua hal berpusat
dan berkisar pada individu, apalagi hidup terpusat dan berangkat
dari kebebasan individu. Sebagai perpanjangan darinya ialah
kesimpulan bahwa individualisme niscaya merupakan landasan
universal satu-satunya yang paling benar sebagai titik tolak bagi
filsafat sosial, baik di negara-negara Timur maupun Barat, karena
hanya manusia seorang diri yang dapat berpikir dan bertanggung
jawab atas perbuatan yang ia lakukan.'?!)

Rancangan Mejjers menyebutkan eigendom (HM) sebagai
hak yang terpenuh yang dapat diperoleh seseorang atas suatu
kebendaan (het meest volledige recht date en persoon op een
zaak kan hebben) dan hak terhadap suatu kebendaan untuk
menggunakannya secara bebas (naar goedvinden te gebruiken).

121) Herlien Budiono, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia (Hukum
Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia), Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2006, him. 169.
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Beranjak dari sini dapat disimpulkan bahwa HM adalah hak

terpenuh dan terkuat yang dapat diberikan atau dinikmati se-

seorang.'??)

Scholten menyatakan:
“Tiada satu larangan hukum pun yang mengikat individu,
sebaliknya manusia dianggap secara alamiah bebas merdeka
tanpa ikatan apa pun; adalah kehendaknya sendiri, se-
bagaimana muncul dalam perjanjian, yang mewajibkan
individu untuk tunduk dan taat. Hal ini bukan suatu janji
konkret tertentu yang dapat dituntut darinya. Bila
pandangan ini yang menjadi titik tolak, maka diandaikan
bahwa janji bersifat mengikat dan karenanya kekuatan

mengikat hukum juga ada, serta semua hukum harus
dikembalikan pada kehendak individu.')

Juga, ajaran hukum kodrat'**) bertitik tolak dari pandangan
bahwa manusia secara alamiah bebas merdeka dan bahwa hak-
hak individual yang bersifat kekal-abadi serta tidak dapat diasing-
kan darinya (onvervreemdbare) mutlak terjalin dengan sifatnya
sebagai manusia. Masyarakat terbentuk melalui kesepakatan sosial
yang dibuat oleh masing-masing individu dengan maksud dan
tujuan menjamin ataupun melindungi penikmatan hak-hak indivi-
dual. Hak individual subjektif menjadi landasan dari tertib hukum.

Kiranya jelas bahwa ragam teori tentang negara dilandaskan
pada cara bagaimana individu yang diciptakan bebas dan sederajat
ditempatkan berhadapan dengan masyarakat. Meskipun demikian,
manusia selalu hidup dalam masyarakat, dalam kelompok, se-
hingga harus dibuat aturan-aturan yang memungkinkan individu
hidup dalam masyarakat yang tertib. Manusia diciptakan free and

122) 1bid., him. 170. Mengutip: Kata-kata het meedt vollding recht (hak yang paling
sempurna) yang kita temukan di dalam ketentuan Pasal 625 BW (lama) tidak kita
temukan lagi di dalam ketentuan Pasal 5:1 BW, sedemikian sehingga tidak
muncul kesan kemutlakan dari hak seorang pemilik, yang tidak lagi mungkin
diselaraskan dengan permahaman modern tentang kepemilikan, Parl. Gesch.
Boek 5, him. 27.

123) Ibid, him. 171. Mengutip: “£r is niet een rechtsgebod, dat het individu bindt
integendeel de mensch wordt als cospronkelitk ongenborden "vij” gedacht, het is
Zijn elgen wil, die in de overeenkomst het individu tot gehoorzaamen verplicht.
Het is niet een bepaalde concrete belofte, die hem kan worden voorgehouden.
Ware dat mogelijk, dan was ondersteld, dat de belofte bindt een rechts-
gebondenheid dus bestond, en alle recht moet tot den individueelen wil worden
herfeig, G.J. Scholten, Y. Scholten dan M.H. Bregstein (penyusun), Verzameide
geschriften van wijlen Prof, Mr, Paul Scholten, Jilid I, Zwolle, 1949, him. 70-71.

124) 1bid,, him. 171. Mengutip: CW. Maris & F.C.L.M. Jacobs (redactie) orde en
vrijheid, £en Historische inleiding in de rechtsfilosofie, Groningen, 199, him. 24,
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equal akan saling mencari satu sama lain dan hidup berkelompok,
manusia bukanlah pulau sendiri di tengah lautan. Manusia ialah
makhluk sosial zoon politikon, sebagaimana dinyatakan Aristoteles
(384-332 SM),'*®) karena mereka saling membutuhkan dan ter-
paksa hidup berkelompok. Negara adalah ciptaan alam dan ma-
nusia secara alamiah hidup dalam masyarakat negara. AHugo
Grotius (1583-1645) beranjak dari pandangan bahwa pem-
bentukan negara terjadi karena sifat alamiah manusia. Setiap
orang memiliki sifat alamiah dan kecenderungan-kecenderungan
serupa. Karena itu, setiap manusia saling terkait satu sama lain
dan berkecenderungan membentuk masyarakat.

F. HAK-HAK ATAS TANAH DALAM SISTEM PERTANAHAN
INDONESIA

1. Hak Atas Tanah menurut Hukum Tanah Nasional 1%

Penguasaan hak atas tanah terjadi, karena adanya hubungan
hukum yang memberi wewenang untuk berbuat seswatu kepada
subjek hukum (orang atau badan hukum) terhadap objek
hukumnya, yaitu tanah yang dikuasainya.

Penguasaan hak atas tanah ini dikuasai dengan macam-
macam bentuk hak penguasaannya yang berdasarkan kewe-
nangannya menurut UUPA dibagi menjadi:

a. Hak penguasaan tanah yang mempunyai kewenangan khusus
yaitu kewenangan yang bersifat publik dan perdata.

1) Hak Bangsa Indonesia (Pasal 1 UUPA)
Ini menunjukkan suatu hubungan hukum yang bersifat
abadi antara bangsa Indonesia dengan tanah di seluruh
Indonesia dengan subjeknya bangsa Indonesia.
Hak bangsa Indonesia merupakan hak penguasaan atas
tanah yang tertinggi di Indonesia.

2) Hak Menguasai Negara (Pasal 2 UUPA)
Negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi seluruh
rakyat melaksanakan tugas untuk memimpin dan

mengatur kewenangan bangsa Indonesia (kewenangan
publik) melalui hak mengusai negara.

125) Ibid, him. 171-172. Mengutip: Aristoteles, Politica (De staat), in Politeia, Grote
mannen over staat en maatschappij, Jilid 1, disusun oleh M.L. Bodlaender, cet.
kelima, Amsterdam, 1959, him. 75!

126) Arie S. Hutagalung, Asas-asas Hukum Agraria, Bahan Perkuliahan, him. 21-22.
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Negara akan dapat senantiasa mengendalikan atau
mengarahkan fungsi bumi, air, ruang udara sesuai
dengan kebijaksanaan pemerintah. Negara dalam hal ini
tidak menjadi pemegang hak, melainkan sebagai berikut:

a) mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, peng-
gunaan, dan pemeliharaan.

b) Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat di-
punyai oleh subjek hukum tanah.

c) Mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-
orang dan perbuatan hukum yang mengenai tanah.

3) Hak Ulayat pada Masyarakat Hukum Adat (Pasal 3 UUPA)
Hubungan hukum yang terdapat antara masyarakat
hukum adat dengan tanah lingkungannya.

Hak ulayat Pasal 3 UUPA diakui dengan ketentuan:

a) sepanjang menurut kenyataannya masih ada;
b) pelaksanaannya tidak bertentangan dengan pemba-
ngunan nasional. -

b. Hak penguasaan tanah yang memberikan kewenangan yang
bersifat umum, yaitu kewenangan di bidang perdata dalam
penguasaan dan penggunaan tanah sesuai dengan jenis-jenis
hak atas tanah yang diberikan (Hak Perorangan atas tanah).

1) Hak atas tanah yaitu:

a) Hak atas tanah orisinal atau primer yaitu hak atas
tanah yang bersumber pada Hak Bangsa Indonesia
dan diberikan oleh negara dengan cara memper-
olehnya melalui permohonan hak.

Hak atas tanah yang termasuk hak primer:
HM, HGB, HGU, HP, dan HPL.

b) Hak atas tanah derivatif atau sekunder yaitu hak atas
tanah yang tidak langsung bersumber kepada Hak
Bangsa Indonesia dan diberikan oleh pemilik tanah
dengan cara memperolehnya melalui perjanjian pem-
berian hak antara pemilik tanah dan calon pemegang
hak yang bersangkutan.

Hak atas tanah yang termasuk dalam hak sekunder:
HGB, HP, HS, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Gadai, Hak
Menumpang.
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2. Hak-hak atas Tanah Menurut UUPA

Jenis-jenis hak atas tanah yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat
(1) UUPA, yang berbunyi:
Hak-hak tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1) ialah: HM, HGU, HGB, HP, HS, Hak Membuka Tanah,
Hak Memungut Hasil Hutan, dan Hak-hak lain yang tidak
termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan
ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang
sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53.

3. Hak-hak atas Tanah Menurut Hak Perdata
a. Hak Milik,
b. Hak Guna Usaha,
c. Hak Guna Bangunan,
d. Hak Pakai
e. Hak Sewa,

Sehingga jelasnya kepemilikan hak atas tanah menurut Hak
Perdata sebagaimana disebutkan di atas, sebagai berikut:

a. Hak Milik
1) Pengertian Hak Milik

Menurut ketentuan Pasal 20 Undang-undang Pokok Agraria
yang berbunyi:

HM adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang

dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan
dalam Pasal 6.

HM dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain dan HM
merupakan hak yang paling kuat atas tanah, yang memberikan
kewenangan kepada pemiliknya untuk memberikan kembali suatu
hak lain diatas bidang tanah HM yang dimilikinya tersebut (dapat
berupa HGB atau HP, dengan pengecualian HGU), yang hampir
sama dengan kewenangan negara (sebagai penguasa) untuk mem-
berikan hak atas tanah kepada warganya. Hak ini, meskipun tidak
mutlak sama, dapat dikatakan mirip dengan eigendom atas tanah
menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang memberi-
kan kewenangan yang (paling) luas pada pemiliknya, dengan ke-
tentuan harus memerhatikan ketentuan Pasal 6 UUPA, yang harus
menyatakan: Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

Dari ketentuan selanjutnya mengenai HM yang diatur dalam
UUPA, Pasal 21 menyatakan bahwa:
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a) Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai HM.

b) Oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat
mempunyai HM dan syarat-syaratnya.

c¢) Orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini
memperoleh HM karena pewarisan tanpa wasiat atau per-
campuran harta karena perkawinan, demikian pula WNI yang
mempunyai HM dan setelah berlakunya undang-undang ini
kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu
dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak
tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah
jangka waktu tersebut lampau HM itu tidak dilepaskan, hak
tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada
negara dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang
membebaninya tetap berlangsung.

d) Selama seseorang di samping kewarganegaraan Indonesia-
nya mempunyai kewarganegaraan asing, ia tidak dapat mem-
punyai tanah dengan HM dan baginya berlaku ketentuan
dalam ayat (3) pasal ini.

Dapat diketahui bahwa pada dasarnya HM atas tanah hanya
dapat dimiliki oleh WNI tunggal saja, dan tidak dapat dimiliki oleh
WNA dan Badan Hukum, baik yang didirikan di Indonesia maupun
yang didirikan di luar negeri dengan pengecualian badan-badan
hukum tertentu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor
38 Tahun 1963. Ini berarti selain warga negara Indonesia tunggal,
dan badan-badan yang ditunjuk dalam Peraturan Pemerintah No.
38 Tahun 1963, yang terdiri atas:

1) Bank-bank yang didirikan oleh negara (selanjutnya disebut
Bank Negara);

2) Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yang didirikan
berdasarkan atas Undang-undang No. 97 Tahun 1958 (Lem-
baran Negara tahun 1958 No.139);

3) Badan-badan Keagamaan, yang ditunjuk oleh Menteri Per-
tanian/Agraria setelah mendengar Menteri Agama;

4) Badan-badan Sosial yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/
Agraria setelah mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial.

Tidak ada pihak lain yang dapat menjadi pemegang HM atas
tanah di Indonesia. Dengan ketentuan yang demikian berarti
setiap orang tidaklah dapat dengan begitu saja melakukan
pengalihan HM Agraria memberikan pembatasan peralihan HM
atas tanah. Ini berarti Undang-undang Pokok Agraria memberikan
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batasan peralihan HM atas tanah. Agar HM atas tanah dapat
dialihkan, maka pihak terhadap siapa HM atas tanah tersebut
hendak dialihkan haruslah merupakan orang perorangan WNI
tunggal, atau badan-badan hukum tertentu yang diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tersebut.

2) Cara memperoleh Hak Milik atas tanah

Ketentuan yang mengatur mengenai cara memperoleh HM
atas tanah dapat ditemukan dalam Pasal 21 ayat (3) dan (4)
berikut dalam UUPA di bawah ini:

a) Orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini
memperoleh HM karena pewarisan tanpa wasiat atau per-
campuran harta karena perkawinan, demikian pula warga
negara Indonesia yang mempunyai HM dan setelah ber-
lakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya
wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun
sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarga-
negaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak
miliki itu tidak dilepaskan, hak tersebut hapus karena hukum
dan tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa
hak-hak pihak lain yang membebani tetap berlangsung.

b) Selama seseorang di samping kewarganegaraan Indonesianya
mempunyai kewarganegaraan asing, ia tidak dapat mempunyai
tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam
ayat (3) pasal ini.

3) Teradinya Hak Milik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22

UUPA yang berbunyi:

a) Terjadinya HM menurut hukum adat diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

b) Selain menurut cara seperti yang dimaksud dalam ayat
(1) pasal ini hak ini terjadi karena:
1) penetapan pemeritah, menurut cara dan syarat-syarat

yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

2) ketentuan undang-undang.

Sedangkan pada Pasal 26 ayat (1), berbunyi: Jual beli,
penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat
dan perbuatan-perbuatan lainnya yang dimaksudkan untuk me-
mindahkan HM serta pengawasannya diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
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Dari kedua ketentuan dalam Pasal 22 dan Pasal 26 ayat (1)
UUPA dapat diketahui bahwa ada tiga hal yang dapat merupakan
atau menjadi dasar lahirnya HM atas tanah:

1) menurut hukum adat yang diatur dalam suatu Peraturan
Pemerintah. Sehubungan dengan ketentuan ini perlu diketahui
bahwa hingga saat ini, Peraturan Pemerintah yang dimaksud
belum pernah diterbitkan sama sekali.

2) karena ketentuan undang-undang. Terhadap ketentuan ini,
hingga saat ini juga belum pernah diterbitkan suatu undang-
undang tentang HM sebagaimana juga diamanatkan dalam
Pasal 50 ayat (1) UUPA.

3) karena adanya suatu peristiwa perdata, baik yang terjadi
karena dikehendaki, yang lahir karena perbuatan hukum
dalam bentuk perjanjian, misalnya dalam bentuk jual beli,
hibah, tukar-menukar, ataupun karena peristiwa perdata se-
mata-mata, misalnya karena perkawinan yang menyebabkan
terjadinya persatuan harta (perlu dicatat bahwa dengan
berlakunya Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974,
perkawinan tidak lagi menyebabkan terjadinya persatuan
harta), kematian, yang melahirkan warisan ab intestato mau-
pun warisan dalam bentuk hibah wasiat.

Ketentuan lainnya dalam kepemilikan HM diatur undang-
undang sebagaimana isi Pasal 50 ayat (1) UUPA.

Dalam kaitannya dengan ketentuan mengenai pemberian HM
yang disyaratkan oleh undang-undang, dapat dikemukakan adanya
dua jenis kategori peraturan perundang-undangan, yang mengatur
tentang atau yang berhubungan dengan masalah pemberian HM.

Ketentuan mengenai konversi Hak Atas Tanah lainnya menjadi
HM Atas Tanah, yang meliputi:

a) Konversi hak atas tanah menurut konsepsi hukum tanah
sebelum berlakunya UUPA, termasuk yang diatur dalam
KUHPerdata yang sudah tidak berlaku lagi, menjadi HM
menurut UUPA. Ketentuan ini diatur dalam Pasal I, Pasal II
dan Pasal VII Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA.

b) Konversi Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai menurut UUPA
menjadi HM menurut UUPA, yang diatur dalam:

1) Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan

Nasional No. 6/1998 tentang Pemberian Hak Milik Atas
Tanah untuk Rumah Tinggal;
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2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Per-
tanahan Nasional No. 5/1998 tentang Perubahan Hak
Guna Bangunan atau Hak Pakai atas tanah untuk rumah
tinggal yang dibebani HT menjadi HM;

3) Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Per-
tanahan Nasional No. 9/1997 jis. No. 15/1997 dan
No. 1/1998 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah
untuk Rumah Sangat Sederhana (RSS) dan Rumah
Sederhana (RS).

c) Ketentuan mengenai pemberian HM atas tanah (baru) yang
dikuasai oleh negara dan atas Tanah Hak Pengelola, yang
diatur dalam:

- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Perta-
nahan Nasional No. 9/1999 tentang Tata Cara Pemberian
dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak
Pengelolaan.

b. Hak Guna Usaha
1) Pengertian Hak Guna Usaha i

Hak atas tanah selanjutnya yang diatur dalam ketentuan
No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria dan
Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna
Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.

Penggunaan hak ini bertujuan untuk mengusahakan tanah
yang dikuasi langsung oleh negara, dalam jangka waktu sebagai-
mana tersebut dalam Pasal 29, guna perusahaan pertanian,
perikanan atau peternakan. Hak ini diberikan atas tanah yang luas-
nya paling sedikit 5 hektar, dengan ketentuan bahwa jika luasnya
25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak
dan teknik perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan
zaman. Hak ini dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Dari definisi atau pengertian yang diberikan tersebut di atas,
dapat diketahui bahwa yang dinamakan dengan Hak Guna Usaha
adalah yang diberikan oleh negara kepada perusahaan pertanian,
perikanan atau perusahaan peternakan untuk melakukan kegiatan
usahanya di Indonesia.

2) Pemegang Hak Guna Usaha

Sehubungan pemberian HGU ini, ditentukan lebih lanjut dalam
Pasal 30 dan Pasal 31 UUPA adalah WNI/Badan Hukum yang di-
dirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
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Orang atau badan hukum yang mempunyai HGU dan tidak lagi
memenuhi syarat-syarat sebagai yang tersebut dalam ayat (1)
pasal ini dalam jangka waktu satu tahun wajib melepaskan atau
mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat.

Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh
HGU, jika ia tidak memenuhi syarat tersebut. Jika HGU yang
bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu
tersebut, hak itu hapus karena hukum dengan ketentuan bahwa
hak-hak pihak lain akan diindahkan menurut ketentuan-ketentuan
yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Hal ini membawa konsekuensi bahwa setiap badan hukum,
selama didirikan menurut ketentuan hukum Negara Indonesia dan
berkedudukan di Indonesia dapat menjadi pemegang HGU. Hal ini
berarti, dengan tidak mempertimbangkan sumber dana yang
merupakan modal dari badan hukum tersebut, selama badan
hukum tersebut memenuhi kedua kriteria tersebut di atas, badan
hukum tersebut dapatlah menjadi pemegang HGU. Terhadap
perusahaan-perusahaan yang didirikan dalam jangka penanaman
modal, baik Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam
Negeri, harus diperhatikan terlebih dahulu ketentuan mengenai
Izin Lokasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1999
tentang Izin Lokasi.

Selanjutnya, dalam hal pemegang HGU tersebut tidak lagi
memenuhi syarat sebagaimana tersebut di atas, ketentuan Pasal 3
Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna
Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah me-
nyatakan sebagai berikut:

a) Pemegang Hak Guna Usaha yang tidak lagi memenuhi syarat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dalam jangka waktu
satu tahun wajib melepaskan atau mengalihkan Hak Guna
Usaha itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat.

b) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) HGU itu tidak dilepaskan atau dialihkan, HGU
tersebut hapus karena hukum dan tanahnya menjadi tanah
negara.

3) Jangka Waktu Hak Guna Usaha

Jangka waktu pemberian HGU dapat ditemukan dalam ke-
tentuan Pasal 29 UUPA yang menyatakan:
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a) Hak Guna Usaha diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun.

b) Untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama
dapat diberikan Hak Guna Usaha untuk waktu paling lama 35
tahun.

c) Atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan
perusahaannya jangka waktu yang dimaksud dalam ayat (1)
dan (2) pasal ini dapat diperpanjang dengan waktu paling
lama 25 tahun.

Dari rumusan Pasal 29 UUPA tersebut dapat diketahui bahwa
HGU diberikan untuk jangka waktu antara 25 tahun hingga 35
tahun, dengan ketentuan bahwa HGU tersebut, setelah berakhir-
nya jangka waktu 25 tahun hingga 35 tahun tersebut, masih dapat
diperpanjang untuk masa 25 tahun berikutnya.

Ketentuan mengenai jangka waktu dan perpanjangan diberi-
kan untuk jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun
dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 25 (dua
puluh lima tahun). Sesudah jangka waktu HGU dan perpan-
jangannya berakhir, kepada pemegang hak dapat diberikan
pembaruan HGU di atas tanah bersama. Secara jelas dijabarkan
lebih lanjut dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10.

Dari rumusan ketiga pasal tersebut dikatakan bahwa HGU
dapat diberikan untuk jangka waktu maksimum 60 (enam puluh
tahun), dengan ketentuan bahwa:

a) tanahnya masih diusahakan dengan baik sesuai dengan
keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak tersebut;

b) syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik
oleh pemegang hak;

c) pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang
hak.

4) Pemberian dan Pendaftaran Hak Guna Usaha

Sebagaimana hak-hak atas tanah lainnya, HGU juga harus
didaftarkan, untuk ketentuan Pasal 32 UUPA menyatakan sebagai
berikut:

a) HGU, termasuk syarat-syarat pemberian demikian juga setiap
peralihan dan penghapusan hak tersebut harus didaftarkan
menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19.

b) Pendaftaran termasuk dalam ayat (1) merupakan alat pem-
buktian yang kuat mengenai peralihan serta hapusnya HGU,

kecuali dalam hal hak itu hapus karena jangka waktunya
berakhir.
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c. Hak Guna Bangunan

HGB adalah salah satu hak atas tanah lainnya yang diatur
dalam ketentuan No. 5 Tahun 1960 UUPA dan PP No. 40 Tahun
1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak
Pakai Atas Tanah.

Menurut ketentuan Pasal 35 UUPA yang dalam penggunaan
hak ini untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan
atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu
paling lama 30 tahun; atas permintaan pemegang hak dan dengan
mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunan, jangka
waktu tersebut dalam ayat (1) dapat diperpanjang dengan waktu
paling lama 20 tahun. Penggunaan hak ini dapat beralih dan
dialihkan kepada pihak lain.

HGB adalah hak yang diperoleh untuk mendirikan dan mem-
punyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri
dengan jangka waktu selama 30 tahun. Jadi, dalam hal ini pemilik
bangunan berbeda dari pemilik hak atas tanah tempat bangunan
tersebut didirikan. Ini berarti seorang pemegang-HM atas bidang
tanah tempat bangunan tersebut didirikan; atau dalam konotasi
yang lebih umum pemegang HGB bukanlah pemegang hak milik
dari tanah tempat bangunan tersebut didirikan.

d. Hak Pakai

Hak atas tanah berikut yang diatur dalam UUPA adalah HP.
Rumusan umum mengenai HP sebagai hak atas tanah diatur
dalam ketentuan No. 5 Tahun 1960 UUPA dan PP No. 40 Tahun
1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak
Pakai Atas Tanah serta Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1996
tentang Kepemilikan Orang Asing.

Pada ketentuan Pasal 41 UUPA yang menyatakan HP adalah
hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah
yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain,
yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam
keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberi-
kannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, perjanjian
pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan
jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini. Hak ini diberi-
kan selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya
dipergunakan untuk keperluan yang tertentu; dengan cuma-cuma,
dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apa pun dan
pemberian HP tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung
unsur-unsur pemerasan.
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Dari rumusan yang diberikan dalam Pasal 41 UUPA tersebut
dapat kita ketahui bahwa sebagaimana halnya HGB, pemberian HP
ini pun dapat bersumber pada tanah yang dikuasai langsung oleh
negara, dalam bentuk keputusan pemberian hak oleh pejabat yang
berwenang; tanah yang telah dimiliki dengan HM oleh orang
perorangan tertentu, berdasarkan perjanjian dengan pemilik tanah
tersebut. Sehubungan dengan perjanjian dengan pemegang HM
atas tanah tersebut, dalam UUPA ditentukan bahwa perjanjian
tersebut haruslah bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian
pengolahan tanah.

e. Hak Sewa

HS dijumpai dengan adanya para pihak yang melakukan
dengan perjanjian sewa-menyewa, dapat kita temukan dalam
rumusan Bagian VII Pasal 44 UUPA pengaturan mengenai
pengertian dari HS untuk bangunan bahwa seseorang atau suatu
badan hukum mempunyai HS atas tanah, apabila ia berhak mem-
pergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan,
dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai
sewa, dan pembayaran uang sewa dapat dilakukan: satu kali atau
pada tiap-tiap. waktu tertentu; dan sebelum atau sesudah
tanahnya dipergunakan. Adapun perjanjian sewa tanah yang di
maksud dalam pasal ini tidak boleh di sertai syarat-syarat yang
mengandung unsur-unsur pemerasan.

Jika kita perhatikan pemakaian HP dan HS dapat disanding-
kan antara ketentuan Pasal 42 dan Pasal 45 UUPA mengenai
subjek hukum yang dapat menjadi pemegang Hak Pakai dan Hak
sewa, adalah sama.

Selain itu, dalam ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah
No. 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan HP, subjek pemegang
HP dipertegas dengan memberikan uraian yang lebih lengkap,
dengan konsekuensi berlakunya Pasal 40 PP No. 40 Tahun 1996.

Dari rumusan dan penjelasan yang diberikan di atas, dapat
ditarik suatu kesimpulan bahwa HP atas tanah HM, yang lahir dari
perjanjian memberikan kewenangan kepada pemegang HP untuk
memanfaatkan tanah yang bukan miliknya tersebut, tetapi tidak
untuk dikelola lebih lanjut, maupun dalam rangka keperluan
bangunan di atas tanah milik orang lain tersebut. Dalam Peraturan
Pemerintah No.40 Tahun 1996-pun tidak diberikan suatu definisi
mengenai HP. Walaupun demikian, jika kita perhatikan penjelasan
yang diberikan terhadap ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 UUPA,
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tampaknya hak yang disebut dengan HP ini adalah hak-hak lainnya
atas tanah yang tidak mungkin diberikan dengan status hak atas
tanah dalam bentuk HM, HGB maupun HGU, seperti misalnya pem-
berian hak kepada kedutaan negara asing (dimasukkan sebagai HP).

Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah
No. 40 Tahun 1996 diketahi bahwa:

Adapun asal kepemilikan hak atas tanah yang dapat diberikan
dengan HP sebagaimana ketentuan Pasal 41 bahwa tanah yang
dapat diberikan HP adalah:

a) Tanah Negara;
b) Tanah Hak Pengelola;
c) Tanah Hak Milik.

Menurut ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah No. 40
Tahun 1996, terjadinya HP dalam ketentuan Pasal 42 ditentukan
untuk:

1) HP atas tanah negara diberikan dengan keputusan pemberian
hak oleh Menteri atau Pejabat yang ditujukan.
2) HP atas Hak Pengelolahan diberikan Dengan Keputusan

Pemberian hak oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk

berdasarkan usul Pemegang Hak Pengelolaan.

Ketentuan mengenai tata cara dan syarat permochonan dan
pemberian Hak Pakai atas tanah Negara dan Tanah Hak
Pengelolaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

G. HAK MILIK ATAS TANAH SEBAGAI HAK ATAS TANAH
PERINGKAT TERTINGGI

1. Hak Milik

Pada dasarnya, hak dilahirkan dari hukum kodrat dan ke-
wenangan hukum positif, karena itu hak dan kewenangan sah,
apabila dijalankan menurut hukum. Hak merupakan akibat yang
muncul dalam keberlakuan hukum dan setiap hukum menentukan
hak yang terkandung di dalamnya. Semua hukum mengharapkan
adanya hukum yang berlaku.’?’) Kedua konsep tersebut tidak
dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Karena, mengingkari
adanya hak berarti pula mengingkari keberadaan hukum. Hak
tidak mungkin ada, jika ada pihak-pihak yang akan menghormati-
nya dan sarana pengikatnya adalah hukum.

127) E. Sumaryono, ap. ait., him. 231.
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Demikian pula, tidak ada hukum, jika tidak ada seseorang yang
memegang kekuatan moral untuk memastikan ketaatan pada
hukum, yaitu seseorang yang memegang kekuatan moral untuk
memastikan ketaatan pada hukum, yaitu seseorang yang memiliki
hak dan kewenangan untuk memberlakukan hukum.

HM merupékan sumber kehidupan, sehingga untuk dapat me-
menuhi kebutuhan hidup, harta benda tertentu harus dimiliki,
karena bagi manusia, ada barang tertentu yang merupakan e
natural media on which human existence deepends.’*®) Roscoe
pound, mengungkapkan doktrin tentang pemilikan dalam arti yang
luas, meliputi pula milik yang tak terwujud (/ncorporeal property)
dan ajaran yang tumbuh berkembang mengenai perlindungan
bagi hubungan ekonomi yang menguntungkan, memberikan efek
kepada kebutuhan dan permintaan masyarakat. Dalam tataran
masyarakat tradisional hanya diakui barang kepunyaan (natural
possession, bezit), yang kemudian dalam perkembangannya men-
jadi HM dalam arti yuridis.'*®)

Perkataan HM berasal dari bahasa Arab &/ hagg dan a/ milk.
Secara etimologis a/ hagqg artinya milik, ketetapan dan kepastian,
seperti yang terdapat dalam Al-Quran Surah Yassin ayat 7, artinya
sesungguhnya -telah pasti berlaku ketentuan (ketentuan Allah)
terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.™?)
Al milk diartikan sebagai penguasaan terhadap sesuatu, sesuatu
yang dimiliki (harta). Hubungan seseorang dengan suatu harta
yang diakui oleh syarak yang menjadikan mempunyai kekuasan
khusus terhadap harta tersebut, sehingga ia dapat melakukan
tindakan hukum terhadap harta itu.*")

Menurut Syeh Ali Al Khaffi (ahli figih Mesir) mengartikan hak
sebagai kemaslahatan yang diperoleh secara syarak. Mustafa
Ahmad Az Zarga (ahli figih Syuriah) mendefinisikan hak sebagai
suatu kekhususan yang padanya ditetapkan syarak suatu
kekuasaan. Ibnu Nujaim (ahli figih mahzad Hanafi) mendefinisikan
hak sebagai suatu kekhususan yang terlindung.

128) Roscoe Pound, An Introduction to the Philosophy, Yale University Press, New
Haven, New York, 1954, him. 117; Lihat pula C.F.G. Sunarjati Hartono, Beberaoa
Pemikiran . . ., op. cit,, him. 52.

129) Abdul Azis Dahlan (et al), Ensiklopedi Hukum Islam, Ichtiar Baru Van Hoeve,
Jakarta, 2001, him. 486.

130) Ibid., him. 1177.

131) Abdul Azis, . . ., foc. dit.
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Islam sangat menghormati kemerdekaan seseorang untuk
memiliki sesuatu, sejalan yang digariskan oleh syarak, ia bebas
mengembangkan hartanya tersebut dan mencari keuntungan yang
sebanyak-banyaknya, dengan cara yang jujur. Meskipun demikian,
Al-Quran surah Al Maidah ayat 120 menyebutkan yang artinya
pemilik harta secara hakiki adalah Allah. Seseorang dikatakan
memiliki harta hanya secara majasi dan harta itu merupakan
amanah di tangannya yang harus dipergunakan untuk kemasla-
hatan dirinya dan orang lain. Dalam Islam, setiap individu adalah
bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Oleh sebab itu,
pada setiap harta seseorang, banyak atau sedikit, ada hak-hak lain
yang harus ditunaikan seperti zakat, sedekah, dan nafkah (Hadist
Riwayat Tarmizi).

Dalam suatu masyarakat hukum, baik berdasarkan adat,

kesepakatan atau hukum, membuat suatu pembedaan antara
milik dan sekadar mempunyai harta benda, dengan sendirinya
masyarakat itu merumuskan milik sebagai sesuatu hak.
Ini berlaku baik bagi tanah, kawanan ternak atau hasil buruan
yang dimiliki bersama dan berlaku pula untuk- harta benda
perorangan yang ada. Dalam kedua hal tersebut, memiliki suatu
pemilikan adalah memiliki hak, artinya merupakan suatu klaim
. yang bersifat memaksa terhadap suatu kegunaan atau manfaat
sesuatu, baik itu hak untuk ikut menikmati sumber umum maupun
suatu hak perorangan atas harta benda tertentu.

Batasan apa yang membedakan antara HM dengan sekadar
memiliki adalah milik itu merupakan suatu klaim yang dapat
dipaksakan oleh masyarakat atau negara, oleh adat, kesepakatan
atau hukum. Seandainya tidak ada pembedaan semacam itu,
tentunya gagasan tentang milik dan sekadar pengusaan fisik yang
bersifat sementara tidak diperlukan. Sesungguhnya tidak dapat
diragukan bahwa berdasarkan alasan itu, para ahli selalu
memahami milik sebagai sesuatu hak bukan sebagai benda. Ini
tidak berarti semua ahli telah sepakat mengenai serangkaian hak
yang terdapat dalam masyarakat. Meskipun mereka mengakui
bahwa milik itu terdiri atas hak-hak aktual, tetapi memaksakan
secara moral dapat dibenarkan. Sebaliknya, mereka sering
menegaskan bahwa rangkaian hak yang ada tidaklah secara moral
benar, tetapi hak-hak yang lain harus diakui. Dengan demikian,
mereka hanya beranggapan bahwa serangkaian klaim yang
berlainan harus dibuat menjadi sesuatu yang dapat dipaksakan
dan mereka tidak mempermasalahkan bahwa milik yang terdiri
atas klaim-klaim yang dapat dipaksakan.
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Pemikiran tersebut di atas, pengertian hak tidaklah semata-
mata berlandasan pada ancaman paksaan saja. Sebaliknya,
ancaman paksaan hanyalah dapat dimunculkan sebagai sarana
yang dianggap perlu untuk menjamin suatu hak yang dipandang
bersifat asasi."*)

Pembenaran HM sebagai klaim yang dapat dipaksakan
disebabkan HM itu perlu merealisasikan alam fundamental
manusia atau milik itu suatu hak yang alamiah. Milik dianggap
sesuatu hak, tidak hanya karena milik adalah klaim yang dapat
dipaksakan, tetapi juga sejauh teori etika yang unggul ber-
anggapan bahwa HM adalah hak manusiawi yang harus ada.*)
Dengan kualifikasi tersebut bahwa menganggap milik sebagai
sesuatu hak tidak berarti menyetujui satu sistem tertentu
mengenai milik yang benar dan merumuskan hak aktual sebagai
suatu klaim yang dapat dipaksakan tidak berarti, bahwa paksaan
itu membenarkan hak.

HM sebagai suatu hak kebendaan yang diatur dalam
KUHPerdata, yang berasal dari BW Belanda, dipahami sebagai
suatu hak absolut dan merupakan hak induk dan merupakan
sumber dari pemilikan, meskipun dalam perkembanganya menjadi
hak milik saja.”**)

Menurut Pasal 570 KUHPerdata, yang dapat disimpulkan
bahwa HM merupakan hak yang paling utama, jika dibandingkan
dengan hak-hak kebendaan yang lainnya, sebab pemilik mem-
punyai kebebasan untuk menikmati, menguasai dan menggunakan
benda yang dimilikinya dengan bebas. Penguasaan dalam HM
mengandung arti, bahwa pemilik hak dapat melakukan perbuatan
hukum terhadap barang miliknya. Perbuatan hukum yang di-
maksud antara lain: memelihara, membebani dengan hak keben-
daan, memindahtangankan, dan mengubah bentuknya.

Penguasaan dan penikmatan HM tidak boleh bertentangan
dengan undang-undang dan dalam pengertian HM terkandung
pula kebebasan menguasai dan menikmati yang tidak boleh
diganggu oleh siapapun 1juga, sejauh untuk memenuhi kebutuhan
pemiliknya secara wajar.'>)

132) C.B. Macpherson, Hak Milik, YLBHI, Pemikiran Dasar Tentang Jakarta, 1989,
him. 5-6.

133) Ibid, him. 4

134) Djuhaendah Hasan, Lembaga Jaminan Kebendaan . . . , op. oit., him. 54.

135) Abdulkadir Muhammad, Hukum Harta Kekayaan, Citra Aditya Bakti, Bandung,
1994, him. 39.
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Hak kerap mencegah pertikaian serta mengembangkan
otonomi dengan memberikan dan melindungi otoritas pembuatan
keputusan adalah penting. Sungguh menggugah untuk melihat
HM, misalnya sebagai hak yang memberikan otoritas pemakaian
sumber daya bagi pemiliknya sehingga memberikan otoritas
tersebut bagi orang lain dan bagi pemerintah. Dalam teori
kepentingan juga menyatakan bahwa fungsi hak adalah untuk
mengembangkan kepentingan-kepentingan dengan memberikan
dan melindungi keuntungan. Jeremy Bentham (1748-1832) ber-
pendapat bahwa memiliki suatu hak berarti berada di suatu posisi
untuk diuntungkan dari kewajiban orang lain.

Suatu teori kepentingan akan menekankan bahwa kendati
HM yang dipunyai seorang pemilik saham minoritas hanya mem-
berikan kontrol yang sangat kecil terhadap penggunaan aset
pribadinya oleh perusahaan, hak ini benar-benar menempatkan
pemilik saham pada suatu kedudukan untuk diuntungkan oleh
pendapatan perusahaan. Sebaliknya, sering dikatakan bahwa
berada di suatu posisi untuk beruntung dari suatu kewajiban tidak
dengan sendirinya berarti memiliki suatu hak. R

Dalam literatur hukum, dikenal beberapa teori yang diper-
gunakan dalam usaha memberikan pemahaman secara rasional
tentang milik pribadi sebagai lembaga sosial dan lembaga hukum,
yaitu: Teori Hukum Alam, Teori Metafisik, Teori Sejarah, Teori
Positif, Teori Psikologis, Teori Sosiologis.**®)

Teori yang berlandaskan suatu konsepsi tentang asas-asas
alamiah yang di ambil dari sifat-sifat benda disatu pihak dan
dipihak lain, diletakan di atas konsepsi tentang sifat manusia.
Yang pertama melanjutkan gagasan dari ahli hukum Romawi,
dimulai dengan satu asas tertentu sebagai penjelasan dari satu
perkara konkret dan menjadikan sebagai landasan universal bagi
suatu hukum milik yang umum. Sebagaimana sudah disebutkan,
mereka menentukan postulat tentang milik dan dengan deduksi
menyimpulkan pengertian milik dari padanya. Teori serupa itu,
biasanya berpangkal baik dari gagasan pendudukan maupun dari
gagasan ciptaan dengan kerja. Teori yang didasarkan kepada
tabiat manusia dikenal tiga bentuk,**’) yaitu:

a. Ditinjau dari konsepsi tentang hak asasi, yang diterima
sebagai kualitas (gualities) dari sifat manusia yang bersifat
abstrak.

136) Roscoe Pound, Pengantar Filsafat Hukum, Bhratara Karya Aksara, Jakarta, 1972,
him. 134.
137) Ibid, him. 135
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b. Ditinjau dari dasar kontrak sosial yang menyatakan atau
menjamin hak-hak yang disimpulkan oleh rasio manusia.

c. Ditinjau dari hukun alam ekonomi, bahwa landasan umum
tentang milik disimpulkan dari sifat ekonomis manusia atau
sifat manusia sebagai suatu wujud ekonomi.

Ajaran Hugo Grotius (1583-1648) dan Samuel Pufendorf
(1632-1694) dipandang sebagai teori hukum alam yang lebih tua
mengenai milik. Menurut Hugo Grofius, semua benda yang pada
mulanya adalah res nullius (benda-benda yang tidak ada pe-
miliknya), tetapi, masyarakat membagi-bagi semua benda dengan
dasar persetujuan. Benda-banda yang tidak dibagi secara
demikian, selanjutnya ditemukan oleh perorangan dan dijadikan
kepunyaan masing-masing. Dengan demikian, benda tersebut
tunduk kepada penguasa individual. Satu kekuasaan penuh untuk
menentukan penggunaan benda (power of disposition) adalah
dideduksikan dari penguasa individual itu, sebagai sesuatu yang
terkandung di dalamnya menurut logika dan kekuasaan bersama
ini menjadi dasar untuk memperolehnya dari orang lain. Yang
tuntunan haknya berdiri langsung atau taklangsung di atas
landasan alamiah dari pembagian asli baik persetujuan, penemuan
atau pendudukan sesudahnya.

Penguasaan dari pemilik supaya sempurna bukan hanya
mencakup kekuasaan untuk memberikan inter vivos (antara orang-
orang yang hidup), tetapi juga kekuasaan untuk mewariskannya
sesudah meninggal sebagai pemberian yang ditangguhkan.

Samuel Pufendorf, membangun teorinya di atas satu fakta
asli, yaitu pada mulanya terdapat satu hak komunal negatif yang
menyebutkan bahwa pada mulanya benda adalah res communes,
tidak seorangpun yang menjadi pemiliknya. Barang-barang ter-
sebut dapat dipergunakan oleh semua orang. Dinamakan satu
komunal yang negatif untuk membedakannya dengan pemilikan
tegas (affirmative) oleh orang yang sama. Orang yang mengha-
puskan pemilikan komunal negatif dengan persetujuan timbal balik
sehingga menegakkan pemilikan pribadi.

Dengan berkembangnya hukum alam, timbul pula satu
tahapan baru dari pembenaran milik atas dasar tabiat manusia.
Hal ini disarankan oleh para ahli ekonomi, yang menyimpulkan
milik dari sifat ekonomis manusia sebagai suatu keharusan dari
penghidupan tiap orang dalam masyarakat. Biasanya paham ini
dihubungkan dengan teori sosial psikologis disatu pihak dan
dengan teori sosial utilitis dilain pihak, dalam filsafat hukum teori
ini bersifat metafisik.
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Teori psikhologis dan sosiologis, yaitu mencari dasar milik di
dalam suatu benda instrink kehendak untuk memperoleh harta
benda, dan atas dasar itu memandang milik sebagai suatu
perkembangan sosial atau lembaga sosial. Teori sosial utilitis
menjelaskan dan membenarkan milik sebagai suatu lembaga
yang menjamin. Suatu maksimum kepentingan atau memuaskan
kebutuhan sebagai pembangunan masyarakat. Teori sosial dan
ekonomi telah berpaling dari fungsi milik di dalam negara
kesejahteraan dan teori ini menetapkan bahwa HM suatu memakai
suatu barang, yang mulanya sebagai lembaga hukum yang adil
dan cocok di dalam masyarakat yang di dalamnya milik, kerja, dan
perggunaan kerja sama di dalam suatu ketertiban ekonomi.

Kalau_demikian halnya, HM dapat ditinjau dari tiga sudut
pandang,’*®) berikut ini:

a. Hak Milik Ditinjau dari Sudut Ekonomi.

Seorang ahli ekonomi akan memandang HM sebagai suatu
hak yang didasarkan atas hukum atau didefinisikan menurut
hukum dan dapat' ditegakkan dalam arti terdapat unsur
paksaan serta berkaitan dengan hak atas sumber daya yang
siap pakai dalam artian barang, sehingga dengan demikian
mencakup baik migas maupun non migas yang disesuaikan
dengan permintaan konsumen.

"~ b.  Hak Milik Ditinjau dari Sudut Hukum.

Ditinjau dari sudut hukum, hak milik pada dasarnya terdiri
atas seperangkat hukum atau perundang-undangan, termasuk
di dalamnya kebiasaan yang berlaku pada masyarakat ter-
tentu dalam waktu tertentu serta tempat atau lokasi tertentu,
yang merupakan aturan main bagi hubungan-hubungan yang
berkaitan dengan kepemilikan atau penguasaan.

Apabila HM tersebut berkaitan dengan kebiasaan, hal ini akan
sangat menentukan dalam kegiatan bisnis, karena pengertian
HM dalam masyarakat yang satu berbeda dengan masyarakat
yang lain. Dengan demikian, masyarakat yang memberikan
definisi HM. Masyarakat telah memproduksi hukum untuk
mengdatur dirinya sendiri dan dalam pemanfaatan HM tersebut
tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan yang
berlaku dalam masyarakat.

138) Ranti Fauzan Mayana, Perlindungan Desain Industri Dikaitkan dengan Pem-
bangunan Ekonomi Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas, Program,
Pascasarjana, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2002, him. 60-61.
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c. Hak Milik Ditinjau dari Sudut Sosial.

Ditinjau dari segi sosial, HM merupakan himpunan dari
berbagai macam hak yang melekat pada sumber daya alam,
sumber daya manusia, dan sumber daya budaya. HM merupa-
kan gabungan hak-hak kepemilikan yang saling berkaitan.
Adanya aspek-aspek atau nilai sosial itu akan memperkuat
atau membenarkan keberadaan HM dalam arti bahwa benar
barang tersebut milik seseorang yang berhak dan tidak dapat
diganggu gugat.

Locke mengakui bahwa kecenderungan manusia untuk hidup
bersama dengan orang lain dalam masyarakat merupakan salah
satu prinsip dasar hukum kodrat. Masyarakat merupakan hal yang
niscaya bagi kelangsungan hidup manusia. Ini tidak berarti
masyarakat hanya mempunyai arti pragmatis demi kepentingan
kelangsungan hidup sefiap orang lain. Sebaliknya, masyarakat
merupakan bagian hakikat manusia. Dalam kodratnya, manusia
sudah diciptakan untuk tidak harus hidup dalam masyarakat.
"Manusia,” kata Locke, “didorong untuk masuk dalam: masyarakat
karena kecenderungan alamiah tertentu, dan siap untuk
mempertahankan masyarakat dengan dianugerahi kemampuan
berbicara dan melalui interaksi bahasa”."*®)

pada teori John Locke (1632-1704), mengungkapkan pem-
belaannya terhadap HM dengan jumlah takterbatas sebagai hak
kodrati seorang pribadi, yang lebih awal dari pemerintah. Dasar
pemikiran John Locke mengenai paham HM bahwa milik pribadi
(property) mempunyai dua arti yaitu secara khusus atau sempit,
milik pribadi sama artinya dengan tanah, untuk arti umum atau
lebih luas mencakup unsur hak asasi manusia yang terdiri atas hak
hidup, hak atas kebebasan jasmani dan hak atas milik pribadi.
Dengan demikian, HM atas tanah adalah bagian dari HM,
sedangkan HM atas tanah bangsa merupakan refleksi dari hak
asasi manusia.

139) John Locke, Essays, him. 157-158. Dalam kaitan ini, teori kontrak sosial dari
Locke lebih mengandung pengertian politk dan bukan sosial. Kontrak sosial
dalam pengertian politk adalah kontrak di antara manusia (sosial) untuk
membentuk pemerintahan sipil dan untuk tunduk kepada kekuasaan sipil itu.
Kontrak sosial dalam pengertian sosial adalah kontrak di antara manusia untuk
membentuk masyarakat manusia. Karena bagi Locke, seperti halnya bagi
Aristoteles, Hume dan Adam Smith, manusia sudah hidup dalam masyarakat
politik dan kekuasaan sipil dan sekaligus untuk menyerahkan dirinya di bawah
kekuasaan sipil itu.
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Prinsip ajaran John Locke adalah penghormatan hak atas milik
pribadi, didasarkan pada keadaan alamiah, manusia sudah mem-
punyai hak atas milik pribadi, apa yang dimiliki manusia berasal
dari Tuhan. Tuhan memberikan dunia ini untuk dikembangkan
seproduktif mungkin, sehingga manusia yang mau memenuhi
kebutuhan hidupnya harus berjuang dengan meningkatkan
uszhanya. Mereka biasanya lebih berhasil, karena memperbesar
miliknya secara sah, membenarkan bahwa adanya ketaksamaan
dalam hal besar kecilnya pemilikan pribadi.

Pengakuan John Locke terhadap adanya ketaksamaan dalam
hal kepemilikan pribadi, ia melihat perlunya suatu pembatasan
hak, hak atas milik perorangan, yaitu seseorang mempunyai hak
untuk mendapatkan sesuatu hanya sebanyak yang dapat dipakai
untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri atau orang lain, sejauh
tidak menghalangi orang lain untuk mendapatkan sesuatu demi
kebutuhan hidupnya, terdiri atas:

a. Untuk keperluan dibutuhkan batas minimum yang diperlukan
untuk mempertahankan hidup dan kesehatan.—

b. Apa saja yang perlu untuk memungkinkan seseorang dapat
menikmati suatu standar hidup secara layak.'*)

Prinsip dalam hak atas milik pribadi bahwa dalam keadaan
alamiah manusia sudah mempunyai hak, apa yang dimiliki
manusia berasal dari Tuhan, dan Tuhan memberikan dunia ini
untuk dikembangkan seproduktif mungkin.

Untuk itu, manusia yang mau memenuhi kebutuhan harus de-
ngan meningkatkan usahanya. Usaha menjadi tolok ukur dalam
memperbesar hak miliknya, dan karena usaha pulalah dibenarkan
adanya ketaksamaan dalam hal penguasaan atas milik pribadi.
Ketaksamaan dalam memiliki hak pribadi, diperlukan adanya hak
pembatasan bahwa seseorang mempunyai hak untuk men-
dapatkan sesuatu hanya sebanyak yang dapat dipergunakan untuk
memenuhi kebutuhannya sendiri atau orang lain, sejauh tidak
menghalangi orang lain dalam mendapatkan sesuatu demi ke-
butuhan hidupnya.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari teori John Locke bah-
wa HM atas tanah merupakan bagian dari HM pribadi sebagai
bagian dari asasi manusia yang kodrati, karena HM atas tanah

140 John Locke, Two Treatises. .., op. cit, him. 6.
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merupakan dasar kehidupan untuk mengembangkan kebutuhan
dasar sebagian manusia. Pada dasarnya, manusia lahir membawa
hak hidup, kebebasan, kemerdekaan, manusia membutuhkan
hidup wadah tempat mengembangkan kehidupannya. Dengan
demikian, hak untuk hidup, kebebasan, dan HM atas tanah
merupakan satu kesatuan yang utuh dan hanya dapat dibedakan.

2. Hak Milik Sebagai Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak dasar atau pokok yang dibawa
manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa,
merupakan kebutuhan dasar yang harus ada, bersifat abadi, dan
menjadi dasar hak dan kewajiban dari berbagai aspek kehidupan.
Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat
pada diri manusia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Kuasa,
bersifat kondrati yang tanpa hak itu seorang tidak dapat hidup
layak sebagai manusia.'*")

Pada kesempatan yang lain Sri Soematri Martosoewignjo,m)
mengatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang
melekat pada jati diri manusia secara kondrati dan universal,
berfungsi menjaga integritas keberadaannya, berkaitan dengan
hak atas hidup dan kehidupan, keselamatan, keamanan, kemer-
dekaan keadilan, kebersamaan, dan kesejahteraan sebagai karunia
Tuhan Yang Maha Esa yang tidak boleh diabaikan dan dirampas
oleh siapapun.

HAM yang mendasari harkat dan martabat manusia, akan
persamaan hak antarsesama subjek hukum, oleh sebab itu, ciri
HAM yang menonjol, sebagai berikut:

a. Hak asasi manusia adalah hak.

b. Hak bersifat universal yang dimiliki oleh manusia, semata-
mata karena ia manusia, hak dapat diterapkan di seluruh
dunia dan bersifat internasional,

C. HAM dianggap ada dengan sendirinya dan tidak bergantung

3 kepada pengakuan dan penerapan di dalam sistem adat atau
sistem hukum, kalaupun belum efektif, hak itu tetap eksis
sebagai standar argumen dan kritik yang tidak bergantung
kepada penerapan hukumnya.

141) Sri Soemantri Martosoewignjo, Hak Asasi Manusis Ditinjau dari Hukurm Nasional
dan Hukum Internasional, Makalah Seminar Refugee and Hukum Right, Fakultas
Hukum Unsyiah dan UNHCR, Banda Aceh, 1988, him. 3.

142) Sri Soemantri Martosoewignio, Peningkatan Perlindungan Hukum Melalyi Hak
Asasi Manusia, Jurnal Iimiah Untag No. 1, 1995, him. 20
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HAM dianggap sebagai norma yang penting, meskipun tidak
seluruhnya bersifat mutlak dan tanpa perkecualian. HAM
cukup kuat kedudukannya sebagai pertimbangan normatif
untuk diberlakukan di dalam benturan dengan norma-norma
nasional yang bertentangan untuk membenarkan aksi inter-
nasional yang dilakukan demi hak asasi manusia.

Hak mengimplikasikan kewajiban bagi individu maupun peme-
rintah.

Hak menetapkan standar minimal bagi praktik kemasyara-
katan dan kenegaraan yang layak.

Pada galibnya, HAM adalah seperangkat hak, karena hak

sering melibatkan hubungan yang kompleks mengenai siapa
yang memiliki hak dan kapan hak dapat diterapkan, sehingga hak

mengandung unsur-unsur,
a.

1%%) sebagai berikut:

Masing-masing hak mengidentifikasikan suatu pihak sebagai
pemilik atau pemegang, syarat kepemilikan (conditions of
possession) suatu hak barangkali cukup terbatas untuk di-
berlakukan pada satu orang saja, seperti hak atas nama.

Hak adalah untuk suatu kebebasan atau keuntungan menen-
tukan kegunaan hak tersebut, misalnya hak untuk menerima
pembayaran dalam suatu kontrak. Syarat operasionalisasinya
yang menggariskan kapan suatu hak diterapkan dan apa,
kalau memang ada, yang harus dilakukan mengoperasikan
hak tersebut. Suatu hak dapat dijalankan ketika pemiliknya
berada dalam situasi bahwa hak itu dapat dipergunakan.

Suatu hak ditetapkan secara lengkap, akan mengindentifi-
kasikan pihak atau pihak-pihak yang harus berperan meng-
usahakan tersedianya kebebasan atau keuntungan yang di-
identifikasikan oleh ruang lingkup hak tersebut.

Bobot suatu hak menentukan urutan atau arti pentingnya
dalam hubungan norma-norma lain. Bobot berkenaan dengan
soal, apakah suatu hak kadang-kadang dapat dikalahkan oleh
pertimbangan-pertimbangan lain dalam kasus-kasus konflik.
Hak berjenjang dari yang abstrak sampai yang spesifik sesuai
dengan seberapa inci penentuan unsur-unsurnya.

143) Ibid, him. 19-21
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3. Hak Milik Atas Tanah Bagi WNI dan Badan-Badan
Hukum Tertentu

HM atas tanah, selanjutnya disingkat HM dalam UUPA se-
bagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) ialah: Hak Milik adalah
hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai
orang atas tanah, dengan mengingat fungsi sosialnya (Pasal 6
UUPA).

Sesuai dengan memori penjelasan UUPA bahwa pemberian
sifat terkuat dan terpenuh, tidak berarti bahwa hak itu merupakan
hak yang mutlak takterbatas dan tidak dapat diganggu gugat,
sebagai hak eigendom dalam pengertian aslinya. Sifat yang
demikian jelas bertentangan dengan sifat hukum adat dan fungsi
sosial (Pasal 6 UUPA) dari tiap-tiap jenis hak atas tanah. Arti
terkuat dan terpenuh dari HM adalah untuk membedakan dengan
HGU, HGB, HP, dan hak-hak lainnya. HM adalah hak turun-
temurun, artinya hak itu dapat diwariskan terus-menerus, di-
alihkan kepada orang lain tanpa perlu diturunkan derajat haknya.
Salah satu kekhususan HM adalah tidak dibatasi oleh waktu dan
diberikan untuk waktu yang tidak terbatas lamanya, yaitu selama
HM masih diakui.

Terjadinya HM atas tanah merupakan dasar timbulnya hu-
bungan hukum antara subjek dengan tanah sebagai objek hak.
Pada dasarnya, HM dapat terjadi secara original dan derivatif yang
mengandung unsur, ciri, dan sifat masing-masing. Secara original
HM terjadi berdasarkan hukum adat, sedangkan secara derivatif
ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam ketentuan UUPA, HM terjadi karena lima hal:
Menurut hukum adat,

Penetapan pemerintah,

Karena undang-undang,

Ketentuan konversi,

Karena peningkatan hak.

Terjadinya HM menurut hukum adat lazimnya bersumber
pada pembukaan hutan (occpation) yang merupakan sebagian
tanah ulayat suatu masyarakat hukum adat. Terjadinya HM karena
penetapan pemerintah adalah pemberitaan tanah yang dilakukan
oleh pemerintah kepada subjek hak yang memenuhi syarat-syarat
tertentu (Pasal 21 UUPA). Terjadinya HM karena undang-undang
adalah pemberian hak oleh pemerintah kepada subjek hak yang

mo0 oo
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memenuhi syarat sebagai yang prioritas (Keppres No. 32 Tahun
1979) atas bekas tanah negara bebas dan tanah bekas hak-hak
barat.

Kepemilikan HM atas tanah hanya diperuntukkan kepada WNI
sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan badan-badan
hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana ketentuan
Pasal 21 ayat (2) HM yang diberikan oleh Pemerintah bagi Badan-
Badan Hukum tertentu, sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (2)
UUPA dan Peraturan No. 2 tahun 1960, yaitu:

1) Maskapai Andil Indonesia;

2) Bank-bank yang didirikan oleh negara Indonesia, dan badan-
badan urusan produksi bahan makanan dan pembuka tanah
dan seterusnya.

Selain itu, badan hukum yang dapat memiliki HM tanah
berdasarkan Pasal 49 ayat (1) UUPA jo PMA No. 2/1960 jo PMA
No. 5/1960 adalah:

1) Indonesische Maatschappij op Aandelen (IMA atau MAIS
1939-569). i

2) Indonesische Varenigingen (S.1939-570).
3) Bank Negara Indonesia (UU 2/Drt.-1955).
4) Bank Industri Negara (UU 2/Drt.-1952).
5) Bank Tani dan Nelayan (UU 71/1958).

6) Badan Perusahaan Produksi Bahan Makanan dan Pembukaan
Tanah (BMPT) (UU 16/1959).

7) Bank Umum Negara (UU 1/Prp-1959).
8) Bank Rakyat Indonesia (UU 12/1951 jo UU 14/prp-1960).
9) Bank Pembangunan Indonesia (UU 21/Prp-1960).
10) Bank Indonesia (UU 11.1953).
Berdasarkan PP No. 38/1963 yang ada kaitannya dengan
Pasal 21 ayat (2) UUPA telah ditetapkan:
1) Bank-bank yang didirikan negara (Bank-bank Negara);
2) Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian (yang didirikan
berdasarkan UU No. 79/1959);
3) Badan-badan Keagamaan;
4) Badan-badan Sosial.
Bank-bank yang dimaksud di atas adalah bank yang ter-

hisap didalamnya Bank-bank yang dinasionalisir, misalnya Bank
Inconesia yang dulunya Javase Bank.
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Sedangkan untuk badan-badan keagamaan dan badan-badan
Sosial yang dapat mempunyai HM atas tanah yaitu:

1) Surat Keputusan Direktur Jenderal Agraria tanggal 13-2-1967
No.1/DD/AT/AGT/67 tentang penunjukan Badan-badan Gereja
Roma Katolik.

2) . Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 14-3-1969 No.
SK.22/HK/1969 tentang Penunjukan Badan Gereja Protestan
di Indonesia bagian Barat (GPIB).

3) Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 10-2-1972
No.SK.14/dda/1972 tentang Penunjukan Perserikatan Mu-
hammadiyah.

Terjadinya HM menurut ketentuan konversi adalah pengakuan
terhadap bekas HM pribadi terdahulu sebelum berlakunya UUPA,
baik HM atas tanah bekas milik pribadi yang tunduk pada hukum
barat (eigendom) maupun yang tunduk pada hukum adat (bekas
tanah milik adat) dikonversi menjadi HM atas tanah (Pasal 16
UUPA). Terjadinya HM karena peningkatan hak adalah pemberian
hak yang dilakukan oleh pemerintah yang berasal dafi tanah HGB
peruntukan Kredit Pemilikan Rumah dari Bank Tabungan Negara
(KPR-BTN) dan pemberian hak yang dilakukan oleh pemerintah
asal hak pengelolaan peruntukan perumahan nasional (Perumnas).

H. KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DALAM SISTEM
PERTANAHAN INDONESIA

Konsep HM Tanah Bagi Bangsa Indonesia:

1. Hak Milik Atas Tanah dalam Perspektif Hukum Adat

Perdebatan tentang hak-hak atas tanah dalam hukum adat
di Jawa yang berkembang sebelum dan sesudah bangsa barat
datang, apakah kepemilikan tanah terletak pada pengusaan
(negara), sekelompok atau pada sekelompok pemilik yang me-
mungut pajak dan mengatur penggunaan tanah, ataukah pada
suatu badan koorporasi seperti dusun atau desa, ataukah pada
petani perorangan, selain itu, apakah kepemilikan tanah di Jawa
bersifat individual atau komunal dan apakah kepemilikan tanah
terkait dengan sistem rodi (corvee) atau tidak?

Persoalan hak atas tanah merupakan suatu hal yang sangat
menarik untuk dikaji, dan hasil kajian tahun 1867, bahwa pe-
milikan dan penguasaan individual atas tanah tidak ada di Jawa
adalah keliru. Kekeliruan hasil penelitian tersebut, menurut Robert
Van Neil bahwa pola kepemilikan hak atas tanah, terjadi kekeliruan



Tinjauan Hukum Atas Kepemilikan Hak Atas Tanah dalam . . . Indonesia 89

penafsiran semantik antara istilah Belanda dan Jawa,'**) sebagai

berikut:

a. Kata Bezit dalam bahasa Belanda yang digunakan secara luas
untuk menggambarkan hak atas tanah dapat berarti: pengua-
saan (possession), kepemilikan (ownership) dan penggunaan
(tenure). Arti beraneka ragam itu dimungkinkan mengingat
hakikat hukum perundang-undangan Belanda membuktikan
hampir setiap hal yang dikehendaki atau tidak sama sekali.

b. Kata yasa sebuah istilah yang lazim dipakai dalam bahasa
Jawa mengacu kepada hak-hak penanaman atas tanah yang
baru dibuka (hak kepemilikan individu), diartikan sebagai
kepemilikan tanah. Istilah itu sebenarnya mengacu kepada
pemanfaatan tanah yang akan mendapat imbalan tertentu,
bukan merujuk kepada kepemilikan tanah yang dalam pe-
ngertian Jawa adalah pemilik penguasa.

Hak atas tanah di Jawa kembali mengalami perdebatan
pada awal abad ke-20, ketika Van Vollenboven mengemukakan
pandangannya tentang hak atas tanah yang didasarkan kepada
kekerabatan, suku dan desa di seluruh kepulauan Hindia Timur
mempunyai hak pembagian asli yang dimasukkan ke dalam istilah
hukum yaitu beschikkingrecht. Hak-hak tersebut merupakan hak
warga desa yang disimpangi menjadi tidak bisa dialihkan secara
permanen. Padahal, banyak hak pembagian komunal desa saja
yang tidak bisa dialihkan secara permanen. Selain di pulau Jawa,
hak pembagian komunal desa perlahan-lahan menghilang dan
berubah menjadi kepemilikan oriental. Sebelum berdirinya
kerajaan-kerajaan dan datangnya bangsa barat di pulau Jawa,
telah dikenal kepemilikan oriental, yaitu hak seorang petani dan
keluarganya untuk menguasai, menggunakan sebidang tanah, dan
ikut menikmati keuntungan dan keikutsertaannya dalam berbagai
kegiatan masyarakat desa.

Hubungan kehidupan antara umat manusia yang teratur
susunannya dan bertalian satu sama lain disatu pihak, dan tanah
dilain pihak, dalam sejarah tradisi suku bangsa yang serba ber-
pasangan.

Ter Haar menyebutkannya dengan istilah rechts betrekking.**®)

144) Robert Van Niel, Sistem Tanam Paksa df Jawa, (Terjemahan Hardoyo), Pustaka
Indonesia, Jakarta, him. 22-23.

145) B. Ter Haar Bzn, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat (terjemahan Soebakti
Poesponoto), Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, him. 49,
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Substansi hubungan tersebut, dinyatakan dalam beberapa

prinsip sebagai cermin kehidupan, sebagai berikut:

a. Tanah tempat mereka berdiam.

b. Tanah yang memberi mereka makan.

c. Tanah tempat mereka dimakamkan.

d. Tanah tempat kediaman makhluk halus sebagai pelindung
mereka beserta arwah leluhurnya.

e. Tanah tempat meresap daya-daya hidup. Prinsip-prinsip ter-
sebut di atas telah menjadi budaya dan berurat berakar dalam
kehidupan masyarakat adat.

Dalam tatanan masyarakat asli, ada yang berdiam pada suatu
pusat tempat kediaman disebut sebagai dorpsgemeenschap
(dusun) dan ada yang berdiam menyebar dalam kelompok-
kelompok kecil di suatu wilayah pusat kediaman disebut
streekgemeenschap. Dari kedua pola kediaman tersebut merupa-
kan dasar pembentukan hubungan antara masyarakat yang
mendiami wilayahnya, baik secara perorangan maupun hubungan
komunal. Hak perorangan dan kelompok dalam wilayah masya-
rakat adat tersebut, dalam wilayah masyarakat adat tersebut,
dalam perkembangannya menjadi tiga jenis hak, yaitu:

a. Hak pakai asli perorangan;
b. Hak komunal masyarakat adat;
c. Hak pertuanan.

HP asli perorangan disebut /in/ands bezitsrecht, tetapi istilah
bezit merupakan istilah yang dipergunakan dalam Burgeljjke
Wetboek yang mempunyai arti lain dari pada bezit menurut hukum
adat. Untuk menghindari pemakaian istilah yang berlainan, sesuai
dengan pemahamannya tentang hak milik, seperti: Westenenk
menggunakan istilah beperkt eigendomsrecht untuk bezitrecht,
Kleintjes menggunakan istilah Oostereigendomsrecht, Van Vollen-
hoven menggunakan istilah door adatrechtrestricties beklemd
eigendomsrecht*®) Pengertian bezitrecht menurut Burgeljjke
Wethoek menunjukkan perhubungan yang nyata antara orang
dengan tanah, sedangkan bezitrecht menurut hukum adat sama
halnya dengan eigendomsrecht menurut hukum barat, artinya
perhubungan hukum antra orang pribadi dengan tanah.

Perbedaan pemakaian istilah dalam bahasa asing itu mudah
menimbulkan kekeliruan atau salah paham. Sehingga dahulu
seorang bangsa Indonesia asli yang memiliki tanah menurut hak

146) R. Roestandi Ardiwilaga, Hukum Agraria . . ., op. cit., him. 53.
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adat, dianggap sebagai beziter dalam pengertian Burgeljjke
Wetboek vyaitu antara pemilik dan tanah yang hanya ada
hubungan yang nyata saja sedangkan negara dianggap sebagai
eigenaar. Artinya, negara dan tanah mempunyai hubungan hukum.

Hak eigendom sebagaimana dalam hukum barat tidaklah
berbeda dengan hak-hak adat bangsa Indonesia asli, hak ulayat
tidak tampak lagi, sehingga hak eigendom secara timur (milik,
yayasan) itu muncul. Orang yang mempunyai tanah dengan
bangsa Indonesia asli boleh menjual, memberikan, dan sebagainya
dan bila meninggal dunia tanah itu jatuh pada ahli warisnya.

Hak menandai dalam perkembangannya merupakan cikal
bakal lahirnya konsep HM perorangan atas tanah. Istilah milik
berasal dari bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia atau bahasa
daerah biasanya digunakan kata ganti empunya, seperti sawahku,
ladangku, di Jawa Timur disebut duwe atau gada#, di Jawa Barat
disebut boga atau gaduh pada saat sekarang istilah HM sudah
tidak asing lagi. Di Indonesia pada umumnya HM dipegang oleh
perorangan (individu), tetapi persekutuan hukum dapat pula
mempunyai, misalnya bisa membeli tanah untuk persekutuan
hukum sebagaimana diatur dalam PP Nomor 38 Tahun 1963
tentang Penunjukan Badan Hukum yang Dapat Mempunyai HM
Atas Tanah.'")

Menurut hukum adat HM atas tanah, berarti yang punya
dapat berlaku sekehendak hatinya dengan tanah tersebut sebagai
yang dipertuan, dengan memerhatikan beberapa pembatasan,
sebagai berikut:'*)

a. Harus menghormati hak ulayat sepanjang masih ada.
b. Menghormati HM tanah yang ada disekitarnya.

c. Menghormati aturan-aturan adat, seperti: kewajiban untuk
membiarkan tanahnya untuk mengembali selama tidak di-
kerjakan, ditanam, dan dipagar.

d. Menghormati aturan-aturan yang diadakan oleh negara.

Hak komunal masyarakat adat (communal bezitrecht), bentuk
ini sebenarnya tidak sesuai dengan pendirian pemerintahan Hindia
Belanda yang tidak mengakui adanya hak ulayat dari persekutuan
hukum atas tanah liar (woeste grond).

147) Aslan Noor, Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia Ditinjau
dari Ajaran Hak Asasi Manusia, CV. Mandar Maju, Cetakan I, Bandung, 2006,
him. 64-65

148) ibid., him. 67.
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Hak komunal masyarakat adat, merupakan resultan dari hak
garapan perorangan dengan hak ulayat. Dengan hak komunal
masyarakat adat tersebut, hak ulayat atas lingkungan tanah yang
telah diusahakan rakyat diakui walaupun dalam bentuk lain dalam
hal pergantian penggarapan atas bagian tanah pada waktu
tertentu dan bagian-bagian tanah itu tetap, yang diusahakan oleh
seorang gogol, merupakan akibat dari adanya pengaruh hak
ulayat, padahal yang pertama kuat dan padahal yang kedua
lemah.

Menurut Van Vollenhoven tanah komunal itu bukan milik desa,
tetapi dikuasai oleh desa, sedangkan setiap pemakaian bagaian
tanah komunal (gogol) sebagai individu harus tunduk kepada
penguasaan desa. Tanah dari gogol harus dibedakan dengan
tanah milik desa, yang sebenarnya, hak gogo/ itu adalah hak
perseorangan (indiviveel bezif), tetapi dikuasai oleh hak pengua-
saan yang lebih luas (ingeklem bezitrsrecht). Hak dari seseorang
anggota komunal desa atau gogo/ atas sebidang tanah bagian dari
tanah komunal merupakan hak pakai yang dapat bersifat tetap
dan turun temurun, dan bila kepala adat desa mengizinkan dapat
dilepaskan.’*)

HP tersebut akan berubah menjadi yasan, bila hak pertuanan
tidak tampak lagi, seperti telah dialami di Kedu dan Bagelan.
Selama tidak menjadi yasan, tanah komunal dikuasai oleh desa
dan oleh anggota komunal (gogo)). Dari segi hukum harta
kekayaan, tanah komunal merupakan kepunyaan baik desa
maupun gogol/, kecuali gogo/ meninggalkan hak pakainya guna
kepentingan desa, sehingga menjadi tanah bengkok atau &irisara.

Dalam masyarakat adat, terdapat tiga macam hak komunal
sebagai berikut:**%)

a. Hak memakai bagian yang tetap (communal bezit metvaste
aandelen), yaitu setiap orang yang berhak atas tanah komu-
nal, mempunyai hak untuk memakai yang menjadi bagiannya
secara tetap. Bila bagaian yang tetap tersebut bersifat turun-
temurun, seperti di Jawa Tengah serta boleh dilepaskan (jual
atau diberikan) kepada orang lain dari desa lain, hanya ada
perbedaan menurut teori saja dengan milik yang bebas
(vasan). Bagian yang tetap dari tanah komunal tersebut
disebut pakulen matok, konsen matok, dan norowito matok.

149) Ibid.,, him. 68.
150) 7bid., him. 68.
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b. Hak pemakaian bagian sawah berkala (periodieke verdeling),
baik subjek dan objek dari hak komunal tetap, tetapi
bagiannya yang berganti-ganti.

C. Hak bagian pemakaian berkala yang berganti-ganti (perio-
dieke verwisseling) adalah pembagian jangka waktu tiga
sampai enam tahun, baik subjek dan objeknya dapat
berganti-ganti. Dalam hal pembagian berkala pada waktu
yang ditentukan diadakan pembagian baru diantara para
pemakai. Pada umumnya, pemakai tidak berubah, tetapi
ada kalanya masuk pemakai baru, sehingga luas masing-
masing pembagian tanah tersebut menjadi berkurang.

Hak pertuanan dalam bahasa Belanda disebut beschikking-
recht atau hak ulayat (Arab) adalah hak dari persekutuan hukum
untuk menggunakan dengan bebas, tanah-tanah yang masih
menggunakan hutan belukar di dalam lingkungan wilayahnya,
guna kepentingan persekutuan hukum itu sendiri dan anggotanya
atau guna kepentingan orang-orang luar (pendatang dan asing).
Akan tetapi, dengan izinnya dan senantiasa dengan pembayaran
pengakuan rekoknisi, dalam pada itu persekutuai” hukum tetap
campur tangan, secara keras atau tidak, juga atas tanah-tanah
yang telah diusahakan orang, yang terletak di lingkungan wilayah-
nya. Van Vollenhoven menyebutnya sebagai beschikkingrecht.*>!)
artinya hak untuk menguasai tanah, tetapi dalam pengertian tidak
secara mutlak, seperti hak untuk menjual tanah tidak ada dalam
kekuasan persekutuan hukum.

Nama yang khusus, menunjukkan hubungan hukum antara
tanah dengan persekutuan hukum, hingga kini tidak dikenal dalam
bahasa Indonesia, tetapi mengenai  wilayahnya, tempat hak
persekutuan hukum itu berlaku, terdapat nama-nama seperti:
patuanan di Ambon; panyompeto, pawatasan, panyanturuj, dan
penetapan di Kalimantan; wewengkon di Jawa; prabumian di Bali;
pertuwanan di Batak; kawasan di Indrigiri; /impo di Sulawesi
Selatan; pajar dan paer di Lombok; wiayat di Minangkabau.'52)

2. Hak Milik Atas Tanah dalam Perspektif Hukum Perdata

Hak (righf) ialah kekuasaan (power) dan kewenangan
(authority) yang berdasarkan atas hukum (/aw). Hakikat suatu hak
adalah kapasitas untuk berperan, seperti dalam ajaran hukum

151) Dirman, Perundang-undangan Agraria di  Selurub Indonesia, J.R. Wolters
Groningen, Jakarta, 1952, him. 38,
152) Aslan Noor, Konsep. . ., Op.Cit., him. 69-70.
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murni dari Hans Kelsen, konsep hak dan kewajiban mengan-
dung makna yang sangat berbeda, apabila hak dan kewajiban
dipandang sebagai hak dan kewajiban hukum. Seseorang berhak
atas sesuatu dan vyang lain berkewajiban untuk menahan
perbuatan untuk menghakinya. Harta benda adalah contoh suatu
hak atas suatu barang. Apabila seseorang berhak atas sesuatu
barang (jus in rem), orang lain menghormati hak itu (jus in
personarm) sebagali hak yang melekat pada seseorang untuk
menuntut seseorang yang melanggar hak tersebut. Hak dan
kewajiban menurut hukum bersifat obligator dan dalam hukum
perdata, khususnya dalam hukum perjanjian dipostulatkan sebagai
suatu pemenuhan prestasi yang bersifat timbal balik (hak bagi
seseorang merupakan kewajiban untuk mengakui dan meng-
hormati bagi pihak lain, demikian pula sebaliknya).'*)

Hak tidak hanya sekadar pasangan dari suatu kewajiban,
tetapi lebih dari itu karena hak dan kewajiban merupakan dua hal
yang saling berkaitan, Jofin Austin menyebutkan bahwa baik hak
maupun kewajiban bersifat relatif. Keduanya menunjukkan ke-
pada gagasan yang sama, walaupun dalam aspek yang berbeda.
Dengan demikian, hak dan kewajiban hanya dapat dibedakan,
tetapi tidak dapat dipisahkan. Jika, tata hukum menentukan suatu
perbuatan yang berpasangan dengan perbuatan tersebut dari
seseorang individu lainnya yang disebut sebagai haknya.**")

Hak sebagai sesuatu yang bersifat pribadi (privaatrechttelijik),
kewajiban berkaitan dengan kewenangan (kekuasaan untuk me-
lakukan atau tidak melakukan tindakan dalam suatu perbuatan
hukum). Kedua hal tersebut hanya disebandingkan dan tidak dapat
disamakan secara matematis, hak bersifat pasif dan kewenangan
bersifat aktif. Dengan demikian, HM merupakan rezim hukum
privat, sedangkan kewajiban pelaksanaan HM merupakan kewe-
nangan publik. HM adalah suatu kualifikasi pasif dari penguasaan
tertinggi atas barang (benda) yang harus ada sebagai bagian dari
hak asasi manusia.

153) Seperti dalam Pasal 1457 KUHPerdata, menyebutkan: bahwa jual beli adalah
suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk
menyerahkan sesuatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga
yang telah dijanjikan. Artinya, menyerahkan suatu kebendaan dalam perjanjian
tersebut merupakan kewajiban pihak penjual dan sekaligus hak bagi pembeli.
Pembayaran harga yang dilakukan oleh pembeli merupakan hak penjual dan
sekaligus merupakan kewajiban bagi pembeli.

154} Aslan Noor, Konsep Hak Milik . . ., op- ait, him. 71,
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HM ialah peranan seseorang atau suatu pihak untuk memiliki
sesuatu dan bertindak atas sesuatu yang menjadi miliknya. Hukum
perdata pada dasarnya, memandang HM sebagai sesuatu yang
mutlak, seperti ketentuan dalam Pasal 570 KUHPerdata:

“"Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu
kebendaan dengan leluasa, dan berbuat bebas terhadap
kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak
bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum
yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak
menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain
kesemuanya itu demi kepentingan umum, berdasar atas
ketentuan undang-undang dengan pembayaran ganti rugi”.

HM sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 570 KUH-
Perdata dalam istilah Belanda disebut eigendom, dimaknai sebagai
suatu hak terhadap benda untuk menyenyam kenikmatan secara
bebas (genof) dan menguasai (mempergunakannya) secara yang
tidak terbatas (beschikking) asal saja tidak dipergunakan yang
bertantangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang
diadakan oleh suatu kekuasan yang berhak menetapkannya, dan
asal tidak mengganggu terhadap hak benda (zakeljjkrecht),
dimungkinkan dicabut untuk kepentingan umum dengan syarat
akan dibayar 5%anti kerugian yang layak berdasarkan ketentuan
yang berlaku.'>)

Hak eigendom merupakan suatu hak terhadap kebendaan.
Hukum perdata membedakan antara hak kebendaan dengan
hak perorangan atau hak terhadap orang (persooljikrecht).
Hak terhadap kebendaan (zakeljkrecht), seperti: elgendom,
postal, erpacht, pand, hipotek, creadietverband, adalah hak yang
memberi kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat
dipertahankan terhadap setiap orang lain. setiap orang harus
mengindahkan kekuasaan ini. Hak eigendom atas tanah misalnya
merupakan suatu perhubungan hukum antara pemilik dengan
tanahnya. Walaupun secara riil orang lain menguasai tanah itu,
seperti halnya penyewa. Dalam ketentuan sewa-menyewa ter-
hadap hubungan antara pemilik dengan penyewa yang diako-
modasi dalam bentuk perjanjian sewa-menyewa, akan tetapi harus
dipegang teguh bahwa ada hubungan langsung dengan pemilik
dengan tanah itu. Dalam ketentuan eigendom, eigenaar dapat
melaksanakan sekaligus menuntut hak eigendomnya di muka
hakim dari setiap orang yang mengganggu dalam perhubungan
hukum antara pemilik dan tanah itu (revindicatierecht).’®)

155) Ibid, him. 75
156) Ibid,, him. 75-76.
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Hak terhadap orang (persooniijkrecht) seperti hak berdasar-
kan tas perjanjian jual beli, sewa-menyewa, tukar menukar,
pinjam-meminjam, perburuhan (arbeidscontract), penanggungan
(borgtocht), persuruhan (lastgeving), penitipan (bewaargeving),
adalah hak yang hanya ditujukan terhadap satu orang tidak ter-
hadap orang dan untuk menuntut sesuatu dari orang tertentu.
Dengan demikian zakeljjkrecht adalah hak seseorang atas ke-
bendaan dan bersifat tetap, sedangkan persoonljjkrecht adalah
hak seseorang atas kebendaan dan bersifat sementara.

Disamping hak terhadap kebendaan, untuk mengenyam kenik-
matan, yang bersifat mutlak, eigendom dikenal pula sebagai hak
kebendaan yang sempurna daripada hak-hak kebendaan lainnya.
Hak eigendom adalah induk dari berbagai hak-hak lainnya,
seperti: erpacht dan vruchtgedruik (hak penggunaan hasil).
Dalam hukum perdata tanah, disamping hak-hak yang sempurna,
dikenal pula hak-hak yang terbatas yang bersumber kepada hak
eigendom, sedangkan hak-hak itu sendiri dapat pula merupakan
hak induk bagi hak-hak terbatas lainnya, seperti erpacht terhadap
opstal dan sewa. Eigendom merupakan hak atas benda sendiri
(recht op eigen zaak), sedangkan hak-hak atas kebendaan lainnya
adalah hak atas benda orang lain (recht op een anders zaak).™")

Dalam hak eigendom melekat (/inhern) dua kekuasaan yang
dimiliki eigenaar, yaitu:'>®)

a. Genot kekuasaan untuk mengenyam kenikmatan seperti
memunggut hasil, memakai, memelihare, menghancurkan,
memusnahkan dan umumnya melakukan perbuatan materiil
belaka.

b. Beschikking, kekuasaan untuk menguasai, meliputi segala
kekuasaan untuk menyerah dan melepaskan (melakukan per-
buatan hukum, seperti: menjual, menukarkan, memberikan,
menghibahkan, dan memasang hak tanggungan).

Hak eigendom berasal dari hukum Romawi yang mengikat
kedua unsur genot dan beschikking itu, dan dikenal sangat
individualistis. Perkembangan selanjutnya sifat individualisnya ber-
kurang, karena adanya kepentingan masyarakat, dalam pengguna-
annya harus memerhatikan peraturan-peraturan negara, sebab
dalam negara harus tercipta ketertiban, agar semua kepentingan
dapat dipenuhi dan tertata secara saksama.

157) Ibid,, him. 76.
158) Ibid,, him. 76.
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Hak eigendom menurut hukum barat berbeda dengan hak
menurut hukum adat. Hak eigendom bersifat liberal dan mengan-
dung kebebasan yang sangat luas, walaupun dalam perkem-
bangannya tidak lagi bersifat mutlak. Tanah milik menurut hukum
adat, tidak dapat dijual dengan semaunya, seperti tanah
eigendom. Hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memiliki
tanah milik itu, sifat sosial daripada hak eigendom yang meng-
utamakan kepentingan individual.

Dalam pelaksanaanya, hak eigendom dibatasi oleh ketentuan-
ketentuan, seperti berikut:

a.. Tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-
peraturan umum dan tidak menggangu hak-hak orang lain
(Pasal 570 KUHPerdata).

b. Dapat dicabut untuk kepentingan umum (Pasal 570 KUH-
Perdata).

c. Pencabutan hak harus diikuti dengan ganti kerugian yang
layak (Pasal 133 IS).

d. Terdapat hak dan kewajiban orang-orang yang mempunyai
pekarangan (erven) yang berdekatan secara alamiah dan
ketentuan undang-undang (Pasal 635 KUHPerdata).

e. Harus diberi tanda batas (afscheiding) dengan memasang
patok [Pasal 630 ayat (a) KUHPerdata].

f. Larangan membuat jendela atau lubang pada batas pagar
batu (Pasal 644 KUHPerdata).

g. Keharusan menutup batas (afs/uiting) untuk menjaga masuk-
nya orang yang tidak disukai, misalnya dengan membuat
pagar atau parit (Pasal 631, 632, dan 642 KUHPerdata).

h. Larangan menanam pohon yang tinggi-tinggi dalam jarak
tertentu dekat batas pekarangan (Pasal 665 dan 666 KUH-
Perdata).

i. Kewajiban menerima air yang mengalir menurut alam dari
pekarangan yang letaknya lebih tinggi (Pasal 625 KUH-
Perdata).

j. Larangan mengubah mengalirnya air dari mata air yang ber-
ada di atas pekarangannya (Pasal 627 dan 628 KUHPerdata).

k. Larangan mengalirkan air hujan atau air kotor ke arah
pekarangan tetangga (Pasal 652 dan 653 KUHPerdata).

|.  Terdapat tembok milik bersama untuk batas antara bangunan,
kebun, dan tanah perusahaan (Pasal 633 KUHPerdata).
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Berkewajiban membongkar bangunan, cerobong asap, dan
tembok karena dianggap sudah tua atau sebab lain yang
dianggap membahayakan dengan dasar teguran tetangga
(Pasal 654 KUHPerdata).

Pembatasan hak eigendom menurut hukum publik, sebagai

berikut:

@ "o a0 oo

Peraturan garis sepadan,

Halaman rumah,

Peraturan kebersihan,

Peternakan,

Peraturan memotong hewan,
Perusahaan,

Melarang gangguan (hinderordonnatie).

Dua hal yang substantif dalam hak eigendom adalah bagai-

mana cara terjadi dan berakhirnya hak eigendom.

Adapun cara memperoleh hak eigendom (Pasal 584 KUH-

Perdata) sebagai berikut: -

CASY S G e a0 Toiy

3

Toeeigening (pemilikan, pengambilan milik),
Natrekking (penarikan, perlekatan),
Zaaksvorming (pembentukan benda),
Virininging (persatuan),

Vruchttreckking (pembuahan),

Levering (penyerahan),

Varjaring (lewat waktu, kedaluwarsa),
Onteigening (pencabutan hak milik),
Verbeurverdklaring (pernyataan perampasan),
Boedelmenging (percampuran harta),
Erfopvoling (pewarisan),

Ontbinding van een rechtspersoon (pembubaran badan
hukum)

Abandonnement (pelepasan hak).

Berakhirnya hak eigendom, sebagai berikut:

Diperoleh orang lain (dapat beralih dan dialihkan kepada
pihak lain);

Eigenaar meninggalkan benda atau meninggalkan haknya
(derelictie, abandonnement);

Binatang atau ikan yang tertangkap diberi kemerdekaannya
kembali menurut hukum alamnya,
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d. Benda itu musnah;
e. Terjadinya pencurian atau kehilangan benda bergerak, bila

dalam tempo tiga tahun tidak diadakan gugatan, untuk
menuntut kembali benda itu.

Berkaitan dengan terjadi dan berakhirnya HM atas tanah,
menurut hukum perdata, Iman Soetikno mengatakan bahwa perlu
diadakan pembedaan karena hak yang timbul sebagai hak yang
original dan hak sekunder. Secara original, mengingatkan adanya
macam-macam tanah di Indonesia di luar lalu lintas (untuk
kepentingan umum, tanah res nullius), maka perlu diadakan kajian
tentang timbulnya HM secara original, seperti: pembukaan tanah
(occupation), pemberian tanah oleh pemerintah atau masyarakat
hukum, karena terjadi sendiri (pengendapan).

Secara derivatif, mengingat rumusan dari pada HM, maka
tanah dapat saja dijual, ditukar, dihibahkan dan atau perbuatan
hukum lainnya, diwariskan, dan atau peristiwa hukum lainnya.

3. Hak Milik Atas Tanah Dalam Perspektif Hukum Agraria
Secara prinsip UUPA mengatur dua hal pokok, yaitu:
a. peraturan dasar-dasar dan ketentuan pokok agraria.
b. peraturan ketentuan-ketentuan konversi hak atas tanah.

Secara umum pengertian, terjadinya dan berakhirnya hak
milik atas tanah diatur di dalam bagian pertama, sedangkan
bagian kedua mengatur secara khusus mengenai pengakuan hak-

hak atas tanah yang sesuai dengan ketentuan UUPA (Pasal 16
UUPA).

Dalam hal HM atas tanah, lembaga proses terjadinya HM
melalui pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak pribadi
atas tanah terdahulu. Dalam rangka mengakhiri sistem dualisme
hukum tanah dan pluralisme dalam hukum adat (berlakunya
hukum barat disamping pluralisme hukum adat). Dengan
demikian, lembaga konversi yang diatur dalam ketentuan kedua
UUPA merupakan akses terhadap keberadaan hak milik pribadi
atas tanah sebagai bagian dari hak asasi manusia.
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I. KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DALAM SISTEM
PERTANAHAN DI SINGAPURA, MALAYSIA, CHINA

DAN PHILIPINA.

1. Kepemilikan Hak Atas Tanah di Singapura

Singapura dan Malaka menerapkan hukum tanah Inggris
seperti yang berlaku pada waktu itu, terpengaruh oleh hukum adat
lokal; dan hukum itu tetap berlaku/bertahan, meskipun telah
diubah oleh peraturan perundangan lokal, yang mulanya warisan
raja Inggris memberikan “Charter of Justice” kepada Kompeni
Hindia Timur. Sejak itu, peradilan diselenggarakan berdasarkan
Piagam tersebut yang membentuk Badan Pengadilan Pulau Princes
of Wales.'*)

Kepemilikan hak atas tanah itu mula-mula berasal dari
Kompeni Hindia Timur dan sesudah tahun 1858, hak atas tanah
itu bersumber pada raja Inggris, sedangkan sejak kemerdekaan
Singapura, hak tersebut bersumber pada Presiden Republik
Singapura.

Pada mulanya, tidak terdapat bentuk registrasi hak atau
rekaman transaksi mengenai hak, sampai berlakunya undang-
undang India Nomor XVI tahun 1639. Pasal 11/(5) Undang-undang
tersebut diantaranya menentukan:

“Pendaftaran suatu mutasi tidak dengan sendirinya di-
pandang sebagai pemindahan atau pembentukan suatu hak
atas tanah; tidak pula dinilai sebagai sarana untuk
menguatkan, mengualifikasikan atau mencegah pengajuan
tuntutan hak apapun dimuka Pengadilan. Terhadap akta
penjualan atau pemindahan hak atas tanah yang dapat
dieksekusikan sesudah tanggal 1 Januari 1840 tidaklah sah
sebelum diregistrasikan dalam Kantor Pendaftaran dengan
cara yang ditetapkan oleh pasal ini; demikian pula penga-
kuan atau surat-surat administrasi tidak akan dinilai sebagai
bukti hak atas tanah kalau tidak didaftarkan qua talis".

Peraturan-peraturan Perundangan berikutnya bermuara ke
dalam “Undang-undang Registrasi Hak-Hak”.®®) Yang tidak
berbeda dengan tujuan Undang-undang India tahun 1839 tersebut
di atas. Perlindungan terhadap tujuan itu diusahakan dengan
memberikan rangsangan yang kuat kepada para pembeli dan
pemegang hipotik atau mendaftarkan hak mereka.

159) Iman Sudiyat, Beberapa Masalah Penguasaan Tanah di Berbagai Masyarakat
Sedang Berkembang, Liberty, Yogyakarta, Cet. I, 1982, him. 177.
160) Singapore Statutes, Revised Edition 1970.



Tinjauan Hukum Atas Kepemilikan Hak Atas Tanah dalam . . . Indonesia 101

Suatu hak yang tidak terdaftar itu tidaklah tidak menjadi lemah,
tetapi suatu jaminan sebelum terdaftar tidaklah diakui sebagai
bukti di dalam persidangan manapun, dan dokumen-dokumen
yang harus didaftarkan itu mempunyai prioritas berdasarkan
tanggal pendaftarannya, bukan menurut tanggal pengusulan-
nya.’*!) Akan tetapi, perlu dicatat bahwa pendaftaran berdasarkan
“Undang-undang Registrasi Hak-Hak” ini tidaklah memberikan
kekuatan berlaku yang lebih besar kepada suatu transaksi seperti
yang terdapat berdasarkan Undang-undang Hak Milik 1886
(Bab 268), yang menentukan bahwa hak-hak atas tanah dipin-
dahtangankan dengan penandatanganan, penyetempelan dan
penyerahan akta otentik. Oleh karena itu, registrasi menurut
undang-undang tersebut tampaknya memberikan kekuatan
pemaksa yang lebih besar dibandingkan dengan akta yang tidak
terdaftar, dihubungkan di atas.

Dengan demikian dapat pula dilihat bahwa:

a. Transaksi-transaksi yang menyangkut pemilikan tanah dilak-
sanakan dengan perjanjian antar-perorangan.

b. Registrasi Bukti,**) memberikan kesempatan_mendaftarkan
transaksi-transaksi semacam itu sehingga dapat dinikmati
faedah yang melekat pada pendaftaran tersebut.

Adapun® kepemilikan hak atas tanah yang diatur dalam
undang-undang hak atas tanah Singapura yaitu: untuk bentuk ke-
pemilikan HM sepenuhnya berada didalam kekuasaan Pemerintah
Singapura yakni Perdana Menteri Singapura dan untuk selanjutnya
kepemilikan hak atas tanah diatur dalam Hak Sewa dalam 2(dua)
bentuk kepemilikan hak atas tanah dengan menerbitkan Sertifikat
Hak Terbatas yaitu:

a. Dikenal dengan istilah Free Hold, kepemilikan hak ini adalah
hak tertinggi, dimana masa Hak Sewa yang diberikan oleh
Pemerintah atas pemegang Free Hold ini dapat memiliki
selama 990 tahun.

b. Dikenal dengan istilah Lease Hold, kepemilikan hak ini
menyerupai HP di Indonesia, tetapi masa berlakunya Hak
Sewa ini selama 90 tahun.

Bilamana sebidang tanah dimasukkan ke dalam yurisdiksi
“"Undang-undang Hak Tanah”, sebagai konsekuensinya harus
diterbitkan sertifikat (rangkap dua). Sertifikat ini merupakan bukti
pendaftaran milik tersebut, dan setiap transaksi yang berobjekkan

161) Singapore Statutes Pasal 16.
162) Undang-undang Registrasi Bukti.
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atau yang bersangkutan dengan tanah tadi harus dicatat atau
diberitahukan menurut kenyataannya pada sertifikat hak, agar
transaksi tersebut mempunyai akibat hukum dan berlaku sah.
Sertifikat hak yang asli/orisinil disimpan dalam Register, sedangkan
duplikatnya diserahkan kepada pemilik hak yang terdaftar.

Manakala hak itu diperolen menurut cara pertama di atas
(dengan pengasingan dari Republik), sehingga sertifikat yang
_ diterbitkan itu tidak memenuhi syarat, hak tersebut tidak dapat
diasingkan dan usaha kualifikasi lebih dahulu tentang lokasi, garis-
garis batas dan ukuran luas tanahnya hanyalah bermaksud
memberikan kesempatan kepada si penerima tanah untuk mem-
percepat penerbitan piagam resmi, yang (dalam hal sebaiknya)
dapat ditunda bila harus disesuaikan dengan ketentuan dalam
Pasal 9 Undang-Undang Tanah Negara (Bab 285). Pasal ini
menentukan bahwa “Tanah Negara tidak akan diberikan atau
disewakan berdasarkan Pasal 9 ini kalau tidak diteliti/survey
-dan ditetapkan garis-garis batasnya atas persetujuan Kantor
Pajak Tanah”.

Undang-undang Hak Tanah itu juga membuka jalan bagi para
pemilik tanah yang ingin menundukkan tanahnya kepada yurisdiksi
sistem Torrens. Namun, permintaan pertama secara sukarela ini
harus memperhatikan suatu hak baik, sehingga dapatlah di-
terbitkan Sertipikat Hak yang tidak terbatas, tetapi jika haknya
tidak dapat diterima, Kantor Pendaftaran boleh memilih antara
menolak permintaan pertama atau menerbitkan suatu Sertipikat
Hak yang terbatas (Pasal 10/4).

Pada umumnya, peradilan menerapkan sistem 7orrens sebagai
pengganti sistem common law (semacam sistem Hukum Adat)
yang ada. Singapura yakin dapat memperlakukan sistem T7orrens
secara pasti, tetapi bertahap dengan hambatan/kesulitan minimal.

Sertifikat Hak terbatas itu ditunjuk/ditandai dengan pembe-
naran yang disebut “peringatan” dengan isi sebagai berikut:
“Pemilikan Sertifikat Hak ini tidak lepas dari kemungkinan adanya
transaksi dengan tanah yang bersangkutan pada saat Sertifikat ini
diterbitkan”.

“Peringatan” itu menekankan kepada orang-orang yang
mengadakan transaksi dengan pemilikan terbatas tadi, supaya
menyelidiki hak adat untuk masa yang disyaratkan sebelum
tanggal penerbitan Sertifikat terbatas, tetapi patutlah dicatat
bahwa mulai tanggal penerbitannya, suatu Sertifikat terbatas itu
pada dasarnya adalah suatu Sertifikat Hak yang tidak terbatas.
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2. Kepemilikan Hak atas Tanah di Malaysia

Malaysia sebagai negara tetangga Indonesia, kedua negara
merupakan bangsa yang serumpun, masing-masing member-
lakukan hukum nasional dibidang hukum pertanahan. Hukum
nasional kedua negara berasal dari hukum adat, hukum barat, dan
menerima pengaruh hukum Islam. Malaysia merdeka dari Inggris
pada tanggal 31 Agustus 1957, sebagai negara federal dibentuk
pada tanggal 16 September 1963.%)

Latar belakang terbentuknya Federasi Malaysia, yang terdiri

atas tiga kelompok, sebagai berikut:'%%)

a. Negeri yang termasuk dalam persekutuan negeri-negeri
Melayu: Selangor, Perak, Pahang, dan Negeri Sembilan.

b. Negeri Melayu yang masing-masing berdiri sendiri: Kedah,
Perlis, Kelantan, Trengganu, dan Johor.

C. Negeri bebas jajahan Inggris: Penang, Malaka, Sabah, dan
Serawak.

Dari ketiga wilayah di atas, hukum tanah yang berlaku ber-
beda-beda. Tanah yang merupakan aset penting bagi kebutuhan
perdagangan dan pemukiman dikota-kota, merupakan salah satu
pemicu konflik kerusuhan rasial 13 Mei 1969 yang pada umumnya
berpusat dikota Kuala Lumpur. Peristiwa ini dianalisis sebagai
konflik rasial antara etnik Melayu dengan etnik Cina, ditandai
slogan Melayu boleh balik kampung yang berkumandang selama
kerusuhan itu. Disamping itu, konflik tidak lepas juga dari
ketimpangan perbedaan secara ekonomi antara etnik Melayu
dengan etnik Cina.®®) Pemilikan lahan atas tanah sangat me-
nentukan penguasaan terhadap ruang dan sumber daya kota.
Pemilikan lahan berarti pula pemilikan dan penguasaan atas
sumber-sumber kehidupan, yang merupakan hubungan aspek
yang vital dalam berhubungan sosial. Pentingnya kepemilikan
lahan tampak jelas, ketika meningkatnya tekanan terhadap lahan
kota, yang mengakibatkan spekulasi dan harga tanah meningkat.

Dalam hak atas tanah yang berlaku di Malaysia adalah hak
atas tanah yang didasarkan kepada sistem hukum adat Melayu;
didasarkan kepada hukum Belanda; didasarkan kepada sistem akta

163) Aslan Noor, Konsep Hak Milik Atas Tanah bagi Bangsa Indonesia, Mandar Maju,
Bandung, 2006, him. 282.

164) Ibid., him. 282-283.

165) Hans-Dieter Evers dan Rudiger Korff, Urbanisme di Asia Tenggara Makna dan
Kekuasaan dalam Ruang-Ruang Sosial, (terjemahan Zulfahmi), Yayasan Obor
Indonesia, Jakarta, 2002, him. 101.
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menurut hukum Inggris.l“) Menurut Salleh Buang, sifat dasar

mengenai hubungan hak atas tanah menurut hukum adat

Melayu,'®”) sebagai berikut:

1) Hak milik atas tanah menurut hukum adat Melayu, tidak
merupakan hak yang mutlak atas tanah tersebut tetapi kurang
lebih hanya merupakan hak untuk memetik hasil, menguasai,
menggunakan, memanfaatkan tanah (s0il).

2) Cara umum yang digunakan untuk memperoleh tanah ialah
dengan jalan membuka dan menanami tanah hutan yang
masih perawan, tanah kosong, atau tanah yang terbengkalai.

3) Sambil memelihara dan menanami tanah tersebut secara
terus menerus, pemilik tanah diwajibkan menyetorkan seper-
sepuluh bagian dari hasil pendapatnya kepada penguasa
sebagai pajak.

4) Jika tanah tersebut ditelantarkan tanpa dirawat atau diolah
selama jangka waktu tertentu tanpa sebab yang logis, pemilik
akan dikenai denda oleh penguasa, dan pemilik tersebut akan
kehilangan semua haknya atas tanah yang bersafngkutan.

5) Jika pemilik tanah akan menjual tanahnya, harga yang akan
diperolehnya dari pembeli merupakan jumlah dari hasil
kerjanya selama ini, ditambah dengan seluruh pengeluaran
untuk mengolah dan mematangkan tanah tersebut. Dalam
istilah hukum adat disebut pulang belanja, yang artinya secara
harfiah mengembalikan seluruh pengeluaran.

6) Jika pemilik ingin meminjam uang dengan jaminan tanah yang
dimilikinya, dalam hukum adat Melayu dikenal lembaga jual
janji, yang pada dasarnya merupakan satu transaksi jual-beli
dengan perjanjian untuk dibeli kembali oleh penjual (pembeli
harus menjual kembali kepada penjual) dengan harga yang
sama dengan jumlah pinjaman sebelum tanggal yang
diperjanjikan. Jika, peminjam tidak melakukan pembelian
kembali tanah yang di jual janjikan pada waktunya, maka
perjanjian jual janji itu berubah menjadi mutlak dan disebut
jual putus.

Permulaan pemberlakuan pendaftaran tanah yang mengguna-
kan system torrens, dimulai dengan diundangkannya General Land
Regulation tahun 1879 di Perak, tahun 1882 di Selangor, tahun

166) Antie M. Ma'moen, Pendaftaran Tanah Sebagal Pelaksanaan Undang-Undang
Pokok Agraria untuk Mencapai Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Kota Madya
Bandung, Program Pascasarjana Unpad, Bandung, 1996, him. 89.

167) Ibid, him. 90.
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1887 di Negeri Sembilan, dan tahun 1888 di Pahang. Kemudian
disusul dengan diundangkan Registration Of Titles Regulation
tahun 1891 di Selangor, tahun 1897 di Perak, tahun 1898 di
Negeri Sembilan. Selanjutnya, diundangkannya Land Enactment
tahun 1897, yang berlaku di keempat wilayah negara tersebut.
Peraturan-peraturan tersebut di atas, tahun 1911 diunifikasikan
kedalam dua perundang-undangan persekutuan, yaitu undang-
undang Land Enactment.'*®)

Dengan demikian, berlakulah unifikasi hukum pertanahan
dan hukum administrasi pertahanan di seluruh wilayah negara,
kemudian kedua undang-undang tersebut di atas diubah tahun
1926 dan berlaku 1 Januari 1928 yang dikenal dengan Land Code
1926, yang mengandung prinsip,'®*) sebagai berikut:

1) Mempertegas prinsip bahwa hak para pemilik tanah tidak
dapat diganggu gugat, kecuali ditentukan lain oleh undang-
undang.

2) Perselisihan mengenai pemilikan tanah antar pribadi tidak
mungkin lagi terjadi, karena perselisihan mengenai pemilikan
tanah antar pribadi dengan negara sejak perundang-
undangan pertama tidak dimungkinkan.

3) Hak-hak yang diatur oleh hukum adat Melayu, adat pepatah
yang berlaku.

4) Syarat-syarat peralihan dan pendaftaran hak lebih luas
dibandingkan dengan perundang-undangan yang lama.

5) Jenis-jenis usaha pertanian tertentu didorong supaya ber-
kembang.

Menurut National Land Code 1965, pemilikan hak atas tanah
oleh perorangan atau badan hukum yang sudah tercantum dalam
daftar umum tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun juga.
Seorang yang telah memperoleh izin dari pemilik tanah, untuk
menguasai tanah dalam jangka waktu tertentu dan dalam jangka
waktu tersebut dan dia telah mengolah dan mengembangkan tanah
sedemikian rupa, ia tidak akan pernah memiliki tanah tersebut.

Dalam keadaan tertentu, tanah kembali ke dalam kekuasaan
negara, yang haknya dialihkan oleh negara kepada pihak lain
dapat kembali lagi kepada kekuasaan negara berdasarkan syarat-
syarat tertentu. National Land Code 1965, memberikan jaminan
bahwa hak milik tidak dapat dicabut, sekalipun tidak mutlak.

168) Ibid, him. 93-95.
169) 1bid, him. 96.
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Artinya, undang-undang memberikan jaminan bahwa HM yang
sudah terdaftar tidak dapat dicabut dalam hal yang secara tegas
disebutkan dalam undang-undang itu sendiri. Dengan berlakunya
Strata Titles Act 1985 yang merupakan amandemen untuk
melengkapi National Land Code 1965, hak strata diakui secara
lebih tegas keberadaannya, ialah hak atas tanah yang dimiliki
bersama oleh beberapa orang sekaligus seperti hak atas tanah
yang dimiliki oleh seseorang dalam kompleks pertokoan, per-
kantoran atau kompleks rumah tinggal kondominium.

Dalam Pasal 40 National Land Code 1965, menyatakan bahwa
seluruh tanah yang berada di dalam wilayah negara dikuasai oleh
negara. Penguasaan oleh negara tersebut dilaksanakan sepenuh-
nya oleh pemegang kekuasaan negara bagian (State Authority),
yaitu para Sultan (Yang Dipertuankan Negeri) dan para Gubernur.
Dalam Pasal 83 sampai dengan Pasal 92, menyatakan bahwa
pemerintah federal atau bagi lembaga-lembaga yang dikelola oleh
pemerintah federal, seperti untuk menyelenggarakan pendidikan,
kesehatan, jalan raya, bendungan, pelabuhan, bandara dan sa-
luran air. Namun, hak atas tanah itu sendiri diberikan oleh pe-
megang kekuasaan negara bagian dengan pemberian ganti rugi.
Ganti rugi diberikan oleh pemerintah federal kepada pemerintah
negara bagian,-kalau tanah yang bersangkutan hak kepemilikan-
nya atau hak sewanya belum diberikan kepada pihak lain oleh
pemegang kekuasaan negara bagian, atau kepada pemegang hak
kepemilikan atau pemegang HS, kalau tanah yang bersangkutan
hak kepemilikan atau hak sewanya telah diberikan oleh peme-
gang kekuasaan negara bagian kepada seseorang atau badan.
Dikecualikan terhadap ketentuan tersebut adalah tanah-tanah dan
bangunan yang pada saat lahirnya negara Malaysia telah dipergu-
nakan sebagai atau dikuasai oleh pemerintah persekutuan Malaya.

Sebagai pemilik mutlak tanah negara, kekuasaan negara bagian
untuk mengatur tanah diatur dalam Pasal 42 National Land Code
1965, kekuasaan meliputi: kekuasaan memindahkan hak atas
tanah, melindung, menyewakan, memberi izin penggunaan untuk
sementara waktu, memberi izin galian dan pengambilan batu-
batuan di luar kawasan hutan, serta memberi izin ruang udara di
atas tanah negara.

Kepemilikan hak atas tanah yang dikuasai oleh negara di
Malaysia dengan memberi HS sebagaimana dengan istilah yang
sama dengan Singapura yakni Free Hold dan Lease Hold yang
lama kepemilikan hak ini sama dengan undang-undang per-
tanahan Singapura yaitu untuk Aree Hold 990 tahun dan Lease
Hold 90 tahun.
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3. Kepemilikan Hak Atas Tanah di China

Dalam hukum tanah di China, makna dan hakikat HM atas
tanah adalah semua tanah dalam wilayah negara merupakan milik
negara sebagai keseluruhan (A/ /land lying within the territorial
limits of the republic of china shell belong to the chinese people as
a whole). Dengan demikian, hubungan hak atas tanah dengan hak
asasi manusia tidak memiliki keterpautan, tetapi adanya tanah
yang dikuasai oleh individu, merupakan eksistensi kepemilikan
negara.'”)

Kepemilikan hak atas tanah di China tidak mengenal HM bagi
warga masyarakatnya karena semua tanah dikuasai dan dimiliki
oleh Pemerintah China dengan mengatur kepemilikan hak atas
tanah dengan satu bentuk hak saja dengan istilah “Use Land ".
Hak atas tanah ini diberikan baik bagi warganya maupun WNA
dan Badan-badan Hukum lainnya, yang dapat dimiliki selama 70
tahun saja.

Dari makna dan hakikat HM atas tanah dari berbagai sistem
hukum di atas, dapat diklasifikasikan ke dalam aliran, yaitu:
liberalisme, sosialisme dan pertimbangan antara™liberalisme dan
sosialisme. Yang termasuk dalam paham liberal adalah paham hak
milik dalam hukum perdata. Paham sosialisme adalah Inggris dan
China. Dalam praktiknya, hak milik atas tanah di Inggris cende-
rung ke arah liberal. China sosialis dan Malaysia tetap bercorak
perimbangan.

4. Kepemilikan Hak Atas Tanah di Philipina

Sistem penguasaan tanah di Philipina selama periode pra-
kolonial bersifat komunal. Sistem ini memberi bantuan sosial,
ekonomi dan psikologis kepada anggota-anggota masyarakat
bahwa tiap orang mempunyai hak mengggunakan tanah. Tidak
ada orang yang akan kelaparan karena kekurangan tanah untuk
menanam dan tidak ada orang yang tidak mendapat perlindungan
karena kurangnya tanah untuk membangun rumah dan tempat
tinggal.'”!)

Semenjak masuknya bangsa Spanyol di Philipina di bawah
pimpinan Ferdinand Magellan, terjadi perubahan tanah-tanah

170) Land Right China, Chapter II Pasal 10, Lihat Pula Mariam Darus Badruljaman,
Mencari Sistem Hukum . . ., Op.Cit., him. 130.

171) Antonio P. Fernandez, The Land Management Bureau and the Implementation
of the Comprehetive Agraria Reform Program in the Phifipines, Paper yang
disampaikan pada 48th Regular Session on Land Reform and rural Development,
Taiwan, 6 April 6-Juni 3, p.1.
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dinyatakan domein negara tanpa memerhatikan hak-hak rakyat
yang sudah ada sebelumnya. Hal ini menimbulkan ketidak-
senangan para petani, terutama orang Moro yang kebanyakan
beragama Islam, karena tanah diambil dan dinyatakan sebagai
domein negara. Tanah-tanah ini kemudian diberikan kepada
orang-orang keturunan Spanyol yang menetap di sana, gereja
dan kepada pegawai-pegawai kesayangan raja dengan penetapan
raja (royal decree) beserta manusia yang tinggal di atasnya dan
segala hasilnya.

Kemudian digantikan dengan masuknya Amerika yang ber-
usaha untuk mengadakan tindakan-tindakan perbaikan. Tanah-
tanah gereja dibeli oleh pemerintah untuk diredistribusikan kepada
para penyewa yang menggarap tanah tersebut. Namun, tindakan
ini gagal memberikan penyelesaian bagi masalah ini karena tidak
disertai dengan pemberian bantuan kepada penyewa-penyewa.
Akhirnya, tanah-tanah ini sampai ke tangan tuan-tuan tanah
kembali.

Pada tanggal 21 September 1972, diumumkanlah~berlakunya
"Martial Law" atau keadaan perang untuk menyelamatkan Philipina
mengingat pemberontakan bersenjata yang terjadi dan untuk
mereform masyarakat Philipina untuk menghapuskan akar-akar
pemberontakan tersebut. Dengan pernyataan martial law ini,
seluruh kekuasaan legislatif diambil oleh Presiden dan selama
pemerintahannya telah dikeluarkan berbagai peraturan dalam
bentuk Presidential Decree,*’) antara lain yaitu:

1) Presidential Decree No. 2 yang menyatakan seluruh negara
Philipina sebagai daerah Land Reform.

2) PD No. 27 mengenai “emancipation of tenant from the
bondage og the soll, transferring to them the ownership of
land they till and providing the instruments and mechanism
therefore”. Dengan demikian, penyewa yang mengerjakan
tanah yang ditanami padi dan jagung akan dianggap sebagai
pemilik tanah tersebut dengan luas 5 ha jika tanahnya tidak
beririgasi dan 3 ha jika tanahnya beririgasi. Pemilik tanah
boleh menahan maksimum sebanyak 7 ha. Adapun ganti rugi
yang harus dibayar oleh penyewa ditentukan sebesar dua
setengah kali panen rata-rata dalam 3 tahun normal sebelum
diumumkannya dekrit tersebut.

172) Hustiati, Agraria Reform di Philipina dan Perbandingannya dengan Landreform
di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1990, him. 9-10.
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3) PD No. 84 yang memberi wewenang kepada Sekretaris
Agraria Reform untuk mengeluarkan sertifikat pengalihan
tanah (Certificate of Land Transfer) atas nama Presiden
Philipina kepada para petani penyewa untuk mendorong
pelaksanaan Operation of Land Transfer.

4) PD No. 85 yang menciptakan Agraria Reform Fund untuk
membiayai dan/atau menjamin pembayaran tanah pertanian
yang diperoleh menurut PD No. 27 dan untuk memberi
bantuan berupa kredit kepada para petani.

5) PD No. 151 dan 152 memastikan bahwa praktik Bagi Hasil
tidak akan terjadi lagi dan pelanggaran terhadap ketentuan ini
akan dikenakan denda atau dibatalkan pemberian haknya.

6) dil.

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, istilah “Land
Reform” dan ‘“Agrarian Reform’" sering dipergunakan secara
bertukaran di Philipina dan hal ini telah menimbulkan perbedaan
pendapat mengenai penggunaan dan arti kedua istilah ini.

Tanah di Philipina merupakan milik negara dan ini dikenal
dengan istilah “Public Domair’ (Tanah Negara).

Dengan " Public Domair’" ini, negara adalah pemilik tanah dan
sebagai konsekuensinya, negara dapat menyewakan tanah public
domain ini seperti yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 40 RA
No. 6657 dan juga dapat meredistribusikan tanah ini kepada para
petani penerima.

Pasal 2 alinea terakhir dari RA No. 6657 berbunyi:

“The state may lease underveloped lands of the public
domain to qualified entities for the development of capital-
intensif farms and traditional and pioneering crops especially
those for exports subject to the prior rights of the
beneficiaries under this Act".

Selanjutnya, lagi Pasal 40 ayat (3) tentang Tanah Pertanian
Publik yang jarang diolah dikatakan bahwa:

“Sparsely occupied agricultural lands of the public domain
shall be surveyed, proclaimed, and developed as farm
settlements for qualified landless people based on an
organized program to ensure their orderly and early
development. Agricultural land allocations shall be made for
ideal family-size farms as determined by the PARC. Pioneers
and other settlers shall be treated equally in every respect.
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Subject to the prior rights of qualified beneficiaries,
uncultivated lands of the public domain shall be made
available on a lease basis to the interested and qualified
parties. Parties who will engage in the development of
capital-intensive, traditional or pioneering crops shall be
gevin priority. The lease period, which shall not be more
than a total of 50 years, shall be proportionate to the
amount of investment and production goals of the lesse€".

Public Land (tanah publik) merupakan tanah yang dimiliki oleh
negara, sedangkan Private Land (tanah pribadi) ialah bagian tanah
yang ada pemiliknya, yang pada mulanya merupakan sebagian
dari public land, yang dengan title yang sah telah diberikan kepada
individu oleh pemerintah. '

Di Philipina, sebidang tanah yang dimiliki, didiami dan di-
kerjakan oleh seseorang untuk waktu yang tidak dapat diingat
lagi, tetapi orang itu tidak dapat menunjukkan bukti pemilikan
dalam bentuk titel yang sah, tanah itu dianggap public land kecuali
dibuktikan sebaliknya di pengadilan.

Menurut Konstitusi Philipina, tanah public domain dapat
diklasifikasikan menjadi 4 Kategori:

a. Agricultural or alienable and disposable lands.
b. Forest or timber lands.

c. Mineral lands.

d. National Park.

Lebih lanjut, Konstitusi menyatakan bahwa hanya tanah
pertanian atau tanah public domain yang dapat dialihkan dan
diasingkan serta dapat menjadi subjek pemilikan pribadi.'’?)

J. DASAR HUKUM PEMILIKAN HAK ATAS TANAH
MELALUI PENDAFTARAN TANAH

Pendaftaran tanah dikenal dengan Recht Cadastre. Adapun bagi
tanah-tanah yang tunduk pada hukum adat, misalnya tanah yasan,
tanah gogolan tidak dilakukan Pendaftaran Tanah, kalaupun
dilakukan Pendaftaran Tanah tujuannya bukan untuk memberikan
jaminan kepastian hukum, tetapi tujuannya untuk menentukan
siapa yang wajib membayar pajak atas tanah dan kepada
pembayar pajaknya diberikan tanda bukti berupa pipil, girik,

173) Antonio P. Pernandez, The Land Management Bureau and the Implementation of
the Comprehensive Agrarian Reform Frogram in the Philippines and Individual.
Seminar Paper of the 48th reguiar Session on Land Reform and Rural
Development, Taiwan, April 6 June 3, 1989, p.3 &9.
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atau petuk. Pendaftaran Tanah ini dikenal dengan Fiska/ Kadaster.
Ketentuan pendaftaran Tanah di Indonesia diatur dalam UUPA
Pasal 19, yang dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah No. 10
Tahun 1961 dan kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah
No. 24 Tahun 1997 yang berlaku efektif sejak tanggal 8 Oktober
1997. '

Kedua peraturan ini merupakan bentuk pelaksanaan Pendaf-
taran Tanah dalam rangka Recht Cadastre yang bertujuan
memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada
pemegang hak atas tanah, dengan alat bukti yang dihasilkan pada
akhir proses pendaftaran tersebut berupa Buku Tanah dan
Sertifikat Tanah yang terdiri atas Salinan Buku Tanah dan Surat
Ukur. Sertifikat hak atas tanah tersebut merupakan alat pem-
buktian yang kuat sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 19
ayat (1) huruf ¢, Pasal 23 ayat (2), Pasal 32 ayat (2), dan Pasal 38
ayat (2) UUPA. Sertifikat hanya merupakan tanda bukti yang kuat
dan bukan merupakan tanda bukti yang mutlak.

Meskipun sistem Pendaftaran Tanah yang dianut di Indonesia
adalah sistem Publikasi Negatif, namun sistem ini mengandung
unsur positif, hal ini dapat diketahui dari ketentuan Pasal 19 ayat
(2) huruf ¢, yang menyatakan bahwa pendaftaran meliputi
“pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat”. Pernyataan yang demikian tidak akan
terdapat dalam peraturan pendaftaran dengan sistem Publikasi
negatif yang murni.’”®)

Dalam praktik, kedua sistem ini tidak pernah digunakan
secara murni. Sistem Publikasi Positif memberikan beban terlalu
berat kepada negara sebagai pendaftar. Apabila ada kesalahan
dalam pendaftaran, negara harus menanggung akibat dari
kesalahan itu. Dalam hukum Pendaftaran Tanah-Tanah Hak Barat,
dahulu ada lembaga yang dapat mengakhiri kelemahan sistem
Publikasi Negatif tersebut, yang dikenal sebagai lembaga
Acquisitieve Veraring. Akan tetapi, lembaga ini sudah tidak ada
lagi, dengan tidak adanya lagi tanah-tanah hak Barat dan dengan
dicabutnya pasal yang mengaturnya oleh UUPA. Lembaga yang
dapat menggantikannya adalah lembaga yang dikenal dengan
sebutan Rechtsverwerking yang dituangkan dalam Pasal 32 ayat (2)
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, untuk memberikan per-
lindungan dan kepastian hukum kepada para pemegang sertifikat.

174) Boedi Harsono, Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional, Universitas
Trisakti, Cet. I, Jakarta, 2002, him. 89.
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1. Teori dan Peraturan Pendaftaran Tanah

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan
oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan
teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan
penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam
bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang dan satuan-
catuan rumah susun, termasuk pemberian sertifikat sebagai surat
tanda bukti haknya bagi bidang-bidang Rumah Susun serta hak-
hak tertentu yang membebaninya.'”®) Demikian pengertian
pendaftaran tanah dalam ketentuan umum Pasal 1 Peraturan
Pemerintah No. 24 Tahun 1997.

Pendaftaran Tanah diselenggarakan untuk menjamin kepas-
tian hukum, Pendaftaran Tanah ini diselenggarakan untuk me-
menuhi kebutuhan masyarakat dan pemerintah.’’®)

Dalam memenuhi sistem kebutuhan ini pemerintah melakukan
data penguasaan tanah terutama yang melibatkan para pemilik
tanah.'”’) Pendaftaran tanah semula dilaksanakan untuk tujuan
fiskal (fiscal cadastre) dan dalam hal ini menjamin kapastian
hukum seperti diuraikan di atas sehingga pendaftaran tanah
menjadi Recht Cadastre’®) Untuk pertama kali Indonesia
mempunyai suatu lembaga pendaftaran tanah dengan adanya
Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961,"°) yang kemudian
disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997,
dan baru berlaku 8 Oktober 1997.1%%) Sebelum berlaku Peraturan
Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tersebut, dikenal Kantor Kadaster
sebagai Kantor Pendaftaran untuk hak-hak atas tanah yang tunduk
kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Barat.

Di dalam peralihan hak dikenal asas nemo plus yuris yang
melindungi pemegang hak yang sebenarnya dan asas “iktikad
baik” yang berarti melindungi orang yang dengan iktikad baik
memperoleh suatu hak dari orang yang disangka sebagai pe-
megang hak yang sah.

175) Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang
Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, jilidi I, Hukum Tanah Nasional, (Jakarta:
Djambatan Edisi Revisi 1999), him. 460

176) Badan Pertanahan Nasional, Himpunan Karya Tulis Pendaftaran Tanah, (Jakarta:
Maret 1989), him. 3

177) Ibid, him. 4

178) Ibid, him. 5

179) A. P. Parlindungan, Pendaftaran Tanah di Indonesia, Mandar Maju, Bandung,
1940, cet. ke-2, him. 1.

180) Ibid.
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Asas ini dipakai untuk memberikan kekuatan pembuktian bagi peta
dan didaftar umum yang ada di Kantor Badan Pertanahan.'®")

Dalam asas nemo plus yuris, perlindungan diberikan kepada
pemegang hak yang sebenarnya, maka dengan asas ini, selalu
terbuka kemungkinan adanya gugatan kepada pemilik terdaftar
dari orang yang merasa sebagai pemilik sebenarnya.'®?)

2. Sistem Pendaftaran Tanah

a. Berbagai Sistem Pendaftaran Tanah

Sistem pendaftaran tanah yang dipakai di suatu negara ber-
gantung kepada asas hukum yang dianut negara tersebut dalam
mengalihkan hak atas tanahnya. Terdapat 2 macam asas hukum,
yaitu asas iktikad baik dan asas nemo plus yuris. Sekalipun
sesuatu negara menganut salah satu asas hukum/sistem pendaf-
taran tanah, tetapi yang secara murni berpegang pada salah satu
asas hukum/sistem pendaftaran tanah tersebut boleh dikatakan
tidak ada. Hal ini karena kedua asas hukum/sistem pendaftaran
tanah tersebut sama-sama mempunyai kelebihan.dan kekurangan
sehingga setiap negara mencari jalan keluar sendiri-sendiri.

Asas iktikad baik berbunyi: orang yang memperoleh sesuatu
hak dengan iktikad baik, akan tetap menjadi pemegang hak yang
sah menurut hukum. Asas ini bertujuan untuk melindungi orang
yang beriktikad baik. Kesulitan muncul: Bagaimana caranya untuk
mengetahui seseorang beriktikad baik? Pemecahannya adalah
hanya orang yang beriktikad baik yang bersedia memperoleh hak
dari orang yang terdaftar haknya. Guna melindungi orang yang
beriktikad baik inilah, perlu daftar umum yang mempunyai
kekuatan bukti. Sistem pendaftaran disebut sistem positif. Lain
halnya dengan asas nemo plus yuris yang berbunyi: orang yang
tak dapat mengalihkan hak melebihi hak yang ada padanya. Ini
berarti bahwa pengalihan hak oleh orang yang tidak berhak adalah
batal. Asas ini bertujuan melindungi pemegang hak yang sebenar-
nya. Berdasarkan asas ini, pemegang hak yang sebenarnya akan
selalu dapat menuntut kembali haknya yang terdaftar atas nama
siapa pun. Oleh karena itu, daftar umumnya tidak mempunyai
kekuatan bukti. Sistem pendaftaran tanahnya disebut sistem
negatif.®*)

181) 1bid, him. 43.
182) Ibid., him. 43.
183) Ibid, him. 29.



114 PENYELUNDUPAN HUKUM KEPEMILIKAN HAK MILIK ATAS TANAH DI INDONESIA

Dalam sistem positif, bahwa daftar umumnya mempunyai
kekuatan bukti, berarti orang yang terdaftar adalah pemegang hak
yang sah menurut hukum. Kelebihan yang ada dalam sistem positif
ini adalah adanya kepastian dari pemegang hak. Oleh karena itu,
ada dorongan bagi setiap orang untuk mendaftarkan haknya.

Kekurangannya adalah pendaftaran yang dilakukan tidak lan-
car dan dapat saja terjadi bahwa pendaftaran atas nama orang
yang tidak berhak dapat menghapuskan orang lain yang berhak.
Lain halnya dengan sistem negatif, daftar umumnya tidak mem-
punyai kekuatan hukum sehingga terdaftarnya seseorang dalam
Daftar Umum tidak mempunyai bukti bahwa orang tersebut yang
berhak atas hak yang telah didaftarkan. Jadi, orang yang ter-
daftarkan tersebut akan menanggung akibatnya bila hak yang
diperolehnya berasal dari orang yang tidak berhak, sehingga orang
lalu enggan untuk mendaftarkan haknya. Inilah kekurangan dari
sistem negatif. Adapun kelebihannya, pendaftaran dilakukan
lancar/cepat dan pemegang hak yang sebenarnya tidak dirugikan
sekalipun orang yang terdaftar bukan orang yang berhak.

b. Sistem Publikasi yang Dianut di Indonesia

Sistem publikasi yang digunakan tetap seperti dalam pendaf-
taran tanah menurut Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961,
yaitu sistem negatif yang mengandung unsur positif, karena akan
menghasilkan surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai
alat pembuktian yang kuat, seperti dinyatakan dalam Pasal 19 ayat
(2) huruf ¢, Pasal 23 ayat (2), Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 38 ayat
(2) UUPA. Jadi, bukan sistem publikasi negatif yang murni. Sistem
publikasi yang negatif murni tidak akan menggunakan sistem
pendaftaran hak. Juga tidak akan ada pernyataan seperti dalam
pasal-pasal UUPA tersebut, bahwa sertifikat merupakan alat bukti
yang kuat.'®%) .

Kuat tidak berarti mutlak, tetapi lebih dari yang lemah
sehingga pendaftaran berarti lebih menguatkan pembuktian pe-
milikan, tetapi tidak mutlak, yang berarti pemilik terdaftar tidak
dilindungi hukum dan bisa digugat sebagaimana dimaksud di
dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961.'%°)

" Oleh karena itu, dapat dikatakan sistem publikasi di Indonesia
adalah sistem publikasi negatif, tetapi bukan negatif murni
melainkan apa yang disebut sistem negatif yang mengandung

184) Boedi Harsono, /oc. cit.

185) Badan Pertanahan Nasional, Himpunan Karya Tulis Pendaftaran Tansah, op. cit.,
him. 44
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unsur positif, hal ini dapat diketahui dari ketentuan Pasal 19 ayat
(2) huruf ¢, yang menyatakan bahwa pendaftaran meliputi
“pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat”

Dalam Pasal 23, 32 dan 38 UUPA juga dinyatakan bahwa
“pendaftaran merupakan alat pembuktian yang kuat”. Pernyataan
yang demikian tidak akan terdapat dalam peraturan pendaftaran
tanah dengan sistem publikasi negatif yang murni.’®)

c. Sistem Negatif Pendaftaran Tanah di Indonesia

Di dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun
1961 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan bahwa pembukuan
suatu hak di dalam daftar buku tanah atas nama seseorang tidak
mengakibatkan bahwa orang tersebut berhak atas tanah itu akan
kehilangan haknya. Orang tersebut masih dapat menggugat hak
dari yang terdaftar dalam buku tanah sebagai orang yang berhak.
Jadi, cara pendaftaran hak yang diatur dalam Peraturan Peme-
rintah ini tidaklah positif, tetapi negatif. Demikian penjelasan
Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961.1%)  ~

Dalam sistem positif, negara menjamin kebenaran data yang
disajikan. Sistem positif mengandung ketentuan-ketentuan yang
merupakan perwujudan ungkapan “title by registratiorn’’ (dengan
pendaftaran diciptakan hak), pendaftaran menciptakan suatu
“indefeasible title' (hak yang tidak dapat diganggu gugat), dan
“the register is everything’ (untuk memastikan adanya suatu hak
dan pemegang haknya cukup dilihat buku tanahnya). Sekali
didaftar pihak yang dapat membuktikan bahwa dialah pemegang
hak yang sebenarnya kehilangan haknya untuk menuntut kembali
tanah yang bersangkutan. Jika pendaftaran terjadi karena kesa-
lahan pejabat pendaftaran, ia hanya dapat menuntut pemberian
ganti kerugian (compensation) berupa uang. Untuk itu, negara
menyediakan apa yang disebut suatu “assurance fund’.

Ketentuan-ketentuan yang merupakan perwujudan ungkapan-
ungkapan seperti itu dalam sistem negatif kita yang mengandung
unsur positif, negara tidak menjamin kebenaran data yang
disajikan. Penggunaannya adalah atas risiko pihak yang meng-
gunakan sendiri.’®®) :

186) Boedi Harsono, Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional, op. cit., him.8«
187) Badan Pertanahan Nasional, Himpunan Karya Tulis Pendafiran Tanah, loc. cit.
188) Boedi Harsono, op. cit.,, him. 85-86.
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Di dalam asas nemo plus yuris, perlindungan diberikan kepada
pemegang hak yang sebenarnya, dengan asas ini selalu terbuka
kemungkinan adanya gugatan kepada pemilik terdaftar dari orang
yang merasa sebagai pemilik sebenarnya. Dalam ‘sistem pen-
daftaran tanah yang negatif, yang memungkinkan pemegang hak
terdaftar dapat diganggu gugat, alat pembuktian yang utama di
dalam persidangan di pengadilan ialah akta Peraturan Pemerintah
dan sertifikat. Sertifikat merupakan hasil akhir dari suatu proses
penyelidikan riwayat penguasaan tanah yang hasilnya akan me-
rupakan alas hak pada pendaftaran pertama dan proses-proses
peralihan selanjutnya.

Penyelidikan riwayat tanah dilakukan dengan menyelidiki
surat-surat bukti hak, yang umumnya berupa akta-akta di bawah
tangan (segel-segel) yang dibuat pada masa lampau atau surat-
surat keputusan pemberian hak, balik nama (pencatatan pe-
-mindahan hak), didasarkan pula pada akta-akta Peraturan
Pemerintah.'®® Dengan demikian, akta-akta peralihan hak masa
lampau dan yang sekarang, memegang peranan penting dalam
menentukan kadar kepastian hukum sesuatu hak atas tanah.

Hukum adat tidak mengenal lembaga acquistieve verjaring,
yang dikenal dalam hukum adat adalah lembaga rechtsverwerking
yaitu lampaunya waktu sebagai sebab kehilangan hak atas tanah,
kalau tanah yang bersangkutan selama waktu yang lama tidak
diusahakan oleh pemegang haknya dan dikuasai pihak lain melalui
perolehan hak dengan iktikad baik.™)

Dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan
penjelasannya dikatakan bahwa pendaftaran tanah yang penye-
lenggaraannya diperintahkan oleh UUPA tidak menggunakan sis-
tem publikasi positif, yang kebenaran data yang disajikan dijamin
oleh negara, melainkan menggunakan sistem publikasi negatif.
Di dalam sistem publikasi negatif, negara tidak menjamin kebe-
naran data yang disajikan, walaupun tidak dimaksudkan untuk
menggunakan sistem publikasi negatif secara murni. Hal tersebut
tampak dari pernyataan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf ¢ UUPA,
bahwa surat tanda bukti hak yang diterbitkan berlaku sebagai
alat bukti yang kuat dan dalam Pasal 23, 32 dan 38 UUPA bahwa
pendaftaran berbagai peristiwa hukum merupakan alat pem-
buktian yang kuat.

189) Badan Pertanahan Nasional, Himpunan Karya Tulis Pendaftaran Tanah, op. cit.
190) Ibid, him. 67.
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Selain itu, dari ketentuan-ketentuan mengenai prosedur
pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyajian data fisik
dan data yuridis serta penerbitan sertifikat dalam Peraturan
Pemerintah ini, tampak jelas usaha untuk sejauh mungkin
memperoleh dan penyajian data yang benar, karena pendaftaran
tanah adalah untuk menjamin kepastian hukum. Sehubungan
dengan itu diadakanlah ketentuan dalam ayat (2) ini.

Ketentuan ini bertujuan, pada satu pihak untuk tetap ber-
pegang pada sistem publikasi negatif dan pada lain pihak untuk
secara seimbang memberikan kepastian hukum pada pihak yang
dengan iktikad baik menguasai sebidang tanah dan didaftar
sebagai pemegang hak dalam buku tanah, dengan sertifikat
sebagai tanda buktinya, yang menurut UUPA berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat.

Atas penjelasan dari sistem pendaftaran tanah di atas pada
sistem publikasi yang dianut di Indonesia, apa yang terjadi sebe-
lum dan sesudah publikasi sebagaimana disebutkan di bawah ini:
1) Sebelum Publikasi

a) Pemilik hak terbatas pada bukti-bukti yang dimilikinya

saja;

b) Atas perjanjian yang dibuat dengan pihak ketiga, jika ada

kerugian yang timbul hanya dapat meminta ganti rugi
pada person yang bersangkutan.

Kepemilikan hak atas tanah sebelum publikasi bersifat per-

orangan saja, tidak dapat menuntut secara keperdataan
karena hak kebendaannya belum lahir.

2) Sesudah Publikasi

a) Setelah Panitia Ajudikasi/Kepala Kantor Pertanahan meng-
anggap cukup sebagai dasar mendaftar hak atas bukti-
bukti yang diajukan pemohon pendaftaran tanah;

b) Pejabat Pembuat Akta Tanah melakukan pengelolaan
data fisik dengan kegiatan pengukuran dan pemetaan
sehubungan dengan permohonan pemohon;

c) Pejabat Pembuat Akta Tanah melakukan publikasi melalui
pengumuman di koran guna memberikan kesempatan
kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengajukan
keberatan;

d) Setelah tidak ada masalah dari prosedur pendaftaran dan
dapat dipercaya kebenarannya dengan bukti penguasaan
fisik tanahnya oleh pemohon pendaftaran; serta tidak
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ada keberatan dari pihak ketiga atas publikasi tersebut,
diterbitkanlah sertifikat atas nama pemohon pendaftaran
tanah untuk kepentingan pemegang hak yang bersang-
kutan sesuai dengan data fisik yang ada dalam surat ukur
dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah.

Dengan diterbitkannya sertifikat atas nama pemohon yang
tercantum pada buka tanah/sertifikat tersebut, lahirlah hak ke-
bendaan kepemilikan tanah atas nama pemohon hak yang dijamin
undang-undang dan mengikat pihak ketiga. Sehingga jika akan
dilakukan jual-beli/pemindahan hak atas tanah, calon pembeli/
pihak ketiga yang ingin membeli tanah tersebut wajib untuk
mengetahui nama vyang tertera pada buka tanah/sertifikat
tersebut. Oleh karena itu, pemegang hak atas tanah dapat mem-
buktikan haknya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 UUPA.

Menurut Djuhaendah Hasan, pemegang hak kepemilikan atas
tanah ini merupakan timbulnya hak kebendaan dari kepemilikan
hak tanah yang namanya tertera pada buku sertifikat tanah
menjadi kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat diper-
tahankan terhadap siapapun.’®') Dengan demikian, hak kebendaan
adalah hak yang sifatnya mutlak memberikan kekuasaan langsung
terhadap suatu benda sehingga dapat dipertahankan dengan
siapapun. Kata “siapapun” menunjukkan pada hak perorangan
(right in persoonljjk). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hak
kebendaan itu adalah hak mutlak (hak absolut), lawannya hak
nisbi (right in persoonlijk) atau hak relatif.'*?)

Menurut Mariam Darus Badrulzaman, perbedaan antara hak
kebendaan (right in rem) dan hak perorangan (right in persoonijik-
recht) tidak berlaku tajam, karena dewasa ini keduanya tumbuh
saling mendekati.'®) Dalam hal jika pendaftaran tanah belum
didaftar, tanggung jawab hak kepemilikanya terbatas pada per-
janjian bahwa dia hanya merasa dirinya dirugikan dan menuntut
agar barangnya dikembalikan sebagaimana ketentuan Pasal 1340
KUHPerdata berlaku asas personalitas di dalam suatu perjanjian,
karena hak kebendaannya belum lahir. Berbeda halnya jika sudah
didaftar dan diterbitkan sertifikat atas namanya, subjek hukum
yang tertera namanya pada buku sertifikat itu memperoleh
karakter yang absolut. '

v

191) Djuhaendah Hasan (et. al), Laporan Tim Perumusan . . ., ap. cit, him. 6.

192) Ibid.

193) Lihat Mariam Darus Badrulzaman, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, BPHN-
DEPKEH kerja sama dengan Alumni, Bandung, 1997, him. 30.
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3. Pendaftaran Hak Atas Tanah Adat Menurut Ketentuan Kon-
versi dan PP No. 24 Tahun 1997.

Pendaftaran tanah merupakan hal yang penting sebagai bukti
hak yang kuat terhadap hak atas tanah untuk membuktikan
sebagai pemilik hak atas tanah secara sah. Di samping itu,
pendaftaran tanah yang ditentukan dalam Pasal 19 UUPA (UU
Nomor 5 Tahun 1960) merupakan sasaran untuk mengadakan
kesederhanaan hukum. Tentang pendaftaran lebih lanjut, di
jelaskan dalam penjelasan umum angka III alinea terakhir UU
Nomor 5/1960 yang berbunyi:

“Adapun hak-hak yang ada pada mulai berlakunya undang-
undang ini, semuanya akan dikonversikan menjadi salah
satu hak yang baru menurut UUPA”,

Jadi, semua tanah yang dimiliki atas nama seseorang atau
badan hukum, baik HM adat atau hak atas tanah menurut Buku II
KUHPerdata diwajibkan untuk dikonversi kepada salah satu hak
atas tanah menurut UUPA dan didaftarkan sehingga terwujud
unifikasi dan kesederhanaan hukum dalam hukim pertanahan
Indonesia sesuai dengan tujuan dari UUPA. Bahkan, diatur dalam
Pasal 41 PP. No. 10 Tahun 1961 dan Pasal 63 PP No. 24 Tahun
1997 diatur ketentuan sanksi bagi yang terlambat atau lalai untuk
melakukan pendaftaran, baik pendaftaran tanah maupun pendaf-
taran hak atas tanah yang diakui sebelum berlakunya UUPA.

Setelah berlakunya UUPA dan PP No. 10 Tahun 1961 tentang
Pendaftaran Tanah yang kemudian diganti dengan PP No. 24
Tahun 1997 tidak mungkin lagi diterbitkan hak-hak yang akan
tunduk kepada KUHPerdata ataupun yang akan tunduk kepada
hukum adat setempat kecuali menerangkan bahwa hak-hak
tersebut merupakan hak adat.

Mengingat pentingnya pendaftaran HM adat atas tanah
sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah secara sah sesuai
dengan Pasal 23, Pasal 32 dan Pasal 38 UUPA, diberikan suatu
kewajiban untuk mendaftarkan tanah adat khususnya hak milik
adat. Beberapa ahli hukum memberikan pengertian konversi yaitu
(A.P. Parlindungan 1990:1) menyatakan:

“Konversi itu sendiri adalah pengaturan dari hak-hak tanah
yang ada sebelum berlakunya UUPA untuk masuk dalam
sistem dari UUPA". Boedi Harsono (1968:140) menyatakan:
“Konversi adalah perubahan hak yang lama menjadi satu
hak yang baru menurut UUPA",
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Dari rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa konversi hak-
hak atas tanah adalah penggantian/perubahan hak-hak atas tanah
dari status yang lama, yaitu sebelum berlakunya UUPA menjadi
status yang baru, sebagaimana diatur menurut UUPA itu sendiri.
Adapun yang dimaksud dengan hak-hak atas tanah sebelum
berlakunya UUPA adalah hak-hak atas tanah yang diatur dan
tunduk pada hukum adat dan hukum Barat (BW).

Terhadap pelaksanaan konversi itu sendiri, A.P. Parlindungan
memberikan komentar sebagai berikut:

“Bahwa pelaksanaan konversi itu sendiri merupakan sesuatu

yang boleh dikatakan sangat drastis, karena sekaligus ingin

diciptakan berkembangnya suatu unifikasi hukum keagra-

riaan di tanah air kita, sungguhpun harus diakui persiapan

dan peralatan, perangkat hukum maupun tenaga terampil

belum ada sebelumnya”.

Dari bunyi Pasal IV ketentuan konversi tersebut, hak-hak atas
tanah seperti ganggam, bauntuik, anggaduh, bengkok, lungguh,
pituwas, yang berasal dari hukum adat dikonversikan-menjadi HP.

Dalam keputusan bersama Menteri Agraria Pertanahan dan
Agraria serta Menteri Dalam Negeri SK 40/Ka/1964/DD/18/18/1/
32 “tentang penegasan konversi hak gogolan tetap” tertanggal
14 April 1964 dinyatakan bahwa hak gogolan tetap (sanggan/
pekulen) dikonversikan menjadi HM karena hukum sejak tanggal
24 September 1960 dan sejak itu hak tersebut tidak lagi tunduk
kepada ketentuan-ketentuan peraturan gogolan, melainkan ke-
pada peraturan agraria.

Dengan diberlakukannya UUPA (UU Nomor 5/1960) yang
menganut asas unifikasi hukum agraria, hanya ada satu sistem
hukum untuk seluruh wilayah tanah air. Oleh karena itu, hak-
hak atas tanah yang ada sebelum wilayah tanah air disesuaikan
atau dicari padanannya yang terdapat di dalam UUPA melalui
lembaga konversi. ;

Dengan demikian, tujuan konversinya hak-hak atas tanah
pada hak-hak atas tanah menurut sistem UUPA disamping untuk
terciptanya unifikasi hukum pertanahan di tanah air dengan
mengakui hak-hak atas tanah terdahulu untuk disesuaikan
menurut ketentuan yang terdapat di dalam UUPA itu dan untuk
menjamin kepastian hukum, juga bertujuan agar hak-hak atas
tanah itu dapat berfungsi untuk mempercepat terwujudnya
masyarakat adil dan makmur sebagaimana yang dicita-citakan oleh
Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3).
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Dengan keluarnya UUPA, dualisme hak-hak atas tanah
dihapuskan, dalam memori penjelasan dari UUPA dinyatakan
bahwa untuk mendaftar tanah sebagaimana dimaksud Pasal 19
UUPA, yang ditujukan kepada pemerintah agar melaksanakan
pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia yang bertujuan
untuk menjamin kepastian hukum yang bersifat Recht Caagastre,
untuk menuju ke arah pemberian kepastian hak atas tanah diatur
di dalam Pasal 19 UUPA yang menyebutkan:

a. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan
pendaftaran tanah di seluruh Wilayah Republik Indonesia
menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

b. Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:

1) Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah.

2) Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak

tersebut.
3) Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku
sebagai alat pembuktian yang kuat. b

c. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat kea-
daan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial
ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya menurut
pertimbangan Menteri Agraria.

d. Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang ber-
sangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) di
atas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu
dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

Apabila pendaftaran di atas ditujukan kepada Pemerintah,
sebaliknya pendaftaran yang dimaksud Pasal 23, Pasal 32 dan
Pasal 38 UUPA ditujukan kepada pemegang hak, agar menjadikan
kepastian hukum bagi mereka, dalam arti untuk kepentingan
hukum bagi mereka sendiri.

Dari ketentuan Pasal 19 UUPA tersebut, dapat disimpulkan
bahwa UUPA telah memerintahkan kepada pemerintah untuk
melaksanakan pendaftaran tanah dan untuk itu diperlukan suatu
peraturan pemerintah. Sebagai implementasi dari Pasal 19 UUPA
tersebut dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961
tentang Pendaftaran Tanah yang kemudian telah diganti dengan
PP No. 24 Tahun 1997. Produk hukum akhir ini sama sekali tidak
mengubah prinsip-prinsip dasar yang telah dikembangkan oleh
Pasal 19 UUPA dan PP 10 Tahun 1961.
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Dengan adanya PP No. 24 Tahun 1997, berlakulah suatu
pendaftaran tanah yang seragam untuk seluruh wilayah Indonesia,
yang mencakup hak-hak atas tanah yang tunduk pada hukum
Barat dan hukum Adat semuanya diseragamkan. Artinya, bukti-
bukti eks BW (burgerljjk wetboek) harus dikonversikan kepada
sistem yang diatur oleh UUPA, begitu juga terhadap tanah-tanah
adat yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar.

PP No. 24 Tahun 1997 mengakui dengan jelas kedudukan HM
adat baik bersifat perorangan atau kelompok. Untuk membuktikan
HM adat masih diakui, pada waktu pendaftaran hak atas tanah
secara sistematik, sebagai bukti hak atas tanah adat, yaitu:

a. Surat tanda bukti HM dan Grant Sultan yang dikeluarkan
berdasarkan peraturan Swapraja dan hak atas tanah yang
lainnya yang akan diakui selama tidak bertentangan dengan
UUPA.

b. Akta pemindahan hak dibuat berdasarkan hukum adat yang
dibubuhi kesaksian oleh kepala desa.

Pasal 24 ayat (1) No. 24 Tahun 1997 menyebufﬁan tentang
tata cara pembuktian hak-hak lama untuk keperluan pendaftaran
yang berasal dari konversi dengan:

1) Bukti-bukti tertulis;

2) Keterangan saksi dan/atas pernyataan yang bersangkutan
yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi, dalam
pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh kepala Kantor
Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik
dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak, dan
hak-hak pihak lain yang membebaninya.

Sehubungan dengan kegiatan pendaftaran tanah dan pem-
berian sertifikat tanah oleh Pemerintah, maka dikeluarkan Per-
aturan Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 1975 tentang Kegiatan
Pendaftaran Tanah dan Pemberian Sertipikat Dalam Pengukuran
Desa demi Desa Menuju Desa Lengkap sesuai dengan Peraturan
Pemerintah No. 10 Tahun 1961 yang telah diganti dengan PP
No. 24 Tahun 1997. Sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Per-
aturan Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 1975 dan Peraturan
Pemerintah No. 10 Tahun 1961, sehingga pemerintah menge-
luarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Per-
tanahan Nasional No. 3 Tahun 1995 yaitu untuk melaksanakan
pendaftaran secara sistematik, baik tanah yang bersertifikat
maupun yang belum bersertifikat.
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Pasal 16 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional No. 3 Tahun 1997 telah mengatur tentang pendaftaran
tanah baik yang memiliki bukti hak atas tanah secara tertulis
maupun bukti tidak tertulis yaitu penguasaan fisik atas sebidang
tanah.

Adapun bukti tertulis tersebut berlaku terhadap tanah adat,
adalah:

a. Keterangan HM adat dikeluarkan Daerah Swapraja;
b. Grant Sultan;

c. Akta pemindahan hak berdasarkan hukum adat;

d. Girik.

Untuk melakukan pendaftaran tanah secara sistematik ter-
hadap hak atas tanah yang tunduk pada Hukum Adat dengan bukti
hak atas tanah di atas, hal ini tidak terlepas dengan konversi
terhadap hak atas tanah.

Adapun hak yang dikonversikan berlaku terhadap hukum adat
dalam pendaftaran tanah, yaitu:
Hak milik adat;

Grant Sultan;

Grant Lama;

Girik;

Hak Agrarisch eigendom,
Hak Druwe dan Pesini;

Hak Usaha Gogolan;

Hak gogalan tetap, Pekulen dan Grant C dan D;
Tanah Bengkok.

Untuk konversi dan pendaftaran hak atas tanah yaitu HM
adat, Grant Sultan, Grant Lama, Girik, Hak Agrarisch eigendom,
Hak Druwe, Hak Pesini dan Hak Usaha Gogolan dikonversikan
menjadi hak milik atas tanah sebagaimana menurut Pasal 16 ayat
(1) UUPA. Adapun hak gogolan tidak tetap, hak pekulen dan Grant
C dan D dikonversikan menjadi hak pakai privat dan untuk tanah
bengkok akan dikonversikan menjadi HP khusus.

Pendaftaran tanah dilakukan baik secara sendiri (permohonan
individu) maupun secara sistematik (massal). Terhadap hak atas
tanah yang tunduk pada hukum adat yang memiliki bukti, baik
tertulis maupun tidak tertulis, sebelum didaftarkan harus dikon-
versi. Pelaksanaan konversi hak atas tanah dilakukan oleh Panitia
Pendaftaran ajudikasi yang bertindak atas nama Kepala Kantor

N
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Pertanahan Nasional (BPN). Adapun untuk tanah yang tidak mem-
punyai bukti tertulis dalam pendaftaran tanah secara sistematis
dilakukan dengan proses pengakuan hak.

Pelaksanaan konversi dan pengakuan hak terhadap hak atas
tanah adat oleh Pemerintah dibentuk format yang baku oleh
Badan Pertanahan Nasional. Untuk konversi hak atas tanah adat,
pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematik dapat dilaku-
kan di wilayah/daerah yang belum dilakukan suatu pengukuran,
sehingga pelaksanaan pendaftaran tanahnya dilakukan secara
sporadik (Pasal 15 PP No. 24 Tahun 1997).

4. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Indonesia

Dalam usaha mengatasi kebenaran sistem publikasi negatif,
selain digunakan lembaga “rechtsverwerking’ juga diusahakan
agar sejauh mungkin data yang disediakan adalah data yang
benar. Oleh karena itu, kegiatan pendaftaran tanah diatur secara
terperinci. Kegiatan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pen-
daftaran tanah untuk pertama kali (/nitial registration) dan
pemeliharaan dalam pendaftaran tanah (maintenance)>)

Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pen-
daftaran yang dilakukan terhadap objek pendaftaran tanah yang
belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun
1961 dan Peraturan Permerintah No. 24 Tahun 1997.'%) Objek
dari pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah tanah negara
dan tanah bekas milik adat.

Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui
pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara
sporadik. Pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan
pendaftaran tanah untuk pertama kali dilakukan secara serentak
yang meliputi semua objek pendaftaran yang belum didaftar dalam
wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan. Pendaftaran
tanah secara sistematik diselenggarakan atas prakarsa pemerintah
berdasarkan pada suatu rencana kerja jangka panjang dan
tahunan serta dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan
oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaf-
taran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa
objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu
desa/kelurahan secara individual atau massal.

194) Boedi Harsono, ap. cit., him. 460.
195) Ibid.
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Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan
pihak yang berkepentingan, yaitu pihak yang berhak atas objek
pendaftaran tanah yang bersangkutan atau kuasanya.'®)

Beberapa peraturan tentang pembagian Tugas dan Wewenang
dalam pemberian hak atas tanah negara, antara lain:

1) Keputusan Menteri Agraria, tanggal 1 April 1961, No. SK 112/
KA/1961 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Agraria.

2) Peraturan Menteri Dalam Negeri, tanggal 28 Februari 1967
No. 1 Tahun 1967 tentang Tugas dan Wewenang Agraria.

3) Peraturan Menteri Dalam Negeri, tanggal 30 Juni 1972 No. 6
Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak
Atas Tanah.

4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional, tanggal 9 Februari 1999 No. 3 Tahun 1999 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Kepu-
tusan Hak atas Tanah Negara bersambung dengan Peraturan
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
No. 4 Tahun 1998 jo. No. 6 Tahun 1998 tentang Pedoman

Penetapan uang pemasukan dalam Pemberian Hak atas
Tanah Negara.'*")

Untuk keperluan pengumpulan dan pengelolaan data fisik
dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan kegiatan pendaf-
taran tanah secara sistematik dimulai dengan pembuatan peta
dasar pendaftaran. Penyelidiaan peta dasar pendaftaran untuk
pendaftaran tanah secara sistematik juga digunakan untuk
memisahkan bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar. Dengan
adanya peta dasar pendaftaran bidang tanah yang didaftar dalam
pendaftaran tanah secara sporadik, dapat diketahui letaknya
dalam kaitan bidang-bidang tanah lain dalam suatu wilayah,
sehingga dapat dihindarkan terjadinya sertifikat ganda atas atas
suatu bidang tanah.*®) Bidang-bidang tanah yang sudah ditetap-
kan batas-batasnya diukur dan selanjutnya dipetakan dalam
peta dasar pendaftaran tanah. Bidang-bidang tanah yang sudah
dipetakan atau dibukukan nomor pendaftarannya pada peta
pendaftaran dibukukan dalam daftar tanah.

Untuk pembuktian hak-hak atas tanah yang sudah ada dan
berasal dari konversi hak-hak lama, data yuridisnya dibuktikan
dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti

196) Boedi Harsono, op. cit., him. 460-461.
197) H. Ali Achmad Chomzah, Hukum Pertanahan, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2002,
Cet. ke-1, him. 3-4.

198) A.P. Parlindungan, op. cit., him. 92,
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tertulis, keterangan saksi dan/atau pernyataan yang bersang-
kutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi/Kepala
Kantor Pertanahan dianggap cukup sebagai dasar mendaftar hak,
pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.
Demikian ditetapkan dalam Pasal 24 ayat (1). Alat-alat bukti
tersebut adalah bukti-bukti pemilikan.

Dalam hal pemilihan bukti tertulis tidak lengkap, dapat di-
lakukan dengan keterangan saksi dan/atau pernyataan pemilik
tanah yang dipercaya kebenarannya menurut pendapat Ajudikasi/
Kepala Kantor Pertanahan, demikian dijelaskan lebih lanjut dalam
Penjelasan ayat (1) Pasal 24 PP No. 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah.

Keterangan saksi atau pernyataan yang bersangkutan me-
ngenai pemilikan tanah itu berfungsi menguatkan bukti tertulis
yang tidak lengkap tersebut, atau sebagai pengganti bukti tertulis
yang tidak ada lagi. Keterangan saksi adalah orang yang cakap
memberikan kesaksian dan mengetahui kepemilikan tanah yang
bersangkutan.'?®) Dengan demikian, untuk mengetahui kepemilikan
hak tanah itu ada tiga kemungkinan alat pembuktiannya, yaitu:

1) bukti tertulisnya lengkap: tidak memerlukan tambahan alat
bukti lain;-

2) bukti tertulisnya sebagian tidak ada lagi: diperkuat keterangan
saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan;

3) bukti tertulisnya semua tidak ada lagi: diganti keterangan
saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan.

Akan tetapi, semua akan diteliti lagi melalui pengumuman,
untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berke-
pentingan mengajukan keberatan.

Dalam Pasal 24 ayat (2) diatur pembukuan hak dalam hal
tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian
pemilikan yang tertulis, keterangan saksi atau pun pernyataan
yang bersangkutan yang dapat dipercaya kebenarannya mengenai
pemilikan tanah yang bersangkutan, sebagaimana yang disebut-
kan dalam ayat (1) di atas. Dalam hal demikian, pembukuan
haknya dapat dilakukan tidak didasarkan pada bukti pemilikan,
melainkan pada bukti penguasaan fisik tanahnya oleh pemohon
pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya selama 20 tahun atau
lebih secara berturut-turut.

199) Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1977.
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Sertifikat sebagai surat tanda bukti hak, diterbitkan untuk
kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan
data fisik yang ada dalam surat ukur dan data yuridis yang telah
didaftar dalam buku tanah. Memperoleh sertifikat adalah hak
pemegang hak atas tanah, yang dijamin undang-undang.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, sertifikat
terdiri atas salinan buku tanah yang memuat data yuridis dan
surat ukur yang memuat data fisik yang bersangkutan, yang dijilid
menjadi satu dalam suatu sampul dokumen (Pasal 13). Sertifikat
hak atas tanah, Hak Pengelolaan dan Wakaf menurut Peraturan
Pemerintah No. 24 Tahun 1997 ini bisa berupa satu lembar doku-
men yang memuat data yuridis dan data fisik yang diperlukan.
Dalam pendaftaran sistematik terdapat ketentuan mengenai
sertifikat dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 71 Peraturan
Menteri No. 3 Tahun 1997, sedang dalam pendaftaran secara
sporadik dalam Pasal 91 sampai Pasal 93.

Penerbitan sertifikat dimaksudkan agar pemegang hak dapat
dengan mudah membuktikan haknya. Oleh karena itu, sertifikat
merupakan alat pembuktian yang kuat, sebagaimana dinyatakan
dalam Pasal ‘19 UUPA. Sehubungan dengan itu, apabila masih ada
ketakpastian mengenai hak atas tanah yang bersangkutan, yang
tercatat dan masih adanya catatan dalam pembukuannya, pada
prinsipnya sertifikat belum dapat diterbitkan. Namum, apabila
catatan itu hanya mengenai fisik yang belum lengkap, tetapi tidak
disengketakan, sertifikat dapat diterbitkan. Data fisik yang tidak
lengkap itu adalah apabila data fisik bidang tanah yang bersang-
kutan merupakan hasil pemetaan sementara, sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 19 ayat (3).2%%)

Pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan pen-
daftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis
dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur,
buku tanah, dan sertifikat dengan perubahan-perubahan yang
terjadi kemudian. Perubahan ini misalnya terjadi sebagai akibat
beralihnya, dibebaninya atau berubahnya nama pemegang hak
yang telah didaftar, dihapusnya atau diperpanjangnya jangka
waktu hak yang sudah berakhir, pemecahan, pemisahan, dan
penggabungan bidang tanah yang haknya sudah didaftar.

200) 1bid., him. 487.
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Agar data yang tersedia di Kantor Pertanahan selalu sesuai dengan
keadaan yang mutakhir, dalam Pasal 36 ayat (2) ditentukan,
bahwa para pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaf-
tarkan perubahan-perubahan yang dimaksud kepada Kantor
Pertanahan. Ketentuan mengenai wajib daftar itu juga ada dalam
Pasal 4 ayat (3).

Sebagaimana telah diketahui dari uraian mengenai Pasal 97
Peraturan Menteri No. 3 Tahun 1997, PPAT bahkan diwajibkan
mencocokkan lebih dahulu isi sertifikat hak yang bersangkutan
dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan sebelum
diperbolehkan membuat akta yang diperlukan. Ini sesuai dengan
asas mutakhir pendaftaran sebagaimana yang dinyatakan dalam
Pasal 2. Asas mutakhir menuntut dipeliharanya data pendaftaran
tanah secara terus-menerus dan berkesinambungan, sehingga
data yang tersimpan di Kantor Pertanahan selalu sesuai dengan
keadaan nyata di lapangan, dan masyarakat dapat memperoleh
keterangan mengenai data yang benar setiap saat.

HAK WNA DAN BADAN HUKUM ATAS TANAH

1. Hak Atas Tanah bagi WNA Berdasarkan Asas
Nasionalitas

Sebagaimana dalam ketentuan asas kebangsaan atau asas
Nasionalitas yang terdapat pada penjelasan umum UUPA bahwa
asas Nasionalitas yang memberikan batasan dalam lalu lintas
tanah ini yang mengakibatkan terdapat perlakuan yang berbeda
atas benda tanah dan benda bukan tanah. Hal ini dituangkan
pada Pasal 1 ayat (1) UUPA yang menyatakan:

“Sejuruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh
rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia”.

Asas ini hanya memberikan hak kepada WNI dalam pemilikan hak
atas tanah, telah tertutup kemungkinan Warga Negara Asing untuk
dapat memilikinya. Hal ini jelas bahwa hak kepemilikan atas tanah
tertentu (HM, HGU, HGB) di wilayah Indonesia diperuntukkan
hanya untuk WNI. Berarti WNA tidak diperkenankan memiliki hak
stas tanah tersebut di wilayah Indonesia.’™")

Pentingnya arti kepemilikan HM atas tanah ini memberikan
batasan kepemilikan bagi WNA sebagaimana Djuhaendah Hasan
dalam bukunya mengatakan bahwa asas Nasionalitas hanya

201) Djuhaendah Hasan, Lembaga Jaminan . . . , loc. dit., him. 114.
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memberikan hak kepada WNI dalam pemilikan hak atas tanah,
telah menutup kemungkinan WNA untuk dapat memilikinya.
Ini mirip dengan ketentuan dalam hak ulayat yang hanya dinikmati
dan dimiliki oleh warga ulayat setempat. Asas Nasionalitas ini
dapat diartikan mengandung aspek spritual, bahwa tanah dalam
peringkat tinggi sebagai benda yang sangat penting hanya
diperuntukkan bagi bangsa Indonesia saja, sehingga tanah tidak
dapat bebas menjadi objek lalu lintas dunia usaha sebagaimana
yang berlaku bagi benda bukan tanah.m)

Djuhaendah Hasan dalam bukunya juga mengutip pendapat
dari Sudargo Gautama mengatakan bahwa ketentuan yang hanya
menyediakan hak-hak atas tanah terkuat bagi WNI saja adalah
sesuai dengan ketentuan Hukum Internasional yang tidak menge-
nal asas yang memperbolehkan orang asing untuk memperoleh
tanah. Di dalam Pasal 26 ayat (2) terdapat larangan pengalihan
hak milik kepada orang asing dan badan hukum.®%)

Secara umum, penguasaan tanah oleh WNA Pasal 41 dan 42
UUPA yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor
40 Tahun 1996 tentang: Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan,
dan Hak Pakai atas Tanah. Landasan hukum ketentuan dalam
Pasal 42 UUPA adalah Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar
1954. Berdasarkan kewenangan yang diperoleh dari hak mengua-
sai negara guna mengatur hubungan hukum antara subjek hukum
dengan tanah, sehingga pemerintah dapat menentukan ber-
macam-macam hak atas tanah (Pasal 4 jo. Pasal 16 UUPA).

Bagi WNA yang berkedudukan di Indonesia dan badan hukum
asing yang memiliki perwakilan di Indonesia dapat diberikan HP.
Seperti yang telah diuraikan di atas, untuk pemberian HP
walaupun tidak ditentukan dalam UUPA, dalam praktik BPN pada
umumnya memberikan jangka waktu selama 10 tahun. Jangka
waktu tersebut di kalangan investor asing dianggap terlalu pendek.
Bagi WNI yang berpindah kewarganegaraan, atau seseorang WNA
yang karena warisan mendapatkan salah satu hak diluar HP ter-
sebut, selama satu tahun sejak perpindahan kewarganegaraannya
itu, atau sejak hak tersebut diperolehnya, sehingga hak-hak
tersebut harus dialihkannya, atau jika tidak dialihkan hak atas
tanah akan berakibat hak atas tanahnya jatuh kepada negara,

202) Djuhaendah Hasan, Lembaga Jaminan . . ., Op. cit, him. 117-118.
. 203) Ibid.,, him. 118. Mengutip: Sudargo Gautama, Tafsiran Undang-Undang Pokok
Agraria, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, him. 62 dan him. 104.
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peralihan hak atas tanah batal demi hukum, demikian ketentuan
yang diatur dalam Pasal 21 ayat (2) jo. Pasal 30 ayat (2) dan
Pasal 36 ayat (2) UUPA. Jadi, untuk WNA sama sekali tidak
terbuka kemungkinan untuk mendapatkan hak atas tanah dalam
sistem hukum pertanahan kecuali HP. Untuk badan hukum asing
pada dasarnya demikian juga halnya. Akan tetapi, warga asing
(dalam hal ini investor asing) dapat memiliki tanah di Indonesia
melalui perusahaan nasional dalam rangka penanaman modal
asing (PMA) berdasarkan sistem hukum di Indonesia.

2. Hak Badan Hukum Atas Tanah Berdasarkan
Asas Individualitas

Keterbatasan hak yang dipahami asas individualitas merupa-
kan hak atas tanah individu atas tanah yang bersifat pribadi
semata-mata. Hal itu jelas tercermin pada rumusan hak individu
yang tertinggi. Kewenangan individu yang demikian luas dan
kuatnya, pembatasannya sempit dan “legistik”, yaitu terbatas pada
hak pihak lain dan ketentuan undang-undang. Keleluasaan dan
kebebasan tersebut dalam pelaksanaannya mendapat dukungan
semangat “/beralisme’, yang menjadi ciri abad yang lalu.
Ini membuat hak eigendom bersifat “pribadi semata-mata”. Dalam
arti pelaksanaannya, kepentingan pribadilah yang menjadi satu-
satunya tujuan dan pedomannya. Kepentingan pribadilah yang
menentukan apakah tanah yang dimiliki akan digunakan atau
tidak. Dan jika digunakan, dalam menentukan peruntukan dan
cara penggunaannya, kepentingan dan kebebasan pribadilah yang
menjadi tolok ukuran penentunya,®*®) sehingga jelas bahwa badan
hukum tidak boleh memiliki kepemilikan HM dimaksud ini.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 1992
tentang: Pemanfaatan Tanah Hak Guna Usaha dan Hak Guna
Bangunan Untuk Usaha Patungan Dalam Rangka Penanaman
Modal Asing (Keppres 34/1992) dalam Pasal 1 disebutkan: “Dalam
Usaha Patungan dalam rangka Penanaman Modal Asing, Hak Guna
Usaha atas tanah dapat diberikan kepada Perusahaan Patungan”.
Selanjutnya, bentuk perusahaan patungan yang dimaksud ditegas-
kan dalam ayat (2): “"Perusahaan Patungan sebagai pemegang Hak
Guna Usaha sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) harus
berbentuk badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia
dan berkedudukan di Indonesia”.

204) Boedi Harsono, Hukum Agraria . . ., op. cit., him. 54.
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Untuk keperluan emplasemen, bangunan pabrik, gudang dan
perumahan karyawan terhadap lokasi tanah perusahaan patungan
dapat diberikan Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah di luar
areal HGU yang sudah diberikan tersebut, demikian diatur lebih
lanjut dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2). Kepada perusahaan tersebut
dapat diberikan HGU selama 35 tahun dengan hak perpanjangan
maksimal 25 tahun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat
(4) tersebut. Kepemilikan asing melalui badan hukum Indonesia
pada akhir-akhir ini menjadi longgar dengan diundangkannya
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
(UUPM).

Dalam UUPM diperlakukan sama antara penanaman modal
yang bersumber dari dana asing dengan modal yang bersumber
dari dana dalam negeri. Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1)
kepada perusahaan dalam rangka penanaman modal menurut .
UUPM dapat diberikan HGU selama 95 (sembilan puluh lima) tahun
dengan cara dapat diberikan perpanjangan dimuka sekaligus
selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35
(tiga puluh lima) tahun, untuk HGB selama 80 (delapan puluh)
tahun dengan cara diberikan dan diperpanjang untuk jangka
waktu 50 (ima puluh) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun serta Hak
Pakai selama 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara diberikan dan
diperpanjang untuk jangka waktu 45 (empat puluh lima) tahun.?®®)
Hak-hak atas tanah yang mungkin dimiliki oleh badan hukum asing
dalam rangka penanaman modal melalui perusahaan nasional
berbentuk dan berdasarkan hukum Indonesia seperti yang di-
maksud dalam UUPM bukan merupakan pembahasan khusus
dalam penulisan ini. 4

205) Pemberian jangka waktu hak baru, baik untuk HGU, HGB dan HP selama tersebut
di atas, mendapat tanggapan pro kontra dari para praktisi dan ilmuwan hukum,
dari segi praktisi hal tersebut dapat menabrak UUPA yang memberikan batasan
30 tahun bagi HGU dan HGB, dan selama ini praktik UUPA dianggap sebagai
umbrella act (undang-undang payung) dari hukum tanah di Indonesia, karena
pendaftaran tanah bergerak dari Pasal 19 UUPA, serta pengaturan hak-hak atas
tanah menjadi sumber hukum dalam sistem hukum tanah di Indonesia. Sehingga
ada kekhawatiran jika ketentuan Pasal 22 UUPM tersebut tidak workable karena
masih memerlukan ketentuan-ketentuan pelaksanaan lainnya, walaupun dalam
ketentuan pasal dan penjelasannya tidak ditentukan demikian. Secara teoretis
masih dapat ditimbulkan pertanyaan apakah pengaturan tentang hak-hak atas
tanah tersebut dalam UUPM merupakan “/ex specialist” dari UUPA yang “/ex
generalist”, persoalan ini masih debateble yang memang secara kKhusus tidak
dibahas dalam penulisan ini, karena bukan merupakan objek penelitian penulis.
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A. PERJANJIAN PADA UMUMNYA

enurut ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-undang
Hukum Perdata:

"Perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau
lebih”.

Rumusan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
tersebut menegaskan kembali bahwa perjanjian mergakibatkan
seseorang mengikatkan dirinya kepada orang lain. Ini berarti dari
suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau
lebih pihak kepada satu atau lebih pihak lainnya yang berhak atas
prestasi tersebut yang merupakan perikatan yang harus dipenuhi
oleh orang atau subjek hukum tersebut.

Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa
dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, bahwa satu
pihak merupakan pihak yang wajib berprestasi (debitor) dan pihak
lainnya merupakan pihak yang berhak atas prestasi tersebut
(kreditor). Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri atas satu
atau lebih orang. Bahkan, dengan berkembangnya ilmu hukum,
pihak tersebut dapat juga terdiri atas satu atau lebih badan
hulum.

Selanjutnya, jika menyimak dengan baik rumusan yang diberi-
kan dalam Pasal 1314 dan rumusan Pasal 1313 KUHPerdata
tersebut dikembangkan lebih jauh dengan menyatakan bahwa atas
prestasi yang wajib dilakukan oleh debitor dalam perjanjian ter-
sebut, debitor yang berkewajiban tersebut dapat meminta dilaku-
kannya kontraprestasi dari lawan pihaknya tersebut (dalam KUH-
Perdata yang diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosoebono
disebut dengan istilah dengan atau tanpa beban).'*)

195) R. Subekti et al. Kitab Undang-undang Hukurm Perdata, Pradnya Paramita,
Jakarta, 2004.



Perjanjian Trustee Sebagai Dasar Perjanjian Nominee 133

Kedua rumusan tersebut memberikan banyak arti bagi ilmu
hukum. Dengan adanya kedua rumusan yang saling melengkapi
tersebut, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya perjanjian dapat
melahirkan perikatan yang bersifat sepihak (hanya satu pihak yang
wajib berprestasi) dan perikatan yang timbal balik (dengan kedua
belah pihak saling berprestasi). Dengan demikian, dimungkinkan
suatu perjanjian melahirkan lebih dari satu peri-katan dengan
kewajiban berprestasi yang saling bertimbal balik. Debitor pada
satu sisi menjadi kreditor pada sisi yang lain pada saat yang
bersamaan. Ini merupakan karakteristik khusus dari perikatan
yang lahir dari perjanjian. Pada perikatan yang lahir dari undang-
undang, hanya ada satu pihak yang menjadi debitor dan pihak lain
yang menjadi kreditor yang berhak atas pelaksanaan prestasi
debitor.

Asas-Asas Umum Perjanjian

1. Asas Personalia'®®)

Asas Personalia merupakan asas pertama dalam hukum
perjanjian yang pengaturannya dapat ditemukan dalam ketentuan
Pasal 1315 KUHPerdata, yang berbunyi “Pada umumnya tidak
seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau
meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri”
Dari rumusan tersebut dapat ketahui bahwa pada dasarnya suatu
perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai
individu, subjek hukum pribadi, hanya akan berlaku dan meng-
ikatkan untuk dirinya sendiri.

Meskipun secara sederhana dikatakan bahwa ketentuan Pasal
1315 menunjuk pada asas Personalia, lebih jauh dari itu,
ketentuan Pasal 1315 juga menunjukkan pada kewenangan ber-
tindak dari seseorang yang membuat atau mengadakan perjanijian.
Secara spesifik, ketentuan Pasal 1315 ini menunjuk pada kewe-
nangan bertindak sebagai individu pribadi sebagai subjek hukum
pribadi yang mandiri yang memiliki kewenangan bertindak untuk
dan atas nama dirinya sendiri. Dengan kapasitas kewenangan
tersebut, sebagai seorang yang cakap bertindak dalam hukum,
setiap tindakan, perbuatan yang dilakukan oleh orang-per-
orangan, sebagai subjek hukum pribadi yang mandiri, akan meng-
ikat diri pribadi tersebut, dan dalam lapangan perikatan, mengikat
seluruh harta kekayaan yang dimiliki olehnya secara pribadi.

196) Gunawan Widjaya, Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvulend
Recht) Dalam Hukum Perdats, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, him. 250-251.
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Dengan dibuatnya perjanjian tersebut, oleh subjek hukum terse-
but, berlakulah ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata atas setiap
benda milik pihak yang membuat perjanjian tersebut.

Dalam hal orang-perorangan tersebut melakukan tindakan
hukum dalam kapasitasnya yang berbeda, yaitu tidak untuk
kepentingan diri sendiri, kewenangannya harus disertai dengan
bukti-bukti yang menunjukkan bahwa memang orang-perorangan
tersebut tidak sedang membuat dan/atau menyetujui dilakukannya
suatu perjanjian untuk dirinya sendiri.

2. Asas Konsensualitas ")

Asas Konsensualitas menentukan bahwa suatu perjanjian
yang dibuat antara dua atau lebih orang yang telah mengikat
sehingga telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih
pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah orang-orang
tersebut mencapai kesepakatan atau konsensus, meskipun
kesepakatan tersebut telah dicapai secara lisan semata-mata.
Ini berarti pada prinsipnya perjanjian yang mengikat dan berlaku
sebagai perikatan bagi para pihak yang berjanji tidak. memerlukan
formalitas. Walaupun demikian, untuk menjaga kepentingan pihak
debitor (atau yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi)
tertentu, diadakanlah bentuk-bentuk formalitas atau dipersyarat-
kan adanya suatu tindakan nyata tertentu.

Ketentuan yang mengatur mengenai konsensualitas ini dapat
kita temui dalam rumusan Pasal 1320 KUHPerdata yang berbunyi:
untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat
sebagai berikut:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3. suatu hal tertentu;

4, suatu sebab yang tidak terlarang.

Pada KUHPerdata tidak memberikan rumusan lebih jauh
mengenai formalitas kesepakatan yang harus dipenuhi, kecuali
dalam berbagai ketentuan khusus, seperti misalnya mengenai
hibah yang diatur dalam Pasal 1683 KUHPerdata yang berbunyi:

“Tiada suatu penghibahan pun mengikat Pemberian Hibah
atau menerbitkan suatu akibat yang bagaimanapun,
selainnya mulai hari penghibahan itu, dengan kata-kata
tegas telah diterima oleh orang yang diberi hibah sendiri

197) Ibid., him. 263 — 266.
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atau oleh seorang, yang dengan suatu akta autentik oleh
Penerima Hibah itu telah dikuasakan untuk menerima peng-
hibahan-penghibahan yang telah diberikan kepada Penerima
Hibah atau akan diberikan kepadanya di kemudian hari”.

Jika penerimaan itu tidak telah dilakukan dengan akta hibah
itu, penerimaan dapat dilakukan dengan suatu akta autentik
kemudian, yang naskah aslinya harus disimpan oleh Notaris, asal
saja hal itu tidak terjadi waktu Pemberi Hibah masih hidup. Dalam
hal demikian, bagi penghibah, hibah tersebut hanya sah sejak
penerimaan hibah itu diberitahukan dengan resmi kepadanya.

Jelaslah bahwa kecuali ditentukan secara khusus untuk tiap-
tiap jenis perjanjian yang membawa akibat tidak sahnya suatu
perjanjian, suatu kesepakatan lisan saja yang telah tercapai antara
para pihak yang membuat atau mengadakan perjanjian telah
membuat perjanjian tersebut sah dan mengikat bagi para pihak.
Ini berarti asas konsensualitas merupakan ketentuan umum yang
melahirkan perjanjian konsensuil. Selanjutnya, sebagaimana telah
disinggung, sebagai pengecualian diperkenalkanlah perjanjian
formal dan perjanjian riil. Dalam kedua jenis perjanjian tersebut,
kesepakatan saja belum mengikat pada pihak yang berjanii.

Pada perjanjian formal, sesungguhnya formalitas tersebut
diperlukan karena sifat dari kebendaan yang dialihkan yang
menurut ketentuan Pasal 613 dan Pasal 616 KUHPerdata
penyerahan HM atas kebendaan tersebut harus dilakukan dalam
bentuk akta autentik atau akta di bawah tangan dengan terlebih
dahulu memerhatikan ketentuan Pasal 584 KUHPerdata terhadap
pemindahan HM, yang dilakukan oleh seorang yang berhak
berbuat bebas terhadap kebendaan itu sebagai syarat mutlak.
Hal ini karena pengalihan dari kebendaan yang demikian men-
syaratkan diperlukannya akta, segala perjanjian yang bermaksud
untuk memindahkan HM atas kebendaan tersebut harus dibuat
secara tertulis. Khusus mengenai hak atas tanah pengaturan
mengenai pemindahan haknya dapat kita temukan dalam UUPA.

3. Asas Kebebasan Berkontrak *°%)

Seperti halnya asas Konsensualitas, asas kebebasan ber-
kontrak menemukan dasar keberadaannya pada ketentuan angka
1 dari Pasal 1320 KUHPerdata, asas Kebebasan Berkontrak
mendapatkan dasar eksitensinya dalam rumusan angka 4 Pasal
1320 KUHPerdata. Asas Kebebasan Berkontrak memungkinkan

198) Ibid., him. 275 - 277.
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para pihak untuk membuat dan mengadakan perjanjian serta
untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang
melahirkan kewajiban apa saja, selama dan sepanjang prestasi
yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang terlarang.
Ketentuan Pasal 1337 KUHPerdata yang menyatakan bahwa:

“guatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh
undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan
baik atau ketertiban umum”.

Hal ini memberikan gambaran umum kepada kita semua
bahwa pada dasarnya semua perjanjian dapat dibuat dan diseleng-
garakan oleh setiap orang. Hanya perjanjian yang mengandung
prestasi atau kewajiban pada salah satu pihak yang melanggar
undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum saja dilarang.

Jika diperhatikan pada KUHPerdata menunjukkan pada
pengertian sebab atau causa yang halal. Secara prinsip dapat kita
" katakan bahwa apa yang dinamakan dengan sebab atau causa
yang halal tersebut bukanlah pengertian sebab atau causa yang
dipergunakan dalam kehidupan kita sehari-hari yang menunjuk
pada sesuatu yang melatarbelakangi terjadinya suatu peristiwa
hukum, berubahnya keadaan hukum, atau dilakukan atau
dilaksanakannya suatu perbuatan hukum tertentu. Hukum tidak
pernah berhubungan dan tidak perlu mengetahui apa yang
melatarbelakangi dibuatnya suatu perjanjian, melainkan cukup
banwa prestasi yang dijanjikan untuk dilaksanakan yang diatur
dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak mengandung
unsur-unsur bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan,
dan ketertiban umum.

Undang-undang memperlakukan setiap causa atau sebab atau
alasan sebagai hal, kecuali dapat terbukti atau dibuktikan dari isi
perjanjian, yang merupakan salah satu atau prestasi yang harus
dilakukan dapat kita temukan dasarnya pada ketentuan Pasal 1336
KUHPerdata yang berbunyi: '

“Jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi ada sebab yang
tidak terlarang, atau pun jika ada sebab lain daripada yang
dinyatakan itu, perjanjiannya, namun demikian adalah sah”.

Dalam hal demikian berarti sebab atau causa atau alasan
tersebut haruslah sesuatu yang diketahui oleh kedua belah pihak
secara bersama-sama yang pada dasarnya merupakan kehendak
para pihak yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk prestasi
yang harus dipenuhi.
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4. Perjanjian Berlaku sebagai undang-undang
(pacta sunt servanda) *°°)

Asas Pacta Sunt Servanda ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (1)
KUHPerdata yang menyatakan: “Semua perjanjian yang dibuat
secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang
membuatnya”.

Dengan rumusan tersebut berarti setiap pihak, sebagai kre-
ditor yang tidak memperoleh pelaksanaan kewajiban oleh debitor,
dapat atau berhak memaksanakan pelaksanaannya dengan me-
minta bantuan kepada pejabat negara yang berwenang yang akan
memutuskan dan menentukan sampai seberapa jauh suatu
prestasi yang telah gagal, tidak sepenuhnya atau tidak sama sekali
dilaksanakan, atau dilaksanakan tidak sesuai dengan yang diper-
janjikan masih dapat dilaksanakan, semuanya dengan jaminan
harta kekayaan debitor sebagaimana diatur dalam Pasal 1131
KUHPerdata.

Agak berbeda dari suatu peraturan perundang-undangan yang
berlaku umum bagi seluruh anggota masyarakat: tanpa kecuali,
meskipun Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa
“"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya,” tetapi daya ikat
perjanjian hanya berlaku diantara para pihak yang membuatnya.
Jadi, pemaksaan berlakunya dan pelaksanaan dari perjanjian
hanya dapat dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak dalam
perjanjian terhadap pihak-pihak lainnya dalam perjanjian.

Dalam kaitannya dengan asas keberlakuan perjanjian sebagai
undang-undang, dapat dicoba untuk dibahas kembali hal-hal yang
berkaitan dengan perjanjian formal. Pada uraian sebelumnya telah
dikatakan bahwa salah satu alasan mengapa perlu perjanjian
formal yang harus dibuat secara tertulis dan kadangkala harus
dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang adalah
karena tiga hal pokok, yaitu:

a. penyerahan HM dari kebendaan yang dialihkan yang menurut
ketentuan Pasal 613, dan Pasal 616 KUHPerdata harus
dilakukan dalam bentuk akta autentik atau akta di bawah
tangan, dengan terlebih dahulu memerhatikan ketentuan
Pasal 584 KUHPerdata terhadap pemindahan HM, yang
dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap
kebendaan itu sebagai syarat mutlak. Khusus mengenai hak
atas tanah ketentuannya dapat kita temukan dalam UUPA;

199) Ibid., him. 281 - 283
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b. sifat dari perjanjian itu sendiri, yang materi muatannya perlu
dan harus diketahui oleh umum, yang pada umumnya jenis
perjanjian ini dapat ditemukan dalam perjanjian yang bertu-
juan untuk mendirikan suatu badan hukum, yang selanjutnya
akan menjadi suatu persona standi in Jjudicio sendiri, terlepas
dari keberadaan para pihak yang berjanji untuk mendirikan-
nya sebagai subjek yang mandiri ataupun yang menciptakan
suatu hubungan hukum yang berbeda diantara para pendiri;

c. penjaminan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang
menerbitkan hubungan hukum kebendaan baru, yang memi-
liki sifat kebendaan (jura in re aliena).

Sehubungan dengan ketiga hal tersebut (dalam hal pertama
mengenai pengalihan HM kebendaan tidak bergerak), undang-
undang mensyaratkan dilakukannya publisitas atas setiap bentuk
perjanjian yang dibuat, sebagai bagian dari formalitas yang wajib
dipenuhi, serta untuk memberikan beban pembuktian yang luas
pada masyarakat luas, hingga perbuatan hukum dalam bentuk
perjanjian tersebut dapat mengikat masyarakat luas dilakukanlah
pencatatan dalam publikasi.

5. Perjanjian Harus Dilaksanakan dengan Iktikad Bail*®®)

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menyatakan bahwa: “Perjan-
jian-perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”. Rumusan
tersebut memberikan arti pada kita semua bahwa sebagai sesuatu
yang disepakati dan disetujui oleh para pihak, pelaksanaan
prestasi dalam tiap-tiap perjanjian harus dihormati sepenuhnya,
sesuai dengan kehendak para pihak pada saat perjanjian ditutup.

Meskipun demikian, adakalanya, tidaklah mudah untuk menje-
laskan dan menguraikan kembali kehendak para pihak, terlebih
lagi jika pihak yang terkait dengan perjanjian tersebut sudah tidak
ada lagi, termasuk suatu badan hukum yang para pengurusnya
pada saat perjanjian dibuat tidak lagi menjabat, ataupun dalam hal
terjadi pengingkaran terhadap perjanjian tersebut oleh salah satu
pihak dalam perjanjian. Dalam keadaan yang demikian, selain
dapat dibuktikan dengan bukti tertulis atau adanya keberadaan
saksi yang turut menyaksikan keadaan pada saat ditutupnya
perjanjian, pelaksanaan atau pemenuhan prestasi dalam perikatan
sulit sekali dapat dipaksakan. Terhadap hal yang pertama akan
dibahas lebih lanjut dalam bab terakhir buku ini mengenai
penafsiran perjanjian.

200) Ibid., him. 283 — 285.
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Hal kedua yang mendasari keberadaan Pasal 1338 KUH-
Perdata dengan rumusan iktikad baik adalah bahwa suatu per-
janjian yang dibuat hendaknya dari sejak perjanjian ditutup,
perjanjian tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk
merugikan kepentingan debitor maupun kreditor, maupun pihak
lain atau pihak ketiga lainnya di luar perjanjian. Hal mengenai
iktikad baik ini sebenarnya telah kita temukan dalam Pasal 1235
KUHPerdata yang menyatakan bahwa:

Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, termasuk
kewajiban untuk menyerahkan barang yang bersangkutan dan
untuk merawatnya sebagai seorang kepala rumah tangga yang
baik, sampai saat penyerahan. Luas tidaknya kewajiban yang
terakhir ini bergantung kepada perjanjian tertentu, akibatnya akan
ditunjuk dalam bab-bab yang bersangkutan.

Dalam kaitannya dengan Pasal 1237 KUHPerdata yang me-
nyatakan bahwa:

“Pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu,
barang itu menjadi tanggungan kreditor sejak perikatan
lahir. Jika debitor lalai untuk menyerahkan barang yang
bersangkutan, maka barang itu semenjak perikatan dilaku-
kan, menjadi tanggungannya”.

Pada rumusan tersebut, dapat kita lihat bahwa meskipun
kebendaan yang harus diserahkan berdasarkan suatu prestasi
belum diserahkan oleh debitor dan risiko atas kebendaan sudah
beralih pada kreditor, KUHPerdata tetap melindungi kepentingan
dari kreditor yang berhak atas penyerahan kebendaan tersebut.
Debitor yang diwajibkan untuk menyerahkan kebendaan tersebut,
sebagai iktikad baik pemenuhan perikatan tersebut, diwajibkan
untuk merawatnya hingga saat penyerahan dilakukan.

B. PERJANJIAN TRUSTEE DAN PERJANJIAN NOMINEE

Dalam sistem Anglo Saxon dikenal sistem kepemilikan hak
Dual Ownership (kepemilikan rangkap) pada kepemilikan benda
terhadap Lega/ Owner dan Beneficiary Owner. Dual Ownership
lahir dari sistem frust. Di dalam hukum Inggris mengenal sistem
tertutup sebagaimana dalam sistem Eropa Kontinental (civi/ law
countries). Perbedaan hukum Inggris dengan sistem Eropa
Kontinental yaitu bahwa dalam hukum Inggris dalam hal ini the
law of equity mendapat pengaruh yang besar dari pembentukan
trust dan membawa kepada suatu konsep yang disebut Dua/
Ownershjp dimana . . . the legal title is separated from the



140 PENYELUNDUPAN HUKUM KEPEMILIKAN HAK MILIK ATAS TANAH DI INDONESIA

equitable interest on property, and the former /s vested in trustees
as managers of the property, while the latter is vested in
beneficiaries who enjoy it. *°*)

Dual Ownership tidak dikenal di Indonesia dan dalam sistem
hukum Eropa Kontinental (civil law countries). Dalam KUHPerdata
menganut sistem Eropa Kontinental dan dewasa ini ketentuan
mengenai HM (eigendom) dalam KUHPerdata setelah diundang-
kannya UUPA masih berlaku dalam pengertian umum yaitu sebagai
pemilik atau hak kepemilikan (ownership).**)

Trust berasal dari Istilah 7rustee yang berasal dari kata 7rust
(percaya) yang sudah lama dikenal dalam pandangan tradisi
hukum Anglo Saxon,?®) “trust is created where the absolute
owner of property (the settlor) passes the legal title in that
property to a person (the trustee) to hold that property on trusts
for the benefit of another person (the beneficiary) in accordance
with terms set out by the settlor”. Adanya saling percaya di antara
para pengelola (7rustee) dengan pihak pemberi perintah (Settlor/
Trustor) dan pihak yang menerima manfaat (Beneficiary).

Sebagai pihak yang diberikan kepercayaan yaitu pihak trustee
dan berbarengan dengan itu pula terdapat kepemilikan berdasar-
kan equity (equitable title) atau sering juga disebut kepemilikan
beneficial yang dimiliki oleh pihak penerima manfaat (beneficiary).

Gambar 1

Pembentukan 7rusts )

Jrustee \

| Settlor/Trustor l

|7 Beneﬁaaﬂ

201) Djuhaendah Hasan, Lembaga Jaminan . . . op.cit, him. 54-55. (Mengutip:
Sauveplanne, Security Over Corporeal Movebles, AW, Sijthoff Leiden, 1974,
him. 10).

202) Ibid, him. 55.

203) Ibid, him. 89. (Mengutip: Hundson, Alastair, Equity & Trusts, 2nd ed. London.
Covendish Publishing Ltd, 2002, him. 30.)

204) Lihat Gunawan Widjaya, Transplantasi Trusts dalam KUH Perdata, KUHD dan
Undang-undang Pasar Modal, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, him. 90.
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Trustees are obliged to hold for the benetif of other persons
called cestuis que trust or beneficiaries.”*)

Mengutip Underhill, Pettit dalam Equity and the law of Trusts,
menyatakan sebagai berikut:*%)

A trust is an equitable obligation, binding a person (who is
called a trustee) to deal with property over which he has
control (which is called the trust property) either for the
benefit of persons (who are called the beneficiaries or cestur
que trust) of whom he may himself be one, and anyone of
whom may enforce the obligation, or for a charitable
purpose, which may be enforced at the instance of the
Attorney-General, or for some other purpose permitted by
law though unenforceable.

Mengutip pengertian yang demikian berarti trusts merupakan
suatu pranata unik yang berada -dalam sistem eguity, yang
melibatkan eksistensi tiga pihak, yaitu:*%")

a. Settlor/Trustor,

b. Trustee,
C. Beneficiary. =

Berangkat dari konsepsi awal tradisi hukum Anglo Saxon
mengenal Trusts. Settler menyerahkan HM sejatinya (dominium)
kepada frusts dalam bentuk kepemilikan terdaftar (/ega/ owner)
dan beneficiary dalam bentuk kenikmatan (equitable owner).
Jelaslah dengan diserahkan benda dalam frusts oleh settier kepada
trustee, settler tidak lagi memiliki sesuatu kepentingan atau hak
apa pun lagi atas benda yang diserahkan dalam trusts (kecuali
dalam resulting trusts).?*®)

Secara teoretis, dalam suatu pernyataan trusts, settlor me-
nyerahkan suatu benda untuk diletakkan dalam #usts yang
tercatat atas nama atau dalam kepemilikan trustee. Pembelian
oleh seorang sett/or ini disertai dengan kewajiban kepada trustee
untuk menyerahkan kenikmatan atau kemanfaatan benda tersebut
kepada pihak ketiga yang disebut dengan beneficiary. Ini menun-
jukkan bahwa sefflor sebagai pemberi suatu benda, setelah
pernyataan frusts yang diucapkan olehnya dilaksanakan tidak lagi
menguasai, memiliki atau mempunyai kepentingan apapun atas

205) 1bid., him. 90 (Mengutip: Jill E Martin, him. 47).

206) Ibid,, (Mengutip: Pettit, Philips H., Equity and the Law of Trusts 6th ed. London:
Butterworths, 1989. him. 22).

207) ibid., him. 90-91.

208) Ibid.,, him. 91.
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benda yang sudah diserahkan dalam trusts tersebut. Penyerahan
benda tersebut tidak disertai dengan suatu kontra prestasi lang-
sung yang harus dilakukan oleh frustee kepada settlor, melainkan
kepada seorang pihak ketiga yang disebutkan oleh sett/or dalam
pernyataan trusts-nya tersebut. Dalam konteks tersebut, antara
settlor, trustee dan beneficiary tidak ada perjanjian (kontrak) sama
sekali. Beneficiary tidaklah mempunyai kewenangan dalam hukum
(common law) untuk menuntut pemenuhan kewajiban frustee,
demikian juga settlor (oleh karena settlor sudah kehilangan
haknya atas benda tersebut dalam hukum). T7rustee, di hadapan
common Jaw merupakan pemegang hak dalam hukum, yang
berhak untuk mengalihkan, menjual, membebani, menjamin-
kan, dan melakukan tindakan apa pun atas benda yang diberikan
dalam trusts tersebut. Fguity-lah yang memberikan hak kepada
beneficiary untuk menuntut trustee, dalam hal trustee tidak
memenuhi kewajiban yang dibebankan oleh settior kepada trustee
dalam pernyataan trusts. Dengan demikian, jelaslah mengapa
dikatakan bahwa trusts merupakan produk equity dan contract
merupakan produk common law.**%) e

Selain perjanjian Trustee, dikenal juga cara pinjam nama yang
dalam Anglo_Saxon dikenal dengan istilah “Nominee . Nominee
menurut Black’s Law Dictionary adalah:*'®)

“1. A person who is proposed for an office, position or auty;

2. A person designated to act in place of another, usually in a
very limited way;

3. A party who holds bare legal title for benefit of other or
who received and distributed funds for the benefit of
others”.

Sedangkan pada Nominee Trusts adalah: *'")

"y A Trust in which the beneficiaries have the power to direct
the trustee’s action regarding the trust property. 2. An
arrangements for holding tittle to real property under which one or
more persons or corporations, under a written declaration of trust,
declare that they will hold any property that they acquire as

209) /bid,, him. 92. Mengutip: Sydenham, Angela, Nutshells Equity & Trust. Sweet &
Maxwell, London, 2000, him. 8-9).

210) Gunawan Widjaja, Nominee Shareholder(s) dalam Perspektif UUPT Baru dan UU
Penanaman Modal Baru Serta Permasalahnya dalam Praktik, Jurnal Hukum &
pasar Modal Volume III, Edisi 4/2008, him. 42. Mengutip: Brian A. Garner, Black
Law Dictionary, 8th Edition, Group St. Paul, West, 2004, him. 1076.

211) Ibid.,, him 43. Mengutip: [b/d., him. 1550.
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trustees for one or more undisclosed beneficiaries. Also termed
realty trust”,

Yang disebut dengan realty trust adalah nominal trust ***) dan
nominal trust itu sendiri adalah suatu passive trust**) Menurut
Black’s Law Dictionary, passive trust adalah “A trust which he
trustee has no duty other than to the property to the

beneficiary %)

Dari pengertian yang diberikan mengenai nominee tersebut
dapat diketahui, bahwa secara harfiah, Nominee mempunyai dua
arti yang berbeda: pertama, nominee merujuk pada suatu usulan,
atau Nominasi kandidat atau calon untuk menduduki suatu jabatan
tertentu, untuk memperoleh suatu penghargaan tertentu, atau
untuk jenis-jenis pencalonan lainnya; kedua, Nominee memberikan
pengertian sebagai seorang yang mewakili kepentingan pihak lain.
Dalam pengertian yang kedua ini, seorang ANominee dibedakan
dari seorang pemberi kuasa dalam keadaan; bahwa MNominee.
menjadi pemilik dari suatu benda (termasuk kepentingan atau hak
yang lahir dari suatu perikatan)*®) yang berada~dalam pengu-
rusannya; sedangkan penerima kuasa tidak pernah menjadi
pemilik dari benda (termasuk kepentingan) yang diurus oleh
nomineegini.”

Keberadaan rnominee di Indonesia sudah bukan merupakan
hal yang baru. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa setiap bentuk
kepemilikan yang tidak mungkin dilaksanakan oleh orang asing di
Indonesia, seperti halnya pemilikan hak atas tanah dalam bentuk
HM, dikuasai melalui penunjukan nominee oleh orang asing
tersebut. Nominee yang ditunjuk tersebut adalah warga negara
Indonesia yang dalam pandangan hukum Indonesia adalah orang
atau pihak yang diperbolehkan untuk menjadi pemegang HM atas
tanah. Selanjutnya, untuk melindungi kepentingan dari orang
asing tersebut, dibuatkan berbagai macam dokumen pendukung,
mulai dari pemberian pinjaman yang disertai dengan agunan
berupa bidang tanah tersebut hingga pada berbagai macam
perjanjian yang eksekusinya seringkali dipertanyakan efekti-
fitasnya.>*®)

212) Ibid. Mengutip: bid., him. 1551.

213) Ibid. Mengutip: Ibid., him. 1550.

214) Ibid. Menqutip: fbid.

215) Ibid. Lihat makna benda menurut Pasal 511 Kitab Undang-undang Hukum
Perdata.

216) Ibid.
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Terkait dengan kepemilikan Nominee, sesuai dengan judul
yang diberikan, tulisan ini akan mengangkat pembicaraan seputar
pengaturan, keberadaan dan permasalahan hukum, yang terkait
dengan keberadaan pemegang saham Nominee (Nominee share-
holder) di Indonesia. Khususnya dalam perspektif berlakunya
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
(UUPT Baru) dan Undang-undang No. 25 Tahun 2007 UUPM.?"")

Nominee Sebagai Trustee di Pasar Modal*'®)

Keberadaan pemegang saham nominee bukanlah suatu hal
yang baru di dunia ini. Dalam salah satu situs, yaitu situs
http://www.seychellesoffshore.com/offshoreseychelles.fag.compay
structure.registration/nominee-shareholder.php, dikatakan bahwa
yang dinamakan dengan pemegang saham nominee atau “a
nominee shareholder is an unrelated person, who is officially
registered as the holder of shares in an . . .” Yang perlu
. diperhatikan di sini adalah makna dari pemegang saham nominee,
yang senantiasa dikaitkan dengan keberadaan seseorang atau
suatu pihak tertentu yang dijadikan sebagai pemegang saham
atau lebih tepatnya pemilik terdaftar dari sejumlah lembar saham
tertentu, sehingga bertindak dalam hukum sebagai pemilik saham
dan melaksanakan segala hak-hak yang dimiliki oleh pemegang
saham, manakala pemegang saham “yang sebenarnya” (yang
menunjuk nominee ini) sendiri tidak disebutkan atau dicantumkan
namanya sebagai pemilik saham.

Demikian dikatakan lebih lanjut bahwa:*'®)

"The purpose of the nominee shareholder is to shield the
actual owner of the offshore company from being publicly
associated with the ownership of that particular corporation.
If a nominee shareholder is engaged, a confidential legal
document (a declaration of trust, nominee services
agreement or similar document) would be issued by the

217) Ibid, him. 44.

218) Ibid, him. 44.

219) Ibid. Mengutip:http://www.seychellesoffshore.com/offshore.seychelles.fag.
company.structure. registration/nominee-shareholder.php. Dalam situs ini yang
dinamakan dengan IBC adalah A Seychelles IBC, by the definition of the law, is
not subject to any tax duty on income or profits. A shareholder of a Saychelles
IBC is also not subject to any tax on his income derived from the IBC. These
provisions are enshrined into Article 109.(1) of the Seychelles IBC Act, stated as
follow: 109. (1) A company incorporated under this Act or a shareholder thereof
shall not be subject to any tax or duty on income or profits accruing to or deriving
from such company or In cennection with that company or shareholder as the
case may be, Iis 3 party.
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nominee for the beneficial owner. Such document would
evidence the actual situation — namely, that the shares are
only held by nominee for the benefit and on be behalf of
beneficial owner, and that only the beneficial owner may
dispose with these shares and is entitled to all benefits and
profits from those shares.

Nominee shareholding is routinely provided by Registered
Agent firms to their client IBC’s. It's an optional service. In-
house nominee shareholder would normally be included
under the umbrella license of the Registered Agent firm and
would be similarly regulated and accountable”.

Mengartikan bahwa tujuan pemegang Nominee adalah untuk
melindungi pemilik sebetulnya dari sebuah perusahaan Offshore
supaya tidak kelihatan secara umum ada asosiasi dan kepemilikan
dari perusahaan tersebut. Kalau Nominee pemegang saham itu
ditunjuk legal dokumen yang rahasia. (Pernyataan dari T7rust
atau perjanjian jasa Mominee atau perjanjian yang sama) akan
dikeluarkan oleh Aominee untuk manfaat yang diterima oleh
pemilik. Dokumen tersebut menunjukkan bukti dari situasi yang
sebenarnya. Sebagai contoh, saham yang hanya dipegang oleh
Nominee untuk keuntungan dan atas nama pemilik dan hanya
pemilik yang bisa menjual/melepaskan saham tersebut dan berhak
untuk menerima manfaat dan keuntungan dari saham tersebut.

Pemegang saham Nominee itu biasanya secara rutin diberikan
oleh perusahaan agen yang tercatat kepada klien IBC mereka. Ini
adalah pelayanan tambahan. Pemegang saham ANomine yang di
dalam perusahan biasanya termasuk dalam lingkup izin dari
perusahaan agen yang tercatat dan akan sesuai dengan regulasi
dan transparan.

Dari keterangan yang disampaikan dalam situs tersebut jelas
bahwa bagi pemegang saham Nominee yang ditunjuk, keberadaan
atau eksistensi dari pemegang saham Nominee mempunyai status
- hukum yang jelas dan kuat. Dengan didasarkan pada declaration
of trust atau nominee service agreement, pemegang saham
Nominee dan pemegang saham sebenarnya saling melindungi diri
dari hak dan kewajiban masing-masing. Dilihat dari tujuannya,
keberadaan pemegang saham Nominee ini hanya ditujukan untuk
menghilangkan hubungan terafiliasi antara satu perusahaan
dengan perusahaan lainnya yang sudah ada atau didirikan lebih
dahulu. Selain hal tersebut, segala hak dan kewajiban yang terkait
dengan pemilikan saham dalam perusahaan tersebut melalui
pencatatan atas nama nominee tetap menjadi dan merupakan
tanggung jawab dari masing-masing pihak.
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Pemegang saham Nominee bukanlah hal yang baru dan pada
umumnya, khususnya bagi negara-negara dengan tradisi hukum
Anglo Saxon. Penunjukan Nominee shareholders diperkenankan
untuk melakukan secara resmi, selama dan sepanjang terdapat
dan atau didukung oleh dukumen formal legal yang menunjukkan
keberadaan struktur Nominee ini, serta tentunya tidak menye-
babkan terjadinya penyelundupan hukum atau mengakibatkan
terjadinya pelanggaran terhadap suatu ketentuan memaksa, ter-
masuk didalamnya kesusilaan dan ketertiban umum. Keberadaan
dari dokumen penunjukan ANominee tersebut sangat penting
artinya, karena melalui dokumen itulah dapat ditentukan secara
tepat dan pasti hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang melekat
pada para pihak yang terkait, yaitu pihak yang menu 2]uk nominee
shareholders dan Nominee shareholdersyang ditunjuk.

Dari uraian di atas bahwa Nominee melibatkan keberadaan
atau eksistensi dari suatu frusts, yang dinamakan dengan Nominee
Trust atau Passive Trusts atau Bare Trusts. Hanya saja berbeda
dengan jenis-jenis frusts yang secara umum dikenal, bahwa
seorang trustee secara aktif melakukan pengelolaan terhadap
trusts corpus; dalam Nominee Trusts, seorang Nominee sebagai
trustee tidaklah melakukan kegiatan apapun juga selain hanya
sebagai pemilik terdaftar. Bahkan, lebih jauh lagi, seorang
Nominee hanya melakukan kegiatan berdasarkan pada kehendak
dan atau perintah dari beneficiary.*")

Dengan demikian, berarti untuk dapat memahami makna
Nominee shareholders dan kedudukannya dalam sistem hukum
Indonesia, khususnya dalam kerangka berlakunya UUPT Baru dan
Undang-undang Penanamam Modal Baru, perlu untuk dipahami
dan diketahui terlebih dahulu makna dan konsepsi trusts secara
umum dan pengakuan akan keber[akuan pranata {frusts di
Indonesia.?*?)

Cara perjanjian ini, bahwa seseorang diusulkan/ditunjuk
untuk mewakili orang lain dengan kapasitas yang terbatas. Satu
pihak yang memiliki hak untuk memberikan keuntungan kepada
pihak lain atau yang menerima dan memberikan keuntungan
untuk pihak lain. Hal ini dituangkan di dalam “Perjanjian Nominee"
yang berisi keinginan-keinginan pihak pemohon/peminjam nama.

220) Ibid., him. 46 - 47.
221) Ibid., him. 47.
222y Ibid, him. 47.
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Atas dasar kepercayaan, pihak WNA menunjuk pihak WNI
untuk melaksanakan kepentingan pihak WNA yang dituangkan
dalam perjanjian 7rustee, yang kemudian pelaksanaan dari per-
janjian trustee ini dibuatkan perjanjian Nominee dengan cara
meminjam/memakai nama pihak WNI untuk memiliki kepemilikan
HM atas tanah yang pada kenyataannya adalah milik pihak WNA
yang telah diikatkan dengan perjanjian 7rustee.

C. PERJANJIAN TRUSTEE DAN NOMINEE DALAM KEPE-
MILIKAN HAK MILIK ATAS TANAH

Lahirnya lembaga T7rustee merupakan latar belakang penga-
turan kepemilikan tanah. Melihat dari asal usul adanya T7rusts
merupakan salah satu bentuk eguity, yang merupakan produk
taklangsung dari feodalisme yang berkembang di Inggris setelah
masa Norman (the Norman Conguesf) pada tahun 1066. Pada
masa itu kepemilikan atas tanah yang berada di tangan raja
(crown) yang didistribusikan kemanfaatannya kepada rakyat
melalui para tuan tanah-tuan tanah (overiana).”®) _

Para tuan tanah ini mewakili raja mendistribusikan keman-
faatan (beneficial) tanah-tanah yang secara hukum berada di
bawah pemilikan raja. Dalam hal ini tuan tanah yang menerima
manfaat pertama dari raja, yang dimungkinkan untuk menyerah-
kan hak kemanfaatan lebih lanjut (bukan jual beli) dari tanah
tersebut kepada pihak lain yang selanjutnya memanfaatkan dan
menikmati tanah tersebut. Hal ini dikenal dengan nama “sub-
infeudation’.

Pada umumnya, penyerahan kemanfaatan atas tanah tersebut
dilakukan secara terstruktur, yaitu dari seorang tuan tanah besar
(overland) kepada beberapa tuan tanah kecil (mense), yang
selanjutnya menyerahkan lagi kemanfaatan tanah tersebut, baik
secara utuh atau dipecah-pecah kepada rakyat yang memerlukan.

Proses sub-infeudation ini pada akhirnya mengakibatkan
terjadinya kesukaran bagi sebagian besar tuan tanah besar pihak
yang melakukan pemanfaatan tanah. Sub-infeudation ini berjalan
secara turun temurun mengakibatkan terjadinya pendataan yang
tidak lagi akurat mengenai siapa yang diberikan hak dan siapa
yang secara faktual memanfaatkan tanah yang dikenakan
upeti.?*%

223) Gunawan Widjaya, Transplantasi Trusts dalam KUH Perdata . . ., op.cit.,, him. 5-6.
224) Ibid., him. 73.
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Dalam perkembangannya dikeluarkan Quia Emptores di tahun
1290 oleh raja, yang melarang pemberian hak lebih lanjut dalam
bentuk sub-infeudation. Quia Emptores pihak yang memanfaatkan
atau menikmati bidang tanah baru berdasarkan pada Quia
Emptores tersebut sebagai suatu bentuk hubungan hukum
langsung dengan raja sebagai pemilik tanah. Orang atau pihak
yang masih memanfaatkan bidang tanah lama (yang diperolehnya
berdasarkan sub-infeudation), sejauh masih dapat dirunutkan
asalnya, tetap terikat dalam sistem sebelumnya yang mewajibkan
mereka untuk tetap membayar upeti kepada tuan tanah, tetapi
mereka ini tidak lagi diperkenankan untuk melakukan tindakan
sub-infeudation kepada pihak lain.?®)

Berdasarkan pada Quia Emptores, peralihan hak atas tanah
yang terkait dengan pemanfaatan tanah tersebut dilaksanakan
dengan sistem jual beli hak dan tidak lagi atau bukan lagi dengan
cara melakukan sub-infeudation. Untuk keperluan jual-beli ter-
sebut, guna menyempurnakan proses pengalihan dalam hukum,
setiap bentuk pengalihan hak atas tanah senantiasa dilakukan
secara terbuka, terang dan jelas.

Pada status sebagai penghuni atau pemanfaatan suatu bidang
tanah pergi jauh dan atau meninggal dan meninggalkan anak-anak
yang belum cakap dan/atau istri yang dianggap tidak cakap
bertindak dalam hukum, metode pengalihan hak pemanfaatan atas
tanah yang biasa, yang dilakukan secara terbuka, terang dan jelas
tidak dapat dilaksanakan. Metode conveyancing yang diperboleh-
kan oleh hukum untuk melaksanakan hal tersebut, dalam
praktiknya membawa dampak pengenaan pajak yang cukup tinggi
bagi anak-anak dan/atau istri yang ditinggalkan tersebut. Hal ini
kemudian mengakibatkan banyak orang cenderung untuk melak-
sanakan sistem pengalihan hak pemanfaatan atas tanah tersebut
secara tertutup dan rahasia.?*®)

Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan antara pihak yang
namanya tercatat dengan pihak yang secara faktual menduduki,
mendiami, dan memanfaatkan bidang tanah tersebut untuk suatu
jangka waktu tertentu. Perbedaan ini selanjutnya hilang dengan
sendirinya pada saat anak yang belum dewasa tersebut menjadi
dewasa (orang selanjutnya memperoleh kembali haknya dalam
hukum).

225) Ibid., him. 73-74.
226) Ibid,, him. 74.
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Salah satu hal yang berkembang terkait dengan aktivitas court
of chancery sebagaimana dijelaskan sebelumnya adalah masalah
“kepemilikan” hak pemanfaatan atas tanah yang seringkali di-
alihkan tidak secara terbuka, terang dan jelas. Dengan konsepi
bahwa bahwa equity hanya merupakan pelengkap common law,
sehingga dalam sistem eguity orang atau pihak yang namanya
terdaftar tetap diperlakukan sebagai pemilik dalam hukum
(trustee), sedangkan mereka yang secara faktual memanfaatkan
tanah tersebut diperlakukan sebagai pemilik dalam egquity (cestui
gue trusts atau beneficiary). Benda yang diserahkan dalam trusts
disebut dengan nama trusts corpus.

Seperti telah disinggung di atas, terkait dengan “kepentingan”
hak atas tanah, dan dalam rangka perlindungan bagi kepentingan
keluarga, trusts pada umumnya dibentuk berdasarkan wasiat
(trusts will), yang disebut testamentary trusts, yang baru berlaku
dengan meninggalkan seft/or. Hal ini menunjukkan bahwa tidak
mungkin terjadi pembatalan atau penarikan kembali suatu trusts
yang telah dibentuk, atau pengambilan kembali harta kekayaan
yang telah diserahkan tersebut oleh seftlor, kecuali karena di-
nyatakan tidak sah berdasarkan putusan pengadilan.’?’)

Dalam /nter-vivos trusts, yaitu pemberian trusts oleh orang
yang masih "hidup kepada orang yang masih hidup juga, trusts
tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali atau dikembalikan pada
keadaannya semula. Salah satu alasannya adalah karena inte-
rvivos trusts ini pada umumnya diciptakan untuk kepentingan
perpajakan, dan pajak menghendaki sesuatu yang konsisten. Jadi,
setiap bentuk penyerahan HM yang telah dilakukan dalam hukum.
tidak dikembalikan pada keadaannya semula. Keadaan tersebut
selanjutnya terus dijaga hingga berakhirnya trusts tersebut.??®)
Pihak yang memperoleh penyerahan HM (#rustee) dalam hukum
harus menjadi pemilik di hadapan hukum. T7rustee inilah yang
nantinya menyelenggarakan pengurusan dan pengelolaan atas
harta benda yang diserahkan dalam trusts tersebut (#rusts corpus),
memberikan kemanfaatan atau keuntungan yang diperoleh dari
pengurusan frusts corpus tersebut kepada beneficiary yang
ditunjuk. Hal tersebut terus berlaku sampai pada akhir frustee
menyerahkan HM dalam hukum dari trusts corpus tersebut kepada
beneficiary yang telah ditentukan. Dengan dilakukannya penye-
rahan HM atas trusts corpus oleh trustee kepada beneficiary,

227) Ibid., him. 92.
228) Ibid., him. 92. Ini merupakan akibat the rule of im-perpetuity dari trusts.
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dominium atas benda tersebut kembali berada di satu tangan,
yaitu beneficiary yang dengan penyerahan HM tersebut juga
menjadi pemilik di mata hukum (common law). =)

Jika diperhatikan Diagram 1 di atas, dalam suatu trusts,
trustee tidaklah memiliki hubungan langsung dengan beneficiary.
Turstee adalah pihak yang menerima HM atas suatu benda dari
tangan settlor, baik yang diberikan setelah settlor meninggal
(trusts wifl) maupun selama settlor masih hidup (inter-vivos)
dengan kewajiban untuk menyerahkan kenikmatan &rusts corpus
kepada beneficiary. Meskipun Trustee merupakan pemegang hak
milik atas benda yang berada dalam trusts, tidaklah memiliki
wewenang yang penuh atas benda yang berada di dalam trusts
tersebut. Seorang trustee terkait dengan kewajiban untuk mem-
berikan kenikmatan atas benda tersebut kepada beneficiary.”)

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa seorang trustee
adalah pihak yang mempunyai kewenangan atas benda yang
berada dalam trusts, yang merupakan bagian dari kewajibannya
terhadap beneficiary atau cestui que trust, meskipun kewenangan
tersebut hanya terbatas pencatatan atau pendaftaran atas nama
trustee tersebut.”")

Kepentingan beneficiary sebagai penikmat benda yang berada
dalam trusts pada umumnya ternyata dalam instrumen yang mela-
hirkan frusts itu sendiri. Ada kalanya eksistensi atau keberadaan
kepentingan beneficiary tidak nyata secara tegas dalam instrument
yang melahirkan frusts. Dalam hal yang demikian kepentingan
tersebut tersirat (implied) dalam perbuatan hukum yang disebut-
kan dalam instrument frusts tersebut maupun karena pelaksanaan
(imposed) dari trusts itu sendiri.”*) Hal yang terakhir ini seringkali
disebut dengan resulting trusts.

Implied trusts dapat terjadi jika dalam suatu instrumen yang
melahirkan frusts tersebut ternyata tidak memberikan rumusan
yang tegas atau pasti, sehingga menimbulkan ambiguitas dalam

229) Ibid, him. 93. Konteks tersebut mengingatkan akan salah satu asas dalam
hukum benda yang berlaku di negara dengan tradisi hukum Eropa Kontinental,
yaitu bahwa atas suatu hak milik dapat diletakkan hak kebendaan lainnya dalam
bentuk jura in re alinea (hak kebendaan yang terbatas), yang mengikuti
bendanya, yang akan hilang jika pemegang hak kebendaan terbatas ini menjadi
juga pemegang hak milik atas benda yang diletakkan hak kebendaan secara
terbatas ini.

230) Ibid., him. 94

231) Ibid. him. 94

232) Ibid. him. 94
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penafsirannya. Dalam konteks yang demikian, implied trusts,
selama masih dapat diketahui secara pasti kehendak atau
keinginan pokok dari pihak (sefflor) yang melahirkan trusts
tersebut seringkali dimasukkan sebagai express trusts. Seringkali
juga suatu /mplied trusts disamakan dengan resluting trusts,
karena pada dasarnya resulting trusts lahir dari sesuatu yang
tersirat dalam pembentukan frusts, seperti misalnya:

a. seseorang membeli suatu benda dengan uang yang berasal
dari diri pribadi dan selanjutnya menyerahkan benda tersebut
tercatat atas nama diri orang lain atau suatu nama ber-
sama,”>) atau

b. seseorang (seftlor) menyerahkan suatu benda dalam trusts
kepada frustee dengan tidak merumuskan siapa tegas siapa
yang menjadi penerima manfaat atau beneficiary dari benda
yang diberikan dalam frusts tersebut. Dalam konteks yang
demikian, settlor demi hukum menjadi penikmat atau bene-
ficiary dari perbuatan penyerahan benda yang dilakukan
olehnya tersebut, yang dianggap sebagai frusts:

Sesuai dengan terminologinya, inti dasar dari frust adalah
“percaya”. Yakni adanya saling percaya di antara pihak pengelola
(trustee) dengan pihak yang memberi perintah (frustor, settler)
dan pihak yang menerima manfaat (beneficiary, Cestui gue trust).

Berikut ini beberapa batasan terhadap frusts dilihat dari segi
konseptual dan aplikatif:*>*%)

1. Trusts adalah kepercayaan yang diberikan kepada seseorang
yaitu kepada #rustee untuk kepentingan pihak lain yang
disebut cestui que trust, berkenaan dengan sesuatu harta
benda yang dimasukkan dalam kekuasaan frustee untuk
kepentingan pihak cestu/ gue trust. (Dikutip dari kasus Ex Rel.
Wirt V.Superior Court for Spokane Country, 10 Wash, 2™.362,
11 P.2d, 752, 755).

2. Trusts adalah hak terhadap harta benda, bergerak atau tidak
bergerak, yang dikuasai oleh seseorang untuk kepentingan
orang lain. (Dikutip dari kasus Goodwin V. Mc.Minn, 193 Pa.
646, 44A.1094, 74Am St. Rep. 703.

3. Trusts adalah suatu hubungan fiduciary dalam hubungan
dengan suatu harta benda yang melibatkan seseorang yang

233) Ibid., him. 95. (Mengutif: Pettit, op.cit., him. 54).
234) Munir Fuady, Hukum Bisnis dalam Teorf dan Praktik, Citra Aditya Bakti, Bandung,
1999, him. 271.
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menguasai harta benda tersebut dan mempunyai tugas-tugas
secara eguity untuk mengadakan pengurusan terhadap benda
tersebut untuk kepentingan orang lain. Yang berasal dari
adanya manifestasi dari maksud untuk menciptakan frust
yang bersangkutan. (Dikutip dari kasus Goodnough V. Union
Guardian Trust Co. 287 N.W. 772, 773, 774, 275 Mich.689)

4. Trusts adalah setiap perbuatan hukum dengan nama suatu
harta benda dialihkan dengan maksud agar harta benda
tersebut diatur oleh trustee untuk kepentingan pihak lain.
(Dikutip dari Raffo V. Faltr, 106 Cal. App. 5.1, 288 P.884.886)

5. Trusts adalah suatu kewajiban yang dibebankan atas sese-
orang dari suatu kepercayaan terhadapnya untuk mengelola
suatu harta benda secara baik dan menurut kepercayaan
tersebut; seperti juga setiap sifat dari peralihan benda, tetapi
tidak hanya untuk dikuasai oleh orang tersebut, melainkan
juga untuk dipergunakan untuk suatu tujuan tertentu untuk
kepentingan pihak ketiga. (Dikutip dari kasus Mac. Kenzie V.
Union Guardian Trust Co. 262 Mich. 563, 274 N.W. 814, 919)

Dalam pranata trusts ini ada keunikan, karena terdapat
konsep pemilikan ganda. Disatu pihak terhadap kepemilikan legal
atas benda tersebut dari pihak yang diberikan kepercayaan yaitu
pihak trustee tetapi berbarengan dengan itu pula terdapat ke-
pemilikan berdasarkan equity (equitable title) atau sering juga
disebut kepemilikan beneficial yang dimiliki oleh pihak penerima
manfaat (beneficiary).”>®)

Dasar terjadinya kepemilikan HM atas tanah melalui Nominee
dengan melakukan perjanjian Trustee, seperti terlihat di bawah ini:

Gambar 2
Kepemilikan HM Atas Tanah Melalui Nominee
berdasarkan Perjanjian 7rustee

Bentuk Trustor Trustee Beneficiary
Lembaga 7rust Settlor/ Trustor| Nominee: Legal Owner | Beneficiary Owner
(Sistem Anglo Saxon)

Kepemilikan Nominee Legal Owner:
Tanah Jenis HM WNA WNI WNA
atas Tanah

Nominee Legal Owner:
Badan Hukum | Direksi Badan Hukum
(nama perorangan)

235) Ibid, him. 271.
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Trustor dalam sistem Anglo Saxon tidak muncul ke permukaan,
sedangkan dalam kepemilikan tanah jenis HM atas tanah meng-
gunakan Nominee sebagai bentuk penyelundupan hukum, bahwa
WNA bersembunyi dibelakang WNI, dan yang kemudian muncul
sebagai /ega/ owner adalah WNI dan untuk Badan Hukum
bersembunyi dibelakang organ badan hukum/Direksi. Lega/ owner
dalam hal ini bukan rea/ owner, mereka berpura-pura sebagai /ega/
owner yang menggunakan namanya tercantum di dalam buku
sertifikat tanah, tetapi sesungguhnya kepemilikan hak atas tanah
adalah milik WNA atau Badan Hukum yang didasari dengan
perjanjian 7rustee,

D. KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH OLEH WNA
MELALUI PERKAWINAN DAN WARIS

1. Kepemilikan Hak Atas Tanah oleh WNA Melalui Per-
kawinan

Salah satu aspek kehidupan itu ialah yang langsung mengenai
kehidupan seseorang dan keluarganya yaitu dengan terikatnya
seseorang dalam sebuah perkawinan.

Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, tidak hanya sekadar sebagai suatu perbuatan
hukum yang menimbulkan akibat-akibat hukum, tetapi juga
merupakan perbuatan keagamaan, sehingga sah tidaknya suatu
perkawinan ditentukan menurut hukum agama dan kepercayaan
masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan. Hal ini
berbeda sekali dengan konsepsi perkawinan menurut Hukum
Perdata Barat yang memandang perkawinan hanya sebagai
perbuatan keperdataan belaka sebagaimana yang ada dalam
Pasal 26 BW yang menyatakan: "Undang-undang memandang soal
perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdatanya”.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal
2 ayat:
(1) “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”

(2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku”.

Dengan demikian, sebagai syarat sahnya perkawinan harus
dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Perkawinan, dicatat dalam
daftar pencatatan perkawinan oleh Pegawai tersebut, dan dilang-
sungkan menurut ketentuan undang-undang dan/atau ketentuan
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hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan
sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua
orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang _pria dengan
seorang wanita dengan tujuan materiil, yakni membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal sampai dipisahkan oleh
kematian.

Di dalam perkawinan terdapat harta benda yang kepemi-
likannya diatur pada Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-
undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan
bahwa harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta
bersama. Untuk menentukan lain, calon suami istri dapat meng-
adakan perjanjian perkawinan yang dibuat secara tertulis dan
disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada waktu sebelum
perkawinan dilangsungkan. Perjanjian ini dapat dibuat sepanjang
tidak merugikan pihak ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 29
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perjanjian perkawinan ini sangat jarang terjadi_jika perka-
winan dilakukan oleh kedua pasangan yang berwarga negara
Indonesia. Hal ini mungkin karena masih kuatnya hubungan
kekerabatan antara calon suami istri disamping pengaruh Hukum
Adat yang masih kuat dan bersifat tenggang rasa. Perjanjian
perkawinan ini sering dilakukan dalam perkawinan antara sesama
WNA ataupun perkawinan campuran. Perjanjian ini menegaskan
adanya pemisahan harta dalam bawaan masing-masing pihak.

Tujuan materiil yang akan diperjuangkan oleh suatu perjan-
jian dalam suatu perkawinan, perkawinan mempunyai hubungan
yang erat sekali dengan agama, sehingga bukan saja mempunyai
unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani.

Perkawinan campuran yang dikenal dalam Undang-undang
Perkawinan diatur dalam Regeling op de Gemengde Huweljjken
yang termuat di dalam Staatsblad 1898-158.

Perkawinan campuran ini dirumuskan dalam Pasal 57 Undang-
undang Perkawinan. Dalam Pasal 57 Undang-undang Perkawinan
ini disebutkan:

Perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang
yang tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan
kewarganegaraan, dimana salah satu pihak berkewarga-
negaraan Indonesia.

Undang-undang Perkawinan tidak mengatur antara dua orang
yang berbeda golongan maupun agama, misalnya bagaimana jika
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golongan bumiputra yang beragama Islam kawin dengan golongan
WNI keturunan yang beragama lain, sekiranya tiap-tiap agama itu
peraturannya melarang seorang pemeluk agama itu kawin dengan
orang yang memeluk agama lain. Apabila laki-laki dan seorang
perempuan, yang masing-masing memeluk agama lain, biasanya
salah satu dari mereka mengalah dan beralih kepada agama dari
pihak lain. Kalau ini terjadi, tentunya tiada kesulitan dalam
melakukan perkawinan.

Pada perkawinan campuran yang dimaksud dalam Undang-
undang Perkawinan adalah seorang WNI laki-laki kawin dengan
seorang wanita WNA, atau seorang WNI wanita kawin dengan
seorang laki-laki WNA.

Pasangan perkawinan WNA dengan WNI, jika terjadi perce-
raian, sebagaimana BW mengatur bahwa pasangan suami-istri ini
mendapat masing-masing sebahagian dari harta perkawinannya
baik bergerak maupun tidak bergerak. Sehingga untuk harta yang
diperoleh dalam perkawinan terhadap sebidang tanah yang sudah
bersertifikat atas nama pasangan yang WNI baik itu atas ke-
pemilikan hak milik maupun HM lainnya tetap-menjadi bagian
dari pasangan WNA.

Terhadap kepemilikan HM atas tanah yang diperoleh dalam
perkawinan, sesuai dengan syarat kepemilikan HM atas tanah
hanya dapat dimiliki oleh WNI dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1)
UUPA. Sesuai persyaratan kepemilikan HM, untuk pasangan WNI
dari perkawinan campuran berhak memiliki kepemilikan HM atas
tanah. Asal saja pasangan campuran ini haruslah diikuti dengan
iktikad baik pada saat ini membeli tanah tersebut semata-mata
untuk tujuan kebutuhan akan kehidupan dalam perkawinannya,
tanpa tujuan tertentu.

Terhadap kepemilikan harta bersama khususnya kepemilikan
HM atas tanah dalam perkawinan campuran ini, dapat saja timbul
masalah dikemudian hari jika terjadi perceraian pada pasangan
perkawinan campuran ini, yang harus membagi harta bersama
(gono-gini) ini. Hal ini, seharusnya bukanlah masalah, sepanjang
para pihak tidak mempermasalahan kepemilikan haknya bahwa
harta bersama ini dibuktikan berasal dari perkawinan pasangan
campuran ini dan atas harta bersama ini dapat dibagi sesuai
Undang-undang Perkawinan atas harta bersama terhadap kepemi-
likan hak milik atas tanah yang mengatasnamakan pasangan
WNInya, sehingga dalam pembagian harta bersama untuk kepe-
milikan tanah dapat dilakukan oleh pasangan perkawinan
campuran ini dengan cara menjual, yang hasil penjualannya
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dibagi dua untuk masing-masing pihak ataupun dibagi dalam
bentuk tanah. Jika pembagian dalam bentuk tanah, pihak WNA
yang menerima bagian dari tanah tersebut yang kepemilikannya di
atas HM dapat hanya memiliki dalam waktu 1(satu) tahun dan
setelah itu harus melepaskan hak kepemilikan HM atas tanah
tersebut sebagaimana disyaratkan di dalam UUPA Pasal 21 ayat
(3). Pelepasan hak dimaksud adalah dengan cara menjual atau
menghibahkan HM atas tanah tersebut.

2. Kepemilikan Hak Atas Tanah Oleh WNA Melalui Waris

Sebagaimana diuraikan atas aspek kehidupan, sehingga
terjadinya turun temurun keluarga dapat dilakukan dimana saja,
baik dari perkawinan atau pernikahan dan sebagainya. Terhadap
kehadiran seseorang melalui waris terjadi karena turunan.

Ahli waris adalah mereka yang mempunyai hak atas harta
untuk sebagian dari si peninggal warisan. Dengan demikian para
ahli waris merupakan kerabat si mati, yang menurut hukum ada
bagian sebagai ahli waris, disamping anak-anak yang di dalam
Hukum Kewarisan merupakan golongan yang utama, baik di dalam
Hukum Adat, Hukum Islam maupun dalam BW. Disamping anak-
anak sebagai ahli waris, juga masih ada para ahli waris lainnya
yang menurut hukum mempunyai hak untuk itu.

Seorang ahli waris yang karena kewarisan dapat memperoleh
hak atas harta peninggalan Pewaris, termasuk perolehan hak atas
tanah yang kepemilikannya adalah HM atas tanah.

Perolehan HM atas tanah terjadi karena pewarisan dari
pemilik kepada ahli waris sesuai dengan Pasal 21 ayat (3) dan
Pasal 26 UUPA, dengan pengecualian terhadap pemberian dengan
wasiat tidak dibolehkan.

Menurut Pasal 1023 KUHPerdata, para ahli waris menerima
hak terdahulu untuk pendaftaran boede/ataupun menolak warisan
tersebut.*®)

236) Ketentuan Pasal 1023 menyatakan: “Semua orang yang memperoleh hak atas
suatu warisan, dan ingin menyelidiki harta peninggalan, agar mereka dapat
mempertimbangkan apakah akan bermanfaat bagi mereka, untuk menerima
warisan itu secara murni, atau dengan hak istimewa dengan mengadakan
pendaftaran harta peninggalan, atau pula untuk menolaknya, mempunyai hak
untuk memikirkan, dan mereka harus melakukan suatu pernyataan di ke-
paniteraan Pengadilan Negeri, yang di dalam wilayahnya telah jatuh meluangkan
warisan tersebut, pernyataan mana akan dilakukan dalam suatu register yang
disediakan untuk itu.”
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Terhadap kepemilikan hak atas tanah akibat warisan yang
didapatkan dengan surat keterangan waris, dengan memerhatikan
penggolongan warga negara, sebagai berikut:

a. Golongan keturunan Eropa, surat keterangan waris dibuat
oleh Notaris;

b. Golongan penduduk Asli/Pribumi, surat keterangan waris oleh
para ahli waris, disaksikan oleh Lurah diketahui oleh Camat;

¢. Golongan keturunan Tionghoa oleh Notaris;

d. Golongan keturunan Timur Asing lainnya (seperti India dan

Arab) surat keterangan waris dibuat oleh Balai Harta
Peninggalan.”’)

Menurut A.P. Parlindungan, untuk keempat golongan tersebut
dapat juga diganti dengan Keputusan Pengadilan Negeri dan bagi
golongan Bumiputra Islam dengan surat Keputusan Pengadilan
Agama atau Mahkamah Syariah.”*®) Bagi golongan Timur Asing
Cina termasuk juga mereka yang sudah menjadi WNI maupun
masih WNA, surat keterangan kewarisan dibuat oleh Notaris.**)

Dengan demikian, seorang WNA dapat memiliki HM atas
tanah dengan mengikuti ketentuan pendaftaran hak dengan cara
peralihan hak atau pelepasan hak karena pewarisan sebagaimana
disebutkan di dalam Pasal 42 PP No. 24 Tahun 1997 dan kepemi-
likan HM atas tanah ini sama halnya dengan apa yang diamanah-
kan UUPA Pasal 21 ayat (3). Pelepasan hak dimaksud adalah
dengan cara menjual atau menghibahkan HM atas tanah tersebut.

E. ASAS MORALITAS SEBAGAI DASAR MELAKUKAN PER-
JANJIAN TRUST

Kata “moral”, “etika” dan “etis”, pada dasarnya mempunyai
arti yang sama, sekalipun bahasa asalnya berbeda. lika di-
perhatikan arti kata “moral”, dapat disimpulkan bahwa artinya
(sekurang-kurangnya arti yang relevan untuk kita, disamping arti
lain yang tidak pernah disinggung) yang berarti sama dengan
“etika” yaitu nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan

237) Surat Direktur Pendaftaran Tanah, Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam
Negeri Nomor Dpt/12/63/12/69 tanggal 20 Desember 1969. Lihat juga A.P.
Parlindungan, Pedoman Pelaksanaan UUPA dan Tata Cara Membuat Akta Tanah,
Alumni, Bandung, 1990, Cetakan VI, him. 56.

238) A.P. Parlindungan, Berakhirya Hak-Hak Atas Tanah Menurut Sistem Undang-
Undang Pokok Agraria, Mandar Maju, Bandung, 2001, Cetakan III, him. 24.

239) A.P. Parlindungan, Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria, Mandar Maju,
Bandung, 1985, him. 73.
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bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah
lakunya.**®)

Misalnya, perbuatan seseorang tidak bermoral. Dengan itu
dimaksud bahwa kita menganggap perbuatan orang itu melanggar
nilai-nilai dan norma-norma etis yang berlaku dalam masyarakat.
Ataupun kelompok pemakai narkotika mempunyai moral bejat,
artinya mereka berpegang pada nilai dan norma yang tidak baik.

Moralitas berasal dari kata Latin “*moralis” yang pada dasarnya
sama dengan “moral”, hanya ada nada lebih abstrak. Berbicara
tentang “moralitas suatu perbuatan” artinya, segi moral suatu
perbuatan atau baik buruknya. Moralitas adalah sifat moral atau
keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan
buruk.?*!)

Hukum dilaksanakan sesuai dengan jenis kalimat penga-
turannya, yaitu memerintahkan, mengatur, mengizinkan, dan
sebagainya. Menurut Thomas, seperti halnya sebuah pernyataan
merupakan manifestasi “perintah” akal budi dalam menyatakan
tentang suatu hal. Demikian juga, hukum adalah perintah akal
budi untuk mengarahkan sesuatu. Dengan kata lain “tugas” akal
budi adalah mengarahkan sesuatu hal kepada hal yang lain, atau
dari asas-asas tertentu menuju kesimpulannya, hingga pada
akhirnya kita sampai pada kesimpulan tentang keberadaan aturan-
aturan hukum.

Oleh karena itu, hukum mengarahkan perbuatan manusia,
sehingga semua aturan hukum berhubungan dengan perbuatan
manusia. Ada tiga jenis perbuatan manusia:***)

1. Tindakan kebijakan, yaitu semua perbuatan menurut asalnya
sudah baik. Aktivitas hukum sebagaimana termanifestasi di
dalam aturan-aturannya juga termasuk tindakan kebijakan,
sebab “semua hukum memerintahkan tindakan kebajikan”.

2. Tindakan kejahatan, yaitu semua perbuatan yang pada
dasarnya tidak baik, seperti misalnya: menipu. Hukum
melarang semua bentuk tindakan kejahatan macam apa pun.

3. Tindakan yang memiliki karakteristik khusus: misalnya,

- memberi izin. Hukum dapat berfungsi “mengizinkan” suatu
tindakan tertentu.

240) K. Bertens, Ftika, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, him. 7.

241) Ibid, him. 7

242) E. Sumaryono, Etika & Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aguinas,
Kanisius, Yogyakarta, 2002, him. 87 — 88. (Mengutip: 57, la Ilae, q. 92, a. 2).
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Berdasarkan ketiga hal tersebut di atas, pelaksanaan hukum
berfungsi sebagai norma kelakuan atau perbuatan. Sebagai
norma, hukum memberikan kemungkinan kepada manusia suatu
standar atau patokan tentang apa yang wajib dan apa yang
dilarang. Hal ini mengingatkan kita pada definisi yang diajukan
oleh Thomas, yaitu bahwa hukum adalah aturan dan ukuran
perbuatan ke arah tujuannya yang benar, baik secara moral
maupun yuridis. Sebagai pedoman, hukum berfungsi menjadikan
manusia baik, mengarahkan hidup manusia pada tujuan akhirnya,
serta menunjukkan sarana-sarana yang diperlukan dalam men-
ciptakan kebaikan umum. Hukum juga membuat manusia merasa
bebas untuk mempertahankan hak-haknya, dan pada saat yang
sama menjamin manusia untuk menolak sebuah otoritas yang
berlaku secara sewenang-wenang atau menunjukkan ketidak-
adilan.?*)

Telah disebutkan di atas, bahwa inti analisis filsafat hukum
Thomas Aquinas terletak pada usahanya menjawab persoalan
tentang ketaatan moral di dalam tatanan politik.***) Oleh karena
itu, jika ada hukum setiap orang sebagai subjek hukum terikat
untuk melaksanakannya.

Menurut Thomas, semua hukum positif memperoleh kekuatan
mengikat dari hukum kodrat. Ada tiga alasan manusia menaati
hukum, yaitu:**%)

1. Hukum memerintahkan sesuatu yang berguna bagi manusia;

2. Ada ancaman sanksi hukum jika manusia melanggar atau
melawan hukum yang berlaku; dan

3. Orang menaati hukum karena ia merasa wajib secara moral.

Alasan yang pertama dan kedua tidak dapat menjamin
ketaatan subjek pada hukum. Jika orang hanya akan taat pada
hukum karena diperintahkan atau diancam oleh adanya sanksi
hukuman, ketaatan itu tidak akan sampai pada kesadarannya.
Ketaatan itu bukan berasal dari hukum yang berlaku, melainkan
berasal dari apa yang diperintahkan oleh hukum atau dari
perasaan takut pada ancaman hukum. Oleh karena itu, sebuah
hukum baru dapat mengikat subjeknya jika hukum itu menyentuh
perasaan moralnya.”*)

243) Ibid, him. 88.
244) Ibid,
245) Ibid.
246) Ibid,, him. 89.



160 PENYELUNDUPAN HUKUM KEPEMILIKAN HAK MILIK ATAS TANAH DI INDONESIA

Jika hukum positif tidak dapat mengarahkan manusia pada
tujuan akhir, atau tidak dapat menyediakan sarana untuk men-
capai tujuan akhir tersebut, semua bentuk hukum positif tidak
dapat menuntut ketaatan moral.**’)

Menggunakan akal dan ketakberpihakan menyangkut hakikat
moralitas. Sebagai awal, dapat mencatat dua pokok utama:
pertama: keputusan moral harus didukung oleh akal yang baik;
kedua: moralitas menuntut pertimbangan takberpihak dari setiap
kepentingan individual.**®)

Moralitas dan akal. Pada kasus yang melibatkan emosi tinggi.
Perasaan seperti ini sering merupakan tanda dari seriusnya
masalah moral sehingga patut dikagumi.

Terhadap perasaan kuat semacam ini juga dapat menjadi
penghambat untuk menemukan kebenaran. Jika kita merasakan
emosi yang kuat terhadap suatu isu, muncul dugaan bahwa Kita
tahu manakah kebenaran yang sesungguhnya, bahkan tanpa
harus mempertimbangkan argumentasi dari sisi lawan. Sayang kita
tidak dapat mengandalkan perasaan-perasaan kita,. betapa pun
kuatnya perasaan ini. Pertama, karena mungkin hal itu irasional;
semua itu bukan apa-apa selain hasil dari kecurigaan, penekanan
kepentingan diri, atau pengkondisian kultural. (pada satu saat,
misalnya, “perasaan” orang menyatakan kepada mereka bahwa
anggota dari ras lain dan rendah dan bahwa perbudakan adalah
rencana Tuhan sendiri). Lebih lanjut, perasaan orang Yyang
berbeda-beda sering menyatakan kepada mereka hal yang justru
berlawanan; bahwa adanya perbedaan keinginan terhadap sanksi
yang diberikan kepada seorang terdakwa, sejumlah orang sangat
cenderung, untuk menghukum, sementara yang lain merasakan
kecenderungan yang sama kuat bahwa terdakwa seharusnya tidak
dituntut. Akan tetapi, kedua perasaan ini bisa benar.?*)

Jadi, jika kita mau menemukan kebenaran, kita harus men-
coba membiarkan perasaan kita dibimbing sejauh mungkin oleh
akal budi, atau argumentasi, yang bisa diberikan untuk melawan
pandangan-pandangan itu. Moralitas, pertama-tama dan terutama,
merupakan soal yang bertautan dengan akal; hal yang secara
moral benar untuk dilakukan, dalam lingkup apa pun juga,
ditentukan oleh alasan-alasan terbaik yang ada untuk melaku-
kannya.”*°)

247) Ibid, him. 89.

248) James Rachels, Filsafat Moral, Kanisius, Yogyakarta, 2004, him. 34.
249) Ibid., him. 35.

250) Ibid.
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Hal seperti ini tidak hanya berlaku untuk lingkup pandangan
moral yang sempit, melainkan merupakan tuntutan umum dari
logika yang harus diterima oleh setiap orang tak peduli posisi
mereka dalam isu moral khusus mana pun. Pokok yang dasari
boleh jadi dirumuskan dengan amat sederhana. Andaikata
seseorang berkata bahwa anda harus melakukan hal ini atau hal
itu (atau bahwa melakukan ini atau itu adalah salah), maka Anda
berhak untuk bertanya mengapa Anda harus melakukan hal itu
(atau mengapa hal itu keliru). Dan jikalau tak ada alasan yang baik
yang diberikan, anda boleh menolak anjuran itu sebagai suatu
yang takberdasar.?")

Cara demikian membuat keputusan-keputusan moral di
bedakan dari sekadar ungkapan dari selera pribadi. Jikalau
seseorang berkata “saya suka kopi,” ia tidak perlu mempunyai
alasan dia hanya membuat suatu pernyataan mengenai dirinya,
dan tak lebih dari itu. Tidak ada hal yang disebut “pembelaan
secara rasional” dari kesukaan atau ketidgksukaan seseorang akan
kopi. Oleh karena itu, tidak ada perbantahan mengenai hal itu.
Sejauh ia melaporkan dengan cermat seleranya, apa yang
dikatakan sudah bisa disebut benar. Lagi pula, tidak ada implikasi
bahwa orang lain harus merasakan hal yang sama. Jikalau setiap
orang lain di dunia membenci kopi, itu pun tidak ada salah moral
ia membutuhkan alasan-alasan; dan jikalau alasan-alasan jernih,
orang lain harus mengakui kekuatan alasan itu. Sementara kalau
ia tidak mempunyai alasan yang baik atas apa yang ia katakan,
ia hanya bikin ulah dan kita tidak perlu memberi perhatian
padanya.?*?)

Tentu saja, tidak setiap alasan yang dikemukakan merupakan
alasan yang baik. Ada juga alasan yang buruk sebagaimana ada
yang baik, dan kebanyakan dari keterampilan berpikir moral
berupa membicarakan perbedaan antara keduanya. Akan tetapi,
bagai-mana orang menyatakan perbedaan itu? Bagaimana kita
harus menaksir argumentasinya? Contoh-contoh vyang kita
kemukakan melukiskan beberapa pokok yang relevan.?*?)

Yang pertama adalah memperoleh faktanya langsung. Sering
hal ini tidak mudah seperti kedengarannya. Salah satu sumber dari
kesukaran itu adalah “fakta”-nya kadang-kadang sulit dipastikan —
persoalannya mungkin begitu kompleks dan rumit sehingga para

251) Ibid., him. 36.
252) Ibid.
253) Ibid., him. 36 - 37.
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ahli pun tidak bisa sepaham mengenai fakta itu. Persoalan lainnya
menyangkut kecurigaan manusiawi. Sering bersedia untuk
mempercayai beberapa versi dari fakta hanya karena hal itu
mendukung prekonsepsi seseorang. Mereka yang tidak setuju
dengan tindakan Robert Latimer, misalnya, akan cenderung
percaya mengenai prediksi-prediksi dalam “Argumen Tebing Licin”;
mereka yang menaruh simpati kepadanya tidak akan percaya pada
prediksi-prediksi tersebut. Sangat mudah untuk berpikir mengenai
contoh-contoh lainnya yang sejenis; orang yang tidak mau
memberikan uangnya untuk amal kasih sering berkata bahwa
organisasi amal hanya sia-sia, meskipun mereka tidak mempunyai
evidendi yang cukup untuk pernyataan ini; dan orang yang tidak
suka pada kaum homoseks akan mengatakan bahwa kelompok
homoseks (gay) itu meliputi juga sejumlah besar orang yang suka
menyiksa anak-anak kecil, meskipun bukti-bukti memperlihatkan
yang sebaliknya. Akan tetapi, fakta itu ada terlepas dari keinginan
kita dan pemikiran moral yang bertanggung jawab, berawal ketika
kita mencoba melihat hal-hal sebagaimana adanya.

Sesudah fakta yang ditetapkan, dan sejauh dimungkinkan,
prinsip-prinsip moral diajukan untuk dimainkan. Dalam ketiga con-
toh, sejumlah prinsip diajukan: bahwa tidak boleh “menggunakan”
orang; bahwa kita tidak boleh membunuh seseorang untuk
menyelamatkan yang lain; bahwa kita harus melakukan apa yang
menguntungkan orang yang terkena tindakan kita; bahwa setiap
kehidupan itu suci; dan bahwa keliru untuk mendiskriminasikan
orang-orang cacat. Kebanyakan argumen moral terdiri atas
prinsip-prinsip yang dikenakan pada fakta dari kasus-kasus
khusus. Sehingga pernyataan yang paling jelas untuk diajukan
adalah: Apakah prinsip-prinsip itu benar dan digunakan secara
cerdik ? %)

Paling baik jikalau ada resep sederhana untuk menyusun
argumentasi yang baik dan menolak yang buruk. Namun, sayang
tidak ada metode sederhana yang dapat dipergunakan. Argumen-
tasi dapat keliru dengan berbagai macam cara secara tidak
menentu, seperti tampak dari berbagai argumen mengenai bayi-
bayi yang cacat; dan orang harus tetap sedia pada kemungkinan
akan komplikasi baru dan jenis-jenis kekeliruan yang baru pula.
Akan tetapi, hal semacam ini tidaklah mengherankan. Penerapan
metode yang sudah bisa secara luar kepala tidak pernah menjadi

254) Ibid,, him. 38.
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pengganti yang memuaskan untuk inteligensi yang kritis di wilayah
manapun. Tidak terkecuali dalam pemikiran moral.?®)

Tututan untuk tidak berpihak. Hampir setiap teori penting dari
moralitas meliputi pula gagasan untuk tidak berpihak. Gagasan
dasarnya adalah bahwa setiap kepentingan individual mempuyai
kepentingan yang sama; dari sudut pandang moral, tidak ada
orang yang istimewa. Oleh karena itu, setiap orang harus
mengenal bahwa kesejahteraan orang lain sama pentingnya
dengan kesejahteraan seseorang. Akan tetapi, pada saat yang
sama, tuntutan untuk tidak berpihak mengecualikan skema apa
pun yang mengancam anggota kelompok yang kurang beruntung
dan dianggap sebagai lebih rendah (/nferior) secara moral —
sebagaimana orang kulit hitam, kaum Yahudi (di Amerika, pen.)
dan lainnya dalam berbagai kesempatan telah diperlakukan secara
demikian.**®)

Tuntutan untuk tidak berpihak sangat erat kaitannya dengan
pokok bahwa putusan moral harus didukung oleh alasan-alasan
yang baik. Pertimbangkanlah posisi seorang rasis yang berpan-
dangan, misalnya, bahwa tidak ada salahnya Kalau pekerjaan-
pekerjaan yang paling baik dalam masyarakat diperuntukkan
hanya bagi orang kulit putih. Ia bahagia dengan situasi bahwa
hampir semua eksekutif dari perusahaan besar, pejabat peme-
rintah, dan sebagainya adalah orang kulit putih, sementara orang
orang kulit hitam dibatasi terutama untuk pekerjaan-pekerjaan
tangan, dan ia mendukung pengaturan sosial yang memper-
tahankan situasi seperti ini. Menjadi pertanyaan mengapa hal
seperti itu dianggap benar. Apakah ada sesuatu pada diri orang
kulit putih yang membuat mereka lebih cocok untuk gaji yang
lebih besar dan posisi yang lebih luhur? Apakah secara inferen
mereka lebih cemerlang dan lebih terampil? Apakah mereka lebih
mempunyai kepedulian untuk dirinya dan keluarganya? Apakah
dengan memperoleh posisi-posisi seperti itu mereka lebih mampu
mendatangkan keuntungan? Dalam setiap pertanyaan di atas,
jawabannya tampaknya tidak dan jikalau tidak ada alasan yang
baik untuk memperlakukan orang secara berbeda, berarti
diskriminasi merupakan sikap semena-mena yang tidak dapat
diterima.?*’)

255) Ibid,, him. 38.
256) Ibid., him. 39.
257) ibid.
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Tuntutan untuk tidak berpihak, dengan demikian, pada
dasarnya tidak lain daripada suatu penolakan terhadap sikap
semena-mena dalam perlakuan terhadap sesama. Tuntutan
semacam ini menjadi aturan yang melarang kita memperlakukan
satu orang secara berbeda dari yang lain jikalau tidak ada alasan
yang tepat untuk melakukan hal itu. Namun, jikalau hal ini men-
jelasakan apa yang keliru pada rasisme, hal ini juga menjelaskan
mengapa dalam kasus-kasus yang khusus, perlakuan berbeda
terhadap yang bukan serta merta suatu sikap rasis. Misalnya,
seorang direktur film membuat sebuah film mengenai hidup Martin
Luther King, Jr. Ia tentu saja mempunyai alasan baik untuk
mengecualikan Tom Cruise, untuk peran bintang tersebut — karena
pemilihan pemain seperti itu tidak masuk akal. Karena ada alasan
yang tepat untuk itu “diskriminasi” sang direktur bukanlah sesuatu
yang semena-mena sehingga tidak bisa dikenai kritik.”®)

Konsep minimum dapatlah sekarang dinyatakan dengan
pendek: moralitas, setidak-tidaknya, merupakan usaha untuk
membimbing tindakan seseorang dengan akal, yakni untuk
melakukan apa yang paling baik menurut akal, seraya memberi
bobot yang sama menyangkut kepentingan setiap individu yang
akan terkena oleh tindakan itu.

Hal ini antara lain memberi kepada kita suatu gambaran
mengenai apa artinya menjadi pelaku moral yang sadar. Pelaku
moral yang sadar adalah seseorang yang mempunyai keprihatinan,
tanpa pandang bulu terhadap kepentingan setiap orang yang
terkena oleh apa yang ia lakukan; dia dengan hati-hati menggeser
fakta dan meneliti implikasi-implikasinya; dia menerima prinsip-
prinsip tingkah laku hanya setelah menyelidikinya dengan saksama
untuk memperoleh kepastian bahwa prinsip-prinsip itu sehat; dia
mau “mendengarkan akal” bahkan juga kalau itu berarti bahwa
keyakinan-keyakinan sebelumnya perlu diperbarui; akhirnya dia
juga bersedia untuk bertindak demi hasil-hasil menurut pertim-
bangan ini.**%)

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa setiap moral seseorang
sangat menentukan dalam melakukan suatu tindakan. Karena itu,
berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang bertautan dengan
akal; hal yang secara moral benar untuk dilakukan, dalam lingkup
apa pun juga, ditentukan oleh alasan-alasan terbaik dan penge-

258) Ibid.,, him. 40.
259) Ibid., him. 41
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tahuan yang ada untuk melakukannya yang dimiliki seseorang
berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukannya.

Sebelum seseorang melakukan suatu perbuatan hukum yang
menimbulkan akibat hukum dari perbuatannya, haruslah disadari
bahwa tindakan yang akan dilakukannya itu sesuai dengan
maksud dan tujuan serta pengetahuan yang dimilikinya diikuti hati
nurani akan kebenaran perbuatannya itu.

Pada saat membuat perjanjian Trustee para pihak hendaknya
didasari akan pengetahuan, maksud dan tujuan yang baik serta
mengikuti peraturan perundang-undangan yang ditentukan dan
diikuti moralitas yang baik dari para pihak. Sehingga jika suatu
perbuatan dilakukan sesuai dengan moralitas yang baik dengan
tujuan yang baik serta pengetahuan yang baik, perbuatannya itu
akan menghasilkan hasil yang baik sesuai harapan para pihak
dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, moralitas
seseorang memberikan hal yang positif, sehingga menimbulkan
kepercayaan. Dasar dibuatnya perjanjian 7rustee adanya suatu
kepercayaan seseorang kepada pihak yang ditunjuk (77rustee)
untuk melakukan suatu perbuatan yang dikehendaki bagi pihak
yang memberi kepercayaan itu ( 7rustor).

F. PENYELUNDUPAN HUKUM DALAM KEPEMILIKAN HAK
ATAS TANAH OLEH WNA DAN BADAN HUKUM

Kepemilikan hak berstatus HM merupakan incaran setiap
orang, baik WNI maupun WNA. Bagi WNI merupakan hak yang
dapat dimiliki sepanjang hak keperdataan atas kepemilikannya
berdasarkan undang-undang. Lain halnya dengan WNA yang jelas
tidak dibolehkan untuk memiliki tanah dengan status HM, tetapi
dalam praktik minat WNA maupun Badan Hukum dapat memiliki
tanah yang berstatus HM yang ditembuh dengan cara-cara yang
tidak sah yaitu melakukan penyelundupan hukum.

Meskipun terdapat berbagai varian dalam perjanjian berke-
naan dengan penguasaan tanah oleh WNA dan Badan Hukum,
secara garis besar perjanjian yang ditempuh menurut Maria S.W.
Sumadjono pada umumnya terdiri atas:**°)

1. Perjanjian Induk yang terdiri atas Perjanjian Pemilikan Tanah

(/and Agreement) dan Surat Kuasa;

2. Perjanjian Opsi;
3. Perjanjian Sewa-Menyewa (Lease Agreement);

260) Maria S.W. Sumadjono, Alternatif Kebjjakan . . . op.cit,, him. 14.
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4. Kuasa Menjual (Power of Atterney to Sell);
5. Hibah Wasiat; dan
6. Surat Pernyataan Ahli Waris.

Bila dilihat sepintas lalu, perjanjian yang dilakukan secara
Notarial tersebut di atas seolah-olah tidak menyalahi peraturan
perundang-undangan yang berlaku karena tidak dalam bentuk
pemindahan hak secara langsung. Namun, bila isi perjanjian
diperiksa dengan saksama, menurut Maria S.W. Sumadjono semua
perjanjian tersebut secara taklangsung dimaksudkan untuk
memindahkan tanah HM kepada WNA.**")

1. Perjanjian Pemilikan Tanah (PPT) dan Pemberian Kuasa dalam
PPT pihak WNI mengakui bahwa tanah HM yang didaftar atas
namanya bukanlah miliknya, tetapi milik WNA yang telah
menyediakan dana untuk pembelian tanah HM beserta
bangunan. Selanjutnya pihak WNI memberi kuasa yang tidak
dapat ditarik kembali kepada pihak WNA untuk melakukan
segala tindakan hukum terhadap tanah HM dan bangunan.

2. Perjanjian Opsi ki
Pihak WNI memberikan opsi untuk membeli tanah HM dan

bangunan kepada pihak WNA karena dana untuk pembelian
tanah HM dan bangunan itu disediakan pihak WNA.

3. Perjanjian Sewa-Menyewa
Pada prinsipnya, dalam perjanjian ini diatur tentang jangka
waktu sewa berikut opsi untuk perpanjangannya beserta hak
dan kewajiban pihak WNI dan penyewa WNA.

4. Kuasa untuk menjual, berisi pemberian kuasa dengan hak
substitusi dari pihak WNI sebagai pemberi kuasa kepada pihak
WNA sebagai penerima kuasa, untuk melakukan perbuatan
hukum menjual atau memindahkan tanah HM dan bangunan.

5. Hibah Wasiat
Pihak WNI menghibahkan tanah HM dan bangunan atas
namanya kepada pihak WNA.

6. Surat pernyataan ahli waris
Istri pihak WNI dan anaknya menyatakan bahwa walaupun
tanah HM dan bangunan terdaftar atas nama suaminya,

suaminya bukanlah pemilik sebenarnya atas tanah HM dan
bangunannya tersebut.

261) Ibid, him. 15.
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Menurut Maria S.W. Sumardjono, dalam bentuk lain terdapat
satu paket perjanjian yang juga bermaksud memindahkan HM
seczgﬁza taklangsung kepada WNA dalam bentuk tersebut di bawah
inis i)

1. Akta pengakuan Hutang.

2. Pernyataan bahwa pihak WNI memperoleh fasilitas pinjaman
uang dari WNA untuk digunakan membangun usaha.

3. Pernyataan pihak WNI bahwa tanah HM adalah milik pihak
WNA.

4. Kuasa menjual pihak WNI memberi kuasa dengan hak
substitusi kepada pihak WNA untuk menjual, melepaskan atau
memindahkan tanah HM yang terdaftar atas namanya sebagai
WNI.

5. Kuasa roya. Pihak WNI memberi kuasa dengan hak substitusi
kepada pihak WNA untuk secara khusus mewakili dan ber-
tindak atas nama pihak WNI untuk meroya dan menyelesai-
kan semua kewajiban utang-piutang pihak WNL.
Sewa menyewa tanah. . -
7. Perpanjangan sewa-menyewa.
Kuasa. Pihak WNI memberi kuasa dengan hak substitusi
kepada pihak WNA sebagai penerima kuasa untuk mewakili
dan bertindak untuk atas nama pihak WNI mengurus segala
urusan, memerhatikan kepentingan, dan mewakili pemberi
kuasa untuk keperluan menyewakan dan mengurus izin men-
dirikan bangunan (IMB), menandatangani surat pemberi-
tahuan pajak dan surat-surat lain yang diperlukan, meng-
hadap pejabat yang berwenang serta menandatangani semua
dokumen yang diperlukan.

o

o

Jika diperhatikan dengan saksama terhadap isi perjanjian
pokok yang diikuti dengan perjanjian lain yang terkait dengan
penguasaan tanah HM oleh WNA dan Badan Hukum tersebut
menunjukkan bahwa secara taklangsung melalui perjanjian
notariil, telah terjadi penyelundupan hukum, 'meskipun para pihak
sepakat terhadap isi perjanjian tersebut. Suatu perjanjian dikata-
kan sah jika tidak bertentangan dengan undang-undang khususnya
dalam hal ini adalah UUPA dan peraturan pelaksananya. Sehingga
untuk membuktikan bahwa terjadi penyelundupan hukum, harus
dicermati isi dari perjanjian pokoknya yang secara jelas bersem-
bunyi di dalam perjanjian itu sendiri yang memberikan kesan

262) Ibid, him. 16.
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terjadinya penyelundupan hukum. Dapat dilihat bahwa para pihak
yang berkepentingan disini saling merasa diuntungkan dengan
perjanjian tersebut yang tidak mempermasalahkan kebenaran
materiilnya, sehingga kesannya bahwa para pihak lebih memper-
timbangkan praktis lebih penting dibandingkan pertimbangan
yuridisnya.

Hal ini menandakan bahwa amanat Pasal 9, Pasal 21 dan
Pasal 26 ayat (2) UUPA pada praktiknya terjadi penyimpangan.
Bahwa perjanjian dengan penggunaan kuasa semacam ini, dengan
menggunakan pihak WNI sebagai frestee atau nominee merupa-
kan penyelundupan . hukum, karena substansinya bertentangan
dengan apa yang diamanatkan' UUPA, khususnya Pasal 26 ayat (2)
yang berbunyi:

“Setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian
dengan ‘wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimak-
sudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan
Hak Milik-kepada orang asing,-kepada seorang warganegara
yang disamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai
kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum,
kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam
Pasal 21 ayat (2), adalah menjadi batal karena hukum dan
tanahnya jatuh kepada negara, dengan ketentuan bahwa
hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung
serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik
tidak dapat dituntut kembali”. Q
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4

Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah
oleh WNA dan Badan Hukum
dalam Sistem Hukum Pertanahan
Indonesia

A. ASAS NASIONALITAS DAN ASAS INDIVIDUALITAS
DALAM HUKUM PERTANAHAN SEBAGAI ALASAN
TERJADINYA PENYELUNDUPAN HUKUM DALAM
KEPEMILIKAN HAK MILIK ATAS TANAH.

hadap adanya asas Nasionalitas dan asas Individualitas
dalam hukum pertanahan sebagai alasan terjadinya pe-
nyelundupan hukum dalam kepemilikan HM atas tanah.

?ada sub-bab ini akan dipaparkan pemikiran penulis ter-

Sebagaimana telah dikemukakan pada bab sebelumnya me-
ngenai asas Nasionalitas sebagai landasan bagi hubungan yang
abadi antara tanah wilayah Indonesia dengan bangsa Indonesia
yang menimbulkan implikasi hanya WNI yang dapat menjadi
subjek hak atas tanah. Asas yang memberikan hak atas tanah
peringkat tertinggi hanya kepada WNI, yaitu HM atas tanah, yang
hanya dapat dimiliki oleh WNI, hal ini membuktikan dasar filosofi
dalam Hukum Adat dalam ketentuan hak ulayat, hak atas tanah
dan hasil wilayah ulayat hanya untuk warga ulayat. Hanya anggota
masyarakat hukum adat yang dapat mengambil manfaat secara
penuh dari wilayah hukum adatnya, sedangkan kepada orang
asing hanya dapat mempunyai hak yang bersifat sementara.
Di dalam UUPA asas ini dikonkretkan pada Pasal 1 ayat (1) yang
menyatakan: “Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-
air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa
Indonesia” dan pada Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “Seluruh
bumi, air dan ruang udara, termasuk kekayaaan alam yang
terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai
karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah bumi, air dan ruang
udara bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional”.
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Ketentuan Pasal 1 UUPA di atas, sekaligus dimaknai bahwa bumi,
air dan ruang udara dalam wilayah Republik Indonesia yang
kemerdekaannya diperjuangkan oleh bangsa Indonesia, jadi tidak
semata-mata menjadi hak dari para pemiliknya. Penjelasan Umum
UUPA menegaskan bahwa hubungan bangsa Indonesia dengan
bumi, air dan ruang udara Indonesia merupakan hubungan hak
ulayat yang diangkat pada tingkatan yang paling atas, yaitu pada
tingkatan mengenai seluruh wilayah negara. Hubungan antara
bangsa dan bumi, air serta ruang udara Indonesia itu adalah
hubungan yang bersifat abadi sebagaimana disebutkan pada Pasal
1 ayat (3) UUPA.

Asas yang menempatkan kepentingan, keperluan dan untuk
sepenuhnya bagi masyarakat di suatu wilayah negara tersebut.

Pendekatan yang sesuai untuk penemuan dan pengembangan
asas kehidupan nasional, diisyaratkan oleh hubungan yang serasi
antara asas dan kebangsaan. Hubungan yang serasi ini ditentukan
oleh hakikat asas dan hakikat kebangsaan, yang melahirkan
haknya, disamping isi dan fungsinya. =

Menurut penulis terdapat perbedaan yang jelas pada hakikat
dari asas dan kebangsaan yang dijelaskan di atas, bahwa asas itu
adalah nilai-nilai yang diaplikasikan, dimasyarakatkan, dioperasikan
dalam hubungan-hubungan yang terdapat dalam kehidupan sosial.
Sedangkan Kebangsaan adalah kesatuan yang terintegrasi dalam
suatu kehidupan masyarakat di dalam suatu negara, terjalin rasa
memiliki atas semua yang ada di alam semesta di dalam wilayah
negara itu.

Kekayaan alam yang menjadi milik masyarakat di wilayah
suatu negara yang menimbulkan kepemilikan yang hakiki dari
masyarakat itu. Kekayaan alam yang dimaksud misalnya pada
kepemilikan tanah, yang menjadi tempat tumpuan masyarakat
hicup adalah milik bangsa itu sendiri.

Keberadaan asas Nasionalitas ini dikaitkan dengan tanah
sebagaimana telah dijelaskan di atas, merupakan asas yang
memberikan hak atas tanah peringkat tertinggi hanya kepada
kepada WNI untuk memiliki tanah wilayah Indonesia, ini berarti
hanya WNI yang mempunyai dan memiliki hak-hak atas tanah di
Indonesia. Sebagai dasar filosofi dalam hukum adat dalam keten-
tuan hak ulayat, hak atas tanah dan hasil wilayah ulayat hanya
untuk warga ulayat.”®?)

263) Djuhaendah Hasan, Bshan Perkuliahan Program Pasca Sarjana, Universitas
Padjadjaran, Bandung, 2006, him. 8.
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Akibat keikatan hubungan erat antara bangsa Indonesia
dengan alam yang dimilikinya yaitu bumi, air serta ruang udara ini
membuat terjadi keterbatasan WNA untuk dapat memiliki HM atas
tanah, bahwa kepemilikan HM atas tanah hanya diperuntukkan
bagi WNI.

Pada asas Individual sebagaimana telah dijelaskan pada bab-
bab sebelumnya, asas ini menerangkan bahwa objek hak ke-
bendaan hanya terhadap benda yang dapat ditentukan atau
terhadap benda tertentu. Dalam hal ini lingkup Hak Bangsa pun
dimungkinkan kepada WNI, sebagai pihak yang mempunyai hak
bersama atas tanah bersama tersebut, masing-masing menguasai
dan menggunakan sebagian dari tanah-bersama itu secara
individual dengan hak-hak yang bersifat pribadi.

Demikian pula halnya menguasai dan menggunakan tanah
secara /ndividual berarti bahwa tanah yang bersangkutan boleh
dikuasai secara perorangan. Tidak ada keharusan menguasainya
bersama-sama dengan orang-orang lain secara kolektif, biarpun
menguasainya dan menggunakan tanah itu bersama dimungkinkan
dan diperbolehkan.

Akibat keikatan hubungan erat antara bangsa Indonesia
dengan alam yang dimilikinya yaitu bumi, air serta ruang udara ini
membuat terjadi keterbatasan hak dalam kepemilikan atas tanah
oleh WNA untuk dapat memiliki HM atas tanah, karena kepemilikan
HM atas tanah hanya diperuntukkan bagi WNI, sehingga baik
disadari atau dengan sengaja maupun tanpa disadari para pelaku
ingin memiliki hak tertinggi itu dengan berbagai cara.

Besarnya minat asing untuk memiliki aset properti di
Indonesia bisa kita lihat di Pulau Bali. Banyak di antara orang asing
yang sebelumnya turis yang terpaksa “menikah” dengan orang Bali
hanya supaya bisa memiliki vila atau hotel di pulau Dewata ini.

Saat ini Bali tidak hanya sebagai kota wisata, tetapi sudah
menjadi salah satu pilihan untuk berinvestasi di sektor properti.
Oleh karena itu, beberapa perusahaan developer domestik seperti
PT. Bakrieland Development yang sudah lama berbisnis properti
dan perusahaan asing lainnya seperti Rits Carlton, St. Regis dan
Bvigaril telah memperluas investasi di sektor properti di pulau
Dewata.

Investasi yang dilakukan tidak saja di pulau Dewata, tetapi
telah tersebar di seluruh kepulauan Indonesia, yang kaya akan
sumber alamnya dan keindahan pemandangannya.
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Hal ini tentunya makin membuat keinginan yang tinggi untuk
berinvestasi di Indonesia dengan berbagai cara. Sebagai salah
satu contoh kasus yang dilakukan oleh WNA dalam kepemilikan
tanah melalui penyelundupan hukum yakni memakai peran WNI
seakan-akan memilikinya atau atas nama WNI di bawah kuasa
WNA, kejadian ini terjadi di kawasan pulau Bawah di perairan
selatan Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, bahwa seorang
WNA berkebangsaan Malaysia dan berkebangsaan Australia me-
makai nama seorang nelayan untuk membeli tanah senilai Rp. 1
miliar, yang kepemilikannya sudah dilegalisasi oleh aparat Desa
Kiabu dan Kecamatan Siantan.

Namun, dari berkas akta-akta terjadi kejanggalan yang tidak
sesuai dan tidak masuk akal terhadap subjek kepemilikannya,
yakni pemilik yang tercantum pada akta sertifikat tanah itu adalah
nama warga asli yang mata pencahariannya seorang nelayan.

Hal ini tentu saja mengundang tanda tanya banyak orang di
sekitar warga setempat bahwa tidak masuk akal jika seorang
nelayan mampu membeli tanah senilai Rp. 1 miliar.

Kecurigaan menjadi isu bagi warga, sehingga berkembang
dugaan adanya praktik jual beli pulau tersebut yang mengarah
kepada pembeli‘atau pemilik modal WNA dibalik nama WNI yang
relatif tidak masuk akal mampu membeli tanah kebun ataupun
pulau tersebut dengan nilai sebesar itu. :

Adanya indikasi praktik transaksi jual beli pulau, sudah lama
terdengar dan ada beberapa kasus yang sudah pernah mencuat ke
atas, antara lain transaksi jual beli di kawasan kepulauan Seribu,
dengan bentuk kepemilikan memakai nama WNI, di bawah kuasa
WNA sebagai pemilik sesungguhnya.

Penyelundupan hukum yang dilakukan dengan kepemilikan
HM atas tanah oleh WNA diperoleh dengan berbagai cara, antara
lain yang banyak terjadi yaitu dengan melakukan perkawinan
campuran antara WNI dengan WNA dengan tujuan untuk memper-
oleh kepemilikan HM atas tanah.

Bentuk perkawinan yang dilakukan dengan cara tersebut
biasanya dilakukan dengan perkawinan di bawah tangan atau
biasa dikenal dengan perkawinan “Sirih”. Hal ini biasanya dilaku-
kan oleh pasangan WNA dan WNI, karena selain pelaksanaannya
sangat mudah dan murah cukup dengan disaksikan oleh wali nikah
dan bagi yang beragama Islam dilakukan dengan mengucapkan
dua kalimat syahadat dan disaksikan oleh wali orang tua wanita,
ataupun banyak dilakukan dengan kawin kontrak, tanpa melakukan



Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah oleh WNA dan . . . Pertanahan Indonesia 173

perkawinan secara agama, tetapi cukup dengan perjanjian dari
pasangan WNA dan WNI ini.

Cara kepemilikan HM atas tanah melalui pasangan WNI-WNA
ini tinggal bersama yang dikenal dengan istilah “Kumpul Kebo”
atau istilah lain dalam bahasa Inggris “Living Together”. Kumpul
Kebo ini banyak terjadi di daerah, khususnya di pinggiran kota.
Sedangkan istilah Living Together lebih banyak dikenal di kota-
kota besar.

Pertemuan pasangan WNA dan WNI inilah yang menimbulkan
keinginan WNA untuk memiliki HM atas tanah dengan memakai
nama pasangan WNI-nya. Keterikatan bagi pasangan WNI tidak
saja langsung dengan mudah dapat menguasai hak atas tanah
tersebut dengan memakai namanya, karena hal ini telah diper-
hitungkan oleh pemilik sesungguhnya WNA untuk mengikat atas
kepemilikan hak itu dengan cara melakukan perjanjian pelepasan
hak yang dibuat di hadapan Notaris, sehingga bagi pemilik nama
WNI yang tertera dikepemilikan sertifikat tersebut tidak dapat
melakukan pelepasan hak/pemindahan hak atau melakukan pen-
jualan ke pihak ketiga, tanpa persetujuan pasangan WNA-nya.

Kepemilikan HM atas tanah dengan cara di atas dapat di-
jumpai di kawasan Industri Cikampek/Purwakarta, bahwa wanita-
wanita warga Purwakarta telah banyak diperistri oleh WNA asal
kebangsaan Korea.

Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan tersebut di atas
merupakan perkawinan di bawah tangan yang dikenal juga dengan
pernikahan “Sirih”. Dengan berbekal pernikahan itulah bagi WNA
yang merasa dapat memiliki hak atas tanah melalui wanita yang
dinikahinya dengan memakai nama wanita WNI tersebut untuk
mendapatkan kepemilikan tanah dengan status tanah HM.

Kepemilikan hak atas tanah tersebut lambat ataupun cepat
dapat diketahui juga oleh aparat, baik dengan terjadi perma-
salahan dalam hal hubungan bagi kedua pasangan ini ataupun
dengan pihak ketiga, ataupun adanya kecurigaan warga setempat
sebagaimana penulis sampaikan pada kejadian transaksi jual
beli yang terjadi di Kepulauan Riau. Terhadap pasangan asal
Purwakarta inipun terungkap ketika si wanita penduduk asli
setempat ingin menjual tanahnya, karena ia merasakan telah lama
ditinggal pergi oleh pasangan WNA-nya asal Korea tersebut, tetapi
ketika si wanita ini akan menjual tanah tersebut, barulah ia
menyadari bahwa dia terikat dengan perjanjian dengan pasangan
WNA-nya karena terdapat perjanjian yang dibuat secara notarial



174 PENYELUNDUPAN HUKUM KEPEMILIKAN HAK MILIK ATAS TANAH DI INDONESIA

untuk tidak dapat memindahkan hak atas tanah tersebut tanpa
pasangan WNA-nya.

Hal ini tentunya membuat si wanita ini berupaya terus untuk
menjual dan menghubungi ketua RT setempat dan dengan
bantuan ketua RT setempat mendatangi petugas di Badan
Pertanahan Nasional, tetapi tidak berhasil diselesaikan.

Terdengar kabar setelah beberapa lama kemudian akhirnya
tanah itu berhasil dijual setelah kembalinya pasangan WNA asal
Korea.

Hal lain yang terjadi dalam kepemilikan hak atas tanah secara
melawan hukum yakni dengan cara meminjam nama dari orang
yang dipercaya dengan berbagai motif antara lain melalui sopir
pribadi, kerabat bahkan orang yang baru dikenalnya pun tetapi
berpotensi untuk dijadikan pemegang hak dalam kepemilikan
tanah yang diharapkan oleh pihak asing (WNA) dalam memiliki
tanah tersebut.

Adapun isi perjanjian pelepasan hak yang biasa dikonsep oleh
Notaris sesuai keinginan pemilik sesungguhnya WNA atas tanah
tersebut dengan membuat kata kunci pada kalimat perjanjian
tersebut yang berbunyi:

“, . . pelepasan hak/pemindahan hak atas kepemilikah hak
atas tanah ini hanya dapat dilakukan dengan ditandatangani
oleh kedua belah pihak”.

Hal ini telah membuktikan adanya penyelundupan hukum
dalam kepemilikan HM atas tanah dengan cara-cara yang diurai-
kan tersebut di atas bahwa para pelaku WNA secara memaksakan
diri memiliki HM atas tanah dengan cara melakukan penyelun-
dupan hukum.

B. MASALAH KEPEMILIKAN HAK MILIK ATAS TANAH
BERDASARKAN UUPA

Kepemilikan hak atas tanah merupakan suatu hal penting
dalam masalah pembangunan, yang tidak mungkin diabaikan
begitu saja. Sang waktu mendesak, keadaan memaksa, penduduk
bertambah, produksi pangan dengan cara tradisional di banyak
negara tidak lagi mencukupi kebutuhan primer, pertanian harus
memberikan hasil dan uang lebih banyak lagi, sedangkan uang itu
tidak hanya diperlukan untuk membeli pangan, tetapi juga sebagai
modal untuk membangun perusahaan industri dan lain-lain, yang
dapat memberikan mata pencaharian kepada kelompok orang
takbertanah yang makin membesar jumlahnya.
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Komersialisasi produksi agraria ini hanya mungkin dilaksana-
kan dengan sarana suatu stelsel hukum yang memberikan
kepastian yang jelas dan tegas, yang mengatakan seperti
diungkapkan oleh seorang penulis Inggris: “who owns what".

Hukum rakyat memberikan kepastian yang memadai di dalam
situasi ekonomi pada saat lahirnya, dan karena itu juga me-
nyesuaikan diri dengannya. Namun, hukum tersebut terpaksa
mengecewakan dalam menjawab tantangan ekonomi perdagangan
yang serba keras dan kejam. Ekonomi semacam ini memang
menuntut formalisme dan kelincahan dari lalu lintas hukum,
sedangkan lembaga-lembaga hukum tradisional dari peguyuban-
peguyuban hidup yang pada umumnya tidak tertulis itu tidak
mampu memenuhinya.

Perundang-undangan agraria yang bermaksud menghilangkan
kelemahan-kelemahan yang melekat pada stelsel hukum masya-
rakat-masyarakat sedang berkembang, dan memajukan produksi,
diantaranya yang terjadi di wilayah-wilayah yang hak-hak per-
orangannya mulai mempunyai bentuk yang jelas dan tetap di
daiam stelsel hukum, sehingga kepastian hukumnya dapat diper-
besar dengan mengadakan registrasi hak-hak tersebut, dan
dengan pengawasan penguasa secara tertib dan teratur men-
daftarkan penyerahan hak dalam melakukan penjualan, peng-
alihan hak dalam pewarisan, dan pembebanan tanah dengan hak
tanggung.

Selain melakukan pengawasan oleh penguasa dalam peng-
aturan pemilikan hak atas tanah, calon pembeli tanah sebelum
melakukan pembelian tanah perlu memerhatikan tata cara mem-
peroleh tanah yang diperlukan, seperti diuraikan di bawah ini:

1. Tata Cara Memperoleh Tanah
a. . Hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

1) Proyeknya: yaitu apa yang direncanakan untuk dibangun;

2) Lokasi: tempat dimana akan dibangun di atas tanah
tersebut, sehingga akan berhubungan dengan izin dari
Pemerintah Daerah setempat yang berpedoman pada
Rencana Kota (stanplan atau aty planning) yang
dilengkapi dengan rencana yang lain yang tidak dapat
dipisahkan yaitu Rencana Tata Guna Tanah (RTGT).

3) Tanah yang tersedia:
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a) Segi fisik, terdiri atas:

- Letak tanahnya yang menyangkut masalah yuris-
diksi perubahan dasar,
. Luas tanahnya dalam hal ini perlu diteliti ukuran

yang tepat,

. Batas-batas tanahnya untuk mencegah konflik
dengan tanah yang bersebelahan.
b) Segi yuridis, yang meliputi:
. Status tanahnya, apakah tanah itu tanah negara
atau tanah dari hak-hak pribadi tertentu;
. Status subjeknya, siapakah pemilik atau peme-
gang hak atas tanah;
- Hak-hak pihak ketiga yang membebaninya;
- Perbuatan/peristiwa hukum yang telah terjadi;
- Apakah ada penguasaan illegal diatasnya.
Untuk itu, perlu diperhatikan skematis gambar di bawah
ini untuk mengetahui keterangan mengenai segi fisik dan

yuridisnya:

Gambar 3

Tanah Hak Didaftar

TANAH HAK
YANG SUDAH DIDAFTAR

TANAH HAK
YANG BELUM DIDAFTAR

Sertifikat Hak Tanah terdiri atas:
= Salinan Buku Tanah;
« Surat ukur.

Sertifikat Sementara terdiri atas:
« Salinan Buku Tanah.
= Gambar Situasi.

Bagian tanah-tanah bekas HM

Adat, yang dianggap sebagai

tanda bukti, sebelum UUPA, yaitu:

« PETUK PAJAK.

= Pajak hasil bumi/ “landrente”
(bagi HM Adat di desa).

« Verponding Indonesia
(bagi HM Adat di kota-kota besar)
disebut pembayaran PBB.

Petuk pada tanah-tanah bekas HM adat sebelum 24
September 1960 dianggap hanya sebagai tanda bukti, karena
petuk cuma berfungsi terbatas sebagai petunjuk untuk me-
ngetahui status tanah dan riwayat tanah yang bersangkutan,
serta siapa yang mempunyainya. Jadi, bukan sebagai alat

bukti dalam arti yuridis.
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b.

Alat bukti bagi tanah bekas HM Adat, adalah sebagai berikut:

1) Surat asli jual beli tanah (sebelum 24 September 1960)
yang disahkan oleh Kepala Desa;

2) Surat Keputusan Pemberian Hak (yang kewajibannya
sudah dipenuhi);

3) Perlu disertai Surat Keterangan dari Kepala Desa (Lurah)
yang diperkuat oleh Camat (dalam surat keterangan
dimuat tentang status tanah, subjeknya, letak, luas,
batas-batas, dll).

Cara Memperoleh Tanah yang Tersedia

Prosedur yang harus ditempuh dengan tujuan untuk
menimbulkan suatu hubungan hukum yang sah antara subjek
tertentu dengan tanah tertentu. Sebagaimana telah dijelaskan
pada bab sebelumnya, bahwa secara garis besar menurut
hukum tanah nasional dikenal ada 3 macam status tanah,
yakni:

1) Tanah yang langsung dikuasai oleh negara; dan

2) Tanah Hak, yaitu tanah yang dipunyai oleh perorangan
atau badan hukum, artinya sudah terdapat hubungan
yang konkret antara subjek tertentu dengan tanahnya;

3) Tanah ulayat, yaitu tanah dalam penguasaan suatu
masyarakat hukum adat.

Yang dipermasalahkan ialah: Bagaimana cara seorang
subjek hukum untuk memperoleh hak atas tanah yang sesuai
dangan peruntukan penggunaan dan syaratnya ?

Dalam garis besarnya secara khusus, tata cara untuk
memperoleh tanah menurut hukum tanah nasional adalah
sebagai berikut:

1) Acara Permohonan dan Pemberian Hak atas Tanah
Negara, jika tanah yang diperlukan berstatus tanah
negara.

2) Acara Pemindahan Hak, jika:

a) Tanah yang diperlukan berstatus tanah hak.

b) Pihak yang memerlukan tanah boleh memiliki hak
yang sudah ada.

c) Pemilik bersedia menyerahkan tanahnya.
3) Acara Pelepasan Hak, jika:

a) Tanah yang diperlukan berstatus tanah hak ulayat
suatu masyarakat hukum adat.
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b) Pihak yang memeriukan tanah tidak boleh memiliki
hak yang sudah ada.

c) Pemilik bersedia melepaskan haknya.
4) Acara Pencabutan Hak, jika:
a) Tanah yang diperlukan berstatus tanah hak.
b) Pemilik tanah tidak bersedia melepaskan haknya.

c) Tanah tersebut diperlukan bagi pelaksanaan pemba-
ngunan untuk pentingan umum.

2. Permasalahan hukum
Larangan pemindahan hak milik kepada:

a. Warga Negara Asing;
b. Badan Hukum Indonesia (kecuali yang di tetapkan dengan PP
No.38/1963); dan

c. Badan hukum asing (Pasal 26 ayat (2) UUPA).

Akibat hukum jika terjadi pemindahan hak sebagaimana
disebutkan di atas, maka:
a. Pemindahan batal demi hak;
b. Tanah menjadi tanah negara;
c. Uang yang sudah dibayar tidak dapat dikembalikan;
d. Beban diatasnya tetap berlangsung.

Peristiwa hukum yang menyebabkan beralihnya HM kepada
pihak-pihak yang tidak berwenang sebagai pemegang HM seperti
WNA, masih diakui/diperbolehkan oleh UUPA dengan syarat orang
asing tersebut tidak boleh memegang HM itu lebih dari 1 tahun
dan harus mengalihkannya kepada pihak yang memenuhi syarat.

Peristiwa hukum yang menyebabkan berakhirnya HM kepada
WNA adalah:

1) Percampuran harta karena perkawinan campuran, UUPA Pasal
36 ayat (1) & (2) jika dilanggar kewajiban dalam jangka
waktu 1 tahun: mengalihkan hak dan melepaskan hak akibat
tanah menjadi tanah negara;

2) Pewarisan tanpa wasiat (pewarisan Ab intestato),

3) WNI kehilangan status kewarganegaraan Indonesianya
(peralihan WNI menjadi WNA).
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C. KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH OLEH WNA DAN
BADAN HUKUM SECARA TERSELUBUNG

1. Kepemilikan hak atas tanah oleh WNA secara terse-
lubung

Kepemilikan hak atas tanah yang dapat dilakukan dengan
berbagai cara dalam perjanjian berkenaan dengan penguasaan
tanah oleh WNA, yang dilihat secara sepintas lalu, perjanjian itu
dilakukan secara Notarial yang seolah-olah tidak menyalahi
peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena tidak dalam
bentuk pemindahan hak secara langsung.

Jika dicermati satu persatu dari perjanjian yang dibuat secara
terselubung ini, akan terlihat adanya penyimpangan hukum.

Ada beberapa cara yang dilakukan dalam bentuk pemindahan
hak secara terselubung, antara lain seperti di bawah ini:

a. Melalui cara membangun bangunan di atas tanah milik WNI,
sebagaimana hak yang dapat dimiliki oleh WNA adalah HP,
sedangkan HM merupakan hak yang dapat menjadi induk hak
atas tanah tersebut, termasuk misalnya HGB, HS Untuk
Bangunan. UUPA menentukan bahwa hanya WNI yang dapat
menjadi subjek HM (Pasal 9 jo. Pasal 21). Lebih lanjut, secara
tegas ditentukan bahwa WNA tidak dapat menjadi subjek HM
(Pasal 26 ayat (2)).

Semakin terbukanya peluang bagi WNA untuk tinggal di
Indonesia berhubung dengan tugas/pekerjaannya, sedangkan
mereka tidak dapat menjadi subjek HM, karena WNA bukan
subjek HM sering timbul gagasan untuk memberi kemung-
kinan WNA memiliki bangunannya saja, sedangkan tanahnya
adalah milik WNI yang diserahkan dengan HS untuk
bangunan atau HP.

HP yang diberikan adalah hak untuk menggunakan dan/
atau memungut hasil tanah yang langsung dikuasai oleh
negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang
dan kewajibannya tertentu bagi pemegang haknya sebagai-
mana bunyi Pasal 41 ayat (1) UUPA, sedangkan pada HS
untuk bangunan adalah hak yang lain untuk keperluan
bangunan dengan membayar uang sewa yang dapat
diserahkan satu kali atau secara berkala yaitu dapat dilakukan
tiap bulan atau tahun, sebelum atau sesudah tanah digunakan
(Pasal 44 UUPA). Pemilik menyerahkan tanah dalam keadaan
kosong kepada penyewa dengan maksud penyewa yang
akan mendirikan bangunan di atas tanah tersebut.
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Pada prinsipnya, bangunan itu menjadi milik penyewa, kecuali
ditentukan lain dalam perjanjian. WNA yang berkedudukan di
Indonesia dapat menjadi subjek HP dan HS untuk bangunan.

Adanya asas pemisahan horizontal yang dianut oleh
hukum tanah nasional, sehingga secara yuridis untuk
menyerahkan HM kepada WNA dengan HS untuk bangunan
atau HP, yang berarti bahwa pada prinsipnya pemilikan
bangunan terpisah dengan penggunaan tanahnya kecuali jika
menurut kenyataan pemilikan bangunan dan penguasaan hak
atas tanahnya berada pada satu tangan. Secara yuridis hal ini
dapat dilakukan antara sesama WNI. Namun, hal ini tidak
dapat dilakukan terhadap WNA yang secara vyuridis tidak
dapat dipertanggungjawabkan, karena bertentangan dengan
undang-undang, yakni melanggar Pasal 26 ayat (2) UUPA
yakni larangan pemindahan hak. Meskipun pemindahan hak
yang dilakukan tidak secara terang-terangan terjadi jual beli,
secara substansial hal ini merupakan pemindahan hak yang
taklangsung. Sebagai indikasi adanya pemindahan hak secara
terselubung, jika terjadi hal-hal berikut ini:

1) Uang sewa dibayar sekaligus atau uang pengganti untuk
menyerahkan HP, besarnya kurang lebih sama dengan
harga tanah itu;

2) Jangka waktu perjanjian melampaui batas kewajaran;

3) Pemilik hanya dapat meminta kembali tanahnya dengan
membayar kembali sebesar harga tanah yang sebenar-
nya; dan lain sebagainya.

Tentunya hal ini menunjukkan secara materiil telah
terjadi pemindahan HM secara terselubung, yang merupakan
penyelundupan hukum.

b) Tanah HM diserahkan dalam keadaan kosong oleh pemegang
HM (WNI), yang tanahnya didaftarkan dengan HP atau HS.
Pada akhirnya, perjanjian berakhir apabila pemegang HM
seakan menebus kembali harga jual dahulu dengan membeli
sekarang. Sehingga uraian ini juga termasuk penyelundupan
hukum yang dilarang oleh UUPA. Oleh karena itu, WNA dalam
memiliki bangunan adalah dengan pemberian HP oleh negara
yang wajib didaftarkan melalui ketentuan Peraturan Menteri
Agraria No. 1 Tahun 1966. Pendaftaran HP tersebut meme-
nuhi asas publisitas dan akhirnya HP dapat dipindahtangankan
sebagaimana HM, HBU, HBG.
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c) Berkedok dengan melakukan jual beli atas nama seorang
WNI, sehingga secara yuridis formal tidak menyalahi
peraturan, dengan melakukan perjanjian antara WNI dan
WNA melalui pemberian kuasa (dilakukan dengan pemberian
Kuasa Mutlak), yang memberikan hak yang tidak dapat ditarik
kembali oleh pemberi kuasa (WNI) dan memberikan ke-
wenangan bagi penerima kuasa (WNA) untuk melakukan
segala perbuatan hukum berkenaan dengan hak atas tanah
tersebut, yang menurut hukum hanya dapat dilakukan oleh
pemegang hak (WNI) sehingga pada hakikatnya adalah
pemindahan hak atas tanah. Sehingga perjanjian yang dibuat
antara WNI dengan WNA tersebut tidak sah karena secara
substansial melanggar ketentuan undang-undang yakni Pasal
26 ayat (2) UUPA yang menyatakan bahwa perjanjian ter-
sebut batal demi hukum dan tanahnya jatuh kepada negara.
Meskipun demikian, bahwa tidak semua pemberian kuasa
semacam itu dilarang. Pemberian kuasa di bidang pertanahan
yang tidak berakibat dilanggarnya peraturan perundang-
undangan secara yuridis diperkenankan. =

Bagi WNA yang mendapat kesempatan bekerja di
Indonesia, pada dasarnya membawa dampak positif dilihat
dari berbagai segi. Namun, dalam kaitannya dengan masalah-
masalah yang berkenaan dengan pemberian hak atas tanah
kepada WNA diperlukan sikap yang akomodatif, tetapi dilan-
dasi dengan konsistensi konsep yang berlaku dalam hukum
tanah nasional kita. Jika jalan keluar tersebut secara yuridis
dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan konsep yang
ada, tentulah operasionalisasinya menghendaki disediakan-
nya perangkat hukum yang mendukung sehingga terjamin
kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan.

Sehingga diharapkan segera terwujudnya Peraturan
Pemerintah tentang HP, undang-undang tentang Hak
Tanggungan atas tanah, dan pengaturan tentang pemberian
dan penggunaan kuasa di bidang pertanahan yang akan
memuat hal-hal antara lain: esensi pemberian kuasa yang
dilarang, pemberian kuasa yang diperkenankan disertai
dengan syarat-syarat dan jangka waktu berlakunya, dan
penyelesaian masalah hukum berkenaan dengan penertiban
pemberian kuasa yang dilarang, termasuk mekanisme dan
tata caranya serta sanksi terhadap pelanggarannya.
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d) Memiliki apartemen dengan menyewa tanah, merupakan
salah satu cara yang dilakukan oleh WNA dalam memiliki
satuan rumah susun yang didirikan di atas tanah HP, sehingga
disini diperlukan ketegasan bahwa hal tersebut merupakan
satu-satunya kemungkinan yang secara yuridis dapat diper-
tanggungjawabkan sesuai ketentuan Pasal 42 UUPA dan Pasal
8 UU tentang Rumah Susun. Akan tetapi, HP yang digunakan
dalam membangun Rumah Susun ini oleh sebagian pihak
berpendapat HP yang dipakai sebagai hak atas tanah tidak
cukup kuat. Sehingga timbul gagasan untuk pembangunan
Rumah Susun/Apartemen di atas tanah HGB disewa dari pihak
lain, dalam hal ini developer atau perusahaan pembangunan
Rumah Susun.

2. Kepemilikan hak atas tanah oleh Badan Hukum secara
terselubung.

Kepemilikan HM atas tanah oleh Badan Hukum secara ter-
selubung melalui perjanjian merupakan unsur perbuatan melawan
hukum yang harus ditindak antara lain memakai nama seorang
direksi/karyawan perusahaan: untuk mendapatkan kepemilikan
hak atas tanah HM yang secara kepemilikannya murni adalah milik
perusahaan, tetapi untuk kemudahan mendapatkan HM yang
dipahami lebih mempunyai kekuatan hukum kepemilikan yang
terkuat dan tertinggi, sehingga perusahaan ini memakai nama
salah seorang direksi ataupun karyawan yang dipercayainya
dengan membuat suatu perjanjian di bawah tangan bahwa
kepemilikan hak atas tanah ini adalah murni milik perusahaan.
Perbuatan yang dilakukan antara perusahaan dengan direksinya ini
tentu saja merupakan suatu penyalahgunaan perjanjian secara
terselubung. Meskipun dalam pelaksanaannya tidak bermasalah
sepanjang tidak ada hal-hal yang meributkan hal tersebut, hal ini
akan menimbulkan masalah dikemudian hari ketika terjadi
bentrokan kepentingan antara pemegang saham, nama individu
yang dipakai namanya mempunyai masalah dengan perusahaan,
terjadi kepailitan/likuidasi ataupun kredit bermasalah, ataupun
hal lainnya akan terbuka permasalahan yang sebenarnya vyaitu
adanya pemakaian nama individu atas kepemilikan hak per-
usahaan atas sebuah tanah.
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D. JUAL BELI DAN PENGHIBAHAN TANAH YANG CACAT
HUKUM OLEH WNA DAN BADAN HUKUM

1. Jual Beli Tanah Menurut Hukum Adat

Sebagaimana diketahui bahwa sumber-sumber hukum tertulis
berupa UUD 1945, UUPA, peraturan-peraturan pelaksanaan UUPA,
dan peraturan-peraturan yang masih berlaku. Sedangkan sumber-
sumber hukum yang tidak tertulis adalah norma-norma Hukum
Adat Hukum adat yang telah di-saneer/disempurnakan dan hukum
kebiasaan baru yang termasuk dalam yurisprudensi.2®*)

Peran hukum adat dalam mengatur transaksi jual beli meru-
pakan suatu perbuatan pemindahan hak atas tanah yang bersifat
terang dan tunai. Terang yang berarti perbuatan pemindahan hak
tersebut harus dilakukan di hadapan kepala adat, yang berperan
sebagai pejabat yang menanggung keteraturan dan sahnya
perbuatan pemindahan hak tersebut, sehingga perbuatan tersebut
diketahui oleh umum. Tunai maksudnya, bahwa perbuatan pemin-
dahan hak dan pembayaran harganya dilakukan secara serentak.
Oleh karena itu, tunai mungkin berarti harga tanah dibayar secara
kontan, atau baru dibayar sebagian. Dalam hal pembeli tidak
membayar sisanya, penjual tidak dapat menuntut atas dasar ter-
jadinya jual beli tanah, tetapi atas dasar hukum utang piutang.2®)

Pada masyarakat hukum adat, jual beli tanah dimasukkan
dalam hukum benda, khususnya hukum benda tetap atau hukum
tanah, tidak dalam hukum perikatan khususnya hukum perjanjian,
hal ini karena:2%%)

1) Jual beli tanah menurut Hukum Adat bukan merupakan suatu
perjanjian, sehingga tidak diwajibkan para pihak untuk me-
laksanakan jual beli tersebut.

2) Jual beli tanah menurut Hukum Adat tidak menimbulkan hak
dan kewajiban, yang ada hanya pemindahan hak dan
kewajiban atas tanah. Jadi apabila pembeli baru membayar
harga tanah sebagian dan tidak membayar sisanya, penjual
tidak dapat menuntut atas dasar terjadinya jual beli tanah
tersebut.

264) Boedi Harsono, Hukum Agraria, Sejarah . . . , op.cit,, him. 235.
265) Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, Rajawali, Jakarta, 1983, him. 211.
266) Ibid.



184 PENYELUNDUPAN HUKUM KEPEMILIKAN HAK MILIK ATAS TANAH DI INDONESIA

Ciri-ciri yang menandai terjadinya jual beli, antara lain:

1) Jual beli tersebut serentak selesai dengan tercapainya perse-
tujuan atau persesuaian kehendak (konsensus) yang diikuti
dengan ikrar/perbuatan kontrak jual beli di hadapan kepala
Adat/desa, yang dibuktikan dengan pembayaran harga tanah
oleh pembeli dan disambut dengan kesediaan penjual untuk
memindahkan HM-nya kepada pembeli. Dengan terjadinya
jual beli tersebut, HM atas tanah telah berpindah, meskipun
formalitas balik nama belum terselesaikan.

2) Sifatnya yang terang, berarti tidak gelap, ditandai dengan
peranan kepala Adat/desa, yaitu menangggung bahwa
perbuatan itu sudah cukup tertib dan cukup sah menurut
hukumnya. Dengan adanya tanggungan dari kepala Adat/
Desa tersebut menjadikan perbuatan tersebut terangkat
menjadi suatu perbuatan yang mengarah pada ketertiban
hukum umum sehingga menjadikan di dalam lalu lintas hukum
yang bebas dan terjamin.

Prosedur jual beli tanah diawali dengan kata sepakat antara
calon penjual dengan calon pembeli mengenai objek jual belinya
yaitu tanah hak milik yang akan dijual dan harganya dilakukan
melalui musyawarah di antara mereka. Setelah mereka sepakat
akan harga dari tanah itu, lalu diikuti dengan pemberian tanda
jadi/panjer. Fungsi panjer adalah hanya sebagai tanda jadi akan
dilaksanakannya jual beli. Dengan adanya panjer, para pihak akan
merasa mempunyai ikatan moral untuk melaksanakan jual beli
tersebut. Bila terjadi wanprestasi atas pembelian panjer dari pihak
pembeli, hal ini timbul hak ingkar, sehingga sepenuhnya panjer
dapat dimiliki oleh penjual. Sebaliknya, jika keingkaran tersebut
dilakukan oleh penerima panjer, pihak penerima panjer/penjual
harus mengembalikan kepada pemberi panjer/pembeli. Jika para
pihak tidak menggunakan hak ingkar tersebut, dapatlah dilaksana-
kan jual beli tanahnya, dengan calon pembeli dan calon penjual di
hadapan kepala Adat/Desa untuk menyatakan maksud tersebut.
Kemudian oleh penjual dibuat suatu akta bermaterai yang
menyatakan bahwa benar ia telah menyerahkan tanah miliknya
untuk selama-lamanya kepada pembeli dan bahwa benar ia telah
menerima pembayaran harga secara penuh. Akta tersebut turut
ditandatangani oleh pembeli dan kepala Adat/Desa. Sehingga
dengan ditandatanganinya akta tersebut, perbuatan jual beli itu
selesai. Pembeli kini menjadi pemegang hak atas tanahnya yang
baru dan sebagai tanda buktinya adalah surat jual beli tersebut.
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Transaksi tanah, di lapangan hukum harta kekayaaan merupa-
kan salah satu bentuk perbuatan tunai dan berobjek tanah. Intinya
adalah penyerahan benda (sebagai prestasi) yang berjalan
serentak dengan penerimaan pembayaran tunai (seluruhnya,
kadang-kadang sebagian, selaku kontra prestasi). Perbuatan me-
nyerahkan itu dinyatakan dengan istilah jual (Indonesia), adol,
saden (Jawa).*™")

Transaksi jual tanah dalam sistem Hukum Adat mempunyai 3

(tiga) muatan yakni:**®)

1} Pemindahan hak atas tanah atas dasar pembayaran tunai
sedemikian rupa dengan hak untuk mendapatkan tanahnya
kembali setelah membayar sejumlah uwang vyang pernah
dibayarnya. Antara |ain menggadai, menjual gadai, adil sende,
menjual atau gadai.

2) Pemindahan hak atas tanah atas dasar pembavaran tunai
tanpa hak untuk membeli kembali, jadi menjual lepas untuk se-
lama-lamanya. Antara lain adal plas, runtemurun, menjual jaja.

3) Pemindahan hak atas tanah atas dasar pembayaran dengan
perjanjian bahwa setelah beberapa tahun panen dan tanpa
tindakan hukum tertentu tanah akan kembali (menjual
tahunan, adol oyedan)

Bentuk-bentuk pemindahan HM menurut sistem Hukum Adat
sebagai berikut: ;
1) Yang mengakibatkan pemindahan HM untuk untuk selama-
lamanya, yaitu: jual lepas

2) Yang mengakibatkan pemindahan HM yang bersifat semen-
tara, yaitu: jual gadai dan jual tahunan.

2. Jual Beli Tanah Menurut Hukum UUPA

Jual beli HM atas tanah pada Pasal 26 UUPA dikenal dengan
istilah dialihkan. Pengertian dialihkan menunjukkan suatu per-
buatan hukum yang disengaja untuk memindahkan hak atas tanah
kepada pihak lain melalui jual beli, hibah, tukar menukar dan hibah
wasiat. Jadi, meskipun dalam pasal hanya disebutkan dialihkan,
termasuk salah satunya adalah perbuatan hukum pemindahan hak
atas tanah karena jual beli. Sedangkan jual beli yvang dimaksud
olen UUPA tidak diterangkan secara jelas, akan tetapi mengingat

267 Iman Sudivat, Hukurn Adat Sketsa Asas, Liderty, Yogyekarta, 1981, him. 28,
268) Soerjono Soekanto, Sutom Aoat., . ., ol Rlim, 214
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dalam Pasal 5 UUPA disebutkan bahwa Hukum Tanah MNasional kita
adalah Hukum Adat, berartl kita menggunakan konsepsi, asas-
asas, lembaga hukum dan sistem Hukum Adat. Sehingga penger-
tian jual bell tanah menurut Hukum Tanah Nasional adalah
pengertian jual beli tanah menurut Hukum Adat. Hukum Adat yang
dimaksud Pasal 5 UUPA tersebut adalah Hukum Adat yang telah
disaneer/yang telah disempurnakan/Hukum Adat yang telah di-
hilangkan sifat kedaerahannya dan diberi sifat nasional.

Pengertian jual beli menurut Hukum Adat merupakan per-
buatan pemindahan hak yang sifatnya tunai, riil dan terang.
Sifat tunai berarti bahwa penyerahan hak dan pembayaran
harganya dilakukan pada saat yang sama. Sifat riil berarti bahwa
dengan mengucapkan kata-kata dengan mulut saja belum berarti
telah terjadi jual beli, hal ini dikuatkan dalam Putusan MA No.
271/K/Sip/1956 dan No. 840/K/Sip/1971. Sehingga pengertian jual
beli dianggap sah jika dengan penulisan kontrak jual beli di muka
Kepala Adat/Desa serta penerimaan harga oleh penjual, meskipun
tanah \éang bersangkutan masih berada dalam -penguasaan
penjual. 59}

Sejak berlakunya PP No, 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran
Tanah, jual beli dilakukan cleh para pihak di hadapan PPAT yang
bertugas membuat akta. Sehingga dengan dilakukannya jual beli
di hadapan PPAT, dipenuhi syarat terang dan kemudian ditanda-
tangani oleh para pihak, hal ini membuktikan telah terjadi
pemindahan hak. Karena perbuatan hukum vyang dilakukan
merupakan perbuatan hukum pemindahan hak, akta tersebut
membuktikan bahwa penerima hak (pembeli) sudah menjadi
pemegang hak yang baru. Akan tetapi, hal ini baru diketahui oleh
para ahli warisnya, juga baru mengikat para pihak dan ahli
warisnya karena administrasi PPAT sifatnya tertutup bagi umum.”)

Syarat jual beli tanah ada dua, yaitu syarat materiil dan syarat
formal:

1) Syarat materiil, merupakan penentu akan sahnya jual beli
tanah, antara lain:

769) Boedi Harsono, Perkembandan Hukum Tamah Adat Melalkd Yursprodens)
(Ceramah disampaikan pada Simposium Undang-undang Pokok Agrara dan
Kadudukan Tanab-Tanah Adat Dewasz Ini, Banjarmasin, 7 Oktober 1977,
him. 50,

2700 Boed| Harsong, go.off, him, 236.
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a) Pembeli berhak membeli tanah yang bersangkutan

Maksudnya adalah pembeli sebagai penerima hak harus
memenuhi syarat untuk memiliki tanah yang akan dibelinya.
Untuk menentukan berhak atau tidaknya si pembeli mem-
perolen hak atas tanah yang dibelinya bergantung kepada
hak apa yang ada pada tanah tersebut, apakah HM, hak guna
bangunan atau HP. Menurut UUPA yang dapat mempunyai
HM atas tanah hanya WNI tunggal dan Badan-Badan Hukum
yang ditetapkan oleh pemerintah (Pasal 21 UUPA). Jika pem-
beli mempunyai kewarganegaraan asing disamping kewarga-
negaraan Indonesianya atau kepada suatu Badan Hukum
yang tidak dikecualikan oleh pemerintah, jual beli tersebut
batal demi hukum dan tanah jatuh pada negara (Pasal 26 ayat
(2) UUPA).

b) Penjual berhak menjual tanah yang bersangkutan

Yang berhak menjual suatu bidang tanah tentu saja si
pemegang yang sah dari hak atas tanah tersebut yang disebut
sebagai pemilik. Jika pemilik sebidang tamah hanya satu
orang, ia berhak untuk menjual sendiri tanah itu. Akan tetapi,
jika pemilik tanah adalah dua orang atau lebih, yang berhak
menjual tanah itu adalah kedus orang atau lebih secara
bersama-sama, fidak boleh seorang sajs yang bertindak
sebagal penjual.’™)

c) Tanah hak yang bersangkutan boleh diperjualbelikan dan
tidak sedang dalam sengketa.

Mengenai tanah-tanah hak apa yang boleh diperjual-
belikan telah ditentukan dalam UUPA, yaitu HM (Pasal 20),
HGU (Pasal 28), HGB (Pasal 35), HP (Pasal 41). Jika salah
satu syarat materiil ini tidak dipenuhi, dalam arti penjual
bukan merupakan orang vyang berhak atas tanah vyang
dijualnya atau pembeli tidak memenuhi syarat untuk menjadi
pemilik hak atas tanah atau tanah vyang diperjualbelikan
sedang dalam sengketa atau merupakan tanah vyang tidak
baleh diperjualbelikan, berarti jual beli tanah tersebut adalah
tidak sah. Jual beli tanah yang dilakukan oleh yang tidak
berhak adalah batal demi hukum, artinya se;'ak semula hukum
menganggap tidak pernah terjadi jual beli.”’*)

271

Effendi Perangin, Frakik Jug! Balf Tanah, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994,
Rl 2.

272} fhia.
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2) Syarat formal.

Setelah semua persyaratan materiil terpenuhi, PPAT akan
membuat akta jual belinya. Akta jual beli menurut Pasal 37 PP
24/1977 harus dibuat oleh PPAT. Jual beli yang dilakukan
tidak di hadapan PPAT tetap sah karena UUPA berlandaskan
pada Hukum Adat (Pasal 5 UUPA), sedangkan dalam Hukum
Adat sistem yang dipakai adalah sistem yang konkret/kontan/
nyata/riil. Meskipun demikian, untuk mewu-judkan adanya
kepastian hukum dalam setiap peralihan hak atas tanah. PP
No. 24 Tahun 1997 sebagai peraturan pelaksanaan dari UUPA
telah menentukan bahwa setiap perjanjian yvang bermaksud
memindahkan hak atas tanah harus dibuktikan dengan suatu
akta yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT.

Sebelum akta jual bell dibuat PPAT, disyaratkan bagi para
pihak untuk menyerahkan surat-surat yang diperlukan kepada
PPAT, yaitu:

1) Jika tanah sudah bersertifikat, sertifikat tanahnya yang
asli dan tanda bukti pembayaran biaya pendaftarannya.

2) Jika tanahnya belum bersertifikat, surat keterangan
bahwa tanah tarsebut belum bersertifikat, surat-surat
tanah vyang ada yang memerlukan penguatan oleh
Kepada Adat/Desa dan Camat. Dilengkapi dengan surat-
surat yang membuktikan identitas penjual dan pembeli-
nya yang diperlukan untuk mensertifikatkan tanahnya
setelah selesai dilakukan jual bel

3) Setelah akta dibuat, dalam waktu selambat-lambatnya 7
hari kerja sejak akta tersebut ditandatangani, PPAT
menyerahkan akta tersebut kepada kantor pendaftaran
tanah untuk pendaftaran pemindahan haknya (Pasal 40
PP No. 24 Tahun 1997).

3. Penghibahan Tanah

Hibah tanah merupakan pemberian seseocrang kepada orang
lain dengan tidak ada penggantian apa pun dan dilakukan secara
suka rela, tanpa ada kontraprestasi dari pihak penerima pem-
berian, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi
masih hidup. Hal ini berbeda dengan wasiat, bahwa wasiat
diberikan sesudah si pewasiat meninggal dunia.””)

273y Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Paganiian dafam Islam,
Sinar Grafika, Jakarta, 1996, Cet, 11, him. 113,
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Pengertian hibah juga diatur dalam Pasal 1666 KUHPerdata:
“Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah,
di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak
dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna
keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.
Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-
hibah di antara erang-orang yang masih hidup”.

Sebelum lahirnya PP No. 24 Tahun 1997, bagi mereka yang
tunduk kepada KUHPerdata, surat hibah wasiat harus dibuat dalam
bentuk tertulis dari Notaris.®”¥) Surat hibah wasiat yang tidak
dibuat oleh Notaris tidak memiliki kekuatan hukum. Mereka yang
tunduk pada hukum adat dapat membuatnya di bawah tangan,
tetapi proses di kantor Pertanahan harus dibuat dengan akta
PPAT.?"®) Setelah lahirnya PP No. 24 Tahun 1997, setiap pembe-
rian hibah tanah harus dilakukan dengan akta PPAT.’®) Perolehan
tanah secara hibah dan hibah wasiat seyogianya didaftarkan
peralihan haknya itu di kantor Pertanahan setempat sebagai
bentuk pengamanan hibah tanah.

Kekuatan hukum akta hibah terletak pada fungsi akta autentik
itu sendini yakni sebagai alat bukti yang sah menurut undang-
undang (Pasal 1682, 1867 dan Pasal 1868 BW) sehingga hal ini
merupakan - akibat langsung yang merupakan keharusan dari
ketentuan perundang-undangan, bahwa harus ada akta-akta
autentik sebagai alat pembuktian.

Hal-hal yang membatalkan akta hibah telah dijelaskan dalam
Pasal 1688 BW. Suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun
dihapuskan kecuali dalam hal-hal berikut:

1) karena tidak dipenuhi syarat-syarat bahwa penghibahan telah
dilakukan;

2)  jika penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu
melakukan kejahatan vyang bertujuan mengambil jiwa si
penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah;

3) jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si
penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.

Meskipun demikian, tidak diatur dengan jelas batasan jumiah
harta/benda/barang yang dapat dihibahkan sehingga juga perlu
melihat bagian kedua BW, khususnya pasal-pasal yang memuat

274) Pasal 1005 KUHPerdata,
275) Effendl Parangin, Mencegah Sengketa Tanal, Rajawall, Jakarta, 1990, Cet II,
hirm, 4&.

276) Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 39 PP Mo.24 Tahun 1997 Tertang Pendaltaran Tarnafl
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ketentuan tentang batasan /egitime profie, yakni Pasal 913, 949
dan 920, serta pengaturan perundang-undangan lainnya seperti
UU Ne. 1 Tahun 1974, Selain itu, adanya penyelundupan hukum
dalam hal penghibahan dapat pula membatalkan akta hibah.

Ketakcermatan kantor Pertanahan dalam menerbitkan serti-
fikat vang berasal dari hibah palsu sering kali terjadi karena
meneliti apakah hibah betul-betul dibuat cleh PPAT atau tidak.
Akibatnya, berbagai sengketa tanah dengan sertifikat berasal dari
hibah palsu bermunculan.

Agar menjadi alat bukti yang sah, akta hibah harus dibuat dan
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta para pihak
yang terkait didalamnya. Selain itu, dalam pembuatan akta hibah,
perlu diperhatikan objek yang akan dihibahkan, karena dalam PP
Mo. 10 Tahun 1961 ditentukan bahwa untuk objek tanah harus
dibuat akta hibah oleh PPAT. Akan tetapi, apabila objek tersebut
selain dari itu, ketentuan dalam BW tersebut tetap digunakan
sebagai dasar pembuatan akta hibah, yakni dibuat dan ditanda-
tangani Notaris.

Dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam
penghibahan, hendaknya tidak melihat satu pasal tentang hibah
saja, tetapi perlu juga melihat peraturan perundangan lainnya,
seperti UU No. 1 Tahun 1974, Selain itu, untuk revisi KUHPerdata
mendatang, penyebutan akta Notaris diganti dengan akta autentik,
baik hibah untuk benda-benda bergerak maupun tidak bergerak.
Hal ini dimaksudkan agar sinkron dengan UUPA,

E. KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH OLEH PIHAK ASING
YANG BEKERJA DI INDONESIA

Sebagaimana telah disebutkan pada bagian sub judul bab ini
sebelumnya akan kepemilikan hak atas tanah oleh WNA dan
Badan Hukum secara terselubung, sehingga perlunya perhatian
pemerintah dalam menertibkan peraturan yang dapat membuat
peluang terjadinya penyimpangan atas kepemilikan hak khususnya
dalam kepemilikan hak atas tanah oleh WNA dan Badan Hukum,
masih memberi kesan tidak jelas, sehingga perlunya penegasan
dan pengawasan yang ketat akan peraturan yang diterbitkan yaitu
terhadap kehadiran PP No. 41/1996 tentang Pemilikan Rumah
Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang berkedudukan di
Indanesia yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Negara
Agraria/kepala BPN No. 7/1996 dan Peraturan Menteri Negara
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Agraria/Kepala BPN No. 8/1996, yang menjelaskan secara garis
besar PP No. 41/ 1996 memuat ketentuan sebagai berikut:

1) Pada prinsipnya, orang asing yang berkedudukan di Indonesia
diperkenankan memiliki satu rumah tempat tinggal, bisa
berupa rumah yang berdiri sendiri atau satuan rumah susun
yang dibangun di atas tanah HP.

2) PRumah yang berdiri sendiri dapat dibangun di atas tanah HP
atas Tanah Negara (HPTN) atau HP yang berasal dari tanah
HM yang diberikan oleh pemegang HM dengan akta PPAT.

3). Perjanjian pemberian HP di atas HM wajib dicatat dalam buku
tanah sertifikat HM yang bersangkutan. Jangka waktu HP di
gtas HM sesuai kesepakatan dalam perjanjian, tetapi tidak
boleh lebih lama dari 25 (dua puluh lima) tahun. Jangka
waktu HP tersebut tidak dapat diperpanjang, tetapi dapat
diperbaharui untuk jangka waktu 20 (dua puluh tahun), atas
dasar kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian yang
baru, dengan catatan bahwa orang asing tersebut masih
berkedudukan di Indonesia,

4) Bila orang asing yang memiliki rumah yang dibangun di atas
HPTN, atau berdasarkan perjanjian dengan pemegang hak
tidak berkedudukan lagi di Indonesia, dalam jangka waktu
1(satu) tahun wajib dilepaskan atau mengalihkan hak atas
rumah dan tanahnya kepada pihak lain yang memenuhi
syarat.

5) Bila dalam jangka waktu tersebut hak atas tanah belum
dilepaskan, atau dialihkan kepada pihak lain yang memenuhi
syarat, sehingga terhadap rumah yang dibangun di atas
HPTN, rumah beserta tanah yang dikuasai WNA dilelang, bila

" rumah tersebut dibangun di atas HP atas tanah HM, rumah
tersebut menjadi milik pemegang HM.

PP tersebut di atas masih menyisakan beberapa hal yang
belum jelas, tercatat paling tidak 7(tujuh) hal yang perlu mendapat
perhatian menurut Maria S.W. Sumardiono, sebagai berikut:*"")

1) Pasal 1 PP No. 41/1996 memberikan pengertian “berkedu-
dukan di Indonesia” sebagai “"kehadirannya memberi manfaat
bagi pembangunan nasional”. Kiranya definisi ini terlampau
luas dan untuk ketegasannya diperlukan kriteria yang jelas
tentang “keberadaan” dan “memberi manfaat” tersebut yang
tentunya harus meliputi dipenuhinya syarat-syarat keimigra-

277) Maria &W. Sumadjono, Altemsti Kebisksn . . . oo, him. 9-10,
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sian disamping syarat-syarat penentu utama tersebut. Serta
perlunya penegasan instansi mana yang berwenang memberi
keterangan tentang telah dipenuhinya persyaratan itu se-
hingga memudahkan dalam pemberian HP-nya.

2) Pemilikan rumah tersebut dibatasi pada satu buah tempat
tinggal. Masalahnya, instansi mana yang berwenang melaku-
kan pengawasan terhadap hal ini, karena tanpa dukungan
administrasi pertanahan yang andal kiranya tidak mudah
melakukan pengawasannya. Disamping itu, apakah tidak periu
diplkirkan tentang pembatasan lain, misalnya apakah rumah
tersebut dapat disewakan, bagaimana persyaratannya untuk
dapat dijual kepada pihak lain, harga minimal rumah, dan
lain-lain.

3) Pada hakikatnya HP dapat terjadi di atas tanah negara, tanah
HPL dan tanah HM (Pasal 41 PP No. 41 PP No,40/1996), tetapi
dalam PP Mo. 41/1996 tidak disebut mengenai rumah yang
berdiri di atas HP yang berasal dari tanah HPL. Dapatkah WNA
memiliki rumah yang dibangun di atas HP atas tanah HPL?

4) Dalam kaitannya dengan sanksi apabila WNA tersebut sudah
tidak lagi memenuhi persyaratan dan tidak memenuhi
kewajibarinya untuk mengalihkannya kepada pihak lain,
masalahnya adalah instansi mana yang berwenang untuk
melakukan pengawasannya, karena tanpa pengawasan yang
ketat, maka peraturan ini tidak akan efektif.

5) PP No. 41/1996 hanya mengatur tentang WNA, bagaimana
untuk badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di
Indonesia yang dapat menjadi pemegang HP, apakah diper-
kenankan membeli rumah untuk tempat tinggal staf atau
pegawainya ?

6) Sesuai dengan pengertian bahwa diantara hak atas tanah HM
merupakan hak terkuat dan terpenuh, sehingga seyogianya
hanya HM yang dapat menjadi induk hak atas tanah yang lain.
Kecenderungan perluasan penafsiran sebagaimana tampak
dalam Pasal 2 angka 1 huruf b PP No.41/1996 yakni bahwa
perjanjian dapat dilakukan di atas tanah HGB selain HM,
seyogianya dipertimbangkan kembali.

7) Berkenaan dengan kemungkinan pembebasan HP dengan hak
tanggungan (HT). Dalam Pasal 53 PP No. 40/1996 disebutkan
bahwa HPTN dan HP atas tanah HPL dapat dijadikan jaminan
utang dengan dibebani HT.
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Salah satu hal yang memjadi perhatian pada penjelasan umum
angka 5 dan penjelasan Pasal 4 ayat (3) UU Hak Tanggungan
disebutkan bahwa tidak tertutup kemungkinan bahwa HP di atas
tanah HM dapat menjadi objek HT dan hal tersebut akan diatur
dengan PP. Sehingga ada kemungkinan jika hal ini belum diatur,
akan diatur dalam PP lain. Hal ini akan menjadi pertanyaan bagai-
mana dengan HP di atas tanah HM, jika bisa menjadi objek HT.
Tentu saja hal ini akan memberatkan bagi pemilik HM, yang masih
harus dilihat lagi dari perjanjian pemasangan HP apakah mem-
bolehkan hal ini, dan jika tidak ada dalam perjanjian membolehkan
pemasangan HT, HP yang di atas HM tidak diperkenankan.

Pada kedua Peraturan Menteri Negara Agraria/Fepala BPM
tersebut dimuat hal-hal sebagai berikut;

1) Orang asing yang kehadirannya di Indonesia memberi man-
faat bagi pembangunan nasional adalah orang asing yang
memiliki dan memelihara kepentingan ekonomi di Indonesia
dengan melaksanakan investasi untuk memiliki rumah tempat
tinggal atau hunian di Indonesia.

2) Pemilikan rumah dengan cara perolehan hak atas tanah untuk
orang asing dapat dilakukan dengan membeli atau mem-
bangun rumah di atas tanah HPTN atau tanah HP di atas HM,
membeli satuan rumah susun yang dibangun di atas HPTN,
membeli atau membangun rumah di atas HP atau HS untuk
bangunan atas dasar perjanjian tertulis dengan pemilik tanah
yang bersangkutan.

3) Rumah yang dapat dibangun atau dibeli dan satuan rumah
susun yang dapat dibeli oleh orang asing itu adalah rumah
atau satuan rumah susun yang tidak termasuk kiasifikasi
rumah sederhana atau rumah sangat sederhana.

4) Selama tidak dipergunakan oleh pemiliknya, rumah tersebut
dapat disewakan melalui perusahaan Indonesia berdasarkan
perjanjian antara orang asing pemilik rumah dengan perusa-
haan tersebut.

5) Orang asing yang memiliki rumah di Indonesia tidak lagi
memenuhi syarat berkedudukan di Indonesia, apabila yang
bersangkutan tidak lagi memiliki dan memelihara kepentingan
ekonomi di Indonesia.

Orang asing yang boleh mempunyai rumah di Indonesia,
sesual dengan Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala BPN
No. 110-2871 tentang Pelaksanaan PP No. 41/1966 tentang
Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing
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tertanggal 8 Oktober 1996, dijelaskan bahwa orang asing dari segi

kedudukannya di Indonesia dapat dibagi dalam 2(dua) golongan,

yakni:

1. Orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia secara
menetap (penduduk Indonesia), dan

2. Orang asing yang tidak tinggal di Indonesia secara menetap
melainkan hanya sewaktu-waktu berada di Indonesia.

Perbedaan itu berkaitan dengan dokumen yang harus ditun-
jukkan ketika melakukan perbuatan hukum dalam memperoleh
rumah, yakni:

1. Bagi orang asing menetap, yang mendapat Izin Tinggal Tetap,
dan
2. Bagi orang asing lainnya, yang mendapat Izin Kunjungan atau

Izin Keimigrasian lainnya berbentuk tanda yang diterakan

pada paspor atau dokumen keimigrasian lainnya yang dimiliki

orang asing yang bersangkutan.

Sedangkan untuk pembatasan kepemilikan rumah yang dapat
dipunyai orang asing dalam SE Menter Agraria/Kepala BPN
disebutkan bahwa orang asing itu dapat memiliki satu rumah.
Untuk itu, orang asing tersebut diminta membuat pernyataan
bahwa yang bersangkutan tidak memiliki rumah tempat tinggal
atau hunian di Indonesia pada waktu melakukan perbuatan hukum
untuk memperoleh rumah tempat tinggal tersebut.

F. KEBIJAKSANAAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM
PENGADAAN TANAH BAGI WNA DAN BADAN HUKUM

1. Pengadaan Tanah Oleh WNA

Sejarah menunjukkan bahwa sejak zaman Belanda kebijakan
pertanahan dalam pengaturan pemilikan penguasaan tanah lebih
memberikan prioritas atau peluang terhadap warga negara
Belanda dan WNA serta Badan Hukum Belanda dan badan hukum
asing lainnya daripada kepada penduduk pribumi. Adapun maksud
dan tujuannya agar tanah-tanah di Indonesia bisa dimanfaatkan
untuk membangun industri dan pertambangan. Sedangkan tujuan
yang mendasar dari kebijakan pemerintah adalah untuk dapat
memperoleh keuntungan sebesar-besarnya bagi Pemerintah
Belanda. Hal ini menandakan ketakpedulian pemerintah atas nasib
dan hak-hak rakyat Indonesia pada waktu itu. Penekanan melalui
peraturan perundang-undangan agar rakyat Indonesia tidak mem-
punyai kesempatan untuk menikmati kepastian hak dan untuk
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mengelola tanah-tanah yang ada di wilayah Hindia Belanda pada
waktu itu. Bahkan, Pemerintah Hindia Belanda lebih memberikan
prioritas terhadap kepastian hak untuk mengelola tanah-tanah ini
kepada warga negara Belanda, WNA dan Badan Hukum Belanda
serta badan hukum asing lainnya. Terjadi juga hal-ha! yang men-
dasar mengenai kebijakan pengendalian, pemilikan dan pengua-
saan tanah pada Pemerintah Belanda pada waktu itu dengan
penguasaan tanah dalam skala besar, sedangkan untuk skala kecil
atau untuk perorangan tidak begitu diprioritaskan. Kemudian,
subjek penguasaan tanah skala besar itu dapat dimiliki oleh
perorangan, badan hukum, milik bersama dari beberapa orang,
dan beberapa badan hukum,

Tanah yang memiliki fungsi dan kedudukan yang sangat
penting dalam berbagai kehidupan, terlebih lagi sebagai tempat
bermukim/perumahan. Maraknya pembangunan di berbagai bidang
kehidupan, menyebabkan tanah menjadi komoditi yang mempu-
nyai nilai ekonomi yang sangat tinggi dan sulit dikendalikan,

Kondisi demikian, terutama diakibatkan oleh kebutuhan lahan
yang terus meningkat dengan sangat pesat, sementara keter-
sediaannya terbatas dan tidak mungkin dapat diproduksi seperti
kebutuhan lainnya.

Sejalan dengan kebutuhan akan tanah, baik untuk pengadaan

tanah bagi WNI maupun WNA serta Badan Hukum, kebijakan
pemerintah dalam pengadaan tanah untuk WNA dan Badan
Hukum sebagaimana dituangkan dalam PP MNo. 41 Tahun 1996
mengatur tentang Pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian
oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia, merupakan
suatu terobosan kebijakan pemerintahan dalam mengantisipasi
globalisasi, khususnya di bidang pertanahan.

Salah satu pertimbangan hukum diterbitkannya peraturan ini
adalah bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum mengenai
kemungkinan pemilikan rumah tinggal atau hunian oleh orang
asing, diperiukan penjabaran ketentuan dari Undang-undang No.
16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, dan Undang-undang No. 4
Tahun 1992 tentang Ferumahan dan Pemukiman,

Kebijakan pemerintah untuk mewujudkan pembangunan
hunian secara vertikal dengan terjadinya pergeseran pemilikan
rumah dan pembangunan rumah menjadi vertikal karena tanah
untuk pembangunan hunian sudah mulai sempit, khususnya di
daerah provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
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Namun, selain hal pemilikan rumah susun untuk orang asing
ternyata di dalam praktik juga WNA telah diperbolehkan memiliki
rumah di luar rumah susun. Jadi, jelas bahwa tanah peruntukan
untuk hunian orang asing dapat dimiliki, Meskipun demikian,
pemilikan tanah yang diperoleh oleh orang asing adalah atas hak
tanzh tertentu,®’") sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah
orang asing yang kehadirann\ga di Indonesia memberikan manfaat
bagi pembangunan nasional.>™)

Rumah atau hunian yang dapat dimiliki oleh crang asing di
atas tanah dimaksud sebagaimana dimaksud dalam PP No. 41
Tahun 1996, adalah:

a. Rumah yang berdiri sendiri yang dibangun di atas bidang
tanah:
1) Hak Pakai atas Tanah Negara;
2) Yang dikuasai berdasarkan perjanjian dengan pemegang
hak atas tanah.

b. Satuan rumah susun yang dibangun di atas bidang tanah Hak
Pakai atas Tanah Negara.”*") =

€. Rumah yang dapat dibangun atau dibeli dan satuan rumah
susun yang dapat dibeli oleh orang asing dengan hak atas
tanah sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah rumah atau
satuan rumah susun vang tidak termasuk klasifikasi “rumah
sederhana” atau “rumah sangat sederhana”.®!)

Kepemilikan hunian dimaksud di atas mempunyai pembatasan
hak, yakni apabila mereka tidak berkedudukan lagi di Indonesia,
sehingga:

a. Orang asing yang memiliki rumah yang dibangun di atas
tanah Hak Pakai atas tanah negara, atau berdasarkan perjan-
jian dengan pemegang hak atas tanah, dalam jangka waktu
1(satu) tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak atas
rumah dan tanahnya kepada orang lain yang memenuhi
syarat.”*%)

278) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Mo, 41 Tahun 1995 fentang Permilfkcan
Rurmah Tempat Tinges! Alsy Humian olell Orang Asing yang Berkedudukan o
Jngdonesia, rerimiang, butir a.

279) Pasal 1 ayat (1)

280} Pasal 2.

281) Pasal 2 ayat (2)

282 Pasal 6 ayet (1)
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b. Apabila dalam jangka waktu sebagaimanz dimaksud di atas
hak tanah tersebut belum dilepaskan atau dialihkan kepada
pihak lain yang memenuhi syarat, jika:

1) Rumah tersebut dibangun di atas Hak Pakai atas tanah
Megara, rumah beserta tanahnya dikuasai MNegara untuk
dilelang;

2) PRumah tersebut dibangun di atas tanah berdasarkan
perjanjian (Pasal 2 ayat (1) huruf b) rumah tersebut
menjadi pemilik pemegang hak atas tanah yang bersang-
kutan.*®?)

Berdasarkan hal tersebut di atas, menjadi salah satu penye-
bab sulitnya bagi WNA untuk memiliki rumah di Indonesia, karena
dengan waktu 1(satu) tahun ini sangat sempit baginva untuk
melakukan perbuatan jual-beli terhadap pihak ketiga dengan
persyaratan dalam Pasal 6 di atas, juga mengingat keadaan
ekonomi Indonesia yang sulit dewasa ini, sehingga jalan keluar
dalam waktu yang singkat ini biasanya akhirnya dijual dengan
harga murah jika terdesak dengan waktu. Hal ini tentu saja
berbeda jika keadaan ekonomi Indonesia membaik, penjualan ini
akan menambah keuntungan bagi WNA.

Selain pembatasan hak atas waktu kepemilikan hunian bagi
orang asing juga kepemilikan hunian ini hanya boleh dimiliki satu
buah rumah saja. Tujuan pembatasan ini adalah untuk menjaga
agar persyaratan pemilikan tersebut tidak menyimpang dari
tujuannya, yaitu sekadar memberikan dukungan yang wajar bagi
orang asing yang melakukan kegiatan bisnis di Indonesia.

Sehingga kehadiran Peraturan Pemerintah Republik Indaonesia
MNo. 41 Tahun 1996 ini sebagai salah satu terobosan dalam rangka
mengatisipasi glabalisasi perdagangan bebas. Peraturan ini juga
memberikan gairah investasi asing dapat berkompetisi guna pe-
ngembangan investasi dalam hal perdagangan di bidang ekonomi
di Indonesia.

Persyaratan kepemilikan hunian bagi WNA dalam pengadaan
tanah sebagaimana diatur di dalam beberapa peraturan vang
saling menunjang satu sama lain, yaitu:

a. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Masional Nomor 7 Tahun 1996 mengatur tentang persyaratan
pemilikan tanah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing.

283) Pasdl B ayvat (2],
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b.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 Tahun 1996,
disamping sebagai pedoman dari Badan Pertanahan Nasional
beserta jajarannya untuk dapat memproses permchonan
orang asing yang akan memperoleh hak atas tanah di
Indonesia, antara lain:

1) Orang asing yang kehadirannya di Indonesia memberi
manfaat bagi pembangunan nasional dapat memiliki
sebuah rumah tempat tinggal atau hunian dalam bentuk
rumah dengan hak atas tanah tertentu atau satuan ru-
mah susun yang dibangun di atas HP atas tanah negara.

2) Orang asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
adalah orang asing yang memiliki dan memelihara
kepentingan ekonomi di Indanesia dengan melaksanakan
investasi untuk memiliki rumah tempat tinggal atau
hunian di Indonesia,?**)

€. Surat Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional antara lain yang menetapkan orang asing ini dari
segi kehadirannya di Indonesia dibagi dalam 2 (dua) golongan,
yaitu:
1) Orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia secara
menetap (penduduk Indonesia);

2) Orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia tidak
5ecCara menetap melainkan hanya sewaktu-waktu berada
di Indanesia.

Kedua perbedaan golongan di atas terkait dengan dokumen
yang harus ditunjukkan pada waktu melakukan perbuatan hukum
dalam memperoleh kepemilikan rumah:2*)

1) Bagi orang asing yang menetap: Izin Tinggal Tetap;

2) Bagi orang asing lainnya: Izin Kunjungan atau Izin Keimi-
grasian lainnya berbentuk tanda yang tertera di paspor atau
dokumen keimigrasian lainnya yang dimiliki oleh orang asing
yang bersangkutan.

Hal ini terlihat bahwa dengan persyaratan yang sangat
sederhana dan ringan dalam memberikan kemudahan bagi orang
8sing yang tetap maupun orang asing lainnya untuk dapat

284% Pasal 1 ayat (2} BF Mo, 41 Tahun 1995,

285} Surat Menteri Negara Agrarla/ Kepala Badan Pertanahan Mzsional tanggal 8-10-
1956 Momer 110-2871, perhal Pelaksanasn Peraturan Pemesintzh Momor 41
Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang
Asing, butir 2.
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memiliki rumah atau hunian di Indonesia hanya dengan izin
kunjungan atau izin keimigrasian lainya.

Keuntungan lain selain kemudahan untuk memiliki rumah di
atas tanah yang telah ditentukan, ditambah dengan adanya
Peraturan Menteri Negara Agraria tersebut di atas menjelaskan
bahwa rumah susun selama tidak dipergunakan oleh pemiliknya,
dapat disewakan melalui perusahaan di Indonesia berdasarkan
perjanjian, antara orang asing pemilik rumah dengan perusahaan
tersebut.”®) Hal ini tentu saja memberi peluang untuk memper-
oleh keuntungan bila motivasinya berbisnis properti, dan peraturan
ini dianggap sangat menguntungkan sekali dan memberi ke-
mudahan kepada WNA dalam berinvestasi di Indonesia. Dengan
demikian, hal ini menjadi salah satu perubahan fundamental dalam
asas hukum tanah Indonesia selama ini, yang semula jual beli
tanah WMA dengan Indonesia sangat dilarang.

Cara Memperoleh Pemilikan Rumah oleh WNA
Kepemilikan rumah oleh WNA diperoleh dengan cara:

2. membeli atau membangun rumah di atas tanah dengan HP
atas Tanah Negara atau HP atas tanah HM;

b. membeli satuan rumah susun yang dibangun di atas tanah HP
atas Tanah Negara;

. membeli atau membangun rumah di atas tanah HM atau HS
untuk bangunan atas dasar perjanjian tertulis dengan pemilik
hak atas tanah yang bersangkutan.

Selanjutnya, orang asing dapat membeli tanah dengan HP
atas Tanah Megara atau HP atas tanzh milik dari pemegang HF
yang bersangkutan beserta rumah yang ada di atasnya atau
membeli HP atas rumah negara atau HP atas tanah HM dan
kemudian membangun rumah di atasnya. Pembelian HP tersebut
dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, vyaitu dengan Akta
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan kemudian didaftarkan
pada Kantor Pertanahan,®%)

2. Pengadaan Tanah oleh Badan Hukum

Kebijakan Pemerintah dalam pengadaan tanah untuk Badan
Hukum sebagaimana telah diatur di dalam ketentuan UUPA dapat
dimiliki pada 3 (tiga) jenis kepemilikan hak atas tanah yakni:

288) PP No. 41 tahun 1996 Pasal 3 ayat (1)
2573 PP No. 41 tahuen 1996 Pasal 3 avat (2)
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a. Hak Guna Usaha;™™)
b. Hak Guna Bangunan;’®®) dan
. Hak Pakai.”™")

Serta Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak
Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah serta
Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1996 tentang Kepemilikan
Orang Asing, ditambah dengan hadirmya Undang-undang No. 25
Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Kebijakan Pemerintah dalam pengadaan tanah untuk Badan
Hukum sebagaimana Surat Edaran Direktur Jenderal Agraria No.
Btu.6/20/6-78 mengenai penertiban terhadap perusahan pemba-
ngunan perumahan (rea/ estate) yang ditujukan kepada para
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, melalui Kepala Direktorat
Agraria di seluruh Indonesia. Surat ini pula merupakan tindak
lanjut dari Surat Edaran Direktur Jenderal Agraria No. Btu.4/233/4-
78, yang materi dalam peraturan ini antara lain menjelaskan
adanya Perusahaan Pembangunan atau pribadi perorangan, atau
Perusahaan Pembangunan Perumahan yang merupakan usaha dari
Perseroan Komanditer (CV), Firma atau pribadi perorangan, atau
Perusahaan Pemborong Pembangunan Perumahan.®®®) Untuk
perusahaan demikian, langkah yang harus ditempuh dalam
kepemilikan tanah, adalah:

2. Mengingat Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 5 Tahun 1974 yang mengatur bahwa Perusahaan
Pembangunan Perumahan wajib berbentuk Badan Hukum,
sehingga bentuk-bentuk usaha CV, Firma dan Perusahaan
Perseroan tidak diperkenankan menjadi subjek hak daripada
Perusahaan Pembangunan Perumahan.

b. Kepada CV Firma dan Perusahaan Perorangan yang pada saat
ini menguasal areal tanah untuk Perusahaan Pembangunan
Perumahan, hendaknya dipanggil atau diberi teguran agar
usaha itu dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkan
surat edaran ini sudah membentuk Persercan Terbatas (PT)
atau meleburkan diri ke dalam suatu Perserpan Terbatas yang
sudah ada, didirikan menurut Hukum Indonesia dan berke-
dudukan di Indonesia. Selanjutnya, wajib mengajukan per-
mohonan sesuatu hak atas areal tanah yang telah mereka

288) UUPA, Pasal 30.

289 UUPA, Pasal 21 dan Pasal 38,

290) UUPA, Pasal 42,

291} Surat Edaran Dirsktur Jendsral Agraria Nomor Bou.B/20/8-78, langual 1-6-1978.
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kuasai.***) Dengan kebijaksanaan ini tidak perlu mengakibat-
kan adanya perubahan/penggantian izin penunjukkan/penca-
dangan tanah maupun lokasi usaha yang sudah ada ataupun
perizinan lainnya ¥ang mengakibatkan adanya penambahan
pembebanan biaya.***)

C. Kepada para Pengusaha Pemborong Bangunan yang ingin
bergerak di bidang usaha Perusahaan Pembangunan Peru-
mahan, diwajibkan untuk mengubah akta Pendiriannya
(Anggaran Dasarnya) dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak
dikeluarkannya surat edaran ini sehingga' perusahaan ini
benar-benar bergerak di bidang Perusahaan Pembangunan
Perumahan dan berbentuk Persercan Terbatas.”®") Ketentuan
ini sesuai dengan Undang-undang Perseroan Terbatas Mo, 40
Tahun 2007.

Mengenal substansi atau produk surat edaran ini, menyangkut
pembenaran kriteria dari definisi Perusahaan Pembangunan
Perumahan sebagai subjek hukum dalam memperoleh izin pen-
cadangan, maupun subjek hak atas tanah. Dan_mempertegas
mengenai definisi Perusahaan Pembangunan Perumahan yang
sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
No. 15 Tahun 1974. Selanjutnya, terhadap Badan Hukum tersebut
diberikan 3 (tiga) bulan untuk membentuk Persercan Terbatas
yang sudah ada yang mendirikan menurut hukum Indonesia.

Peraturan Menteri Dalam Megeri No. 3 Tahun 1984 mengatur
tentang tata cara penyediaan tanah dan pemberian hak atas
tanah, pemberian zin bangunan serta izin Undang-undang
Gangguan bagi perusahaan-perusahaan yang mengadakan pena-
naman modal menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1967 dan
Undang-undang No. 6 Tahun 1968. Peraturan ini bersifat meng-

atur (regeling).

Peraturan ini dikeluarkan dalam rangka melaksanakan kebijak-
sanaan Pemerintah di bidang penanaman modal, perlu pengaturan
pelayanan dan penyelesaian perizinan yang sederhana dan lebih
cepat serta terkoordinasi melalui sistem pelayanan tunggal,®®)
terdiri atas 7 (tujuh) bab dan 12 (dua belas) pasal, antara lain:

252} fhid, butir 2.

2931 fivdl, bubr 2.

284) fbid, butir 3.

285) Peraturan Mentesi Dalam MNeged Mo, 3 Tahun 1984, Tanggal 19-04-184, dalam
diktum, menimbang.
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a.  Ketentuan Umum, definisi perusahaan, antara lain:

1) Perusahaan adalah perusahaan modal asing sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang No. 1 Tahun
1967 dan perusahaan nasional maupun perusahaan asing
sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-undang MNo. ©
Tahun 1968.2%%)

2) Perusahaan Pertanian adalah perusahaan yang bergerak/
melakukan kegiatan dalam pertanian dalam art luas,
yakni pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan
peternakan.”’)

3) Penanaman Modal adalah perusahaan yang mengadakan
penanaman modal menurut Undang-undang No. 1 Tahun
1967 dan Undang-undang No. 6 Tahun 1968 dengan
segala ketentuan perubahan.”®)

b. Penyediaan dan pemberian hak atas tanah

Penyediaan tanah yang dimaksud dalam keputusan ini
adalah pencadangan tanah. Untuk memperoleh pencadangan
tanah tersebut pemohon atau perusahaan yang-akan meng-
adakan penamaman modal dan akan membutuhkan tanah,
mengajukan permohonan pencadangan tanah kepada
Gubernur melalui Ketua BKPMD,”?) dan melengkapi per-
syaratan.”®®) Proses izin sampai terbit Surat Keputusan Izin
Pencadangan Tanah, memakan waktu 4 (empat) hari.?)

Dalam pelaksanaan kebijaksanaan tersebut, Menteri Negara
Agraria/Kepala BPN telah mengeluarkan peraturan di bidang
pertanahan Dalam Rangka Penanaman Modal, yaitu:

2. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh
Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam
Rangka Penanaman Modal;

296) Pasal 1 bulir 2.

297) Pasal 1 butir 2.

298] Pasal L butir 3.

295) Pasal 3.

300) Lampiran 1 Peraturan Mentari Dalam Megen Mo. 3 Tahun 1984, menjstaskan
Perusahaan/calon investor yang telah memparolen Sural Persetujuan Semertara
(SFS) dari Badan Koardinasi Penanaman Modal (BEPM) seqera datang ke Badan
Penanaman Modal Dasrah (BKPMD) mengis: formulir permohionan ijin {hentuk
surat terlampir), dibuat rangkap 2, masing-masing difsmpin: 2. Salinan Surat
Persetujuan Sementara (5PS), b Salinan/cony Model 1. Permohonan diserahkan
kepada Ketua BKPMD atau pejabat yang diturjuk.

301} Peraturan Menteri Dalam Negerl No. 3 Tahun 1984,
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b. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 22 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksnaan
Izin Lokasi Dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Menteri
Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Momor 2
Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan
Hak Atas Tanah Baai Perusahaan;,

c. Kepala Badan Pertanahan MNasional Nomor 21 Tahun 1994
tentang Tata Cara Memperoleh Tanah Bagi Perusahaan dalam
Rangka Penanaman Modal.

Pengadaan tanah yang diperuntukkan untuk Badan Hukum,
harus sesuai dengan rencana peruntukan dan penggunaan tanah
yvang bersangkutan pada Dinas Tata Kota, sedangkan status
haknya harus meminta penjelasan lebih dahulu pada Direktorat
Agraria, yang prinsipnya harus sesuai dengan kebutuhan pelaksa-
naan Rencana Kota. Kebijaksanaan ini ditempuh untuk menjamin
pelaksanaan Rencana Kot agar tidak mengalami hambatan,
karena status hak atas tanah dalam rangka menyesuaikan dengan
Rencana Induk. =

Pengaturan mengenal penggunaan tanah oleh Badan Hukum
yang menghendaki kaveling di daerah yang telah ditetapkan
rencana perinciannya untuk membangun bangunan, misalnya
daerah-daerah pinggiran jalan protokol, sebelum melakukan pem-
bebasan terlebih dahulu harus mendapat izin dari Gubermnur
misalnya saja pada perencanaan kota Jakarta, yang diatur di
dalam Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta,™®*) sedangkan
bagi daerah-daerah yang rencana detzilnya belum ditetapkan
pembebasan tanahnya secara terperinci hanya dapat dilakukan
setelah ditetapkan rencana. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin
kepastian dan menentukan pola peruntukan dan penggunaan
tanahnya secara pasti. O

302 Peraturan Dacrah Khusus Ibukota Jakarta No. 7 Tahun 1968 tentang Kebijak-
samaan, Peruntukan Pemakaian, Pamindakan dan Pencabutan Hak Atas Tanah
dalam Wilayah DKI Jaxarta Bagi Perwakilan Diplometik dan Konsuler Perwakilan
Asing/Warga/Badan-Badan Asing (Lembzga Daerah Tahun 1969 Mo, &4). Lihat
juga Penjelasan Atas Peraturan Daerah fentang Kebljaksamaan, Perunfukan
Pemakaian, Pemindahan dan Pencabutan Hak Alas Tanah dalam Wilayah DRI
Jakarta Begi Perwakilan Diplomatik dan  Konsuier/Perwakilan  Asing/Warga/
Badan-badan Asing, him. 230.
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5

Penyelundupan Hukum dalam
Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah
oleh WNA dan Badan Hukum
Dikaitkan dengan Pembangunan
Hukum Pertanahan Nasional

oleh WNA dan badan hukum terjadi karena adanya

undang-undang yang melarang pemberian hak kepemi-
likan atas tanah tertentu bagi WNA dan badan hukum. Pemberian
hak atas tanah yang tertinggi vaitu HM hanya diberikan kepada
WNI dan badan-badan hukum tertentu yang hanya bergerak
dalam bidang keagamaan, sosial, BUMN perbankan, sedangkan
pada WNA diberikan HP dan HS, sedangkan pada badan hukum
komersil diberikan HGB, HGU dan HP. Perbedaan perlakuan ini
disebabkan sumber hukum tanah Indonesia berasal dari hukum
adat, sehingga perlindungan kepada WNI lebih tinggi, contohnya
tanah ulayat.

Oleh karena itu, perlunya pengaturan hukum yang dapat
memberikan suatu kepastian hukum dalam kepemilikan hak atas
tanah bagi WNA dan badan hukum komersil agar perbedaan
perlakuan ini tidak menjadikan timbulnya penyelundupan hukum.
Oleh karena itu, perlunya memerhatikan pembangunan hukum
pertanahan nasional sebagaimana menurut Sunaryati Hartono
dalam melakukan pembangunan hukum, yaitu menyempurnakan
(membuat sesuatu yang lebih baik), mengubah agar menjadi lebih
baik dan modern dan mengadakan sesuatu yang belum ada serta
atau meniadakan sesuatu yang terdapat dalam sistem lama,
karena tidak diperiukan dan tidak cocok dengan sistem baru.™®)

Sejalan dengan itu, Lili Rasjidi dalam perkuliahan menjelas-an
adanya 3 inti pemikiran (unsur) Friedman dalam teori sistem
hukum vyaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.

{Penyemndupan hukum dalam kepemilikan HM atas tanah

303) Sunaryat Hartono, “Ssisraf Perkembangan Hukum [ndonesiz Menufy - Sistem
Hukiwry Nasianar®, makalah, 19993, op. o
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Ketiga unsur ini sejalan dengan pemikiran Mochtar Kusuma-
atmadja, yaitu konsep hukum, fungsi hukum dan substansi hukum.
Untuk itu, penulis melakukan penelahaan dalam bab ini ketiga
unsur tersebut yang melebur dalam proses pembahasan dalam
bab ini.

A. PENYELUNDUPAN HUKUM DALAM KEPEMILIKAN HAK
ATAS TANAH OLEH WNA DAN BADAN HUKUM

Meskipun bentuk hak kepemilikan atas tanah telah diatur oleh
berbagai peraturan yang terkait sebagaimana UUPA, PP 40/1996
dan PP No. 41/1996 dalam mengatur kepemilikan hak atas tanah
bagi WNA dan Badan Hukum dengan bentuk kepemilikan hak:
HGU, HGB, HP dan HS, tetapi sebagai primadona hak kepemilikan
atas tanah tertinggi adalah HM. Mengingat HM atas tanah hanya
yang dapat dimiliki oleh WNI dan merupakan hak turun temurun
hak terkuat dan terpenuh serta mudah dialihkan kepada pihak lain
dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUPA, sehingga keinginan
untuk memiliki bentuk hak tertinggi ini menjadi incaran setiap
orang, WNA maupun Badan Hukum, karena kepemilikannya yang
tidak dibatasi oleh waktu dalam kepemilikan hak atas tanah. Hal
ini tentu saja tidak dapat dimiliki oleh WNA maupun Badan Hukum
mengingat ketentuan Pasal 21 UUPA, kecuali badan-badan hukum
yang telah ditetapkan oleh Pemerintah (Pasal 21 ayat (2) UUPA).

Kepemilikan HM bagi WNI merupakan hak yang dapat dimiliki
sepanjang hak keperdataan atas kepemilikannya yang ditentukan
berdasarkan undang-undang yang berlaku, Lain halnya dengan
WNA yang jelas tidak dibolehkan untuk memiliki tanah dengan
status HM, tetapi dalam praktik minat WNA maupun badan hukum
dapat memiliki tanah yang berstatus HM yang ditempuh dengan
cara-cara yang tidak sah, dengan melakukan penyelundunpan
hukum yaitu melakukan suatu pelanggaran hukum dengan cara
pihak WNA bersembunyi dibelakang nama WNI dan berpura-pura
tidak tahu tentang kepemilikan hak itu untuk memiliki hak atas
tanah dalam bentuk HM. Penyelundupan hukum ini diatur dengan
berbagai cara yang secara kasat mata dalam perjanjiannya adalah
sah mengikuti aturan hukum yang berlaku.

Peristiwa hukum terkait hak atas tanah beserta bangunan
dalam kepemilikan HM atas tanah yang dilakukan aleh WNA
maupun Badan Hukum secara melawan hukum yang juga disebut
sebagai penyelundupan hukum.

Maria S5.W. Sumardjono dalam bukunya menjelaskan bahwa
terdapat berbagai jenis perjanjian berkenaan dengan penguasaan
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tanah oleh WNA dan Badan Hukum, tetapi secara garis besar
perjanjian yang ditempuh pada umumnya terdiri atas:*™)
Perjanjian Induk yang terdiri atas Perjanjian Pemilikan Tanah
(Land Agreement) disertai dengan Surat Kuasa; Perjanjian Opsi;
Perjanjian Sewa-Menyewa (Lease Agreemeni); disertai Kuasa
Menjual (Power of Attorney to Seff); Hibah Wasiat; dan Surat
Pernyataan Ahli Waris.

Bila dilihat sepintas lalu, perjanjian yang dilakukan secara
Notarial tersebut di atas seolah-olah tidak menyalahi peraturan
perundang-undangan yang berlaku karena tidak dalam bentuk
pemindahan hak secara langsung. Namun, bila isi perjanjian
diperiksa dengan saksama, semua perjanjian tersebut secara tak-
langsung dimaksudkan untuk memindahkan tanah Hak Milik
kepada WNA ataupun Badan Hukum. Perjanjian tersebut yang
dimaksud antara lain:***) Perjanjian Pemilikan Tanah (PPT) dan
Pemberian Kuasa Dalam PPT. Pihak WNI mengakui bahwa tanah
HM yang didaftar atas namanya bukanlah miliknya, tetapi milik
WNA yang telah menyediakan dana untuk pembelian tanah HM
beserta bangunan, Selanjutnya, pihak WNI memberi kuasa yang
tidak dapat ditarik kembali kepada pihak WNA untuk melakukan
segala tindakan hukum terhadap tanah Hak Milik dan bangunan;
Perjanjian. Opsi; Pihak WNI memberikan opsi untuk membeli tanah
HM dan bangunan kepada pihak WNA karena dana untuk
pembelian tanah HM dan bangunan itu disediakan pihak WNA;
Perjanjian Sewa-Menyewa; pada prinsipnya dalam perjanjian ini
diatur tentang jangka waktu sewa berikut opsi untuk perpan-
jangannya beserta hak dan kewajiban pihak WNI dan penyewa
WNA; Kuasa untuk menjual, berisi pemberian kuasa dengan hak
substitusi dari pihak WNI sebagal pemberi kuasa kepada pihak
WNA sebagai penerima kuasa, untuk melakukan perbuatan hukum
menjual atau memindahkan tanah HM dan bangunan; Hibah
Wasiat, dalam hal ini pihak WNI menghibahkan tanah HM dan
bangunan atas namanya kepada pihak WNA; Surat parnyataan ahli
waris; Istri pinak WNI dan anaknya menyatakan bahwa walaupun
tanah HM dan bangunan terdaftar atas nama suaminya, tetapi
suaminya bukanlah pemilik sebenarnya atas tanah HM dan
bangunannya tersebut.

Hal-hal yang disebutkan di atas, merupakan kegiatan penye-
lundupan hukum dengan cara kepemilikan hak secara " Trustee”

304) Maria S.W. Sumardions, Atemall Kebiakan . .. op &, him. 14,
305} fofE., him, 14-15.
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Istilah Trustee, yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya,
berasal dari kata Trust (percaya) yang sudah lama dikenal dalam
pandangan tradisi hukum Anglo Saxon:**")

“trust is created where the absolute owner of property (the
settlor) passes the legal title in that property fo a person
(the trustee) to hold that property on trusts for the benefit
of another person (the beneficiary) in accordance with terms
set out by the settior”.

Adanya saling percaya di antara para pengelola ( 7rusfes) dengan
pihak pemberi perintah (Seftlor/Trustor) dan pihak yang menerima
manfaat ( Beneficiary).

Dalam perkembangannya, perjanjian trust akhirnya berkem-
bang dalam berbagai versi dan bentuk dan dalam berbagai bidang
ilmu hukum. Terdapat konsep pemilikan ganda, disatu pihak
terhadap kepemilikan legal atas benda tersebut dari pihak yang
diberikan kepercayaan vyaitu pihak frusfee tetapi berbarengan
dengan itu puls terdapat kepemilikan berdasarkan eguity
(eguitable title) atau sering juga disebut kepemitikan beneficial
yang dimiliki cleh pihak penerima manfaat (beneficiary).

Dalam praktik kepemilikan menggunakan perjanjian Trustee
ini, dimana pihak WNA mempercayai kepemilikan haknya atas
nama WNI sebagaimana disyaratkan oleh UU dalam kepemilikan
HM atas tanah untuk dikelola oleh pihak WNI demi kepentingan
pihak WNA dan sekaligus sebagai penerima manfaat pihak WNA,
untuk dalam jangka waktu tertentu dan kemudian diserahkan
kembali kepada pihak WNA dalam bentuk lain sesual apa isi
perjanjian yang dituangkan dalam “Perjanjian Trusteg” antara
pihak WNA sebagai Trusfor dan pihak WNI vang mengelola
ataupun hanya mengatas namakan hak atas tanah HM tersebut
sebagai Trustee Hal ini dilakukan dimana kedua pihak telah

sepakat untuk menjaga kerahasiaan perjanjian beserta dokumen-
dokumen terkait.

Penyelundupan hukum dengan cara pinjam nama yang
dimaksud tersebut di atas yang istilah asingnya dalam Anglo Saxon
dikenal dengan istilah “Nominee”, bahwa pihak WNA memakai
nama pihak WNI sebagai pemilik hak atas tanah, tetapi pemilik
sesungguhnya adalah pihak WNA, hal ini dituangkan di dalam
“Perjanjian NMomineg’ yang berisi keinginan-keinginan pihak WNA

306) Gunawan Widjaya, ao @i, him. 89 {(Mengutip: Hundson, Alastair, Squity & Trusts
2nd ed, Londan, Cavendish Publishing Ltd, 2002, him. 30},
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untuk meminjam nama pihak WNI dengan tujuan untuk kepen-
tingan pihak WNA.

Dalam bentuk lain, terdapat satu paket perjanjian yang juga
bermaksud memindahkan HM secara taklangsung kepada WNA
dalam bentuk: membuat akta pengakuan hutang WNI kepada
WNA vang isinya menyatakan: bahwa pihak WNI memperolsh
fasilitas pinjaman uang dari WNA untuk digunakan sebagai modal
usaha, padahal tanah HM adalah milik pihak WNA. Disamping itu,
WNI memberi kuasa menjual dengan hak substitusi kepada pihak
WNA untuk secara khusus mewakili dan bertindak atas nama
pihak WNI untuk menjual, melepaskan atau memindahkan tanah
HM yang terdaftar atas namanya sebagal WNI dan menyelesaikan
semua kewajiban utang-piutang pihak WNI.

Penyelundupan hukum lainnya yaitu dengan cara membuat
perjanjian sewa-menyewa tanah, dibuat sekaligus perpanjangan
sewa-menyewa selama 25 tahun dan dapat diperpanjang atas
sewa menyewa. Disamping itu, pihak WNI memberi kuasa dengan
hak substitusi kepada pihak WNA sebagal penerima kuasa untuk
mewakili dan bertindak untuk atas nama pihak WNI mengurus
segala urusan, memerhatikan kepentingan, dan mewakili pemberi
kuasa untuk keperluan menyewakan dan mengurus izin men-
dirikan bangunan (IMB), menandatangani surat pemberitahuan
pajak dan surat-surat lain yang diperlukan, menghadap pejabat
yang berwenang serta menandatangani semua dokumen yang
diperlukan.

Kepemilikan HM atas tanah selain merupakan incaran yang
dilnginkan oleh semua orang, baik WNI yang diperbolehkan oleh
undang-undang sesuai dengan peraturan yang berlaku, juga
menjadi incaran bagi WNA yang sangat berkeinginan mendapatkan
hak tertinggi tersebut, selain bisa menjadi investasi dengan
mendapat keuntungan dikemudian hari, juga bahwa kepemilikan
HM atas tanah merupakan syarat untuk mendapatkan kredit bank
lebih memudahkan dengan beban jaminan hak tanggungan.
Sehingga hal inilah yang menjadikan alasan mengapa WNA
menginginkan kepemilikan HM atas tanah tersebut, meskipun
diperoleh dengan cara melawan hukum.

Cara yang sudah lazim dilakukan melalui perkawinan yang
biasanya melalui perkawinan sirih, menggunakan nama wanita
WHNI, yang diikat dengan perjanjian melalui Notaris antara WNA
dengan pasangan wanita WNI bahwa jika akan melakukan
pelepasan hak kepemilikan HM atas tanah tersebut harus
dilakukan dengan kedua pasangan sirih ini. Sehingga wanita WHNI
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yang namanya Sebagai pemegang hak yang tertera di dalam
sertifikat secara yuridis adalah pemegang hak keperdataan, tetapi
tidak dapat berbuat apa-apa, karena terikal dengan perjanjian
tersebut yang dibuat oleh Notaris.

Kepemilikian HM atas tanah yang dilakukan secara melawan
hukum ini tentu saja akan menimbulkan masalah dikemudian hari
jika saja pemegang hak melakukan suatu perlawanan dalam
kepemilikannya dengan membuktikan bahwa secara yuridis dialah
pemegang hak tersebut dan jika menjadi masalah hukum dike-
mudian hari, seharusnyalah WNA yang melakukan penyelundupan
hukum dalam kepemilikan HM atas tanah tersebut dapat batal
demi hukum. Sehingga pemilikan hak dapat menjadi milik WNI
yang namanya tertera di sertifikat sebagaimana ketentuan di
dalam kepemilikan HM atas tanah yang hanya dapat dimiliki aleh
WNI.

Jika diperhatikan dengan saksama isi perjanjian pokok yang
diikuti dengan perjanjian lain yang terkait dengan penguasaan
tanah HM oleh WNA tersebut menunjukkan bahwa secara tak-
langsung melalui perjanjian natariil, telah terjadi penyelundupan
hukum, meskipun para pihak sepakat terhadap isi perjanjian
tersebut, Suatu perjanjian dikatakan sah jika tidak bertentangan
dengan undang-undang khususnya dalam hal ini adalah UUPA dan
peraturan pelaksananya. Sehingga untuk membuktikan bahwa
terjadi penyelundupan hukum, harus dicermati isi dari perjanjian
pokoknya yang secara jelas bersembunyi di dalam perjanjian itu
sendiri yang memberikan kesan terjadinya penyelundupan hukum.
Dapat dilihat bahwa pihak-pihak yang berkepentingan disini saling
merasa diuntungkan dengan perjanjian tersebut yang tidak mem-
permasalahkan kebenaran materiilnya, sehingga kesannya bahwa
para pihak lebih mempertimbangkan sisi praktis yang lebih penting
dibandingkan pertimbangan yuridisnya.

Hal ini menandakan babhwa amanat Pasal 9, Pasal 21 UUPA
pada praktiknya terjadi penyimpangan. Perjanjian dengan peng-
gunaan cara-cara yang bertentangan dengan undang-undang
sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, dengan menggunakan
pihak WNI sebagai Trustee atau MNominece merupakan penyelun-
dupan hukum, sehingga ketentuan Pasal 26 ayat (2) merupakan
payung hukum dalam menegakkan kepastian hukum dalam
kepemilikan hak atas tanah HM, berbunyi:

Setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan
wasiat dan perbuatan-parbuatan lain yang dimaksudkan
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untuk langsung atau taklangsung memindahkan HM kepada
orang asing, kepada seorang warga negara yang disarmping
kewarganegaraan Indonesianya mempunyai  kewarga-
negaraan asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali
yang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam Pasal 26
ayat (2), adalah menjadi batal karena hukum dan tanahnya
jatuh kepada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak
pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta
semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak
dapat dituntut kembali.

Oleh karena itu, atas penyelundupan hukum tersebut di atas
menjadi batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara.
Dengan kata lain, peristiwa hukum ini dianggap tidak pernah ada.

Selain apa yang diuraikan di atas, penyelundupan hukum
yang biasa dilakukan dalam kepemilikan HM atas tanah vang
dimiliki oleh WNA umumnya diperoleh dengan cara terselubung
vakni dengan memakai nama pihak WNI dengan melakukan
perkawinan dengan tujuan semata-mata untuk memperoleh
kepemilikan HM atas tanah.

Pada peristiwa demikian jelas bahwa yang dilakukan oleh WNA
bersama-sama-dengan pasangan WNI-nya telah melakukan suatu
perbuatan melawan hukum yang melanggar asas kepemilikan
HM yang peruntukannya murni hanya bagi WNI Pasal 21 ayat (1)
UUPA, yang meskipun secara yuridis adalah betul kepemilikan
atas nama WNI sebagaimana ditentukan UU, tetapi jika tujuan
peruntukan nantinya adalah untuk kepentingan WHA dalam
berinvestasi di Indonesia dalam kepemilikan hak ini, tentu saja
menurut pendapat penulis merupakan suatu penyelundupan
hukum dalam kepemilikan hak tersebut. Sehingga terhadap
kepemilikan inl dapat dikatakan batal demi hukum. Meskipun
demikian, dalam praktiknya tentu saja hal ini tidak semudah itu.
Oleh karena itu, untuk penyelundupan hukum yang dilakukan oleh
pasangan yang melakukan perkawinan secara sah menurut UU,
menurut Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
selanjutnya disebut “UUP”, bahwa harta yang mereka dapatkan
dalam masa perkawinannya merupakan harta milik bersama
menurut ketentuan Pasal 50 ayat (1) UUP. Jika terjadi perceraian,
secara hukum pihak WNA yang memiliki harta bersama tersebut
untuk kepemilikan HM atas tanah dari perkawinannya adalah sah,
tetapi dalam jangka satu tahun sejak diperolehnya harta bersama,
pihak WNA tersebut wajib melepaskan bagian haknya sebagai-
mana ketentuan Pasal 21 ayat (3) UUPA.
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_Berbeda pada perlakuan bagi pasangan perkawinan yang
dilakukan tanpa pernikahan yang sah, yaitu dengan kawin “Sirih”,
Karena itu, atas peristiwa kepemilikan HM atas tanah sepenuhnya
secara yuridis keperdataan adalah milik WNI sesuai atas namanya.
Jika terjadi ketakcocokan dalam rumah tangga pasangan nikah Siri
ini, atas bermacam bentuk perjanjian yang mengandung klausula
perjanjian atas sesuatu hal yang dilarang oleh undang-undang
dibuat dengan akta formal dan bentuk kuasa yang dibuat dengan
tujuan semata-mata untuk memperoleh HM dengan memakai
nama pasangan WNI-nya menurut penulis adalah batal demi
hukum, karena tidak memenuhi atas suatu sebab yang halal
sebagaimana ketentuan Pasal 1320 ayat (4) KUHPerdata.

Perjanjian yang dibuat antara WNA dengan pasangan wanita
WHNI melalui Notaris, meskipun Notaris mengakui akan kejadian
ini, tetapi hal ini sangat sulit untuk dibuktikan secara akurat,
mengingat data perjanjian yang dibuat olen Notaris merupakan
data yang sangat rahasia, sehingga penulis memiliki keterbatasan
dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan data sebaga
bukti terjadinya penyelundupan hukum. Meskipun demikian, hal ini
sudah menjadi rahasia umum, bahwa di dalam perjanjian yang
dibuat itu terdapat klausula yang memuat bahwa pasangan WNI-
nya tidak dapat memindahkan haknya pada pihak ketiga, tanpa
persetujuan dari pasangan WNA-nya. Pada kenyataannya, atas
klausula perjanjian seperti ini menjadi hambatan baginya (pihak
WNI} yang berkeinginan mengalihkan tanpa sepengetahuan
pasangan WNA-nya, karena akan menghadapi halangan ketika
akan melakukan transaksi/pengalihan hak kepada pihak ketiga.

Pada pihak pasangan WNI dapat memaksakan untuk melaku-
kan pelepasan hak kepemilikan HM atas tanah, bahwa jelas ia
sebagai pemilik hak atas tanah yang namanya tercantum pada
buku tanah/sertifikat, atas kehendaknya pihak WNI ini dapat saja
mengalihkan haknya, meskipun mendapat kesulitan, dan ia harus
siap untuk mendapat tuntutan dikemudian hari oleh pasangan
WNA-nya atas perjanjian yang dibuatnya. Pada praktiknya, hal ini
pun sulit untuk dipermasalahkan jika pihak WNI tidak mengerti
akan hukum, biasanya menerima saja atas isi perjanjian tersebut
dengan tidak menuntut sesuatu dari pasangan WNA-nya.

Hal ini tentu saja berbeda pada pasangan WNI yang mengerti
akan hukum, ia dapat mempertahankan hak kepemilikan atas
namanya yang secara yuridis adalah sah, meskipun ia mendapat
tuntutan dari pasangan WNA-nya untuk menaati isi perjanjian,
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tetapi pada praktiknya hal ini dapat saja dipertahankan cleh pihak
WNI untuk memiliki hak ini secara keseluruhan, karena ia me-
nyadari bahwa perjanjian yang dibuat itu adalah batal demi
hukum, sedangkan peristiwa hak keperdataannya atas jual belinya
adalah miliknya. Jika saja diproses secara hukum atas asal usul
pembelian objek HM yang berasal dari pihak WNA, hal ini-dapat
saja dibatalkan dengan membalikkan objek tersebut kepada
pemilik asal dan atas uang penjualan dikembalikan kepada pihak
WNA, jika pemilik asal tanah/penerima uang penjualan tanahnya
mau mengembalikan uang tersebut. Namun, hal ini tidak menjadi
kewajiban bagi pemilik asal tanah untuk mengembalikan pemba-
varan jual beli tanah tersebut dan atas objek tanah HM kembali ke
Negara sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (2) UUPA.

Atas peristiwa ini terhadap hak keperdataan atas nama
pemilik tanah HM tersebut harus dimintakan pembatalannya ke
Badan Pertanahan Nasional selanjutnya disebut “BPN" dengan
memohon pembatalan hak kepemilikan ke Pengadilan Megeri
setempat. -5

Demikian juga halnya dengan peristiwa hukum yang terjadi
antara pihak asing asal Malaysia dan Australia dengan nilai
transaksi sebesar Rp.1 miliar yang memakai nama secrang
nelayan WNI dengan akta tanah dari notaris Tanjung Pinang Kepri
yang sudah melegalisasi kepemilikannya cleh aparat desa Kiabu
dan Kecamatan Siantan menurut pendapat penulis adalah batal
demi hukum, sehingga berlaku ketentuan Pasal 26 ayat (2) UUPA.

Peristiwa ini tentu saja akan sangat mengecewakan bagi pihak
WNA atas investasi yang dilakukannya. Oleh karena itu, menurut
penulis hal Ini patutiah disadari oleh pihak WNA bahwa atas
perbuatan yang dilakukannya menimbulkan risiko kerugian besar
baginya jika melakukan perbuatan kepemilikan hak atas tanah HM
secara melawan hukum.

Terhadap kepemilikan atas tanah oleh Badan Hukum
Indonesia selanjutnya disebut PT. Komersil, dan Badan Hukum
Asing selajutnya dissbut PT. PMA, maupun Badan Hukum Negara
selanjutnya disebut BUMN serta memiliki hak atas tanah yang
berbeda. Khusus kepemilikan hak atas tanah untuk PT. BUMN
yang merupakan milik negara oleh Pemerintah ditetapkan badan-
badan hukum yang dapat mempunyai HM dengan syarat-syarat.
merupakan pengecualikan dari Badan Hukum lainnya pada
ketentuan Pasal 21 ayat (2) UUPA. Sedangkan kepemilikan hak
atas tanah untuk PT. Komersil adalah UUPA jo PP No. 40/1996 dan
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untuk PT. PMA selain UUPA jo PP No. 40/1999 jo UU Nomor 25
Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, selanjutnya disebut
UUPM. PT. Komersil yang tunduk pada UU Nomar 40 Tahun 2007
Tentang Persercan Terbatas selanjutnya disebut UUPT dan PT.
PMA tunduk pada ketentuan UUPT jo UUPM, secara bersama-sama
penulis menyingkat dengan menyebut PT.

Terhadap kepemilikan hak atas tanah yang biasa dilakukan
dengan cara memakai nama salah seorang direksinya di dalam
kepemilikan hak atas tanah yang terdaftar di buku sertifikat adalah
nama direksi dimaksud, yang secara organ secrang direksi cukup
berperan penting dalam menjalankan kegiatan PT, karena
direksilah yang mengendalikan perusahaan dalam kegiatan se-
hari-hari.

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan ber-
tanggung jawab penuh atas Pengurusan Perseroan untuk
kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan
Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar
pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, selanjutnya
disebut AD sebagaimana ketentuan pada Pasal 1 angka 5 UUPT.

FT dar ketentuan ini semakin jelas bahwa posisi direksi
secara internal mempunyai tugas untuk mengatur secara teknis
dalam mencapal tujuan PT yang sudah digariskan dalam strategi
AD PT dan keputusan RUPS, sehingga direksi harus membuat dan
melaksanakan rencana kerja. Atas prestasi kerja direksi dituangkan
dalam laporan tahunan melalui Rapat Umum Pemegang Saham
selanjutnya disebut RUPS, yang berarti jika RUPS menerima
laporan tahunan yang disampaikan oleh Direksi, keputusan direksi
menjadi tanggung jawab PT.

Secara eksternal Direksi mewakill perusahaan di dalam dan di
luar pengadilan. Hal ini berarti direksi berhak membuat kontrak
bisnis dengan pihak lzin. Dalam hal PT digugat oleh pihak lain dan
ataupun PT hendak menggugat pihak [ain, direksilah yang
mewakili PT. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 98 ayat (1) UUPT,
bahwa direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan
perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili
perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jika direksi
dianggap berbenturan kepentingan dalam mewakili Perseroan di
pengadilan, berarti dianggap tidak berwenang mewakili Perseroan
sebagaimana ketentuan Pasal 99 UUPT.
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Dalam hal terjadi suatu penyelundupan hukum yang dilakukan
oleh direksi yang bersangkutan dalam peristiva kepemilikan HM
atas tanah yang meminjam nama direksi oleh PT, baik dilakukan
atas kemauannya sendiri untuk tujuan memperkaya dirinya sendiri
dapat digugat oleh PT dan sebaliknya bagi kepemilikan HM atas
tanah ini atas keputusan RUPS untuk tujuan kemudahan dalam
pengalihan hak ataupun tujuan lainnya yang bertentangan dengan
ketentuan undang-undang baik dalam kepemilikan HM atas tanah
maupun ketentuan UUPT terhadap kepemilikan aset PT, biasanya
tidak menjadi masalah sepanjang direksi tersebut memegang
komitmen dengan PT. Namun, hal ini biasanya baru terungkap
ketika terjadi kepailitan ataupun peminjaman kredit/pengalihan
kredit, yang secara tidak tertulis objek milik FT tetapi diakui oleh
PT milik pribadi direksi yang berarti PT ingin menyelamatkan aset
tersebut dari penyitaan dari proses kepailitan ataupun terjadi
kemacetan atas kredit tersebut, dan direksi sebagai subjek hukum
tidak merasa memiliki karena namanya dipakal sebagai Nominee.

Hal lain yang pernah terjadi pada perusahaan BUMN bahwa
seorang direksi di Pertamina yang memakai namanya sendiri untuk
membeli objek tanah yang menjadi aset Pertamina, dengan harga
yang sangat murah untuk tujuan memperkaya dirinya sendiri,
tetapi kemudian dengan pergantian direksi diketahui objek
tersebut merupakan aset Pertamina, sehingga atas penyelundupan
hukum yang dilakukan oleh direksi lama digugat di Pengadilan
Negeri.

Pada peristiva kepemilikan HM atas tanah vang memakai
nama direksl, hal tersebut menurut penulis adalah batal demi
hukum, dengan membatalkan jual beli dimaksud dan terhadap
kepemilikan hak atas tanah dimaksud dapat dibatalkan, dan
penunjang lainnya menyertai pembatalan dimaksud sebagaimana
dijelaskan sebelumnya di atas.

Hal-hal tersebut di atas jelas bahwa kepemilikan hak atas
tanah dimiliki secara melawan hukum, segala jenis perjanjian yang
dibuat di atasnya dapat dibatalkan karena bertentangan dengan
causa yang halal sebagaimana disyaratkan di dalam Pasal 1320
ayat (4) KUHPerdata, Menurut Maria 5.W. Sumardjong, perjanjian
semacam ini mengabaikan kebenaran materil dan hanya menun-
jukkan pada kebenaran notariil, sehingga telah terjadi penyelun-
dupan hukum.™) Sebagaimana causa yang halal disyaratkan

W7 B, Wim 17,
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dalam Pasal 1320 KUHPerdata, bahwa perjanjian yang dibentuk
tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
dan nilai-nilai sosial lainnya yang berlaku di masyarakat.

Pada kepemilikan bersama menurut Wirjono Prodjodikoro™®)
dalam bukunya mengatakan teori kepemilikan bersama yang
menganggap badan hukum sebagai kumpulan dari orang-orang
manusia. Menurut teori ini kepentingan segenap orang-orang yang
menjadi “background' dari badan hukum itu, yaitu dari suatu
negara segenap penduduk atau segenap warganegara, dari suatu
korporasi segenap anggota, dari suatu yayasan segenap orang-
orang yang mendapat dari hari pekerjaan yayasan itu.

Teori ini mengganggap badan hukum langsung bertanggung
jawab hanya atas perbuatan melanggar hukum, yang dilakukan
oleh badan kekuasaan yang tertinggi dalam organisasi badan
hukum, sepertl rapat anggota melanggar hukum yang dilakukan
oleh lain-lain badan kekuasaan dalam organisasi badan hukum,
seperti seorang pengurus dari suatu korporasi, pertanggung-
jawaban badan hukum hanya dapat dianggap ada dengan mem-
pergunakan Pasal 1367 ayat (3) BW tersebut, jadl secara tidak
langsung.”™™)

Oleh karena itu, perbedaan antara tiga teori tersebut perihal
perbuatan melanggar hukum ialah, bahwa apabila suatu alat
pelengkapan dari badan hukum bertindak melanggar hukum,
menurut teori peralatan badan hukum selalu langsung bertang-
gung jawab, menurut teori perumpamaan badan hukum sama
sekali tidak dapat langsung bertanggung jawab, menurut teori
pemilikan bersama badan hukum hanya langsung bertanggung
jawab apabila perbuatannya dilakukan oleh badan kekuasaan yang
tertingai dalam organisasi badan hukum.*")

Dalam teori peralatan masih dapat dipersoalkan, sampai mana
seorang dapat dianggap sebagai alat (organ) dari badan hukum.*!)

Biasanya, dalam AD dari suatu badan hukum disebutkan
sebagai alat yang dengan perbuatannya dapat mengingat badan
hukum, adalah hanya rapat anggota, atau Pengurus atau Ketuanya
atau salah seorang anggota Pengurus. Namun, apakah hanya yang
disebutkan dalam AD ini sajalah yang dapat dianggap sebagai alat

308) R. Wirjono Prodicdikore, Perbualan Melswan Hukum, Sumir Bandung, 1976,
Cetakan VI, him, 82-83.

309y fbig, him. 63.

310) fhid

311} Thid
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(organ) dari badan hukum, lebih-lebih kalau suatu badan hukum
adalah berupa suatu perusahaan yang amat besar dan luas peker-
jaannya dengan beribu-ribu orang-orang pegawai, yang masing-
masing mempunyai tugas untuk bertindak guna kepentingan
badan hukum itu.”)

Misalnya, dalam suatu “Naamioze Vennootschag! atau
Persercan Terbatas yang mempunyai perusahazn hotel, badan
kekuasaan yang disebutkan dalam AD biasanya hanya Direksi dan
gtau para Komisaris. Bagaimanakah halnya dengan seorang
“manager”, yaitu seorang pemimpin perusahaan hotel, yang
sehari-hari pada suatu waktu melakukan perbuatan melanggar
hukum, yang merugikan orang lain. Timbul pertanyaan: Apakah
pemimpin hotel itu dapat dianggap sebagai alat badan hukum,
sehingga hukum langsung bertanggung jawab atas akibat
perbuatan pemimpin itu.>?)

Kiranya pertanyaan ini masih dapat dijawab dengan ya, tetapi
apabila seorang pelayan dari hotel ini melakukan perbuatan
melanggar hukum (tentunya dalam lingkungan tugasnya misalnya
merusakkan barang milik seorang penginap), sekiranya dapat
diragukan, apakah seorang pelayan itu juga dapat dianggap
sebagai alat badan hukum, dengan akibat bahwa badan hukum
yang mengusahakan hotel itu, Eangsun‘tg bertanggung jawab atas
akibat perbuatan seorang pelayan itu.*'%)

Penyelundupan hukum yang sering dilakukan oleh Badan
Hukum dalam kepemilikan HM atas tanah dengan memakal nama
seorang direksinya yang dicantumkan di dalam sertifikat pemilikan
hak atas tanah, selain untuk kebutuhan hukum untuk tetap
memiliki HM atas tanah karena nilainya lebih tinggi dan jika dipakai
sebagai jaminan kredit, pihak bank lebih menyukai HM sebagai
objek jaminan daripada jenis hak atas tanah lainnya. Menurut
hemat penulis atas perbuatan yang dilakukan oleh Badan Hukum
ini menjadi tanggung jawab Badan Hukum itu sendiri jika terbukt
perbuatan itu dilakukan untuk semata-mata keinginan Badan
Hukum untuk memiliki HM dengan mengatas namakan Direksinya.
Atas perbuatan ini, kepemilikan haknya harus dibatalkan dari nama
Direksi tersebut dengan kepemilikan bentuk HM untuk kemudian
dialinkan kepemilikan haknya menjadi HGE atas nama Badan
Hukum tersebut.

312) Jbid
313) Jbid, him. 63-64,
314) fhid, nim. 84,
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B. KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH BAGI WNA DAN
BADAN HUKUM DALAM KAITAN ASAS NASIONALITAS
DAN ASAS INDIVIDUALITAS DIHUBUNGKAN DENGAN
ASAS MORAL YANG BAIK

Seluruh tanah wilayah Negara Republik Indonesia merupakan
karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat Indonesia, yang
telah bersatu menjadi Hak Bangsa Indonesia, yang berarti pengua-
saan atas tanah dalam Hukum Tanah Nasional yang tertinggi,
beraspek perdata dan publik, sebagaimana ketentuan Pasal 1
UUPA. Tanah kepunyaan bersama bangsa Indonesia, yang
penguasaannya ditugaskan kepada Negara Republik Indonesia,
dengan amanat untuk dipergunakan bag sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat Indonesia (Pasal 33 ayat (3) UUD 1945). Hal
ini sebagaimana yang dianut oleh asas Nasionalitas dalam kepemi-
likan HM atas tanah oleh WNI dan WNI yang berkewarganegaraan
Rangkap.

Prinsip Nasionalitas ini memperjelas bahwa hanya WNI saja
yang boleh mempunyai hubungan yang sepenuhnya-dengan bumi,
air dan ruang udara, dengan tidak membedakan antara laki-laki
dan wanita dan sesama warga negara.

Mengingat HM itu mempunyai sifat kebendaan dan mem-
berikan arti demikian kepada pemilik tanah, sewajarnyalah HM itu
hanya disediakan untuk WNI saja, sedangkan untuk WHA dengan
jalan apapun tidak dapat menguasai tanah Indonesia dengan HM.
Larangan WNA memiliki tanah Indonesia yang dimaksudkan
untuk kepentingan politik, Pertanahan dan Keamanan Nasional
(Polhankamnas) serta untuk memelihara keutuhan Wawasan
Nusantara Indonesia sebagai suatu wilayah negara yang tidak
boteh dipecah lagi.

Parlindungan secara jelas mengemukakan ciri khusus dari
UUPA vyaitu menganut asas Nasionalitas, artinya berbeda dengan
ciste1  Domein  Verkiaring Pemerintah Hindia Belanda, yang
menganut asas terbuka. Artinya, setiap orang di dunia ini dapat
mempunyal hak atas tanah di Hindia Belanda asal mau
menundukkan diri pada hukum (BW) di Hindia Belanda.

Keadaan inilah yang dirombak oleh UUPA baik dengan men-
cabut Domein Verkiaring dan ketentuan Buku ke-11 BW istimewa
tekanan pada hak-hak Eigendom dan sejenis hak lainnya menurut
B\ tersebut sampai berlakunya UUPA tanggal 24 September 1960.
Apalagi UUPA menyatakan tentang Pancasila sebagai dasarnya dan
istiewa sila Pasal @ UUPA menyatakan dengan tegas:
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"Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hu-
bungan sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang udara”.

Meskipun pada asasnya hanya WNI tunggal saja yang dapat
memiliki tanah HM, dalam hal-hal tertentu selama waktu yang
terbatas UUPA masih memungkinkan WNA, dan WNI yang berke-
warganegaraan rangkap untuk mempunyai tanah dengan HM.
Diberikannya kemungkinan itu adalah atas dasar pertimbangan
perikemanusiaan.

Pasal 21 ayat (3) UUPA menentukan, bahwa WNA yang
sesudah tanggal 24 September 1960 memperoleh HM karena
pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perka-
winan, wajib melapaskan hak itu di dalam jangka waktu satu
tahun sejak diperolehnya hak tersebut. Ketentuan itu berlaku juga
terhadap WNI yang mempunyai HM dan setelah tanggal 24
September 1960 kehilangan kewarganegaraannya.

Jangka waktu 1 (satu) tahun tersebut dihitung sejak hilang
kewarganegaraan Indonesia-nya itu. Bagaimanakah ketentuannya
jika yang menerima HM secara demikian seorang pemilik semula
berkewarganegaraan rangkap atau jika seorang pemilik semula
kewarganegaraannya Indonesia tunggal, tetapi kemudian kewar-
ganegaraannya menjadi rangkap. Menurut hemat penulis Pasal 21
ayat (3) UUPA berlaku juga terhadap mereka berdasarkan
ketentuan Pasal 21 ayat (4) UUPA,

Cara-cara yang disebutkan di dalam ayat (3) di atas adalah
cara memperoleh hak tanpa melakukan sesuatu tindakan positif
yang sengaja ditujukan pada terjadinya peralihan hak yang
bersangkutan. Demikian Penjelasan Pasal 21 ayat (3) UUPA
tersebut. Cara-cara lain tidak diperbolehkan karena dilarang oleh
Pasal 26 ayat (2) UUPA, jual beli, tukar menukar, hibah dan
pemberian dengan wasiat.

Memperoleh HM dengan kedua cara tersebut di atas masih
dimungkinkan bagi orang-orang asing dan WNI yang berkewarga-
negaraan rangkap, tetapi dalam wakty satu tahun pemilikan itu
harus diakhiri.

Dalam waktu satu tahun kepemilikan HMnya itu harus
dilepaskan. Kalau HM itu tidak dilepaskan, hak tersebut menjadi
hapus dan tanahnya menjadi tanah negara, yaitu tanah yang
dikuasai langsung oleh negara. Maksudnya, setelah itu bekas
pemilik diberi kesempatan untuk meminta kembali tanah yang
bersangkutan dengan hak yang dapat dipunyainya, yaitu bagi
orang asing HP dan bagi orang Indonesia yang berkewarga-
negaraan rangkap HGU, HGE, dan HP.
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Tujuan dari ketentuan Pasal 21 ayat (3) UUPA itu adalah pada
satu pihak untuk mengakhiri pemilikan tanah yang bertentangan
dengan asas Pasal 9 ayat (1) UUPA dan ketentuan Pasal 21 ayat
(1) dan pada lain pihak memberi kesempatan kepada pemilik
untuk mengakhiri pemilikan itu dengan cara yang dianggap sesuai
dengan kepentingannya.

Oleh karena itu, tidaklah ada keberatan jika dalam rangka
memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (3) UUPA tersebut HM-nya
dialihkan kepada pihak lain asal pihak yang menerima peralihan itu
memenuhi syarat sebagai pemilik. Sebagai secrang pemilik ia
memang berwenang untuk mengalihkan haknya itu. Kemungkinan
vang kedua serupa mengenali HGU (Pasal 30 ayat (2) UUPA) dan
HGB (Pasal 36 ayat (2) UUPA).

Ketentuan sebagai yang tercantum dalam Pasal 21 ayat (3)
UUPA itu dijumpai pula di dalam perundang-undangan yang lama,
yaitu dalam S.1912-422 Pasal 12 (Engelbrecht 1945 him. 1689),
mengenai hak usaha di atas tanah-tanah partikelir di sebelah Barat
Cimanuk, S. 1913-702 jo S. 1926-421 Pasal 3 (Engelbrecht 1945
him. 1706), mengenai /landenjen bezitrecht dan 5. 1915-98 Pasal

17 (Engelbrecht 1932 Deel II him. 1457), mengenai HM di
Sumatera Barat.

Menurut Pasal 21 ayat (3) UUPA, HM menjadi hapus karena
hukum dan tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan,
bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.
Hapusnya hukum artinya, bahwa HM hapus dengan sendirinya

atas kekuatan Pasal 21 ayat (3) UUPA setelah jangka waktu satu
tahun tersebut habis.

Dengan demikian, untuk hapusnya HM itu tidak disyaratkan
adanya suatu keputusan dari instansi manapun, balk pesngadilan
atzupun eksekutif. Tidak diperlukan adanya keputusan yang
bersifat konstitutif. Meskipun demikian, agar ada ketegasan bagi
pihak-pihak yang berkepentingan (bekas pemilik, instansi-instansi
agraria, khususnya Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang
berkewajiban untuk mencatatnya dan pihak ketiga), hapusnya hak
tersebut sebaiknya ditegaskan dengan suatu surat keputusan dari
instansi agraria yang berwenang.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) UUPA, menurut
Pasal 21 ayat (1) UUPA hanya WNI saja vang dapat mempunyai
HM. Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa larangan tidak diadakan
perbedaan antara orang-orang Indonesia asli dan keturunan asing.
Meskipun, menurut Pasal 9 ayat (2) UUPA tidak diadakan perbe-
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daan antara sesama warganegara, dalam hal ini pemilikan tanah
dadakan perbedaan antara mereka yang berkewarganegaraan
tunggal dan rangkap.”**)

Kepemilikan WNA hanya dapat memiliki bentuk tanah HP dan
HS saja yang sifatnya relatif, sebagaimana PP No. 40/1956 yang
menjadi dasar kepemilikan rumah bagi orang asing di Indonesia
schagaimana diatur dalam PP No. 41/1996. PP ini memberikan
jaminan kepemilikan rumah bagi orang asing yang berkedudukan
di Indonesia.

Ketentuan Pasal 1 PP No. 41/1996 bahwa orang asing yang
berkedudukan di Indonesia dapat memiliki sebuah rumah untuk
tempat tinggal atau hunian dengan hak atas tanah tertentu. Orang
asing yang berkedudukan di Indonesia tersebut adalah orang
asing yang kehadirannya di Indonesia memberikan manfaat bagi
pembangunan nasional, yaltu orang yang memiliki dan memelihara
kepentingan ekonomi di Indonesia dengan melaksanakan investasi
untuk memiliki rumah tempat tinggal atau tempat hunian.

Atas bentuk kepemilikan HP bagi WNA menurut ketentuan
Pasal 2 PP No. 41/1996 dapat diperoleh dari tanah yang berasal
darl HP atas tanah negara, dan HP atas tanah yang dikuasai
berdasarkan perjanjian dengan pemegang hak atas tanah.

Kepemilikan hak atas tanah yang tercermin dari asas Indivi-
dualitas, bahwa kepemilikan HM atas tanah hanya dapat dimiliki
oleh orang-orang (fet natuurijjkegpersoon), baik sendiri maupun
bersama-sama dengan orang lain. Oleh karena itu, Badan Hukum
tidak dapat mempunyai tanah dengan HM sesual ketentuan Pasal
21 ayat (1) dan (2) UUPA, kecuali Badan Hukum yang ditetapkan
oleh Pemerintah dan telah memenuhi syarat-syaratnya sebagai-
mana telah dijelaskan di atas.

Menurut hukum agraria yang lama, setiap orang boleh mem-
punyai tanah dengan hak eigendom,*'®) balk ia warga negara
maupun orang asing, baik bukan Indonesia asli maupun orang
Indonesia asli. Bahkan, badan hukumnya boleh mempunyai hak
eigendom. Baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum
asing.

Kepemilikan hak atas tanah bagi Badan Hukum hanya dapat
memiliki bentuk tanah HGU, HGB, HP dan HS saja sebagaimana PP
No. 41/1996 tentang HGU HGE, HP, sedangkan HS sebagaimana

315) Lecdt
316) Lihat Budi Harsono, UUPA, Bag. 1, Jilid 11, Jambatan, Jakarta, 1971, him. 98.
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ketentuan UUPA dan perjanjian para pihak memenuhi ketentuan
Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdatz serta UUPM.

Jangka waktu yang diberikan oleh UUPM terhadap kepemi-
likan HGU diberikan paling lama 35 tahun, dan dapat diperpanjang
paling lama 25 tahun dan kemudian dapat diperbarui untuk paling
lama 35 tahun, sehingga total pemberian hak ini berlaku selama
95 tahun. Sedangkan untuk kepemilkan HGB diberikan jangka
waktu paling lama 30 tahun, dan dapat diperpanjang untuk paling
lama 20 tahun dan kemudian dapat diperbarui untuk paling lama
30. Sehingga total pemberian hak ini berlaku selama 80 tahun.

Pada kepemilikan HP atas tanah negara diberikan untuk
jangka waktu paling lama 25 tahun dan dapat diperpanjang untuk
paling lama 20 tahun atau untuk jangka waktu yang tidak
ditentukan (selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan ter-
tentu), serta dapat diperbarui. HP atas tanah HM diberikan untuk
jangka waktu paling lama 25 tahun dan tidak dapat diperpanjang,
tetapi dapat diperbarui sesuai perjanjian dengan pemilik HM.

Selain Badan-Badan Hukum tertentu yang mendapat HM dari
Pemerintah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (2) sebagaimana telah
dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, juga badan-badan hukum
tertentu ini diberikan Hak Pengelolaan (HPL). Badan-badan hukum
dimaksud kepada perusahaan yang seluruh modalnya berasal dari
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat diberikan Tanah
Megara dengan HPL, HGB atau HP menurut kebutuhan sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan Agraria yang berlaku pada
Pasal 12 ayat (1).

Selain mendapatkan HM dimaksud badan-badan hukum
tertentu ini dimana dapat diterbitkan sertifikat HGB, HGU dan HP
di atas tanah dari badan-badan hukum tertentu ini.

Adanya perbedaan pengaturan mengenai jangka panjang
kepamilikan hak atas tanah baik bagi WNA dan Badan Hukum ini
menimbulkan keinginan bagi WNA dan Badan Hukum untuk
memiliki hak kepemilikan lebih lama, sebagaimana kepemilikan HM
atas tanah yang berlaku selamanya, tanpa perpanjangan.

Adanya perbedaan jangka waktu kepemilikan hak atas tanah
tersebut di atas membuat WNA dan Badan Hukum secara ber-
sama-sama dengan oknum pejabat Notaris menghalalkan cara
pembuatan kepemilikan hak atas tanah dari ketentuan yang ada
bagi peruntukannya sesungguhnya terhadap kepemilikan WNA dan
Badan Hukum menjadi memakal kedok kepemilikan HM bagi WNI.
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Akibat perbuatan ini tentunya melanggar asas moralitas bagi
para pelakunya bagi WNA dan Badan Hukum, serta khususnya
bagi oknum pejabat Notaris yang memudahkan pekerjaannya
untuk memenuhi keinginan Kliennya dalam membuat suatu
penjanjian yang melatarbelakangi timbulnya hak kepemilikan atas
tanah dalam bentuk HM.

Keinginan untuk memiliki hak atas tanah baik dengan jual beli
atau hibah tidak semudah membeli sebuah barang bergerak, tetapi
melalui prosedur yang melibatkan banyak pihak dalam mendapat-
kan hak keperdataan ataupun pengalihan hak keperdataan, Oleh
karena itu, pihak yang membantu proses kepemilikan ini haruslah
mempunyai kesadaran moral yang tinggi untuk menjaga kekayaan
alam semesta milik bangsa Indonesia.

Berdasarkan asas moralitas dalam prosedur untuk mendapat-
kan kepemilikan hak atas tanah, jika dijalankan dengan moralitas
para penegak hukum yang dalam hal ini diwakili oleh Notaris,
pejabat pemerintah diwakili oleh Kantor BPN dan subjek hukum-
nya diwakili oleh WNI yang digunakan namanya, yang membantu
proses peruntukan kepemilikan hak atas tanah dapat ditertibkan.

Sebagaimana Thomas Aguinas mengatakan bahwa segala
sesuatu yang _diketahui memiliki hakikat tujuan akhir, memiliki
hakikat baik.”")

Hukum kodrat sebagai manifestasi nilai-nilai kodrat manusia
tercermin di dalam makna actus humanus atau perbuatan
manusiawi. Thomas menjelaskan tentang perbuatan manusia
(actus humanus) sebagai berikut:

Suatu perbuatan hanya dapat disebut manusiawi jika
perbuatan itu dilakukan oleh manusia sebagai manusia.
Manusia berbeda dari makhluk lain yang tidak berakal budi
dalam hal sebagai berikut: manusia adalah tuan atas
perbuatannya sendiri. Oleh karena itu, hanya perbuatan
seperti itu sajalah yang pantas disebut manusiawi, yaitu
perbuatan yang menunjukkan manusia sebagal tuannya.
Manusia menjadi tuan atas perbuatannya sendiri melalui
akal budi dan kehendaknya, dan kehendak bebasnya
diartikan sebagai sifat bawaan dari kehendak dan akal budi.
Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan itu layak disebut
manusiawi, karena berproses dari kehendak bebas. Jika ada
perbuatan lain ditemukan di dalam diri manusia, perbuatan-

317) E. Sumaryono, a0 of, him. 253, (Mengutip: De Veritate, 21.1.)
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perbuatan itu dapat disebut perbuatan manusia, tetapi
bukan perbuatan manusiawi jika perbuatan-perbuatan itu
tidak dilakukan oleh manusia sebagai manusia.™)

Atas dasar keterangan tersebut, yang dimaksudkan dengan
actus fiominis adalah perbuatan manusia sebagai makhluk pada
umumnya, yaitu perbuatan yang dilakukan manusia tetapi tidak
disertai dengan kesadaran diri dan tidak dikehendakinya secara
bebas. Dalam perbuatan ini manusia tidak dapat bertanggung
jawab, sebab perbuatan ini tidak membentuk kehendak bebas.
Perbuatan manusia yang kedua, vaitu aclus humanus atau
perbuatan manusiawi, adalah perbuatan yang dilakukan oleh
manusia dengan penuh kesadaran dirfi dan kehendak bebas.
Jika manusia menjadi tuan atas perbuatannya, ia dapat mengarah-
kan dan mempertanggungjawabkan perbuatan itu dengan bebas.
Perbuatan manusiawi adalah faktor penentu kehendak bebas.*)

Oleh karena itu, suatu perbuatan yang menimbulkan hasil dari
perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Perbuatan itu
adalah perbuatan yang dilakukan secara langsung-atau membantu
melakukan perbuatan tersebut.

Terhadap proses kepemilikan hak yang dilakukan oleh suatu
perbuatan baik untuk kepentingannya maupun untuk kepentingan
arang lain/pihak yvang tidak diperkenankan oleh undang-undang
memiliki hak tersebut merupakan suatu pelanggaran hukum.

Oleh karena itu, tindakan kepemilikan hak atas tanah dalam
kepemilikan HM altas tanah mengikuti asas Nasionalitas bahwa
kepemilikan HM atas tanah yang merupakan hak peringkat ter-
tinggi hanya kepada WNI untuk memiliki tanah wilayah Indonesia,
ini berarti hanya WNI yang mempunyai dan memiliki HM atas
tanah di Indonesia.

Pada subjek hukum untuk kepemilikan hak atas tanah vang
telah diatur dalam UUPA Sistem Hukum Pertanahan Masional,
bahwa UUPA mempunyai sifat nasional dalam segi formal: Dasar
Kenasionalan Pasal 1 UUPA. Dasar Kenasionalan ini dijumpai yaitu
bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah, air dan
seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia.

Dasar Megara Menguasai Tanah Pasal 2 ayat (1) UUPA; Hak
Menguasai dari negara bukan berarti memiliki, bahwa bumi, air
dan ruang udara serta kekayaan alam yang terkandung di

318) M4, him, 254, ST, Ta lae, g. 1. 3. 1.
319) faid, him, 254.
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dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai
organisasi kekuasaan seluruh rakyat: Dasar Pengakuan Terhadap
Hak Ulayat Pasal 3 UUPA, Adanya Hak Ulayat yang tidak boleh
merintangi usaha dari pemerintah yang baik karena usahanya itu
adalah melaksanakan kewajiban-kewajibannya mencapai sebesar-
besar kemakmuran rakyat. Juga ketentuan Pasal 1 dan 2 UUPA
pelaksanaan Hak Ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat
hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada harus
sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional
dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak
boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain
yang lebih tinggl. Sebagai dasar fungsi sosial hak atas tanah
Pasal 6 UUPA, sesecrang yang mempunyai hak atas tanah tidak
baleh mempergunakan atau tidak mempergunakan tanahnya se-
mata-mata untuk kepentingan pribadinya tetapi harus diperhatikan
kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Semua hak atas
tanah mempunyai fungsi sosial dasar pengawasan terhadap HM
Pasal 21 UUPA. Untuk mencegah agar jangdan sampal terjadinya
penyelundupan terhadap HM, yang diperkenankan untuk mem-
punyai HM hanyalah WNI. Dasar perlindungan terhadap golongan
yang lemah Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 dan
Pasal 26 ayat.(1) UUPA. Tiap-tiap WNI mempunyai kesempatan
yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk
dapat manfaat dan hasilnya baik bagi dirl sendiri atau keluarganya,
Perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum
golongan rakyat perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan
nasional diperhatikan, dengan menjamin perlindumgan terhadap
kepentingan golongan yang ekonominya lemah, Dasar Landreform
atau Agrarian Reform Pasal 7 UUPA, untuk mencapai tujuan
Landreform, diadakan ketentuan mengenai [Uas tanah yang boleh
dimiliki seseorang. Untuk tidak merugikan kepentingan umum,
pemiliknya dan penguasaan tanah yang melampaul batas tidak
diperkenankan; Dasar Perencanaan Mengenai Tanah Pasal 14 ayat
(1) dan (2) UUPA, Perencanaan ini harus meliputi mengenai
peruntukan penggunaan dan persediaan bumi, air dan ruang
udara untuk pelbagai kepentingan hidup rakyat dan negara.

Hak percrangan yang individual sebagaimana dalam lingkup
hak ulayat. Dalam lingkup hak bangsa pun dimungkinkan para
WNI, sebagai pihak yang mempunyai hak bersama atas tanah
hersama tersebut, masing-masing menguasai dan menggunakan
sebagian dari tanah-bersama itu secara individual dengan hak-hak
yang bersifat pribadt.
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Menguasai dan menggunakan tanah secara ingdividual berarti
bahwa tanah yang bersangkutan boleh dikuasai secara per-
orangan. Tidak ada keharusan menguasainya bersama-sama
dengan orang-orang lain secara kolektif, biarpun menguasainya
dan menggunakan tanah ftu bersama dimungkinkan dan diper-
bolehkan. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) yang me-
nyatakan bahwa: Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2,
ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi,
yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai
oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan
prang lain serta badan-badan hukum. Kata-kata “baik sendiri
maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan
hukum™ menunjukkan bahwa dalam konsepsi Hukum Tanah
Masional, tanah-tanah tersebut dapat dikuasai dan dipergunakan
secara individual dan tidak ada keharusan untuk menguasai dan
menggunakan secara kolekdif,

Persyaratan bagi pemegang hak atas tanah yang menunjuk-
kan kepada peorangan, baik WNI maupun orang-orang asing dan
badan-badan hukum, juga menunjukkan prinsip penguasaan dan

penggunaan tanah secara individual tersebut (Pasal 21, 29, 36, 42,
dan 45).

Pengaturan kepemilikan hak ini telah ditentukan oleh undang-
undang, terhadap siapa saja subjek hukum pemilik hak atas tanah
sesuai asas Nasionalitas dan asas Individualitas yang kita anut,
tetapi kembali lagi bahwa penempatan asas moralitas menjadi
tempat tertinggi. Mengingat jika pengaturan sudah jelas, tetapi
ada oknum yang tidak perduli dengan peraturan yang ada, malah
mencari celah meskipun dengan cara melawan hukum. Akan
tetapi, hal ini akan berbeda jika para aparat kita telah menegakkan
hukum secara benar, pelaku yang berkeinginan untuk mencari
celah hukum tidak akan mempunyai kemampuan untuk menerobos
sistem hukum yang akurat dan aparat yang kansisten dengan

memperlakukan peraturan perundang-undangan secara tepat dan
benar.

Jika saja tetap terjadi hal ini meskipun telah memiliki aparat
hukum yang mempunyai moralitas tinggi serta peraturan per-
undang-undangan yang memadai, tidak luput juga pelaku WNI
yang memfasilitasi kondisi tersebut. Oleh karena itu, jika hal ini
tetap terjadi, aparat hukum yang mengetahui akan kejadian ini
tidak segan bertindak, dan jika diketahui pemilik aslinya adalah
WNA, kepemilikan hak itu yang mengatasnamakan. WNI harus
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dibatalkan dan kepemilikan tersebut jatuh ke tangan negara atau
pemilik nama sesungguhnya yaitu hak WNI itu seluruhnya.

C. PENYELESAIAN MASALAH BILA PIHAK NOMINEE
MENGINGKARI PERJANJIAN TRUSTEE DALAM KEPE-
MILIKAN HM ATAS TANAH YANG DIBUAT PARA PIHAK
TERHADAP KEPASTIAN HUKUM KEPEMILIKAN HAK
ATAS TANAH

Keinginan memiliki sebuah tanah menjadi bagian dari kehi-
dupan manusia dalam berusaha maupun sekadar untuk menjadi-
kan tanah sebagai tempat tinggal untuk dibangun bangunan di
atas tanah tersebut. Akan berbeda keinginan memiliki itu jika
investor/calon pembeli adalah bukan WNI sebagai ketentuan
hukum kita akan kepemilikan HM atas tanah yang hanya dapat
dimiliki oleh WNI. Bagi WNA akan mencari jalan yang me-
mungkinkan untuk memilikinya, tanpa mempertimbangkan akibat
perbuatannya. Sampai kemudian WNA mendapatkan solusi untuk
memiliki dengan cara terselubung menggunakan pihak WNI se-
bagai pihak yang dipercayai untuk mengatasnamakan kepe-
milikan hak atas tanahnya kepada pihak WNI yang dibuat dalam
satu perjanjian ketika akan membeli lahan tanah tersebut.
Kesepakatan yang dibuat untuk para pihak diatur oleh seorang
pejabat Notaris sekaligus merangkap Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) sebagaimana bagan tersebut di bawah ini:

Gambar 4
Proses terjadinya Nomiines dalam sistem hukum pertanahan:

Penjual/ Pembeli/ Whia,/ WNI/
Pemilik Tanah Trustor Trustess
Naminee
(1) (2) (3)
AJB oleh PPAT
ANTARA PENJUAL/PEMILIK TANAH DENGAN WNI/NOMINEE
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Gambar 5
Perjanjian Mominee yang dibuat antara WNA dan WNI cleh Notaris:

Pembeli/\WNA/ WNI/
Trustor —  Trystee/
Neminges
(2) (3)
F ] |
NOTARIS
ANTARA TRLUSTORMNMNA DAN OMINEEWNI

Proses terjadinya perjanjian Mominees atas dasar perjaniian
Trustee. Calon Penjual/Pemilik Tanah merencanakan untuk men-
jual tanahnya kepada calon Pembeli. Sebelum membeli tanah
yang telah diincar, calon Pembeli terlebih dahulu ingin mendapat
kepastian akan kepemilikan tanah dengan jenis AM, lalu meng-
konsultasikan rencana ini ke Notaris dengan membawa orang
kepercayaannya itu. Setelah mengerti maksud keinginan WNA, lalu
Motaris mengkonsep perjanjian Trustoe antara WNA dan WNI yang
isinya antara lain: pihak WNI mengakui bahwa tanah HM yang
didaftar atas namanya bukanlah miliknya, tetapi milik WNA vang
telah menyediakan dana untuk pembelian tanah HM beserta
bangunannya; pihak WNI memberi kuasa yang tidak dapat ditarik
kembali kepada pihak WNA untuk melakukan segala tindakan
hukum terhadap tanah HM dan bangunan; pihak WNI memberikan
opsi untuk membeli tanah HM dan bangunan kepada pihak WNA
karena dana untuk pembelian tanah HM dan bangunan itu disedia-
kan oleh WNA; dan lain sebagainya yang membatasi kewenangan
pihak WNI. Naotaris sekaligus mengonsep Kuasa untuk menjual,
berisi pemberian kuasa dengan hak substitusi dari pihak WNI
sebagai pemberi kuasa kepada pihak WNA sebagai penerima
kuasa, untuk melakukan perbuatan hukum menjual atau memin-
dahkan tanah HM dan bangunan. Notaris sekaligus mengonsep
Akta Pengakuan Hutang, bahwa pihak WNI mempunyai hutang
sejumlah uang pembayaran harga jual beli tanah dimaksud;
Motaris membuat Kuasa Roya, pihak WNI memberi kuasa dengan
hak substitusi kepada pihak WNA untuk secara khusus mewakili
dan bertindak atas nama pihak WNI untuk meroya dan menyele-
saikan semua kewajiban utang-piutang pihak WNI.
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Dalam kepemilikan tanah jenis HM oleh pihak Trustor yang
membuat perjanjian Trustee! Nominee dengan pihak WNI sebagal
Trustes! Nominee pada dasarnya tidak akan menjadi masalah
sepanjang para pihak tidak mempermasalahkan hal in dan tidak
ada pihak-pihak yang mengusik kenyamanan atas perjanjian
Trustee yang dibuat oleh TrustorfWNA dan Trustea/WNI dalam
kepemilikan tanahnya.

Timbul masalah, apabila dikemudian hari pihak Trustes/
Nominee mengingkari perjanjian Trustee/ Nominee dengan fidak
mengakui akan kepemilikan HM atas tanah yang sesungguhnya
diketahui milik Trustor sebagai WNA yang melanggar asas
Nasionalitas, yang dipercayai padanya untuk memakal namanya
sebagai pemilik dengan meminjam nama/Nomines, kemudian
pihak Trustoringin melakukan gugatan kepada pihak WNI sebagai
Trustes/ Nominee. Hal ini tidak dapat dilakukan karena perjanijian
itu sendiri batal demi hukum dan pada dasarnya perjanjian itu
dianggap tidak pernah ada. Mengingat isi perjanjian yang dibuat
para pihak mengandung causa tidak halal, vaitu terdapat isi
perjanjian bahwa: pihak WNI mengakui bahwa tanah HM yang
didaftar atas namanya bukanlah miliknya, tetapi milik WNA yang
telah menyediakan dana untuk pembelian tanah HM Dbeserta
bangunannya. Sebagai subjek hukum dalam melakukan perjanjian
jelas tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian terpenuhinya
Pasal 1320 ayat (4) KUHPerdata atas causa yang halal, karena
hukum tidak mengatur, bahkan perbuatan hukum itu sendiri
dilarang oleh UU. Hukum pertanahan juga tidak membolehkan,
schingga bertentangan dengan objek yang diperjanjikan adalah
tidak menjadi halal jika terdapat larangan kepemilikan hak atas
tanah jenis HM oleh WNA yang jelas melanggar asas Nasio-nalitas
Pasal 21 ayat (1) UUPA, dan menjadi kerugian negara.

Pada dasarnya, perjanjian yang dibuat diketahui pihak Trustor
untuk menutupi keberadaan kepemilikan HM atas tanah yang
sebenarnya adalah dirinya, sedangkan UU melarang kepemilikan
HM atas tanah bagi orang asing. Sehingga pihak WNA bersem-
bunyi dibalik nama pihak WNI untuk memilikinya melalui perjanjian
Trustee yang dibuat. Bahwa WNI sebagal Nominee mengatas-
namakan dirinya sebagai pemilik hak atas tanah tersebut yang
berfungsi sebagai /ega/ owner dan untuk Badan Hukum ber-
sembunyi dibelakang organ badan hukum/Direksi. Legal owner
dalam hal ini bukan reaf/ owner, mereka berpura-pura sebagai /ega/
owner yang menggunakan namanya tercantum di dalam buku
sertifikat tanah, tetapi sesungguhnya kepemilikan hak atas tanah
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adalzah milik WNA atau Badan Hukum yang didasari dengan per-
janjian Trustee.

Perjanjian Trustee dalam kepemilikan HM atas tanah yang
dibuat para pihak dengan menggunakan jasa hukum Notaris,
tanpa memperhitungkan akibat perjanjian Trustee yang dibuat ini
dapat mencelakakan bagi Trustor, yakni ketika suatu saat nanti
pihak ANominee mengingkarl perjanjian Trustee yang dibuatnya,
pihak Nominee sebagai pihak yang namanya tercantum pada buku
tanah/sertifikat tanah, yang secara keperdataan adalah miliknya,
hal ini akan menimbulkan masalah.

Masalah menjadi sulit diluruskan akibat perjanjian Trustee
yang dibuat para pihak yang telah melanggar causa yang halal
dalam sahnya perjanjian yaitu adanya larangan kepemilikan HM
atas tanah bagi orang asing dan Badan Hukum, karena Nominee
yang dibuat atas dasar perjanjian Trustee telah melanggar asas
Nasionalitas bagi kepemilikan WNA yang peruntukannya hanya
dibolehkan bagi WNI dan Badan Hukum tertentu saja, dan
melanggar asas Individualitas bagi kepemilikan Badan Hukum
yang peruntukannya hanya bagi orang perorangan/Thdividu saja.

Oleh karena itu, semua bentuk perjanjian yang dibuat baik
yang melanggar asas Nasionalitas bagi WNA dan asas Individua-
litas bagi Badan Hukum dalam upaya melakukan penyelundupan
hukum melalui Mominee yang ditunjuk atas dasar perjanjian
trustee, sehingga perjanjian ini haruslah dianggap tidak pernah
ada, dan keadaan dikembalikan seperti semula bila para pihak
sepakat melakukan penyelesaian secara mediasi/musyawaran.
Tentu saja jika hal ini belum berlangsung lama, dana hasil
transaksi masih dapat dikembalikan dari pihak Penjual asal tanah,
tetapi sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (2) bahwa tidak dapat
dituntut kembali uang yang telah diterima oleh Pemilik asal
tanah/Penjual, dan hal ini akan menjadi kerugian bagi Pembeli.

Dilema ini menjadikan pihak Trustor tidak dapat langsung
menuntut kepada pihak Nominee jika pihak Nominee mengingkari
perjanjian Trustee yang dibuat. Oleh karena itu, pihak Trustor
seharusnya melakukan langkah-langkah mediasi/musyawarah
dengan melakukan pendekatan ke pihak Nominee. Dalam pende-
katan yang dilakukan itu pihak Trustor dapat meminta pihak
Nominea Trustee  untuk Jgnengembalikan semua pengeluaran
Trustor dalam kepemilikan hak atas tanah tersebut atau
memindahkan HM atas tanah atas nama dengan Nomines yang
telah dibuat menjadi nama Trustor sesuai dengan peruntukan
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bentuk kepemilikan yaitu HP bagl WNA dan HGB/HGU/HP bagi
Badan Hukum, dengan memberi imbalan kompensasi yang
disepakati para pihak.

D. KONSEP KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH OLEH WNA
DAN BADAN HUKUM SEBAGAI SOLUSI PELAKSANAAN
SISTEM HUKUM PERTANAHAN INDONESIA

Orang asing yang boleh mempunyai rumah di Indonesia,
sesuai dengan Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala BPN
No. 110-2871 tentang Pelaksanaan PP No. 41/1966 tentang
Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing
tertanggal 8 Oktober 1996, dijelaskan bahwa orang asing dari segi
kedudukannya di Indonesia dapat dibagi dalam 2(dua) golongan,
yakni: orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia secara
menetap (penduduk Indonesia); dan orang asing yang tidak
tinggal di Indonesia secara menetap melainkan hanya sewaktu-
waktu berada di Indonesia.

Perbedaan itu berkaitan dengan dokumen yang harus ditun-
jukkan ketika melakukan perbuatan hukum dalam memperoleh
rumah, yakni: bagi orang asing menetap, yang mendapat Izin
Tinggal Tetap, dan bagi orang asing lainnya, yang mendapat Izin
Kunjungan atau Izin Keimigrasian lainnya berbentuk tanda yang
diterakan pada paspor atau dokumen keimigrasian lainnya yang
dimiliki orang asing yang bersangkutan.

Sedangkan untuk pembatasan kepemilikan rumah yang dapat
dipunyai orang asing dalam SE Menteri Agraria/Kepala BPN
disehutkan bahwa orang asing itu dapat memiliki satu rumah.
Untuk itu, orang asing tersebut diminta membuat pernyataan
bahwa yang bersangkutan tidak memiliki rumah tempat tinggal
atau hunian di Indonesia pada waktu melakukan perbuatan hukum
untuk memperoleh rumah tempat tinggal tersebut.

PP No. 41 Tahun 1996 ini sebagai salah satu terobosan dalam
rangka mengantisipasi globalisasi perdagangan bebas ini.
Peraturan ini telah membuka diri untuk membuka gairah investasi
asing dapat berkompetisi guna pembangunan investasi dalam hal
perdagangan di bidang ekonomi di Indonesia.

Pada dewasa ini kepemilikan hak atas tanah untuk WNA dari
sisi positifnya yang diberikan kelembagaan HP ini telah memberi-
kan peluang kepemilikan dalam jangka waktu tertentu. HP
bagi WNA didasarkan pada PP No. 41 Tahun 1996 Tentang
Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian cleh Orang Asing
vang berkedudukan di Indonesia. Pada Pasal 1 ayat (1) PP ini
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dinyatakan bahwa orang asing dapat memiliki sebuah rumah untuk
tinggal atau hunian dengan hak atas tanah tertentu. Hak atas
tanah tertentu ialah HP ssbagaimana dinyatakan di dalam Pasal 2
PP No. 41 Tahun 1996 ini, yang terbagi HP atas tanah negara dan
HM yang dibebani HP dengan perjanjian tertentu.

Meskipun demikian, terhadap orang asing tersebut ada
pembatasan hak yakni hanya diberikan kepada orang asing yang
kehadirannya memberikan manfaat terhadap pembangunan
Indonesia sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 1 ayat (2) PP
No. 41 Tahun 1996, Apabila mereka tidak berkedudukan lagi di
Indonesia, dalam waktu 1 (satu) tahun harus melepaskan atau
mengalihkan hak atas rumah dan tanahnya kepada orang lain
yvang memenuhi syarat. Jika tidak, rumah tersebut jika berdiri di
atas tanah negara, akan dilelang untuk kemudian dijual dan jika
didirikan di atas tanah HM sesuai perjanjian, rumah tersebut
menjadi milik pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Jangka waktu 1 (satu) tahun untuk melepaskan HP dari
ketentuan kepemilikan tanah HP bagi orang asing yang tidak
bekerja ataupun tidak tinggal lagi di Indonesia, merupakan sisi
negatif bagi orang asing tersebut untuk segera mengalihkan
kepemilikan "haknya dalam waktu yang dianggap sangat singkat
untuk melakukan jual beli terhadap pihak ketiga, yang memenuhi
persyaratan dalam Pasal 6 di atas. Apabila dengan ekonomi
Indonesia yang sulit seperti sekarang ini, mau tidak mau terpaksa
menjual rumah tersebut dengan harga murah jika terdesak
dengan waktu dan penawaran yang didapat tidak sesuai dengan
keinginan penjual. Sebaliknya, jika bisnis propert membaik atau
ekanomi membaik, kemungkinan akan menambah keuntungan
bagl WNA,

Kepemilikah hak atas rumah bagi WNA, selain pembatasan
jangka waktu pelepasan hak disebutkan di atas, juga pembatasan
memiliki rumah yang dibatasi hanya dapat dimiliki 1{satu) buah
rumah saja. Tujuan pembatasan ini adalah untuk menjaga agar
persyaratan pemilikan tersebut tidak menyimpang dari tujuannya,
yaitu sekadar memberikan dukungan yang wajar bagl orang asing
yang melakukan kegiatan bisnis di Indonesia.

Sisi positif kepemilikan hak atas tanah bagi Badan Hukum
dalam Undang-undang Penanaman Modal (UUPM) Pasal 22 ayat
(1) memberikan jangka waktu kepemilikan HGU paling lama 95
tahun, dengan perincian dapat diberikan dan diperpanjang selama
kurun waktu 60 tahun dan dapat diperbarui selama 35 tahun.
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Sedangkan untuk HGB diberikan jangka waktu kepemilikannya
selama 80 tahun dengan perincian dapat diberikan dan diper-
panjang selama kurun waktu 50 tahun dan dapat diperbarui
selama kurun waktu 30 tahun, dan untuk HP diberikan jangka
waktu kepemilikan selama 70 tshun dengan perincian dapat
diberikan dan diperpanjang selama kurun waktu 45 tahun dan
dapat diperbarui selama 25 tahun.

Atas pemberian dan perpanjangan di muka bagi perusahaan
penanaman modal, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 22 ayat
(2) UUPM dengan syarat-syarat antara lain: penanaman modal
vang dilakukan dalam jangka panjang dan terkait dengan
perubahan struktur perekonomian Indonesia yang lebih berdaya
saing; penanaman modal dengan tingkat risiko, penanaman modal
yang memerlukan pengembalian modal dalam jangka panjang
sesuai dengan jenis kegiatan penanaman modal yang dilakukan;
penanaman modal yang tidak memerlukan area yang luas;
penanaman modal dengan menggunakan hak atas tanah negara
dan penanaman modal yang tidak mengganggu rasa keadilan
masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umum.

Adanya perbedaan perlakuan dalam kepemilikan hak atas
tanah bagi WNA dan Badan Hukum sebagai konsekuensi asas
Nasionalitas bahwa WNA tidak boleh memiliki HM, kecuali HP dan
HS sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf e dan atas dasar
perjanjian Sewa, yang memenuhi ketentuan Pasal 1320 dan Pasal
1338 KUHPerdata dan PP No. 40/1996 serta PP No. 41/1996 dan
asas Individualitas bahwa Badan Hukum tidak dapat memiliki Hi™,
kecuali HGU, HGB, HP dan HS.

Untuk Badan Hukum Khusus tidak boleh memiliki HM,
sedangkan untuk Badan Hukum Indonesia hanya boleh memiliki
HGU, HGB, HP, HS, kecuali Badan Hukum tertentu yang bergerak
di bidang sosial dan agama, BUMN dan Perbankan.

Sedangkan terhadap Badan Hukum Asing/PMA hanya boleh
HP berdasarkan ketentuan UUPMA, kecuali apabila dengan perjan-
jian patungan membentuk Badan Hukum Indonesia boleh memiliki
HGE, HGU, serta HS sesuai ketentuan UUPA.

Terhadap kepemilikan hak atas tanah di dalam asas Nasionali-
tas dan asas Individualitas dihubungkan dengan asas Moral yang
baik yang menimbulkan penyeludupan hukum sebagaimana telah
dijelaskan di atas.

Oleh karena itu, atas perbedaan perlakuan tersebut membuat
hukum pertanahan Indonesia tidak menarik bagi asing untuk
berinvestasi di Indonesia.
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Dalam upaya menarik investasi dan untuk WNA sebagaimana
ketentuan PP 41/1995, maupun Badan Hukum Asing/FT. PMA
ketentuan PP 40/1996 dan UUPMA, penulis berpendapat HP dapat
diberikan dengan jangka waktu yang cukup sekaligus kepada WNA
dan PT. PMA secara langsung, tanpa proses tahapan perpanjangan
ataupun pembaruan.

Untuk HP bagi WNA Pasal 2 PP No, 41/1996 yang terbagi HP
atas tanah Negara dan HM vang dibebani HP dengan perjanjian
tertentu. Jangka waktu kepemilikan dari HP bagi WNA tersebut
adalah HP atas tanah negara diberi waktu 25 tahun dapat
diperpanjang 20 tahun dan diperbarui, sedangkan HP yang berasal
dari HM jangka waktunya 25 tahun dan tidak dapat diperpanjang,
tetapl dapat diperbarui berdasarkan kesepakatan kedua belah
pihak yang dituangkan dalam akta PPAT. HP waijib didaftarkan
(diterbitkan sertifikatnya), dan bagi HP di atas tanah HM pem-
beriannya harus dicatat dalam buku tanah dan sertifikat HM yang
bersangkutan dengan syarat WNA tersebut masih berkedudukan di
Indonesia. HP atas Tanah Negara dan HM di atas tanah HPL dapat
beralih dan dialihkan sedangkan HP diatas tanah HM hanya dapat
dialihkan dengan persetujuan pemegang HM. Peralihan tersebut
waijib didaftarkan.

Untuk menarik investasi asing, terhadap pemberian HP ini
menurut penulis dapat diberikan sekaligus menjadi 50 tahun tanpa
proses perpanjangan ataupun pembaruan. Sedangkan terhadap
Badan Hukum Asing/PT. PMA diberikan secara langsung dengan

waktu 95 tahun sekaligus tanpa perpanjangan ataupun pem-
baruan.

Selain daripada itu guna adanya ketertiban dalam kepemilikan
hak, sebagaimana telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya
dalam kepemilikan hak atas tanah ocleh WNA dan Badan Hukum
yang telah diatur oleh beberapa peraturan dan perundang-
undangan. Oleh karena itu, perlu pemantauan akan realisasi
jalannya peraturan dalam proses kepemilikan hak atas nama
pemohon hak. Hal ini perlu diperhatikan mengingat apakah mulai
dari proses permohonan hak sampai penerbitan hak sudah sesuai
dengan apa yang disyaratkan oleh undang-undang, baik terhadap
peruntukan tanah sampai kepada proses pelepasan hak dan
penerbitan pemohon hak sebagaimana ketentuan Keppres No. 32
Tahun 1979 dan Pasal 14 UU Nomor 14 Tahun 1972 dalam
penyelenggaraan pendaftaran tanah serta hukum acara perdata
yang menerapkan pembuktian formal.
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Untuk menyikapi permasalahan kemilikan hak atas tanah yang
dilakukan oleh WNA maupun badan hukum, diperlukan adanya
ketertiban hukum atas konsepsi kepemilikan hak atas tanah ocleh
WNA dan badan hukum dihubungkan dengan pembangunan
hukum pertanahan Indonesia dan realisasi perizinan yang di-
berikan Pemerintah dalam rangka penanaman modal asing di
Indonesia dengan menertibkan hukum baik pada penyelenggara
hukum yaitu Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut
“BPN", sebagai lembaga penyelenggara administrasi negara
maupun subjek hukum dalam rangka penerbitan kepemilikan hak
atas tanah di Indonesia. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 2
ayat (2} UUPA yang menyebutkan:

"Bahwa wewenang negara untuk mengatur peruntukan,
penggunaan, persediaan dan pemeliharaan”.

Dan Ketentuan UUPA pada Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (1)
menyebutkan:*%%)

“Bahwa tanah adalah permukaan bumi, dan berdasarkan
hak menguasai dari negara dapat diberikan hak-hak atas
permukaan bumi yang disebut tanah, untuk dimiliki orang
maupun badan hukum dan memberikan wewenang kepada
mereka untuk mempergunakan tanah tersebut. Demikian
pula dengan tubuh bumi, serta ruang yang ada di atasnya
yang langsung berkepentingan dengan penggunazan tanah
itu dalam batas yang diperkenankan oleh undang-undang”.

Dalam pelaksanaan kebijaksanaan tersebut, Menteri Negara
Agraria/Kepala BPN telash mengeluarkan peraturan di bidang
pertanahan Dalam Rangka Investasi/Penanaman Modal, yaitu:

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU,
HGB dan Hak Pakai atas Tanah; PP MNo. 41 Tahun 1996 Tentang
Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian cleh Orang Asing
yang berkedudukan di Indonesia; Undang-undang No. 25 Tahun
2007 tentang Penanaman Modal; Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Masional Nomor 2 Tahun 1993
tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah
Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal; Keputusan
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomar
22 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Izin Lokasi Dalam
Rangka Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata

320) Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (1) UUPA.



Punyelundupan Hukum dalam Kepemilikan Hak Milik . . . Pertonahan Masional 235

Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusa-
haan; Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 1994
tentang Tata Cara Memperoleh Tanah Bagi Perusahaan Dalam
Rangka Penanaman Modal.

Sejalan dengan itu, Pemerintah mengeluarkan arahan dan
pedoman dalam pemenuhan hak atas tanah dan pemenuhan Hak
atas sumber daya alam dan lingkungan hidup yang telah diatur
oleh Agenda RPIMN periode tahun 2005 — 2025 untuk "Meningkat-
kan Kesejahteraan Rakyat” dan agenda "RPIP" untuk "Arah,
Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang dalam
Mewujudkan Pembangunan yang Lebih Merata dan Berkeadilan”
yang diatur pada Bab IV.1.5 ayat (11), berbunyi:**)

"Menerapkan sistem pengelolaan pertanahan yang efisien,
efektif, serta melaksanakan penegakan hukum terhadap hak
atas tanah dengan menesrapkan prinsip-prinsip keadilan,
transparansi, dan demokrasi, Selain itu, perlu dilakukan
penyempurnaan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan
pemanfaatan tanah melalui perumusan berbagai aturan
pelaksanaan fand reform serta penciptaan insentif/disinsentif
perpajakan yang sesuai dengan luas, lokasi, dan penggu-
naan tanah agar masyarakat golongan ekonomi lemah dapat
lebih rudah mendapatkan hak atas tanah. Selain itu,
menyempurnaan sistem hukum dan produk hukum perta-
nahan melalui inventarisasi dan penyempurnaan . . . dst”.

Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana
agenda RPIJMN dan RPJIP tersebut di atas, dalam hal ini hukum
sebagai alat pembaruan masyarakat serta pemelihara ketertiban
dalam masyarakat, menunjukkan fungsinya dalam menciptakan
kesajahteraan masyarakat terutama dalam hal ketertiban kepe-
milikan hak atas tanah. Mengingat fungsinya di atas, sifat hukum
pada dasarnya adalah konservatlf, artinya hukum bersifat meme-
lihara dan mempertahankan yang telah tercapai.

Sebagaimana ketentuan Pasal 1 dan 2 UUPA, penyelenggara
atas kepemilikan seluruh aset negara adalah di tangan peme-
rintah, sedangkan aset pada tanah merupakan salah satu aset
kepemilikan negara yang dijadikan kegiatan investasi para warga
negara asing, yang memerlukan pengaturan hukum yang jelas
atas investasi yang dilakukan oleh WNA atas tanah.

Ketentuan Pasal 21 UUPA jelas membatasi kepemilikan hak
atas WNA, sehingga perlu kejelasan hukum yang mengaturnya.

321} Agenda RPIMM Periode Tahun 2005 - 2025,
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Hal itu sejalan dengan isi Pasal 2 Ketetapan MPR Mo, IX
Tshun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelclaan Sumber
Daya Alam yang mengatakan:

"Pembaharuan agraria mencakup suatu -proses berkesinam-
bungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan,
pemilikan dan pemanfaatan sumber daya agraria, dilaksana-
kan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan
hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat
Indonesia”,

Kepemilikan hak atas tanah oleh WNA dan Badan Hukum,
ditegaskan dan pengawasan yang ketat akan peraturan yang
diterbitkan yaitu terhadap kehadiran PP No. 41/1996 tentang
Pemilikan Rumah Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang
Berkedudukan di Indonesia yang ditindaklanjuti dengan Peraturan
Menteri Megara Agraria/Kepala BPN MNo. 7/1996 dan Peraturan
Menteri Negara Agraria/kepala BPN No. 8/1996, yang menjelaskan
secara garls besar PP No. 41/1996 memuat ketentuan syarat
kepemilikan orang asing yang berkedudukan di Indonesia.

Sebagaimana dijelaskan di atas, menurut hemat penulis
perlunya solusi untuk memberikan daya tarik bagi investor asing
baik bagi kepemilikan WNA pribadi maupun bagl Badan Hukum
asing/PT. PMA serta Badan Hukum Komersil Indonesia yang dapat
memiliki secara langsung tanpa perlu memperpanjang/memper-
barui, sebagaimana diterapkan di beberapa negara seperti
Malaysia, Singapura dan Cina, yang memberikan cukup waktu
yang relatif lama, contohnya di Singapura memberikan jangka
waktu kepemilikan tanah bagi WNA dan Badan Hukum Asing
selama 90 tahun, dan jika memungkinkan nantinya hukum tanah
Indonesia hanya memiliki dua bentuk hak kepemilikan tanah
sebagaimana yang terjadi di beberapa negara tetangga Indonesia.

Oleh karena itu, harus dikelola dan dimanfaatkan secara
optimal bagi generasi sekarang dan generasi mendatang dalam
rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Disamping itu,
untuk meningkatkan perekonomian bangsa, kehadiran investor
asing sangat diperlukan, sehingga perlunya penerapan konsep
kepemilikan hak atas tanah bagi WNA dan Badan Hukum sebagai
solusi pelaksanaan sistem hukum pertanahan Indonesia.



Penyelundupan Hukum dalam Kepamilikan Hak Millk . . . Pertanahan Nasional 237

E. PEMBAHARUAN HAK ATAS TANAH DALAM PEMBA-
NGUNAN HUKUM PERTANAHAN INDONESIA SESUAI
DENGAN NEGARA KESEJAHTERAAN

Salah satu asas yang sangat penting yang didalilkan oleh
UUPA sekarang ialah ketentuan yang tercantum dalam Pasal 5
yang berbunyi:

“"Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang
udara ialah Hukum Adat, sepanjang tidak bertentangan
dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan
atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta
dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-
undang ini dan dengan peraturan-peraturan lainnya, segala
sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang berstandar
pada hukum agama”.

Sayang sekali, penulisan asas yang sangat penting ini tidak disertai
penjelasan yang cukup apa yanag harus kita artikan dengan Hukum
adat vang menjadi sendi di atas mana seluruh hukum agraria kita
yang baru akan berpihak.

Dalam Pasal 5 UUPA tersebut kita hanya dapat baca bahwa
sifat hukum agraria yang baru ini tidak boleh bertentangan dengan
kepentingarr nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan
bangsa, sosialisme Indonesia, ketentuan-ketentuan UUPA, pera-
turan-peraturan lainnya dibidang agraria, dan unsur-unsur yang
berdasar pada hukum agama.

Negara Indonesia yang berbentuk Kesatuan dengan bentuk
pemerintahannya Res Publica, telah menentukan satu kebijaksa-
naan yang sangat mantap terhadap penguasaan tanah di negara
Republik Indonesia, vang diabadikan dalam Undang-undang Dasar
1945 Pasal 33 dan yang sangat berhubungan dengan masalah
pertanahan terkhususnya lagi pada Pasal 33 ayat (3) tersebut:

"Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat”,

Apa yang terkandung di dalam kata “Dikuasai oleh Negara”
sama sekali tidak boleh ditafsirkan bahwa negara-lah yang berhak
memiliki tanah, hal demikian sama sekali tidak benar. Pemerintah
R.1. mengakui HM atas tanah setiap warga negara yang memang
mempunyai hak Itu, dan sepanjang hak tersebut diperolehnya
tidak bertentangan dengan ketentuzn hukum yang berlaku/sah
dan yang dalam pendayagunaannya pun tidak boleh bertentangan
dengan sosialisme Indonesia seperti yang digambarkan dalam
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Preambul UUD 1945.***) “Dikuasal oleh Negara” berarti bahwa
dalam hal pendayagunaan tanah, negaralah yang mengatur
dengan sebaik-baiknya agar terjamin ketertiban dan ketenangan
hidup bermasyarakat dari segenap rakyat Indonesia, agar
kelestarian tanah dapat dipertahankan dan agar tercegah segala
perlakuan yang berbentuk pemerasan dan pemerkosaan terhadap
tanah di bumi Indonesia.

Terjadinya kepemilikan HM atas tanah yang diindikasi kepemi-
likan haknya adalah WNA, meskipun secara legalitas nama yang
tercantum sebagai pemegang hak adalah WNIL. Hal ini cukup berat
pembuktiannya jika saja WNI pemegang hak tetap bersikeras
kepemilikan hak itu adalah kepunyaannya. Meskipun cara menda-
patkannya dinilai tidak mempunyai kemampuan untuk membell
dengan kemampuan finansial yang dimilikinya. Akan tetapi, si
pemegang hak dapat saja tetap pada prinsipnya dan dapat saja
mengatakan bahwa dana yang dimilikinya didapatkan dari pin-
jaman, ataupun alasan lainnya.

Untuk itu, cara-cara yang dilakukan dalam kepemilikan HM
oleh WNA sebagaimana dipaparkan pada bab sebelumnya meru-
pakan tindakan karena adanya celah hukum untuk melakukan
perbuatan itu, meskipun undang-undang secara tegas melarang
kepemilikan dengan cara tersebut selain kepemilikan vyang
dibenarkan oleh undang-undang yakni HP bagi WNA.,

Terjadinya kepemilikan HM atas tanah oleh WNA dengan cara
penyelundungan hukum, tidak terlepas dari moralitas para pihak
yang mmbantu dan melancarkan kepemilikan dengan cara kepe-
milikan secara melawan hukum. Para pihak yang membantu
proses kepemilikan ini, baik dari sisi sipemegang hak vyang
melakukan dengan tujuan untuk kepentingannya sendiri yang
terhimpit masalah ekonomi dan tingkat pengetahuan vang tidak
memadai, sehingga dengan mudah terpengaruh dengan bujukan
atau janji-janji yang tidak diperhitungkan sebelumnya.

Juga pihak oknum Notaris dan aparat hukum lainnya vang
tidak memperhitungkan akan cara-cara yang dilakukannya, hanya
semata-mata menjalankan pekerjaannya untuk mendapatkan
imbalan jasa dari pihak yang mengiginkan kepemilikan HM atas
tanah secara melawan hukum.

Qleh karena ilu, perlunya pemahaman dan sosialisasi ter-
hadap pihak-pihak terkait, khususnya diawali dengan aparat

3322} G, Kartasapoetra, co. ot him. 100,
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hukum baik Notaris ataupun PPAT serta BPN dalam menerapkan
sistem hukum pertanahan nasional dengan benar dan sesuai apa
yang diamanatkan undang-undang.

Meskipun undang-undang telah dengan tegas membatasi
kepemilikan hak atas tanah peruntukan dan subjek pemegang hak,
jika para oknum tidak mempunyai moralitas vang tinggi dalam
menegakkan hukum, hal ini dapat terulang kembali terus menerus.

Tidak dijumpainya pengaturan penjualan tanah kepemilikan
hak atas tanah olen WMNA dan Badan hukum dalam PP No. 40
Tahun 1996 dan PP No. 41 Tahun 1996 menyebabkan keraguan
investor asing untuk berinvetasi di Indonesia. Juga perlunya
memerhatikan kesiapan hukum pertanahan Nasional Indonesia
untuk menerima investasi yang akan masuk ke Indonesia. Investor
vang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri ( Foreign Direct
Invesment = FDI) pada sektor tanah ini akan mengakselerasi
pertumbuhan ekonomi secara signifikan.

MNamun, masih terdapat hambatan-hambatan investasi yang
cukup signifikan sehingga membuat investor menjadi ragu ber-
investasi. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi keputusan
investasi dari investor, diantaranya izlah pertumbuhan pasar dan
luas pangsa pasar, upah dan produktivitas tenaga kerja, keter-
sediaan infrastuktur, dan insentif pajak untuk beberapa sektor
tertentu.

Hal-hal tersebut di atas yang kemudian menjadi hambatan
utama dalam proses investasi adalah untuk memulai aktivitas
berusaha. Indonesia pada saat ini berada pada peringkat 115 dari
155 negara-negara di dunia terkait dengan kemudahan memulai
aktivitas berusaha (gays fo star business).

Hambatan-hambatan lain bagi para investor untuk melakukan
investasi terletak pada ketakpastian hukum, dari peringkat
tersebut di atas dapat dikemukakan adanya hambatan-hambatan
yvang sifatnya hukum seperti melaksanakan kontrak, proses
perizinan, perselisihan hubungan industrial, penutupan usaha dan
pembayaran pajak.

Banyaknya instansi yang terlibat dalam memberikan perizinan,
clearance dan sertifikasi yang mengakibatkan lamanya proses
pengembangan perumahan; Tingginya biaya izin bangunan, biaya
perolenan hak atas tanah dan bangunan (tingginya harga lahan
akibat spekulasi); Lambatnya penyediaan insfrastruktur makro
yang mendukung kawasan perumzhan, termasuk penyediaan
listrik. oleh PLN, maupun air minum untuk rumah tangga;



240 PENYFLUNDUPAN HUKUM KEPEMILIKAN HAK MILIK ATAS TANAH DI INDONESIA

Pemerintah kabupaten dan kota sampai saat ini masih memungut
berbagai retribusi yang mahal terhadap perizinan RSH.

Hambatan-hambatan investasi secara umum yang memiliki
dimensi hukum tersebut di atas, juga terdapat pada sektor tanah.
Untuk membedah hambatan-hambatan hukum dalam investasi
pada sektor tanah secara detail, akan digunakan pendekatan pem-
bagian komponen sistem hukum yang digunakan oleh Lawrence
M. Friedmann. Dengan memberikan pengertian sistem sebagai unit
operasi yang memiliki batas-batas tertentu, vang kemudian
melakukan proses yang nyata mengolah sesuatu bahan mentah,
memproses dan kemudian memproduksi bahan mentah tersebut
menjadi sesuatu yang nyata (outouf).’*) Dalam pengertian yang
demikian, sistem hukum (lega/ syster) dalam proses untuk
mencapai tujuannya (ouipuf), melibatkan tiga kompenen sistem
yakni substansi hukum (/ega/ substance), budaya hukum (/ega/
culture) dan struktur hukum (/egal structure).

Jika dihubungkan dengan perscalan hambatan hukum dalam
investasi pada sektor tanah, ketiga komponen tersebut akan
berkenaan pada aspek-aspek sebagai berikut: =

Fertama, struktur hukum akan terkait dengan kelembagaan
negara beserts pejabat-pejabat yang terkait dengan prosedur dan
perizinan dalam mela-kukan kegiatan usaha di atas tanah.

Kedgua, substansi hukum yakni segala perangkat peraturan
perundang-undangan yang mengatur kegiatan berusaha dari
sektor tanah yang meliputi hubungan hukum antara subjek hukum
dengan tanah, prosedur perizinan dalam proses pembangunan.

Ketigs, adalah terkait dengan aspek nilai dan tingkah laku dari
para pelaku (sfakeholders), baik masyarakat, pelaku usaha
(kalangan perbankan, penyedia jasa maupun pengguna jasa) dan
pemerintah.

Jika melihat perbandingan kepemilikan tanah di beberapa
negara. Tanah tidak dapat dimiliki secara langsung, karena
kepemilikan tanah hanya oleh Pemerintahan dan kepemilikan
bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut untuk dibangun
dijadikan properti. Kepemilikan properti di Malaysia, semula
sebelum tahun 1998, properti vang dimiliki oleh WNA dan badan
hukum asing dilarang dijual sebelum jangka waktu 3 (tiga) tahun
semenjak persetujuan FIC. Dalam perkembangannya, semenjak
tanggal 22 April 1998 larangan tersebut diganti dengan kebijakan
berupa pengenaan pajak.

323} Leawrence M, Friedmann dalam Aminuddin Salle, oo, &t him. 92.
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Bilamana properti dilepaskan dalam jangka waktu sampai
dengan 5 (lima) tahun setelah perclehan, dikenal Rea/ Property
Gains Tax sebesar 30%, bila property dilepaskan dalam jangka
waktu 6 (enam) tahun setelah perolehan, dikenai pajak sebesar 5%.

Dari kondisi kepemilikan hak tanah maupun properti seperti
dijelaskan di atas, negara berkembang maupun negara modern
pun telah menyiapkan perangkat persturannya untuk masuknya
investor asing yang mau berinvestasi di negara tersebut.

Bagi Indonesia yang dalam pembenahan ekonomi setelah
mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan harus bangkit dan
menata kembali semua unsur bidang usaha agar dapat bersaing
dengan negara-negara maju lainnya.

Untuk memajukan ekonomi bangsa Indonesia tidak dapat
dipungkiri adanya keterlibatan investor asing untuk berinvestasi di
Indonesia baik perorangan maupun dalam bentuk badan usaha
asing yang berdomisili di Indonesia. Oleh karena itu, perlunya
peranan pemerintah dalam menertibkan peraturan untuk men-
cegah terjadinya penyimpangan atas kepemilikan hak atas tanah
bagi WNA dan Badan Hukum.

Peraturan yang ada, masih memberi kesan tidak jelas, se-
hingga perlunya penegasan dan pengawasan yang ketat akan
peraturan yang diterbitkan vaitu terhadap kehadiran PP No. 41/
1996 tentang Pemilikan Rumah Tinggal atau Hunian oleh Orang
Asing yang Berkedudukan di Indonesia yang ditindaklanjuti dengan
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Mo, 7/1996 dan
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 8/1996, yang
menjelaskan secara garis besar PP No. 41/1996 memuat ketentuan
orang asing yang berkedudukan di Indonesia diperkenankan me-
miliki satu rumah tempat tinggal yang dibangun di atas tanah HP.
Terhadap kepemilikan rumah bagi WNA ini tidak dapat dikontral,
meskipun peraturan perundang-undangan sudah membatasinya.

Hal ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan di
China yaitu di kota Beizing. Berdasarkan identitas warganya yang
dikenal dengan /D card, dapat dikontrol setiap transaksi yang
dilakukan oleh warganya, mereka dapat melihat aset yang dimiliki
oleh warganya. Demikian pula dengan negara-negara maju lainnya
berdasarkan nomor pajak, dapat dikontrol aset yang dimiliki
seseprang. Hal ini dapat saja diterapkan pada WNA yang bekerja
di Indonesia yang berdasarkan Pasal 1 PP No. 41/1996 memberikan
pengertian “"berkedudukan di Indonesia” sebagai “kehadirannya
memberi manfaat bagi pembangunan nasional”.
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Yang dimaksud “keberadaan” dan “memberi manfaat” tersebut
yaitl dipenuhinya syarat-syarat keimigrasian disamping syarat-
syarat penentu utama.

Agar setiap transaksi yang akan dilakukan cleh WNA berda-
sarkan 7D card atau tanda bukti lainnya yang menunjukkan
identitas WNA tersebut ini didaftar di kantor Pertanahan (BPN)
yvang secara komputerise on fine sehingga ketika melakukan
transaksi secara langsung dapat dideteksi kepemilikan haknya
apakah telah melebihi ketentuan kepemilikan rumah dimaksud.
Kepemilikan atas bangunan yang terjadi di Singapura untuk WNA
diberlakukan kepemilikan hak atas bangunan di atas tanah sewa
(Lease Hold) yakni bangunan bertingkat di atas lantal 7, sedang-
kan di Malaysia kepemilikan bangunan di atas tanah Pemerintah
Malaysia bagi WNA vang diperbolehkan untuk transaksi di atas BEM
250,000.00 seunit.

Hal ini tanpa perlu mendapat persetujuan dari Jawatan
Pelaburan Asing (Foreign Investment Committee-FIC). Berbeda
halnya kepemilikan WNA di Australia hanya boleh memiliki
bangunan yang baru saja (new build) dan dapat memiliki lebih dari
satu bangunan (tidak dibatasi kepemilikan hak atas bangunan).
Larangan yang diberlakukan adalah tidak dibolehkan memiliki
bangunan vang telah dimiliki oleh crang lainnya sebelumnya
(second hand). Untuk kesemua jenis kepemilikan hak atas tanah
di negara-negara yang menganut Anglo Ssxon ini bersifat absolut,
karena waktu kepemilikannya sesuai dengan standar undang-
undang yang dikeluarkan vaitu ratz-rata dengan HS (Llease Hold)
selama 90 tahun,

Terhadap kepemilikan tanah bagi WNA di Indonesia bangunan
yang dibangun di atas tanah HP dapat berasal dari Tanah Negara
atau tanah HM yang diberikan oleh pemegang HM dengan akta
PPAT,. Dalam perjanjian pemberian HP di atas HM wajib dicatat
dalam buku tanah sertifikat HM yang bersangkutan. Jangka waktu
HP di atas HM sesuai kesepakatan dalam perjanjian tidak lebih
lama dari 25 (dua puluh lima) tahun. Jangka waktu HP tersebut
tidak dapat diperpanjang, tetapi dapat diperbarui untuk jangka
waktu 20 (dua puluh tahun).

Untuk jenis kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki oleh
WNA bersifat Relatif, mengingat pemberian HP berdasarkan
perjanjian, dan sangat bergantung kepadz kesepakatan para
pihak, sehingga lamanya waktu tidak pasti, yang dapat berbeda-
beda dengan yang dimiliki orang lain.
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Kepemilikan hak atas tanah bagi Badan Hukum sebagaimana
diatur dengan ketentuan PP 40/1996 dan UUPM 25/2007
memberikan jangka waktu yang relatif lebih lama yakni HGU 95
tahun, HGB 80 tahun, dan HP 70 tahun.

Adanya perlakuan yang berbeda dalam kepemilikan hak atas
tanah antara WNI, WNA dan Badan Hukum, yang mendorong
terciptanya penyelundupan hukum atas kepemilikan tanah dengan
cara Trustee Agreement dan Nominse dengan meminjam nama
WNI untuk kepentingan WMNA yang tentunya melanggar hukum
dan sering menimbulkan permasalahan antara pemegang hak WNI
dengan pemilik hak yang sebenarnya yaitu pihak WNA.

Untuk Indonesia, kiranya kebijakan seperti yang ditempuh
oleh Malaysia dapat diterapkan dengan penyesuaian kareng
kebijakan tersebut memang rasional. Penyesuaiannya ditentukan
berdasarkan jangka wakiu pelepasan hak atas tanah beserta
bangunan terhitung semenjak tanggal perolehannya, misalnya bila
dilepaskan sampai dengan jangka wakiu 4 (empat) tahun sejak
tanggal perolehan, dikenakan pajak sebesar 25% dari nilai jual
objek pajak kena pajak dan bila dilepaskan dalam jangka waktu
5 (lima) tahun setelah tanggal perolehan, dikenakan pajak sebesar
5% dari nilal jual objek pajak kena pajak. Atau sebagai alternatif
dapat ditempuh cara pengenaan pajak pelepasan hak atas tanah
beserta bangunan seperti yang dilakukan Malaysia terhadap orang
perorangan atau perusahaan Malaysia, yakni pelepasan hak atas
tanah dan bangunan dalam jangka waktu di antara 1 (satu) tahun
dan 5 (lima) tahun.

Terhadap kepemilikan hak atas tanah dan bangunan yang
dipunyai oleh WNA dan badan hukum asing dapat disewakan,
sesual dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN
Mo. 7/1996 membolehkan hak tersebut. Selama tidak digunakan
olen pemiliknya, rumah itu dapat disewakan melalui perusahaan
Indonesia berdasarkan perjanjian antara WNA pemilik rumah
dengan perusahaan tersebut.

Perlu pengaturan tentang hal itu dalam peraturan yang akan
datang. Pada prinsipnya, WNA dan badan hukum asing dapat
menyewakan hak atas ketentuan dalam PP No. 44/1994 dan
seyogyanya memang dilakukan melalui perusahaan Indonesia
dengan pertimbangan bahwa perjanjian yang dibuat melalui per-
usahaan yang profesinya melakukan sewa-manyewa lebih mem-
herikan rasa aman terutama kepada pihak hukum yang mungkin
timbul serta jalan keluarmya akan diberikan secara profesional,
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Di samping itu, laporan yang disampaikan oleh perusahaan itu
akan menjadi dasar pengenaan pajak untuk sewa menyewa itu
sesuai dengan PP Mo. 29/1996, yakni berupa Pajak penghasilan
sebesar 6% bagi Wajib Pajak Badan dan 10% bagi Waijib Pajak
Pribadi. Sebagai perbandingan, di Singapura pajak untuk properti
yang disewakan adalah sebesar 15%.

PP Mo. 41/1996 juga tidak menyebutkan secara eksplisit
tentang pewarisan dan hibah hak atas tanah beserta bangunan
yvang dipunyai oleh WNA. Meskipun demikian, sesuai dengan isi
wewenang HP atas tanah, pewarisan dan hibah wasiat hak atas
tanah beserta bangunan dapat dilakukan sepanjang ahli waris dan
penerima hibah memenuhi persyaratan subjek hak sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena ahli waris
dan penerima hibah memperoleh hak secara cuma-cuma,
perclehan hak itu termasuk objek pajak dikenakan pajak menurut
PP No. 111/2000. Adapun BPHTB yang terutang atas perolehan
hak karena warls dan hibah wasiat adalah sebesar 50% dari
BPHTE yang seharusnya terutang. Nilasi Perolehan Objek Pajak
karena waris dan hibah wasiat adalah nilai pasar pada saat
perolehan hak tersebut didaftarkan pada Kantor Pertanahan dan
apabila nilai pasar itu lebih rendah daripada Nilai Jual Objek Pajak
(NJOP) Bumi dan Bangunan, nilai perolehan objek pajak yang
digunakan sebagal dasar pengenaan BPHTE adalah NIOP pada
tahun terjadinya peralehan.

Hak atas tanah beserta bangunan yang dipunyai oleh WNA
dan badan hukum asing itu disamping dapat dijual, disewakan,
diwariskan maupun dihibahkan, juga dapat dijadikan jaminan
utang dengan dibebani Hak Tanggungan, sesuai dengan ketentuan
yang diatur dalam UU Nomor 4/1996 tentang Hak Tanggungan.

Selain itu, juga perlunya pembentukan peraturan perundang-
undangan yang harus disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Maria S.W. Sumardjono,”*) berpendapat dalam rangka pem-
bangunan hukum pertanahan nasional, khususnya dalam pemben-
tukan peraturan perundang-undangan, diperlukan pendekatan
vang mencerminkan pola pikir proaktif dan dilandasi dengan sikap
kritis dan objektif. Dalam menghadapi tantangan itu paling tidak
dapat dicatat dua macam reaksi yang fimbul. Yakni reaksi yang
didasarkan pada pendekatan legalistik, beserta sikapnya vang
konservatif sulit menerima perkembangan-perkembangan baru

324 Maria S.W. Sumardjong, Kebifakan Perfanaban . . . o ot, him. 1.
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dan cenderung menclaknya dengan alasan bahwa hal tersebut
tidak ditunjuk secara eksplisit dalam suatu undang-undang.

Sebaliknya, reaksi lain yang berpangkal pada pendekatan
fungsional cenderung bersikap sangat akomodatif terhadap
perkembangan baru dengan mengatasnamakan kemanfaatan.
Bila perlu mengusulkan untuk mengubah undang-undangnya.
Kedua reaksi ekstrim ini tampaknya kurang mementingkan
bangunan konsep atau asas yang ada di balik setiap kaidah yang
memuat dalam peraturan perundang-undangan dan cenderung
uncuk bersikap pragmatis yakni cepat menolak atau menerima
perkembangan baru dan biasanya baru memikirkan akibatnya
kemudian hari. Pendekatan kritis diperlukan untuk menunjang
pembangunan hukum pertanahan nasional, dengan upaya
pemahaman hukum dan aspirasi yang melekat pada asas hukum
vang bertujuan untuk mencapai keadilan, kepastian hukum dan
manfaat bagi masyarakat merupakan kenyataan bahwa peraturan
yang dibuat termasuk di dalamnya undang-undang, tidaklah
sempurna, baik karena kurang lengkap maupun kurang jelas.
Dalam suatu peraturan perundang-undangan rela&f lengkap pun
dalam peralanan waktu, seiring dengan perkembangan masya-
rakat, iimu pengetahuan dan teknologi dapat menimbulkan adanya
kekosongan. Salah satu cara untuk pembangunan hukum hanyalah
dengan jalan penemuan hukum antara lain dengan metode
interpelasi dan analogi.

Metode interpelasi adalah saranma untuk mengetahui makna
suatu undang-undang yang sifatnya abstrak dan pembenaran yang
terletak pada hasil yang diperoleh dalam upaya melaksanakan
ketentuan yang konkret, Melalui kajian berdasarkan tata bahasa,
sistematik sejarah serta tujuan akan dapat ditemukan makna yang
nantinya akan dituangkan oleh pembentukan undang-undang.

Analogi merupakan cara penalaran untuk menerapkan suatu
sarana ketentuan undang-undang terhadap suatu peristiwa khusus
yang tidak diatur dalam ketentuan umum, tetapi mirip dengan
peristiwa yang diatur oleh perundang-undangan tersebut. Prinsip
dazar analogi adalah memberikan makna pada apa yang tersurat
sesuai dengan asas hukum yang berlaku, Dalam menggunakan
interpelasi seyogianya berbagai cara yang ada dapat digunakan
secara bersama-sama dengan catatan bahwa sesuai dengan
kebutuhannya, tentu akan diberi urutan prioritas. Penggunaan
cara penafsiran yang seimbang akan membawa pengaruh hasil
vang objektif yang dapat memberikan rasa keadilan bagi manusia
dalam hubungannya satu sama lain.
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Masih mengenai pembaruan hukum agraria, ada baiknya
diperhatikan pendapat Notonegoro®™®) bahwa di dalam politik
hukum terdapat pelbagai jalan untuk memberi bentuk kepada
perubahan hukum, ialah dengan mengadakan peraturan hukum
baru, dengan mengubah peraturan hukum yang berlaku dan
dengan jalan perubahan atau pembaruan interpretasi peraturan
hukum yang berlaku. Yang dipakai terutama bergantung kepada
besar kecilnya perubahan. Kalau mengingat faktor-faktor tersebut
di atas, dapat diharapkan bahwa pembangunan agraria akan
dapat mengubah hukum agraria sampai pada dasar-dasarnya.
Oleh karena itu, tindakan paling tepat adalah mengadakan per-
aturan perundang-undangan vang baru, tidak berarti jalan yang
tidak dibutuhkan, Keadaannya justru sebaliknya, karena berhu-
bungan dengan luas dan banyaknya perundang-undangan agraria

tidak dapat diharapkan akan segera diselenggarakan perubahan
secara keseluruhan,

Agar suatu peraturan perundang-undangan layak dan meme-
nuhi persyaratan menurut Podgorecki yang dikutip Sudarto®*®)
ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh pembuat
undang-undang yaitu: mempunyai pengetahuan yang cukup
tentang keadaan yang sebenarnya; mengetahui sistem nilai yang
berlaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan keadaan itu,
dengan cara-cara vang diusulkan serta dengan tujuan-tujuan yang
hendak dicapai agar hal ini dapat diperhitungkan dan dihormati;
mengetahui hipotesa yang menjadi dasar undang-undang yang
bersangkutan. Dengan perkatsan lain, mempunyai pengetahuan
tentang hubungan kausal antara sarana (misalnya, undang-undang
dan sanksl yang ada didalamnya) serta dengan tujuan yang
hendak dicapal; menguji hipotesa ini dengan perkataan lain
melakukan penelitian tentang akibat dar undang-undang itu,
termasuk akibat lain yang tidak diharapkan.

Selain itu, juga harus memerhatikan prinsip-prinsip pema-
kaian bahasa agar tidak menimbulkan berbagai penafsiran;
adapun prinsip-prinsip itu adalah: suatu sistem harus mangandung
peraturan-peraturan, tidak boleh mengandung sekadar keputusan-
keputusan yang bersifat ad Aog; peraturan-peraturan yang dibuat
harus diumumian; tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut.

325) Molonogorg, Mol Mokum dan Pombangunan Mukum Agrarra, Bina Alsara,
Jakarta, 1984, lm, 7-8.

6] Sudartn, Aetum Aidang dan Pengembangan Masparadal Alumnl, Bandung, 1980,
Him. 92,
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Oleh karena itu, apabila yang seperti itu tidak ditolak, peraturan
itu tidak bisa untuk pedoman tingkah laku. Memperbolehkan
peraturan berlaku surut berarti merusak intergritas peraturan yang
ditujukan untuk berlaku bagi waktu yang akan datang; peraturan-
peraturan harus disusun dalam rumusan-rumusan yang bisa
dimengerti; suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-
peraturan yang saling bertentangan satu sama lain; peraturan-
peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa
yang dapat dilakukan; tidak boleh ada kebiasaan untuk sering
mengubah peraturan sehingga menyebabkan seseorang akan
kehilangan orientasi; harus ada kecocokan antara peraturan yang
diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.

Selanjutnya, Muller seperti dikuti Satjipto Rahardjo mengata-
kan bahwa kedelapan asas yang diajukan itu sebetulnya lebih
dari sekadar persyaratan bagi adanya suatu sistem hukum.™")
Melainkan juga memberikan pengkualifikasian terhadap sistem
hukum sebagai suatu sistem yang mengandung moralitas tertentu.
Kegagalan untuk menciptakan sistem yang seperti itu, tidak hanya
melahirkan sistem hukum yang jelek, melainkan sesuatu yang
tidak bisa disebut sebagai sistem sama sekali.

Untuk 4tu, penerapan asas Masionalitas dan Individualitas
dalam kepemilikan HM pada kepemilikan WNA jelas perbedaannya
juga terhadap Badan Hukum.

Doktrin  ilmu  hukum telah mengajarkan diperlakukannya
landasan yang kuat bagi terciptanya hukum yang baik dalam
pengertian bahwa hukum it nantinya akan ditagti oleh
masyarakat. Landasan itu dapat berupa landasan: filosofis; dan
vuridis; serta sosiologi (sebagai asas materiil) bahwa akan
tercermin dalam konsiderans: menimbang dan sebagainya,
mengingat dan sebagainya, diktum dan penjelasan umum undang-
undang yang bersangkutan.

Landasan filosofis akan tercermin dari dalam cita-cita hukum
atau rechsides yaitu pandangan hidup, jati diri, dan sistem nilai
tertentu yang ada pada rechsidee masing-masing. Landasan
yuridis diperfukan agar persyaratan formal dan materiil dalam
pembuatan peraturan perundang-undangan tidak mengandung
cacat vyuridis. Secara sosiologi kelompok orang tertentu dalam
masyarakat, tidak jarang menghadapi perscalan yang bermacam-
macam dan membutuhkan adanya penyelesaian secara hukum
sehingga tercipta ketertiban dan keadilan.

127% Safjipto Raharip, Smu Hekern, Alumni, Bandung, 1982, him. 23,
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Adapun yang dimaksud persyaratan formal bahwa undang-
undang itu dibuat oleh instansi yang berwenang dan dibuat sesuai
dengan prosedur hukum yang berlaku. Sedang mengenail persya-
ratan materiil yakni undang-undang atau peraturan itu tidak
bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sejalan dan
seirama dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Materi
pengaturannya tersusun lengkap, komprehensif dan sistematis,
jelas dan sederhana.

Pengaturan kepemilikan hak atas tanah yang solid sebagai-
mana disebut di atas akan membuat WNA untuk melakukan
investasi di Indonesia sesual dengan peruntukannya.

Demikian juga dengan kepemilikan hak atas tanah oleh Badan
Hukum akan sesuai dengan peruntukannya, jika saja Bank atau
lembaga keuangan memberikan kelonggaran syarat kredit yang
diajukan Pemohon kredit, tidak semata-mata hanya menerima
jaminan dengan hak tertinggi saja yaitu HM, tetapi kepemilikan
hak lainnya dapat diterima. Oleh karena itu, Bank Indonesia dan
Departemen Keuangan yang mengeluarkan peratiran dengan
syarat yang membatasi kepemilikan hak atas tanah lainnya, agar
dapat mempertimbangkan syarat tersebut. Mengingat masih ada
beberapa bank yang memudahkan proses pinjaman jika dengan
jaminan atas tanah yang berstatus HM.

Untuk itu, menurut Mochtar Kusumaatmadia, perlu pengaturan
hukum untuk mengatur masyarakat, karena terdapat masalah-
masalah di dalam masyarakat yang sedang membangun yang
harus diatur untuk hukum secara garis besar dibagi 2 (dua)
golongan besar yaitu:™®) Masalah-masalah yang langsung
mengenai kehidupan pribadi seseorang dan erat hubungannya
dengan kehidupan budaya dan spritual masyarakat digolongkan
sehagai keadaan hukum yang tidak netral; Masalah-masalah yang
bertalian dengan masyarakat dan kemajuan pada umumnya
bersifat “netral” dilihat dari sudut kebudayaan.

Pada umumnya, dapat dikatakan bahwa pembaruan hukum
dalam bidang yang bersifat “netral” lebih mudah dilakukan karena
bidang-bidang netral seperti: bidang hukum perseroan, kontrak,
perikatan, lalu-lintas (darat, air dan udara) lebih mudah dan
segera dapat ditangani.

178} Mochtar Kusumastmadia, Hukum, Masysrakst dan Fembinaan Hukum Nasiona),
Lembaga Penelitian  Hukum dan Kriminclogi Fakultes Hukum Universitas
Padiadizran, Bina Cipta, Bandung, 1576, him. 14
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Pembaruan dalam hukum tanah menurut bidang yang tidak
netral, karena ftu sesuai dengan pendapat Mochtar Kusuma-
atmadja dalam bidang ini peran hukum adat besar. Pembaruan
hukum pertanahan harus tetap memerhatikan hukum adat sebagai
sumber hukum,

Adanya permasalahan-permasalahan di atas, bahwa bagi
masyarakat hukum adat yang tergolong netral, boleh diambil
hukum negara manapun, dan peran hukum adat kecil bahkan
boleh diabaikan. Sedangkan masyarakat hukum tidak netral
tergolong sensitif, khususnya masalah kepemilikan hak atas tanah,
peran hukum adat masih mempunyai peran yang sangat besar.
Oleh karena itu, tanah merupakan hal yang agak sensitif, sehingga
peran hukum adat sangat besar. -

Tentu saja pembaruan hukum itu tidak mudah dilakukan
begitu saja mengingat harus ada keselarasan antara hukum,
masyarakat dan pembinaan hukum sebagaimana dikemukakan
oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa hukum tidak saja sekadar
sebagai alat, sehingga tidak mudah untuk melakukan perubahan
dalam pembangunan hukum. Untuk itu, diperlukaf asas hukum,
kaidah hukum, lembaga hukum sampal kepada proses hukum
untuk melakukan suatu pembaruan hukum.

Sejalan dengan itu, asas hukum yang dipakai dalam hukum
pertanahan adalah asas hukum adat antara lain: Asas kekeluar-
gaan; Asas kepentingan umum di atas kepentingan pribadi; Asas
kontan dan konkret. Sedangkan pada kepemilikan hak atas
tanah HGE berlaku asas pemisahan Horizontal. Asas pemisahan
horizontal juga merupakan asas dalam hukum adat, bahwa tanah
terpisah dari segala sesuatu yang melekat di atasnya. Pasal 6
UUPA menyangkut asas tanah yang mempunyai fungsi sosial, Asas
yang mencerminkan bahwa tanah harus digunakan sebaik-baiknya
dengan memerhatikan kepentingan umum.

Sebagaimana dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja dalam
bukunya bahwa hal-hal yang harus dicerminkan dalam usaha pem-
baruan hukum adalah pendidikan hukum di tanah air Indonesia
yakni masalah perubahan sikap seseorang terhadap masalah
(attitudional problem) dan perlunya diperhatikan pendidikan atau
latihan dalam keterampilan professional (professional  skills
tra'ning) sebagai imbangan daripada pendidikan yang berpretensi
"akademis univerister” atau “teoretis ilmiah” yang kini mendominir
pendidikan hukum Indonesia.?®®)

329) Ihid., him, 25-26.
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Diajarkan keterampilan-keterampilan tidak saja sebagai peneliti
tetapi juga sebagai advokat, hakim, jaksa, penyusun kontrak atau
rancangan undang-undang diperlukan untuk mempersiapkan ahli
hukum. )

Kesiapan penegak hukum sangatlah diperlukan dalam me-
nerapkan hukum yang ada, sehingga jika peraturan yang ada
itu dapat dikontrol dengan baik melalul aparat hukum vyang
mempunyai moralitas yang tinggl. Sistem hukum pertanahan
Indonesia tidak perlu banyak mengalami perubahan yang
signifikan, tetapi perubahan yang diperlukan hanyalah pada
bentuk kepemilikan dan perlakukan kepemilikan yang memberikan
daya tarik bagl Investor.

Untuk itu, perlunya diadakan pembaruan hukum dalam
kepemilikan hak atas tanah yakni dari kepemiiikan hak atas tanah
yang dimiliki sistem hukum pertanahan nasional Indonesia dari
5(lima) bentuk hak atas tanah, nantinya dapat menjadi Z(dua)
bentuk hak yakni HM dan HP saja yang telah lama dimasukkan
dalam Rancangan Undang-undang (RUU), tetapi sampai sekarang
belum mendapat persetujuan atas rancangan perubahan tersebut,
sebagaimana telah diterapkan di beberapa negara tetangga
Indonesia. Kepemilikan 2(dua) bentuk hak ini dimiliki oleh negara-
negara maju, selain lebih memudahkan peruntukannya juga lebih
mudah mengontrol kepemilikannya serta jangka waktu yang
memadai yang pemberiannya sekaligus.

Atas hemat penulis kemungkinan adanya kebijakan baru
untuk dapat terjadinya 2(dua) bentuk kepemilikan hak atas tanah.
Urtuk kepemilikan HM tetap melekatnya asas Nasionalitas yaitu
peruntukannya sebagaimana aturan yang berlaku sejak asalnya
hukum adat, sedangkan HP mempunyal beberapa kriteria
kepemilikan sebagaimana peruntukan yang terjadi untuk HGB,
HGU, HP dan HS. Kesemua jenis hak ini kecuali HM, disatukan
dengan pembagian masih-masing peruntukan HP dimaksud.

Pada negara-negara tetangga Indonesia terhadap kepemilikan
hak atas tanah hanya dibagi HP/HS/ Lease Hold itu fixed waktunya
yaitu 70 tahun untuk China dan/atau S0 tahun untuk Malaysia
dan negara-negara lain yang menganut hal yang sama.

Terhadap perbedaan kepemilikan HP dan HS pada sistem per-

tanahan Indonesia dengan HP/HS/lease Hold di Negara Anglo
Saxon terdapat perbedaan kepemilikan hak atas tanah bentuk HP

330) Jbid, him. 26,
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dan HS adalah hak relatif, karena waktunya tidak pasti, bergantung
kepada dasar perjanjian yang disepakati para pihak, khususnya
pemegang hak atas tanah tersebut apakah kepemilikan HM atas
nama individual atau kepemilikan HM atas nama negara. Hal ini
berbeda dengan kepemilikan HS yang dikenal dengan Lease Hold
pada negara Anglo Saxeon, bahwa kepemilikan haknya 90 tahun
(fixed), demikian juga hak tertinggi yang diberikan kepada
warganya dengan jenis hak FAree Hold selama 90 tahun (/fixed).
Perbedaan atas hak tertinggl yang diberikan oleh Anglo Saxon
dibandingkan dengan pemberian hak tertinggi bagi UUPA yaitu HM
untuk selamanya (turun temurun) tidak dibatasi kepemilikan
haknya. Perbedaan ini dilatarbelakangi adanya hukum adat
sebagai sumber hukum UUPA, vyakni hak ulayat. Meskipun
demikian, HM atas tanah tidak lagi memegang peranan yang
sangat penting di dalam kehidupan ekonomi, kecuali untuk
keperluan pemukiman dan usaha pertanian dan perindustrian
kecil, yang semata-mata bertujuan untuk mencari nafkah bagi
penghidupan sesecrang beserts keluarganya, sehingga fungsi
sosial yang dikaitkan pada HM atas tanah itu cukup, apabila
dihubungkan dengan usaha mencari nafkah dan penghidupan
yang layak itu. Sehingga kepemilikan HM itu adalah wajar, apabila
ditentukan hanya boleh digunakan untuk pemukiman dan per-
tanian serta perindustrian rumah yang terbatas pada 2 ha per
kepala keluarga.

HM s<elain boleh dibebani dengan hipotik, seyogianya boleh
dibebani dengan HGU atau HBG dengan mendapatkan uang sewa
dari pemilik HGU atau HGB yang membutuhkan tanah tersebut
untuk usahanya. Ataupun dengan mendapat saham-saham dalam
perusahaan atau perkebunan yang bersangkutan sebanyak harga
pasaran (markel valug) penggunaan tanah HGU atau HGB di atas
fanah HM itu,

Qleh karena itu, si pemilik tanah tetap menjadi pemilik,
sekalipun ia untuk suatu jangka tertentu tidak dapat menggunakan
HM-nya secara efektif. Namun, karena sipemilik tanah tetap
berhak memungut uang sewa, atau menjadi pemegang saham
perusahaan atau perkebunan yang menggunakan tanahnya, dan
pemilik tanah itu tetap masih memenuhi fungsi sosialnya sebagai
pemberi nafkah bagi diri dan keluarganya. Sehingga praktik
pelepasan, pembebasan atau pun pencabutan hak tidak lagi
diperlukan, apabila suatu bidang tanah dibutuhkan dalam rangka
industrialisasi, atau penanaman modal. Bahkan, dengan cara ini
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pemilik tanah secara langsung ikut berpartisipasi dalam pem-
bangunan dan disamping itu mendorong pembentukan badan
hukum.

Oleh karena itu, bagi Indonesia jelaslah hukum berperan
sebagai sarana pembangunan yaitu bahwa hukum harus mampu
memenuhi  kebutuhan sesuai dengan tingkat kemajuan serta
tahapan pembangunan di segala bidang, sehingga dapat dicipta-
kan ketertiban dan kepastian hukum untuk menjamin serta mem-
perlancar pelaksanaan pembangunan. Karena itu, pembangunan
hukum berupa pembaruan dan pembentukan hukum baru yang
merupakan hukum nasional mutlak diperlukan.™)

Pembangunan menghendaki pembaruan sikap dari masya-
rakat yang sedang membangun itu, dalam pembangunan yang
sedang dilaksanakan. Indonesia dewasa ini jelas membutuhkan
pula perubahan sikap dari masyarakat bangsa Indonesia sendiri
agar pembangunan dapat terlaksana sebagaimana diharapkan.
Mochtar Kusumaatmadja menilai bahwa demi pembangunan,
pembaruan sikap, sifat atau nilai-nilai adalah perlu, persoalan-nya
adalah nilai-nilai manakah darl keadaan masyarakat yang ada
hendak ditinggalkan dan diganti dengan nilai-nilai baru yang diper-
kirakan lebih sesuai dengan kehidupan (dunia) dewasa ini, dan
nilai-nilai lama manakah yang bisa dan patut dipertahankan? ***)

Teori Hukum Pembangunan, Mochtar secara cemerlang meng-
ubah pengertian hukum sebagai alat (foa/) menjadi hukum sebagai
sarana (instrument) untuk membangun masyarakat. Pokok-pokok
pikiran yang melandasi konsep tersebut adalah bahwa ketertiban
dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaruan
memang diinginkan, bahkan mutlak perlu. Hukum dalam arti
norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia kearah
yang dihendaki oleh pembangunan dan pembaruan itu. Untuk ity,
diperlukan sarana berupa peraturan hukum yang berbentuk tidak
tertulis itu harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam
masyarakat.

Selanjutnya Mochtar Kusumaatmadja mengatakan: ™)
“Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban

dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada
dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat meme-

331} Komar Kantastmadja, Peran dan Fungs! Profes! . . . foc. cif.

332" Mochtar Kusumaatmadia, Fnos dai Perkembangan . . . foc Of

333) Mochtar Kusumaatmadja, Aonsep-Ronssd Hubwrn  dalam Pambarnguriai)
{Kumpulan Kanga Tulis), Alumni, Bandung, 2002, him. 14,
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lihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi
demikian diperiukan dalam setiap masyarakat, termasuk
masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun
ada hasil-hasil yvang harus dipelihara, dilindungi dan diaman-
kan. Akan tetapi, masvarzkat yang sedang membangun,
yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang
berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian
saja. Iz juga harus dapat membantu proses perubahan
masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang
menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti
statis dan menekankan sifat konservatif dari hukum, meng-
anggap bahwa hukum tidek dapat memainkan suatu
peranan yang berarti dalam proses pembaruan”.

Dalam proses pembaruan hukum, terdapat unsur politik. Oleh
karena itu, dalam perkembangan politik, masyarakat vyang
menginginkan ketertiban dan keteraturan, fungsi hukum bukan
hanya diakui sebagal 2 fool of social engineering semata-mata,
tetapi hukum diharapkan sekaligus dapat menciptakan harmonisasi
antara elemen birokrasi dan elemen masyarakat ke dalam satu
wadah vang disebut cleh Romli Atmasasmita "Bureaucratic and
Social Engineering” (BSE)™) sebagai pemberdayaan birokrasi
dalam konteks peranan hukum dalam pembangunan. Pember-
dayaan di lingkungan birokrasi ini sangat penting antara lain
di dalam menjalankan TAP MPR RI Nomor XI/MPR RI1/1999 dan
TAP MPR RI Nomor VIII/MR/2001 tentang Rekomendasl Arah
Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN serta bagaimana
melaksanakan secara konsisten UU RI Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggara MNegara yang Bersih dan Bebas dari
KKN.**)

Untuk itu, apa yang telah ditambahkan oleh Romli Atmasasmita
dalam melengkapi Teori Hukum Pembangunan Mochtar, bahwa
tanah merupakan hal yvang agak sensitif, sehingga peran hukum
adat sangat besar. Karena itu, dalam hukum pertanahan yang
berasal dari hukum adat haruslah diperkuat keberadaan haknya
yaitu kepemilikan hak yang berasal dari Hukum Adat. Oleh karena
itu, pembaruan hukum itu tidak mudah dilakukan begitu saja
mengingat harus ada keselarasan antara hukum, masyarakat dan
pembinaan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Mochtar
Kusumaatmadja bahwa hukum tidak saja sekadar sebagai alat,

134} Romli Atmasasmita, Pemgamtar Hukum Kefahatan Slenis Prenada Madia, Jakarta,
Edisi 11, Cet. I, 2003, him, 14,
335} Jbd, him. 14,
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sehingga tidak mudah untuk melakukan perubahan dalam pem-
bangunan hukum. Untuk itu, diperlukan asas hukum, kaldah
hukum, lembaga hukum sampai kepada proses hukum untuk
melakukan suatu pembaruan hukum.

Atas keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21-22/PUU-
V/2007 mengenai Pengujian Undang-undang Penanaman Modal
Terhadap UUD 1945, menurut penulis tidakliah dapat dikatakan
memberi arti karena putusan penolakan Pasal 22 UUPM tidak
memberi kepastian hukum, bahwa masalah jangka waktu
pemberian hak atas tanah tidak diberi secara jelas dan pasti, hal
mana hanya dijelaskan bahwa dapat diberikan dan diperpanjang
dan dapat diperbarui kembali atas permohonan penanam modal
sctelah dievaluasi bahwa tanahnya masih digunakan dan di-
usahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan
pemberian hak. Jika diperhatikan bunyi putusan ini, menurut
penulis tidak ada yang membedakan dengan masih adanya PP
No. 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan HP wang masih
memberikan jangka waktu dari vang ada untuk HGU 35 tahun
diperpanjang 25 tahun lalu diperbarui (tidak ditentukan lama
waktunya), untuk HGB 30 tahun diperpanjang 20 tahun lalu
diperbarui (fidak ditentukan lama waktunya), demikian juga
dengan pemberian HP 25 tahun dan 20 tahun diperpanjang serta
dapat diperbarui jika. sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian
hak/selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu.
Sehingga jika disandingkan atas kedua keputusan ini, putusan
yang dikeluarkan MK tidak memberikan arti yang berarti bagi
kepastian hukum kita tentang jangka waktu atas kepemilikan hak
atas tanah, yang berakibat timbulnya penyelundupan hukum.

Hal ini malah memberikan kesan bahwa perizinan atas hak
atas tanah yang diberikan oleh lembaga hukum dan proses hukum
itu sendiri dapat disalahgunakan sebagaimana tambahan kekhawa-
tiran Romll Atmasasmita dalam mengungkap hukum sebagai BSE.
Dengan syarat yang. diberikan oleh MK, memberi kesan bahwa
semua perizinan akan pengguna tanah melalui aparat pemerintah
yang membuat celah hukum dalam proses perizinan mulai dari izin
itu diberi, masa waktu perizinan, perpanjangan dan pembaruan.
Mengingat hambatan investasi yang telah berlangsung yaitu
adanya tumpang tindih instansi pemerintahan dalam pengurusan
izin usaha, kesemuanya memerlukan dana perizinan agar diberi
kemudahan dan proses yang diinginkan sesuai, sehingga hukum
sebagai "Buresucratic and Social Engineering’ harus menjadi
perhatian.
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Untuk itu, konsep pembaruan hukum sangat diperiukan
terhadap hukum pertanahan sebagaimana telah dijelaskan pada
sub-bab sebelumnya ini yaitu memberi kepastian waktu dalam
pemberian hak atas tanah, sehingga mendorong investasi masuk
ke Indonesia yang secara ekocnomi bangsa kita memerlukan
banyak investasi dengan tanah luas yang dimiliki bangsa Indonesia
dan dengan adanya kepastian waktu serta kelonggaran waktu
menjadikan WNA maupun Badan Hukum untuk tidak melakukan
penyelundupan hukum dalam memiliki hak atas tanah jenis HM
lagi, karena hak atas tanah yang dimiliki sudah cukup berarti.

Nilai-nilai hukum yang patut dipertahankan dalam masya-
rakat untuk mencapai kesejateraan rakyat, pemerintah negara
Indonesialah yang harus melaksanakan ketertiban itu, khususnya
pengaturan kepemilikan tanah.

Tanah sebagai salah satu sumber daya alam yang mempunyai
fungsi dan peran yang strategis dan penting di dalam pem-
bangunan baik untuk tempat tinggal maupun untuk usaha,
Berkenaan dengan pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan
tanah, secara konstitusional telah digariskan oleh UUD45 di dalam
Pasal 33 ayat (3) menyebutkan:

"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. O



P
L9)]
&

6

Penutup

ﬁ

S zk'lbat hukum kepemilikan tanah HM olen WNA dan
Badan Hukum yana mengatasnamakan WNI sebagai
Nominee melalui  perjanjian Trustee bertentangan

dengan sistem hukum pertanahan Indonesia. UUPA tidak

memperkenankan kepemilikan HM atas tanah kepada WNA dan

Badan Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) UUPA.

Karena itu, perjanjian ini batal demi hukum. Atas pemindahan HM

atas tamah ini melanggar asas Nasionalitas bagi WNA dan asas

Individualitas bagi Badan Hukum, dan sebagaimana ketentuan

Pasal 26 ayat (2) tanah tersebut kembali ke negara.

Akibat hukum jika pihak Nominee mengingkari perjanjian
Trustee, secara hukum meskipun Nominee adalah pemilik hak atas
tanah tersebut, tetapi sebenamya Nominee hanya mewakili pihak
Trustor scbagaimana diatur dalam perjanjian Nominez, QOleh
karena itu, apabila pihak Trustor menggugat Nominee, kepemilikan
hak atac tanah akan hilang, karena perjanjian yang dibuat para
pihak adalah batal demi hukum, dan tidak memenuhi causa yang
halal, melanggar syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 ayat (4)
KUHPerdata, bahwa objek yang diperjanjikan melanggar asas
Nasionalitas bagi WNA dan asas Individualitas bagi Badan Hukum
dalam kepemilikan tanah jenis HM. Kepemilikan tanah HM ini
hanya diperuntukkan bagi WNI Pasal 21 ayat (1) UUPA.

Peran pemerintah diperlukan dalam menertibkan peraturan
untuk mencegah terjadinya penyelundupan hukum atas kepe-
milikan hak atas tanah bagi WNA dan Badan Hukum serta
memberikan daya tarik dalam berinvestasi dan kepastian hukum
untuk kepemilikan hak atas tanah bagi WNA dan Badan Hukum.
Oleh karena itu, konsep kepemilikan hak atas tanah untuk WNA
dan Badan Hukum agar tidak merugikan masyarakat banyak
dihubungkan dengan ftujuan negara kesejahteraan sebaiknya
diberikan selama 90 tahun, hal mana dibanding dengan negara-
negara lain pada umumnya memberikan Hak Sewa atas tanah
dengan jangka waktu 90 tahun,
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Untuk itu diperlukan pembaharuan hukum dalam kepemilikan hak
atas tanah yakni dari beberapa bentuk kepemilikan menjadi 2
(dua) bentuk kepemilikan hak atas tanah yaitu HM dan HP. HM
diberikan sesuai dengan asas Masionalitas dan asas Individualitas,
sedangkan HP diberikan selama 90 tahun, dengan dasar ketentuan
PP No. 40 tahun 1996 dan UUPM.

Sebagai solusi agar WNA dan Badan Hukum yang sifatnya
komersil ini tidak melakukan penyelundupan hukum dalam
kepemilikan hak atas tanah, maka menurut hemat penulis
perlunya diberikan kepemilikan hak atas tanah selama 90 tahun
dan melakukan peninjauan atas PP 40/1996 dan UUPA serta
Putusan Mahkamah Konstitusi: No. 21-22/PUU-V/2007 Pengujian
UUPM terhadap UUD 1945 guna menarik investasl. Untuk itu,
diperlukan kehadiran PP yang baru untuk mengatur kepemilikan
hak atas tanah yang dimiliki oleh WNA maupun Badan Hukum
selama 90 tahun secara langsung, tanpa perlu perpanjangan dan
pembaharuan.

Perlunya diperhatikan kembali terhadap Rancangan Undang-
Undang yang telah diajukan di DPR pada waktu yang lampau,
terhadap perubahan hak kepemilikan tanah dari 5 jenis hak atas
tanah menjadi dua jenis hak atas tanah saja yaitu HM dan HP,
sehingga lebih efektif dan efisien, sebagaimana hanya ada 2 (dua)
jenis hak yang dipakai oleh negara-negara Anglo Saxon yaitu free
Hold (Hak Milik) dan Lease Hold (Hak Pakai). Sehingga dimungkin-
kan kepemilikan hak atas tanah bersifat absolut yaitu memiliki
jangka waktu yang pasti khususnya kepemilikan HGU, HGB, HP,
dan HS yang memungkinkan dijadikan satu jenis hak kepemilikan
tanah yaitu bersatu menjadi HP,
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LAMPIRAN 1

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 5 TAHUN 1560
TENTANG
PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

PERTAMA

BABI
DASAR-DASAR DAN KETENTUAN-KETENTUAN POKOK

Pasal 1

(1) Seluruh wilayah Indenesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia,
yang bersatu scbagai bangsa Indonesia.

{2} Seluruh bumi, alr dan ruang angkasa, termasuk kekeyaan alam yang terkandung di
dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karuniz Tuhan Yang Maha Esa
adalah bumni, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan
nasional.

{3) Hubungan antara bangsa Tndonesia dan bumi, air serka ruang angkesa termaksud
dalam ayat 2 pasal inl adalah hubungan yang bersifat abad.

(4) Dalar pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi d
hawahnya sorta yang berada di bawah air,

(5] Dalam pengartlan air termasuk beilk peralran pedalaman maupun laut wilayah
Indanesia.

(6) Yang dimaksud dengan ruang angkasa falah ruang di atas bumni ‘Han air tersebut
ayat 4 dan 5 pasal ini,

Pasal 2
{1} Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal
sebagai yano dimaksud dalam Pasal 1, bumi air dan ruang angkasa, termasuk
kekayaan alam yang terkandung di delamnya ltu pada bngkatan tertinggi dikuasal
oleh neqara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat,

{2} Hak menguasal dari negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini memben wewenang
untuk:

a, mengatur dan menyelennoarakan peruntukan, penggunaan, persedigan dan
pemeliharazn buml, air dan rusng angkasa tersebut;

b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukumn antars orang-trang
dengan bumi, air dan ruang angkasa;

o, menentekan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antarag Grang-orang
dan perbuatanperbuatan hukum yang mengenal burmi, air dan ruang angkasa.

(3) Wewenang yang barsumher pada hak menguasai darl negara tersebut padz ayat 2
pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-beear kemakmuran rakyat dalam arti
kehangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara
hukum Indonasia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur,

{4} Hak menguasai dari negara tersebut ¢i ates pelaksanaannya dapal dikuasakan
kepeda dacrah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum  adat,
sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan naslonal, menurul
ketentuzn-ketentuan Peraturan Pemerintah.

Pasal 3
Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan ? pelaksanaan hak-
ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyaraket hukum  adat,
sepanjang menurut kemyataannya masih ada, harue sedemiluan rupa sehingga sesuai
denoan kepentingan nasional dan nesara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa
serts tidek boleh bersentangan dengan undeng-undang dan peraturan-peraturan airm
wang lebih tinggl.
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Pasal 4

(1) Atas dasar hak mennuzsal darl negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2
ditentukan adamya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang dissbut tanah,
yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh crang-orzng, baik sendiri maupun
bersama-samea dengan arang lain sarta hadan-hadan hukum,

{2} Hak-hak atas tanmah vang dimaksud dalam eyat 1 pasal ini member wewenang
unbuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan
air serta ruang yang ada dr atasnye sekedar diperiukan untuk kepentingan yang
langsung berhubunnan cengan penggunaan tanah ity dalam batas-bates menurut
undang-urdany im dan peraturan-peraturan hukum fain yang lebih Hnogl.

Pasal 5
Hukum agraria yang berlaki atas buri, air dan ruang anghasa ialah hukum adat,
sepanjang Udek berlentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang
berdasarkan atac persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan
peraturan-peraturan yang lercantum dalam undang-undang Inl dan dengan peraturan
perundang-undanagan lainnya, segalz sesuatau dengan mengindahkan unsur-unsur
yang bersandar pada hukum agama. )
Pasal &
Semua hak atas tanah mampunyai fungsi sosal.

Pasal 7
Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemiiikan dan penguasaan tanah
yang melampaul batas bdak diperkanankan,
Pasal 8
Atas dasar hak menguasai dan negara sebagai yang dimaksud-dalam Pasal 2 diatur
pengambilan kekaysan alam yang terkandung dalam bumi, air dan ruang angkesa.
Pasal 9

(1} Hamya wargarenara Indonesia dapal mempunyai hubungan yang sepenuhnya
dengan bumi, air dan ruzng angkasa, dalam batas-batas ketentuan Pasal 1 dan 2.

(2) Tiep-tiap warganegara Indonesia, baik |aki-lakl maupun wanita mempurya
kesempatan yang sama unfuk mempersieh sesuatu hak atas tanah serta untuk
miendapatl menfaat dan hasilnya balk bagl dir sendid maupun keluarganya.

Pasal 10

(1] Setiap arang dan badan hukum yang mempunyai sesuaty hak atas tanah pertanian
pada azasnya diwajibkan megeriakan atau meangusahakannya sendin secara akhbf,
dengan menceqan cara-cara pemerasan.

(2) Pelaksanaan daripada ketentuan dalam ayat | inl akan diatur lebib lanjut dengan
peraturan perundangan.

{2) Pengecualizn terhadap aras tersebut pada ayat 1 pasal ini diatur dalam peraturan
paryndangan.

Pasal 11

{1} Huburgan hukum antara orang, termasuk badan hukum, dengan bumi, air dan
ruang angkasa serta wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan
hukum itu zkan diatur, agar tercapal tujuan yang disebut dalar Pasal 2 ayat 3 dan
dicegah penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang lain yang malampaui
batas.,

(2) Parbedean dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum golongan rakyat di
mana perle dan tidak berlentangan dengan kepentingan nasional diperhatikan,
dengan menjamin perlindungan terhadap kepentingan nasional diperhatixan,
dengan menjamin perlindungan terhadap kepentingan golongan yang ekonomis
lemah.

Pasal 12

(1) Segala usaha bersama dalam lapangan agraria didasarkan atas kepentingan
bersama dalam ranaoka kepentingan nasional, dalam bentuk koperasi atau bentuk-
bentuk gotony royong lainma,
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{7} Megara dapal Dersama-sama dengan pinak [2in menyelenggarakan usaha-usaha
dalam lapangan agraria.

Pasal 13

(1) Pernerintzh berusana agar sUpaya usaha-usaha dalam lzpangan agrana diatur
sedemikian rupa, sehingga meninggikan produkst dan kemakmuran rakyat sebagai
yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat 3 serta menjamin bagi setisp warganegard
Indonesiz derajat hidup yang sesusi dengan martabat manusia, baik bagi dif
sendiri maupun keluarganya.

(2} Pemerintah mencegah adanya ucaha-usaha dalam lapangan agraria dar orgarnisasi-
arganisas: dan persearangan yang hersifat monopell swasta.

{3} Usaha-ussha Pemerintan dalam lapangan agraria yang barsifat manopoll hanya
dapat dissienggarakan dangan undang-undang.

{4) Pemerintah berusaha untuk memajukan kepastian dan jaminan sosial termasuk
hidany perburuhan, dalam usaha-usaha di lapangan agraria.

Pasal 14

{1} Dengan menglngat kelentuan-ketentuan dalam Pasal 2 ayat 2 dan 3, Pasel 9 ayat 2
carta Pasal 10 ayat 1 dan 2 Pernerttan dalam rangka sosalisme Indonesia,
membual  suafl FEMCENG  UMUM  mMengena persedigan, perunfukkan dan
penggunaan burmi, ir dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang lerkandung di
dalamnya:

a., untuk keperluan negara;

b, untuk keperluzn peribadaten dan keperluan-keperluan sud l@inmya, sesusl
dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa;

c. unmuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan dan
lain-lain kesejzhteraan;

d. untuk keperluan ramperkembangkan produksi pertanlan, peternakan dan
perikanan serta sejalan dengan itu;

o, untuk keperluan memperkembangkan  Industn, transmigrasi dan  pertam-
bangann.

() Berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat 1 ini dan mengingat peraturan-
peraturan yeng  bersangkutan, Pemerintah Daerah  mengatur  persediaan,
peruntukkan dan penggunazn bumi, alr serta ruang angkasa untuk dasrahnya,
sesual dengan keadaan daerah masing-masing.

{3} Peraturan Pemenntah Daerah yang dimaksud dalam ayat 2 pasal Inl berlaku sotelah
mendapat pengesahan, mengenal Dasrah Tingkat 1 dari Presiden, Dacrah Tingkat
1T dari Gubarmur Kepala Daerah yang bersangkutan dan Daerah Tingkat T dari
Bupati/Wallkota/Kepala Daerah yany bersangkutan.

Pasal 15
Memelinara tanah, termasuk menambah kesuburannya saria mencegah kerusakan-
nya adalah kewajiban tag-tiap arang, badan hukum atau instansl yang mempunyal hu-
hungan hukum dengan tanah ilu, dengan memperhatikan plhak yang ekenomis lemah.

BAB II
HAK-HAK ATAS TANAH, AIR DAN RUANG ANGKASA
SERTA PENDAFTARAN TANAH

Bagian 1
Ketentuan-ketentuan Umum

Pasal 16
{1} Hak-hak atas tanah sebagai yang dimakeud dalam Pasal 4 ayat 1 izlah.
hak milik;
hak guna usaha;
hak guna bangunan;
hak pakai;
ik, sEwWa;

popow
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f.  hak rmembuka tanah;
hak mermungut hasil hutan;
hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan
ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yeng sifalnya sementara
sebagar yang disebutkan dalam Pasal 53.
(2) Hak-hzk atas air dan ruang angkasa sebagal yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3
ialzh:
a. hak guna air;
b. hak pemeliharaan dan penangkapen Kan;
c. hak guna ruang angkasa.

7o

Pasal 17

{1} Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 7 maka untuk mencapal Wjuan yang
dimaksud dalam Pasal 2 ayat 3 diatur luas maksimum dan/atau minimurm tanah
yang boleh dipunyal dengan sesuztu hak tersebut dalam Pasal 16 oleh satu
keluarga atau badan nukurm.

(2] Penetapen batas maksimum termaksud dalam ayat 1 pasal ini dilakukan dengan
peraturan perundangan di dalam waklu yang singkat.

{3) Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum termaksud dalam
ayat 2 pasal ini Sambil olzh Pemerintzh dengan ganti keruglan, untuk selanjutnya
dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurul ketentuan-ketentuan dalam
Peraturan Pemerintah.

(4} Tercapalmya hatas minimum termaksud delam ayat 1 pasal ini, yang akan
ditetzpkan dengan peraturan perundzngan, dilaksanakan secara berangsur-angsur,

Pasal 18
Untuk kepentingan umuen, termasuk kepentingan bangsa—dan negara serta
kepentingan bersama darl rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan member
ganti kerugizn yang layak d2n menurut cara yang diatur dengan undang-undang.

Bagian II
Pendaftaran Tanah

Pasal 19

(1} Untuk menjamin kepastian hukum cleh Pemerintgh diadakan pendaftaran tanah
diselureh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketenfuan yang diatur
dengan Peraturan Pemerintah,

{2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini mallputi:

a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanab;

b, pendafiaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;

¢, pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaky sebagai alat pembuktian
yang kuat,

(3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingal keadaan negara dan
masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomis serta kemungkinan penyelang-
naraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria,

{(4) Dalam Peraturan Femerintah diatur hiaya-blaya yang bersangkutan dengan
pendattaran termaksud dalam ayat 1 diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang
tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

Bagian III Hak Milik

Pasal 20
{1) Hak milik adalah hak turan-termurun, terkeat dan terpenuh yang dapat digpunyai
grang atas tanah, dengan mengingat ketenfuan dalam Pasal 6.
(21 Hak milik dapat beralily dan dialinkan kepada pihak lain.

Pasal 21
(1] Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hak milik,
(2} Cleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik
dan syarat-syaratnya.



278 PENYELUNDUP AN HUKUM KEPEMILIKAN HAK MILIK ATAS TANAH DI INDONESIA

(3) Orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik
karena pewarisan t2npa wasiat atau percampuran harta karena parkawinan,
demikian pula warganegara Indonesia yang mempunyal hak milik dan setelah
berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannyas wajib melepaskan
hak it delam jangka waktu satu tahun sejsk diperclehnya hak terssbut atau
hilangnya kewarganegaraan itu. Jike sesudan jangka wiakty tercebit lampau hak
millik ity tidak dilepaskan, maka hak tarsehut hapus karena hukum dan tanahnya
jeluh pada negars, dengan  ketentusn bahwa hak-hak pihak lain yang
meambehaninya tetap berlangsung.

(4) Selama seseorang i samping  kewarganegaraan  Indonesianya  mempunys
kewarganegarasn asing maka ia tidak dapal mempunyai tanah dengan hak milk
dan baginya herlaku ketentuan dalam ayat 3 pasal inl.

Pagal 22
{1} Terjadinya hak millk menurut hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah,
{7} Selain menurul cara scbagal yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hak milik Lerjadi
karena:
a. panetapan Pemerintah, menurdt cara dan syarat-syarat yang ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah;
b. ketentuan undang-undang.

Pasal 23 :

{13 Hak millk, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan

hak-hak lain harus didaftarkan menurat ketentuan-katentuan yang dimaksud dalam
Pazal 19.

(2} Pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembukdian yang kuat

menganai hapustya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak
tersebut.

: Pasal 24
Penggunaan tanah milik oleh bukan pemiliknya dibatasi dan diatur dengan
peraturan perundangan.

Pasal 25
Hak milik dapat difadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggunoan.

Pasal 26

{1} lual-beli, penukaran, penghibahan, pembenan dengan wasiat, pemberian menurut
adat dan perbuatan-perbuatan lain vang dimaksudkan untuk memindahkan hak
milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah,

{?) Satlap. jual-heli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan waslat dan
perbuatan-perouatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung
memindzhkan hak milik kepada arang asing, kepada seorang Warganegara yang
disamping kewarganagaraan Indonesia mempunyal kewarganegaraan asing atau
kepada suatu Sadan hukum, keousl yang ditetapkan eleh Pemerintah termaksud
dalam Pasal 21 ayat 2, adalah hatal karena hukum dan tanahmya fatub kepada
negara, dengan ketentuan, bahwa pihak-pihak lain yang membebaninya tetap
berlangsung saria semua pembayaran yang telah diterima oleh pamilik tidak dapat
dituntut kembal.

Pasal 27
Hak milik hapus bilz:
a. tznahnya jatuh kepada negara:
1. Rarena pencabutan bak berdasarkan Pasal 18;
2. karena penyerahan dengan sukarala aleh pemiliknya;
3. karena ditelantarkan;
& karena ketentuan Pasal 21 ayat 3 dan 26 avat 2.
Lo tanahnyva musnah,
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Bagian IV
Hak guna usaha

Pasal 28

Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasal langsung
oleh negara, dalam jangka wakiu sebagaimana tersebutl dalam Pasal 29, guna
perisahaan pertanian, perkanan atau pelamakan,

Hak guna usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar, dengan
ketentuan bahwa fika luasmya 25 hektar atau lebih hares memakai investasi modal
vang layak dan lehnik perusahaan yang baik, sesual dengan perkembangan zaman.
Hak guna usaha dapat besallh dan dizlinkan kepada pihak lain.

Pasal 29,
Hak guna usaha diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun.
Untuk perysahaan yang memeriukan waktu yang lebih lama dapat diberikan hak
guna usaha untuk wakty paling lama 35 tabun.
Atas permintazn pemeagang Rak dan mengingat keadsan perusahaannya jangka
wakty vang dimaksud dalam ayat 1 dan 2 pasal im dapat diferpanjang dengan
waktu paling fama 25 tahun,

Pasal 30
Yang dapat mempunyai hak guna usaha ialaty;
4, warganegara Indonesia;
b. baden hukum yang didifkan menurat hukum Indenesia dan berkedudukan di

Indeonesia.

Orang atau badan hukum yang mempunyal hak quna usaha dan tdak lagl
rmamenuhl syarat-syarat sebagai yang tersebut dalam ayat 1 pasal ini dalam jangka
wakly salu fahun wajio melepaskan ataw mengalihkan hak itu kepada pibak lain
yang memenuhi syarat,
Ketentuan ini berlakyu juga terhadap pihak yang memperoleh hak guna usaha, jika
iz Udak mernenuhi syarat tersebut. Jika hak guna usaha yang bersangkutan tidak
dilepaskan atau dialihkan dalam jangka wakhu tersebut maka hak ifu hapus karena
hukum, dengan ketentuan bahwa hak-hak oihak lain akan dindahkan, menurut
katentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah,

Pasal 31
Hak guna usaha terjadi karena penetagan Pemerintah,

Pasal 32
Hak gunz usaha, lermasuk svaral-syarat pemberiannya, demikian juga setiap
peralihan dan penghapusan hak terssbur, hargs didafiarkan menurut Retentuan-
ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 15,
Pendaltaran lermaksud dalam ayat I morupakan zlat pembuktian yang kuat
mengenal peralihan seta hapusnya hak guna usaha, kecuall dalam hal hak Ik
hapus karena jangka waekbunva berakhir,

Pasal 33
Hak guna usaha dapat dijadikan faminan utang dengan dibebani hak tanggungan.

Pasal 34
Hak guna usaha hapus karena:
jangka wakturya berakhir;
dihentikan sebefurn  jengka waklunva berakhir karena sesuatu syarat fidask
dipenuhi;
dlfépas&:an aleh pemeoang haknya sebelum jangka waktunva berakhir;
dicabut untuk kepenbingzn umum;
ditelantarkan;
tanahnya rmisnah;
ketentuan dalam Pasal 30 ayat 2,
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Bagian V
Hak guna bangunan

Pasal 35

{1) Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyal bangunan-
bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendirl, dengan jangka wakty paling
lama 30 Ehun.

(2} Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serla kezadazn
hangunanbangunannya, jangka wakiu tersebut dalam ayat 1 dapat diperpanjang
dengan waktu paling lama 20 tahun.

{3) Hak guna hangunan dapat berafih dan dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 36

{1} Yang dapat mempunyai hak guna bangunan lalah:
a. warganegara Indonesta;
b. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan d

Indenesia.

(2} Orang atau badan hukum yang mempunyal hak guna bangunan dan tidak lagl
memenuli Syarat-syarat yang tersebut dalam ayat 1 pasal inl dalam jangka wakiu
1 tzhun wajlh melepaskan atau mengalinkan hak Itu kepada pihak lain yang
memenuhi syarat. Ketentuan inl berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh hak
guna banguran, fika ia tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Jika hak guna
bangunan yang bersangkutan tidak dilepaskan atau dizlibkan dalam jangka wakbu
tersebut, maka hak itu hapus karena hukum, dengan ketentuan, bahwa hak-hak
pihak lain akan diindahkan, menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah. -

Pasal 37
Hak guna bangunan terjadi:
a. mengenal tanah yang dkuasai langsung dleh  negara karsna penstapan
pemerintah;
b. mengenai tanah milik; karena perjanjian yang berbentuk otentik antara pemilik
tanah yang bersangkutan dengan pihak yang akan mempercieh hak guna
bangunan itu, yang bermaksud menimbulkan hak tersebut.

Pasal 38
[1) Hak guna bangunan, termasuk syarat-syarat pemberiannya, derniklan juga setiap
peralihan dan hapusnya hak tersebut harus didaftarkan menurut ketentuan-
ketentuan yang dimaksid dalam Pasal 19.
{2} Pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat
mengenai hapusnya hak guna bangunan serts sahnya perafihan hak tarsebut,
kecuali dalam hal hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir.

Pasal 39
Hak quna hangunan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan.

Pasal 40
Hak guna bangunan hapus karena:
a. jangka wakiunya berakhir;
b. dihentikan s=ehelum jangka waktunya berakhir karena sesualu syarat tidak
dipenuhi;
dilepaskan oleh pemenang haknya sebelum jangka waktunya berakhir;
dicabut untuk kepentingan urmum;
ditelantarkan;
tanahmya musnah;
ketentuan dalarm Pasal 36 ayat (2).

@ opan
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Bagian VI
Hak pakai

Pasal 41

{1) Hak pakal adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah
yang dikuasai langsung oleh negard atau tanah milik crang lain, yang member
wewsenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya aleh
pejabat vang berwenang memberikannya atau dalam perjanilan dengan pemilik
tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa alau perjanjian pengolahan
tanah, ssgala sesustu asal bidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-
ketentuan Undang-undang ini.

{2} Hak pakai dapat diberikan:
a. selama jangka waktu yang Lerbentu atad selama fanzhnya dipergunakan untuk

leperiuan yang tertentu;

b, dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa berups apapun.,

(3) Pemberian hak pzhkai tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-
URSUF pEmerasan.

Pasal 42

Yang dapat mempunyal hak pakai ialah:

2. warga negara Indonesia;

b. wrang esing yang berkedudukan di Indonesia;

c. badan huokum yann dididkan menuret hukum Indonesia dan berkedudukan di
Indonesia;

d. badan hukum asing yang mempunyal perwakilan di Indonesia.

Pasal 43 e
(1) Sepanjang mengenai tanah yang dikuasai cleh negara maka hak pakai hanya dapat
dialinkan kepada pihak lain dengan izin pejabat yang berwenang.
(2] Hak pakal atas tanah millk hanya dapat dialihkan kepada pihak lain, jika hal it
dimungkinkan dalam perjanjian vang bersanghkutan.

Bagian VII
Hak sewa untuk bangunan
Pasal 44
(1} Seseorang atau suate badan hukum mempunya hak sewa alas tanah, apzbila ia
herhak mempergunakan tanah milik orang lain unkuk keperluan banqunan, dengan
membayar kepada pemiliknya sejumiah uang sebagai sewa.
{2) Pembayaran uang sewa dapat dilakukan:
a, sar kali atau pada tiap-tlap waktu tertentuy;
b. sebslum atau sesudah tanghnya dipergunakan.
{2) Peramian sewa tanah yang dimaksudkan dalam pasal im tdak boleh disertai
syarat-syarat yang mengandung URSUF-URSUF pemerasan.
Pasal 45
Yang dapat menjadl pemenang hak sewa ialah:
&  warganegara Indonesia;
b. orang asing yang berkedudukan di Indonesia;
€. badan hukum yang didirikan menunat hukom Indonesia dan berkedudukan di
Indonesia;
d. beadan hukum asing yang mempunyai perwalikan di Indenesia.

Bagian VIII
Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan
Pasal 46
{1} Hak membuka tanah dan memungot besil hutan banya dapat dipunyal olgh
warganegara Indanesia dan diatur dengan Peraturan Pemernintah.
(2} Dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah tdak dengan
sendirinya diperoteh hak milik atas tanah it
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Bagian IX
Hak guna air, pemeliharaan dan penangkapan ikan
Pasal 47
(1) Hak guna air ialah hak mempercleh air untus keperiuan tertentu dan/atau
mengalirkan alr Itu di atas tanah orang lain,
{2) Hak guna air serta pemeliharaan dan penangkapan tkan diatur dengan Peraturan
Pemerntah,
Bagian X
Hak guna ruang angkasa
Pasal 48
(1) Hak guna ruang angkasa memberi wewenang unfuk mempergunakan tenaga dan
unsur-unsur dalam ruang angkasa guna usaha-usaha memelihara dan memper-
kembangkan kesuburan bumi, aiF serta kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dan hal-hal lainmya yang bersangkutan dengan wtu.
{2) Hzk guna ruang angkasa diatur dengan Peraturan Pemarintah.

Bagian XI
Hak-hak tanah untuk keperluan sucl dan sosial
Pasal 49

(1) Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipaergunakan untuk
usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diskui dan dilindungl. Badan-badan
tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan
usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.

(2] Untuk keperluan perthadatan dan keperiuan sudl lainnya sebanal dimaksud dalam
Pazal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasal langsung oleh negdra dengan hak
pakat.

(3} Perwakafan tanah milik dilindungt dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian XII
Ketentuan-ketentuan lain
Pasal 50
{1) Ketentuan-ketentuan lebih lanjul mengenal hak millk diatur dengan undang-
undang.

(2} Ketentuan-ketentuan leblh lanjut mengenai hak guna usaha, hak guna bangunan,
hak pakal dan hak sewa untuk bangunan diatur dengan peraturan perundangan,
Pasal 51

Hak tanggungan yang dapat dibebankan pada hak milik, hak guna usaha dan hak
guna bangurian tersebut dalam Pasal 25, 33 dan 39 datur dengan Undang-undang.

BAB II1
KETENTUAN PIDANA
Pasal 52

{1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 15 dipidana
dengan hukuman kurungan sclama-lamanya 3 bulan dan/atzu denda setinggi-
tinggirya Rp. 10,000,

(7] Peraluran Pemerintah dan peraturan perundangan yang dimaksud dalam Pasal 13,
22, 24, 26 ayat |, 46, 47, 48, 45 ayat 3 dan 50 ayat 2 dapat memberikzn ancaman
pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya
3 bulan dan/atay denda setinggl-tingginys Rp. 10.000,-,

(3) Tindak pidana dalam ayat 1 dan 2 pasal ini adzlsh pelanggaran.

BAB IV
KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 53
{1} Hak-hak yang sifatnya sementara sebagal yang diamksud dalam Pasal 16 ayat 1
huruf b, falah hak gadal, hak usaha bagl hasil, hak menumpang dan hak sews
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tanah pertanian diatur untuk membatas: sifet-sifetnya yang bertentangan dengan
Undang-undang ini dan hak-hak terssbut diusahakan hapusnya di dalam wakiu
yang singkat,

(2% Ketentuan dalam Pasal 52 ayat 2 dan 3 berlaku terhadap peraturan-peraturan yang
dimaksud dalam ayat L pasal ini.

Pasal 54
Berhubung dengan ketsntuan-ketemtuan dzlam Pasal 21 dan 26, maka ik
sesegrang yang disamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyal kewarga-
negaraan Republik Rakyat Tionogkok telah meryatakan menciak kewarganegaraan

Republix Rakyat Tiongkak Itu yang disahkan menurut peraturan perendang-undangan

yang hersangkutan, ia dianggap hanya berkewamegaraan Indonesiz sajs menurut

Pasal 21 avat L,

Pasal 55

(1) Hak-hak asing yang menurut Kstentuan Konversl Pasal 1, IL 11, IV, dan V dijadixan
hak quna usaha dan hak guna bangunan hanya berdaku untuk sementara selama
si=d walklu hak-hak tersebut, dengan jangka waktu paling lama 20 tahun,

{2} Hak quna usaha dan hak guna bangunan hanya terbuka kemungkinannya untuk
diberikan kepada badan-badan hukum yarg untuk sebagian atau selurohnya
bermodal asing, jika hal i diperlukan cleh wedang-undang yang mengatur
pembangunan nasional semesta berencana.

Pasal 56
Selama Undara-undang mengenal hak millk ssbagai Lersebul dalarm Pasal 50 ayat 1
halum terbentuk, maka vang berlaku adalab ketentuan-ketentban hukum adat
setempat dan peraturan-peraturan lainnya mengenal hak-hak atas fanah yang rmember
wewWenang ssbagaimana atau ming dengan yang dimaksud dalam Pasal 20, sepanjang
tidak bertentangan dengan jwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.
Pasal 57
Selama Undang-undang mengenal hak tanggungan tersebut dalam Pasal 51 bBalum
terbentuk, maka yang berlake lalah ketentuan-ketentuan mengenai hypotheek tersebut
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdate Indonesiz dan Credistverband terssbut
dalam 5. 1908-542 sebagai yang telah diubah dergan 5. 1937-150.
Pasal 5B
Sefama Undang-undang mengenai hak langgungan tersebut dalam Pasal 51 belum
torbentul, maka peraturan-peraturan baik yano terbulls maupun yang tidak tertulis
mengenal bumi dan air serta kekayaan alam yang lerkandung didalamnya dan hak-hak
atas lanah, yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang Ini, fetap heriaku,
sepanjang Hidak bertentangan dengan fiwa dan ketentuan-ketentuan dalam Undang-
undang ini serla diber tafsiran yang sesual dengan itu.

KEDUA
KETENTUAN-KETENTUAN KONVERSI

Pasal 1
{1} Hak eigendom atas tanah yang zda pada mulai berlskumya Undang-undang ini
sejak soat terscbut menjadi hak milik, kecuall fika yang mempunyal tidak
memenuhi syarat sebagal yang tersebut dalam Pasal 21,
(77 Hak sigendom kepunyaan Pemerintah Negara Asing, vang dipergunakan untuk
keperiuan rumah kediaman Kepala Perwakilan dan gedung kedutaan, sejak rmulii
herlakunya Undang-undang ini menjad| hak pakai terscbut dalam Pasal 41 ayat 1,
yang akan berlangsung seiame tanabnya diperqunakan untisk keperluan tersebut di
atas.
Hak eigendam kepunyaen orang 2sing, seorang warganagara yang disamping
kewarganegaraan Indonesizrya mempunyal kewarganegaraan asing dan badan-
badan hukurm, yang tidak ditunjuk cleh Pemerintah sebaga dimaksud dalam Pasal
71 ayat ? sejak mulai berlakunys Undang-undang ini menjadi hak guna bangunan
tersebul dalam Pasal 35 ayat 1 dengan jangka waktu 20 tahun.

(3

et
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{4} Jka hak eigendom tersebut dalam ayat 1 pasal ini dibebani dengan hak erfpacht,
maka hak opstal dan hak erfpacht itu sefak mulal berlakunya Undang-undang ini
menjadi hak quna kangunan tersebut dalam Pasal 35 ayat 1, yang membeabani hak
milik yvang bersangkutan selama sisa wakiu hak opstal atau hak arfpacht tersehut di
alas, letap selama-lamanya 20 t2hun.

{5) Jika hak eigendom tersehut calam ayat 3 pasal ini dibebani dengan hak opstal atau
hak erfpacht, maka hubungan antara yang mempunyai hak sigendem tersabut dan
pemegang hak opstal atau hak erfpacht selanjutnya diselesaixan menurut pedoman
yang ditetapkan oleh Menteri Agraria.

{6) Hak-hak hypatheek, servituut, vruchtgebruik dan hak-hak lain yang membsbari
hiak exgendom tetep membebani hak millk dan hak guna bangunan tersebut dalam
ayat 1 dan 3 pasal ini, sedang hak-hak tersebul menjadi suaty hak menurut
LIndang-undang ini.

Pasal II

{?) Hak-hak atas tanah vang member wewenang sebagaimana atau mirp dengan hak
yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat 1 sepertl yang disebut dengan nama sebagai di
bawah, yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, yaitu: hak agrarsch
eigendom, milik, yasan, andarbeni, hak atas druwe, hak atas druwe deca, pesini,
grant Suitan, landerljenberitrecht, altliddurende erfpacht, hak usaha ates bekas
tanah partikelir dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan
lebin lamgut oleh Menteri Agrariaz, sejak mulal bBerlakumya Undang-undang ini
menjadi hak milik terssbut dalam Pasal 20 ayat 1, kecuali jika yang mempunyainya
tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam Fasal 21.

(3) Hak-hak tersebut dalam avat 1 kepunyaan crang acing, Warganegara yang
disamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan gsing dan
badan hukum yang bdak ditunjuk gieh Pemerintah sebagai vang dimaksud dalam
Pasal 21 ayat 2 menjadi hak quna usaha atau hak guna bangunan sesuai dengan
peruntukan tarahnya, sebagal yang akan ditegaskan lebih lamjut oleh Menteri
Agraria, .

Pasal I1I

(1) Hak erfpacht untuk perusahaan kebun besar, yang ada pada mulal herlakunya
Undang-undang ini, sejak saat tersebut menjadi hak guna wsaha tersebut dalam
Pasal 28 ayat 1 vang akan berdangsung selama sisa waktu hak erfpacht tersebut,
tetapl selama-famanya 20 tahun,

() Hak erfpacht untuk pertanian kecl yang ada pada mulsi berlakunya Undang-
undang ini, sejak saat tersebut hapus dan selanjutnya diselesaikan menurut
ketentuan-ketentuan yang diadakan oleh Menteri Agraria,

Pasal IV

{1} Pamegang concessie dan sewa untuk perusahaan kebun besar dalam jangka wakiy
satu tshun ssjak mulal berlakunya  Undang-undang inl harus  mengajukan
permintaan kepada Menterl Agraria, agar haknya diubah menjedi hak guna usaha,

(2) Jika sesudah jengka terscbut lampau permintzan tu Hidak dizjukan, maka
concessic dan sewa yang bersangkutan berangoung tenus selama sisa waktunya,
tetapl paling lama lima tahun dan sesudah itu berakhir dengan sendinnya.

{3} Jika pemegang hak concessie atau sewa mengajukan permintaan termaksud dalam
ayak 1 pasal ini tetapi tidak bersedia menerima syarat-syarat yang ditentukan oieh
Menteri Agraria, ataupun permintaannya ity ditclak oleh Menteri Agraria, maka
concessie atau sewa itu berlangsung lerus selama sisa waktunya, tetapi paling
lama lima tahun dan sesudah itu berakhir dengan sendirimya, :

Pasal V
Hak opstal dan hak erfpacht untuk perumahan, yang ada pada mulai berlakunya
Undang-undang ini, sejak saat tersebut menjadi hak guna bangunan tersebut dalam
Pasal 35 ayat 1 yang berlangsung selama sisa waktu hak opstal dan erfpacht tersebut,
tetapi selama-lamanya 20 tahun,
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Pasal VI
Hak-hak atas tanah vang member wewenang sebagaimana atau mirdp dengan hak

yang dimaksud dalam Pasal 41 ayar | seperti yang disebut dengan nama sebagal di

bawah, yang ada pada mulal berlakunya Undang-unidang ind, yaitu: hak vruchtgerbruik,

gehruik, grant controlewr, bruikieen, ganggam bauntuik, anggaduh, bengkaok, lungguh,
pituwes, dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegazkan labih lanjut
oleh Menter Agraria, sefak mulai berakunya Undang-undang ini menjadi hak pakai
tersehut dalam Pasal 41 aval 1, yang memberi wewenang dan kewafiban sahagaimana
yang dipunyai oleh pemegang haknya pada mulai berlakunya Undang-undang ini,
sepanjang tidak hertentangan dengan fiwa dan kelgntuan-ketentuan Undang-undang
ini.

Pasal VII

(1) Hak gogolan, pekulen atsu sanggan yang bersifat letap yang ada pada muial
berlakurya Undang-undang ini menjadi hak milik tersebut pads Pasal 20 ayat 1.

(2} Hak gegolan, pekulen atau sangdan yang fidak bersifat tetap menjadi hak pakai
tersehut pada Pasal 41 avat 1, yang memberi wewenang dan kowajiban sebagai
yang dipunyat oleh pemegang hakrya pada mulal berlakurya Undang-undang inl.

{31 Jika ada kermsgu-raguan apakah sesuatu hak gogolan, pekulen atdu sanggan
bersifat tetap atau bdak tetzp, maka Menten Agranialah yang memutuskan,

Pasal VIII
{1} Terhadag hak guna bangunan tersebul pada Pasal 1 avat 3 dan 4, Pasal 11 ayat 2
dan Pasal V berlaku ketentuan dalam Pasal 36 ayat 2.
(2} Terhadap hak guna usaha tercet Pacal 11 ayvat 2, Paszal ITT avat 1 dan 2 dan Pasal
IV avat 1 berlaku kelentuan dalam Pasal 30 avat 2.

Pasal IX
Hal-hal yang perlu untuk menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam pasal
pasal di atas diatur lebib lanjut aleh Menteri Agraria,
KETIGA

Perubahan susunan pemenniahan desa untuek menyelanggarakan perombakan
hukum agraria menurdt Undang-undang ini akan diatur tersendiri.

KEEMPAT
A Hak-hak dan wewenang-wewenang atas bumi dan air dari Swapraja atau bekas
Swapraia yang masih ada pada waktu mulal Derakunya Undang-undang inl hapus
dan beralih kepada negara.
B. Hal-hal vang bersangkuian dengan ketentuan dalam huruf A di atas digtur lebih
lanjut dengan Peraturan Pamerintah.

KELIMA
Undang-undang ini dapat disebut Undang-Undang Pokok Agraria dan mulai berlaku
peda tanggal diundangkan. Agar supaye sebiep orang dapat mengetahuinya,
memenntahkan pengundangan undang-undang i dengan penetapan dalam Lembaran
MNegara Republik Indonesia.

—_—

Disahikan di Jakartz
pada tanggal 24 September 1960
PRESIDEMN REFPUBLIK INDOMNESTA
td

(Sukarno)
Divndangkan

pada tanggal 24 September 1960
SEKRETARIS NEGARA
ttd
[Tamzil)

LEMEARAN-LEMBARAN 1960 - 104
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LAMPIRAN 2

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDOMESIA,

Menimbang:

a.

hahwa setiap crang berhak hidup sefantera lahir dan batin, bertampat tinggal, dan
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan
dasar manusia, dan vyang mempunyal peran yang sangat strategls dalam
pembentukan watak serts kepribadian bDangsa  schagai salah  satu upaya
membangun manusia Indanesia seutuhnya, berjatl difl, mandiri, dan produktif;
pehwa negara hertanggung jawab melindungl segenap bangsa Indonesia mizlaiui
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu
bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam
perumahan yang sehal, aman, harmonis, dan berkelarjutsn d seluruh wilayah
Indonasia;

bahwa pererintah perlu leblh herperan dalam manyediskan dan membearikan
kemudahan dan bantuan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat
melalul penyelenggeraan perumahan dan kawasan permukimarr yang berpasis
kuwasan sora keswadaysan masyarakat sshingga merupakan satu kesatuan
fungslonal dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan scsial budaya
yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan sarmangat
demokrasi, otonomi  dasrah, dan  kelerbuksan dzlam  tatanan  kehidupan
hermasyarakat, berbangsa, dan bemegara;

bahwa pertumbunan dan pembangunan wilayah yang kurang memperhatikan
keseimbangan bagl kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah mengakibatkan
kesulitan masyarakat untuk memperoleh rumah yang izyak dan terjangkau;

tahwa Undang-Undang MNomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan din
Permukiman sudah tidak sesuai demgan perkembangan  dan  kebutuhan
perumahan dan permukiman yang layak dan terjengkau dalam lingkungan yang
sohat, aman, serasi, dan teratur sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b,
hurdf €, hurf d, dan hurel e perlu membentuk Undang-Undang lentang
Perumahan den Kawasan Permukirman;

Mengingat:

Pas3l 20, Pasal 21, Pasal 2BC ayat (1), Pasal 28H ayat (1), avat (2), dan ayal (4, Pasal
93 myat (3), serla Pasal 34 ayat (1), ayat (7). dan ayal {3) Undang-Undang Dasar
Megara Republix Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDOMESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.

10.
11

12.

13.

LE

15

15.

17.

Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdin atas
pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman,
pemeliharzan dan perbalkan, pencegahan dan peningkatzn kualitas terhadap
perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanzan dan
sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.

Perumahan adalah kumpulan rumah sebagal bagian dan permukiman, baik
perkotaan maupun perdesaan, yang dilenokapl dengan prasarana, sarana, dan
utilitas umum sebaagai hasi! upaya pemenuhan rumah yang layak hun.

Kawasan permukiman asdalzh baglan dan lingkungan hidup di lear Kawasan lindung,
bak berupa kawasan perkotasn miaupun perdesaan, yang berfungsi sebagai
lingkumoan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang
mendukung perikehidupan dar penghidupan.

Limgkurgan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdin atas lebih
dari satu satuzn permukiman,

Permukiman adalak bagian darl lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dan satu
satuan perumahan yeng mempunyal prasarang, sarana, utilitas umum, seta
mempunyal penuniang keqiatan fungsl lain di kawasan perkotaan atau kawasan
perdesaan,

Ponyelenggaraan  perumahan  dan kawasan  permukiman  adalah  kegiatan
perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan  pengendalian, termasuk  di
dalarmnya pengembangan kelembagazan, pendanaan dan sistem pemblayaan, sarta
peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsl sebagai tempat tinggal yang layak
huni, sarana pembinaan keluarga, cerminzn harkat dan martabat penghuninya,
sarta aset hagl pemilikrya.

Rumah komersial adalah rumah yang disslenggarakan dengan tujuan mendapatkan
keuntunoan,

Rumah swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya
masyarakat.

Rumah umum adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan
rumizh bagl masyarakat berpenghasilan rendah,

Rumah khusus adalah rumah veng diselenggarakan untul memenuhi kebutuhan
khusus.

Rumah Megara adalzh rumah yang dimiliki negara dan berfungsi sebagal tempat
tnggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang pelaksanaan
tugas pejabat dan/atau pegawai negerd,

Permukiman kumuh adalah permukiman vang  bidak  layak hum  karena
kevdakieraturan bangunan, tinokat kepadatzn bangunan yang tinggi, dan kualitas
bangunan serta sarana dan prasarans vang bdak memenuhi syarat,

Perumahan kumuh adalzh perumahan yang mengalaml penurunan kealitas fungsi
sshagal tempat hunian,

Kawasan siap bangun yang selanjutnya discbut Kasiba adalah sebidang tanah yang
fisiknya serta prasarana, sarang, dan utiliitas umumnya telah dipersiapkan untuk
pembangunan lingkungan hunian skala besar sesual dengan rencana tata ruang,
Lingkungan sap bangun yang selanjutnya disebut Lisiba adalah sebidang tanah
yang fislknya serta prasarana, sarana, dan utilitas umumnys telah dipersispkan
untuk pembangunan perumzhzn dengan batas-batas kaveling yang jefas dan
merdpakan bagian dari kawasan slap bangun sesual dengan rencana rinci tata
ruandg.

kavelng lamah matang adalah sebidang tanah yang telah dipersiapkan untuk
rumah sesuai dengan persvaratan dalam penggunzan, penguasaan, pemilisan
tanah, rencana rinc tata ruang, serta rencana ata bangunan dan ingkungan,
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15,

19,

20.

22

23,
24,

25,
. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga nggara Indonesia

27,

28,
29,

Konsalidast tanah adalsh perataan kembzli penguasaan, pemilikan, penggunaan,
dan pemanfaatan tanzh sesual dangan rencana tata ruang wilayah dalam usaha
penyediaan tanah unfuk kepentingan pembangunan perumahan dan permukiman
quna meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam
dengan partisipasi aktif masyarakat.

Pendanazan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang herasal dari anggaran
pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/
atau sumber dana lain yang dibelanjakan untuk penyelenggaraan perumahan dan
kawacan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali danfatau setiap
pengeluaran yang =skan diterima kembali- untuk kepentingan  penyelenguaraan
perumahan dan kawasan permukiman balk yang berssal dan dana masyarakat,
tabungan perumahan, maupun sumber dana lainnya.

. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan humian yang mermenuhi

standar tertenty umtuk kebutuhan hertempat tinggal vana layak, sehat, aman, dan
nyaman,

Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung
penyelenggaraan dan pengambangan kehidupan sosial, budaya, dan exonomi.
Utilites umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian,
Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutiya disingkat MBR  adalah
masyarakal yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat
dukingan pemerintah untuk memperolen rumah,

Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.

yang kegiatannya di bidang penyclenggaraan perumahan dan kawasan per-
mukiman.

Pemerintan pusat yang selamutnya disebut Permerintzh adalah Presiden Republk
Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia
sehagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun. 1945.

Pemerintah daerah adalah gubernur, bupabfwalikola, dan perangkat daerah
sebagai unsur penvelenggars pemerintahan dasrah.

Menteri adalah menter yang menyelengoarakan urusan pemerintzhan di bidang
perumahan dan kawasan permukiman,

BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan dengan berasaskan:

o TTOEANOW

kesejahtzraan;

keadilan dan pemerataan;

kenasionalan;

kaafisienan dan kemanfzatan;
keterjangkauan dan kemudahan;
kemandiran dan kebersamaan,

xemitraan;

keserasian dan kessimbangan;

katerpaduan;

kesehatan; kelestarian dan kebadanjutan; dan
kasslamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan.

Pasal 3

Perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan untuk:

3.

b

memhbearikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan
peErmukiman;

mendukung penataan dan pengembangan wilayeh serta penyebaran penduduk
vang proporsional  melalul  pertumbuban lingkungan hunlan  dan - kawasan
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permukiman  sesuai dengan tate ruang untuk  mewujudkan  kessimbangan
kepentingan, terutama bagi MBR;

c. meningkatkan daya quna dan hasil guna sumber daya alam hagl pembangunan
parumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi ingkungan, baik di
kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan;

d. memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan perumahan

dan kawasan permukiman;

menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya; dan

memamin erwuudnya rumah yang layak huni dan erangkau dalam lingkungan

yang sehat, aman, serasl, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Pasal 4
Ruang ingkup penyelengoaraan perumahan dan kawasan permukiman meliputi:

Thib

a. pemhbinaan;
b, tuges dan wewenang;
. penyelenggaraan perumahan;
d. penyelenggaraan kawasan permukiman;
2, pemeliharaan dan perbaikan; .
f. pencegahan dan  peningkatan  kualitas terhadap  perumahan  kumeh  dan
permukiman kumuh;

q. penvediaan tanah;
h.  pendanasn dan pembiayaan;
I hiak dan kewaiiban; dan
j.  peran masvarakat.

BABE III .._

PEMBINAAN
Pasal 5

{1) Negara hertangoung jawab ates penyelenggaraan perumahan dan kawasan
permukiman yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah.
{2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
a.  Mentard pada tingkat nasional;
b.  gubemur pada tnghkat provins; dan
. bupatifwalikota pada tngkat kabupaten/kot.
Pasal &

{1} Pambingen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi;
3. perencanaan;

b. pengaturan;
C. pengendaban; dan
d. pengawasan,

(2) Dalam malaksanakan pembinzan sebagaimana dimaksud pada ayal (1), Mentes
melakukan koordinasi lintas sektoral, lintas wilayah, dan lintas pemangku
kepentingan, balk vertikal maupun horizontal,

Pasal 7

{1} Perencanaan scbagaimana dimaksud dalam Pasal & huruf a merupakan satu
kesatuan wang utub dar rencana  pembangunan  nasional dan  rencana
pembangunan daerah.

2) Perencanaan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan  aleh
Permerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat.

(3) Perencanaan sehagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun pada tngkal nasional,
prowvins, atau kabupaten/kota yang dimuat dan ditetapkan dalam rencana
pembangunan janaka panjang, rencana pembangunan jangka mensngah, dan
rencana tahunan sesual dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

4} Perencanaan pada bngkat nasional menjadl pedoman uniuk menyusun perencanaan
nenyelenggaraan perumanan can kawasan permukiman pada bingkat provinsl,
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(5) Perencanaan pada tingkat provinsi menjadi pedoman unfuk menyusun perencandan
pemyelengaaraan perumahan dan kawasan permikiman pada tingkat kabupaten/
kota.

Pasal 8
Pangaturan sebagaimana dimaksud dalam Passl & huruf b meliputi:
2. penyediaan tanah;
b, pembangunan;
¢, pemanfaatan;
4, pemeliharaan; dan
e, pandanzan dan pembiayaan,
Pazal &

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal & huruf ¢ meliputi pengendalian:
rumah;

perurmahan;

permukiman;

lingkungan hunian; dan

kawasan permukiman.

rTono®

Pasal 10
Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal & horuf d melipot pemantauan,
evaluasi, dan koreksi sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangar.

Pasal 11
Ketentuan lebin lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
diatur dengan Peraturan Pemerintah, —

BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

(1) Pemerintah dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan perumahan dan
kawasan permukiman mempumyal fugas dan wewenansg.

(2) Tugas dan wewenzng scbagaimana dimaksed peda ayat (1) dilskukan oleh
Femerintah, pemsarintah provinsl, dan pemerintah kabupaten/kotz scsuai dengan
kewenangan masing-masng.

Bagian Kedua
Tugas

Paragraf 1
Pemerintah

Pasal 13

Pemerintah dalam melzksanakan pembinaan mempuryal tugas:

2. merurmuskan dan menetapkan  kebijakan dan strategi nasional- di bidang
perumahan dan kawasan permukiman;

b. merumuskan dan menetzpkan kebijakan nasional tentany pendayvagunazn dan
pemanfaatan hasil rekayasa reknologl d bidang perumaban dan kawasan
permukirman;

£ merumuskan dan menetapkan kebijakan nasional teatang penyedizan Kasiba dan
Lisiba;

d. mengawasi pelaksanaan kebljakan dan strategi nasional di bidang perumahan dan
kawasan permukiman;

e. menyslenggarakan fungs operasionalisasl dan koordinasi pelaksanaan kebijakan
nasional penyadiaan rumah dan pengembangan lingkungan hunian dan kawasan
permukiman;

f.  mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunzn untuk mendukung terwujudnya
perurmnahian bagi MBR;
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memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakal, terutama
bagi MBR;

memfasilitasi pelaksznzan kebijakan dan strategi pada tingkat naslonal;

melakukan dan mendorong penelitlan dan pengembangan penyelenggaraan
perumahan dan kawasan permukiman;

malakukan sertifikasi, kualifikas, kasifikasi, dan registrasi keahlizn kepada orang
atgu badan yang menyelenggarakan pembangunan perumahan dan kewasan
permukiman; dan

menyelenggarakan pendidikan dan pelatinan di bidang perumahan dan kawasan
permukiman.

Paragraf 2
Pemerintah Provinsi

Pasal 14

Pemerintah provinsi dalam melaksanakan pembinaan mEmgunyal tugas:

d.

merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategl pada tingkat provinsl dl
bidang perumahan dan kawasan pesrmiukiman dengan berpedoman pada kebijakan
nasional;

merumuskan dan menetapkan kebijzkan provinsi tentang pendayagunaan dan
pemanfaatan hasil rekayasa teknologl dl hidang perumahan dan  kawasan
permukiman dengan berpedaman pada kebgakan nasionazl;

meremusian dan menetapkan kebijakan penyediaan Kasiba dan Lisiba lintas
kahuraten/kaota;

mengawasi pelaksanaan kebyjakan dan strateg nasional pacﬁa tingkat provinsi di
bidang perumahan dan kawasan permukiman;

menyelenggarakan fungsi operasionalisasi den koordinasi pelaksanaan kebijakan
provinst penyediaan rumah, perumaban, permukiman, lingkungan hunian, dan
kawasan permukiman;

menyusun rencang pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan
permukiman lintas kabupaten/kota;

marmfasilitasl pengelclaan prasarans, =arana, dan ubilitas umum perumahan dan
kawasan penmulkiman pada tingkat provinst;

mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mandukung tanwjudnya
perumahnan bagi MER;

memfasblas penyvediaan perumaban dan kawasan permukiman bagi masyarakat,
terutama bagi MBR; dan

rmemifasiitasi pelakeanaan kebijakan dan strategl pada tingkat provinsi.

Paragraf 3
Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasal 15

Famarintah kahbupaten/kota dalam melaksanakan pembingan mempunyai tugas:

a.

meryusun dan melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat kabupaten/kota
di bidang perumzhan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada
kebijakan dan strateqi nasional dan provinsi;

menyusun dan melaksanakan kebijekan dasrah dengan berpedoman pada strategi
nasional dan provinsl tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa
teknaloni di bldang perumahan dan kewasan permukiman;

MenyusLn rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan
permukiman pada tinakat kahupaten/kota;

menyelenggarakan fungsl operesionaglisas dan koordinasi terhadap pefaksanaan
kebijakan kabupaten/kota dalam peryediaan rumah, perumahan, permukiman,
linokungan hunian, dan kawasan permukimarn;

melaksanakan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan
certa pemanfaatan industri bahan banounan vang mengulamakan sumber dava
dalarn negen dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan;
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melaksanakan pengawasan dan pengendzlian terhadap pelaksanaan peraturan
perundang-undangan, kebijakan, strategl, serta program di bidang perumahan dan
kawasan perrnukiman pada tingkat kabupaten/kota;

melaksanakan kebijakan dan strategl pada tingkat kabupaten/kola;

melaksanakan peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strateql penye-
lenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kotz;
melaksanakan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman,

melaksanakan kebijakan dan strateql daerah provinsi dalam penyelenggaraan
perumahan dan kawasan permukiman dengan bempedoman pada  kebijakan
nasional;

melaksanakan pengelolaan prassrana, sarang, dan utilitas umum perumanan dan
kawasan permukiman; 3
mengawasl pelaksanzan kebijskan dan strategi nasional dan provinst di hidang
perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;

. mengalokasikan dana dan/atsu biaya pembangunan untuk mendukung terwuijudnya

perumahan bagi MER;
memfasiitasl penyedizan perumahan dan permukiman bagl masyarakat, terutama
bagi MBR;
menetapkan lokas Kaziba dan Lisiba;
dan memberikan pendampingan bagi orang persecrangan yang  melakukan
pembangunan rumah swadaya.
Bagian Ketiga

Wewenang

Paragraf 1 -

Pemerintah

Pasal 16

Pemenntah dalam melaksanakan pembinaan mempunyal wewenang:

menyusun dan menstapkan norma, standar, pedoman, dan kriteris  rumah,
perurnahan, permukiman, dan lingkungan hunian yang layak, sehat, dan aman;
menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman;
menyusun  dan  menyempurnakan peraturan  perundangundangan  bidang
perumahan dan kawasan permukiman;

memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang perumahan dan kawasan
permukiman pada tingkat nasional;

melaksanzkan koordingsi, sinkronisasi, dan sosialisasl peraturan  perundang-
undangan serta kebifakan dan strategl penyelencgaraan perumahan dan kawasan
permukiman dalam rangka mewujudkan jaminan dan kepastian hukum dan
pelindungan hukurm dalam bermukim;

mengoordinasikan  pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah
lingkungan serta pemanfaatan Industri bahan bangunan yang mengutamakan
sumher daya dalam negeri dan kearifan lokal;

menqoordinasikan  pengawasan  dan pengendalian . pelaksanaan  peraturan
perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman;

mengevaluasi peraturan  perundang-undengan serta kebljakan dan  strateqgl
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat nasional;
mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan strategi di bidang perumahan dan
kawasan permukiman;

memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman
kurmub;

menetapkan kebijakan dan strategl nasional dalam penyelenggaraan perumahan
dan kawasan permukiman;

memfasilitasl pengelolasn prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan
kawasan permukiman; dan

. memfasilitasl kerja sama tingkat nasional dan internasional antara Pemerintah

dan badan hukuem dalam  penyelenggaraan  perumzhan dan kewasan
permukiman.
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Paragraf 2
Pemerintah Provinsi

Pasal 17

Permenntah provinsi dalam melaksanakan pembinaan mempunyal wewenang:

a.
b,

=

menyusun dan menyediakan hasis data perumahan dan kawasan permukiman pada
tingkat provinsi;

menyusun  dan  menyempurnakan  perataran perundangundangan  bidang
perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi;

rmemberdayakan pemangky kepentingan dalam bidang perumahan dan kawasan
parmiukiman pada tingkat provinel;

melaksanakan koordingsi, sinkronisasi, dan  sosiabses  peraturan  perundang-
undangan serta kebijakan dan strateai penyelenggaraan perumahan dan kawasan
permukiman pada tingkat provinsi dalam rangka mewojudkan jaminan dan
kepastian hukum dan pelindungan hukum dalam bermuking

mengoardinasikan  pemanfaatan teknologl dan rmAncana banqun yang ramah
lingkungan serla pemanteatan industri baban bengunan yang menguiamakan
surmber daya dalam nagear dan kearifan lokal;

mengoordinasikan  pengawasan  dan  pengendalian  pelaksanzan  peraturan
perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta program di bidang perumahan dan
kawasan permukiman pada fingkat provinsl;

mengevaluasi  peraturan perundang-undangan serta  kebijakan  dan - strategi
penyelanggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi;
memfasilitas peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman
kumuh pada tingkat provinsi; -

mengoardinasixan pencadangan atau penyedizan tanah  untuk  pembangunan
perumahan dan permukiman bagi MBR pada Ungkat provins;

menetapkan  kehijskan dan strateql daerah provinsl dalam  penwelenggaraan
perumahan” dan  kawasan permukiman  dengsn  berpedoman pada  kehbijakan
nasional; dan

memfasiitasi keria sama pada tingkat provinsi  antarz pemerintah provinsi dan
badan hukum dalam penyclenggaraan perumahan dan kawasan permukiman,

Paragraf 3
Pemerintah Kabupaten/Kota

Fasal 18

Pemenintah kabupaten/kota dalam melaksanakan pembinaan mempunyal wewenang:

a.
b.

C.

menyusun dan menyediakan basis data perurmaban den kawasan permukiman pada
tingkat kabupaten/kota;

menyusun  dan menyempurnzkan  peraturan perundangundangan  hidang
perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota bersama DPRD;
memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang perumahan dan kawasan
perrikiman pada tingkat kabupaten,koka;

melgksangkan sinkromisssi dan sosiglisasi peraturan perundang-undangan serta
kebijakan dan strategl penyelenggarasn perumahan dan kawasan permukiman
pada tingkat kabupaten/kaka;

mencadangkan atau menyediakan tanah untuk pembangunan perumahan dan
perruekiman bagi MBR;

menyediakan prazarana dan sarana pembangunan perumahan bagi MBR pada
tingkat kabupaten/kota;

memfasilitasi  kerja sama  pada fingkat kabupaten/kota -antara pemenntah
kabupaten/kota dan hadan  hukurn dalam  penyelenggaraan  perumahban dan
kawasan permuluman;

renstapkan lakasi perumahan dan permukiman sebagai perumahan kumuh dan
permukiman kumuh pada tingkat kabupaten/kota; dan

mamfasilitas: peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permuokiman
kumuh pada tingkat kabupatenkota.
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BAE V
PENYELENGGARAAN PERUMAHAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

(1) Penyelenggaraan rumah dan perumabazn dilakukan untuk memenuhi kebutuhan
rumah sehagal salah satu kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan
pemerataan kesejahteraan rakyat.

{2} Penyelenggaraan rumah dan perumahan sebagaimana dimaksud pade ayat (1)
dilaksanakan olch Pemerintah, pemerintah daersh dan/atau sstiap orang untuk
menjamin hak setiap warga negara unfuk menempat, menikmati, dan/atau
rnemiliki rumah yang lzyak dakam lingkungan yang schat, aman, serasi, dan teratur,

Pasal 20
(1) Penyelenggaraan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi:
4. perencanaan perumahan;
b. pembangunan perumahan;
¢, pemanfaatan perumahan; dan
d. pengendalian perumahan.
{2} Perumahan sebagaimanz dimaksud pade @yat (1) mencakup rumah  2kau
perumahan beserta prasarana, sarana, dan utllitas umum.
{3} Rumnah sebagaimana dimaksud pada avat (2) dibedakan menurut jenis dan
bentuknya.
Bagian Kedua
Jenis dan Bentuk Rumah -

Pasal 21

{1} Ienis rumah sehagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dibedakan
berdasarkan petaku pembangunan dan penghunian yang mefiputi;
a. rumah komersial;
. rurmah wmum;
o, rumah swadaya:
d, rumah khusus; dan
&, rumah negara.

(4] Rumah komersizl sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) huruf 2 disslenggarskan
untuk mendapatkan keuntungan sasuai dengan kebutuhan masyarakat,

(3) Rumah umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan untuk
memenuiti kebutuhan rumah bagi MBR.

(4] Rumah swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf © diselanggarakan atas
prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sandin maupun berkelompok.

(7) Rumah khusus sebagaimana dimaksud pada avat (L) huruf d disslenggarakan
dalam rangka memenuhi kebuluhan rumah untuk kebutuhan khosus,

{6) Rumah umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buruf b mendapatkan
kermisdahan dan/atau banfuan dan Pemerintah dan/atau pemerintzh dagrah.

{7} Rumah swadaya sehagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dapat mempearaleh
bantuan dan kemudahan dari Pemerintah dan/atau pemerintzh deerah.

{8Y Rumah khusus dan rumah negara sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf d
dan huruf e disediakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah,

Pasal 22
(1) Bentuk rumah sehagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dibedakan
berdasarkan hubungan atau keterikatan antarbangunan.
(2% Bentuk rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maliputi:
a. rumah tunggal;
b, rumah deret; dan
. rumah susn.
(3) Luas lantai rumah tunggal dan rumah deret memilikl ukuran paling sedikit 36 (bga
puluh enam) meter perseqi.
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Bagian Ketiga
Perencanaan Perumahan

Paragraf 1
Umum

Pasal 23
(1) Perencanaan perumanan dilakukan untuk memeanuhl kebutuhan rumah,
{2} Perencanaan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayet (1) terdin atas;
4, perencanaan dan perancangan rumah; dan
b, perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umem perumanan,
(3} Perencanaan perumahan sebagaimana dimaksud pada avat (2} merupakan
bagian dar perencanaan permukiman,
(4) Perencanaan perumahan sebanalimana dimakeud pada avat (1) mencakup rumah
sederhang, rumah menengah, danfatau rumah mewah,

Paragraf 2
Perencanaan dan Perancangan Rumah

Pasal 24
Perancanzan dan perancangan rumah dilakukan untuk:
4. menciptakan rumzh yang layak huni;
h. merdukung upays pemenuhan kebutuhan rumah oleh masyarakat dan pemerintah;

dan

¢, meningkatkan tata bangunan dan lingkungan yang terstruktur.

Pasal 25
Perencangan dan perancangan rumah dilakukan oleh setiap SFang yang memiliki
keahlian di bidang perencanaan dan perancengan rumah sesual dengan ketentuan
peratiran perundang-undangan.
. Pasal 26
(L} Hasil perencanaan dan perancangan rumah harus memenuhi persyaratan beknis,
gdministratif, Eta ruang, dan ekologis.
(2] Persyaratan scbagaimana dimaksed pada ayat (1) merepakan syarat hagl
diterhitkannya izin mendirikan bangunan.
(3) Perencanaan dan perancangan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan bagian dari perencanaan perumakan dan/atau permukiman.

Pasal 27
ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan perancangan rumah sabagaimana
dimaksud dalam Pasal 23, Fasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 digtur dengan Peraturan
Pemarintah,

Paragraf 3
Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum

Pasal 28
1) Perencendan prasarand, sarand, dan utilitas umum perumahan malipot:
a. rencana peryedizan kaveling tanah untuk perumahan sebaga bagian dari
permukiman; dan
b. rencana kelengkapan prasarana, sarana, dan ufilitas umum peromaban.,
{2) Rencana penvediaan kaveling tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
digqunakan sehanail landasan perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum,
{3} Rencana penyediaan kaveling tanah dimaksudkan untuk meningkatkan dayva guna
dan hasil guna tanah bagi kaveling sap bangun sesuz dengan rencana tata
banqunan dan lingkungan.
Pasal 29
(1) Perencanaan prasarana, sarang, dan ublitas umum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 harus memenuhl persyaratan administratif, teknis, dan ckologis,
(4) Perencanaan prasarand, sarana, dan utlitas umom yang  felah memenuhi
persyaralan wajib mendapat pengesahan dari pemerinteh daerah,
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Pasal 30

(1) Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum dapat dilzkukan oleh setizp
orang.

{2} Setisp orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajlb memiliki keahlian di
bidang perencanazn prasarana, sarana, dan utlitas umum sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Ketentuan lehih lanjub mengenai perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 20 diatur dengan Peraturan

Pemerintah,

Baglan Keempat
Pembangunan Perumahan
Paragraf 1 Umum
Pasal 32

{1) Pembangunan perumahan meliputi:

a. pembangunan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan/atau
b. peningkatan kualitas perumahan,

(2) Pembangunan perumahan dilakukan dengan mengembangkan  teknologl dan
rancang bangun yang ramah lingkungan serta mengembangkan industri bahan
bangunan yang mengutamakan pemanfastan sumber daya dalam neger dan
kaarifan lokal yvang aman bagi kesehatan,

(3} Industri bahan bangunan sehagalmana dimaksud pada ayat (2} wajib memenuhi
Standar Nasional Indonesia.

Pasal 33 -

{1} Pemerintah daerah wajils memberlkan kemudahan perizinan bagl badan hukum
yang meangajukan rencana pembangunan perdmahan untuk MBR.

(2} Pemerintah daerah berwenang mencabut izin pembangunan perumahan terhadap
badan hukum yang tidak memenuhl kewajibannya.

(3) Ketentuan leblh lamjut mengenai bentuk kemudahan perizinan dan tata cara
pencabutan izin permbangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diatur dengan Peraturan Manterl.

Pasal 34

{1} Badan hukum yang melakukan pembangunan perumahan wajib mewujudkan
perumatian dengan hunlan berimbang.

{2) Pembangunan perumahan skala besar yang dilakukan oleh badan hukum wajio
mewujudkan hunian berimbang dalam satu hamparan.

(3) Kewajlban sshagalmana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk badan hukum
yang membangun perumahan yang seluruhnya ditujukan untuk  pemenuhan
kebutubian ruman umum,

{4) Dalam hal pembangunan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pemearintah dan/atau pemerintah dasrah dapat memberikan insentif kepada badan
hukum untuk mendarong pembangunan perumahan dengan hunian berimbang,

Pasal 35
(1) Pembangunan perumahan skala besar dengan hunizn bermbang meliputi rumah
sederhang, rumah menengah, dzn rumah mewah.
{2) Ketentuan mengenal hunlan bermbang diatur dengan Peraturan Menter,

Pasal 36

{1} Palam hal pembangunan perumahan dengan hunian berimbang tidak dalam satu
hamparan, pembangunan rumah umum harus dilaksznakan dalam satu daerah
kabupaten/kota.

(?) Pembangunan rumah umum sebagalmana dimaksud pada ayal (1) harus
mempunyai akses menuju pusat pelayanan atau tempat kerja.

(3) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) distur dengan peraturan
daerah.
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{4) Pembangunan perumahan dengan hunlan berimhang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang sama.

Pasal 37
Kotentuan lebih lanjut mengenal perumahan skala besar dan kriterda hunian
berimbang sshagalmana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36 diatur
dengan Peraturan Menter. '
Paragraf 2
Pembangunan Rumah
Pasal 38

(1) Fembangunan rumah meliputl pembangunan rumah tunggal, rumah  deret,
dan/atau rumah susun.

(2) Pembangunan rumah ssbagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan
herdasarkan tipoloal, ekologl, budaya, dinamika ekonomi pada tiap daerah, serta
mempertimbangkan faktor keselamatan dan keamanan,

{3) Permbangunan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan aleh
setlap orang, Pemerintah, dan/atau pepmerintah daerah. -

{4) Pembangunan rumah dan perumahan harus dilakukan sesuai dengan rencana tata
ruang wilayah,

Pasal 39

(1) Permerintah danfatau pemerintzh daerah bertanggung jawab dalam pembangunan
rumah umum, rumah khuses, dan rumah negara.

(2] Pembangunan rumah kbusus dan rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran
pendapatan dan belanja daerah.

(3} Rurmnah khusws dan rumah negara sebagaimana dimaksud paua ayat (2} menjadi
barang milik negara/daersh  dikelola sesual dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

’ Pasal 40

{1) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagalmana dimaksud dalam Pasal 39 ayat
(1}, Pemerintah dan/atau pemenntah dasrgh menugasi danfatau membentuk
lembaga atau badan yang menangani pembangunan perumahan dan permukiman
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Lembaga atau badan sebagaimana dimaksud pada avat (1) bertanggung jawab:

a. membangun rumah umum, rumah khusus, dan rumah negara;

b. menvedigkan tanah bagi perumahan; dan

. melakukan koordinasi dalam proses perizman dan pemastian kelayakan hunian.
Pasal 41

(1) Pembangunan rumah negara dilakukan untuk mewujudkan ketertiban penyediaan,
penghunian, pengelolaan, serta pengalihan status dan hak ates remah yang dimikiki
NEeqQars.,

(2) Pembangunan rumah negara diselengparakan berdasarkan pada tipe dan kelas
bangunan serta pangkst dan golongan pegawai negeri di atas tanah yang sudah
ielas status haknya.

(3) Ketentuan |ebih  lanjut mengenai pembangunan, penyedisan, penghunian,
pengelolzan, serta pengalihan status dan hak atas rumah yvang dimibki negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemearintah,

Pasal 42

(1) Rumah tungoal, rumah derst, dan/atau rumah susun yang masih dalam fabap
proses pembangunan dapat dipasarkan melzlui sistem perjanjian pendahulzan jual
beh sesuan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

{2} Perfanflan pendahuluzan jial bell sehagaimana dimaksud pada ayat (1) diiakukan
setelah memenuhi persyaratan kepastian atas:

a. status pemilikan tanah;
b, hal yang diperjanjkan;
c. kepemilikan izin mendirikan bangunan indulk;
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d. ketersediaan prasarana, sarana, dan utiitas umum; dan
& keterbangunan perumahan paling sedikit 20% (dua puluh persen).

{3) Ketentuan leblh lamiut mengenai sistem  perjanjian  pendahuluan jual bel
sehagaimana dimaksud pada ayat (1) diztur dengan Peraturan Menter,

Pasal 43

(1) Pembangurar untuk rumah tunggal, rumah derct, danfatau rumah susun, dapat
dilakukan di atas Lanabh:
a.  hak milik;
b. hak guna bangunan, baik di atas tanah negara maupun di oatas hek

pengelolaan; atau

c. hak pakal d atas tanah negara.

{7} Pemilikan rurmah scbagaimanz dimaksud pada ayat (1) dapat difesilitasi dengan
kredit atau pemblayaan pemilikan rumah,

{3 Kredit atau pembiayaan pemilikan rumah sebagalmana dimaksud pads ayat (2)
dapat dibebani hak tangaungan.

(4] Kredit atau pembiayaan rumah umum tidak harus dibebanl hak tanggungan.

Pasal 44
{1} Pembangunan rurmah tunggal, rumah deret, rumah susun, danfatau satuzan rumah
s5un dapat dibebankan jaminan utang scbagai pelunasan kredit atau pembiayaan.
(2 Pelunasan kredit atau pembiaysan ssbagalmana dimaksud pada ayal (1) dilakukan
untuk memhblayal pelaksanaan pembangunan rumah tunggal, rumah deret, atau
rumah susur,
Pasal 45
Badan hukum yang melakukan pembangunan rumah tunggal, rumah deret, dan/atau
ruimaly susun tidak boleh melakukan serah ferima dan/ateu menarik dana lebih dari
805 (delapan puluh persen) dari pempeli; sebelum  memenuhi  persyaratan
seagaimana dimaksud dalem Pasal 42 ayat (2),
Pazgal 46
Katenbian mengenai rumah susun dizbur tersendin dengan undang-undandg.

Paragraf 3
Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum

Pasal 47

(1} Pornbangunan prasarana, sarana, danm utflitas umum perumahan dilakukan oleh
Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atou selizp orang.

() Pembangunan prasarang, sarana, dan utilitas umum waiib dilakukan sespal dengan
rencana, rancangan, dan perizinan.

{3} Pembangunan prasarana, sarzna, dan utilites umuem perumahan harus mementhi
persyaratzm;
2. kesesuaian antara kepaskas pelayanan dan jumlah rumab;
b. keterpaduan antgra prasargng, sarang, dan utilitas umum dan lingkungan

hynian; dan

¢, ketantuan teknis pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum,

(#) Prasarana, sarana, dan utilitas umum yana telah sslesal dibangun oleh setiap orany
harus diserahkan kepada pemerintzh kabupaten/kola sesusi dengan ketentuan
peraturan perundang-undangadn,

Bagian Kelima
Pemanfaatan Perumahan
Paragraf 1
Umum
Pasal 48
(1) Pemanfaatan perumahan dligunakan sehagai fungsi hunian.

{2) Pemanfaatan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan
hunian meliputl:
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d.  permanfaatan remah;

b, pemanfaatan prasarana dan sarang perumahan; dan

o. pelestarian rumah, perumahan, serta precarana dan carana perumahan sesuyal
dengan ketenluan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Femanfaatan Rumah

Pasal 49
(1} Pemanfaatan rumah dapat digunakan scbaga kegiatan usaha secara terbatas tanpa
membahayakan dan tdak menggangau fungsl hunian.
2} Pemanfaatan rumah sclain digunakan untuk fungs: hurien harus  memastikan
terpelibiaranya perumahan dan finglungan hunian.
{3} Ketentuan mengenal pemanfaatan rumah sebagalmana dimaksud pada avat (1)
diglur dengan peraturan dasrah,

Paragraf 3
Penghunian

Pasal 50
(1) Setiap orang berhak untuk bertempat tingga! atau menghure rumah,
(4] Hak untuk menghunl rumah sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
Pk milik; atau sewa alau bukan dengan cara sewa,
(3} Ketentuan lahbih lanfut mengenai tata cara penghunian dengan cara sewa menyena
Can cdrd bukan sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayvat (23 horof b
diatur dennan Peraturan Pemerintah,

Pasal 51
(1} Penghunian rumah negare diperuntukan sebagai tempat tinggal atau hunian unbak
menunjang pelaksanasan tugas pejabat danfatau pegawai neger.
(2} Rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanyva dapat dibuni selama
yang bersangkutan menabeal alau menjalankan tugas kedinasan,
(3} Ketentuan lebih lanfut mengenal penghumian rumah negara diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

o

Pasal 52
Orang asing dapat menghuni atau menempati rumah dengan cara hak sewa atau hak
pakai.
Ketentuan mengeonai orang asing dapet menghuni atau menempati rumah dengan
cara hak sewa atau hak pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuaEl dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Keenam
Pengendalian Perumahan

Pasal 53
113 Pengendalian perumahan dimulai dari tahap:
&, perzncanaan;
b pembangunan; dan
.. pemdniastan.
{2) Pengendalian perumahan sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilaksanakan oleh
Famarintah dan/atau pemanintah dasrah dalam bentuk;

d. perzinarn;
b. penertiban; dan/atau
C.  penagaan.

{3) Kelentuan  lebih lamut mengenal  pengendalian perumahan  sshagaimana
dimaksud pada avat (1) dan avat (2) diatur dengan Perateran Pemerintah.
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Bagian Ketujuh
Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah bagi MBR

Pasal 54

{1} Femerntah wajib memenuhi kebutuhan rumah bagl MER.

{2} Untuk mamenuhi kebutuban rumah bagi MER sehagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pemermiah dan/atau pemerintzh daerah wajib memberikan ‘kemudahan
pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan
perumahan secara bertahap dan berkelanjutan.

{3 Kemudzhan dan/atau bantuan pembangunan dan perolshan rumah bagi MER.
sebagaimana dimaksud pada a3t (2) dapat berupa:

a. subsidi perolchan rumah;
b. stimulan rurmah swadaya;
. Insentif perpajgkan sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

di bidang perpajakan;

perizinan;

asurans dan penjaminan;

peryediaan tanah;

sertifikasi tanah; dan/atau

. prasarang, sarana, dan utlitas umum.

{4) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3} huruf a dituangkan
dalam akta perjanjian kredit atau pembiayaan untuk perclehan ruman bagi MBR.

{5} Ketentuan mengenal kriteria MBR dan persyaratan kemudahan perotehan rumah
bagi MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (Z) dan ayat (3) diatur dengan
Peraturan Menter, -

Pasal 55

(1) Orang perseorangan yang memiliki rumah umum dengan kemudzhan yang
diberikan Pemerintah atau pemerintah daerah hanya dapat menyewakan
dan/atau mengalifkan kepemillkannya atas rumah kepada pihak lain, dalam hal:
A, pewarnsan;

b. penghunian setelah jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun; atau
. pindah tempat tinggal karena tingkat sosial ekonomi yang lebih baik.

{2} Dalam hal dilakukan pengaliban kepemilikan sehagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dan huref ¢, pengalibanmya wajib dilaksanakan oleh lembana yang ditunjuk
atay dibentuk oleh Pemerintah atau pemerintah dasrah dalam bideng perumahan
dan permmukiman.

{3) Jika pemilik meninggalkan rumah secara terus-menerus dalam wakiu paling fama 1
(satu) tahun tanpa memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian, Pemerintah atau
pemerintah daerah berwenang mengambll alin kepemilikan rumah tersebut.

(4) Rumah yang telah diameil alih cleh Pemerintzh  atau  pemerintah  daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wafib didistribusikan kemball kepada MBR.

(5) Ketentuan mengenai penunjukkan dan pembentukan lembaga oleh Pemerintah
atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

{6} Ketentuan lebih lanjut menganai kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan
perolehan rumah bagi MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1} diatur dengan
Peraturan Pemerintah,

T e O

BAB VI
PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 56
{1} Peryelenggaraan kawasan permukiman dilakukan urtuk mewoiudkan wilayah yang
herfungsi scbagai lingkungan hunizn dan tempat kegiatan yang mendukung
perikchidupan dan penghidupan yang terencana, menyeluruh, terpadu, dan
berkelanjutan sesual dengan rencana tata ruang.
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(2) Peryelenggaraan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan untuk memenuhi hak warga negara atas tempat tinggal yang layak dalam
lingkungan yang sehat, aman, serasl, dan teratur serla menjamin kepastian
bermukinn.

Pasal 57
Penyelenggarasan kawasan permukiman sebagalmana dimaksud dalam Pasal 56
mencakup lingkungan humian dan tempat kegistan pendukung perikehidupan dan
pernghidupan di perkotaan dan & perdesaan.

Pasal 58
(1) Peryelenggaraan kawasan permukiman ssbagaimana dimaksud dalam Pasal 57
walih dliaksanakan sesuai dengan arahan pengembangan kawasan permmukiman
vang terpadu dan berkelanjutan.
(2) Arahan pengembiangan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mieliputi:
a.  hubungan anterkawasan fungsional sebagal bagian lingkungan hidup di luar
kawasan lindung;
b, keterkaitan lingkungan henian perkotaan dengan lingkungan hunian perdesaan;
c. keterkaitan antara pengembangan  lingkungan  hunian perkotaan  dan
pengembangan kawasan perkolaan;
d. keterkaitan antara  pengembangan  lingkungan  hunianm  perdesasn  dan
penoembangan kawasan perdesaan;
g. keserasian lata kehidupan manusia dengan lingkungan hldup;
f, kessimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan setiap orang; dan
g. lembaga yang mengoordinasikan pengembangan kawasan fermukiman.
(3) Penyelengoarzan kawasan permukiman selgoaimana dimaksud pada ayal (1)
dilakukan melalul:
a. pengembangan vang telah ada;
b. pembangunan bart; atau
€. pembangunan kembali,
{4) Ketentuzn lebih lanjut mengenai arghan pergembangan kawasan permukiman
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) distur dengan Peraturan Pemenntah.

Pasal 59
(1) Penyelenggaraan lingkungan hunian perkotaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 57 dilakukan melalui:
8. pengembangan lingkungan hunizn perkotzan;
b. pembangunan lingkungan hunian baru perkotaan; atau
c. pembangunan kembali ingkungan hunian perkotaan,
{2) Penyelenggaraan pengembangan lingkungan  hunian  perkolaan  sebagaimana
dimaksud pada ayvat (1) huruf 2 mencakup;
a. peningkatan efisiensl  potensl  lingkungan  hunian  perkotaan - dengan
memperhatikan fungsi dan peranan perkotaan;
b. peningkatan pefzyanan lingkungan hunian perkotaan;
¢ peningkatan keterpadusn prasarana, sarang, dan utilitas umum lingkungan
hunian perkataan;
d. penetapan bagian lingkungan hunian perkotaan yang dibatasi dan yang
didorong pengembangannya;
g, perceqanan tumbuhnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
f. pencegahan tembuh dan berkembangnya lngkungan  hunian yang  tidak
terencana dan tidak teratur.
{3) Penyelenggarsan pembangunan lingkungan hunian baru perkotaan sehagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup:
2. penyediaan lokasi permukiman,
b. penyediaan prasarana, sarana, dan utiitas umum permukiman; dan
¢ penyediaan lokasl pelayanan jasa pemenntahan, pelayanan sosial, dan kegiatan
ekonomi.
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Pasal 60

(1) Pemerintah dan pemerintah daeran sesuai dengan kewenanganmya bertanggung
jawab dalam penyelenggaraan pengembangan lingkungan humian perkotaan,
pembangunan lingkungan hunian baru perkotaen, dan pembangunan kemball
lingkungan hunian perkotaan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 59.

{2) Penyclonggaraan pengembangan lingkungan hunien perkotaan, pembangunan
limgkungan hunian baru perketazn, dan pembangunan kemball lingkungan hunian
perkotaan schagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah,

(3} Pemerintah dasrah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk atau
menunjuk badan hukum.

(4) Pembentukan atau penunjukan badan hukum ditetapkan oleh bupatl/walikots
sesudl dengan kewenangannya,

{5} Khusus untuk wilayah DKT Jakarta, pembentukan atau penunjukan badan hukum
ditetapkan oleh gubernur,

Pasal 61

(1) Penyelenggarsan lmgkungan hunian perdesaan sebagalmana dimaksud dalam

Pasal 57 dilakukan mealaiui:

a. pengembangan lingkungan humian perdesaan,

b. pembangunan lingkungan hunlan baru perdessan; alsu
c. pembangunan kembal ingkungan hunian perdesaan,

{2} Penvelenggaraan pengembangan  lingkungan hunian  perdesaan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf @ mencakup:

a. penmingkatan efisiensi  potensl . lingkungan hunian  perdesaan  dengan
memperhatikan fungsi dan peranan perdesazn;

b. peningkatan pelzyanan lingkungan hunian perdesaan; -

r. peningkatan keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umurm lingkungan
hunian perdesaan;

d. penetapan bagian lingkungan hunian perdesaan vang dibatasi dan yang
didorong pengembangannya;

&. peningketan kelestarian alam dan potensi sumber dava perdesaan; dan

f. pengurangan kesenjangan antara kawasan perkotaan dan perdesaan.

(3) Penyelenggaraan pembangunan lingkungan hurian Daru perdesaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup:
a. pemyadizan lokasi pesmukiman;
b. penyedigan prasarana, sarang, dan utilites umam permukiman; dan
c. penyediaan lokasl pelayanan jasa pemerintahan, pelayanzn sosial, dan kegiatan
ekanomi.
Pasal 62

{1} Pembangunan kembali lingkungan human perkotaan scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (1) huruf c dan pembangunan kamball lingkungan hunian perdesaan
sehagalmana dimaksud dalam Pasal 61 ayat {1) hurul ¢ dimaksudikan untuk
memulinkan fungsi lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan,

(2) Pembangunan kembali dilakukan dengan cara:

d. rehabilitasi;
b. rekonstruksl; atau
C. PErEMajaan.

{3) Pecmbangunan kembali sebagaimana dimaksud pada ayst () telap meindung
masyarakat penghuni unluk dimukimkan kemball di lokasi yang sama sesual
dengan peraturan perundang-undangan,

Pasal 63
Penyelenggaraan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1)
difzksanakan melalui tahapan:
3. PErENCANEAN;
b. pembangunan;
o, pemanfaatan; dan
d.  pengendalian.
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Bagian Kedua
Pergncanaan Kawasan Permukiman

Pasal 64

(1) Perencanaan kawasan permukiman harus dilakukan sesuai dengan rencanz tata
ruang wilayah,

[#) Perencanaan kawasan permukiman dimaksudkan untuk menghasitkan dokumen
rencana kawasan permukiman sebagal pedoman begi  seluruh  pemangku
Kopentingan dalam pembangunan Kawasan permukiman,

(3} Pedoman sebagaimana dimaksud pada avat (2] diounakan entuk memenuhi
kebutuhan lingkungan hunian dan digunakan untuk tempat kegiatan pendukung
dalam jangke pendek, jangks menengah, dan jangka panjang.

(4} Perencanaan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan setiap orang.

{5) Dokumen rencana kawasan permukiman scbagaimana dimaksud pade aval (2)
ditetapkan oleh bupatlfwallkota,

16 Perencandan kawasan permukimean harus mencakup:

a. peningkatan sumber daya perkotaan atau perdesaan;
b. mitigasi bencana; dan
C.  penyediaan dlau peringkatan prasarana, sarana, dan utilitas umom.,

Pasal 65

Perencanaan kawasan paermukiman terdiri atas perencanaan fingkungan  hunian

perkotazn dan perdesaan serta perencanaan tempat kegiatan pendukung perkotaan

dan perdesaan yang merupakan bagian yang tdak terpisahkan.
Pasal 66

(1) Perencanaan linokungan hunian perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65

dilakukan melalui:

4. perencanzan pengembangan lingkungan hunign perkotaan;

b. perencanaan pembangunan lingkungan bunian baru perkotaan; ataw
¢, perencenzan pembangunan kembali lingkungan hunian perkotaan,

(2) Perencanaan pengembangan lingkungan hunian  perkotaan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} huruf 2 mencakup:

4. penydsunan rencana peningkatan efisiensi potensi  lingkungan  hunlan
perkotaan dengan memperhatikan fungsi dan peranan perkotaan;

b.  penyusunan rencana peningkatan pelayanan lingkungan hunian perkotaan;

. pemyusunan rencana peningkatan keterpaduzn prasarana, sarana, dan utllitas
umum lingkungan hunian perkotaan:

. penyusunen rencana pencegahan  tumbuhnya  perumahan kumuh dan
permukiman kumuh; dan

£, PENYUSUNAN rencana penceqahan tumbuh dan berkembangnya lingkungan
hurian vang bdek terencana dan tidak teratur,

(3} Perencanaan pembangunan lingkungan humian baru perkotaan scbagaimana
dimaksud pada ayat {1) hurul b mencakup:

3, penyusuman rencana penyedizan lokasi permukiman;

b. penyusunan rencana penyediaan pracarana, carana, dan utilitas  umum
permukiman; dan

£ pemyusunan rencana lokasi pelavanan jasa pemerintzhan, pelayanan sosial, dan
kegiatan ekonomi.

{4} Perencanzan pembangunan lingkungan hurian baru perkotaan sshegaimana
dimaksud pada ayat (3) meliputi perencanaan lingkungan hunian baru skala besar
dengan Kasiba dan perencanaan lingkungan hunian bary bukan skala besar
dengan grasarana, sarang, dan utilitas wmum.

(%) Perencanaan pernbangunan lingkunoan honizn baru perkotaan  scbagaimana
dimaksud pada ayal (3) didahului dengan penetapan lokasl pembanrgunan
lingkungan hunian bard vang dapat dissulkan oleh badan hukum  Bidang
perumahan dan permukiman aau pemenintah dasran.
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(6} Lokasi pembangunan lingkungan hunian baru sehagalmana dimaksud pada avat (5)
ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.

(/) Penetapan lokasi pembangunan lingkungan hunizn bary schbageimane dimaksud
pada ayat (5) dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan:
a. rancana pembangunan perkotaan atau perdesaan;
b. rencana penyediaan tanah; dan
€. analisis mengenal dampak lalu lintas dan ingkungan,

Pasal 67
(1} Perencanaan lingkungan humian perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65
dilakukan melalui;
4. pengembBangan lingkungan hunian perdesaan;
b. pembangunan [ingkunagan hunian bar perdesaan; ataw
€. pambangunan kembali lingkungan hunian perdesaan.
(2) Perencanaan pengembangan lingkungan hunian perdessan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf 3 mencakup:
4. penyusunan rencana peningkatan efisiensl potensi lingkungan  hunian
perdesaan dengan memperhatikan fungsi dan peranan perdesaan:
D. penyusunan rencana peningkatan pelayanan lingkingan hunian perdesaan:
€. penyusunan rencana peningkatan keterpaduan prasarana, sarang, dan ublitas
umum lingkungan hunian perdesaan;
d. penyusunan rencana penetapan bagian lingkungan hunian perdesaan yang
dibatasi dan yang didorong pengembangannya: dan
g, penyusunan rencana peningkatan kelestanan alam dan potensi sumber daya
perdesaan. =
(3] Perencanaan pembangunan lingkungan hunian baru perdesaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup:
A, peEnyusunan rencana penyediaan lokasi permukiman;
b. penyusunan rencana penyedigan proserana, sarana, dan utilitas  umom
permukiman; dan
L. PEYUSLnan rencand penyediaan lokasi pelayvanan jasa  pemerintahan,
pelayanan scsial, dan keqiatan ekanomi.

Pasal 68

{1} Parencanaan pembangunan kembali lingkungan hunian perkotaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf ¢ dan perencanaan pembangunan kembali
lingkungan hunian perdesaan sebagalmans dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf
¢ dimaksudkan untuk memulinkan fungsl fingkungan hunian perkotaan dan
perdesazn,

(2} Perencanaan pembangunan kembali dilakukan dengan cara:
4. penyusunan rencana rehabifitasi;
b pamyusunan rencana rekonstruksi; atau
Lo penyusunan rencand peremagaan,

Pasal 69
(1) Perencanaan tempat keglatan pendukung perkotaan dan perdesaan sebasaimana
dimaksud datam Pasal 65 maliputl perericanaan jasa pemerintahan, pelayanan
sosial, kegiztan ekonomi, dan prasarana, sarana, dan utllts umum,
{2} Perencanaan tempat keqlatan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketantuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70
Pemerintah daerah sesual dengan kewenangannya bertanagung jawab  dalam
perencanaan  pengembangan  lingkungan  hunian  perkotaan  dan  perdesaan,
pembangunan lingkungan humian baru perkotaan dan perdesaan, dan pembeangunan
kembali lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan.
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Bagian Ketiga
Pembangunan Kawasan Permukiman
Pasal 71
(1) Pembangunan  kawasan permukiman  harus mematuhl rencana  dan izin
pemhangunan lingkungan hunian dan kegiatan pendukung.
{2) Pembangunan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau badan hukum.
Pasal 72
Pembangunan kawasan permukiman terdii ates pembangunan fingkungan hunian
perkotaan dan perdesaan serta pembangunan termpat kegiatan pendukung perkotzan
dan perdesaan.
Pasal 73
{1) Pembangunan lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan  scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 72 dilakukan melalui;
a. pelaksanzan pengembangan lingkungan hunian;
b. pelaksanaan pembangunan lingkungan hunizn bang; atau
& peleksanaan pembangunan kemball lingkungan hunian.
{2} Pelaksanaan pembangunan lingkungan hunian baru sebagaimana dimaksud pada
gyat (1) huruf b mencakup:
a. permbangunan permukimarn;
b. pembangunan prasarana, sarana, dan utiltas umum permukiman; dan
c. pernbangunan lokas pelayanan jasa pemenntahan dan pelayanan sosial,
Pasal 74
(1) Pembangunan tempat kegiatan pendukung perkotaan dan perdesaan sebagaimeana
dimaksud dalam Pasal 72 meliputi pembangunan jasa pemierintaban, pelayanan
sosial, kegiatan ekonomi, dan prasarana, sarana, dan utilitas umum.,
{?) Pernhangunan tempat kegiatan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksznzkan sesuai dengan ketantuan peraturan perundang-undangan.
Pazal 75
Pemerintah daerah sesuai dengen  kewenangannya bertangoung  jawah  dalam
pelaksanzan pengembangan lingkungan hunian, pembangunan lingkungan hunian
baru, dan pembangunan kembali lingkungan hurian.

Bagian Keempat
Pemanfaatan Kawasan Permukiman
Pasal 76
Pemanfaalan kawasan permukiman dilakukan untuk:
3. menjamin kawasan permukiman sesuai dengan fungsinya scbagaimana ditetapkan
dalam rencana Lata ruang wilayah; dan
b. mewujudkan striktur ruang sesuai dengan perencandan kawasan permukiman.

Pasal 77
Parmanfaatan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Fasal 76 terdin atas
pomanfaatan lingkungan hunian perkotaan dan perdessan serta pemanfaatan tempat
xegiatan pendukung perkotaan dan perdeszan,

Pasal 78
(1) Pemanfaatan linokungan hunian perkotaan dan perdessan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal-77 dilakukan melalui: L
a, pemanfaatan hasll perngembangan lingkungan hurizan;
h. pemanfaatan hasil pembangunan lingkungan hunian baru; atau
¢.  pemanfaatan hasi pembangunan kembali lingkungan hunian.
() Pemanfaatan hasil pembangunan lingkungan hunizn perkotaan dan perdesazn
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
4. tempat tinggal;
b. prasarang, ssrang, dan utilites umom peemukiman; dan
c. lokasi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
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Pasal 79
(1) Pemanfaatan tempat kegiatan pendukung perkotaan dan perdesaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 77 meliputi pemanfaatan jasa pemerintahan, pelayanan
sosial, kegiatan ekonomi, dan prasarana, sarana, dan ulilitas umuam.
{2} Pemanfaatan tempat kegiatan pendukung sebagalmana dimaksud pada ayat (1)
dllakeanakan saciai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal B0
Pemerintah  dasrzh sespai dengan  kewenangannys  bertanggung  jawab  dalam
pemanfaatan hasll pengembangan lingkungan hunian, pembangunan lingkungan
hunian baru, dan pembangunan kembal ngkungan hunian df perikotaan  atau
perdesaan.

Bagian Kelima
Pengendalian Kawasan Permukiman
Paragraf 1 Umum

Pasal 81
{1} Pemerintan dan pemerntah deerah sesual dengan kewenangannya bertangyung
jawab mefaksanakan pengendalian dalam penyelenggarazn kawasan permukiman.
(2) Pengendatian kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat [1) dilakukan
uniuk;
a. menfamin  pelaksanaan  pembangunan permukiman  dan pemanfastan
permukiman sesusi dengan rencana kawasan permukiman;
£, mencegeh twmbuh dan berkembangnya perumanan kumuh; dan permukeman
kurmish; dan
¢ mencegah terjadinya tumbuh dan berkembangnva lingkengan hunian yang
tidak terencana dan tidak teratur. =

Pazal 82

(1} Pengendalian  dalam penvelengoarsan  kawasan  poermukiman sebagaimana
dimakeid dalam Pacal 1 ayat (1) dilakukan pads takiap:
g, Perencandgdn;

b. pembangunan; dan
. pernanfaatan,

[2) Pengendglian kawasan permukiman dilakukan pada lingkungan hunian perkotaan
dan lingkungan hunian perdesaan,

[3) Pangendzlian penyelangaaraan [inokunozn hurian perkotaan dilaksanakan pada;
a. pengembangan perkotaan; atau
b, perkotaan bard,

(4} Pengendatian penyelenggaraan lingkungan hurian perdesaan dilaksznakan pada
pengembangan perdesaan sehagai pusat pertumbuhan ekonemi, sosial, danfatau
Dledaya perdesaan.

Paragraf 2
Pengendalian Perencanaan Kawasan Permukiman

Pasal 83
(1) Pengendalian pada tahap perencanaan dilakukan dengan:
4, mengawasi rencana penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum sesual
denazn standar pelavanan minimat; dan
b. memberikan batas zonasi lingkungan hunian dan tempat kegiatan pendukiing.
(2] Pengendahan perencanaan kawasan permukiman dilakukan gleh pemerintah dagrah
sesuzl dengan rencana tata ruang wilayah.

Paragraf 3
Pengendalian Pembangunan Kawasan Permukiman
Pasal 84
{1} Pengendalian pada tahap pembangunan dilakukan dengan mengawas! pelaksanzan
pembangunan pada kawasan permukiman.
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(2) Pengendahan dilekukan untuk menjaga kualitas kawasan permukiman.

(3) Pengendalian pada tahap pembangunan yang diskukan dengan mengawasi
pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan,

{4} Pemantauan sebagaimana dimaksud pads ayat (3) merupakan kegiatan
pengamatan terhadep penyelenggaraan kewasan parmukiman sacara langsung,
tidak fangsung, dan/atau melalui laporan masyarakat.

{5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kegistan penilzian
ternadap tinokat pencapaian penyelenggaraan kawasan permukiman secara
terukur dan objektir.

(6) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan penyampaian
hasil evaluasi.

(7) Ketentuan lebih fanut mengena tata cara pengawasan penyelenggaraan kawasan
permukiman diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 4
Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Permukiman

Pasal 85
{1} Pengendalian pada lahap pemanfaatan dilakukan dengan:
A, pemberizan insentf;
b. pengenaan disinsentif; dan
C.  pengenaan sanksi,
(2] Pemberian insentif sebangalmana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
a. insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di
Didang perpajakan;
pemberian kompensas);
subsidi silang;
pembangunan sarta pengadaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan/atau
kemudahan prosedur perizinan.
(3} Pengenaan disinsenuf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul b berupa;
2. pengenaan retribusi dasrah;
b. pembatasan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
C. pengenaan kompensasi; danfatad
d. pengsnaan sanksl berdasarkan Undang-Undang inl.
{4) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dapat dilakukan oleh:
2, Pemenntah kepada pemerintah daerah;
b. Pemerintzh daerah kepada pemerintah daerah lainnya;
. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada badan hukuem; atau
g, Pemenntah dan/alau pemerintah daerah kepada masyvarakal,
(3) Ketentuzn lebih lanjut mengenai bentuk dan tEta carz pemberian insentif,
pengenaan disinsentif, dan pengenaan sanksi diatur dengan Peratyran Pemerintah.

BAB VII
PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 86

(1} Pemelinaraan dan perbaikan dimaksudkan untuk menjage fungsi perumahan den
kawasan permukiman yang dapat berfungsi secara baik dan berkelanjutan untuk
kepentinnan peninakatan kualitas hidup orang perorangan.

2} Permneliharaan dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada
rurah serta prasarana, sarana, dan utllitas umum dl perumahan, permukiman,
lingkungan hunian dan kawasan permukiman.

{3) Pemelinaraan dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dllaksanakan
aleh Pemarintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang.

pang
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Pasal 87
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pemelibaraan
dan perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan, permukimarn,
lingkungan hunian, dan kawasan parmukiman.

Bagian Kedua
Pemeliharaan

Pasal 88
{1} Pereliharaan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum dilakukan melalui
perawatan dan pemeriksaan secara berkala,
{2} Pemeliharaan rumah sebagaimana dimaksud pada avat (1) wajib dilakukan alsh
sefiap orang.
Pasal 89
{1} Pemeliharaan prasarana, sarana, dan utitas umum  untuk porumehan, dan
permukiman wajio dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau setiap arana.
{2} Pemeliharaan sarana dan ulilitas umum untuk lingkungan hunian wajib dilakukan
olzh Pemerintah, pemerintah dasrah, danfatau badan hukum,
{3} Pemeliharaan prasarana untuk kawasan permukiman wafib dilakukan oleh
Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau badan hukur,

Pasal 90
Ketentuan lebib lanjut mengenal pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88
dan Pasal 89 diatur dengan Perzturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Perbaikan .

Pasal 91
Perbalkan rumah dan preserana, sarana, atsu otilitas umum dilakukan  melalui
rehabilitasi atau pemugaran.
Pasal 92
(1) Perbaikan rumah wajit dilakukan oleh setiap orang.
{2} Perbalkan praszrang, sarana, dan utilitas umum untuk perumahan dan permukirnan
wajib dilakukan oleh pemerintah dacreh dan/atau setiap orang,
{3) Perbaikan sarana dan utilitas umum untuk lingkungan hunian wajib dilakukan oleh
Pemerintah, pemerintah dasrah, dan/atau sebap arang.
(4] Perbaikan prasarana untuk kawasan permukiman wajib dilakukan oleh Pemerintah,
pemerintah daerah, dan/atau badan hukum.

Pasal 93
Ketentuan lebih lanjut mengenai perbaikan sehagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dan
Pasal 92 digtur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALTTAS TERHADAP
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 94

(1) Pencegahan  dan  peningkatan  kualitas terbadap  perumahan  kumuh dan
permukiman kumuh guna meningkatkan muty kehidupan dan penghidupan
masyarakat panghuni dilakukan untek mencegah tumbub dan berkembangnya
perumahan kumuh dan permukiman kumuh Baru serta untuk menjaga dan
meringkatkan kualitas dan fungs perumahan dan permukiman,

{2} Pencegahan dan  peningkatan  kualitas terhadap  perumahan  kumub dan
permukiman  kumuh sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilaksanakan
berdasarkan pada prinsip kepastian bermukim vang menjamin hak setiap warga
NEgAra LRk menempat, menikmati, dan/atau memilik tempat tinggal sesuai
dengan ketentuan paraturan perundang-undangan.
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(3} Pencegahan  dan peningkatan  kualites terhadap perumahan  kumoh  dan
permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada avat (1) wajib dilakukan oleh
Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap arang.

Bagian Kedua
Pencegahan

Pasal 95

(1} Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumub  dan

permukiman kumuh bamu mencakup:

a. ketldakteraturan dan kepadatan bangunan yang tinggi;

b. ketidaklengkspan prasarans, sarana, dan utllitas umom:

£, penurunan kualitas rumah, perumahan, den permukiman, serta prasarana,
sarana dan utilitas umum; dan

d. pembangunan rumah, perumahan, dan permukiman yang tidak sesual dengan
rencana tata ruang wilayah,

(2} Pencegahan sebagaimana dimaksud pade ayat (1) dilaksanakan melali:

8. pengawasan dan pengendallan; dan
b, pemberdayaan masyarakat,

{3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada avat (2) huruf a
dilakukan atas kesesuaian terhadap perzinan, standar teknis, dan kelalkan fungsi
meé:lu: pemerixszan secara berkala sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undannan.

{4} Pemberdaysan masyarakat sshanaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan
terhadap pemangku kepentingan bidang perumahan danm kawasan permukiman
melalui pendampingan dan palayanan informasi, =

(5} Pencegahan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) waflh dilakukan oleh Pemerintah,
pemerintah daerah, dan/atau sstiap orang.

(6) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenal pencegahan  terhadap  tumbuh  dan
berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumub baru sebagaimana
dimaksud pada avat (1) diatur dangan Peraturan Pemerintah,

Bagian Ketiga
Peningkatan Kualitas
Paragraf 1
Umum

Pasal 96
Dalam upaya peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dam permukiman
kimuh, Pemerintah denfatau pemerintsh daerah menctapkan kebijakan, strategi,
serta pola-pola penanganan yeng manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan ckonomis.

Pasal 97

(1} Peningkatan kualitss terhadap perumahan kumub dan permukiman kumun
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 didahulul dengam penetapan lokasi
perumahan kumuh dan permukiman kumuh dangan pala-pala penanganan:
d. pemugaran;
b, peremajaan; atau
. pemukiman kemball,

(2) Pola-pola penanganan terhadap perumahan kuruh dan permukiman kumuh
sehagalmana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan melalui pengelolaan untuk
mempartahankan tingkat kualitas perumahan dan permukiman.

Paragraf 2
Penetapan Lokasi

Pasal 98
{1) Penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh waijib memenuhi persyaratan;
d. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang
wilayah proving, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota:
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b. kesesuaian dengan rencana tata bangunan dan lingkungan;

. kondisi dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhl
persyaratan dan tidak membahayakan penghung

d. tingkat keteraturan dan kepadatan bangunan;

g, kualitas bangunan; dan

£ kondisi sosial ekonomi masvarakat setempat,

{2} Penetapan Iokasi perumahan kumuh dan penmukiman kumuh wajin didahului
proses pendataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan milibatkan peran
masyarakat,

£3) Ketentuan lebih lamjut mengenal penetapan lokasi sebagalmana dimaksud pada
ayat (2} dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan peraturan dagrah,

Paragraf 3
Pemugaran

Pasal 99
Pemugaran scbagaimana dimaksud dalaim Pasal 97 ayat (1) huruf a dilakukan untuk
perbaikan dan/atau pembangunan kemball, perumahan dan permukiman menjadi
perurmahan dan permokiman yang layak hun.

Paragraf 4
Pereamajaan

Pasal 100

{1} Pergmajaan sshagaimana dimaksud defem Pasal 87 ayat (1) hurdf b dilakukan
untk mewujudkan  kondisi rumah, perumahan, permukiman, dan lingkungan
hunian yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghun dan
masyarakat sekitar.

{2} Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan terebib
dahulu miznyediakan tempat tinggal bagi masyarakat terdampak.

(2) Kualitas rumah, perumahan, dan permukiman yang dirermajakan harus diwifudkan
cecara lebib baik dari kondisi sabelumnya.

{4) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayal (3) dilakukan aleh
Pemarinkah dan permerintzh dasrah sesual dengan  KEWENENOENnya dengan
melibatkan peran masyarakat,

Paragraf 5
Pemukiman Kembali

Pasal 101
(1) Pemukiman kemiali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) hurul ©
dilakukan urtuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan permukiman yang
lebih baik guna melindung kesclamatan dan keamanan penghuni dan miasyarakat.
(2} Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi yang fidak munghin dibangun
kemnali karena Lidak sosuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana
serta dapat menimbulkan bahaya bagi bareng ataupun arang.

Pasal 102 ;
{1} Pemukiman kemball scbagaimana dimaksud dalam Pasal 101 waith dilakukan oleh
Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atay pemenntah kahupaten/kota,
(2} Lokasi yang akan ditentukan sebagai tempat untuk pemukiman kembali ditetapkan
olek pemerintah daerah dengan mealibatkan peran mesyarakat.

Paragraf &
Pengelolaan
Pasal 103

(1) Pengelnlaan’ dilakukan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan
dan permukiman secara berkelanjutan.
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{2} Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilskukan oleh masyarakat
cecara swadaya.
{31} Pengelolaan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7} dapat difasilitasi
aleh pamerintah daerah.
Bagian Keempat
Pengaturan Lebih Lanjut

Pasal 104 3
Ketentuan lebih lanjut mengenal syarat dan tata cera penctapan lokasi, pemugaran,
peremajaan, pemukiman kembali, dan pengelolaan peningkatan kurlitas terhadap
perumahan kumuk dan permukiman kumuh distur dengan Paraturan Pemerintah,

BAE IX
PENYEDLAAN TANAH

Pasal 105

{1} Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berfanggung
jawab atas ketersedisan lanah untuk pembangunan perumahan dan kawasan
perrmukiman.

(2} Ketersediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayal (1) termasuk penctapannya
di dalam rencana tata ruang wilayah merupakan tanagung fawab pemerintahan
daerah,

Pasal 106

Penyediaan tanah untuk pembangunan rumah, perumahan, dan kawasan permukiman

dapat dilakukan melalui:

pemberian hak alas tanah erhadag tanah yang langsung dikuasa negara;

konsolidasi tanah oleh pemilik tanah;

peralinan atau pelepasan hak atas tanah oleh pamilik tanah;

pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik negara atau milik dasrah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlentar; dan/atau

pengadaan tanah untuk pemBangunan bagi kepentingan umum sesual dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

(1) Tanah yang langsung dikuasai cleh negara sebagaimana dimaksid dalam Pasal
106 huref 2 yang digunakan untuk pembangunan rumah, perumahan, danfatau
kawasan permukiman diserahkan melalui pemberian hak atas tanah kepada setiap
orang  yang melskukan pembangunan  rumah, perumahan, dan Kawasan
permukiman.

{2) Permberian hak atas tanah scbagaimana dimaksud pada ayvat (1) didasarkan pada
keputusan gubernur atau bupatifwalikota tentang penstapan lnkasi ataul I7n Iokasi.

(3) Dalam hal tanah yang langsung dikuasai negara sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) terdapat garapan masyarakat, hak atas tanah diberikan setelah pelaku pem-
bangunan perumahan dan permukiman =s=laku pemobon hak atas tanah menyele-
sdkan gank rugl elas selurul garapan masyarakat berdasarkan kesepakatan,

(1) Dalam hal tidak ada kesepakatan tentang ganti rual sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), penyelesalannya dilaksanakan sesual dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangar.

eaon

i 81

Pasal 108

(1} Konsolidas tanah sebagalmana dimaksud dalam Pasal 106 huruf b dapat dilakukan
di atas tanah milix pemegang hak ates tanah danfatau di atas tanah negara yang
digarap cleh masyarakat.

{2} Konsolidasi tanzh sebanaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan
kecanakatan:
a. antzrpemegang hak atas tanah;
b. antzrpenggarap tanah negara; atau
o, antara penggarap tanah negara dan pemegang hak atas tanah,
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(3} Konsolldasl tamah dapat dilaksanakan apabila paling sedikit 60% (enam puiuh
persen) dari pemilik tanah yang luas tanzhnya meliputi paling sedikit 60% (enam
pulub persen) dari lues seluruh areal fanah yang akan dikonsolidasi menyatakan
persetujuannya.

(4] Kesepakatan paling sadikit G0% (enam puluh persen) sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) Gdek mengurangi hak masyarakat sebesar 40% (empat puluh persen)
untuk mendapatkan aksssibilitas.

Pasal 109

(1) Konsolidasi tanah sebagaimana dimaksud calam Pasal 106 huruf b dapat
dilaksarakan bagi pembangunan remah twnggal, rumah deret, atau rumah susun,

(2] Penetapan lokasi konsolidas! tanah dilakukan oleh bupati/walikota,

(3) Khusus untuk DK Jakerta, penetapan lokasl kensslidas! tanah ditetapkan olch
qubernur,

(4) Lokasi konsolidasi tanah yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat
{2) dan avat (3) tidak memeriukan izin lokas],

Pasal 110
Dalam pembangunan rumah umum dan rumah swadaya yang didirikan di atas tanah
hasll kansalldasi, Pemerintah wajib memberikan kemudahan berupa:
2, sertifikasi hak atas tanah;
b. penstapan lokasi;
€. desain konsollidasi; dan
d. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Pa=zal 111 i
(1) Sertifikasl terhadap pemilik tanah hasil konsclidasi tidak dikenal bea perolehzn hak
atas tanah dan bangunan.
{2} Sertifikasi terhadap penggarap tanah negara hasll konsolidas dikenai bea parolehan
hak atas tanah dan bangunan,

Pasal 112

(1) Konsolidasi tanah dapat dilaksanakan melalui ke-ja sama dengan badan hukum,

{2} Kerja sama sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perfarjian
tertufis antara penggarap tanan negara dan/atau pemegang hak atas tanzh dan
badan hukum dengan prinsip kesetersan yang dicuat di hadapan pejabat yang
berwenanyg.

Pasal 113
Ketentuan lebih lanjut mengenal kensolidas: tanah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 114

(1) Peralinan atau pelepasan hak atas tanah sebacaimana dimaksud dalam Pasal 106
huruf ¢ ditakukan setelah badan hukum mempernleh 17l lokas,

(2) Peralihan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat di hadapan
pajabal pembuat akta tanah setalzh ada kesepakatan bersama.

(3) Pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di
hadapan pgjabat vang berwenang.

(4} Paralihan hak ataw pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan ayat (3) wajib didaftarkan pada kantor pertanahan kahupaten/kota
sesual dengan ketentuan peraturan perundangundangan,

Pagal 115

» {1) Pemanfaatan dan pemindahtanganan tenah barang milik negara atau milik daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf d bagl pembangunan rumah,
perumahan, dan kawasan permukiman diperuntukkan pembangunan rumah umum
dan/atau rumah khusus,

(2} Pemanfaatan dan pamindahtanganan tanah barang milik negara atau millk daseak
schagaimana dimaksud pada ayab (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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Pasal 116

(1) Pendayagunaan tanah negara bekas tanan terlantar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 106 huruf & bagi pembengunan rumah, perumahan, dan  kawasan
permukiman diperuntukkan pembangunan rumah umum, rumah khusus, dan
penataan permukiman kumuh,

{2) Pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar sabagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 117

{11 Pengadaan lanah untuk pembangunan bagl kepentingan umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 106 huruf f bagi pembangunan rumah, perumahan, dan
kawasan perrukiman diperuntukkan pembangunan rumah umum, rumah khusus,
dan penataan permukiman kumuh,

{2) Pengadaan tanah untuk pembangunan bagl kepentingan wmum sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) diaksanakan sesual dengan ketenfuan peraturan
parundang-undangan.

BAB X
PENDANAAN DAN SISTEM PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 118
{1) Pendanaan dan sistem pembizyaan dimaksudkan unktuk memastikan ketersediaan
dana dan dana murah jangka panjang vang berkelanjutanuntuk pemenuhan
kebutuhan rumah, perumahan, permukiman, serta lingkungan hunian perkotazn
dan perdesaan,
(2] Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong pemberdayaan sistern pembiayaan
szbagaimana dimaksud pada avat (1).

Bagian Kedua

Pendanaan

Pasal 119
Sumber danz untuk pemenuhan kebutuhan rumah, perurnahan, permukiman, serta
lingkunaan hunian perkotaan dan perdesaan berasal dari:
a. .anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
. sumber dana |ainnya sesuai dengan ketentuan peraburan perundang-undangan.

Pasal 120
Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dimanfaatkan untuk mendukung:
a. penyelengoaraan perumahan dan kawasan permukiman; dan/atau
b. kemudahan danfatau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagt MBR
sezual dennan standar pelayanan minimal.

Bagian Ketiga
Sistem Pembiayaan
Paragraf 1
Umum
Pasal 121
(1} Pemerintah dan/atau pemerintah daerah harus melakukan upaya pengembangan
sistern pemhbiayaan  untuk  penyelengoaraan  perumaban  dan kawasan
parmukiman.
(2} Pengembangan sistem pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. lembaga pembiayaan;
b. pengerahan dan pemupukan dana;
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£, pemanfaatan sumber biava; dan
d. kemudahan atau bantuan pembiayaan.
{3} Sistern pembiayaan sehagalmana dimaksud paca ayat (1) dilakukan berdasarkan
prinsip konvensional atau prinsip syariah malalul:
2 pembizyvaan primer perumahan; denfatau
b. embiayaan sskunder perumahan.

Paragraf 2
Lembaga Pembiayaan

Pasal 122

(L) Pemerintah ateu pemerintah daerah dapat menugasi atau membentuk badan
hukum pembiayaan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

(2) Badan hukum pembiayaan sebagaimana dimzksud pada ayat {1) bertugas
meryarmin - ketersediaan dana morah jangka panjang untuk penyelenggaraan
perumahan dan kawasan permukiman.

(3) Dalam hal pembangunan dan pemilikan rumah wmum dan swadaya, badan Rukurm
pembiayaan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjamin:

8, ketersediaan dana murah jangka panjang;
b. kemudahan dalam mendapatkan akses kredit atau pembiayaan; dan
€. keteriangkauan dalam membangun, memperbalkl, atau memiliki rumah.

(%) Penugasan dan pembentukan badan hukum pembiayaan di bideng perurmahan dan
kawasan permukiman scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan avat (7)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Paragraf 3 T
Pengerahan dan Pemupukan Dana
Pasal 123

(1} Pengerahan dan pemupukan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 avat (2)

nuruf b meliputi:

a. dana masyarakat;

L. dana tabungan perumahan termasuk hasil investasi atas kelshihan likuiditas;
dan/atay

c. dana lainnya sesuzi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemenntah dan pemerintah daerah bertanogung jawab mendorong pemberdayaan
bank dalam pengerahan dan pemupukan dana sebagalimana dimaksud pada avat
(1} bagi penyelenggaraan  perumahan dan  kawasan permukiman secara
berkclanutan.

{(3) Pemerintah dan pemerintah daersh mendsrong  pemberdayean lembaga
keuangan bukan bank dalam pengerahan dan pemupukan dana tabungan
perumanan dan dana lainnya khusus untuk perumahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hurul b dan huruf © bagl penyelenggarean perumaban dan
kawasan permukimarn,

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengershan dan pemupukan dana
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) distur dengan Peraturan

Pemerintah.
Pasal 124
Ketantuan mengenal tabungan perurnshan distur tersendinl dengan undang-undang,
Paragraf 4
Pemanfaatan Sumber Biaya
Pasal 125
Permanfaatan sumber biaya digunakan untuk pembiayaan:

a. konstruksi:
b, perolehan rumah;
c.  pembangunan rumah, rumah umum, atau pecbaikan rumah swadaya;
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d. pemeliharaan dan perbaikan rumah;

g. peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman; dan/atau

f. kepentingan lain di bidang perumahan dan kawasan permukiman sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan

Pasal 126

{1y Permerintah dan pemerintah daerah memberikan kemudahan danjatau bentuan
pembiayaan untuk pembangunan dan perotehan ramah umum dan rumah swadaya
bagi MER.

(2) Dalarn hal pemanfastan sumber biaya yang digunakan untuk pemenuban
kebuluhan rumah umum atau rumah swadaya, MBR selaku permanfast atau
pengouna vang mendapatkan kemudahan danfatau bantpan pemblayaan wajin
mengembalikan pembiayaan sesual dengan  ketentuan  peraturgn  perundang
undangar,

(3} Kermpdahan danfatau bantuan pemblaysan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa:

a. skemna pembizayaan;
b, penjarminan atau asuransi; dan/atau
¢ dana murah jangka panjang.

[4) Ketentuan lebib lanjut mengenai kemudahan dandatau bantuan  pembizyazn
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 6 o
Pembiayaan Primer
Pasal 127

{1} Pembiayaan primer perumahan dilaksanakan oleh badan hukum,

(2) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga keuangan
sebagai penyelur kredit atau pembiayaan sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

Paragraf 7
Pembiayaan Sekunder
Pasal 128

{1} Pembiayaan sekunder perumzhan berfungsi memberikan fasilitas  pembiayaan
untuk meningkatkan kapasitas dan kesinambungan pembiayaan paralehan rumah,

{2) Pambiayaan sekunder perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh lembaga keuangan bukan bank.

{3} Lembaga keuangan hukan bank sehaaalmana dimaksud pada ayat (2) dapat
rnelakukan sekuritisasi gset pembiayvaan perclehan rumah yvang hasiinya
sepenuhnya diperuntukkan keberlanjutan fasilitas pembiavaan perolehan rumah
untuk MER.

{4) Sekuritisasi aset pembiayaan perolehan rumah sebagaimana dimaksud pada ayal
{3} dilaksanakan melalui pasar modal,

BAB XI
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 129
Dalam penyelengoaraan perumahan dan kawasan permukiman, satiap orang berbak:
a, menempati, menikmati, dan/atau memiliki'memperclieh rumah yang lavak dalam
lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan feratur;
b, melakukan pembangunan perumahan dan kawasan parmukiman;
memperoleh informasl yang berkaitan dengan penyelenggaraan perumahan dan
KRWasan permukiman;
d. memperoleh manfaat dari penvelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;

m
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2. memperclen penggantian yang layak atas kerugian yeng dizlami secara langsung
sebagai akibat penyvelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; dan

f. mengajukan gugatan perwakilan ke pengedian terhadap penvelenggarazn
perumahan dan kawasan permukiman yang merugikan masyarakat,

Pasal 130

Dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, setiap orang wajlb:

3. menjaga keamanan, ketertiban, kebarsihan, dan kesehatan di perumahan dan
kawasan permukiman;

b. lurut mencegah terjadinya penyelenggarazn perumahan dan kewasan permukiman
yang merugikan dan membahayakan kepentingan arang lain dan/atau kepentingan
umurm;

€. menjaga dan memelinara prasarana lingkungan, saranz lingkungan, dan utiiitas
umum yang berada di perumahan dan kawasan permukiman; dan

d. mengawasi pemanfaatan dan berfungsinya prasarana, sarena, dan wtilitas urum
perumzhan dan kawasan permukiman,

BAB XII
PERAN MASYARAKAT

Pasal 131
(1) Penyelenggeraan perumahan dan kawasan permulaman dilzkukan oleh Pemeristah
dan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat,
(Z) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
memberikan masukan dalam:
3. penyusunan rencana pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
b. pelaksanaan pambanagunan perumahan dan kewasan parmukiman;
c. pemanfaatan perumahan dan kawasan permukiman;
d. pemeliharaan dan perbaikan perumahan dan kawasan permukiman; dan/atau
. pengendalian penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
(3} Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan
membentuk forum pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.
Pasal 132
{1} Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (3) mempunyai fungsi dan
tugas:
a, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
b membahas dan merumuskan pemikiran arah pengembangan penyelenogaraan
perumahan dan kawasan permukiman;
meningkatkan peran dan pengawasan masyarskat;
memberikan masukan kepada Pemerintah; dan/atau
melzkukan peran arbitrase dan medias| di bidang penyelengoarean perumahan
dan kawasan permukiman,
(2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdin dari unsur;
8 Instansi pemerintgh yang terkait dalam bidang perumahan dan kawasan
Prrmukimiasn;
b. asooiasi perusahaan penyelenggara perumahan dan kawasan permukiman;

®on

. @osiasi profesi penyelenggara perumahan dan kawasan permukiman;

d. asosiasi perusahssn barang dan fasa mitra wsaha penyelenguars perumahan
dan kawasan permukiman;

2. paker di bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan/atau

f. lembaga swadaya masvarakat danfatau yang mewakili  konsumen yang

berkalian dengan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan
pErmukiman.

Pasal 133
Ketentuan lehih lanjut mengenai peran masyarakat sebagaimana dimaksod dalam Pasal
131 ayal (1) dan ayat (2), serta forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 avat {3
dan Pasal 132 diatur dengan Peraturan Mentar,
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BAB XIII
LARANGAN

Pasal 134
Setiap orang dilarang menyslenggarskan pembangunan perumahan, yang Udak
membangun perumahan sesual dengan kriteria, specifikasi, persyaratan, prasanz,
zarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan.

Pasal 135
Sctiap orang dilarang menyawakan ataw mengalihkan kepemilikannya atas ruman
umum kepada pihak lain.

Pasal 136
Setiap orang dilarang menyelenggaraan lingkungan hunian atau Kesiba yang tidzk
memisahkan lingkungan hunizn atau Kasiha menjadi satuan lingkungan perumahan
atau Lisiba.

Pasal 137

Setiap orang dilarang menjual satuan lingkungan perumahan ataw Lisiba yang belum
menyelesaikan status hak atas tanahnya.

Pasal 138
Badan hukum yang melakukan pembangunan rumah tunggel, rumah deret, dan/atau
rumah susun dilarang melakukan serah terima dan/atau menarik dana lebih dari 80%
{delapan puluh persen) dari pembeli sebelum memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dafam Pasal 45.

Pasal 139
Satlap orang dilarenyg membangun perumaban dan/atau permukiman dii luar kawasan
yang khusus diperuntukkan bagh perumahan dan permukiman,

Pasal 140
Setiap crang dilarang membangun, perumahan, dan/atau permukiman di tempal yang
berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang.

Pasal 141
setiap pejabat dilarang mengeluarkan izin pembangunan rumah, perumahan, dan/atau
permukiman yang tidak sesuai dengan fingsl dan pemanfaatan ruang.
Pasal 142
Setiap orang dilarang menolak atau menghalang-halangl keglatan pemukiman kembali
rumah, perumahan, dan/atau perrmukiman yang telah ditetapkan oleh pemerintah
dan/atau pemerintah daerzh setelah terjadi kesepakatan dengan masyarakat setampat,

Pasal 143
Setiap arang dilarang menginvestasikan dana dar pemupukan dana tabungan
perumahan selain unhsk pembiayaan kegiatan penyelenggarazn perumahan dan
kawasan permukiman.
Pasal 144
Badan Hukum yang menyelenggarakan pemnbangunan perumahan dan kawasan
permukiman, dilarang mengalinfungsikan prasarana, sarana, dan ufilitas umum di luar
fungsinya,
Pasal 145
{1y Badan hukum yang belum menyelesallkan status hak atas tanah lingkungan hunian
atau Lisiba, dilarang menjuzl satuan permukiman,
(2) QOrang perseorangan dilarang membangun Lisica,

Pasal 146
(1} Badan hukum yang membangun Lisiba dilarang menjual kaveling tanah matang
tanpa rumah,
{2) Dalam hal pembangunan perumahan untuk MBR dengan kaveling tanah matang
ukuran kecll, larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan.
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BAB XIV
PEMYELESAIAN SENGKETA

Pasal 147
Penyelesaian sengketa di bidang perumahan terlebih dahulu diupayakan berdasarkan
musyawarah untsk mufakat.

Pasal 148

(1) Dalam hal penyelesaian sengketa melalul musyawarah entuk mufakat tidak
tercapal, pihak yang dirugikan dapat menggugat melalui pengadilan yang berada
di lingkungan pengadilan umum atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan
zukarala para pihak yang bersengketa melaiui alternatif penyelesaian sengkela.

{2) Peryelesaian sengketa di luar pengadilan sebsgamana dimaksud pada ayat (1}
dilakukan melalui arbitrase, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsilisiasi, dan/alau
penilaian ahli scsuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3} Peryelesalan sengketa di luar pengaditan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak menghilangkan tanggung jawab pidana.

Pasal 149

Gugatan sehanaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) atas pelanggaran dapat

dilakukan oleh;

4. OFang persenrandgan;
b, badan hukum;
€. masyarakat; dan/atau
d. pemerintah danfatau instans: terkait,
BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF -
Pasal 150

(1) Setiap orang yang menyelenggarakan perumahan dan kawasan permukiman yang
tidak memenuhi ketentean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), 29 ayal
{1}, Pasal 30 ayat {7}, Pasal 34 ayat (1) dan ayal (2), Pasal 36 ayat (1) dan ayat
{2}, Pesal 38 ayat (4), Pasal 45, Pasal 47 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 49
ayat (2), Pasal 63, Pasal 71 ayat (1), Pasal 126 ayat (2), Pasal 134, Pasal 135, Pasal
136, Pasal 137, Pasal 138, Pasal 139, Pasal 140, Pasal 141, Pasal 142, Pasal 143,
Pasal 144, Pacal 145, atau Pasal 146 ayat (1) dikenan sanksi administratif,

{2} Sanksi administrabif scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

peringatan tertulis;

pembatasan kegiatan pembangunan;

penghentizn sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;

penghentian sementara atau penghentian tetap pada pengeiolaan perumanan;

penguesaan sementara oleh pemerintah (disegel}:

kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu;

pembatasan kegiatan ussha;

pembekuan izin mendisikan bangunan;

pencabutan izin mendirikan bangunan;

pembekLan/pencabutan surat bukl kepemilikan rumah;

perintah pembongkaran bangunan rumah;

pembekuan izin usaha;

pencabutan izin usabha,

pengawasan;

pambatalan izin;

kewaijiban pemulinan fungsi lahan dalam jangka waktu tertentu;

pencabutan insantf;

pengenaan denda administratif, dan/atau
5. penutupan lokasi.

{3y Katentuan lebin lanjul mengenar jenis, besaran denda, fata cara, dan mekanisme
pengenaan sanksi adrministratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) distur dengan
Faraturan Pemerintah.

AppDoF3TATOIAMRPANTM
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BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 151

{1) Setiap orany yang menyelenggarakan pembangunan perumanan, yang tidak
membangun perumahan sesual dengan kriteris, spesifikasi, persyaratan, prasarana,
sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
134, dipidana dengan pidanz denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 {lima miliar
rupiah).

() Selain pldana sebagaimang dimaksud pada avat (1) pelaku dapat dijatubi pidana
tambahan berupa membangun  kermbali perumahan sesual dengan  kriteria,
spesifikas, persyaratan, prasarana, saranz, dan utilitas umum yang diperjanjikan,

Pasal 152
Seligp orang yang menyvewakan stau mengalinkan kepemilikannya atas rumah umum
kepada plhak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, dipidang dengan pidana
denda paling banyak Rp50.000.000,00 {lima puluh juta nepiah).
Pasal 153
(1) Setiap orang yang menyelenggarzan lingkungan hunian atau Kasiba yang Ldak
mermsalhkan lingkungan hunizn atau Kasiba menjadi satuan lingkunaan perumahan
atau Lisiba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, dipidana dengan pidana denda
paling banyak Rp5.000.000,000,00 (ma miliar rupian).
{2} Sclain pidana sebegaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku dapat dijatubl pldana
tambahan berupa pencabutan izin.

Pasal 154 b,
Setiap orang yang menjual satuan lingkungan perumahan atau Lisiba yang belum
menyelasaikan status hak atas tanahnya sebageimana dimaksud dalam Pasal 137,
dipidana dengan pidana penjara paling lama S (lima) w=hun atau denda paling bamyak
Rp5.000.000.000,00 (lima milizr rupiah),

Pasal 155
Badan hukum vang dengan sengaja melakukan serah terima danfatau menedma
permbayvaran |lebih dar BO%: (delapan puluh persen) dari pembeli sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 138, dipidang dengan pedana kurungan paling lama 1 (satu)
tahun atau denda paling banyak Rpl.000.000.000,00 {(satu millar rupiah).

Pagal 156
Setiap orang yeng dengan sengai membangun perumahan danfatad permukiman di
luar kawasan yeng khusus diperuntukkan bagi  perumahan  dan  permukiman
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 139, dipldana dengan pidana penjara paling lama 2
[dua) tahun atau denda paling banyak RpE.000.000.000,00 (dua miliar rugah).

Pasal 157
Setiap orang yang dengan sengaj membangun perumzhan, dan/atau permukiman di
tempat vang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bag barang  ataupun orang
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 140, dipidana dengan pldana kurungan paling lama
1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (ima pulub juta rugah).

Pasal 158
Sctiap pojabat yang dengan sengdia mengeluarkan izin pembangunan  rumah,
perumahan, dan/atau permukiman yang tidak sesuai dengan fungsi dan pemanfastan
ruang sehagaimana dimaksud dalam Pasal 141 dipidana dengan pidana perjara palting
lama 5 (ima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima millar rupiah).

Pasal 159
Setiap orang yang dengan sengaja menolak atau menghalanghalangi  kegiatan
pemukiman kembal rumah, perumaban, atau permukiman yang tetah ditetapkan aleh
Pemerintah atau pemerintah daerah setelah terjadi kesepakatan dengan masyarakat
setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal dipidana dengan pidana kurungan galing
lama 1 {sabu) tahun atau denda paling banyak Rpl00.000.000,00 (seratus juta rupiah).
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Pasal 160

Setlap orang yany dengan sengaja menginvestasikan dana dari pemupukan dana

tabungan perumahan selzin untuk pembiayaan kegiatan penyelenggaraan perumahan

dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (fima) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000.000,00

{lima puluh miliar replan).

Pasal 161

(1) Orang persecrangan yang dengan sengajls membangun Lisiba sebagaimana
dlmaksud dalam Pasal 145 ayat (2), dipidana derigan pidana denda paling banyak
RpS00.000.000,00 (lima ratus juta rupiah),

() 5#lain pldana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku dapat dipidana dengan
pidana tambahan berupa pembongkaran Lisba yang biayanya ditanggung aleh
pelaku.,

Pasal 162

(1) Dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar
ruplah), Badan Hukum yang:

a, mengalibfungsikan prasarana, sarana, dan utilitas umum diluar fungsinya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144;

b. menjual satuan perrmitkiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayal (1),
atau

c. membangun lisiba yang menjual kaveling tenah matang tanpa  rumah
sehagalmana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1),

{2} Selain pidena bagi badan hukum sehagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurus
badan hukum dapat dijfatuni pidana dengan pidana penfara palinglama 5 (lima)
tahumn.

Pasal 163

Dialam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1), Pasal 152, Pasal

153, Pasal 154, Pasal 156, Pasal 157, Pasal 160, atau Pasal 161 dilakukan oleh badan

hukurmn, maka selain pidana penjara dan pidana denda terhadap pengurusnya, pidana

dapat dijatuhkan terhadap badan hukum berupa pidana denda dengan pemberatan 3

{tiga) kall darl pidana denda terhadap orang.

BAB XVII
KETENTUAN PERALTHAN

Pasal 164

Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran
hMegara Republix Indonesia Tahun 1992 Momer 23, Tambzhan Lembaran Megara
Republik Indonesia Momor 3469), dan persturan  perundang-undangan  lainiya
menganal perumahan den permukiman, dinyatakan tetap berlaku sepanjang Hidak
bertentangan atau belum diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan
Undang-Undang Ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 165
{1y Semua peraturan pelaksanaan yang ditentukan dalam Undang-Undang inf harus
ditetapkan paling fama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangken.
{2) Semua kelembagaan yang perlu dibentuk atau yang periu ditingkatkan statusnya
sebagaimana diatur dalam undang-undang ini sudah terbentul paling lama 2 {dug)
tahun sejak undang-undang inl diundanglan.

Pasal 166
Pada saat Undang-Undang Ini mulai beriaku, Undang-Undang MNomer 4 Tahun 1992
tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun
1997 Naomor 23, Tambahan Lembaran Nenara Republik Indonesia Momar 3469) dicabut
dan dinyatakan Gdak berlaky,
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Paszal 167
Undang-Undang ini mulai berlake pada tanggal diundanglan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintzhkan pengundangan Undang-Undang ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republlk Tndonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESLA,
ted.
DR, H. SUSILO BAMBANG YUDHOYDNO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januan 2011
MENTERT HUEKLIM DAN HAK ASAST MANLISTA
REPUBLIK INDONESLA,

.
PATRIALIS AKBAR
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 7
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA REPLIBLIK TMDOMESIA -

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perskonomian dan Industr,

Satio Sapto Nugraha
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|

PEMIELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
umMuUumM

Undang-Undang Dasar Negara Resublik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayal (1)
menyehutkan, bahwa setiap orang berhak hedup scjahtera lahir dan batin,
bertermpat Lnggal, dan mendepatkan fingkungan hidup yang baik dan sehat
Tempat tinggal mempunyal peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak
serta kepribadian bangsa sebagal salah satu upaya membangun manusia Indonesia
seutuhinya, berjat diri, mandir, dan preduktif =ehingga terpenuhinya kebutubhan
termpat tingoal merupakan kebutuhan dasar bagi setisp manusia, yang akan terus
ada dan berkembang sesual dengan tahapan ataw siklus kehidupan manusa,
Megara bertanggung jewab melndungi segenap banoss  Indonesia  melalu
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu
hertempat finggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam
lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelamjutan di selurub wilayah
Indonesla. Sebagal salah saby kebutuhan dasar manusia, ldealnya rumah harus
dimiliki oleh setiap keluarga, terutama bag masyarakat yang berpenghasilan
rendah dan bagi masyarakat yang tinggal di daerah padat penduduk ol perkataan,
MNegara juga herfanggung jawab dalam menyediakan dan memberikan kemudahan
perolehan rumah bagr masyarakat melalul penyelenggaraan  perumahan  dan
kawasan permukiman serta keswadayaan masyarakat, Penyediaan-dan kemudahan
perolenan rumah tersebut merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud Lata
ruang, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian
lingkungan hidup sajalan dengan semangat demckrasl, otonoml dasrah, dan
keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyvarakat, berbangsa, dan bernegara.
Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman vang bertumpu  pada
masyarakat memberikan hak dan kesempatan seluas-luasnya bagl masyarakat
untuk [kut berperan. Sejalan dengan peran masyarakat di dalam pembangunan
perumahan dan kawasan permukiman, Pemenntah dan pemerintah  dacrah
mempunyai tanggung jawab untuk menjadi fasilitator, memberikan bantuan dan
kemudahan kepada masyarakat, serta melskukan penelitian dan pengembangan
vang meliputi berbagai aspek vang terkait, antara lain, @@ ruang, pertanahan,
prasarana lingkungan, industri bahan dan komponen, jasa kenstruksi dan
rancang bangun, pembizyaan, kelembagaan, sumber dayas manusia, kearifan
lokal, serta peraturan perundang-undangan yvang mendukung.

Kabijakan umum pembangunan perumahan diarahkan untuk:

2. memenchi kebutuhan parumahan yang [ayak dan terjangkau dalam lingkungan
vang sehat dan aman yang didukung prasarang, sarana, dan utilitas umom
secara berkelanjutan serta yang mampu mencerminkan kehidupan masyarakat
yang berkepribadian Indonesia;

b, ketersedizan dama murah  jangka panjang vang  berkelanjutan  untuk
pemenuhan kebutuhan rumah, perumahan, permukiman, serta ingkungan
hunian perkolaan dan perdesaan;

. mewujudkan perumahan yang serasl den seimbang sesual dengan ata ruang
serls lata guna tanah yang berdaya guna dan berhasil guna;

d. membarikan hak pakai dengan tidak mengorbankan kedaulatan negara; dan

2, mendarong klim Imeestas asing.

Sejalan dengan arah kebijakan umum tersebut, panyalengnaraan perumahan dan

permukiman, balk di daerah perkotaan yang berpenduduk pedst maupun di

dmerah perdesaan yang ketersedigan lghannya lebih luas perlu diwujedian

adanya ketertiban dan kepastian hukum dzlam pengslalaannya. Pemerintah dan
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pemerintah  daerah perlu memberikan kemudahan perolehan rumah  hagi
masyarakat berpenshasilan rendah melalul program perencanaan pembangunan
parumahan secarz bertahap dalam bentuk pemberian kemudzhan pembiayaan
dan/atau pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umom di lingkungan
hunian.

Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman bidak hanya melakukan
pembangunan hary, tetapl juga melakukan pencegahan serta pembenzhan
perumeahan dan kawssan permukiman yang telah ada dengan melakukan
pengembangan, penatazn, atau peremajaan hngkungan hunian perkotaan atau
perdesaan serta pembangunan kemball terhadap perumahan kumuh  dan
permukiman kumuh. Unluk i, penyelenggaraan perumahan dan kawasan
perrukiman  perlu  dukungan angoaran yang  bersumber dar anggaran
pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan belanja dacrah, lembaga
pembiayaan, dan/alau  swadaya masyarakat. Dalam  hal Inl, Pemerintah,
pemerintah daerah, dan masyarakat perlu melakukan upaye pengembangan
sistern permbiayaan perumahan dan permukiman secara menyelurgh dan terpadu.
Di samping itu, sebagal baglan dad masyarakat intermasional yang  turut
menandatangani Deklarasi Rie de Jeneiro, Indonesia selaly akif dalam kegiatan-
kegiatan yang diprakarsal olsh (eited Nations Centre for Human Settiements. liwa
dan semangat yang terluang dalam Agenda 21 dan Deklarasi Habitat 1T adalzh
bahwa rumah merupakan kebutuhan dasar manusia dan menjadi hak bagi semua
orang untuk menempati hunian yang layak dan terjangkau (adeguate and
affordsbie shelber for alf). Dalam Agenda 21 ditekankan pentingrys rumah sebagai
hak asasi manusia. Hal it telah sesuai pula dengan semangat Undang-Undang
Dasar Megara Republik Indonesia Tahun 1545,

Pengaturan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman  dilakukan
untuk memberikan kepastian hukum dalem penyelenggaraan perumahan dan
kswasan permukiman, mendukung penatzan dan pengembangan wiiayah serts
penyebaran penduduk vang proparsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian
dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk  mewujudkan
keseimbangan kepentingan, terutama bagi MBR, meningkatkan daya guna dan hasil
guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan  dengan  tetap
memperhatikan kelestarian fungsl lingkungan, baik di lingkungan bunian perkotaan
maupun lingkungan hunian perdesaan, dan menjamin terwujudnya rumah yang
kayak hum dan lerjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur,
terentana, terpady, dan berkelanjutan. Penyelengoaraan perumahan dilakukan
untuk memenuhi kebutuban rumah schagai salah salu kebutuhan dasar manusia
bagi peningkalan dan pemerataan  Kessjahteraan rakyat, yang  meliputi
perencanaan perumahan, pembangunan perumahan, pemanfaatan perumahan dan
pengendalian perumahan,

Salan saty hal khusus yang diatur dalam undang-undang ini adalah keberpihakan
negara terhadap masyarakal berpenghasitan rendah. Dalam kaitan ini, Pemerintah
danfatau pemerintah daerah wajib memenuhi kebutuhan rumah bagl masyarakat
berpenghasilan rendah dengan memberikan kemudahan pembangunan  dan
perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan peremahan secara
berfahap dan berkelanjutan, Kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi
masyarakal berpenghasilan randah ity, dengan memberikan kemudahan, berupa
pembiayaan, pembangunan prasarana, sarana, dan utllitas urmum, keringanan bigya
perizinan, bantuan stimulan, dan insentr fiskal.

Panyelanqgaraan kawasan permukiman dilakukan untuk mewijudkan wilayah yang
berfungsi =ebagai lingkungan humlan dan tempat kegiatan vang mendukung
perikehidupan dan penghidupan yang tersncana, menyeluruh, terpadu, dan
berkelanjutan sesual dengan rencana tala rusng. Penyelenggarsan kawasan
perrmukiman terssbut bertujuan untuk memenuhi hak warga negara atas tempat
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tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, saracl, dan teratur serla
menjamin kepastian bermukim, yang wajib dilaksanakan sesual dengan arahan
pengembangan kawasan permukiman yang terpadu den berkelanjutan.
Undang-undang perumahan dan kawasan permukiman il jugs rmencakup
pemeliharaan  dan  perbalkan yang dimaksudkan untuk menjaga  fungsi
perumahan dan kawasan parmukiman agzar dapat berfungsi secara baik dan
harkelaniutan untuk kepentingan peningkatan kualitas hidup orang perserangan
yang dilakukan terhadap rumah serta prasaranz, sarana, dan utllitas umum i
perumahan, permukiman, lingkungan hunian dan kawasan permukiman, Di
samping itu, juga dilakukan pengatiran pencegahian dan peningkatan kualitas
terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang dilakukan unluk,
meningkatkan mutu  kehidupan  dan  penghidupan  masyerakal  penghuni
perumahan kumuh dan permukiman kumuh, Hal o dilsksanakan berdasarkan
prinsip kepastian hermukim yang mengamin hak setlap warga negara uniuk
menempatl, memiliki, danfatay menikmati tempat tinggal, yang dilaksanaxan
sejalan dengan kebijakan penyediaan tanah untuk pembangunan parumanan
dan kawasan permukiman.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal L
Cukup jelas,
Pasal 2

Huruf a
Yang dimaksud dengan "asas kesejahteraan” adalah memberikan landasan agar
kebutuhan perumahan dan kawasan permukiman yang layak bagi masyargkal
dapat lerpenuhi sehingga masyarakst mampue mengembangkan dini dan
boradab, serta dapat melaksanakan fungsi sosizinya.

Huruf b ;
Yang dimaksud dengan “asas keadllan dan pemerataan” adalah memberikan
landasan agar hasl pembangunan di bedang perumahan danm Kawasan
permukiman dapat dinkmati secara proporsional dan merata bagl selurdh
rakyal.

Huruf ¢
¥ang dimaksud dengan “asas kenasionalan” adalah memberikan landasan
agar hak kcpemilikan tanah harya beraku untuk waerga negars Indonesia,
sedangkan hak menghuni dan menempati oleh orang  asing  hanya
dimungkinkan dengan cara hak sewa atau hak pakal atas rumah,

Huruf d
Yang dimaksud dengan “ases  keefisicnan  dan  kemanfaatan” adalzh
memberikan  landasan agar peryelenggaraan  perumahan  dan  kKawasan
permukiman dilzkukan dengan memaksimalkan potenst yang dimiliki berupa
siimbar daya tanah, teknologi rancang bangun, dan industri bahan bangunan
yang sehat untuk memberikan keuntungan dan manfaat sebesar-besarmya hagi
kesajahteraan rakyat.

Huruf e
Yang dimaksud dengan "asas  keterjangkauan dan kemudanan®  adalah
memberkan landasan agar hasil pembangunan di bidang perumahan dan
kawasan permukirman dapat dijangkau oleh sslurun lapisan masyargkal, serta
mendorong terciptanya iklim kondusif dengan memberkan kemudahan bagi
MBR agar setlap warga negara Indonesia mampu memenuhi kebutuhan dasar
akan parumahan dan permudkiman.

Huruf £
Yang dimaksud dengan “asas hkemandirian dan  kebersamaan”  adalah
memberikan landasan agar penyeienggaraan perumahan dan kawasan
permukiman bertumpy pada prakarsa, swadaya, dan peran masvarakat untuk
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turut serta mengupayakan pengadaan dan pemeliharaan terhadan aspekaspek
perumahan dan kawasan permukiman sehingga mampu membangkitkan
kepercaysan, kemampuan, dan kekuatan sendiri, serta terciptanya kerja sama
antara pemangku  kepentingan  di bidang perumahan dan  kawasan
permukiman.

Huruf g
Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah memberikan landasan agar
penyalenggaraan perumahan dan kawesan permukiman dilakukan oleh
Pemerintah dan pemerintah daerah demnan mellbatkan peran pelaku usaha
dam masyarakat, dengan prinsip sEiing  memeriukan,  memercayai,
memperkuat, dan menguntungkan yang dilakukan, halk langsung maupun
tidak langsung,

Huruf h
Yang dimaksud dengan "asas keserasian dan  keseimbangan” adalah
memberikan  landasan agar penyelenggaraan perumahan dan  kawasan
parmukiman dilakukan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang
dan pola ruang, keselerasan antara kebidupan manusia dengan lingkungan,
keselmbangan pertumbuhan  dan  perkembangan  antardaerah, serta
mermpearhatikan dampak penting terhadap lingkungan.

Huruf |
Yang dimaksud dengan Masas keterpaduan” adalah memberikan landasan agar
penvelengaaraan perumahan dan kawasan permukiman dilaksanakan dengan
memadukan kebijakan dalam perencanaan, pelaksanzan, pemanfaztan, dan
penaendalian, bailk intra- maupuen antarinstans serta sektor terkait dalam
kesatuan yang bulat dan utuh, saling menunjang, dan saling mengisi,

Huruf j
Yang dimaksud dengan "ases kesehatan” adalah memberikan landasan agar
pembangunan peremahan dan kawasan permukiman memenuhi standar rumah
=sehat, syarat kesehatan lingkungan, dan perilaku hidup sehat.

Huruf k
Yang dimaksud dengan "asas kelestarian dan  keberlapjutan” adalah
memberikan landasan agar penyediaan perumahan dan kawasan permulkiman
dilakukan dengan  memperhatikan  kondisl  lingkungan  hidup,  dan
menyesuaikan dengan kebutuhan yvang terus meningkal sejalan dengan laju
kenzikan jumlah penduduk dan luas kawasan secars serasl dan seimbang
untuk generas! sekarang dan generasi yang akan datang.

Heruf |
Yang dimaksud dengan  “keselamatan, keamanan, ketertiban, dan
keteraturan®  adalah memberikan  landasan  agar  penvelenggaraan
perumahan dan kawasan permukiman memperhatikan masalah keselamatan
dant  keamanan bangunan  beserta  infrastrukturnva, keselamatan  dan
keamananan linakungan dari berbagal ancaman vang membahavakan
penohuninya, ketertiban admimistrasi, dan keteraturan dalam pemanfaatan
perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 2

Huruf a
Yang dimeksud dengan "kepasban hukum” adalah jaminan hukum bagi setiap
arang untuk bertampat tinggal secara lavak, baik yang bersifat milik maupun
bukan milix melalul cara sewa dan cara bukan sewa. Jaminan hukurn antara
lain meliputi kesesuzian peruntukan dalam f@ta ruang, legalitas tanah,
perizinan, dan kondisi kelayakan rumah sebagaimana yann diatur dalam
peraturan perundang-undanozn.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “penatsan dan pengembangan  wilayah”  adalah
kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian yang
ditakukan untuk  menjaga kesslarasan, keserasian, keseimbangan, dan
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ketorpaduan  antardaersh, antara pusat dan dasrah, antarsektor, dan
antarpemangky  kepentingan, sebagal bacian uwtama dan pengembangan
perkataan dan perdesaan yang dapat mengarahkan persebaran penduduk dan
mengurangi  ketidakseimbangan  pembangunan antar wilayah  serta
ketidaksinambungan pemanfaatan ruang.

Huruf ¢

‘Yang dimaksud dengan "daya guna dan hasil guna sumber daya alam” adalah
kemarnpuan untuk meningkatkan segala potens! dan sumber daya alam fanpa
mengganggu keseimbangan dan kelestarian fungsi lingkungan dalam rangka
menjamin terwuiudnya peryaslengaaraan perumahan dan kawasan permukiman
yang berkealitas di lingkungan hunian perkotaan dan lingkungan  hunian
perdesaan,

Huruf d

Yang dimaksud dengan “memberdayakan para pemangku  kepentingan™
adalah upaya meningkatkan peran masyarakat dengan memobilisasi potensi
dan sumber days secara proporsional unfuk mewdudkan perumahan dan
kawasan permukiman yang madani. Para pemangku kepentingan antara lain
meliputi masyarakat, swasta, lambaga keuangan, Pemerintah dan pemerintah
daerah.

Huruf e

Cukup jclas.

Huruf f

Pasal 4

Yang dimaksud dengan "rumah yang layak huni dan terjangkau” adalah rumah
yang memenubi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum
luas bangunan serta kesehatan penghuninga, yang mempu dijangkau oleh
zeluruh lapisan masyarakal,

Yang dimaksud dsngan “lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur,
terencana, terpadu, dan berkelanjutan” adalah lingkungan yang memenuhi
persyaratan tata ruang, kesesuaian hak atas tenah dan rumah, dan tersadiamys
prasarand, sarana, dan utliitas umom yang memenuhi persyaratan bake mutu
lingkLngan.

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Fasal g

Cukup jelas.

Pazal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ay (3)

Cukup Jelzs

Ayl (4}

Yang dimaksud dengan “menjadl pedoman® adalah  bahwa  rencanz
penyelenagaraan perumahan dan kawesan permukiman di dassah mengacu
kepada rencana penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman
Nasional, bukan uniuk membatas kewenangan daarah, bketap agar ada acuan
yang jelas, sinerais, dan keterkzitan darl setiap perencanzan panyeleng-
garaan perumahan dan kawasan permukiman di tinokat daerah, berdasarkan
kswenangan otonomi yang dimilikinga sesuai dengan miafform rencana
penyelengaaraan perumahan dan kawasan permukiman nasicnal. Rencana
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di dzerah dijabarkan
lebin lanjut berdasarkan wisi dan misi kepala daerah yang diforrnulasikan
dalam bentuk RFIM daerzh.
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Aoyt (5]
Yang dimaksud  dengan  "menjadi pedoman”  adalah  bahwa  rencana
penyelerggaraan  perumahan  dan kawasan  permukiman  di  tinokat
kabupaten/xota mengacu kepada rencana penvelenggarsan perumahan dan
kawasan permulkiman di tingkat provinsi.
Fasal &
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasdl 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas,
Fasal 13
Cukup jelas,
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Huruf a

Huruf &

Cuisup jelas, o
Huruf ¢

Clkup jelas.
Hurof d

Cukup joias,
Huruf g

Culup elas.
Huruf b

Clikyp jefas.
Huruf |

Cukup jelas.
Huruf §

Huruf k

Husruf |
Cukup eas.
Huruf m
Clikip jefas,
Huruf n
Cukup jelas.
Huruf o
Cubup jelas,
Huruf p
Yang dimeksud dengan "pendampingan bagi orang persecrangan” adalah
upaya memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat yang
berprakarsa dan berupaya melakukan pembangunan rumah secara mandird.
Fasal 16
Cukup jelas.
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Fasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
CuEup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas,
Fasal 20
Cukup jelas,
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat {2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4
Cukup jelas.
Ayat(5)
Yang dimaksud dengan “kebutuhan khusus’ antara lain adalah kebuluhan
untuk perumahan transmigrasi, pemukiman kembali korban bencana, dan
rumah sosial untuk menampung arang lansia, masyarakat miskin, yatim piatu,
dan anak terlantar, serta termasuk juga untuk pembangunan rumah yang
|skasinya terpencar dan rumah di wilayah perbatasan negara.
Ayat (&)
Cukup jelas. =
Ayat (7)
Yang dimaksud dengan "bantuan dan kemudzhan” adalah dukungan dana dan
kemudahan - akses bagi masyarakat berpenghasilen rendah dalam memenuhi
kebutuhan rumahnya.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Pasal 22
Aoak (1)
. Cukup jetas,
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “rumah tunggal” adalah rumah yang mempunyai
kaveling sendid dan salah satu dinding bangunan tidak dibangun tepal pada
batas kaveling.
Yang dimaksud dengan “rumah deret” adalah beberapa rumah yang satu atau
lebih dari sisi hangunan menyaty dengan sisl satu atau lebih bangunan lain
atau rumah lain, tetapi masing-masing mempunyal kaveling sendid,
Y¥ang dimaksud dengan “rumah susun” adalzh bangunan gedung bertingkat
yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbag: dalam bagian-bagian yang
distrulcturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal,
dan merupakan satuansatuan yang masing-masing  dapat dimiliki dan
digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi
dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
Avat {3}
Cukup ias.
Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.
Aval {2)
Huruf a
vang dwnaksud dengan “perencanaen” adalzh kegiatan merencanakan
kebutuhan ruang untuk seliap unsur rumah dan kebutehan  j2nis
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prasarana yang melekat pada bangunan, dan keterkaitan dengan rumah
lain serta prasarana di luar rumah.
Yang dimaksud dengan “perancangan” adalah kegiatan merancang bentuk,
ukuran, dan tata letek, bahan bangunan, unsur rumah, serta perhitungan
kekuatan kenstruksi yang terdin atas pondasi, dinding, dan atap, serta
kabutuhan anggarannya.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas,
Ayat ()
Cukup jelas.
Pasal 24
Huruf 3
Yang dimaksud dengan "rumah yang layvak huni” adalah rumah yang memenuhi
persyaratan kesclamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan,
sarta kesehatan penghuni.
Huruf b
Cukup feias,
Huruf ©
Yang dimaksud dengan “tate bangunan dan lingkungan” adalah kegiatan
pembangunan unfuk merencanakan, melakssnakan, memperbalkl, mengem-
bangkan, stau melestarkan bangunan dan lingkungan tertentu sesual dengan
prinsip pemanfaatan ruang dan pengendalian bangunan geduna dan lingkungan
secara optimal, yang terdirl atas proses perencanaan teknis dan pelaksanaan
konstrukst, serta kegiatan pemanfaatan, pelestanan dan perbaikan bangunan
fedung dan lingkungan.
Pasal 25 -
Yang dimaksud derigan “setiap orang yang memiliki keahlian™ adalah setizp orang
yang memiliki sertifikat keahlian yang dibuktikan dengan sertifikat atau bukti
kompetensi,
Pasal 26
Ayat (1)
Yang dimaksid dengan "persyaratan teknis® antara lain persyaratan tentang
struktur bangunan, keamanan, kesslamalan, kesehatan, dan kenyamanan
yang bkerhubungan dengan rancang bangun, termasuk  kelengkapan
prasarana dan fasilitas lingkungan.
Yang dimaksud dengan “persyaratan administratit™ antara lain penzinan usaha
dari perusahaan pembangunan perumahan, izin lokasl, peruntukannya, status
hak atas tanah, dan/atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Yang dimaksud dengan "persyaratan skologls” adalah persyaratan yang
berkaitan dengan keserasian dan keséimbangan fungsi lingkungan, balk antara
lingkungan buatan dengan lingkungan alam maupun dengan sosial budaya,
termasuk nilai-nilai budaya bangsa yang perlu dilestarikan.
Yang termasuk persyaratan ekologls anfara lain anaiisis dampak lingkungan
dalam pembangunan perumahan,
Ayat {7)
Cukup jelas,
Avat (3)
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Ayat (1)
Hurul a
Cukup jelas,



330 PENYELUNDUPAN HUKUM KEPEMILIKAN HAK MILIK ATAS TANAH DI INDONESIA

Huruf b
Yang dimaksud dengan “rencana kelengkapan prasarana” paling sedikit
meliputt jalan, drainase, sanilasi, dan air minum,
Yang dimaksud dengen “rencana kelengkapan sarana” paling sedikit
meliputi rumah ibadah dan ruang terbuka hijaw (RTH). Yang cimaksud
dengen “rencana kelenghapan ubiltas umum® paling sedikit melipuly,
jaringan listrik Lermasuk KWH meter dan jaringan telepon,
Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumatian harus
mempertimbangkan kebutuhan prasarana, sarana, dan utilitas umum bagi
masyargkat yang mempuryal keterbatssan fisik, misainy2 penyandang
cacat dan lanjut usia.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "rencana penyediaan kaveling tanah” dalam ketentuan
ini adalah penyediaan sebidang tanah yang dibagi dengan ukuran tertentu yang
dipersiapkan sebagai dasar perencanaan kebutuhan prasarena, sarana, dan
ulilitas umum unfuk perumahan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jalas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Passl 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Ayat (1)
Pemberian kemudahan perizinan bagi badan hukum yang mengajukan rencana
pembangunan perumahan untuk MBR dimaksudkan untuk mendorong iklim
berusaha bagi badan hukum di bidang perumahan dan permukiman sekaligus
dalam upaya mewujudkan pemenuhan kebutuhan perumahan bagl MBR.
Ayal (2)
Cukup jelas,
Ayat {3)
Cukup jelas.
Pasal 34
Ayat (1)
Yana dimaksud dengan "hunlan herimbang” adalah perumahan atau lingkungan
hunlan vang dibangun secara berimbang antara rumah saderhana, rumah
menengaly, dan rumah mewah.
Avat (2)
Yang dimaksud dengan “perumaban skala besar” adalah perumahan yang
direncanakan secara menyeluruh dan terpadu yang pelaksanaannya dilakukan
secara bartahap.
Ayat (3)
Cukup jelas,
Ayat (4)
Cukup jalas.
Pazal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas,
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Fasal 38
Ayat (1)
Cukup jedas,
Ayt (2)
vang dimaksud dengan “tipologl” adalah kiasifikasl rumah yang berupa rumah
tapak atau rumah susun berdasarkan bentuk permukaan tanah, tempat rumah
berdin melputl rumah di atas tanah keras, rumah di atas t@nah lunak, rumah di
garis pantai/pasang surut, rumah di atas air'terapung (mansatap), rumah di atas
airfterapung {berpindan-pindah).
Yang dimaksud dengan “ekologi® adalah persyaratan yang berkaitan dengan
keserasian dan keseimbangan, baik antara lingkungan buatan dengan
lingkungan alam maupun dengan lingkungan sosial budaya, termasuk nilai-
nilal budaya bangsa yang parly dilestarikan,
Yano dimaksud dengan "budaya™ adalah klasifikasi rumah berdasarkan hasil
akal budifadat istladat manoesia yang diwujudkan  dalam bentuk  dan
arsitektural dan kelengkapan rugngan rumah.,
Yang dimaksud dengan “dinamixa skonoml” adalah kondisi  permintaan
masyarakat dari berbagai selera vang dipengaruhi oleh tingkat keterjangkauzn
dan kebutuhan rurmah,
Ayat (3)
Culup jelas.
Byat (&)
Cubup jelas,
Fasal 39,
Cukup jelas. £
Pasal 40
Cukup jelas.
Paszal 41 .
Cukup jelas.
Pasal 42
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “peranjian pendahuluan jual bell”™ adalah kesepakatan
melakukan jual beli rumah yang masih dalam proses pembangunan antara
calon pemiell rumah dengan penyedia rumah vang diketabui oleh pejabat yang
berwenang.
Mat (23
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dsngan "hal yang diperjanjikan” adalah kendisi rumah yang
dibangun dan dijual kepada konsumen, yang dipasarkan melalui media
promosi, meliputi lokasi rumah, kondisi tanah/kaveling, bentuk rumah,
spesilikas bangunan, harga rumah, prasarana, sarana, dan utilitas umum
perumahan, fasilitas lain, waklu serah terima rumeh, serta penyelesaian
sangketa,
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “keterbangunan perumahan paling sedikit 20%
{dua puluh persen)” adalah hal telah terbanqunnya rumahb paling sedikit
209 {dua puluh persen} dan selurubh jumlah unit rumah sarta ketersadiaan
prasarana, sarana, dan utilitas umum dalam swale perumaban vang
direncanakan.
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Ayat {3)

Cukup jelas.

Pasal 43
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemilikan rumah” adalah pemilikan rumah berikut hak
atas tanahnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4}

Cukup felas,

Pasal 44

Cukup jelas,
Pasal 45

Cukup jelas,
Pasal 46

Cukup felas.
Pasal 47

Ayt (1)

Linat penjelasan Pasal 28 ayat (1) huruf b.

Ayat {2)

Yang dimaksud dengan “rencana” adalah rencana lokasi dan rencana teknis
yang meliputi rencana jumlah dan jenis prasarana, sarana, dan utilitas umum
perumahan yang terintegrasi dengan perumahan yang sudah ada serta
lingkungan hunian lainmya,

Yang dimzksud dengan "rancangan” adalah desain teknis untuk mewujudkan
rumah serta prasarana, sarana, dan utilltas umum perumahan,

Ayat (3)

Cukup falas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.
Pasal 49

Avat (1)

Yang dimaksud dengan "usaha secarz terbatas” adalah kegiatan usaha yang
diperkenankan dapat dikerjakan di rumah untuk mendukung terlaksananya
fungsi hunian.

Yang dimaksud dengan "kegistan usaha yang tidak membahayakan fungsi
hurian” adalan  keglatan usaha yang tidak menimbulkan pencemaran
lingkungan dan bencana yang dapat mengganggu dan  menyebablkan
erugian.

Yang dimaksud dengan “keglatan vang tdak mengganggu Fungsi hunian”
adalah kegiatan yang udek menimbulkan penurunan kenyarmanan hunian dari
penduman, suara, subuasap, sampah yang ditimbulkan dan sosial,

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas,
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Fasal 52
Avat (1)
Yang dimaksud dengan “orang asing” adalah orang yang bukan Warga Negara
Indonesia.
Rt (2)
Cukup jelas.
Fasal 53
Ayat{l)
Pengendalian perumahan dimaksudkan untuk menjaga dan meningkatkan
kualitas perumahan agar dapat berfungst sebagaimana mestinga, sekallgus
mencegah terjadinya penurunan kuslitas dan terjadinya pemanfeatan yang
tidak sesuai.
Ayat (2)
Huruf &
Yarmg dimaksud dengan “perizinan” adalah cara pengendalian yang
dilakukan melalul pemberian arahan dalam bentuk perizinan yang antara
laln mallipast 1zin mendirikan bangunan dan izin penghunian.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “penertiban” adalzh cara pengendalian yang
dilakukan melalui tindakan peregakan hukum bagi perumahan yang dalam
pembangunan dan pemanfaatannya bdak sesuai dengan rencana atau
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Huruf £
Yang dimaksud dengan "penataan” adalah cara  pengendalian  yang
dilakukan melalui perbaikan delam peryelenggaraan 20ar Sesuai dengan
tujuan pemyalengoaraan perumahan. -
Ayat (3)
Cukup {elas.
Pasal 54
Avat (1)
Cukup jolas.
Ayat (2 '

Yang dimaksud dengan “program perencanaan pembangunan perumahan
secara bertahap dan berkelanjutan” adalah rencana pembangunan tahunan,
FEMCana program jangka menengah, dan rencana program jangka panjang.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayak [4)
Yang termasuk perolehan rumah dapat berupa pemilikan rumah, perbaikan
rumah, dan sewa beli rumah,
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 55
Ayal (1)
Yang dimaksud dengan “hanys dapat menyewskan" adalah pembatasan
menyewakan danfatau mensalibkan perolehan atas rumah yang melalul
kemudahan darl Pemerintah atau pemerinteh daerah kepada pihak lain
dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan rumah umum bagl MBR, memberikan
kesempatan yang sama bagi MBR lainnya untuk memperoleh kemuodaban
perolehan rumah umum, dan menjadi sarana pengendalian pengelolaan rumah
LI,
Hurufl &
Cirkup jelas.
Hurufl b
Yang dimaksud dengan "paling sedikit 5 (lima) tahun” adalah tempo waktu
penghunian minimum pada rumah umum sejak diperolehnya kemudahan
dari Pemerintah atau pemerintan daerah.
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Huruf ©
Cukup jelas.
Ayat (2}
Yang dimaksud dengan “lembaga” adalah lambaga yang ditunjuk atau dibentuk
Pemerintah ateu pemerintah daerah antara lam untuk melaksanakan distnbusi
dan pelimpahan/pengatian rumah umum yang diperaleh MER.
Ayat (3)
vang dimaksud dengan “perjanfian” adalah perfkatan perjanjian antara MER
penerima kemudahan Pemerintah ataw pemerintah dagrah dengan lembaga
vang diturjuk ateu dibentuk pemerintah  antara lain  untuk  menghun,
memelihara, dan tidak mengatinkan rumah tersebut kepada pihak lain selama
jangka waktu tertantu.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “didistribusikan kemball kepada MER" adalah
pengalokasian rumah urmum kepada MBR yang berhak sesual dengan
persyaratan untuk memperoleh kemudahan dalam memiliki/menghuri rumah
U,
fogat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas,
Pasal 56
Ayat (1)
ang dimaksud dengan "tempat kegiatan yang mendukung” adalah bagian dari
kawasan parkotaan dan kawasan perdesazan guna mendukung perikehidupan
dan penghidupan penghuni kawasan tersebut yang berupa aktivitas pelayanan
jasa pererintahan, aktivitas pelayanan jasa sosial, dan aktivilas ekonomi.
Ayat (2]
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Ayak (1}
Cukup jelas.
Awal ()
Huruf a
Yang dimaksud dergan “efisiensi potensi lingkungan hunian perkotaan®
adalah upaya untuk meminimalkan penggunaan sumber daya wnkuk
menciptakan kondisi lingkungan hunlan perkatsan secara lebih optimal,
guna meningkatkan pelayanan perkotaan.
Huruf b
vany dimaksud dengan “peningkatan pelayanan” adalah upaya yang harus
dilakukan malalui penyediaan prassrana, sarana, dan utilitas umum sesual
dengan kebutuhan sehingga fumgst lingkungan hunian perkotaan dapat
memadai.
Huruf ¢
Peningkatan keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum perkotzan
dimeksudkan urtuk mencintakan fungs, baik ngkungan hunian yang telah
ada maupun lingkungan hunizn yang baru sehingga lebih baik dan dapat
mendukuny  perikchidupan dan  penghidupan  setiap penahuni  dalam
lingkungan hunian yang sehat, aman, serasi, dan barkelanjutan.
Huruf d
Yang dimzksud dengan “penstapan bagian lingkungan hunian perkotaarn
yang dibatasi dan yang didorong pengembanagannya” adalah pembataszn
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bagian-bagian dalam kawasan perkotman yang dapal dikembangkan
sehagal upaya peningkatan pelayanan lingkungan hunian perkotaan, dan
bagian yang tdak dapat dikembangkan karena keterbatasan daya dukung
lingkungan yang dimaksudkan untuk keselamatan penghuni kawasan
perkotasn.
Huruf
¥ang dimaksud dengan “pencegahan tumbuhnya perumahan kumuh dan
permukiman kumuh” adalah upaya penctapan fungsi sesuai dengan tata
ruang.
Huruf £
Yang dimaksud dengan “tumbub dan berkemBangrya lingkungan hunian
vang tidak terencana dan feratur” adalsh tumbuh  berkembangrya
perumahan di lokasi yang tidak direncanakan untuk perumahan ataw fungsi
lan akibat perkembangan lingkungan hurian perkataan yang tidak sssual
dengan tata ruang.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Ayat (1)
Penyelenggarean  lingkungan  hunian  perdesaan  dimaksudkan  untuk
meningkatkan efisiensi pelavanan prasarana dan sarana penunjang keqglatan
pertanian, baik yang dibutubkan sebelum proses produksi, dalam proses
produks:, maupdn setelan proses produksi,
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “efisiensi potensi lingkungan hunian perdesaan®
adalah upava untuk meminimalkan pengounaan sumber dava  untuk
menciptakan kondisi perdesaan secara lebih optimal.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas,
Huruf d
Cukup jalds,
Huruf g
Cukup jelas,
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 62
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pembangunan kemhbali lingkungan hunian perkotaan
dan pembangunan kembal lingkungan hunizn perdesaan” adalah upaya
mengembalikan  atau memulinkan  kendisi fisik dan non fisik kawasan
parkotaan dan kawasan perdesaan agar dapat barfungsl kembali sesual
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Yang dimaksud dengan bencana adalahl peristiva atau rangkaian peristiva yang
mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang
drsebabkan, baik oleh faktor alam danfatau faktor nonalam maupun faktor
ranusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan
lingkungan, kerugian harta bende, dan dampak psikologis, seperti gempa bumi,
akibat perang, sunami dan lzin-l@in.



336 PENYELUNDUPAN HUKUM KEPEMILIKAN HAK MILIK ATAS TANAH Dl INDONESIA

Yang dimaksud dengan penurinan kualitas perumahan dan permukiman adalah
proses menurunnya kondisi fisik, non fsik dan fungsi perumahan dan kawasan
permukiman yang dapat meanrganagu perikehidupan dan penghidupan penghuni
dan sekitarnya,
Avat (2}
Huruf a
Yang dimaksud dengan “rehabahitasi® adalah pembangunan kemball
lingkungan hunian perkotaan atau lingkungan hunian perdesaan melalui
perbaikan dan/atau pembangunan taru rumah dan prasarana, sarana, dan
utilitas umum untuk memulinkan fungsi hunian secara wajar sampai tingkat
yang memadai,
Huruf b
Yang dimaksud dengan “rekonstruksi” adalah pembangunan kemball
lingkungan hunian perkotaan atau lingkungan hunian perdesaan melalul
perbaikan dan/atau pembangunan baru rumah dan prasarana, sarana,
dan ulilitas umum dengan sasaran utama menumbuhkembangkan
kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya.
Huruf ¢
Yang dimaksud dengan “peremajaan” adalah pembangunan  kembali
perumahan dan permukiman yang dilakukan melalui penataan secara
menyzluruh meliputi rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas wmum
perumahan dan permukiman.
Avat (3)
Yang dimaksud dengan “tetap melindungi masyarakat penghuni di lokas: yang
sama” bertujuan untuk memberikan jamingn hak bermukim dengan tanpa
menggusur penghuni lama.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal &4
Cukup jelas,
Fasal 65
Cukup jelas,
Pasal 66
Cukur jalas,
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Fasal 65
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup felas.
Pazal 71
Cukup jeias,
Pasal 72
Cukup jelas,
Pasal 73
Cukup jelas,
Pasal 74
Cukup jelas,
Pasal 75
Cukup felzs.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pascal 77
Cukup jelas,
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Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup felas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pagal 82
Cukup jelas,
Pasal 83
Cukup falas.
Fasal B4
Cukup jelas,
Pasal 85
Ayat (1)
Huruf a
Pemberian insentif dimaksudkan unmbuk mendorong setiap orang agar
rmemanfaatkan kawasan permukiman sesuai dengan fungsinya.
Huruf b
Pangenzan disinsentif dimaksudkan untuk mencegah pemanfaatan kawasan
permikiman yanag tidak sebagaimana mestinya oleh setiap orang.
Huruf £
Pengenaan sanksi dimaksudkan untuk mencegah dan melakukan tindakan
sebagai  akibat dari pemanfaatan kawasan permikiman yang tidak
sebagaimana mestinya cleh setiap orang.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Avat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup felas.
Pasal 85
Avat (1)
Yang dimaksud dengan "pemeliharaan dan perbaikan” adalah upaya menjags
kondlsi prasarana, sarana, dan utilitas umum secara terpadu dan terintegras
melalui perawatan rutin dan pemerksaan sacara berkala agar dapat berfungsi
secara memadai.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukug jelas.
Pasal &7
Cukup jelas,
Pesal 85
Avat (1)
Yang dimaksud dengan “perawatan” adalah proses menjaga/mempertahankan
fungsi rumah serta prasarana, sarang, dan utilitas  umom termasul
memparbaikl jika ternadi kerusakan, yvang dilakukan secara rutin,
Yang dimaksud dengan “pemeriksaan secara barkala” adalah proses memariksa
kendisf fisik rumah serta prassrana, sarsna, dan utifitas umum dalam jangka
tertentu =esuai dengan umur konstruksi, untuk mengetabul masih dapat
berfungsiya rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum tersebut.
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Ayat ()
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas,
Pasal 80

Cukup jelas,

Pasal 91 ]

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi ateu pemugaran® adalah kegiatan perbalkan

rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum jika terfadl kerusakan untuk

mengembalikan fungsi scbagaimana semula,
Pasal 92

Cukup jelas.
Pazal 53

Cukup jelas,
Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2]

Prinsip  kepastian bermukim  dilsksanakan dengan  cara menaghindari
peRoqusuran paksa yang Hdak  manusiawi, serta mengutamakan cara
memandansg tempat tinggal sebagal hak dasar,

Ayat (3)

Cukup jefas,
Pasal 95

Ayat (1) =
Cukup jelas.

Ayt (2)

Cukup jelas,

Ayal (3)

Cukup jelas,

Ayat (£)

Yang dimaksud dengan “pendampingan” adalah kegiatan pelayanan kepada
masyarakat dalam bentuk pembimbingan, penyuluhan, dan bantuan teknis
unfuk  mewujudkan kesadaran  masyarakat  dalam mencegah  tumbuh
berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Yang dimaksud denuan “pelayanan informasi® acalah kegiatan pelayanan kepada
masyarskat dalam bentuk pemberitzan halhal terkalr Lpaya  pencegahan
perumahan kumuh dan permukiman kumuh, meliputi rencana tata ruang,
perizinan, standar perumahan dan permukiman,

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayt (8)

Cukup falas,
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pa=al 98
Ayat {1}
Huruf &
Cukup elas.
Huruf b
Cukup jelas,
Huruf ¢
Cukup jelas.
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Huruf d
Yang dimaksud dengan “tingkst keteraturan dan kepadatan bangunan®
adalah kesesuaian koefisien dasar bangunan dan koefisien lantal bangunan
dengan persyaratan yang ditetapkan oleh setiap daerah.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf £
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Fasal &9
Cukup jelas.
Pasal 100
Ayat (13
Linat penjelasan Pasal 62 ayat (2) huruf ¢,
Ayat {2)
Yang dimaksud dengan “tempat tinggal” adalah tempat tinggal sementara yang
disediakan bagi penghuni perumahan kumuh atau permukiman kumuh selama
PTOSES Neremajaarn,
Ayat {3)
Cukup jelas,
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “melibatkan peran  masyarakat” adalah  upaya
mengikutsertakan masyarakat dalam proses peremajaan.
Pasal 101
Cukup jelas,
Pasal 102 2
Cukup felas.,
Pasai 103
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2}
Cukup jelas.
Ayar (3)
Yang dimaksud dengan “difasilitasi ofeh pemerintzh daersh” adalah upaya
pemerintsh daerah untuk meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam
pengelolaan perumahan, antera lain dalam bentuk pemberlan pedoman,
pelatihan/penyuluhan, serta pemberian kemudahan dan/atau bantuan,
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Huryf &
Cukup felas,
Huruf
Ciikup jelas,
Huruf ©
Yang dimaksud dengan “peralinan hak atss tanah™ adalah proses jual beli hak
alas langh kepada pembeli yang memenuhi syarst sebagai pemegang hak atas
tanah tersabut,
Yang dimaxsud dengan "pelepasan hak atas tanah” adalah pelepasan yang
dilakukan oleh pemegang hak ates tanah merjadi tanah yang langsung dikuasai
ufeh negara karena pembell tidak memenuhi svarat sebagai pemegeang hak atag
tznah terscbut,
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Huruf d
Cukup jelas,
Huruf 2
Cukup jelas.
Huruf £
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Huruf a
Cukup jelas,
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Yang dimaksud dengan “desain konsolidasi® adalah rancangan tentang

penataan kemball penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan
tznah.

Huruf d
Cukup jelas.
Pacal 111
Ayat (1)
Tidak dikenakan bea perclehan hak atas tanah dan bangunan karena pemilik
tanah telah menyumbangkan sebagian hak atas tanahmya untuk Sumbangan
Tanah Untik Pembangunan (STUF) dan Tanzh Pengganti Biaya Pembangunan
(TPEP).
Ayat (2)
Cukup jelas,
Pasal 112
Hyat (1)
Kerfa sama dengan badan hukum dimaksudkan untuk memberikan peluang

bagi penggarap tanah negara atau pemegang hak atas tanah dapat bersama-
sama memngkatkan daya guna dan hasil guna tanah,

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “prinsip kesetaraan” adalah persamaan kedudukan
antara pengoarap tanah negara dan/alav pemegang hak atas tanah dan badan
hukum yang bekerfa sama dalam pelaksanaan konsolidasi tanah dengan prinsip
saling memerlukan, memercayal, memperkuat, dan menguntungkan yang
dilakukan, baik sacara langsung maupun tidak langsung.
Yang dimaksud dengan "pejabat yang berwenang” adalah notaris,
Pasal 113
Cukup jelas.
Pasal 114
Ayat (1)
Cukup jelas,
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “pejabat yang berwenang” adalah notaris.
Ayat (4)
Cukup jelas,



Lamp. 2 — Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2011 341

Pasal 115
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pemanfzatan” adalah upaya memfungsikan tanah
barang milik negara atau tanah barang milik daerah untuk kepentingan
pembangunan rumah umum dan/atau rumah khusus.
Avat (2)
Cukup jelas.
Facal 116
Cukup jelas,
Paszal 117
Cukup jelas.
Pasal 118
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “sistem pembizyaan” adalah sistem yang mengatur
pengerahan, pemupukan, penyaluran, dan pemanfaatan dana dari pihak yang
kelehihan dana kepada pihak yang kekursngan dana yang dilaksanakan oleh
lembaga keuangan dengan atau tanpa kemudahan dan/atau bantuan.
Ayat ()
Cukup jelas.
Pasal 119
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢ o=
Yang dimaksud dengan "sumber dana lainmya” adalah dana vang dihasilkan dar
perjanjian atau kesepakatan bersama yang dapet berupa hibah atau bantuan,
pinjaman, baik dari sumber dana dalam negeri maupun luar negeri.
Pacal 120 .
Cukup jelas.
Pasal 121
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3]
Huruf 2
Yang dimaksed dengan "pembiayaan primer perumahan” adalah pembia-
yaan di sisi pasokan pada seat kredit atau pembiayaan pembangunan
rumahn, perumahan, permukiman dan lingkungan hunian diterbitkan; dan di
elsi permintaan kredlt atau permbiayaan perclehan rumah diterbitkan vang
dilaksanakan cleh bank danfztau lembaga keuangan bukan bank,
Hurul b
Yang dimaksud dengan "pembiayaan sekunder perumahan” adalah
penvelenggaraan kegiatan penyaluran dana jangka menengah dan/atau
parjang kepada lembaoa keuangan penerbit kredit dengan melakukan
sekuritieasi. Sekuritisasi yaity transformasi aset yang Bdak likoid menjadi
likuid dengan cara pembelian aset keuangan dari lembaga keuangan
penerbit kredit dan penerbitan efek beragun aset.
Pasai 122
Cukup jelas,
Pasal 123
Ayat (1)
Huruf &
Yang dimaksud dengan “dana masyarakat” adalah dana yang berasal dari
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deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya
yang dipersamakan dengan i,
Huruf b
Yang dimaksud dengan “dana tabungan perumanan” adalsh simpanan yang
dilakulan secara perlodik dalam jangka waktu terfentu, yang penarikannya
hanya dapat dilakukan menurul syarat tertentu yang disepakati sesuai
dengan perjenjian, dan digunakan untuk mendapatkan ekses kredit atau
pembiayaan untuk pembangunan dan perbaikan rumah, serta pemilikan
rumah dari lembaga keuangan.
Apabila tabungan perumahan telah melembaga, dana APBN  wntuk
pembiayaan murah jangka panjang dapat dihentikan.
Yang dimaksud dengan “hasil investes” adelah hasll investasi atas
keleblhan lkuiditas pada instrumen investasi yang aman, berupa deposito
dan sural utang negara,
Huruf ¢
¥ang dimaksed dergan “dana lainnya” adalah dana yang sah sesual
peraturan perundangan yang berasal dari selain butie 3 dan butir b, yang
antara lain dapat berupa dana Investor institusional (sepert perusahaan
acuransi dan perusshasn pengelola dana pensiun) di pasar modal; dan
dana APBM pos pembiayaan khusus untuk perumahan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “lembaga keuangan bukan bank” adalah lembaga
keuangan yamg mengelola tabungan perumahan seperli -Bapertarum-PNS
{Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan-FNS) dan tabungan perumahan
untuk TNL/Polr.
Ayal (4) g
Cukup jelas.
Pasal 124
Cuskug jelas,
Fasal 125
Cukup jelas.
Fasal 126
Ayat (1)
Cukup ielas.
Ayat (2)
Yang dimakswd dengan "pemanfaat atau pengouna” adalah MBER yang
mermpercleh kemudshan dan bantuan berupa pembiayaan perumahan.
Ayat (3)
Huruf &
Yang dmaksud dengan “kemudzhan atsu  bantuan berupa  skema
pembiayaan” adalah kemudahan atau bantuan dalam mendapatkan akses
kredit/pemblayaan, keterjangkauan pengembalian kredit/pemblayaan vang
dikaitkan dengan skema pembiavaan metalul keringanan dalam uang muka
dan/atay; suky bunga; danfatay fangka waktu pengembatian.
Huruf b
Yanq dimaksud dengan “kemudahan ataw bantuan berupa penjaminan atal
asuransi” adalah kemudahan atae bantuan dalam mendapatkan skses
fredit/pembiavaan yang dikaitkan dengan pengurangan potensl resiko
kredit vang dihadapi lembaga keuzngan dalam mensrbitkan  kredit/
pembiavaan pemilikan rumah dan perbalkan rumah.
Hurufl ¢
Yang dimaksud dengan "kemudahan atsu bantuan Derupa dana murah
jangka panjang” adalah ketersedisan dana dengan suky bunga terjangkau
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yang sekaligus mampu menanggulangi kebdeksesuaan antara jangka
waktu sumber blaya barupa tabungan, giro, depasite dengan jangka wakiu
pengembalian atau tenor kredit pemilikan rumah,
Aeyat (4)
Cukup jelas.
Pasal 127
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang termasuk lembaga keuangan sebagal peryalur kredit atau pembizyaan
antara lain berupa bank dan Perusahaan Pembiayaan,
Pasal 128
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayak (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "sekuritisas” adalah transformasi aset yang tidak Hiquid
mergadi liguid dengan cara pembellan asst keuangan dari kreditor asal dan
penarbit efek beragun aset,
Ayat {4}
Cukup jelas.
Pasal 129
Huruf a
Cukup jelas,
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Yang dimaksud dengan “informasi” adalah pemgetashuan tentang penyeleng-
garaen perumahan dan kawasan permukiman yang antara lain melput
peraturan, kebijzkan, program, kegiatan, infarmas! kebutuhan dan penvediaan
ruman, serla sumber daya yang dapat diakses.
Hurwef o
Yang dimaksud dengan "manfaat” adalah keuntungan sebagai dampak dari
penyelengnaraan perumanan dan kawasan permukiman, antara lain melalu
kesempatan berussha, peran masyarakat, dan  pemanfaastan  hasil
pembangunan,
Huruf @
Yang dimaksud dengan “pengusnbian yang layek atas kerugian” adalah
kompensasi yang diberikan kepada setizp arang yang terkena dampak kerugian
akibat penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Penggantian
tersebut mengacu parda ketentuan peraturan perundang-undangan,
Huruf £
Cukup jelas,
Pasal 130
Cukup jelas.
Pasal 131
Ayak (1)
Yang dimaksud dengan “peran masyarakat dalam peryelenogaraan perumahian
dan kawasan permukiman” adalah pelihatan satiap pelaku pembangunan dalam
upaya pemenuhan kebutuhan perumahan bagi seluruh masyarakat,
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Delam rangka mendorong  peran  masyarskat, forum  pengembangan
magyarakat dapatl melakukan satu atau lebih fungsi dan tugas sesuai dengan
kEwWEnANQananmya.
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Pacal 132
Cukup jelas.
Pasal 133
Cukup jelas,
Pasal 134
Lihat penjelasan Pasal 42 ayat (2] huruf b.
Fasal 135
Cukup jelas.
Pasal 136
Cukup jelas.
Pasal 137
Cukup jelas.,
Fasal 138
Cukup jolas,
Fasal 139
Cukup jelas.
Pasal 140
Yang dimaksud dengan Ttempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya”™
antara lain, sempadan rel kereta api, bawah jembatan, daerah Saluran Udara
Tegangan Ekstra Tinggl (SUTET), Daerah Sempadan Sungal (D55), dasrabh rawan
bencana, dan daerah kawasan khusus seperti kawasan militer.
Pasal 141
Cukup jelas.
Pasal 142
Cukup jelas.
Pazal 143
Cukup jelas.
Pasal 144
Cukup jelas.
Pasal 145
Cukup jelas.
Pasal 146
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “menjual kaveling tanah matang tanpa rumah® adalah
suatu kegiatan badan hukum yang dengan sengaja hanya memasarkan
kaveling tanah matang kepada konsumen tanpa membangun rumah terlebh
dahulu, Penjualan kaveling ftanzh matang kepada konsumen hanya dapat
dilskukan apahila badan hukum tersebut telash membangun perumanan
sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dan rencana pembangunan
perumahan di Lisiba dan dalam keadaan terjadi krisis moneter nasional yang
herakibat pada kesulitan likuiditas pada badan hukum tersebut,
Pyat (2)
Cukup jelas,
Pasal 147
Cukup jelas.
Pazal 148
Cukup elas,
Fasal 149
CLkup jelas,
Pasal 150
Cukup jelas.
Pasal 151
Cuxup jelas.
Pasal 152
fukup jelas.
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Pacal 153
Cukup jelas.
Pasal 154
Cukup jelas,
Pasal 155
Cukup jelas.
Fasal 156
Cukup jelas.
Pasal 157
Cukup jelas.
Pazal 158
Cukup elas.
Pasal 159
Cukup jelas.
Pasal 160
Cukup jelas,
Pasal 161
Cukup jelas.
Pacal 162
Cukup jelas,
Pasal 163
Cukup jelas.
Pasal 164
Cukup falas.
Pasal 165
Cukup jelas,
Pa=al 166
Cukup jedas,
Pasal 167
Cukup jelas.
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LAMPIRAN 3

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2011

TENTANG
RUMAH SUSUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa seliap orang berhak hidup scjahtera lahir dan batin, bertempat tinggal,
dan menrdapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan
kebutuhan dasar manusia, dan yang mempunyal peran yang sangat strategis
dalam pembentukan watak serta kepribadian tangsa sebagai salah satu wpaya
mermbangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati did, mandid, dan produktlf;

b, bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dalam
penyelenggaraan perumahan malalul rumah susun yang iyak hagl kehidupan
yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh witayah Indonesia;

. bahwa setiap crang dapat berpartisipasi untuk memenuhi kebutuhan tempat
tinggal melalui pembanguran rumah susun yang fayvak, aman, harmonis,
terjangkau secara mandin, dan berkelanjutan;

4. bahwa negara berkewafihan memenuhl kebutuhan tempat tinggal yang
lerjangkau bag masyarakat berpenghasilan rendah; )

e, hahwa Undang-Undang Momor 16 Tabun 1965 tentang Rumah Suesun sudab
bdak sesual dengan perkembangan hukum, kebutuhan setiap orang, dan
partlsipasl masyarakat serta tanggung {awab dan kewajiban negara dalam
penyelenggaraan rumah susun sehingga pedu digant;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sehagaimana dimaksud dalam huruf a; hurof
b, huruf ¢, furef d, dan huref e perlu membentuk Undang-Undang fentang
Rumah Susun;

Mengingat:

1. Pazal 20, Pasal 21, dan Pasal 28H avat (1), avet (2), dan ayal (4) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman (Lembaran Negara Republix Indonesia Tahun 2011 MNomor 7,
Tambahan Lembaran Nenzra Republik Indonesia Nomor 5188):

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDOMNESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG UNDANG TENTANG RUMAH SUSUN. .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini vang dimaksud dengan:

L.

Rurman susun adalah hangqunan gedung bertinokat vang dibangun dalam sustu
lingkungan vang terbegi dalem bagian-bagian vang distrukiurkan secara fungsional,
halk dalam arah horizontal mavpun vertixal dan merupakan satuan-satuan yang
masng-masing dapat dimiliki dan digunakan secara termsah, terutama untuk
tempat hunian vang dilengkapl dengan bagian kersama, benda hersama, dan f2nzh
barsama,

Fenyelenggarazn rumah susun adalah keolatan perencanaan, pembangunan,
penguaszan  dan  pemanfaatan, pengelelaan, pemelharaan dan  perawatan,
pengendalian, kelembanazn, pendanaan dan sisken pemblavaan, serta peran
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12,

13.

14,

15.

18.
19,

20,
21,

22

masyarakat yang dilaksanakan secars sistematis, terpedu, berkelanjutan, dan
bertanggung jawah.

Satuan rumah susun yang selanjutmya disebut sarusun adalah unit rumah susun
vang tujuan utamanya digunakan sccara terpisah dengan fungsl ulame sebagai
tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke falan umom.

Tanah bersama adalah sebidang tanah hak atau tanah sewa untuk bangunan yany
digunakan alas dasar hak bersama secara tidak terpisah yang di atasnya berdir
rumah susun dan  ditetapkan batasnya dalam  persyaratan zin mendirikan
bangunan,

Bagian bersama adalah baglan rumah susun yang dimiliki secara tidak terpisah
untuk pemakaizn bersama dalam kesatuan fungs dengan satuan-satuan rumah
SUSUM.

Benda bersama adalah bendz yang bukan merupakan bagian rumah susun
melainkan bagian yang dimilki bersama secara tidak terpisah untuk permnakaian
barcama.

Ruman susun urmum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi
kebutuhan rumah bagi misyarakat berpenghasilan rendah,

Rumah susun khusus adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi
kebutuhan khusus,

Rumah susun negara adalah rumah susun wang dimiliki negara dan berfungsi
sabagai tempat tinggal atau hunian, sarana pembinaan keluargs, serta penunjang
peleksanaan tugas pejabat dan/atau pagawal neger,

. Rumah susun komersial adalah rumah susun yang diselengoarakan  untuk

mendapatkan keuntungan.

- Sertifikat hak milik sarusun vang sslanjubnya disebut SHM sarusun adalzh tanda

Dukti kepermilikan atas sarusun dl atas tanah hak milik, hak guna bangunan atay
hak pakai di atas tanah negara; serta hak guna banqunan atau hak pakai di atas
tanah hak pengeiolaan,

Sertifikat kepemilikan bangunan gedung sarusun yang selanjutnya disebut SKEG
sarusun adalah tanda bukt kepemilikan atas serusun di atas harang milik
negara/daeran berupa tanah atau tanah waka® dengan cara sewa,

Milai perbandingan proparsional vang selanjutnya disstut NPP adalah angka yang
menunjukkan perbandingan antara sarusun terhadap hak ates baglan bersama,
benda bersama, dan tanah bersama yang dibitung berdasarkan nilal sarusun vang
bersangkutan terhadep jumiah nilai rumah susun s2cara kescluruhan pada waktu
pelaku pembangunan pertama kali memperhitungkan bisya pembangunannya
secara kesciuruhan unluk menentukan harga juzlnya.

Masyarakat berpenghasilan rendah vang selanjulmya  disebut MBR  adalzh
miEsyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli schingge perlu mendapak
dukyngan pemerintah untuk memperoleh sarusun umum.

Pelaku pembangunan rumah susun yang selanjutnya disebut pelaku pembangunan
adalah setlap orang den/ataw pemerintzh  yang melakukan pembangunan
perumahan dan permukiman.

. Seliap orang adalah orang persecranoan atau badan hukum.
17.

Badan hukum adalah badan hukum yamg didivkan oleh warga regars Indonesia
vang kegiatanmya di  bidang  penyvelenggaraan perumahan  dan kawasan
permukemar,

Pemilik adalah setiap orang yang memiliki sarusun.

Fenghuni adalah crang yang mensmpati sarusun, bak sebagal pemilik maupun
hukan pemilik.

Pengelola adalah suati Badan hukum yang bertugas untuk mengelola rumah susun,
Perhimpunan pemilik dan penghuni samsun yang selanjutnya disebut PPPSRS
adalah badan hikum yang beranggotakan para pemilik atau penghunl sarusun,
Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah 2dalah Presiden Republik
Indanesia yang memenang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republix Indanesia
Tahun 1945,
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73, Pemerintah daerah adalah gubernur, bupatl atau walikota, dan perangkat daerah
sehagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah,

74, Menterl adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan & bidang
perumahan dan kawasan permukiman.

BAB II
ASAS, TUIUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Panyelenggaraan rurnah susun berasaskan pada:

kesejahteraan;

keadilan dan pemerataan;

kenasionalan;

keterjangkauan dan kemudahan;

keefisienan dan kemanfaztan;

kemandirian dan kebersamaan;

kemitraan;

keserasian dan keseimbangan;

katerpaduan;

kesehatan,

kelestarian dan berkelanjutan;

keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan; dan
. keamanan, ketertiban, dan keteraturan.

Pasal 3

Penyelenggaraan rumah susun bertujuan untuk:

a. menjamin terwujudnya rumah susun yang |ayak huni dan tﬁ}angkﬂu dalam
lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan serta menciptakan
permukiman yang terpadu guna membangun ketahanan ekonoml, sosial, dan
budaya;

b, meningkatkan efislensl dan efekbivitas pemanfaatan ruang dan tanah, serta
menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan dalam menciptakan
kawasan permukiman yang lengkap serta serasi dan seimbang dengan
memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjuten dan berwawasan lingkungan;

¢. mengurangi luasan dan mendegah timbulnya perumahan dan permukiman kumuh;

d. mengarahkan pengembangan kawasan parkotaan yang serasi, seimbang, efisien,
dan produktif;

e. memenuhi kebutuhan sosial dan ekenomi yang menunjang kehidupan penghunl
dan masyarakat dengan tetap mengutamakan tujuan pemenuhan kebutuhan
perumahan dan permukiman yang layak, terutama bagi MER;

f. memberdayakan para pemangku kepentingan di bidang pembangunan rumah
SUSUN;

g. menjamin terpenuhinya kebutuhan rumah susun yang layak dan terjangkau,
terulama bagi MBR dalam lingkungan vang sehat, aman, harmanis, dan
berkelanjutan dalam suatu sistem tata kelola perumanan dan permukiman yang
terpadu; dan

h. memberikan kepastian hukum dalam penyediaan, kepenghunian, pengelolaan, dan
kzpernilikan rumah susun,

q-ETTFeSaAan e

Pasal 4
{1} Lingkup pengaturan undang-undang ini meliputi:
pembinaan;
persncanaan;
pEmbangunan;
penguasaan, pemilikan, dan pemanfaztan;
pengelalzan;
peninakatan kualitas;
pengendalian;

aseooowm
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h. kelembagaan;

|, tugas dan wewenzng,

jo  hiak dan kewajiban;

k. pendanaan dan sistern peminayaan, dan

I. peran masyarakat.
BAB III

PEMBINAAN

Pasal 5

{1} Negara bertanggung jawab atas penyelenaggaraan rumah susun yang pembinaannya
dilaksanakan oleh pemerintah.

(2} Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakeanakan oleh:
Menteri pada tingkat nasional; gubernur pada tingkat provinsi; dan bupaty/walikota
pada tingkat kabupaten/kota.

Pasal 6
{1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal § ayat (2) meliputi;
3. perencanaan;
b. pengaturan;
€. pengendalian; dan
d. pengawasan.
(2} Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri
melakukan koordinasi lintas sektoral, fintas wilaveh, dan lintas pemangku
kepentingan, baik vertikal maupur horizantal,

Pasal 7

(1) Perencanzan sebagaimana dimaksud delam Pasal & ayat (1) huruf a merupakan
=atu kesatuan yang utuh dar perencanaan pembangunan nasional dan merspakan
bagian integral darl perencangan pembangunan daerah.

(2) Perencanaar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanzkan oleh pemerintah
sesial dengan tingkat kewenangannya serta melibatkan peran serta masyarakat,

(3} Perencanaan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun pada tingkat nasional,
provinsl, dan kabupaten/kota dengan memperhatikan kebijakan dan strategi
nasional di bidang rumah susun sesuai dengan ketenivan peraturan perundandg-
undangan.

{4) Perencanaan  pada  tngkat nasional menjadi  pedoman  unbuk  menyusun

perencanaan penyelenagaraan pembangunan rumah susun pada tingkat provins
dan kabupaten/kota,

Pasal 8
Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal & ayat (1) huruf b meliputiz
pembangunan;
penguasaan, perilikan, dan pamanfaatan;
pengelolaan;
peningkatan kualitas;
kelembagaan; dan
pendanaan dan sistem pemblayaan,

SN oL o

Pasal 9
Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf ¢ dilakukan untuk
rmeniamin penyelenggaraan rumah susun sespal dengan fujuannya.

Pasal 10
Pengawasan scbagaimana dimaksed dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d maliputi
pemantayan, evaluasi, dan tindakan koreksi sssuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan
Pasal 11
{1} Pemerintah melzgkukan pambinaan penvelenggaraan rumah susun secara nasional
untuk memenuhi tertib penyelenggaraan rumah susun.
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(4] Pembinaan sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilaksanakan dengan cara:

koordinasi penyelengaaraan rumah susun;

sosializasi peraturan perundang-undangan dan sosialisas norma; standar,

prosedur, dan kriteria;

pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;

pendidikan dan pelatihan;

penelitian dan pengembangan;

pengembangan sistem dan lzyanan informasi dan kemunikasi; dan

pemberdayaan pemangku kepentingan rumah susun.

(3 PErnErlnt:\h melakukan  permbinaan  penyclenggarman rumah  susun  kepada
pemerintah daerah provinsi, pemerintsh daerah kabupatenfeota, dan masyarakat,

(4) Pembinzan penyelenggarazn rumah susun sebagaimana dimaksud pada avat (3)
dilakukan dengan tujuan:

4, mendorong pembanaunan rumah susun dangan memanfaatkan teknik dan
teknologl, bahan banqunan, rekayasa konstruks, dan rancang bangun yang
tepat-guna serta mempertimbangkan kearifan lokal dan keserasian lingkungan
yang aman hagl kesehatan;

b. mendorong pembangunan rumah susun yang mampu menggerakkan industrd
perumahan nasional dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya lokal,
termiasuk teknalogs tehan gempa;

£. mendorong terwujudnya hunian yang layak dan terfangkau bagl masyarakat
sebagai sarana pembinaan keluarga; dan

d. mendareng pewujudan dan pelestarian nilzi-ndal wawasan nusantara atau
budaya nasional dalam pembangunan rumah susun,

Pasal 12 o

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal &
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

o w

o mon

BAB IV
PERENCANAAN

Pasal 13

(1) Perencanaan pembangunan rumah susun meliputi:

3. penstzpan penyedizan jumilah dan jenis rumah susun;

b. penetzpan zonasl pembangunan rumah susun; dan

. penetapan lokas pembangunan rumah susun,
{2} Penetapan penyediaan jumiah dan jenis rumah susun sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan kelompok sasaran, pelaky, dan sumber
daya pembangunan yang meliputi rumzh susun umum, rumsh susun khuses,
ruman susun regara, dan rumah susun komersial,
Penetapan zonasi dan fokasi pembangunan rumah susun sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)} huruf b dan huruf ¢ harus dilakukan sesuai dengan ketentuan
rancana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
Dalam hal dagrah belum mempunyal rencana t3ta ruang wilzyah, gubernur atau
bupati/walikota dengan persetujuan Deowan Perwalilan Rakyat Dasrah manatapkan
zonasi dan lokasi pembangunan rumah susun umum, rumah susun khusus, dan
rumah susun negara dengan mempertimbangkan dava dukung dan daya tampung
lingkungan,
(5) Khusus untuk wilayah Proving DKI Jakarts penetapan zonasi dan Iokasi

rembangunan rumah susun dilskukan sesua dengan ketentuan Rencana Tarz
Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta,

Pasal 14
[1) Perencanaan pembangunan rumab susun dilzksanakan berdasarkan:
2. kepadatan bangunan;
B, jumlah dan kepadatan penduduk;
C, rencana rinci tata ruang;
d. layanan prasarzna, serana; dan utilites umum;

3

)

—r



Lamp. 3 — Undang-undang RI No. 20 Tahun 2011 351

layanan moda transportas;

alternatif pengembangan kensep pemanfaatan rumal susun;

layanan informas dan komumkasi;

konsep hunian berimbang; dan
I, - analisis potensl kebutuhan rumah susun.,

(2] Pedoman perencanaan pembangunan rumah susun diatur dengan peraturan
Menteri.

i T

BAE YV
PEMBANGLINAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

{1} Pembangunan rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara
merdpakan anggung jawab pemerintzh.

(2] Pembanaunan rumah susun umum sebanalimana dimaksud pada ayak (1 yang
diigkzanakan cleh setiap crang mendapatkan kemudahan danfatauy bantuan
pemenntah,

(3} Pembangunan rumah susun umum dan rumah susun khosus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} dapat dilakzanakan oleh lemibaga nirlzba dan badan usaha.

Pasal 16

{13 Pambargunan rumah susun komersial sshanzimana dimaksod dalam Pasal 13 ayat
{2} dapat dilaksanakan oleh setiap arang.

(2) Pelzku pembangunan rumah suisun komersial sebagaimana dimaksud pada ayel {1)
wajin menyedigkan rumah susun umum sskurang-kurananya 20% (dua pulub
persen) dari total luas Rantar ramah susun komersial yang dibangun.

(3) Kewajlban sebagalimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan di luar lokas:
kawasEdn rurnalt susun komersial pada kabupaten/kota yang sama.

(4) Ketentuzn lebib lanjut mengenal kewajbar menyediakan rumah susun umum
sebagalmana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) distur dalem peraturan
pemerintah,

Pasal 17

Fumah susun dapsl dibengun di atas tanah:

a.  hak milik;

b. hak gquna bangunan atau hak pakal atas tanah negara; dan

¢, hak gung bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan,

Pasal 18

Selain dibangun di atas tanzh ssbagaimana dimaksud dalam Pasal 17, rumah susun

umum dan/atau rumah susun khusus dapat dinangun dengan;

a. pemanfaatan barang milik negara/dagrah berupa lanah; atau

b, pendayagunaan tanzh wakaf.

Pasal 19

{1) Pemanfaatan harang milik negara/dasrah barupa tanah entuk pembangunan rumah
susun sebagammana dimaksud dalem Pasal 18 hurof a dilakukan dengan cara sawa
atau kerja sama pernanfaatan,

{?) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah diterbitkan sertifikat hak
atas lanah sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan  (3)
Pelaksanaan sowa atau kerja sama permnanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilzkukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[3) Pefak=sanaan sewa atau kerja sama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada avat
1) dilakukan sesei dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20
(1) Pendaysgunasn fanah wakaf untuk pembanguran rumab susun sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 hurof b dilakukan dengan cara sewa atau kerj@ sama
pemanfaatan sesual dengan krar wakaf,
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{2) Apabila pendayagunaan tanah wakaf sebagaimana dimaksud pada ayal (1) tidak
sesuai dengan krar wakat, dapat dilakukan pengubzhan peruntukan setelah
memperalen persetujuan dan/stau izin tertulis Badan Wakaf Indonesia sesual
dengan ketentuan paraturan perundang-undangan.

{3) Pengubahan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat
dilakukan untuk pambangunan rumah susun mum.

(4) Pelaksanaan sewa atau kerja sama pemanfaztan sehagalmana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan sesuai dengan prinsip syarlah dan ketentuan peraturan perundarng-
undangan.

{5} Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan tanah wakaf unkuk rumah susun
urmim diatur dengan Peraturan Pemerintah,

Pasal 21

(1) Pemanfaatan dan pendayagunaan tanah unfuk pembangunan rumah  susun
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 harus dilakukan dengan
perjanflan tertulis di hadapan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan.

(2} Perfanfian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya
mermuat:

a. hak dan kewajiban penyewa dan pemilik tanah;

b. jangka waktu sewa atas t@nah;

. kepastian pemilik tanah untuk mendapatkan pengemballan tanah pada akhir
masa perjanjian sewa; dan

d. jaminan penyewa terhadap tanah yang dikembalikan tidak terdapat
permasalahan fisik, administrasi, dan hukum,

{3) Jangka waktu sewa atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayal (2) huruf b
diberikan sclama 60 (emam puluh) tEhun sejek ditandatanganinya  perjanjian
tartulls.

{4) Penetapan tarif sewa atas tanah dilakukan olch Pemerintah untuk menjamin
keterjangkauan harga jual saresun umum bagl MBR.

(5) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatatkan di kantor
pertanahan.

Bagian Kedua
Penyediaan Tanah
Pasal 22

{1} Penyediaan tanah untuk pembangunan rumah susun dapat dilakukan melalul:

pembarian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasal negara;

konsolidasi tanah oleh pemilik tanah;

peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemegang hak atas tanah;

pemnanfaatan barang millk negara atau barang milik dasrah berupa tanah;

pendayagunaan tanah wakaf,

pendayaguraan sebagian tanah nagara bekas tanah tedantar; dan/atau

. pengadaan tanah untuk pembangunan bagl kepentingzn umum.

{2} Penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dilaksanakan sesusi
dergan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3} Dalam hal permbangunan rumah susun dilakukan di atas tanah hak guna bangunan
atau hak pakai di atas hak pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
huruf o, pelaky pembanguenan wajib manyelesalkan status hak guna bangunan atau
hak pakai di atas hak pengelolaan sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
uridangan sebelum menjual sarusun yang bersangkutan.

Baglan Ketiga
Persyaratan Pembangunan
Paragraf 1
Umum
Pasal 23
{1) Pembangunan rumah susum dilzkukan melalul perencanaan teknis, pelaksanaan,
dan pengawasdan eknis.

@ op RN Tw
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{2} Perencanaan teknis, pelaksanaan, can pengawasar teknis sebagalmana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan sasual dengan ketentuan peraturan perundang-undzngan.

Pasal 24

Pergyaratan pembangunan rumah susun rellputi:

2. persyaratan administratif;

b. persyaratan teknis; dan

c. persyaratan ekologis,

Pasal 25

{1} Dalam membangun rumah susun, pelaku pembangunan waijib memisahkan rumzh
suSUN ates sarusin, hagian bersama, benda bersama, dan tanah berszma.

(2) Benda hersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjzdi bagian bersama iika
dibangun sebagal bagian Bangunan ruman susun.

{3) Pomisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kejelasan atas:

3, batas sarusun yang dapat digunakan secara terpisah untuk setiap pemilik;
b. balas dan uraian atzs bagian bersama dan benda bersama yang menjadi hak
setiap saruson; dan
. hatas dan uraian tanzh bersama dan hesarmya bagizn yang menjadi hak setiap
sarusun,
Pasal 26

(1) Pemisahan rumah susun ssbagsimana dimaksud dalam Pesal 25 ayat (1} waijih
dituangkan dalam bentuk gambar dan Lraian.

{2} Gambar dan uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk
menetapkan MPP, SHM sarusun atau SKBG sarusun, dan perjanjian pengikatan jual
beti, e

{(3) Gambar dan uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebelum
pelaksanaan pembangunan rumah susun,

(4} Garnbar dan uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2 dituangkan dalam bentuk
akta pemisahan vang disabkan oleh bupatifwalikota.

{5 Khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, akta pemisahan scbagaimana dimaksud pada
ayat (4} disahkan oleh Gubernur,

Pasal 27
Katentuan lebit lanjut mengenal pemisahan rumeh susun serta gambar dan uraian

sehagaimana dmaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 dietur dengan peraturan
pemerintah.

Paragraf 2
Persyaratan Administratif
Pasal 28
Dalam melakukan pembangunan rumah susun, pelaku pembangunan harus memenuhi
letentuan administratif yang meliputi:
A, stetus hak atas tanah; dan
B 1zin mendirikan bangunan (TME),

Pasal 29

{1} Pelaku pembangunan herus membangun rumah susun dan lingkungannya sesual
dengan rencana Tungsl dan pemanfaatannya.

{2) Rencana fungsi dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
mendapatkan fzin dari bupati/walikota,

{3} Khusus untuk Provinsi DK Jzkarts, rencana fungsi dan pemanfzglan sebagaimana
dimaksed pada ayat (2) harus mendapatkan izin Gubermur,

{4} Parrrohonan |zin sebagaimana dimaksud pada ayat (2] dan ayat {(3) digjukan oleh
pelaku pembangunan dengan melamplrkan persyaratan sebagai berikut,
a, serifikat hak atas tanah;
b. surat keterangan rencana kabupaten/kata;
C.. gambar rencana tapak;
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d. gambar rencana arsitextur yang memuat denah, tampak, dan potongan rumah
susUn yang menunjukkan dengan eles balasan sccara vertikal dan horizontal
dari sarusun;

&, gambar rencana struktur beserta perhitunganrya;

I, gambar rencana yang menunjukkan dengan jelas bagian bersama, benda
hersama, dan tanah bersama; dan

g. garmbar rencana utilitas umum dan instalasi beserta perlengkapannya.

(5} Datam hal rumah susun ditangun di atas tanah sewa, pelaku pembangunzan harus
medampirkan  perjamian terlulis  pemanfaatan  dan pendayagunaan  tanah

sabagaimana dimaksud dalam Pasal 21 avat (1).

Pasal 30
Pelaky pembangunan satelah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
ayal {2) dan avat (3) waib meminta pengesahan dari pemerintah daerah tentang
pertelaan yang menunjukkan hatas yang jelas darf setiap sarusun, haglan Bersama,
benda bersama, dan tangh bersama berseriz urgian NPP,

Pasal 31

(1) Pangubahan rencana fungs den pemanfaatan rumah susun sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 ayat (2] harus mendapatkan izin dari bupatiwalikota.

(4} Khusus untuk Provinsi DEI Jakarta, pengubahan rencana fungsi dan pemanfaatan
rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dad
Gubernur.

3) Pengubahan rencana fungsi dan pemanfaatan rumah susun sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) tidak mengurangl fungsl baglan bersama, benda I:nersarna dan fungsi
hunian.

{4} Dalam hal pengubahan rencana fungsi dan pemanfaatan rumah susun sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan pengubahan WPP, pertelaannya harus
mendapatkan pengesahan kemball dard bupat!fwallkota,

(5) Khusus Provinsi DKL Jakarta pengubahan rencana fungsi dan pemanfaatan rumah
susun sehagalmana dimaksud pada ayat (4) mendapatkan pengesahan dari
Gubernur,

(6] Untuk mendapatkan (zin pengubahan sebagaimana dimaksud pada avat (1), palaku
pembangunan  hares  mengajukan alasan dan wsulan  pengubahan  dengan
rnalampirkan:

garmbar rencana tapak beserta pengubahannya;

gambar rencana arsitektur beserta pengubahanrya;

gambar rencana strukiur dan penghitungannya Beserta pengubahannya;

gambar rencana yang menunjukkan dengan jelas bagian bersama, benda

hersama, dan tanah barsama besarta pengubahannya; dan
2. gamber rencana utilitas umum dan instalasi serta perlengkapannya beserta
peEngubabannya.

(7} Pengajuan izn pengubahan sehagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5)
dikenai retribusl.

apoa

Pasal 32
Pedoman permohonan izin rencana fungsi dan pemanfzatan serta pengubahannya
diatur dengan peraturan Mentari,
Pazal 33
Ketentuan lekih lanjut mengenai permobonen izin rencana fungsl dan pemanfaatan
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sarta permohonan izin pengubahan rencana
fungsi dan pemanfsatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diatur dengan
paraturan daerah,
Pasal 34
(1} Pembangunzan rumah susun dilzksanakan berdasarkan perhitungan dan penetapan
koefisien lantal hangunan dan koefislen dasar bangunan yang disesuaikan dengan
kapasitas deya dukung dan dava tampung lingkungan vang mengacy pada rancana
tata ruang wilayah,
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(2} Ketentuan mengenal koeflsien lantal bargunan dan koefisien dasar bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal terdapat pembatasan
ketinggian bangunan yang berhubungan dengan:

g. ketentuan keamanan dan keselamatan operasional penerbannan; dan/atau
b. kearifan lokal.

Paragraf 3
Parsyaratan Teknis

Pasal 35
Persyaratan teknis pembangunan rumah susun terdin atas:
d. teta bangunan yang meliputi pereyaratan peruntukan lokasi serta intensitas dan
arsitekiur bangunan; dan
h. keandalan bhangunan vang melipel  persyaratan  keselamatan,  kesehatan,
kervamanan, dan kemudahan.
Pasal 36

Ketentuan tata bangunan dan keandalan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
35 dilzksanakan sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Persyaratan Ekologis
Pagal 37

Pembangunan rumah susun harus memenuhi persyaratan ekologls yanng mencakup
keserasian dan keseimbangan fungsl lingkungan.

Pasal 38 =
Pemiangunan rumah susun yang menimbulkan dampak penling terhadap lingkungan
harus dilengkapi persyaraten analisis dampak lingkungan sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undannan.

Bagian Keempat
Sertifikat Lalk Fungsi
Pasal 39
(1) Pelaku pembangunan waflt mengajukan permohonan sertifikat laik fungs! kepada
bupatifwalikota setelah menvelesaikan seluruh atau sebagian pembangunan rumah
susun sepanjang tdak bertentangan dengan IMB.
(2) Khusus untuk Provinsi DKT Jakarta, permohonan sertifikat laik fungsl sebagaimana
dimaksud pada ayal (1) diajukan kepada Gubermur.
(3} Pemerintah  daerah  menerbitken sertifikat lalk  fungsl  setelah  melakukan

pemeriksaan kelakkan fungsi bangunan rumah susun sesual dengan kKetentuan
peraturan perundang-undangan,

Eagian Kelima
Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Lingkungan Rumah Susun
Pazal 40
(1} Pelaku pembangunan wajib melengkapt lingkungan rumah susun dengan prasarana,
sarang, dan utilitas umum,
(2} Presarana, sarand, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
mempartimbangkan:
d. kemudahan dan kessrasian hubungan dalam kegialan sehari-hari;
D. pengamanan jiks terjadi hal-hal yang membahayakan; dan
c. struktur, ukuran, dan kekuaten sesual dengan fungst dan PERGGUNSSNNYE,
(3} Prasarana, sarana, dan utilitas umum sebageimana dimaksud pada avak (1) harus
memenuii slandar pelayvanan minimal,
(#4) Ketentuan lebih lanjut mengena: standar pelayanan minimal prasarana, sarana, dan
utilitas umum dlatur dengan Peraturan Mentern.
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Bagian Keenam
Pembangunan Mealalui Penanaman Modal Asing

Pasal 41
Pembangunan rumah susun depat dilzkukan melalui cenanaman modal asing sesuai
denagan ketentuan peraturan perindang-undangan,

Bagian Ketujuh
Pemasaran dan Jual Beli Rumah Susun
Pasal 41

{1} Pelaky pembangunan dapat malakukan pemasaran sebelum pembanguenan rumah
susun dilaksanakan.

{2} Dalam hal pemasaran dilakukan setelum pembangunan rurmah susun dilaksanakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelsku pembangunan sekurang-kurangnya
harus memilikiz

kapastiazn peruntukan ruang;

kepastian hak atas tanah;

kepastian status perguasaan rumah susun;

perizinan pembangunan rumall susun; dan

jaminan atas pembangunan rumah susun dar lembaga penjamin,

{3) Datam hal pemasaran dilakukan sebelum pembangunan rurnah susun sehagaimana
dimaksud pada ayat (2), segala sesuatu vang difanjikan cleh pefaku permbangunan
dan/atau agen pemasaran mengikat sebagal perjanjian pengikatan jual beli (PPIE)
bagi para pihak.

ol R S

Pasal 43

(1) Proses jual hell sarusun sebelumn pembangunan rumah susur selesal depal
dilakukan melalui PRIB yang dibuat dl hadapan notaris.

{2) PFIB scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah  memenuhi
persyaratan kepashan alas:

status kepermilikan tanab;

kepemilikan IME;

ketarsadiaan prasarana, sarana, dan utilitas umum;

kelerbangunan paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan

hal yang diperjanjikan.

pRNOw

Pasal 44
1) Proses jual beli, yang dilakukan sesudah pembangunan rumah susun selasai,
dilakukan malalul akta jual beli (A38).
(#) Pemhangunan rumah susun dinyatakan seleszl sehagaimana dimaksud pada ayat
(1) apebila telah diterbitkan:
a. Sertifikat Lalk Fungsi; dan
b, SHM sarusun atau SKBG sarusun,

BAB VI
PENGUASAAN, PEMILIKAN, DAN PEMANFAATAN

Bagian Kesatu
Penguasaan Sarusun

Pasal 45

{1) Penguasasan sarusun pada rumah susun umum dapat dilakukan dengan cara dimiliki
atau disewa.

{2) Penguasaan sarusun pada rumah susun khusus dapat dilakukan dengan cara
pirjarn-pakal atau sewa.

{3} Penguasaan terhadap sarusun pada rumah susun negara depdal dilakukan dengan
cara pinjam-pakai, sewa, atau sewa-bell,

{4) Penguasaan terhadap sarusun pada rumah susun komersial dapat dilakukan
dengan cara dimilik atau disewa.
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(%) Penguassan sarusun dengen cara séwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (4} dilakukan dengan perjanjian tertulls yang dibuat di hadapan pejabat yang
herwenang sesual dengan ketentuan peraburan perundang-undangan.

(8} Perjanjien lerlulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus didaftarkan pada
PRRERS.

(7} Tata cara pelaksanaan pinjam-pakai stau sewa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2} diatur dafam peraturan pemerintah,

{B) Tata cara pelaksanaan pinjam-pakal, sewa, atau sewaheli sebaoaimana dimaksed
pada avat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-
undangan,

Bagian Kedua
Pemilikan Sarusun

Pasal 46
{1} Hak kepemilikan atas sarusum meropakan bak millk atzs sarusun yang bersifat
perseorangan yang terpisah dengan hak bersama atas bagian bersama, benda
bersama, dan tanah bersama,
{#) Hak atas haglan hersama, benda bersama, dan tanah bersama sebagaimana
dimalksud pada avat (1) dibitung berdasarkan stas NPP.

Pasal 47

(1) Sebagal tanda bukti kepemiilkan atas sarusun di atas tanah hak milik, hak guna
bangunan, atau hak paka: di atas tanah negara, hak guna bangunan atau hak pakal
di atas tanah hak pengelolaan diterbitkan SHM sarusun.

[?) 5HM sarusun sehagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan bagi setiap orang
yang meamenuhl syarat sebagat pemegang hak atas tanah.

(3} SHM sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Satu kesatuan yang
tidak terpisahkan yang terdir atas:

4. salinan buku tanah dan surat ukur ales hak lanah bersama sesuai dengan
katentuan peraturan perundang-undangan;

b. gembar denah lantai pada tingkat rumah susun bersangkutan yang
menunjukkan sarusun yang dimiliki; dan

€. pertelaan mengenal besarmya bagian hak atas bagian bersama, benda bersama,
dan tanah bersama bagi yang bersangkutan.

(4} SHM sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan cleh kantar
pertanahan kabupaten/kota,

(5} SHM sarusun dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebanl hak tanggungan
sesuUai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 48

(1} Sebegei tenda bukli kepemilikan atas sarusun di atas barang millk negara/dzerah
herupa tanah atau tanah wakaf denoan cara sewa, diterbetkan SKBG sarusun.

(2} SKBG sarusun sebegeimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang
tidak terpisahkan yvang terdin atas:

salinan buku bangunzn gadung;

salinan surat perjanjian sewa atas tananh;

gambar denah lantar pads tngkat rumah susun yang hersangkutan yang

menunjukkan sarusun yang dimiliki; dan
d. pertelzgan mengenai besamnys bagian hak atas hagian bersama dan benda

bersama yang bersanghautan.

(3} 5KBG =arusun sehagaimana dimaksud pada avat (1) diterbitkan oleh instansi teknis
kabupaten/kota yang Derfugas dan bertanggung jawab di hidang bamgunan
gedung.

(4} SKBG sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan faminan utang
dengan dibabanl fidusia s2sual dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(5) SKBG sarusun yang dijadikan jaminan utang secara fidusia harus didaftarkan ke
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemenntaban di bidang hukum,

oo
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Pasal 49
Ketentuan leblh lanjut mengenal hentuk SHM sarusun dan SKBG sarusun dan tata cara
panarbitannyva sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pesal 48 digtur dengan
peraturan pemerintah,

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Rumah Susun

Pasal 50
Femanfaatan rumah susun dilaksanakan sesuzi dengan fungsi:
8. hunian; atau
b.  campuran.

Pasal 51

(1) Permanfaatan rumah susun sebagaimans dimaksud dalam Pasal 50 dapat berubah
dari fungsi hunian ke fungsl campuran karena perubahan rencana tata ruang.

(2] Perubahan fungsl yang dizkibatken oleh perubshan rencana tata  ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (L) menjadi dasar mengganti sejumiah rumah
susun dany/atay mermukimkan kembali pemilik sarusun yang dialinfungsikan,

13} Pinak yang melakukan perubahan fungs rumah susun sebagaimanz dimaksud pada
ayat (2) wajib menjamin hak kepemilikan sarusun.

Bagian Keempat
Pemanfaatan Sarusun
Pasal 52

Seligp orang yang menempati, menghuni, atau memilikl sarusun wajit memeanfaatkan
SAMLISUN 525031 dengan fungsinya, =
Pasal 53
{1} Setiap orang dapat menyewa sarusun.
{2} Pervewszan sarusun sebagaimana dimaksud pada avat (1) melputi hak orang

persearandgan atas sarusun dan pemanfaatan terhadap bagian bersama, benda

bersama, dan tanah barsama,

Pasal 54

{1} Sarusun Umum yang mempercleh kemudahan dar pemerintan hanva dapat dimiliki
atau disews oleh MER.

{2} Setlap orang yang mamilikl sarusun umum sshagaimana dimaksud pada ayat (1)
hanya dapat mengalinkan kepamilikannya kepada pihak lain dalam hal:

2. pewarisan;
b. perikatan kepemilikan rumah susun setelah jangka waktu 20 (dua puluh) tahun;
alau

€. pindah tempat tnggasl yang dibuktikan dengan surat keterangan pindah dari
yang harwenang.

(3] Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf ¢ hanya dapat
dilakukan kepada badan polaksana.

(4) Ketentuan lebin lanjut mengenai pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat {2)
dan {3) diatur dalam peraturan permerintan.

(&) Ketentuan mengenal kriteria dan tata cara pembenan kemudahan kepaenilkan
sarusun umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digtur dengan peraturan
Menteri,

Pasal 55

(1} Sarusun pada rurmnah susun negara dapat disewa oleh perscorangan stau kelampok
dengan kemudahan darl pemerintan,

{2} Ketentuan mengenai pedoman penyewaan sarusun sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) diatur dengan peraturan pemerintah.
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EAE VII
PENGELOLAAN

Pasal 56

{1} Pengelolaan rumah susun melipul kegiglan operasional, pemelibharaan, dan
perawatan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama,

{2) Pengelalaan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan
oleh pengelola yang berbadan hukum, kecuali rumah susun umum sowa, rumah
sisln khsus, dan rumah susun negara,

(3] Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendaftar dan
mendapatkan lzin usaha dad bupati/walikota.

(4} Khusus untuk Provinsi DKT Jakarta, badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
(3} harus mendaltar dan mendapatkan izin wusaha dar Gubernur.

Pasal 57

(1) Dalam menjalankan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2),
pengaiola berhak menerima sejumlah biaya pengelalaan.

{2) Biaya pengelolaan sebagaimana dimeksud pada ayat (1) dibebanken kepsdas
pemilik dan penghuni secara proporsional,

{3) Biaya pengelofaan rumah susun umum sewa dan rumah susun khusus millk
pameriniah dapat disubsidl pemerintab.

{4) Besarnya biaya pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
berdasarkan kebutuhan nyata biaya operaswonal, pemeliharaan, dan perawatan.

[5) Ketentuan lebin lanjut mengenal tatz cara  penghitungan  besamya  bigya
pengelolaan dizlur dalam peraturan menteri yang membidangi bangunan gedung.

Pasal 58
Dalam menjalankan kewajlnannya ssbanaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat {2),
pengelola dapat bekerja sama dengan orang persecrangan dan badan bukum,

Pasal 59

(1) Pelaku pembangunan yang membangun rumah susun umum milik dan rumah susun
komersial dalam masa transisi sebelum terbentuknya PPPSRS wajib mengelola
rumah susun,

[2) Masa transisi sehagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pating lama 1 (satu)
tahun sejak penyerahan pertama kall sarusun kepada permilik.

(3) Pelaku pembangunan dalam pengelolaan rumah susun sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) dapat bekarja sama dengan pengelola,

(4) Besarnya biave pengelolaan rumah susun pada masa transisi sebagaimena
dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh pelaku pembangunan dan pemillk sarusun
herdasarkan NPP setizp sarusun,

Pasal 60
Ketentuan leblh f2njut mengenai pengelolaan rumah susun, masa transisi, dan taka cara
penyerahan pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58,
dan Pasal 59 diatur dengan peraturan pemcrintal,

BAB VIII
PEMINGKATAN KUALITAS

Pasal 61
(1) Peningkatan kualitas wajib dilakukan oleh pemiiik sarusun ternadap rumah susun
¥ang:
& tdak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki; dan/atau
b. epel menimbulkan bahaya dalam pemanfaatan bangunan rumah susun
dan/atau lingkungan rumah susun.
(2} Peningkatan kuaiitas rumazhb susun selzin sebagaimana dimaksud pada ayat (13
dapat dilakukan atas prakarsa pemilik sarusun.
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Pasal 62
(1) Pemingkatan kualitss sehagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dilakukan dengan
pembangunan kembali rurmah susdn,
{?) Pembangunan kembali rumah susun sebraorimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui pambongkaran, penataan, dan pembangunan,

Pasal 63
Peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) dilakukan dengan
tetap melindungi hak kepemilikan, termasuk kepentingan pemilik atau penghuni dengan
memperhatikan takior sesiel, budaya, dan ekonami yang berkeadilan.

Pasal 64
Penctapan peningkatan kualitas rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61
ayat (1) merupakan kewenangan pemerintah daerah,

Pasal G5

{1} Prakarsa peningkatan kualitas rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61
ayat (2) dilakukan oleh;

a. pemilik sarusun untuk remah susun umum milk dan rumah susun komersial
melalul PPPSRS;

b. Pemerintah, pemerintah daerah, atau pemilik untuk rumah susun wWNUM SEWa
dan rumah susun khusus; atau

€. Pemerintah atau pemenintah dasrah untuk rumah susLIn negara.

(23 Prakarsa poningkatan kualitas rumah susun yang berasal dari pernilik sebagaimana
dimakeud pada ayat {1) hurut & harus disetujui paling sedikit 60 % (enam puluh
persen) anggold PPPSRS. -

Pasal 66

Pamrakarsa peningkatan kualilas rumah susun scbagaimana dimaksud dalam Pasal 65

ayal (1) wajib;

a. memberitahukan rencana peningkatan kualitas rumab susun kepada penghuni
sekurang-kurangnya 1 (satu) lahun sebelum pelaksanaan rencana tersebut;

o, memberikan kesempatan kepada pemilik untuk meryampaikan masukan terhadap
rencana peningkatan kualitas; dan

c. memprioritaskan pemilik lama untuk mendapatkan satuan rumah susun vang sudah
ditingkatkan kualitasnya.

Pasal 67

{1} Dalam pelaksanaan peningkatan kualitas rumah susun sebagaimanez  dimaksud
dalam Pasal &% ayat (1) huruf a, PPPSRS dapat bekerja sama dengan pelaku
pembangunan ruman susun,

{2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perjanjian
tertulls yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang berdasarkan prinsip
kesetaraan.

{3) Pelaksanaan peningkatan kualitas rumah susun umum dan ruman susun khusus
dilaxsanakan oleh badan pelaksana,

Pasal 68
(1) Pelaku pembangunan bertsnggung jawab terhadap pelaksanaan peningkatan
kualitas, penyediaan tempat hunian sementara yang layak dengan memparhatikan
faktor jarak, sarana, prasarana, dan utilitas umum, termgsuk pendgngznn,
(7} PPPSRS bertanggung jewsb lerhadap penghunian kembali pemilik lama setelah
selasainya peningkatan kualitas rumah susun.
{3} Dalam hal penghunian kemball pemilik lama sebagaimana dimaksud pada ayel {2,
pamilik tidas dikenai bes perolehan hak atas tanah dan bangunan.
Pasal 69

Kotentuan lebih fanjut mengenal peningkatan kualitas rumah susun disbur datam
peraturan pamesintah.
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BAE IX
PENGENDALIAN

Pasal 70
{1} Penaendalizn peryelenggaraan rumah susun dilakukan pada tahap:
8. PpETencan@an;
b. pembangurian;
. penguasaan, permilikan, dan pemanfaatan; dan
d. pengelolaan,
{2} Pengendalian penyelenggaraan rumah susun pada fahap perencanaan sehagalmana
dimaksud pada avat (1) huruf a dilakukan melalu penitaizn terhadap;
d.  kescaugian jumizh dan jenis;
b, kesssusian zonash;
. kesesuaian lokasi; dan
d.  kepastian ketorsediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum,
(3] Pengendalian penyelenonaraan rumah susun pada tahap pembangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilekukan terhadap;
a. bukti penouasazan atas tanah; dan
b. kesesuaian antara pelaksanaan pembangunan dan izin mendirikan bangunan.
{4y Pengendalian penyelenggaraan rumah susun pada tahap penguasaan, pemilikan,
dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dilakukan meialul;
2. pemberian Sertifikat Laik Fungsi; dan
b, buktl penauasaan dan pemilikan atas sarusun.,
{5) Pengendalian penyelenggaraan rumah susun pada tahap penoetalaan sebagaimana
dimaksud pada avat (1) hurul d dilakukan melalui: A2
a. pangawasan terhadap pembentukan PRRSRS: dan
b. pengawasan terhadap pengelolaan baglan bersama, benda bersama, dan tanah
bersama.
’ Pasal 71
(1) Pengendalian penyelenggaraan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal
T ayat (1) dilakukan oleh pemerintah melal:
d. perizinamn;
b. pemeriksazn; dan
c. pereriban,
(2) Ketentuan lebib l@njut mengenal pengendalian penyelenogaraan rumah susun
schagaimana dimaksud pada ayat (1) dialur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X
KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Badan Pelaksana
Paszal 72
(1) Untuk mewujudkan penyadiaan rumah susun yang layak dan terjangkau bagi MBR,
Pemerintah menugas alaw membentuk badan pelaksana.
(2) Penugasan atau pembentukan badan pelaksana sebagaimana dimaksud peda ayal
(1) bertujuan untuk;
2, mempercepat penyvediaan rumah susun umum dan rumah susun khusus,
terutama di perkotaan;
. menjamin hahwa rumah susun umurm hanya dimilik] dan dibuni oleh MBR:
L. menjamin tercapainya asas manfzal rumah susun; dan
d. melaksanakan berbagal kebijakan di bidang rumah susun umum dan rumah
susun khusus,
(3) Badan pelaksana sebagaimana dimsksud pada ayat (1) mempunyai  fungs)
pelaksanzan pembangunan, pengzliban kepemilikan, dan distibus rumalh susun
urnum dan rumah susun khusus secars rerkoordinasi dan terintegrasi.
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(4] Untuk melaksanakan fungs sebagaimana dimaksud pada ayat (3), badan pelaksana
bertugas:
a. melaksanakan pembangunan rumab susun umum dan rumah susun khusus;
b. menyelenggarakan keoordinasi operasional lintas  seklor, termasuk  dalam
penyediagan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
C. melaksanakan peningkatan kKualitas rumah susun umum dan rumah susun
khusus;
d. memfasilitasi penyediaan tanah untuk pembangunan rumah susun urom dan
rumah susun khisos;
g, memfasilitasi penghunian, pengahhan, pemanfaatan, serta pengeiolaan rumah
susun umurm dan rumah susun khusus;
f. melaksanakan verifikasi pemenuhan persyaratan terhadap calon  pemilik
dan/atau penghuni rumah susen umum dan rumah susun khusus; dan
g. melakukan pengembangan hubungan kerja sama di bidang rumah susun
dengan berbagal instansi dl dalam dan di luar negerl.
Pasal 73
Fetentuan ledh lamjut mengenai penugasan atad pembentukan badan pelaksana
sebagaimana dimaksud dalam Fasal 72 diatur dengan Peraturan Femerintah.

Bagian Kedua
PPPSRS
Pasal 74
(1) Pemilik sarusun wajfih membentuk PEFSRS.
(2) PPPSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan pemilik atau
penghuni yang mendapat kuasa dari pemilik sarusun.,
(3} PPPSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kedudukan sebagsi badan
hukum berdasarkan undangundang ini.

Pasal 75
{1) Pelaku pembangunan wajih mamfaslitasi terbentukrya PPPSRS paling lambat
sebelum masa transisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat {(2) berekhir.
{2) Dalam hal PPPSRS telah terbentuk, pelaku pembangunan segera menycrahkan
pengelolaan benda bersama, bagian bersama, dan tenah bersama kepada PPPSRS.
(1) PPPSR5 sabagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewsjiban mengurus kepentingan
para pemilk dan penghuni yang berkaitan dengan pengelolaan kepemillkan benda
bersama, baglan bersama, tanah bersama, dan penghunian.
(4) PPPSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk atau menunjuk
pengelola,
Pasal 76

Tata cara mengurus kepentingan para pemilik dan penghunl vang bersangkutan dengan
penghunian scbhagaimana dimaksed dalam Pasal 75 diatur dalam Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga PRRSRS.

Pasal 77
(1) Dalarn hal PPPSRS memutuskan sesuaty yang berkzitan dengan kepemilikan dan
pengelolaan rumah susun, setiap angaeta mempunyai hak yang sama dengan NPP.
(2) Dalarn hal PPPSRS memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan
penghunian rumah susun, setizp angoota berhak memberikan satu suara.
Pasal 78
kotentuan lebin lamut mengena! PPPSRS sebagaimang dimaksud dalam Pasal 74, Pasal
75, Pasal 76, dan Pasal 77 diatur dengan Peraturan Pemerintah,
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BAB XI
TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 79
{1) Pemerintah dalam melaksanakan pembinazn penyelenggaraan rumah  susun
mempunyai tigas dan wewenang.
{2} Tugas dan wewenann sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilgkukan oleh
pemerintah sesuai dengan tingkat kewenangan Masing-masing.,

Bagian Kedua
Tugas
Paragraf 1
Pemerintah

Pasal B0

Pemerintah dalam melaksanakan pembinaan  penvelenggaraan  rumah susun

mempenyai tugas:

2. merumuskan kebijakan dan strategl di bidang rumah susun pada tingkat nasional;

b. menyusun rencana dan program pembangunan dan pengembangan rumah susun
pada tingkat nasional;

o menyelenggarakan sinkronisasi dan sosizlisasi peraturan  perundang-undengan
serta kebijakan dan strataqgi penyclenggaraan rumah susun pada tingkat nasglonal;

d. menyelanggarakan fungsi operasionalisasi polaksanaan  kebljakan  penyediaan
rumafn susun dan mengsmbangkan lingkungan rumah susun sebagai bagian dar
permukiman pada tingkat nasional; -

B membercayakan pemangky kepentingan dalam bidang rumah susun pada Hngkat
nasional;

f.  menyusun dan menetapkan standar pelayanan minimal rumah SUSL;

9. menyelenggarakan keordinas: dan fasilitasi penyusunan dan penvediaan basis data
rumah susun pada tingkat nasional;

h. mengalukasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwuiudmea
rumah susun umur, rumah susun khusus, dan rumah susun nagara;

I memfasilitasi penyediaan rumah susun bagi masyarakar, terutama bagi MBR:

J. memfasilitas| penyediaaan prasarana, sarana, dan utilitas umurm bagi rumah susun
yang disediakan untuk MBR:

k. menyelenggarakan peryusunan kebijakan nasional tentang pendayaqunaan dan
pamanfaatan hasi rekayasa teknologi di bidang rumah susun: dan

I melakukan pencadangan atau pengadaan tanah untuk rumali sesun umurm, rumah
susUn khusus, dan rumah susun negara yang sesual dengan peruntukan Iokasi
pembangunan rumah susun,

Paragraf 2
Pemerintah Provinsi

Pasal B1

Pamerintah provinsi dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan rumah suwsun

mMampunyai tuges:

2. merumuskan kebijakan dan strategi di bidang rumah susun pada tingkat proving
dengan berpeduman pada kebijzkan dan strategi nasional:

b. menyusun rencana dan program pembangunan dan pengembangan rumah susun
pada tingkat provinsi dengan berpedoman pada perencanaan nasional;

C. mMelaksanakan sinkronisasi dan sosialisasl persturan perundang-undangan serta
kebijakan dan strategi penyelengnaraan rumah susun rada tingkat provinsi;

d. melaksanakan fungsl operasionalisasi kebijakan penvediaan rumah susun dan
mengambangkan lingkungan hunlan rumah susun sebagai bagian dari kawasan
permukiman pada tingkat provinsi;

B memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang rumah susun pada bngkat
provinst;
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£ melaksanakan standar pelayanan minimal rumah susun;
rriclaksanakan koordinasi dan faslitasi perwusunan dan penyediaan bass data
rumnah susun di kabupaten/kota pada wilayah provinsi;

h. mengalokasiken dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnye
rismah susun urmum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara;

i, memiasiitasi penyediaan rumah susun bagi masyarakat, terutama hagi MBR;

{, memfasilitasi penyediagan prasarana, sarana, dan utilitas umum bagi rumah susun
yang disedizkan untuk MBR;

k. melaksanakan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasi
rekayasa teknolagl di hidang rumah susun dengan berpedoman pada kebliakan
nasicnal; dan

I.  melakukan pencadangan atau pengadaan tanah untul rumah susun umum, rumah
susun khusus, dan rumah susun negara yang sesual dengan peruntukan lokasi
pembangunan rumah susun.

Paragraf 3
Pemerintah Kabupaten/Hota
Pasal B2

Pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan rumah

suSUN Mempunyal tugas:

a. merumuskan kabijakan dan strateql pada Hingkat kahupaten/kota di bidang rumah
susun dengan berpedaman pada kebijakan dan strategi provinsi dan/atau nasional;

k. menyusun rencana dan program pembangunan dan pengembangan rumah susun
pada tingkat kabupaten/kota dengan berpedoman peda perencanaan proving
dan/atau nasicnal;

¢ midaksanakan sinkronisasi dan sosialisas] peraturan perundangendangan 5ot
kehijakan dan strategi penvelenogaraan rumah susun pada tingkat kabupaten/kota;

d. melaksznakan fungs  operasionalisasl  kebijakan  penyedizen  dan penatazn
lingkungan hunian rumah susun pada tingkal kabupaten/kota;

g, memberdayakan pemangku kepentingan dalam hidang rumah susun pada tingkat
kahupaten/kota;

I. meleksanakan standar pelayanan minimal rumah susun;

0. melakeanakan koordingsi dan fasilitasi penyusunan dan penyediaan basis data
rumah susun pada tngkat kabupaten/kots;

h. mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung lervujudny
rurmah susun urmnurm, rdmah susun khusus, dan rumah susun negara;

i, memfasiitasi penyediaan rumah susun bagl masyarakat, terutama bagi MER;

{. memfasiitasi penyedigaan prasarana, sareng, dan utilitas umum pembangunan
rurmah susun bagi MER;

k. melaksanakan kebilakan daerah tentang pendayegunaan den pemanfaatan hasil
rekayass teknologn di bidang rumah susun dengan berpedoman pada kebifakan
provinsi danfatau nasional;

I. melakukan pencadangan alaw pengadazan t@nah unbuk romah susun umuam, ruman
sysyn khusus, dan rumah susun negara wang sesudn dengan peruntukan jokasi
pembangunan rumah susun,

m. memfasilitasi pemaliharaan dan perawatan praszrang, sarana, dan utilitas emum
rurmah susun yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat; dan

n, menginventarisas, mencatat, dan memetakan tansh, prasarens, sarang, wtiitas
umum, dan bangunan vang menjadi bagian dari rumah susun,

Bagian ketiga
Wewenang
Paragraf 1
Pemerintah
Pasal B3

Femerintah dalam melaksanakan pembinzan penyvelenggaraan rumah susun memmpu-
MyHl WEWENANg:
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a. menetapkan kehijakan dan strategi di bidang rumah susun pada tngkat nasional;

b. menetapkan peraturan perindang-undangan, termasuk norma, standar, prosedur,
dan kriteria di bidang rumah susun;

c. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijgkan, strategi, dan program di
bidang rumah susun pada tingkat nasional;

d. mengawasi pelaksanaan operasionalisasl kehijakan dan strategi di bidang ruman
susun pada tingkat nasional;

s, memfasiitas pengelelaan bagian bersama dan benda bersama rumah sisun umum,
rurmiah susun khusus, dan rumah susun negara;

f. mamfasiitasi keriz sama pada tingkat nasional antara pemerintah dan badan
hukum atau kera sama internasional antara pemerintah dan badan hukum asing
dalam penyelenggaraan rumah susun;

g. menyelenggarakan keordinasi pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang
ramah lingkungan serla pemanfastan industrl hahan bangunan yang mengutama-
kan sumber daya dalam negeri dan kearitan lokal yang aman bagi kesehatan;

h. menyelenggarakan koordnas pongawasan pelaksanaan peraturan perundang
undangan di bidang rumah susun;

i, dan memfasilitasi peningkalan kualitas rumah susun umum, rumah susun khusus,
dan rumah sisun negara pada tingkst nasional.

Paragraf 2
Pamerintah Provinsi

Pasal 84

Pemerintah proving: dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan rurmah susun

mEMmpunyal wewenandg:

a. menstapkan kabiakan dan strategl di bidang rumah susun pada tingkat provinsi
dengan berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional;

b, menyusun dan menyempumakan peraturan perundangqundangan di bidang ruman
susun pada tingkat provinsl dengan bempedoman pada norma, standar, prosedur,
rdan kriteria nasional;

C. menyusun petuniuk pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang
rumiah susun yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;

d. melakukan pementauan dan evaluasi pelaksanaan operasionalisasi kebijakan dan
strategi di bidang rumat susun pada tingkat provins;

g. melaksanakan pengewasan dan pengendalian peizksanaan peraturan perundang-
undangan, kebijakan, strateql, sarta program di bidang rumah susun pada tingkat
provinsi;

f.  memfasilitasi pengelalaan bagian hersama dan benda bersama rumai SUsun umum,
rumah susun khusus, dan rumzh susun negara pada tingkat provins!;

g. memfasilitasi kerja sama pada tingkat provinsl, antara pemerintah provins,
kahupaten/kofz, dan badan hukurn dalam penyelenggaraan rumah susun;

h. melaksanakan pemanfzatan teknolonl dan rancang Bangun yang ramah lingkungan
serta pemanfaatan industri bahan bangunan yang mengutamakan sumber daya
dalam negeri dan kearifan lokal yang aman hagi kesehatan;

{. melaksanakan pengewasen palaksanzan peraturan perundang-undangan di bidang
rumah susun; dan

i, memfasiitasi peningkatan kualitas rumah susun umum, ramah susun khusus, dan
rumah susun negara pada Gngkat proving.

Paragraf 3
Pemerintah Kabupaten/Kota
Pasal 85
Pomerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan pembingan penyelenggaraan ruman
SLISLN MBMPUNYE WEWENENg:
4. menctapkan kebijakan dan strategl di bidang rumah susun pada tingkat
kabupaten/kota dengan berpedoman pada kebijakan dan strateal nasional dan
provins;
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b, menyusun dan menyempurnakan peraturan perundangundangan di bidang rumah
susun pada tingkat kabupaten/kota dengan berpedoman pada nomma, standar,
prosadur, dan kriteria proving dan/atau nasianal;

C. menyusun petunjuk pelaksanaan norma, stendar, prosedur dan kritens di bidang
rumah susun yang telah ditetapkan oleh pamasintah proving dan/atau Pemerintah:

d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan operasionalisas kebijakan dan
strategi di bideny rumah susun;

& melakeanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanzan peraturan perundang-
undangan, kebijakan, strategi, serta program di bidang rumah susun pada tingkat
kabupaten/kote;

. memfasilitasl pengelolsan bagian bersama dan benda bersama rumah susun umum,
rumah susun khusus, dan rumah susun negara pada tingkat kabupatan/kata;

g. menetapkan zonasl dan lakasi pembangunan rumah susun;

h. memfasilitasi kerja sama pada tingkat kabupaten/koba antara  pemerintah
kahupaten/kota dan badan hukum dalam penyelenggaraan rumah susur;

i, melaksznakan pemanfaalan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan
serta pemanfaatan Industr bahan Bangunan yang mengutamakan sumber daya
dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesshatan;

Jo melaksanakan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang
rumah susun; dan

k. memfasilitasi peningkatan kualitas rumah susun umuem, rumah susun khusus, dan
rumah susun negara pada tingkat kabupaten/kota.

Bagian Keempat
Bantuan dan Kemudahan

Pasal B6 -
Pemerint2h memberikan bantuan dan kemudshar dalam rangka pembangunan,
penghunian, penduasaan, pemilikan, dan pemanfaatan rumah susun bagl MBR.

. Pasal 87
(1) Pemerintah dan/atay pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pengadaan
tanan untuk pembangunan rumah susun umum, rumzh susun khusus, dan/atau
rumah susun negara.
(2} Tanggung jawab dzlam pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang.
(3) Biaya pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada
Pemerinlah dan/atau pemeriniah dasrsh sesuai dengan tingkat kewenanganmya.
Pasal BB
(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daersh memberikan insentit kepada palaky
pembangunan rumah susun umum dan rumah susun khusus serta membertkan
bantuan dan kemudahan bagl MBR.

{2} Insentif yang diberikan kepada pelaku pembangunan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berupa:

. fasilitasi dalam pengadaan tanah;

fasilitasi dalam proses sertifikasi tanah;

fasilitasi dalam proses pesdzinan:

fasilitas kredit konstruksi dengan suku bunga rendah;

ingenbl perpajakan sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

danjatau

f.  bantuan penyedisan prasaranz, sarana, dan utifitas umum,

Bantuan dan kemudahan yang diberikan kepada MBR sebagaimana diraksud pada

ayat (1) berupa:

kredit kepemilikan sarusun dengan suku bunga rendah;

keringanzan biaya sewa sarusun;

asuransi dan penjaminan kredit permilikan rumah susun;

insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;

dany/atanu

2. sertifikas sarusun,

canow

(3

—

00w
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{4) Ketentuan lebib lanjut mengenal bentuk dan lata care pemberian insentif kepada
pelaku pembangunan rumah susun umum dan rumah susun khusus serta bantuan
dan kemudahan kepada MBR diatur dalam peraturan pemerintah.

BAB XIT
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 89
{1) Setiap orang mempuryal hak untuk menghuni sarusun yang leyak, lerjangkau, dan
Berkelanjutan di dalam linokungan yang sehat, aman, dan harmaonis,
{2) Dalam penyelenggaraan rumah susun, satiap orang berhak:

a. memberikan masukan dan wsulan dalam penyusunan kebliakan dan strategl
rumah susun pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;

b. mengawasl ketaatan para pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan
kchijakan, strategi, dan program pembangunan rumah susun sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan, baik pada lingkat nasional, provinsl, maupun
kabupaten/kota;

¢ memperoleh  Informasi, melakukan  peneliian, serta  mengembangkan
pengetabuan dan teknokogi rumah susun;

d. ikul serta membantu mengelola informasi rumah susun, balk pada tingkat

nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota;

membangun rumah susun;

memperaleh manfaat dari penyelenggaraan rumah susun;

memperoleh penggantian yang layak atas kerugian vang dislami secars
langsung sebagal akibat penyelenggarazn rumah susun:

mengupayakan kerja sama antarlembaga dan kemitragn antara pemerintah dan
masyarakat dalam kegiatan usaha di bidang rumah susun: dan

mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan terhadap penysienggaraan
rumah susun yang merugikan masyarakat.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 90
(1) Setiap orang wajib menaati pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program
pembangunan rumah susun yang dilaksanakan sesuas dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang rumah susun.
(2} Setlap orang dalam menggunakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89
wajib menaati ketentuan peraturen perundangan-undangan di Didang rumah susun,
(3} Dalem penyelenggaraan rumah susun, setiap orang wajib:
8. menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kesehatan di lingkungan
ruman susun;
b. ikut serla mencegah terjadinye pervelenggaraan rumah susun yang mearugikan
dan membahayakan orang lain dan/atau kepertingan umum;
C. menjaga dan memelihara prasarana dan sarana lingkungan serta utilitas umum
yang berada di lingkungan rumah susun; dan
d. mengewasi pemanfaatan dan pemungsicn prasarana, sarana, dan ublitas
urrLm di lingkungan rurmah susun,

BAB XI1I
PENDANAAN DAN SISTEM PEMBIAYAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 91
(1) Pendanasn dan sistemn pembizyaan dimaksudkan untuk memastikan keterscdizan

dana dan dana murah janoka panjang yang berkelanjutan untuk pemenuhian
kebutuhan rumah susun,

T womm
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2) Pemerintah dan pemerintah daerah mendarong pemberdayaan sistermn pemblayaan
sebagalmana dimaksud pada ayvat {1).

Bagian Kedua
Pendanaan
Pasal 92
Sumber dana untuk pemeanuhan kebutuhan rumah susun berasal dar:
a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; danfatau
o sumber dana lainnya sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93
Cana sebagaimana dimaksud dalarm Pasal 92 dimanfaatkan untuk mendukumnag:
a. penyelenggaraan rumah susun umom, rumah susun khosus, serta rumah susun
negara; dan/atau
b, pamberian bantuan dan/atau kemudahan pembangunan rumah susun umum,
rumah susun khusus, dan rumah susun negara.

Bagian Ketiga
Sistem Pembiayaan
Paragraf 1
Umum

Pasal 94

(1) Pemerintah dan/atau pemerintah dasrah melakukan upaya pengembangan sistom
pembizyaan untuk penyvelenggaraan rumah susun,

(2} Pemgembangan sistem pembiayaan scbagaimana dimaksud pada :r,rdt {1) meliputi:
d. lembaga pembiavaan;
0. pengerahan dan pemupukan dana;
c. pemanfastan sumber biaya; dan
d. kemudzhan atau hantuan pembizvaan,

(3) Sistem pembiayaan sebagaimanz dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesusi
derigan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pemanfaatan Sumber Biaya

Pagal 95
Pemanfaatan sumber biava sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2% huruf o
digunakan untuk:
pembangunan rumah susun;
pemerolehan sarusun;
pemelinaraan dan perawatan rumah susun;
peningkatan kualitas rumah susun: dan/atay
kepentingan lain di bidang rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

panow

BAB XIV
PERAN MASYARAKAT
Pasal 96
(1) Penyelenggaraan ruman susun dilakukan oleh pemerintah sesuan dengan tingkat
kewanangannya dengan melibatkan peran masyarakat,
(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilskukan dengan
membearikan masukan dalam;
4. penyusunzn rencana pembangunan rumah susun dan lingkungannya;
0. pelaksanaan pembangunzn rumah susun dan lingkungannya;
o, pemanfaatan rumah susun dan ingkungannya;
d.  pemelibaraan dan perbaikan romah susun dan lngkunganmya: dan/atau
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e pengawasan  dan pengendalian  penyelenggaraan  rumah susun dan
lingkungannya.
(3) Masyarakatl dapat membentuk forum pengembangan rumah susun,
[4) Farum sehagaimana dimaksud pada ayvat (3) mempunyal fungsi dan tugas:
a4, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pengembangan
rumzh susun;
b, membahas dan merumuskan pemikiran arah pengembangan penvelenggaraan
rumah susun;
C.  meningkatkan peran dan pengawasan masyarakat;
d. memberikan masukan kepada pemerintah;
€, danfatae melakukan peran arbitrase dan medias di bidang penyelengoaraan
rumah susun,
(5} Pembentukan forum sebagaimana dimakesd pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang undangan.
(6) Ketentuan flehih lanjut mangenai peran masyarakat dalam penyeclenggaraan rumah
susun dan forum pengembangan rumah susun sebagaimana dimaksid pada ayat
(1) dan ayat (3) distur dalam peraturan Menteri.

BAB XV
LARANGAN

Pasal 97
Setiap pelaku pembangunan rumah susun komersial dilarang mengingkan kewajiban-
nya untuk menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya 209 (dua puluh
persen) dari total luas lantai rumah susun komersial yang dubanq:m sehagalmana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).

Pasal 98
Palaku pembanagunan dilarang membuat PPIS:
a, wyang lidak sesuai dengan yang dipasarkan; atau
b. sebelum memenubi persyaratan kepastian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43

ayat (7).

Pasal 99
Setiap orang dilarang:
8. merusak atau mengubeh prasarana, sarana, dan ublitas umum yang ada di
limgkungan rumah susun;
b. melakukan perbuatan yang membahayakan orang lain 2tau kepenbingan umum
dalam lingkungen rumah susun;
¢, mengqubzh fungsi dan pemanfaglan sarusun; atau
d. mengallhfung:slhan prasarana, sarana, dan utiitas umum, serta benda hersama,
bagian bersama, dan tanah bersama dalam pembangunan atau pengelolaan rumah
sLISLIM,
Pasal 100
Setiap orang dilerang membangun rumah susun i luar lokasi vang ditetapkan.

Pasal 101
(1) Setiap orang dilarang:
a, menaubah peruntukan lokasi rumah susun yang sudah ditetapkan: atau
b. mengubah fungs dan pemanfaatan rumah susun.
(2) Larangan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecuallkan apabila terdapat
perubaban tata ruang.
Pasal 102
Setiap pejabat dilarang:
A menetapkan lokasl yang berpotensi menimbulkan bahaya untuk pembangunan
rurmah susun; - atau
b. mengeluarkan izin mendirikan bangunan rumah susun yang tidak sesuai denoan
Inkasi peruntiukan,
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Pasal 103
Setiap orang diiarang menyewakan atau mengalihkan kepemilikan sarusun umum
kepada pitiak lain, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (20

Pasal 104
Setiap orang dilarang manghalang-halangi kegiatan peningkatan kualitas rumah susun
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), Pasal 62, Pasal 64, dan Pasal 65.

BAB XVI
PENYELESATAN SENGKETA

Pasal 105

(1} Pervelesaian sengketa di hldang rumzh susun terlebih dabulu  diupayakan
berdasarkan musyawarah untuk mufakat,

(2} Dalam hal penyelesalan sengketa melalul musyeswarsh untuk mufakat tidak
tercapai, pihak yany dirugikan dapat mengqugat malalui pengadilan yang berada di
lingkungan pengadilan umum ataw di luar pengadilan berdasarkan pilihan yang
disepakati para pihak yvang hersenaketa melalyl zlternabf penyelesaian sangketa,

(3) Pemyelesaian sengketa di luar pengadilan sehagaimana dirnaksud pada ayat (2}
dilakukan malaluf arbitrase, konsultas:, negosiasi, mediasi, konsllasi, dan/atau
penilaian ahl sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8] Penyelesalan sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
tidak menghilangkan tanggung jawab pidana,

Pasal 106
Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) dapat dilakukan oleh:
3. Orang persecrangen; -
b. badan hukum;
C. masyarakal; danjfatau
. pemerintah atau instans: lerkait.

BABE XVII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 107
Setiap orang yang menyslenggarakan rumah susun tidak memenuhl ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Pasal 22 ayat (3), Pasal 25 ayat (1),
Pasal 26 ayat (1), Pasal 30, Pesal 39 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), Pasal 51 ayat (3),
Pasal 52, Pasal 59 ayat (1), Pasal 61 ayat (1), Pasal 66, Pasal 74 zyat {1) dikenai sanksi
administratif,
Pasal 108

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Passl 107 dapat berupa:
peringatan tertulls;
pembatasan kegialan pembangunan dan/atau kegiatan usaha;
penghentian sementara pada pekerjaan pelaksanzan pembangunan;
penghentizn sementara atau penghentian totap pada pengelnlaan rumah
SUSUN;
pengenaan denda administratif;
pencabutan IMB;
pencabutan sertifikat lalk fungsi:
pencabutan SHM sarusun atau SKBG sarusun;
perintah pembaongkaran bangunan rumah susun; atau

i pencabutan izin usaha.
(2) Pengenzen sanks| administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tdak

menghilangkan tanggung jawab pemulihan dan pldana.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenal sanksi administratif, tata cara, dan besaran denda

administratif diatur dalam peraturan pemerintah,

an oo

mEe o
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BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 100
Setiap pelgku pembangunan rumah susun komersial yang menagingkan kewajibannya
untuk menyvediakan rumah susen umunm sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen)
darl total luas lantal rumah susun komersial yang dibangun sebagaimana dimaksed
dalam Pasal 97 dipdana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua} tahun atau denda
paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milar rupiah).

Pasal 110
Pelaki pembangunan yang membuat PRIE:
2. yang bidak sesual dengan yang dipasarkan;
b. atau scbelum memenuhl persyaratan kepastian sehagaimana dimaksud dalam Pasal
43 ayat (2);
sebagaimena dimaksud dalam Pasal 98, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4
(empat) tzhun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 111
(1} Setiap orang yang:
d. merusak atau mengubah prasarana, sarena, dan utilites umum yang ada dl
lingkungan rumah susun;
b. melakukan perbuatan yang membahayakan orang lain atau kepentingan umum
ddlam lingkungan rumah susun;
€. mengubah fungs dan pemanfaatan sarusun; atau
d. mengalihfungsikan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta benda bersama,
bagian bersama, dan tanah bersama dalam pembangunan atau pengeiolaan
rumah susun
dipidana dengan pidana penjara paling lema 1 (satu} tahun atau denda paling
banyak RpS50.000.000,00 (lima puluh juta rupizh),
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada avat (1) mengakibatkan bahaya
bagi nyawa orang atau barang, pelaku dipidana denyan pidana pendara paling lama
5 ylima) lahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh
futa rupiah).

Pasal 112
Satfap orang yang membangun rumah  susun o Juzr lokasi vang ditetapkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dipidena dengan pidana peniara paling fzma 2
{Gua) Lahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar ruplah),

Pasal 113
(1) Seliap orang yang:
a. mengubah peruntukan lokas! rumah susun vang sudah ditetapkan; atau
h. mengubah fungsi dan pemanfaatan rumah susun sehagalmana dimaksud dalam
Pasal 101 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atauy
denda paling banyak RpS50.000.000,00 (lima puluh futa rupiahl.,
(2} Dalam hal perbuatan sehagalimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan bahava
bagl nyawa orany atau barang, pelaku dipidans dengan pidana penjara pating lama
5 {lima) tahun atau denda paling banyak Rp?50.000.000,00 (dua ratus lima puluh
juta rupiah),
Pasal 114
Setiap pojabat yang:
a. menetapkan lokasi yang berpotensi menimbulkan hahaya urtuk pembangunan
rumah susun; atau
. mengeluarkan izn mendinkan bangunan rumah susun yang tidek sesuai dengan
lokasi peruntukan,
sebavaimana dimaksud dalam Pasal 102 dipdana dengan prdana penjara paling lama 5
{lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupah).
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Paszal 115
Setiap orang vang menyewzkan atau mengalinkan kepemilikan sarusun umum kepada
pihak lain, setagaimana dimaksud dalam Pasal 103, dipidana dengan pidanz denda
paling banyak Rpl50.000.000,00 {seratus ima pulub juta rupiah).

Pasal 116
Setiap orzng yang menghalang-halangl kegiatan peningkatan kualitas rumah susun
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dipldana dengan pidana penjara paling lama 2
{dua) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupliah),
Pasal 117
{1} Dalam hal perbuatan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 109 sampal dengan Pasal
116 dilakukan nleh hadan hukum, maka selain pidana penjara dan denda terhadap
pengurusrya, pidana depal dijatunkan terhadan hadam hukum berupa pidana
denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda terhadap crang.
{2} Selain pidana denda sebagaimana dimaksud peda ayat (19, badan hukum dapat
dijatuhi pidana tambahan berupa:
a. pencabutan iz usaha; atau
b. pencabutan status badan hukum,

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 118

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

2. Undeng-Undang Momor 16 Tahun 1985 tentang Rumeh Susun {Lembaran Weoara
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomar 75, Tambahan Lembaran Mogara Republik
Indonesta Nomor 3318) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

b. Semua persturan perundang-undangan yang merupskan persturan pelaksanaan
dari Undang-Undang Memor 16 Tahun 1985 tenlany Rumah Susun dirvatzkan
terap berlaky sspanjany Ldak bertentangan atau belum digant dengan peraturan
pelaksanaan yang hary berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 119

Peraturan perundana-undangan pelaksanaan yang diamanatkan dalam Undang-Undang

ini diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Urdang-Undang ini

diundangkan,
Pasal 120
Undang-Undang ini mulai berfaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memenntahkan pengundangan Undang-Undang ini
denfan penempatannya dalam Lembaran Neqara Republil Indonesia,

Diundangkan i Jakarts Dizahkan di Jakarta

pada tenggal 10 Movemnber 2011 pada tangyal 10 Movember 2011
MENTERT HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  PRESIDEN REPUBLIE INDOMNESIA
REPUBLIK INDONESLA, tid.

tia. LR, H. SUSILO BAMBANG YUDHOYOND
AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPLIELTK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 108

Salinan sesual dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REFURLIK INDOMESIA
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekgnomian,

SETIO SAPTO NUGROHO
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PEMJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUELIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2011
TENTANG
RUMAH SUSUN
I. umMumM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1)
menegaskan bahwa setisp crang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat
tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang balk dan sehat. Tempat finggal
mempunyal peran strategls dalam pembentukan watak dan kepribadian bangsez. serla
sebagal salah salu upaya membangen manusia Indonesia seutubnya, berjati din,
mandiri, dan produldif. Oleh karena itu, negara bertanggung jawab untuk menjamin
permanuhzn hak akan tempat tinggal datam bentuk rumah yang layak dan terjangkau,

Pemenuhan hak atas rumah merupakan masalah nasional yang dampaknya sangat
dirasakan dl selurubh wilayah tanah air. Hal it dapat dilihat dar masih bamyaknya MER
vang belum depal menghuni rumah yeng layak, khususnya di perkotaan yang
mennakibatkan terbentuknya kawasan kurmub. Pemenubhan kebutunan perumahan
tersebut salan satunya depat dilakukan mefalul pembangunan rumah susun sebagal
bagian dar pembangunan perumahan mengingat keterbatasan lahan di perkotaan.
Pembangunan rumah susun diharapkan mampu mendorong pembangunan perkotaan
yang sekaligus memadi sotusi peningkatan kualitas permukiman.

Ketentuan mengenal rumah susun selama ini diatur dengan Undang-Undang Nomor
16 Tahun 1985 lenteng Rurmah Susun, telap dalam perkembangannya, undang-undang
tersebut sudah tidak sesusl dengan perkembanozn hukum, kebutuhan setisp orang
dalam penghunian, kepemilikan, dan pemanfaatan rumah susin. D samping it,
pangareh globalisas, budava, dan kehidupan masvarakal serta dingmika masyarakal
meniadikan undang-undang terssbot fidsk memadal lagi sebans’ pedoman dalam
pengaturan penyelenggaraan rumah susun.

Undang-Undang Inl menciptakan dasar hukum yang tegas berkaitan dengan
penvelenggarsan rumah susun dengan berdasarkan asas kesejahteraan, keadilan dan
poemerataan, kenasionalan, keterjangkauan dan kemudahan, keefisenzn dan kemdn-
faatan, kemandirian dan kehersamaan, kemitraan, keserasian dan keseimbangan,
reterpadusn, kesehatan, kelestarian dan berkelanjutan, keselamatan, kenyamanan, dan
kemudahan, seria keamanan, ketertiban, dan keteraturan.

Dalam  undang-undeng i penyelengaaraan  rumah susun bertujuan  untuk
menjamin erwujudrva rumah susun vang layvak huni dan terjangkau, meningkatkan
efisiensi dan efektivitas pemanfaatan ruang, mengurangl luasan dan mencegah
fimbulnya perumahan dan permukiman kumuh, mengarahkan pengembangan kawasan
perketaan, memenuhi kebutuhan sesel dan ekonemi, memterdayakan para pemangku
kepentingan, serta memberdkan kepastizn hukum dalam pemyedizan, kepenghunian,
pengelolaan, dan kepamilikan rumah susun. Pengaturan dalam undang-undang ini juga
menunjukkan keberpibakan negarg dalam memenuhi kebutuhan tempat tnggal yang
terjangkan bagl MBR serta parizipast masyarakat dalam penyelsngazraan rumah
SLISUT,

Undano-LUndann inl memberlkan kewsnangan yang luas kepada Pemerintan di
bidang penyelenggaraan rumzah susun dan  memberikan  kewenangan  kepada
pemarntah dacrab untuk melgkulkan penyelenggaraan rumah susun di daerah sesua
dengan  kewenangannyva, Kewenangan yang diberikan  tersebut  didukung  olsh
pendanaan yang berasal dari anggaran pendspatan dan belanje negara maupun
anggaran pendapatan dan belanja dacrah,

Undang-Undang ini mengatur penyelenggaraan rumah susun secara komprahensif
rmeliputi  pembinaan, perencanaan, pembangunan, penguasaan,  permibkan,  dan
pernanfaatan, pengelolazn, peningkatan kualitas, pengendalian, Kelembagaan, tugas
dan wewenang, hak dan kewsaiiban, pendanaan dan sistem pembiayaan, dan peran
mgsyarakat.
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Hal mendasar yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain, mendgenal
Jemingn kepastan hukum kepemilikan dan kepenghunian akas sarusun bagi MBR;
adarya badan yang menjamin penyediazn rumah sesun umum dan rumah SUSLIN
khusus; pemanfaatan barang  milik  negara/dasrah  yang berupa  lanah  dan
pendayagunaan tanah wakaf; kewafiban palaky pemangunan rumah susun komersial
untuk  menyadiakan remah  susun umuem:  pemberan  insentf kepada pelaki
pembangunan rumah susun umurn dan rumah swusun khusus; bantuan dan kemudahan
bagi MBR; =arta pelindungan konsumen.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jolas,
Pasal 2
Huruf a
‘Yang dimaksud dengan Tasas kessishtersan” adaleh  kandig terpenuhinya
kebutuhan rumah susun ¥ang layak bagi masyarakat agar mampu mengemhbanag-
kan dirl sehingga dapat mataksanakan fungsi sosialnya
Humf b
Yang dimaksud dengan “asas keadilan dan pemerataan” adalah memberikan hasi
pembengunan di bidang ramah susun agar dapat dinikmat secara proporsional
dan merata bag: seluruh rakyat,
Huruf
Yang dimaksud dengan “asas kenasionalan” adalah memberikan lendasan agar
kepermnilikan sarusun dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan nasional,
Huruf d
Yang dimaksud  dengan  “asas keterjznokauan  dan  kemwedahan”  adzlah
memberikan landasan agar hasil pembangunan rumah susun dapat dijangkau aleh
seluruh laplean masyarakal, serta mandorong tercptanya 1kIm kondusil dengan
memberikan kemudahan hagi MBR,
Hurul & F
Yang dimaksud dengan "asas kecfisienan dan wemanfaatan” adalah memberikan
landasan penyelenggaraan rumah susun yang dilskukan dengan memaksimalkan
potens sumber daya tanah, teknologi rancang bangun, dan industi bahan
bangunan yang schal serta memberikan kemanfaatan sebesarbesarnya bagi
kesgjahlaraan rakyat,
Huruf F
Yang dimaksud dengan “zsas kemandirian dan kebersamaan” adalsh memberikan
fandasan penyelenggaraan rumah susun bertumpu pada prakarsa, swadzya, dan
peran serta masyarakat sehingga mampu membangun kepercayaan, kemampuan,
dan kekuatan sendirl serta terciptanya kerja sama antarpemangku kepentingan,
Huruf g
Yang dimaksud demgan “asas kemitraan® adalah memberikan [andasan agar
penyaienggaraan rumah susun dilzkukan oleh Pemerintah dan pemerintah dasrah

dengen melibatkan pelaky usaha dan masyarakat dengan prinsip saling
riendukiung,

Huruf h
Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keselmbangan” adalah memberikan
landasan agar penyelenggaraan rumah susun difakukan dengan mewujudkan
keserasian den keseimbangan pola pemantaatzn rLang.

Huruf |
Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalsh momberikan landasan agar
rumah  susun  disclenggarakan secars terpadu dalam Hal kebijakan  dalam
perencanaan, palaksanzan, pemanfaatan, dan pengendalian.

Huruf j
Yang dimaksud dengan “asas kesehatan” adalah memberikan |andasan agar
pembangunan rumah susun memcnuhi standar rumak szhal, syarat kesehatan
lmykungan, dan parilaky hidug sehat,
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Huruf K
Yang dimaksid dengan "asas kelestarian dan keberlanjutan® adalah membenkan
landasan agar rumah susun diselenggarakan dengan menjaga kessimbangan
lingkurgan hidup dan menyesuzlkan dengan kebuluhan yang terus meningkat
sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk dan keterbatazan lahan.
Huryf |
Yang dimaksud dengan "asas keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan® adalah
membesikan fandasan agar bangunan remah susun memenuhi  persyaratan
keselamatan, yaitu kemampuan bangunan rumah susun mendukung beban
muatan, pengamanan bahava kcbakaran, dan behava petir;  persyaratan
kenyamanan ruang dan gerak antar ruang, pengkondisian udara, pandangan,
aetaran, dan kebisingan; serta persyaratan kemuedahan hubungan ke, dad, dan di
dalam bangunan, kelengkapan prasarana, dan sarana rumah susun termasuk
fasilltas dan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia.
Huruf m
Yang dimaksud dengan “asas keamanan, ketertiban, dan keteraturan® adalah
memberkan landasan agar pengelolaan dan pemanfzatan rumah susun dapat
menjamin  bangunan, lingkungan, dan penghunl darl segala gangguan dan
ancaman keamanan; ketertiban dalam  melaksanakan  kehidupan hertempat
tinggal dan kehidupan sosialnya; serta keteraturan dalam pemenuhan ketenluan
administratif.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pacal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal &
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas,
Paszal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jedas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pacal 13
Cukup jelas.
Passl 13
Avat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Pemnangunan rumah susun mengscu rencana tata ruang wilayah kabupaten)
kota dan zunasinya.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Ayat (2}
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
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Ayal (5}

Pazal

Cukup jalas,
14

Ayt (1)

Ay

Pasal
Cul
Pasal
Cul
Pasal
Cu
Pasal
Cu
Pasal
Cu
Pasal

Huruf a

Cukup jolas.
Huruf i

Cukup jelas.
Huruf ¢

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas,
Huruf e

Cukup jelas.
Huruf f

Cukup jelas,
Huruf g

Cukup jelas.
Hurufl h

Yang dimaksud dengan “hunian  bedmbang®
lingkungan hunian yang dibangun secara berimbang antara rumah susun
komersial dan rumah susun wmum,

Huruaf |
Cukup jelas,

at (2
Cukup jelas.
15

kup jelas.
16

kup jelas,
17

kup Jelas,
18

kup jelas.
19

kup jelas.
20

Cukup jelas.

Pasal
Ay

Ay
Ay

Ay

21

at (1)

Cukup jelas.
at (23

Cukup jelas.
at (3)
Cukup jelas.
at (4)

Cukup elas.

Ayt (5)
Yang dimaksud cengan “dicatatkan di kantor pertanahan” adalzh dicatat pada
bukw tenah dan pada sertifikat hak atas tanah.

Pasal

22

Ayat (1)

Cul

Huruf 2
kup jeias.

adalah perumahan  atau
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Huruf b
vang dimaksud dengan “konsolidasl tanah” adalah penataan kembali
penqguasaan, pemilikan, penggunazn, dan pemanfadtan tanan sesuai dengan
rencang tata ruang wilayah dalam usaha peryadiaan tanah untuk kepentingan
pembangunan rumah susun.
Huruf
Yang dimaksud dengan "peralihan hak atas tanah” adalah jual beli, hibah, atau
tukar-menukar hak atas 2nah.
yang dimaksud demgan “pelepasan hak atas tanah” adalah pelepasan yang
dilakikan olen pemegang hak atas tanah di hadapan pejabat yang berwenang
merjadi tanah yang langsung dikuasai cleh negara,
Huruf d
Clkup jelas.
Huruf &
Cukup jelas.
Huruf £
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jeias. —~
Pasal 24
Huruf a
vang dimaksud dengan “persyaratan administrab™ adaleh perizinan yang
diperlukan sebagai syarat untuk melakukan pembangunan rumah susun.
Huruf b
vang dimaksud dengan "persyaratan teknis” adalsh persyaratan yang berkaltan
dengan struktur bangunan, keamanan dan keselamatan bangunan, kesehatan
lingkungan, kenyamanan, dan lain-lain yang berhubungan dengan  rancandg
bangun, termasuk kelengkapan prasarana dan fasilitas lingkungan.
Huruf €
Yang dimaksud dengan “persyaratan ekologis® adalah  persyaratan yang
memenuhi analisis dampak lingkungan dalam hzl pembangunan rumah susun.
Pasal 25
Avat (1)
Yang dimaksud dengan “bagian bersama®, antara lain, adalah fondasi, kolom,
balok, dinding, lartai, atap, telang air, tangga, Hft, selasar, saluran, pipa, jaringan
listrik, gas, dan telekomunikasi.
Yang dimaksud dengan "benda bersama®, anfara lain, adalah ruang pertemuan,
tanaman, bangunan pertamanan, hangunan sarana sosial, tempat ibadah, tempat
permain, dan tempat parkic yang terpisah atau menyaty dengan  struktur
bangunan rurmakh susurn,
Ayal ()
Cukup jalas.
Ayat (3)
Cukup jelzs.
Paszal 26
Cukup jelas.
Pasal 4/
Cukup jalas,
Fasal 78
Cukup jeles.
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Fasal 24
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas,
Pasal 31
Cukup jelas,
Pasal 32
Cukup jelas.
Fasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Ayat (13
Yang dimaksud dengan “koefisien lantal bangunan” adalah perbandingan antara
[uas  keseluruhan fantal hangunan gedung dan Juas  persilkaveling/biok
peruntukan.
Yang dimaksud dengan "koefisian dasar bangunan” adalah perbandingan antara
las lantal dasar hangunan gedung dan luas persilkeveling/blok peruntukan.
Porhitungan dan penetapan koefisien [antal Sangunan dan koefisien dasar
banguran, termasuk ketinggian hangunan gedung pada sustu lokas sesuai
dengan ketentuan lata ruang yang diatur oleh permerintah dacrah melalul rencana
tata bangunan dan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
Ayat ()
Cukup jelas.
Pasal 35
Huruf &
Yang dimaksud dengan "peruntukan lokasi®™ adalah ketentuan tentang jenis fungs:
atay kemhinasi fungsi banouman rumah susun yang boleh dibangun pada Iokasl
atau kewasan bertentu.
Yang dimaksud dengan “intensitas bangunan” adalah ketentuan teknis tentang
kepadatan dan ketinggian hanqunan rumah susun yang dipersyaratkan pada
Iokdsi ateu kawasan tertentu yeng melipuli keefisien dassr bangunan, koetisien
lantai bangunan, dan jumlah lantai bangunan,
Huruf b '
Yang dimaksud denoan "persyaratan keselamatan” adalah kemampuan bangunan
rumah susun untuk mendukung behan muatan serta untuk mencegah dan
menanggulang bahaya kebakaran dan bahaya petir,
“Farsyaratan kesehatan” mellputi slstem penahawaan, pencahayazn, sanitasi, dan
penggunaan bahan bangunan.
“Parsyaratan kenyamanan” mellput kenyamanan ruang gerak dan hubungan
antarreang, kondisi wdara dalam ruang, pandzngan, serta terhadap pengaruh
tingkat getaran dan tingkat kebisingan.
"Fersyaratan kemudahan” meliputl kemudahan hubungan ke, darl, dan di dalam
bangunan rumah susun serta sarana dan prasarana dalam  pemanfaztan
bangunan rumah susun,
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Yang dimaksud dengan “keserasian dan keseimbangan fungs! lingkungan” adalah
keserasian antara lingkungan buatan, lingkengan alam dan sosigl budaya, termasuk
nilai-nilai budaya bangsa yang perlu difestarikan,
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 30
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “laik fungs:” adalah berfungsinya sefuruh atau sebagian
bangunan rumah susun yang dapat menjamin dipenubinyg persyaratan tata
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bangunan dan keandalan bangunan rumah susun sssuai dengan fungsi yang
ditetapkan dalam IMB,
Yang dimaksud dengan "sabagian pembangunan rumah susun” adalah sahy
Bangunan rumah susun atau lebih darl seluruh rencana bangunan rumah susun
dalam satuan lingkungan.
Ayak ()
Cukup jelas.
Ayat {3)
Cukup joias.
Pasal «0
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “lingkungan rumah susun” adalah sebidang tanah dengan
batas-batas yang jelas yang di atasnve dibangun rumah susun, termasuk
prasarana, sarana, dan utilitas umum yang secara keseluruhan merpakan
kesatuan tempat permukiman.
Yang dimaksud dengan “prasarana” adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan
hunian rumah susun yang memenuhl standar tertentu untuk kebutuhan tempat
tnggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman meliputl faringan jalzn, drainase,
sanitasi, air bersih, dan tempat sampah,
Yang dimaksud dengan “sarana” adalzh fasilitas dalam lingkungan hunian rumah
sdsun yeny berfungsl untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan
kehidupan sosial, budays, dan ekomoml meliput Sarang  scsial | ekonomi
{pendidikan, kesshatan, peribadatan dan perniagaan) dan sarana umum (ruang
terbuka hijau, tempat rekreasl, sarana clahraga, tempat pemakaman umum,
sarana pamerintahan, dan lain-lain). -
Yang dimaksud dengan “utiiitas umum® adalsh kelengkapan penunjang untuk
pelayaran [ingkungan hunisn rumah susun yang mencakup jaringan listrik,
jaringan telepon, dan jaringan gas.
Ayat (2}
Cukup jelas.
Ayat (3}
Cukup jalas.
Ayat [(4)
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas,
Ayat (2]
Huruf a
Kepastian peruntukan ruang ditunjukkan melalui surat keterangan rencana kota
vang sudah disetujui permerintah daerah,
Hurul b
Kepastian hak atas tanah ditunjukkan mefalui sertifikat hak atas tanah,
Huruf ¢
Kepastian status kepamilikan antare 5HM sarusun 2tsu SKBEG szrusun harus
dijelaskan kepada calon pembeli yang ditunjukkan berdasarkan pertelaan yang
disahkan aleh pemerintah dagrah.
Hurul d
Izin pembangunan rumah susun ditunjukican melalui IMB.
Huruf &
Yang dimaksud dengan “jaminan ates pembangunan rumab susun” dapat
berupa surat dukungan bank atau nonbank,
Avat (3}
Cukup jelas.
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Paszal 43
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (23
Huruf &
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
vang dimaksud dengan “keterbangunan paling sedikit 209 (dua puiuh
persen)” adalah 20% (dua puluh persen) dar velume konstruksl bangunan
rumah susun yang sedang dipasarkan.
Huruf 2.
vang dimaksud dengan “hal yang diperjanjiken” adalah kandisi sarusun yang
dibangun dan dijual kepada konsumen yang dipasarkan, kermasuk melaiui
media promosi, antara lain, lokasi rumah susun, bentuk sarusun, spesifikasi
banqunan, harga sarusun, prasarana, sarana, dan utililas umum rumah susun,
tasilitas lain, sarta wakbu serah terima sarusun.
Pasal 44
Ayat {1)
AJE dibuat di hadapan notaris PPAT untuk SHM sarusun dan netaris untuk SKBG
sarusun sebagal bukti peralinan hak.
Ayat (2)
Cukup jelas. =
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Paczal 47
Cukup elas.
Pasal 48
Cukup jelas,
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
vang dimaksud dengan "fungsi campuran” adalzh campuran antara fungsi hunian
dan bukan hunian,
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat ()
Huruf a
Yang dimaksud dengan “pewarisan” adalah peralinan hak yang lerjadi karena
hukurn dengan meningoalnya pawaris.
Huruf b
Cukup elas.
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Huruf ¢
“Bindah tempal tinggal” antara lain karena pindah domisil, mengalami
perubahian taraf hidup, lokasi pekerjaen pindah, dan terkena pemutusan
huburgan kerja.
Ayat (3)
vang dimaksud dengan “pengalihan” adalzh pengalinan pemilikan dan dibuktikan
dengan akta yang dibual cleh PPAT untuk SHM sarusun dan oleh notaris unbuk
SKBG sarusun,
Byat (4]
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 55
Ayat (1)
Penyawa Secara perseorangan atau kelompok adalah pejabat atad peaawal negeri
atau orang yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas negara.
Ayal {2)
Cukup jelas.
Pasal 5&
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pemelinaraan” adalzh kegiatan menjaga keandalan
bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar s=ialu laik fungs.
Yang dimaksud dengan “perawatan” adatah keglatan memperbaiki dan/atzu
mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau
prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap lzik fungsi.
Ayat ()
Cukup jelas.
Ayat (3}
Cukup jelas.
Ayat (4
Cukup jelas.
Pasal 57
Ayat (1)
Cukup jefas.
< fyat (2)
vang dimaksud dengan “proparsional” adalah biaye dan operasional dan
pemeliharaan difanggung cleh penghuni; biaya perawatan dilanggung cleh
pemilik,
Ayat (3)
Cukup jalas.
Avat (4}
Cukup jelas.
Ayat {53
Cukup jslas.
Pazal 58
Cukup jelas,
Pasal 59
Myat (1)
vang dimaksud dengan “masa transis” adelah masa ketika sarusun belum
seluruhnya terjual,
Ayat (2}
Cukup jelas.
Ayal (3)
Cukup jelas.
Ayat (4]
Cukup jelas,
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Pasal a0
Cukup jalas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Fasal 62
Cukup elas.
Pazal 63
Cukup jelas.
Pasal &4
Cukup jelas.
Pasal B3
Cukup jelas,
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal a7
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pazal 69
Cukup jaias,
Pasal 70
foyat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b =
Cukup jelas.
Huruf ¢
Yang dimaksud dengan "pemilikan” adalah objek sarusun yang dimiliki oleh
oranyg atau badan yang dibuktikan derngan SHM sarusun atau SKBG sarusun,
Huruf d
Cukup jelas.
Ayal [2)
Cukup jelas.
Byat (3]
Cukup jelas,
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “bukti penguasaan dan pemilikan atas sarusun” adalah
SHM sarusun, SKBG sarusun, atau perjanjian tertulis sewa atau pinjam pakai.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jalas.
Pasal 72
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat {2)
Huruf @
Cukup jelas,
Huruf b
Cukup jalds,
Huruf ¢
Cukeup falas,
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Huruf d
Yang dimaksud dengan “melaksanakan berbagal kebijakan® adalabh untuk
mewwjudkan pemisahan antara peleksana dan pembuat  kebijakan serta
pengawas.
Ayat (3}
Cukup jelas.
Avat (%)
Cukup jelas,
Pasal 73
Cukup jelas,
Pasal 74
Ayat (1)
Cukup jetas.
Ayat (2)
Kuasa dari pemilic kepada penghuni terbatas pada hal penghuman, misalmya,
dalam hal penentuan besaran ivran untuk keamanan, kebersihan, atau sosial
kemasyarakatan,
Avat (3}
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Ayat (1) =
Cukup jelas,
Avat (2)
Yang dimaksud dengan “setiap angoota berhak membenkan satu suara™ adalah
gpabila sarusun lelah dibuni, suara pemilik dapat dikuasakan kepada setizp
penghuni sarusun. Apabila sarusun belum dibunl, setiap nama pemillik hanya
mempunyai satu suara walaupun pemilik vang bersangkutan memilikl lebih dan
Sabu sanusun.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pazal 80
Cukup jelas.
Pasal B1
Cukup jelas,
Pasal B2
Cukup jeles,
Pasal B3
Cukup jelas,
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasat 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas,
Paszl BB
Cukup Jelas.
Fasal 849
Cukup jelas.
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Pasal 30
Cukup jelas,
Pasal 91
Aoyt (1) . _
Yang dimaksud dengan “sistem pemblayaan” adalah sistem yang mengatur
pengershan, pemupukan, penyaluran, dan pemanfeatan dana _dari plhak yang
kelenihan dana kepada pihak yang kekurangan dana yang dilaksanakan oleh
lembaga keuangan dengan atau tanpa kemudahan dan/atau bantuan,
Ayat {2)
Cukup jelas.
Pasal 92
Huruf &
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢ -
Yang dimaksud dengan “sumber dana lainnya” adalah dana yang dihasilkan darl
perjanjian atau kesepakatan bersama yang dapat berupa hibah, bantuan, atau
pinjaman;, baik dan sumber dana dalam neger maupun luar negen.
Pasal 93
Cukup jalas.
Pasal 94
Cukup jelas,
Fasal 895
Cukup jelas,
Pasal 96 =
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup ielas.
Facal 58
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jeias.
Pa=al 101
Cukup ielas.
Pasal 102
Huruf a
Yang dimaksud demgan “lokasl yang berpatensi dapal memmbulkan bahaya”
antara lain, sempadan rel kereta apy, bawah jembatan, dasrah saluran udara
tegangan ekstra tnggi (SUTET), daerah sempadan sungai (D55), daerah rawan
bencang, dan daerzh kawasan khusus saperti kawasan militer.
Huruf b
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas,
Pasal 104
Cukup jelas,
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cuxup jelas,
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Fasal 108
Ayat (1)
Hurufl a
Cukup jelas.
Huruf &
Cukup elas.
Huruf o
Cukup jelas.
Huruf d
Culkup jelas,
Huruf e
Cukup jelas,
Huruf £
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas,
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf |
Cukup jelas.
Huruf
Yang dimaksud dengan “izin usaha® dalam ketentuan ini adalah izin usaha
vang berkatan dengan penyelenggarsan rumah susun, 4 antaranya Izin
Lisaha jasa konstruksi dan izin usaha pengelolaan.
Ayal (2 -
Cukup joias.
Ayat (3}
Cukup jelas.
Fasal 109
Ciskup jalas,
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Cukup jelas,
Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup felas.
Pasal 114
Cukup jolas,
Fasal 115
Cukup jelas.
Fasal 116
Cukup jeles,
Paszal 117
Cukup j=las.
Pazal 118
Cukop jelas.
Pazal 119
Cukip jelas.
Pa=al 120
Cukup jolas.

TAMBAHAMN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5252
a
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LAMPIRAN 4

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 1986
TENTANG PEMILIKAN RUMAH TEMPAT TINGGAL ATAU HUNIAN
OLEH ORANG ASING YANG BERKEDUDUKAN DI INDONESTA

PRESIDEN REPUBLIK INDOMNESIA,

Manimbang:

a.  bahwa untuk labin memberikan kepastian hukem mengenal kemungkinan pemilikan
rumah tempat tinggal atau hunian oleh arang asing, diperlukan wpaya penjabaran
ketentuan dalam Undang-undang Nemor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun,
dan Undang-undang Nomar 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;

b. bahwa berdasarkan ketentuzn Undang-undang Nemar 16 Tahun 1985 tentang
Rumah Susun dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan
Permikiman, kemungkinan pemilikan rumah hunian yang bertolak dari ketentuan
Undang-undang Momor S Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok
Agraria terscbut pada dasarnya berkaitan dengan status pemilikan Hak Pakal atas
tanah Negara;

¢. bahwa dalam perkembangannya, praktek penguasaan lanah dalam kaitannya
dengan Undangundang Momar 5 Tahun 1980 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok
Agrarla tersebut dapat pula berlangsung atas dasar perjanjian dengen pemagang
hak atas tanah;

d. bahwa sehubungan dengan perkembangan tersetut dipandang periu menetapkan
penaaturan tentang pernilikan rumah tempat tinggal atau hunian ateh orang asing
yang berkedudukan df Indonesia dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat:

3. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

b. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, temtang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agrarla {Lembaran Negara Tahun 1960 Momor 104, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2943); Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun
{Lernbaran Megara Tahun 1985 Momaor 75, Tambahan Lembaran Megara Nomor
3317

€. Undang-undeng Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Parmukiman
{Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Megara Nomor
34657,

d. Peraturan Pemerintah Momar 4 Tahun 1988 tenteng Rumah Susun (Lembaran
Negara Tahun 1988 Momar 7, Tambahan Lembaran Negara Nomar 33733

¢ Persturan Pemerintah Nomer 40 Tahen 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan dan Hek Pakal ates Tanah (Lembaran Negara Tahwn 1996 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Momar 3643);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMILIKAN RUMAH TEMPAT TINGGAL ATAU
HUUNIAN OLEH ORANG ASING YANG BERKEDUDUKAN DI INDOMESIA.

Pasal 1
Orang asing yang berkedudukan di Indonesia dapat memiliki sebuah rumah unfuk
tempat tinggal atau hunian dengan hak atas tanah tertentu.
Orang asing yang berkedudukan di Indonesia sebagalmana dimaksud dalam ayat (1)
adalah orang asing yang kehadranmya di Indonasiz memberikan manfaat bagi
pembangunan nasional,

Pasal 2

Rumah tempat tnggal ateu hunian yang dapat dimilik oleh crang asing szbagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 adalah:
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1. Rumah yang berdir sendiri yang dibangun di atas bidang tanah:
a. Hak Fakal atas tanah Megara;
b. Yang dikuasal berdasarkan perjanjian dengan pemengang hak atas tanah.

2, Satuan rumah susun yang dibangun di atas bidang tanah Hak Pakai atas Lanah
Megara.

Pasal 3

(1} Peranjian scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 dibuat sscara tertulis
antara orang asing yanng bersangkutan dengan pemegang hak atas tanah,

(2} Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuat dengan aka
Pejabat Permbuat Akta Tanzh.

Pasal 4
Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal ? angka 1 wajlh dicatat dalam buku
tenah dan sertipikat hak atas tanah vang bersangkutan.

Pasal 5

{1} Perjanjian sebapalmana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 dibuat untuk jangka
wakty vano disepakat, tetapi Ldak lebih lama dar dua puluh ima tahun,

{21 Janoka waktu sebagaimana dimaksud dafam ayat (1) dapat diperbaharui untuk
jangka waktu yang tidak lebih lama dar dua pulieh lima tahun, atas dasar
kesepakatan yang dituangkan dalem perjanjian vang baru, sepanjang orang asing
tersebut masih berkedudukan dl Tndonesia,

Pasal 6

(1) Apakila orang asing yang memifikl rumah yang dibangun di atas lanah Hak Pakai
atas tanah Negare, atau oerdasarkan perjanfizn dengan pemegang hiak ates tanah
tidak lagi berkedudukan di Indonesia, maka dalam jangka waktu sabi fahun wajib
melepaskan afau meangaliikan hak atas rumah dan tznahnya kepada orang lain
vany memeanuhi syarat.

{2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimang dimaksud dalam ayat {1) hak atas tanah
tersebut belum dilepaskan atau dizlihkan kepada pikak lain yang memenuhi syarat,
maka apabila:

4. Rumah tersebut dibangun i ates tanah Hak Pakai atas tanah Megara, rumah
besarta tanahnya dikuasal Megars untuk dilelang:

&, Rumah lersebut dibangun di atas tanah berdasarkan perjaniian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 hurul b, rumah tersebot menjadi millk
pemegang hak atas tanah yang hersangkutan,

Pasal 7
ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintzh inl
ditetapkan cleh Manterl Megara Agrara setelab mendengar pertimbangan Badan
Kebiaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Pesumahan dan Permukiman Nasional,

Pasal 8
Peraturan Pemerintah ini mulai beriaku sejak diundangkan.

Agar setigp orang mengetahui, memernintabkan pengundangan Peratiran Pemerntah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Megara Republik Indonesia.

Ditztopkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 1994
PRESIDEM REPUBLIK TNDOMESIA
td
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 17 Juni 1996

MENTERI NEGARA SEKRETARIS MEGARA

REPUBLIK INDOMNESLA

ftd

MOERDIOND
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PEMNJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 1996
TENTANG
PEMILIKAN RUMAH TEMPAT TINGGAL ATAU HUNIAN OLEH
ORANG ASING YANG BERKEDUDUKAN DI INDONESIA

uMumM

Hingga saat Inl, terdapat setidaknya dua masalah yang memeriukan fzjalasan
dalam kaitannya dengan kemungkinan parmiiikan rumah hurian oleh orang asing di
Indonesia. Pertama, vang berkenaan dengan arahan bahwa orang asing tersebut
harus berkedudukan di Indonesia. Kedua, kaitannya dengan stabus hukum lznah
tempat rumah tempat tinggal atau hunian tersebut dicangun,

Arzhan bahwa orang asing tersebut harus berkedudukan tersebut dewasa ini dan
untuk masamasa yang akan datang perlu diperelas dan dijabarkan lebih lanjut.
Selain perkembangan keadaan dan kebutuhan yang wajar untuk memberi antisipasi
terhadap keterbukaan yang lain merebek ke scgala aspek kehidupan, prakiek
dalam bidang hukum perjanjian pada umumnya dan hukum pertanahan ity sendiri
periu dicermati, Arti daripada arahan mengenai keharusan unktuk berdudukannya di
Indonesia, tampaknya kian perlu dijarbarkan secara bijaksana.

Secara konkrit, tidak perlu harus diartikan sama dengan tempal. kediaman atau
domisill, Di bidang ekonoml, misalnya; orang dapal memiliki kepentingan yang
harus dipelihara tanpa harus menunggunya secara fislk, apalagl untuk waktu yang
panjang dan secara teris menerus,

femajuan di bidang teknologl transportasi dan kemunikasi, memungkinkan orang
memellhara kegpentingan yang dimilikinga di negara laln tanpa harus menungguinya
sendiri. Kadangkala, mereka cukup hadir secara berkala. Dalam keadaan seperti itu,
yang merska perlukan adalah fasiitas tempat tinggal atau hunlan blla secara
berkala tetapi teralur  herus  datang untuk mengurus  atau  memelibara
kepentingannya. Dengan pertimbangan seperti ilu, upeaya untuk memperjalas
mazkna "berkedudukan” tadi perlu dilakukan,

Masalah yang keduz, yang berkaitan demgan status hukum daripeda tanah.
Undang-undang Momor 5 Tahun 1960 tengtang Peraturan Dasar Pokok-pokok
Agraria menggariskan bahwa sejauh mengenal pemilikan hak atas tanmah, yang
dapat dimiliki orang asing adalah Hak Pakai Atzs Tanah Megara. Undang-undang
Nomaor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun juga membenkan arahan serupa.

Mamun begite, arsghan tersebut pada dasarmya masih  terbatas terhadap
kernungkinan pemilikan satuan Rumah Susun. Dengan memperhatikan sifat
pengaturan yang terbuka dalam Undangundang Momor 4 Tahun 1592 tentang
Porumahan dan Permokiman, sebenamya juga dimungkinkan pemilikan rumah
yang berdiri sendiri. L berarti, hal-hal yang bedkaitan dengan slatus hukum
tanahnya juga periy diperjelas.

Dalam prakkek hukum, penguasaan alas bidang fanah juga dapat herlangsung
berdasar perjaniian, yang kemudian melahirkan hak-hak bars yang bersifat turunan
atas tanah vang schelummya telah dimiliki dengan hak tertentu. Dalam batas-batas
yang masih dimunakinkan oleh peraturan perundang-undannan yang berlaku,
praktek tersebut tampakiya juga perdu diperhatikan dalam kailannya dengan
kemungkinan pemilikan rumah hunian oleh orang asing di Indonesia.

Karenag hal-hal tadi, dipandang sudah sepantasmya bila dapat diupayakan
penjabaran mengenal kemungkinan pamilikan rumah tempat tinggal atau hunian
oleh orang asing di Indenesia. Pengaturan dalam Peraturan Pemerinlah ini, dengan
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demikian merupakan salah sabe penjabaran Undang-undang Momer 16 Tahun 1985
tantang Rumah Susun, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan
dan Permukiman dan sekaligus jugz Undang-undang Nomaos 5 Tahun 19640 tentang
Peraturan Dasar Pokok-pokak Agraria,

PASAL DEMI PASAL

Fasal 1

Avat (1Y

Yany dimaksud dengan orang dalam Persturan Pemerintah Inl adalah orang
persecranaan. Pemelikan tersebut tetap dibatasi pada satu bush rurnab.
Tujuan pembatasan ini adalah untuk menjaga agar kesempatan pemilikan
tersebul  bdak  menyimpang dar tujuannya, yaitu sekedar memberikan
dukungan yang wajar bagi penyelengoaraan usaha orang asing terssbut di
Infdnnesia.

Ayal (2)

Fasal 2

Ketentuan orang asting yvang kehadirannya di Indonesia memberikan mantzat
bagi pembangunan nasional dimaksudkan bahwa pemilikan rumah tempat
tinggal atau hurian bagi orang asing tersebut tidak holeh diihat samata-
mata dari kepentingan oreng asing yang bersangkutan, tetapl lebin dan itw
kehadirannya di Indonesiz harus memberikan manfaat atau kontribusi
terhadap pembangunan nasional.

Arvgka 1 =

Huruf 2
Pemilikan Hak Pokzi atas lanah Negara untdk orang asing dimungkinkan
berdasarkan ketentusn Pasal 42 Undang-undang Pokok Agraria.

Huoruf B
Pasal & Undangundang Momor 4 tahun 1992 tentang Ferumahan dan
FarmiLkiman memungkinkan pembangunan ruman dilakukan oleh bukan
pemilix hak atas tanah atas dasar perselujugn dari pemegany hak alas
tanah dengan suaty perjanjian tertulis,
Bardasarkan ketentuan tersahut, maka sebenarnya penguasaan tanah
yang digunakan unluk  bangunan  dimungkinkan, Karena  sifatnya
berpangkal pada persetujuan dengan permssang hak atas tanah, mizka
perfaniian inl dapat dilakukan db atas tanah yano dapat dikiasai dengan
hak-hak yang didtur oleh Undang-undang Pokok Agraria, antara lain
dapat dilskukan di atas tanah Hak Milik dan Hak Gura Bangunan.

Angxa ?

Pasal 3

Cukup jelas

Ayat (1)

Perjanjian dibuat secare tertulls ant2ra orang asing dengan pemegang hak
atas tarmah dimzaksodkan unfuk dapat mempermudah dalam menyelessikan
perselisihan atau sengketd vang lerjadi antara penvéwa dengan pamegang hak
akas tanah.

Ayak (20

Pasal 4

Cukup jelas

Padanjian dengan pemegang hak atas fanah dicatat dalam sertipikat hak atas
tanah yang hersangkutan.

Catatan dalam serbpikat tersebut diperlukan, agar mudah diketabui pihak yang
berkepentingan bahwa dl atas hak atas fanan fersehut telah ada hak-hak atas
tanah yang kain.
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Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukip felas
Pasal &
fopat (1)
Cukup jelas
Avat ()
Huruf a
Hasil pefelangan terscbut aken diberikan kepada orang asing yang
bersangkutan setelah dikurangi dengan biava lelang serta barang-barang
atau ongkos-ongkos lain yang telah dikebiarkan.
Huruf b
Peralihan kekayaan dalam ayat ini juga merupakan obyek pajak
penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomar 7
Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberape kali
diubiah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1554,
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup felas.
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